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Bab I – PENDAHULUAN I- 1 
 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Salah satu amanat dari pembentukan daerah otonom adalah untuk 

mempercepat peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat di daerah. Untuk 

memenuhi amanat dimaksud, maka setiap pemerintah daerah otonom harus 

dapat menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan 

seluruh pemangku kepentingan. Hal ini telah diamanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah 

secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap dinamika kehidupan 

masyarakat. Rencana pembangunan daerah dimaksud terdiri dari Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

 

Amanah Undang Undang di atas telah dipertegas pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang 

menyebutkan bahwa setiap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 

wajib menyusun rencana pembangunan daerah untuk masa periode jabatannya. 

Ketentuan di atas menekankan pada pentingnya menyusun Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Bagi Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah terpilih harus memperhatikan ketentuan pasal 264 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang 

mengamanatkan bahwa “Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) 

bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik”. RPJMD dimaksud adalah 

dukumen perencanaan 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, sasaran, strategi, 

kebijakan dan program pembangunan daerah. 

 

Visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih H. Syahrul M Pasaribu, SH dan 

Ir. Aswin Efendi Siregar, MM yang dilantik pada tanggal 17 Februari 2016 

dengan periodisasi 2016-2021 menjadi dasar penjabaran dari muatan RPJMD 

Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021 dan disesuaikan dengan 

ketentuan Surat Edaran Mendagri Nomor 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 

tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017. Serta ketentuan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.  
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Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) ini telah memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional 2015-2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi 

Sumatera Utara 2013-2018, RTRW Provinsi Sumatera Utara, RTRW Kabupaten 

Tapanuli Selatan 2016-2036 dan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Selatan 2005-2025. Selain 

berpedoman pada dokumen di atas, proses penyusunan RPJMD Kabupaten 

Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021 dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan, yaitu 

pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-

atas (bottom-up) sehingga materi yang termuat di dalam dokumen ini dapat 

menampung aspirasi pemangku kepentingan serta strategi, arah kebijakan dan 

program pembangunan di Kabupaten Tapanuli Selatan.  

 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini akan 

menjadi dokumen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Dokumen ini 

menjadi pedoman bagi setiap perangkat daerah dan pemangku kepentingan 

lainnya dalam penyelenggaraan pembangunan yang terarah, terpadu dan 

berkesinambungan sehingga secara bertahap dapat mewujudkan visi dan misi 

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan periode 2016-2021 yakni “Kabupaten 

Tapanuli Selatan Yang Maju, Berbasis Sumber Daya Manusia Pembangun Yang 

Unggul, Sehat, Cerdas, Sejahtera serta Sumber Daya Alam yang Produktif dan 

Lestari”. 

 

 

1.2. Dasar Hukum Penyusunan 

1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1956 

tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1092); 

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4739); 

10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten 

Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4753); 

11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten 

Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4754); 

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik 

IndonesiaTahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 
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13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4585); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4815); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4833); 
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5103); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 

2015-2019); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 

2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 

2011, tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 

2012, tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

Dalam Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; 

28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018 

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7); 

29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi 

Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Sumatera Utara Nomor 12); 
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30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 

Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera 

Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Sumatera Utara Nomor 22); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Tapanuli SelatanTahun 2006-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2007 Nomor 18); 

 

1.3. Hubungan Antar Dokumen 

Hirarki perencanaan pembangunan yang diamanatkan dalam Undang 

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional menjadi dasar bagi setiap pemerintah daerah dalam menyusun rencana 

pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyusunan rencana pembangunan 

daerah harus terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional. Integrasi 

perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung pelaksanaan koordinasi 

antar pelaku pembangunan, antar pemerintah baik secara vertikal maupun 

horizontal sehingga dapat meningkatkan kelancaran pelaksanaan pembangunan 

di daerah. 

Sesuai dengan ketentuan di atas, penyusunan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-

2021 ini telah memperhatikan dan mempedomani beberapa dokumen seperti 

tersebut pada point 1.1 alinea ke empat dengan agenda Nasional terdiri dari 9 

(sembilan) Agenda yang disusun sebagai penjabaran dari Nawacita, yaitu:  

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan 

memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; 

2. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, 

dan terpercaya; 

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah 

dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan 

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; 

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional; 

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor 

strategis ekonomi domestik; 
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8. Melakukan revolusi karakter bangsa 

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 

 

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) ini juga memperhatikan beberapa dokumen lain di antaranya : 

a. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 

(MP3EI); 

b. Masterplan Percepatan Penanganan Pengangguran dan Pengentasan 

Kemiskinan (MP3KI); 

c. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana tertuang 

dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD); 

d. Sasaran dan target pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 

sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi Nasional yang menjadi acuan 

untuk melanjutkan pembangunan pasca Milinium Development Goals 

MDGs yang berakhir Tahun 2015 atau merupakan bentuk dari 

penyempurnaan MDGs); 

e. Sasaran dan target pemberantasan korupsi yang tertuang dalam Rencana 

Aksi Nasional Pemberantasan Pengendalian Korupsi (RAN-PPK) dan 

Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Pengendalian Korupsi (RAD-PPK) ; 

f. Sasaran dan target penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang tertuang 

dalam Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-

GRK), Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-

GRK) dan Rencana Aksi Daerah tentang Pangan Gizi (RAD-PG); 

g. Sasaran dan target pengarusutamaan gender yang tertuang dalam Strategi 

Nasional percepatan pengarustamaan Gender (PUG) melalui perencanaan 

dan penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dan Rencana Aksi 

Daerah Pengarustamaan Gender (Randa PUG) Kabupaten Tapanuli 

Selatan 

 

Secara diagramatis keterkaitan hubungan RPJMD Kabupaten Tapanuli 

Selatan ini dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar 1.1 

dibawah ini. 
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Gambar 1.1. Proses Penyusunan dan Keterkaitan RPJMD Dengan 

Dokumen Perencanaan Lainnya 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Diolah dari UU 17/2003, UU 25/2004,dan PP 8/2008  

Selain itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan ini juga 

memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) baik RTRW Nasional, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten 

Tapanuli Selatan dan RTRW Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan 

Kabupaten Tapanuli Selatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 

1.2 
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Gambar 1.2. Bagan Keterkaitan RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan 

Dengan Dokumen PerencanaanTata Ruang 

 

Sumber : Diolah dari UU 25/2004, UU 26/2007,dan PP 8/2008  

 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2016-

2021 terdiri dari 11 (sebelas) bab. Secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan 

hal-hal sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini meliputi tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, 

Hubungan Antar Dokumen, Sistematika Penulisan, Maksud dan 

Tujuan. 

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

Bab ini menjelaskan analisis kondisi daerah yang selaras dan 

mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, 

visi/misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dan kebutuhan 

perumusan strategi. Meliputi empat aspek, yaitu Aspek Geografi dan 

Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan 

Umum, Aspek Daya Saing Daerah. 
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BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA 

KERANGKA PENDANAAN 

Bab ini terdiri dari uraian tentang Kinerja Keuangan Masa Lalu seperti 

kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah; Kebijakan 

Pengelolaan Keuangan Masa Lalu seperti proporsi penggunaan 

anggaran dan analisis pembiayaan; dan Kerangka Pendanaan yang 

mencakup analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta 

prioritas utama, proyeksi data masa lalu, dan penghitungan kerangka 

pendanaan 

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS  

Bab ini menjelaskan tentang Permasalahan Pembangunan Daerah 

yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

relevan, dan Isu-Isu strategis yang berasal dari permasalahan 

pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, 

kebijakan nasional, provinsi maupun regional, yang dapat 

memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap Kabupaten 

Tapanuli Selatan. 

BAB V  VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 

Bab ini menjelaskan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 – 2021 yang 

merupakan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran 

pembangunan daerah. 

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Bab ini menguraikan Strategi dan Arah Kebijakan yang dipilih dalam 

mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi 

terpilih, sebagai rumusan perencanaan komprehensif tentang 

bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan 

mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. 
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BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 

Bab ini menguraikan hubungan antara Kebijakan Umum yang berisi 

arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih 

dengan target capaian indikator kinerja, yang menjadi acuan 

penyusunan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan, beserta 

kebutuhan pendanaannya. 

BAB VIII  INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI 

KERANGKA PENDANAAN 

Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD 

terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Pada 

bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada 

akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian 

indikator kinerja pada awal periode perencanaan. 

BAB IX  PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH 

Bab ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan 

pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah 

pada akhir periode masa jabatan, dengan menggambarkan 

akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan 

daerah atau indikator capaian yang bersifat mandiri sehingga kondisi 

kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. 

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 

Bab ini menguraikan RPJMD sebagai pedoman penyusunan RKPD 

dan R.APBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Bupati dan 

Wakil Bupati periode berikutnya, dan langkah-langkah pelaksanaan 

dari visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan yang telah disusun 

dalam dokumen RPJMD. 

BAB XI  PENUTUP 

Bab ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi, dan peran dari 

dokumen RPJMD.  
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1.5. Maksud dan Tujuan 

1.5.1. Maksud 

Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) KabupatenTapanuli Selatan Tahun 2016 - 2021 adalah : 

a. Untuk menyiapkan dokumen rencana pembangunan daerah yang 

akuntabel, sistematis dan komprehensif. 

b. Bahan koordinasi perencanaan pembangunan daerah antar pemangku 

kepentingan secara hirarki 

c. Menjadi pedoman pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang 

terarah, terpadu dan berkesinambungan  

d. Bahan evaluasi terhadap pertanggung jawaban Bupati dan Wakil Bupati 

pada akhir tahun dan akhir masa jabatan 

 

 

1.5.2. Tujuan  

Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) KabupatenTapanuli Selatan Tahun 2016 - 2021 adalah : 

a. Tersedianya dokumen rencana pembangunan daerah yang akuntabel, 

sistematis, terarah, terpadu, berkesinambungan dan konprehensif bagi 

semua pemangku kepentingan. 

b. Tersedianya tolok ukur program prioritas, tujuan, sasaran beserta pagu 

anggaran sebagai penjabaran dari visi, misi kepala daerah lima tahun 

kedepan. 

c. Tersedianya gambaran pengelolaan keuangan daerah beserta kerangka 

kemampuan pendanaan lima tahun kedepan. 

d. Tersedianya tolok ukur indikator kinerja SKPD daerah dan indikator kinerja 

Kepala daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Daerah. 
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Gambaran umum kondisi Kabupaten Tapanuli Selatan menjelaskan tentang 

kondisi geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya 

saing serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten 

Tapanuli Selatan. Indikator capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan meliputi 

aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing 

daerah.  

 

2.1. Aspek Geografi dan Demografi 

Aspek geografi Kabupaten Tapanuli Selatan meliputi gambaran mengenai 

karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan 

wilayah terhadap bencana. Gambaran kondisi aspek demografi antara lain 

mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi penduduk. 

 

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah 

Karekteristik lokasi dan wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan 

menggambarkan mengenai luas dan batas wilayah administrasi, letak dan 

kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan 

lahan. 

 

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi 

Kabupaten Tapanuli Selatan dengan ibukota Sipirok adalah salah satu 

kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, berada di arah selatan dari Kota 

Medan (ibu kota Provinsi Sumatera Utara) memiliki luas total 4.501,17 km2, 

terdiri dari 14 kecamatan, 36 kelurahan dan 212 desa. Sementara 

berdasarkan perhitungan dalam pemetaan luas wilayah Kabupaten Tapanuli 

Selatan adalah 4.501,17 km2, yang terdiri dari luas daratan 4.357,56 km2 dan 

luas lautan 1.436,10 km2; dengan batas-batas sebagai berikut : 

 Sebelah Utara  : Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli 

Tengah  

 Sebelah Selatan : Kabupaten Mandailing Natal 

 Sebelah Timur  : Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang 

Lawas Utara dan Kabupaten Labuhan Batu Utara 

 Sebelah Barat : Samudera Indonesia dan Kabupaten Mandailing 

Natal 

 

Secara umum pembagian wilayah administrasi menurut kecamatan di 

Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana tertera pada tabel berikut ini : 
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Tabel 2.1. Pembagian Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan di Kabupaten 

Tapanuli Selatan 

No. Kecamatan Ibukota 
Jumlah Desa/ Kelurahan Luas / Area 

(Km
2
) Desa Kelurahan 

1 Batang Angkola Pintu Padang 30 6 473,31 

2 Sayurmatinggi Sayurmatinggi 18 1 378,36 

3 Angkola Timur Pargarutan 13 2 266,17 

4 Angkola Selatan Simarpinggan 13 4 291,66 

5 Angkola Barat Sitinjak 12 2 74,09 

6 Batang Toru Batang Toru 19 4 363,40 

7 Marancar Marancar 11 1 86,88 

8 Sipirok Sipirok 34 6 415,85 

9 Arse Arse Nauli 8 2 260,71 

10 Saipar Dolok Hole Sipagimbar 12 2 545,01 

11 Aek Bilah Biru 12 - 404,86 

12 Muara Batang Toru Huta Raja 6 3 304,99 

13 Angkola Sangkunur Simataniari 8 2 283,11 

14 Tantom Angkola Situmba 16 1 209,16 

Jumlah 212 36 4.357,57 

Sumber : Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan 

 

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis 

a. Posisi Astronomis 

Posisi Astronomis Kabupaten Tapanuli Selatan terletak diantara 

0º58'35‖–2º07'33‖ Lintang Utara dan 98º42'50‖–99º34'16‖ Bujur Timur. 

 

b. Posisi Geostrategis 

Berdasarkan jalur lintas antar daerah, kondisi wilayah Kabupaten 

Tapanuli Selatan dilewati jalur jalan nasional lintas tengah dan lintas barat 

Trans Sumatera serta jalan nasional koridor penghubung lintas tengah 

dengan lintas timur, yang merupakan jalur ekonomi penting yang 

menghubungkan kota-kota utama, khususnya untuk Pantai Barat Sumatera 

Bagian Barat dan Selatan, yakni jalur Medan – Padang dan dari Sibolga 

Pantai Barat ke arah Pantai Timur. 

Dari sudut aksesibilitas terdapat beberapa alternatif jalur darat 

menuju ke ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain : 

- Jalan Nasional dan Provinsi dari Kota Medan melalui jalur Medan - 

Pematangsiantar - Balige - Sipirok. 

- Dari Kota Bukit Tinggi dapat melalui jalur Bukit Tinggi - Mandailing Natal 

- Padangsidimpuan - Sipirok. 

- Dari Kota Pekan Baru melalui Pekan Baru – Dumai / Duri - Pal XI - 

Sipirok. 
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Disamping itu wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan juga memiliki 

wilayah pantai yang landai di Kecamatan Muara Batang Toru yang 

bersentuhan langsung dengan Samudera Hindia di bagian barat yang 

berpotensi untuk pengembangan wisata, budidaya kelautan dan 

kemaritiman. 

 

Untuk lebih jelas mengenai orientasi Kabupaten Tapanuli Selatan 

terhadap wilayah sekitarnya dapat dilihat pada Gambar berikut : 

 

 

Gambar 2.1. Peta Orientasi Wilayah Perencanaan Kabupaten Tapanuli 

Selatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2036 

 

 

 

c. Kondisi Kawasan 

Kawasan Hutan di Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 579/Menhut/II/2014 dengan 

Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada 

tabel berikut ini : 
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Tabel 2.2. Data Luas Wilayah, Kawasan Hutan, Areal Penggunaan Lain (APL) di 

Kabupaten Tapanuli Selatan 

No Kecamatan 

Luas Kawasan Hutan Dan APL 

A P L Total Hutan 

Konservasi 

Hutan 

Lindung 

Hutan Produksi 

Terbatas Tetap 

1 Batang Angkola 8,84  18.340,31  16.541,83  406,97  12.032,78  47.330,73  

2 Syr.Matinggi 1.049,91  13.592,74  13.548,71  0,00 9.644,72  37.836,08  

3 Angk. Timur 3.026,60  3.714,70  0,00 9.132,71  10.743,49  26.617,49  

4 Angk. Selatan 0,00 3.735,52  11.418,76  8.251,80  5.759,92  29.166,00  

5 Angk. Barat 577,88  372,40  12,97  2.577,40  3.868,45  7.409,10  

6 Bt.Toru 373,81  17.510,80  0,00 106,65  18.348,82  36.340,08  

7 Marancar 1.880,27  0,00 0,00 1.518,60  5.289,59  8.688,46  

8 Sipirok 5.484,28  9.829,97  0,00 9.396,54  16.874,65  41.585,45  

9 Arse 2.356,80  14.017,60  0,00 437,22  9.259,81  26.071,44  

10 SD. Hole 0,00 19.299,55  17.130,35  706,32  17.364,99  54.501,21  

11 Aek Bilah 0,00 20.526,17  16.133,03  0,00 3.826,39  40.485,59  

12 Muara Bt.Toru 0,00 0,00 373,75  1.425,09  28.699,98  30.498,81  

13 Angk.Sangkunur 0,00 0,00 5.101,45  11.266,30  11.942,93  28.310,68  

14 Tantom Angkola 139,54  13.236,76  3.365,68  0,00 4.173,86  20.915,84  

Jumlah 14.897,92 134.176,52 83.626,54 45.225,59 157.830,40 435.756,97 

Sumber : Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan 

 

2.1.1.3. Kondisi Topografi 

a. Kemiringan Lahan 

Berdasarkan kemiringan lahan, Kabupaten Tapanuli Selatan secara umum 

dibagi dalam 5 (lima) kawasan yaitu: 

1. Kawasan Gunung dan Perbukitan (sangat curam) adalah kawasan jalur 

pegunungan Bukit Barisan yang merupakan kawasan hutan lindung 

dengan kemiringan lebih dari 40% dan berfungsi sebagai kawasan 

penyangga air bagi sungai-sungai yang mengalir ke hilir.  

2. Kawasan Bergelombang Hingga Bukit (curam) adalah kawasan yang 

berfungsi untuk perlindungan dan pengembangan terbatas pada 

kegiatan budidaya seperti perkebunan dan pertanian. Komoditas yang 

mungkin dikembangkan di kawasan ini meliputi hortikultura, karet, dan 

tanaman lahan kering.  

3. Kawasan Kaki Gunung (agak curam) adalah kawasan yang relatif landai 

namun lebih didominasi gelombang sebagai akibat pengangkatan 

batuan yang makro dan masif. Kawasan ini lebih sesuai untuk kegiatan 

permukiman dan pertanian lahan basah serta peternakan dan 

pekebunan.  

4. Kawasan Landai dan Bergelombang, adalah kawasan yang landai dan 

banyak terdapat bukit yang sudah terkikis untuk kebutuhan 

pertambangan. Kegiatan yang banyak di kawasan ini adalah 

permukiman dan pertanian serta industri.  
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5. Kawasan Dataran adalah kawasan yang sangat datar karena letaknya 

dekat dengan kawasan pesisir. Kegiatan yang sesuai dengan kawasan 

ini adalah kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan 

serta pertambangan.  

 

Kawasan wilayah kemiringan Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

 

Tabel 2.3. Kemiringan Lahan Kabupaten Tapanuli Selatan Menurut Kecamatan 

Tahun 2015 

No. KECAMATAN 

Kelas Kemiringan 

0-8% (Datar) 

(Ha) 

08 - 15% 

(Landai) 

(Ha) 

15 - 25% 

(agak curam) 

 (Ha) 

25 - 40% 

(Curam) 

(Ha) 

1. Tano Tombangan Angkola 3.901,77 1.863,00 3.913,11 5.993,19 

2. Sayur Matinggi 9.945,18 4.190,94 6.842,07 8.830,62 

3. Batang Angkola 13.863,96 5.629,50 8.956,17 11.825,19 

4. Angkola Selatan 3.141,18 4.831,65 9.658,44 8.425,62 

5. Angkola Sangkunur 9.179,73 3.762,45 6.445,98 6.348,78 

6. Angkola Barat 1.282,23 2.095,47 1.849,23 1.313,01 

7. Muara Batang Toru 26.994,87 1.734,21 929,07 628,56 

8. Angkola Timur 7.370,19 7.576,74 6.279,12 4.082,40 

9. Marancar 1.228,77 2.572,56 1.927,80 1.727,73 

10. Sipirok 7.150,68 8.507,43 11.261,43 9.911,16 

11. Batang Toru 8.918,10 9.070,38 9.054,99 6.563,43 

12. Arse 5.133,78 5.171,85 5.805,27 5.709,69 

13. Saipar Dolok Hole 9.568,53 12.515,31 13.302,63 11.288,97 

14. Aek billah 5.077,08 6.589,35 7.207,38 7.698,24 

 Jumlah 112.756,05 76.110,84 93.432,69 90.346,59 

Sumber : Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan 

 

b. Ketinggian Lahan 

Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan berada di ketingggian antara 0 

– 1.985 meter dpl. Daerah yang berada pada ketinggian 0 meter umumnya 

terdapat di daerah pantai barat Tapanuli Selatan, yaitu di desa Muara Upu, 

Kecamatan Muara Batang Toru, lokasi yang berada pada ketinggian 1.985 

meter dpl terdapat pada Gunung Tampulonanjing di Kecamatan Saipar 

Dolok Hole. 

 

Data ketinggian lahan dari permukaan laut menurut kecamatan dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 2.4. Ketinggian Lahan Kabupaten Tapanuli Selatan Menurut Kecamatan 

Tahun 2015 

No. Kecamatan 
Ketinggian lahan diatas 

permukaan laut (meter) 

1. Batang Angkola 25 - 1 250 

2. Sayurmatinggi 25 - 1 400 

3. Angkola Timur 225 - 1 850 

4. Angkola Selatan 20 - 1 000 

5. Angkola Barat 550 - 1 700 

6. Batang Toru 25 – 925 

7. Marancar 100 - 1 850 

8. Sipirok 300 - 1 825 

9. Arse 650 - 1 925,3 

10. Saipar Dolok Hole 325 - 1 985 

11. Aek Bilah 100 - 1 875 

12. Muara Batang Toru 0 – 225 

13. Angkola Sangkunur 20 – 800 

14. Tano Tombangan Angkola 50 - 1 275 

Sumber : Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan 

 

 

2.1.1.4. Kondisi Geologi 

a. Struktur dan Karakteristik 

Secara Geologis, wilayah Pesisir Pulau Sumatera Bagian Barat, 

termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan dilalui patahan aktif Sesar 

Semangko. Patahan ini diperkirakan bergeser sekitar 11 cm per tahun dan 

merupakan daerah rawan gempa dan longsor.  

Aktivitas struktur geologi ini dimulai pada zaman Miosen (± 16 juta 

tahun yang lalu), yakni diendapkannya batuan yang dikenal sebagai 

Formasi Woyla. Pada zaman tersebut menghasilkan struktur geologi yang 

berarah selatan-utara, yang diikuti oleh permulaan subduksi lempeng India 

– Australia terhadap lempeng Eurasia pada zaman Yura Akhir. Pada 

periode Yura Akhir, Kapur diendapkan satuan Batuan Volkanik, kemudian 

diatas batuan ini secara tak selaras diendapkan batu gamping (mudstone & 

wackestone). 

Pada Akhir Miosen mengalami rotasi searah jarum jam, sehingga 

mulai pada zaman plio-pleistosen arah struktur geologi berubah menjadi 

arah baratdaya- timurlaut, aktivitas terus berlanjut sampai kini. Hal ini 

disebabkan pembentukan letak samudera di Laut Andaman dan tumbukan 
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antara Lempeng Mikro Sunda dan Lempeng India-Australia yang terjadi 

pada sudut yang kurang tajam. Hal ini menyebabkan kompresi tektonik 

global dan lahirnya subduksi sepanjang pesisir barat Pulau Sumatera dan 

pengangkatan Pegunungan Bukit Barisan pada Pleistosen.  

Pulau Sumatera termasuk memiliki kondisi tektonik yang sangat 

kompleks. Proses tektonik di daerah ini berlangsung dari Pra - Tersier 

hingga Tersier. Sebagai akibatnya, muncul aneka ragam jenis batuan serta 

mineralisasi di daratan Sumatera ini.  

Secara regional aktifitas magmatisme yang terjadi di Sumatera 

berhubungan erat dengan pembentukan cebakan mineral pada jalur-jalur 

magmatik, baik yang masih aktif maupun yang telah mati, terutama pada 

pembentukan dan keterdapatan logam mulia dan logam dasar (base 

metal). Proses tektonik regional pulau Sumatera dimulai sejak zaman Pra-

Tersier. Proses tektonik ini tentu saja berhubungan erat dengan 

pengangkatan maupun patahan-patahan yang terjadi pada lapisan batuan 

sehingga banyak batuan berumur pra-tersier hingga kuarter tersingkap di 

permukaan. Proses tektonik ini juga mengakibatkan terjadinya mineralisasi 

terutama pada jalur Sesar Besar Sumatera yang terbentuk juga akibat 

proses tektonik di wilayah ini. 

Salah satu petunjuk terhadap tipe mineralisasi yang terbentuk pada 

suatu daerah adalah kehadiran mineral-mineral bijih tertentu seperti, 

magnetit, ilmenit, pirhotit, arsenopirit, pirit, kalkopirit, enargit, kovelit, 

markasit, stibnit, realgar, telurit, argentit, elektrum dan sinabar. 

 

b. Potensi Kandungan 

1) Sumber energi  

Potensi pembangkit listrik yang bersumber dari tenaga air (hydro 

power) yang terdapat hampir diseluruh kecamatan di Kabupaten 

Tapanuli Selatan dengan total potensi daya listrik yang dapat dihasilkan 

mencapai ± 706.362 KW. Terdapat 4 lokasi yang potensial dapat 

dikembangkan menjadi pembangkit listrik skala besar dengan daya 

listrik yang dihasilkan dapat mencapai ± 605.000 KW, dan 15 lokasi 

yang dapat dikembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Mini/Microhydro 

(PLTMH), dengan daya listrik sebesar ± 1.362 KW. 
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Sementara potensi energi alternatif antara lain bersumber dari 

panas bumi terdapat di Dolok Sibualbuali Kecamatan Sipirok dan 

Marancar yang jika dikembangkan diperkirakan dapat menghasilkan 

listrik sebesar ± 56 MWe. Selain itu terdapat potensi panas bumi lainnya 

di Kecamatan Arse, SD.Hole, Sayur Matinggi, Batang Angkola, Tantom 

Angkola dan Kecamatan Angkola Selatan. Potensi Sumber Energi 

Alternatif Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat pada berikut : 

 

Tabel 2.5. Potensi Sumber Energi Alternatif 

No Desa/Sungai Energi Alternatif Potensi Daya 

1 Batang Toru* PLTA 150-250 MW 

2 Aek Bilah PLTA 50-100 MW 

3 Aek Balimbing PLTA 5 MW 

4 Batang Gadis PLTA 100-200 MW 

5 Simaronop Julu PLTMH 27 KW 

6 Sungai Pining PLTMH 25 KW 

7 Palang PLTMH 29 KW 

8 Silangkitang PLTMH 25 KW 

9 Aek Urat PLTMH 25 KW 

10 Sihulambu PLTMH 45 KW 

11 Gorahut PLTMH 15 KW 

12 Aek Latong PLTMH 30 KW 

13 Dalihan Natolu PLTMH 25 KW 

14 Sigiring-giring PLTMH 28 KW 

15 Sitabo-tabo PLTMH 25 KW 

16 Batu Horing PLTMH 15 KW 

17 Aek Balimbing PLTMH 25 KW 

18 Simarpinggan PLTMH 500 KW 

19 Parsariran PLTMH 500 KW 

20 Sipirok PLTPB  

21 Muara Upu PLTU**  

 Tapanuli Selatan PLTS***  

 Sumber : Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Tapanuli Selatan 

*)  Sedang dalam tahap konstruksi, melalui system picking menghasilkan daya ± 510 MW  

**)  Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

***)  Tersebar, tiga unit/desa PLTS terpusat telah dibangun yakni di Desa Pargarutan Kecamatan Sipirok, Tangga 

Batu Kecamatan Angkola Barat dan Desa Muara Upu Kecamatan Muara Batang Toru 
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2) Bahan Tambang Mineral Logam dan Bukan Logam 

Beberapa komoditi yang menonjol untuk dikembangkan adalah : 

bahan galian mineral logam, bahan galian mineral bukan logam dan 

batuan (galian Golongan C), bahan galian minyak dan gas bumi. 

 

 

2.1.1.5. Hidrologi 

Air merupakan sumber daya yang sangat diperlukan oleh makhluk hidup 

baik untuk memenuhi kebutuhannya maupun menopang hidupnya secara 

alami. Kegunaan air bersifat universal atau menyeluruh dari setiap aspek 

kehidupan menjadi semakin berharganya air jika dilihat dari segi kuantitas 

maupun kualitasnya. Air dibumi sekitar 95,1% adalah air asin sedangkan 4,9% 

berupa air tawar. Hal ini tentu saja menjadi perhatian yang sangat penting 

mengingat keberadaan air yang bisa dimanfaatkan terbatas sedangkan 

kebutuhan manusia tidak terbatas sehingga perlu suatu pengelolaan yang 

baik agar air dapat dimanfaatkan secara lestari. Pemanfaatan air tentu sangat 

berkaitan dengan ketersediaan dan jenis pemanfaatan seperti air untuk irigasi, 

perikanan, peternakan, industri, pertanian dan lainnya. Sumber ketersediaan 

air adalah sungai, danau, rawa, mata air dan laut. 

 

a. Daerah Aliran Sungai (DAS) 

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang 

merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang 

berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari 

curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat 

merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah 

perairan yang masih terpengaruhi aktivitas daratan.  

Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dibagi dalam beberapa DAS, yaitu 

DAS Batangtoru, DAS Batang Gadis, DAS Barumun, DAS Aek Garoga, DAS 

Kualuh dan DAS Muara Opu.  

DAS Batangtoru dan DAS Batang Gadis berbatasan dengan kawasan 

lindung. Secara lengkap luas DAS yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan 

dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 2.6. Luas Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Tapanuli Selatan 

No. Daerah Aliran Sungai Luas (ha) 

1 Batang Toru 129.581 

2 Batang Gadis 157.670 

3 Barumun 115.015 

4 Aek Garoga 25.745 

5 Kualuh 20.252 

6 Muara Opu 5.719 

Sumber : Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan 

 

b. Sungai, Danau dan Rawa 

Di Kabupaten Tapanuli Selatan terdapat 6 (enam) satuan wilayah 

sungai dan anak sungai yang tergolong besar yang cukup prospektif untuk 

dapat dijadikan sebagai sumber lahan pertanian, perikanan air tawar 

maupun objek pariwisata yaitu :  

 Sungai Batang Toru di Kabupaten Tapanuli Selatan sepanjang 87,98 

Km melintasi Kecamatan Sipirok, Marancar, Batang Toru dan Angkola 

Sangkunur/Muara Batang Toru bermuara ke Samudera Indonesia dan 

merupakan ekosistem penting dari Danau Siais serta sedang dalam 

tahap pra konstruksi pembangunan PLTA. 

 Sungai Aek Bilah di Kabupaten Tapanuli Selatan sepanjang 13,22 Km 

melintasi Kecamatan Aek Bilah terus menuju Kabupaten Padang Lawas 

Utara dan Kabupaten Labuhan Batu dan berakhir dipantai timur.  

 Sungai Batang Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan sepanjang 61,90 

Km melintasi Kecamatan Batang Angkola, Kecamatan Sayur Matinggi 

dan Tano Tombangan Angkola dan bertemu dengan Sungai Batang 

Gadis Kabupaten Mandailing Natal serta bermuara di Samudera 

Indonesia. 

Selengkapnya data sungai utama yang melalui Kabupaten Tapanuli 

Selatan dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 2.7. Sungai Utama yang Melalui Kabupaten Tapanuli Selatan 

Nama Sungai Panjang (Km) Lintasan 

Batang Toru 87,98 Kecamatan Sipirok, Marancar, Batang Toru, dan 

Angkola Sangkunur/Muara Batang Toru bermuara 

ke Samudera Indonesia 

Aek Bilah 13,22 Kec. Aek Bilah 

Aek Sihapas 28,00 Kec.Sipirok, Angkola Timur 

Sungai Garoga 72,16 Kec. Batang Toru, Muara Batang Toru 

Batang Gadis 87,56 Kec. Tantom Angkola dan Batang Angkola 

Batang Angkola 61,90 Kecamatan Batang Angkola, Kecamatan Sayur 

Matinggi dan Tano Tombangan Angkola 

Batang Pane 10,60 Kecamatan SD.Hole 

Batang Salai 45,10 Kecamatan Angkola Barat, Angkola Selatan 

Sumber : Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan 

 

Di Kabupaten Tapanuli Selatan juga terdapat danau di beberapa 

tempat sebagai sumber cadangan air baku, yakni Danau Siais di 

Kecamatan Angkola Sangkunur dan Danau Marsabut di Kecamatan 

Sipirok.  

 

c. Debit Air 

Ketersediaan debit air untuk Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 

218 M³ per detik yang bersumber dari aliran sungai, dipergunakan untuk : 

1. Domestik 

2. Non domestik 

3. Irigasi 

Ketersediaan debit air dibagi berdasar Kecamatan dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

 

 

Tabel 2.8. Kondisi Ketersediaan Debit Air Andalan Berdasarkan Nama Sungai 

di Kabupaten Tapanuli Selatan 

No. Nama Sungai 
Debit Air  

(M
3
 per detik) 

1 Batang Toru 52 M³ per detik 

2 Aek Bilah 25 M³ per detik 

3 Aek Sihapas 8 M³ per detik 

4 Sungai Garoga 5 M³ per detik 

5 Batang Gadis 55 M³ per detik 
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No. Nama Sungai 
Debit Air  

(M
3
 per detik) 

6 Batang Angkola 30 M³ per detik 

7 Batang Pane 23 M³ per detik 

8 Batang Ilung 5 M³ per detik 

9 Batang Salai 6 M³ per detik 

10 Aek Simadoras 4 M³ per detik 

11 Aek Siguti 5 M³ per detik 

Sumber : Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan 

 

2.1.1.6. Iklim/Klimatologi 

a. Type Iklim  

Berdasarkan Schmidt dan Ferguson terdapat beberapa type iklim 

dengan rincian sebagaimana tabel berikut : 

 

Tabel 2.9. Klasifikasi Type Iklim Menurut Schmidt dan Ferguson 

Type Iklim Nilai di Keterangan 

A 0 - 0,143 Sangat Basah 

B 0,143 – 0,333 Basah 

C 0,333 – 0,6 Agak Basah 

D 0,6 – 1 Sedang 

E 1 – 1,67 Agak Kering 

 

Dari data type iklim pada tabel diatas dapat menggambarkan 

keragaman sumber daya hayati yang mungkin dikembangkan di Kabupaten 

Tapanuli Selatan dan dominan adalah bertype iklim type A. Namun 

demikian dampak dari pemanasan global pada awal abad 21 perlu diteliti 

lebih lanjut perubahan iklim di Kabupaten Tapanuli Selatan. 

Pada tahun 2014 bulan kering terjadi pada bulan Pebruari, bulan 

lembab terjadi pada bulan Juni selebihnya bulan basah. Berdasarkan 

rumus Schmidt dan Ferguson di Kabupaten Tapanuli Selatan type iklimnya 

sangat basah (Type A). 

 

b. Curah hujan 

Kondisi iklim di Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki rata-rata 7 

bulan basah dan 2 bulan kering serta menunjukkan pola hujan bimodal 

(dengan 2 periode basah dalam satu tahun). Kondisi curah hujan dan 

jumlah hari hujan di Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat pada tabel 

berikut : 
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Tabel 2.10. Curah Hujan dan Banyaknya Hari Hujan Tahun 2005-2015 
 

BULAN 
Curah Hujan (mm) Hari Hujan (Hari) 

2015 2015 

Januari 575,00 23,3 

Februari 130,50 10,5 

Maret 359,75 25,5 

April 431,00 29,3 

Mei 188,60 18,0 

Juni 131,00 12,6 

Juli 161,00 16,8 

Agustus 263,00 19,8 

September 176,00 12,2 

Oktober 150,67 11,2 

November 419,00 22,0 

Desember 236,67 17,5 

Jumlah Tahun 2015 2.572,00 181 

Tahun 2014* 2.824,00 194 

Tahun 2013* 3.640,00 186 

Tahun 2012* 2.911,00 174 

Tahun 2011* 3.436,00 198 

Tahun 2010* 3.644,00 204 

Tahun 2009* 2.791,00 187 

Tahun 2008* 2.097,00 204 

Tahun 2007* 5.225,00 154 

Tahun 2006* 6.206,00 145 

Tahun 2005* 5.650,00 132 

Sumber :BPS/Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Angka,2015  

       *) Perkebunan Batangtoru PTPN 3 

 

Di Kabupaten Tapanuli Selatan hujan cenderung tidak teratur di 

sepanjang tahunnya. Kondisi curah hujan untuk Tahun 2015 Pada Bulan 

Januari merupakan curah hujan tertinggi yaitu 575,00 mm dan hari hujan 

terbanyak terjadi pada Bulan April yaitu 29,3 hari. 

 

c. Suhu Udara 

Suhu udara di Kabupaten Tapanuli Selatan bervariasi antar wilayah 

sesuai dengan letak ketinggian tempat dari permukaan laut dan tutupan 

lahan, udara sejuk dijumpai di Kecamatan Marancar, Sipirok dan SD Hole. 
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d. Kelembaban 

Kelembaban udara di Kabupaten Tapanuli Selatan tergolong tinggi 

karena tingginya curah hujan dan masih luasnya permukaan tanah basah 

dan tutupan lahan relatif masih baik. 

 

2.1.1.7. Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan di Kabupaten Tapanuli Selatan sangat beragam 

dalam bentang alam yang juga bervariasi mulai dari dataran rendah sampai 

pada dataran tinggi dengan kondisi kemiringan lahan dan jenis tanah yang 

berbeda pula. Tutupan lahan Kabupaten Tapanuli Selatan didominasi 

pertanian lahan kering 212.602,33 (48,79%), lahan berhutan seluas 

165.272,00 Ha (37,93%) dan perkebunan besar seluas 29.747,00 Ha (6,83%).  

Berdasarkan analisa data tutupan lahan di Kabupaten Tapanuli Selatan 

dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 2.11. Kondisi Tutupan Lahan di Kabupaten Tapanuli Selatan 

No Tipe Penutupan/Pemanfaatan 
Luas 

(Ha) 
Keterangan 

1 Lahan Berhutan  165.272,00  

2 Perkebunan Besar  29.747,00  

3 Pertanian Lahan Kering  212.602,33  

4 Tubuh Air  8.272,00  

5 Sawah  17.847,00  

6 Permukiman  2.015,67  

Jumlah 435.756,00  

Sumber : Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan 

 

Pola penggunaan lahan terdiri dari pertanian lahan kering, perkebunan, 

kebun campuran, pemukiman. Penggunaan lahan di Kabupaten Tapanuli 

Selatan per kecamatan tahun 2015 adalah sebagaimana tabel berikut ini : 

 

Tabel 2.12. Penggunaan Lahan di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015 (Ha) 

No Kecamatan 

Jenis Tutupan Lahan (Ha) 

Hutan 

Pertanian 

Lahan 

Kering 

Perkebunan 

Besar 
Sawah Pemukiman 

Tubuh 

Air 
Rawa Jumlah 

1 Aek Bilah 23.025 16.586 17 790 35 33 0 40.486 

2 Angkola Barat 389 6.163 0 755 102 0 0 7.409 

3 Angkola 

Sangkunur 

5.349 17.956 1.551 276 99 1.070 2.009 28.311 
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No Kecamatan 

Jenis Tutupan Lahan (Ha) 

Hutan 

Pertanian 

Lahan 

Kering 

Perkebunan 

Besar 
Sawah Pemukiman 

Tubuh 

Air 
Rawa Jumlah 

4 Angkola 

Selatan 

2.814 25.009 600 448 139 156 0 29.166 

5 Angkolatimur 4.526 19.429 390 2.070 150 0 52 26.617 

6 Arse 16.762 7.631 220 1.371 58 28 0 26.071 

7 Batang Angkola 19.078 19.433 5.435 2.689 383 150 163 47.331 

8 Batangtoru 20.319 12.752 1.169 1.696 243 20 141 36.340 

9 Marancar 2.512 4.294 548 1.196 89 49 0 8.688 

10 Muara Batang 

Toru 

1.151 11.490 13.968 269 87 327 3.208 30.499 

11 Saipar Dolok 

Hole 

18.436 35.024 0 850 119 72 0 54.501 

12 Sayurmatinggi 20.507 11.572 4.155 1.262 153 187 0 37.836 

13 Sipirok 19.002 18.302 1.694 2.195 241 151 0 41.585 

14 Tantom 11.401 6.962   1.980 117 69 387 20.916 

Jumlah 165.272 212.602 29.747 17.847 2.015 2.312 5.960 435.756 

Sumber : Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 

 

Dari tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2015 penggunaan 

lahan yang didominasi untuk pertanian lahan kering (48,79%), hutan 

(37,93%), dan perkebunan sebesar 6,83%, sedangkan penggunaan lahan 

terendah adalah untuk permukiman hanya sebesar 0,46%. Hal ini 

menunjukkan bahwa lahan untuk pengembangan permukiman di 

Kabupaten Tapanuli Selatan masih sangat memadai. 

 

Dari rancangan RTRW Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-

2036, Rencana Penggunaan ruang kedepan adalah sebagai berikut : 

1) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi 

a) Peruntukan Hutan Produksi Terbatas 

Kawasan hutan produksi terbatas adalah hutan produksi 

dimana eksploitasinya hanya dapat dengan cara tebang pilih dan 

tanam. Tujuan dari kawasan hutan produksi ini adalah untuk 

mengeksploitasi tanaman yang ada didalam kawasan hutan dengan 

tidak merubah fungsi kawasan tersebut. 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor : 

SK.579/Menhut-II/2014 Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai luas 

kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 83.626 Ha berada di 

Kecamatan Aek Bilah, Saipar Dolok Hole, Batang Angkola, Angkola 

Selatan, Sayurmatinggi, Sipirok, Angkola Barat.  
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b) Peruntukan Hutan Produksi Tetap 

Kawasan hutan produksi tetap adalah hutan produksi dimana 

eksploitasinya dapat dengan cara tebang pilih atau tebang habis dan 

tanam. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor 

: SK.579/Menhut-II/2014 Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai 

luas kawasan Hutan Produksi Tetap seluas 45.226 Ha berada di 

Kecamatan Sipirok, Batang Toru, Angkola Barat, Angkola Timur, 

Angkola Selatan, Saipar Dolok Hole sebagian besar merupakan areal 

HTI. 

c) Peruntukan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi 

Kawasan Hutan Produksi yang dicadangkan untuk 

pengembangan pemanfaatan lain seperti transportasi, permukiman, 

pertanian, perkebunan, industri dan lain-lain. Berdasarkan 

SK.579/Menhut-II/2014 Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai luas 

kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas 14.898 Ha 

berada di Kecamatan Angkola Sangkunur sekitarnya yakni Desa 

Malombu. 

d) Kawasan Hutan Rakyat  

Kawasan hutan rakyat merupakan kawasan yang mempunyai 

fungsi yang serupa dengan fungsi kawasan budidaya kehutanan di 

samping fungsi hidrologis atau pelestarian ekosistem dengan luas 

penutupan tajuk minimal 50 persen dan merupakan tanaman cepat 

tumbuh dengan luas minimal 0,25 hektar. 

Hutan Tanaman Rakyat bertujuan untuk memberikan akses 

yang lebih luas kepada masyarakat dalam pemanfaatan hutan 

produksi untuk meningkatkan upaya rehabilitasi hutan, peningkatan 

kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, meningkatkan 

kontribusi kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta 

memenuhi permintaan bahan baku industri perkayuan. 

Kawasan peruntukan hutan rakyat ditetapkan dengan kriteria 

sebagai berikut : 

- Kawasan yang dapat diusahakan sebagai hutan oleh orang pada 

tanah yang dibebani hak milik. 

- Memberikan dampak perkembangan terhadap pusat pengolahan 

hasil hutan seperti kawasan industri. 
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- Mempunyai hubungan fungsional yang erat dengan pasar lokal, 

regional, nasional dan internasional (pelabuhan laut, angkutan 

sungai, jalan raya, kereta api). 

- Mempunyai hubungan fungsional yang erat dengan ketersediaan 

tenaga kerja. 

- Tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas sumberdaya 

lingkungan dan sumber daya air (sungai, mata air, air tanah). 

 

2) Kawasan Peruntukan Pertanian 

Peruntukan budidaya pertanian memiliki fungsi antara lain 

menghasilkan bahan pangan, palawija, tanaman keras, hasil peternakan 

dan sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya serta 

membantu menyediakan lapangan kerja bagi penduduk setempat. 

Kawasan budidaya pertanian mencakup kawasan pertanian lahan basah 

dan lahan kering yang ditingkatkan menjadi lahan pertanian 

berkelanjutan, sentra produksi agropolitan, sentra produksi 

agromarinepolitan dan kawasan pertanian lainnya.  

a) Peruntukan Pertanian Lahan Basah 

Tipologi untuk kawasan pertanian lahan basah adalah berfungsi 

untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam mewujudkan 

ketahanan pangan.  

Pemanfaatan ruang pertanian lahan basah bertujuan untuk 

mendukung perekonomian lokal di kawasan sekitarnya dan 

pengembangan perekonomian Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. 

Pengembangan kawasan pertanian lahan basah berdasarkan pada 

pertimbangan kondisi eksisting dan potensi wilayahnya dengan 

merujuk pada ketentuan dengan merujuk pada ketentuan yang 

tercantum dalam Keputusan Presiden R.I Nomor : 57/89 tentang 

Pengelolaan Kawasan Budidaya. Pemanfaatan ruang lahan basah 

yang terbentuk berdasarkan pertimbangan tersebut adalah 

mengelompok dan merupakan pemisah antara kawasan budidaya 

permukiman dan kawasan lindung. Kawasan pertanian lahan basah 

dikembangkan di wilayah dengan kriteria sebagai berikut : 

- Kawasan dengan ketinggian < 1000 m dpl. 

- Kawasan dengan kelerengan < 40%. 

- Kawasan dengan Kedalaman efektif tanah > 30 cm. 

- Mendapat pengairan teknis dan semi teknis. 

- Memperhatikan kondisi eksisting dan kecenderungan 

perkembangan pertanian basah serta kebutuhan lahan untuk 

dapat menyerap tenaga kerja optimal. 
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- Pola tanam: monokultur, tumpangsari, campuran tumpang gilir; 

- Tindakan konservasi berkaitan dengan : 

 Vegetatif: pola tanam sepanjang tahun, penanaman tanaman 

panen atas air tersedia dengan jumlah dan mutu yang memadai 

yaitu 5 - 20 L/detik/ha untuk mina padi, mutu air bebas polusi, 

suhu 23 - 30ºC, oksigen larut 3 - 7 ppm, amoniak 0.1 ppm dan 

pH 5 - 7; 

 Mekanik: pembuatan pematang, teras dan saluran drainase. 

 

Beberapa kecamatan yang merupakan lahan beririgasi yang 

potensial dan perlu dipertahankan sebagai daerah pertanian lahan 

basah, antara lain Kec. Sipirok, Batang Angkola, Angkola Timur, 

Arse, Sayur matinggi, Tantom Angkola, Angkola Sangkunur namun 

masih ada pula penyebarannya dikecamatan lain yang mencapai luas 

keseluruhan sebesar 17.847 hektar. 

Kawasan pertanian tanaman lahan basah yang beririgasi ini 

direncanakan menjadi kawasan lahan pertanian pangan yang 

berkelanjutan. Pengertian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang 

lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan 

secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi 

kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.  

 

b) Peruntukan Pertanian Lahan Kering Tanaman Pangan 

Pemanfaatan ruang pertanian lahan kering bertujuan untuk 

mendukung perekonomian lokal di kawasan sekitarnya. 

Pengembangan kawasan pertanian lahan kering tanaman pangan 

berdasarkan pada pertimbangan kondisi eksisting (berupa kebun 

campuran, tegalan, padang rumput, ilalang dan semak belukar) dan 

potensi wilayahnya dengan merujuk pada Keputusan Presiden 

Nomor 57 Tahun 1989 tentang Kriteria Kawasan Budidaya. 

Pemanfaatan ruang lahan kering yang terbentuk berdasarkan 

pertimbangan tersebut adalah mengelompok dan merupakan 

pemisah antara kawasan budidaya permukiman dan kawasan 

lindung.  

Kawasan pertanian lahan kering dikembangkan di wilayah yang 

memiliki kriteria sebagai berikut : 
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- Kemiringan 0 - 6%: tindakan konservasi secara vegetatif ringan, 

tanpa tindakan konservasi secara mekanik; 

- Kemiringan 8 - 15%: 

 Tindakan konservasi secara vegetatif ringan sampai berat yaitu 

pergiliran tanaman, penanaman menurut kontur, pupuk hijau, 

pengembalian bahan organik, tanaman penguat keras; 

 Tindakan konservasi secara mekanik (ringan), teras gulud 

disertai tanaman penguat keras; 

 Tindakan konservasi secara mekanik (berat), teras gulud 

dengan interval tinggi 0,75–1,5 m dilengkapi tanaman penguat 

dan saluran pembuang air ditanami rumput. 

- Kemiringan 15 - 40%: 

 Tindakan konservasi secara vegetatif (berat), pergiliran 

tanaman, penanaman menurut kontur, pemberian mulsa sisa 

tanaman, pupuk kandang, pupuk hijau, sisipan tanaman 

tahunan atau batu penguat teras dan rokrak; 

 Tindakan konservasi secara mekanik (berat), teras bangku 

yang dilengkapi tanaman atau batu penguat teras dan rokrak, 

saluran pembuangan air ditanami rumput. 

 

Berdasarkan pertimbangan kriteria diatas, maka luas pertanian 

lahan kering tanaman pangan di Kabupaten Tapanuli Selatan, yang 

perlu ditetapkan adalah 15.043 Ha didalam 212.602 Ha potensi lahan 

kering.  Pengembangan kawasan pertanian lahan kering terutama 

diarahkan dikecamatan Batang Toru, Angkola Barat, Angkola Timur, 

Angkola Selatan, Muara Batang Toru, Marancar, Saipar Dolok Hole, 

Aek Bilah namun masih ada pula penyebarannya dikecamatan lain. 

 

c) Peruntukan Hortikultura 

Tanaman hortikultura sesuai dengan definisi yang tercantum 

pada SK Mentan No. 74 tahun 1998 mencakup sayur-sayuran, buah-

buahan, tanaman hias aneka tanaman. Pengembangan hortikultura 

di Kabupaten Tapanuli Selatan terutama diarahkan untuk buah-

buahan dan sayuran karena adanya kecocokan tanah untuk kegiatan 

ini, terutama di bagian dataran tinggi yaitu pada Kecamatan Sipirok, 

Marancar dan Angkola Barat, Saipar Dolok Hole dan Angkola Timur 

dengan luas  3.665 Ha didalam potensi lahan kering 
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3) Kawasan Peruntukan Perkebunan 

Kegiatan perkebunan terdiri dari perkebuhan tanaman rakyat dan 

perkebunan besar berkembang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten 

Tapanuli Selatan dengan berbagai jenis komoditi, dimana komoditi 

utama adalah karet, kelapa sawit, coklat, kopi dan aren.  

Pengembangan perkebunan besar diarahkan ke beberapa lokasi 

yang sesuai dan memiliki potensi meliputi Kecamatan Angkola Selatan, 

Batang Toru, Muara Batang Toru, Angkola Sangkunur dan Marancar. 

Sementara rencana pengembangan perkebunan tanaman rakyat 

tersebar di seluruh kecamatan yang memiliki potensi pertanian lahan 

kering dan kesesuaian lahan. 

 

Tabel 2.13. Rencana Pengembangan Kawasan Perkebunan Kabupaten Tapanuli 

Selatan 

No. 
Komoditi 

Perkebunan 

Kawasan Sentra 

Perkebunan 

(Kecamatan) 

Kawasan 

Pengembangan 

Perkebunan 

(Kecamatan) 

Luas  

(Ha) 

1. Karet Aek Bilah, Marancar, 

Batang Toru, Angkola 

Barat, Angkola Sangkunur, 

Sayur Matinggi, Angkola 

Timur, Batang Angkola 

Tantom Angkola 

Angkola Selatan 

Aek Bilah 

28.532,75 

2. Kelapa Sawit Batang Toru 

Muara Batang Toru 

Angkola Selatan 

Angkola Sangkunur 

Angkola Timur 

Aek Bilah 

5.189,25 

3. Kakao Batang Toru 

Batang Angkola 

Marancar 

Angkola Timur 

Angkola Selatan 

Sayur Matinggi 

Angkola Barat 

Tantom Angkola 

3.669,50 

4. Aren Angkola Timur 

Sipirok 

Angkola Barat 

Arse 

SD.Hole 

Aek Bilah 

Sayur Matinggi 

Marancar 

770,00 

5. Kopi Saipar Dolok Hole 

Sipirok 

Arse 

Angkola Timur 

Marancar 

Angkola Barat 

4.605,50 

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 
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4) Kawasan Peruntukan Perikanan 

Pemanfaatan lahan untuk perikanan budidaya tersebar di seluruh 

kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan, sedangkan perikanan 

tangkap laut baru akan dikembangkan di kawasan Muara Upu 

Kecamatan Muara Batang Toru.  

Pengembangan pemanfaatan lahan bagi perikanan tangkap atau 

sebagai bagian dari agromarinepolitan lebih lanjut diarahkan pada 

kawasan pantai Muara Upu di Kecamatan Muara Batang Toru. 

Pengembangan perikanan budidaya terutama di Kecamatan Angkola 

Sangkunur pada Kawasan Wisata Danau Siais. 

a. Peruntukan Perikanan Tangkap 

Pengembangan Perikanan Laut melalui pola perikanan tangkap 

di Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilakukan dengan penyediaan 

fasilitas-fasilitas pendukung perikanan laut antara lain pasar 

pelelangan ikan, pabrik es batu, dll. Untuk perikanan laut maka 

arahan pengembangannya dilakukan pada kecamatan yang berada 

di daerah pesisir barat, yaitu Kecamatan Muara Batang Toru. 

b. Peruntukan Budidaya Perikanan 

Pengembangan budidaya perikanan dilakukan dengan 

memanfaatkan aliran-aliran sungai dan danau yang berada di 

Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun arahan ruang yang tepat untuk 

pengembangan kegiatan perikanan darat diarahkan disekitar Sungai 

Batang Toru, Sungai Garoga yang terletak di Kecamatan Muara 

Batang Toru dan Danau Siais dan pengembangan lainnya pada 

lahan basah pada daerah Kecamatan Batang Angkola, Sipirok, Arse 

dan Marancar. 

Selain perikanan darat dan perikanan laut, sebenarnya terdapat 

pola penggabungan dari keduanya yang biasa disebut dengan 

perikanan air payau/tambak. Jenis kegiatan ini juga dapat dilakukan 

di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, terutama pada daerah-

daerah yang merupakan daerah pertemuan antara sungai dan laut 

(muara sungai) yakni muara sungai batang toru dan aek garoga. 

c. Peruntukan Kawasan Pengolahan Ikan 

Selain usaha penangkapan ikan, terdapat juga usaha 

pengeringan ikan dengan cara pengasapan ikan (Ikan sale) terdapat 

di Kecamatan Angkola Sangkunur sekitaran Danau Siais. Usaha ini 

baik untuk mengawetkan ikan sehingga dapat disimpan dan 

dikonsumsi dalam jangka waktu yang lebih lama, terutama untuk 

konsumsi ekspor. 
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5) Kawasan Peruntukan Peternakan 

Budidaya kawasan peternakan terdiri atas budidaya peternakan 

besar, peternakan kecil dan unggas. Lokasi kegiatan peternakan 

diarahkan sesuai dengan lokasi kegiatan pertanian, baik lahan basah, 

lahan kering, maupun perkebunan. 

Rencana pengembangan jenis ternak besar (sapi dan kerbau) 

potensial dilakukan di Kecamatan Tantom Angkola, Angkola Selatan, 

Aek Bilah, Saipar Dolok Hole, Angkola Selatan, Batang Toru, Muara 

Batang Toru dan Angkola Sangkunur. Sementara pengembangan jenis 

ternak kecil (kambing dan domba) tersebar di Kecamatan Batang 

Angkola, Sayur Matinggi, Saipar Dolok Hole. 

 

6) Kawasan Peruntukan Pertambangan 

Kawasan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi 

industri pertambangan, baik wilayah yang sedang maupun akan segera 

dilakukan kegiatan penambangan. Untuk pengembangan potensi 

pertambangan yang terdapat di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, 

perlu disusun skala prioritas terhadap bahan galian yang mempunyai 

nilai ekonomis yang tinggi berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut : 

1. Ketersediaan potensi pertambangan dan lokasinya 

2. Kondisi dan Kebutuhan Daerah 

3. Pangsa Pasar 

Beberapa komoditi yang menonjol untuk dikembangkan adalah : 

bahan galian mineral logam, bahan galian mineral bukan logam dan 

batuan (galian Golongan C), bahan galian minyak dan gas bumi.  

Pola pemanfaatan ruang di wilayah potensi pertambangan 

diarahkan pada kegiatan industri pengolahan bahan-bahan tersebut 

menjadi komoditi turunan yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. 

Pola pemanfaatan ini perlu diiringi dengan penyediaan sarana dan 

prasarana fisik yang mendukung. Salah satu prasyarat pengembangan 

kawasan pertambangan adalah adanya kemudahan perizinan bagi 

pengusaha yang akan membuka usaha pertambangan, termasuk 

perizinan industri yang menggunakan bahan baku bahan tambang dari 

Kabupaten Tapanuli Selatan. 

Kawasan pertambangan merupakan kawasan budidaya yang 

mempunyai kriteria berpotensi mineral yang sudah atau belum 

dibudidayakan, tetapi kawasan yang dapat dikembangkan sebagai 

kawasan pertambangan harus diluar dari kawasan lindung yang telah 

ditetapkan namun masih bisa dieksploitasi sepanjang tidak merusak 

kawasan lindung yang telah ditetapkan.  
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Rencana pengembangan kawasan peruntukan pertambangan di 

Kabupaten Tapanuli Selatan harus mengikuti kriteria ditetapkan diatas. 

Untuk kegiatan pasca tambang, pemanfaatan dan pengelolaan lahannya 

akan diatur sesuai dengan peraturan yang terkait bidang pertambangan.  

 

7) Kawasan Peruntukan Industri 

Rencana pengembangan kawasan industri di Kabupaten Tapanuli 

Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 2.14. Rencana Pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Tapanuli 

Selatan 

No. Jenis Industri Lokasi Luas (Ha) 

1. Industri Kecil : 

1. Sandang dan Kerajinan: 

- Tenun dan Produk tenun 

- Pemintalan Benang Sutera 

- Bordir/Sulaman 

- Manik-Manik dan Perlengkapan Adat 

- Gerabah/Keramik Hiasan 

2. Pangan : 

- Makanan Ringan (Kerupuk, Keripik, Roti, 

dll) 

- Tahu  

- Tempe 

- Pengolahan Kopi 

- Pengolahan Ikan 

- Pengolahan Salak 

- Pengolahan Coklat 

3. Industri Besar 

-  Pengolahan Kelapa Sawit 

-  Pengolahan Karet 

PKL Sipirok 

 

 

 

 

 

 

PKL Batang Toru 

 

 

 

 

 

 

 

 

PKL Batang Toru 

 

50-100 

 

 

 

 

 

 

250-500 

 

2. Industri Menengah : 

- Logam dan Pandai Besi 

- Furniture 

PKLp Pintu 

Padang 

100-200 

Sumber : Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan  

 

8) Kawasan Peruntukan Pariwisata 

Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas pariwisata alam, 

pariwisata budaya dan pariwisata minat khusus memiliki fungsi antara 

lain untuk memperkenalkan, mendayagunakan dan melestarikan nilai-

nilai sejarah budaya lokal dan keindahan alam.  
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Pengembangan kawasan budidaya pariwisata dilakukan pada 

kawasan yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan 

pariwisata dengan memperhatikan Destinasi Pengembangan Wisata 

(DPW) dan pada kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar 

budaya serta kawasan lainnya. 

a.  Peruntukan Pariwisata Budaya 

Wisata Budaya merupakan salah satu tujuan wisata bersejarah 

dimana wisata tersebut merupakan daya tarik bangunan bersejarah 

karena pariwisata budaya adalah peninggalan nenek moyang kita 

terdahulu, meliputi : 

- Batu Nanggar Jati terletak di desa Saba Padang Kecamatan Arse. 

- Bagas Godang di Kecamatan Sipirok 

- Mesjid Raya Sri Alam Dunia Sipirok Mashalih, merupakan Mesjid 

Peninggalan Era Perang Paderi pada Syawal 1233 H atau sekitar 

Tahun 1816 M yang terletak di Kecamatan Sipirok. 

- Gereja tertua di Kabupaten Tapanuli Selatan yang terletak di Desa 

Parau Sorat Kecamatan Sipirok. 

- Candi Batara Wisnu di Sipagimbar Kecamatan Saipar Dolok Hole. 

b. Peruntukan Pariwisata Alam 

Wisata alam merupakan jenis wisata yang mengandalkan daya 

tarik keindahan bentang alam, dapat berupa pantai, laut, danau, 

pegunungan, flora, fauna dan lain sebagainya.  

 Kawasan Danau Siais di Kecamatan Angkola Sangkunur, Danau 

Siais adalah sebuah danau vulkanik.  

 Kawasan pesisir pantai yang dikembangkan sebagai kawasan 

wisata agromarine adalah kawasan Muara Upu Kecamatan Muara 

Batang Toru. 

 Kawasan air terjun Aek Sijornih di Kecamatan Sayurmatinggi. 

 Kawasan air panas di Kecamatan Sipirok 

 Danau Marsabut terletak di Kecamatan Sipirok 

 Air Terjun Aek Simatutung di Kecamatan Angkola Sangkunur 

 Pemandian Alam Parsariran di Kecamatan Batang Toru 

 Ikan Keramat di Dominasi Ikan Jurung (merah) ini berada disungai 

kecil yang mengalir di Desa Rianiate Kecamatan Angkola 

Sangkunur. 

 Air terjun Sampuran Napitu (Sampuran Tujuh Tingkat) di 

Kecamatan Saipar Dolok Hole. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Danau
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 Taman bunga Desa Situnggaling di Kecamatan Saipar Dolok Hole. 

 Wisata alam gunung Sibual-buali di Cagar Alam Sibual-buali. 

 Air Terjun Silima-lima di Kecamatan Marancar  

 Pemandian Sosopan di Kecamatan Sipirok 

 Pemandian Aek Milas Parandolok (SMU Plus Sipirok) 

c. Wisata Sejarah  

1. Tor Simago-Mago di Kecamatan Sipirok 

2. Benteng Huraba di Kecamatan Batang Angkola 

d. Wisata Kuliner 

1. Rumah Makan Siang Malam di Kecamatan Sipirok 

2. Rumah Makan Sinyar-nyar di Kecamatan Sipirok 

e. Wisata Religi 

 Pondok Pesantren Modern Baharuddin di Desa Janji Mauli 

Kecamatan Batang Angkola 

 

Objek wisata lain yang belum dikembangkan secara optimal di 

Kabupaten Tapanuli Selatan : 

1) Tor Simago-mago di Kecamatan Sipirok 

2) Kawah Harite pada Suaka Alam Dolok Sibual-buali 

3) Air Terjun Sigorpa di Kecamatan Aek Bilah 

 

9) Kawasan Peruntukan Permukiman 

Pemanfaatan ruang kawasan permukiman di Kabupaten Tapanuli 

Selatan mengacu kepada UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 

dan Kawasan Permukiman.  

Kriteria umum dan kaidah perencanaan kawasan peruntukan 

permukiman mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 

tentang Perumahan dan Permukiman dan Surat Keputusan Menteri 

Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 217/KPTS/M/2002 tentang 

Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP). 

Rencana pola pemanfaatan ruang untuk kawasan permukiman 

dapat dikembangkan sebagai berikut: 

a. Peruntukan Permukiman Perkotaan  

Kawasan perkotaan (urban) adalah kawasan yang mempunyai 

kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan 

sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi 

pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan 

ekonomi. 
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. Kawasan perkotaan merupakan daerah permukiman yang 

meliputi kota induk dan wilayah pengaruh di luar batas 

administratifnya, yaitu kawasan pinggiran kota (sub urban). Kegiatan 

yang ditampung di kawasan perkotaan merupakan kegiatan dengan 

intensitas tinggi, yaitu meliputi kegiatan-kegiatan permukiman 

perkotaan, industri, jasa dan perdagangan, serta kegiatan pelayanan 

lainnya. 

Arahan pengembangan kawasan perkotaan adalah sebagai 

berikut : 

1) Pengembangan sistem perkotaan diarahkan mengikuti hirarki 

fungsional yang ditetapkan dalam rencana struktur ruang dan 

pusat pelayanan wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.  

2) Kota-kota Pusat Kegiatan Lokal(PKL)Kabupaten Tapanuli Selatan 

dikembangkan dengan intensitas sedang. Pusat koleksi/distribusi 

sekunder dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan wilayah 

sekitarnya. Prioritas kegiatan yang dikembangkan meliputi 

kegiatan primer dan sekunder seperti pusat perkantoran 

pemerintahan, sektor pertanian dan perdagangan serta jasa 

dengan skala pelayanan lokal dan tidak tertutup kemungkinan 

untuk pengembangan aktifitas sekunder dan tersier dengan skala 

pelayanan regional.  

3) Pusat koleksi/distribusi tersier dikembangkan sebagai pusat 

pengumpul dan pengolah hasil pertanian rakyat di wilayah 

sekitarnya dengan dukungan feeder-road dari pusat pengumpul ke 

sentra-sentra penghasil sumber daya alam, serta akses menuju 

jaringan yang menghubungkan kota-kota sekunder dan primer. 

Prioritas pengembangan kota-kota tersier adalah aktifitas sektor 

sekunder atau pengolahan berskala lokal yang mendukung 

pengembangan sektor primer di wilayah hinterlandnya. 

4) Penyediaan prasarana dan sarana perkotaan ditujukan untuk 

mendukung berbagai kegiatan penduduk di wilayah tersebut dan 

disesuaikan dengan skala pelayanannya. 

 

Pengembangan kawasan permukiman perkotaan utama 

direncanakan di Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dalam hal ini adalah di 

Kecamatan Sipirok dan Kecamatan Batang Toru serta di pusat 

kegiatan pelayanan promosi (PKLp) Pintu Padang. 
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b. Peruntukan Permukiman Perdesaan  

Kawasan permukiman perdesaan adalah kawasan permukiman 

skala kecil yang ditujukan sebagai pusat kegiatan dalam suatu 

wilayah pertanian tertentu.  

Pengembangan kawasan permukiman perdesaan dimaksudkan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

produktifitas hasil pertanian. Pengembangan ini juga dimaksudkan 

untuk menurunkan tingkat urbanisasi.  

Dalam pelaksanaannya, pengembangan kawasan permukiman 

perdesaan diarahkan di luar kota kecamatan. 

 

10) Kawasan Peruntukan Lainnya 

a. Kawasan Pesisir 

Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki perairan laut yang 

potensial dan luas, yang terdiri dari perairan laut pantai Barat. 

Berbagai kegiatan yang telah dan akan dikembangkan di wilayah 

pesisir dan kelautan Kabupaten Tapanuli Selatan meliputi kegiatan 

perikanan laut, permukiman nelayan, pariwisata, perhubungan dan 

industri. Agar potensi kelautan tetap terjaga kelestariannya, maka 

perlu dikelola secara serasi antara pemanfaatan sumber daya laut 

dan pesisir dengan lingkungannya. 

Pengembangan kawasan pesisir dan kelautan diarahkan pada : 

1. Pengembangan dan meningkatkan produksi perikanan tangkap 

laut di pantai Barat Kawasan Muara Upu Kecamatan Muara 

Batang Toru. 

2. Pengembangan kegiatan pertambakan dan pertambakan rakyat 

yang berwawasan lingkungan di pantai Barat Kawasan Muara Upu 

Kecamatan Muara Batang Toru. 

3. Pengembangan kawasan wisata bahari termasuk pengembangan 

promosi pariwisata, Kawasan Muara Upu Kecamatan Muara 

Batang Toru. 

4. Mengembangkan sarana dan prasarana bagi peningkatan 

kegiatan perikanan meliputi pelabuhan perikanan, prasarana 

transportasi dari lokasi sumber daya laut ke lokasi koleksi dan 

distribusi, sarana transportasi laut, jaringan irigasi tambak, alat 

penangkapan ikan, pakan, pupuk, pengelolaan pembibitan ikan 

terpadudan tempat pelelangan ikan di Kawasan Pantai Muara Upu 

Kecamatan Muara Batang Toru.  
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5. Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan di sentra-

sentra perikanan melalui melalui pengembangan teknologi 

penangkapan ikan dan pengolahan hasil tangkapan ikan yang 

lebih baik tanpa mengganggu atau merusak ekosistem laut. 

6. Meningkatkan prasarana dan sarana bagi permukiman nelayan. 

7. Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana pelabuhan yang 

mendukung kegiatan pertambangan di Kecamatan Batang Toru. 

8. Meningkatkan pengamanan kawasan laut dari pencurian ikan 

serta pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya 

pesisir laut dan pulau-pulau kecil. 

 

b. Kawasan Lindung 

Kawasan lindung adalah kawasan yang berfungsi utama 

melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya 

alam dan sumber daya buatan yang terdiri dari kawasan yang 

memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan 

perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan 

cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung 

geologi dan kawasan lindung lainnya 

Berdasarkan fungsinya, pembagian Kawasan Lindung 

dibedakan atas beberapa kawasan sesuai Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, yakni : 

 

(1) Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Suaka Alam 

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan 

bawahannya berkaitan dengan fungsi hidrorologis untuk 

pencegahan banjir, menahan erosi dan sedimentasi, serta 

mempertahankan fungsi peresapan bagi air tanah serta 

perlindungan ekosistim subtropis. Pada Kabupaten Tapanuli 

Selatan semua kecamatan termasuk dalam kawasan perlindungan 

bawahannya karena rata-rata kecamatan di Kabupaten Tapanuli 

Selatan berada pada ketinggian > 1.985 meter d.p.l. dengan 

kelerengan lebih besar dari sekitar 45%, mempunyai skor lebih 

dari 175 menurut Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 

837/KPTS/UM/11/1980, mempunyai jenis tanah sangat peka 
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terhadap erosi, yaitu jenis tanah dengan nilai 5 (regosol, litosol, 

organosol dan rezina) dan kelas lereng lebih besar dari 15%, 

memiiki bercurah hujan tinggi dan mampu meresapkan air ke 

dalam tanah, termasuk di dalamnya kawasan tanah gambut 

dengan ketebalan 3 m yang terdapat dibagian hulu sungai/rawa 

dan yang ditetapkan sebagai hutan lindung.  

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 

579/Menhut-II/2014, maka luas kawasan hutan lindung di 

Kabupaten Tapanuli Selatan adalah seluas 134.176 Ha dan Hutan 

Konservasi/Suaka Alam (14.898 Ha)  

 

(2) Kawasan Yang Memberi Perlindungan Terhadap Kawasan 

Bawahannya 

(a) Kawasan bergambut 

Kawasan bergambut adalah kawasan yang unsur 

pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan 

organik yang tertimbun dalam waktu yang lama. Perlindungan 

kawasan yang mempunyai ciri ini bertujuan untuk melindungi 

ekosistem yang khas dari wilayah bergambut dan untuk 

keperluan cadangan air tanah. Kriteria yang digunakan untuk 

menentukan kawasan tanah bergambut adalah tanah gambut 

dengan ketebalan 3 meter yang terdapat dibagian hulu 

sungai/rawa.  

Berdasarkan kriteria tersebut maka di Kabupaten 

Tapanuli Selatan tidak terdapat kawasan bergambut yang perlu 

dilindungi, kawasan bergambut dijumpai di Kecamatan Tano 

Tombangan, Angkola Sangkunur, Muara Batang Toru, Angkola 

Selatan. 

(b) Kawasan Resapan Air 

Kawasan resapan air di Kabupaten Tapanuli Selatan 

telah disatukan dalam kawasan hutan lindung. Kawasan 

resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan 

tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat 

pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. 
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(3) Kawasan Perlindungan Setempat 

Kawasan perlindungan setempat yang berfungsi 

melestarikan fungsi badan perairan dan kerusakan oleh kegiatan 

budidaya. Yang termasuk dalam kawasan ini adalah kawasan 

berada pada sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan 

sekitar danau/waduk dan dam, kawasan sekitar mata air, kawasan 

terbuka hijau. 

Rencana pengembangan kawasan perlindungan setempat 

meliputi :  

(a) Kawasan sempadan pantai yang di wilayah pesisir pantai barat 

Kecamatan Muara Batang Toru; 

(b) Kawasan sempadan sungai besar dan kecil yang menyebar di 

pada semua wilayah Kecamatan di Kabupaten Tapanuli 

Selatan; 

(c) Kawasan sekitar danau/waduk di Kabupaten Tapanuli Selatan 

berada pada Kecamatan Angkola Selatan yaitu Kawasan 

Danau Siais; 

(d) Kawasan sekitar mata air yang menyebar di wilayah Kabupaten 

Tapanuli Selatan; 

(4) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya 

(a) Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam 

Kawasan suaka alam adalah kawasan yang mewakili 

ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang 

memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna 

yang khas dan beraneka ragam. Melindungi keanekaragaman 

biota jenis-jenis ekosistem, segala dan keunikan alam bagi 

kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan 

pembangunan pada umumnya. Kawasan suaka alam terdiri 

dari cagar alam, suaka margasatwa, hutan wisata, daerah 

perlindungan satwa dan daerah pengungsian satwa. Kriteria 

untuk kawasan suaka alam mengacu pada SK Menteri 

Pertanian No. 681/Kpts/Um/8/1981. 

Pada Kabupaten Tapanuli Selatan, yang termasuk ke 

dalam kawasan ini adalah Kawasan suaka alam meliputi : 

Suaka Alam Dolok Sibual-buali Kabupaten Tapanuli Selatan, 

Suaka Alam Dolok Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, Suaka 

Alam Lubuk Raya Kabupaten Tapanuli Selatan Kecamatan 

Sipirok. 
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(b) Kawasan Cagar Budaya 

Kawasan dimana lokasi bangunan hasil budaya manusia 

bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas. 

Kawasan Cagar Budaya yang terdapat di Kabupaten Tapanuli 

Selatan yang perlu di lestarikan dari ancaman kepunahan baik 

diakibatkan oleh manusia maupun bencana alam antara lain :  

 Mesjid Raya Srialam Dunia Sipirok Mashalih yang 

merupakan mesjid peninggalan era perang paderi pada 

syawal 1233 H atau sekitar tahun 1816 M; 

 Taman Makam Pahlawan Simago-mago di Kecamatan 

Sipirok; 

 Benteng Huraba di Kecamatan Batang Angkola, penamaan 

ini diakibatkan karena desa ini adalah tempat markas dan 

dijadikan sebagai daerah pertahanan oleh bangsa Belanda 

dijaman penjajahan dulu. Kemudian karena penduduk 

Batang Angkola mengungsi ke daerah ini maka diberi nama 

Benteng Huraba. 

 

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah 

Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki potensi sumber daya alam (SDA). 

Sumber daya alam tersebut merupakan sektor yang memberikan kontribusi 

terhadap PDRB Kabupaten Tapanuli Selatan terutama sektor pertanian dan 

perkebunan. Potensi letak geografis dan keadaan bentang alam Kabupaten 

Tapanuli Selatan yang cukup beragam juga didukung oleh potensi sumber daya 

alam yang cukup melimpah, antara lain: sumber daya air,sumber daya 

kehutanan, sumber daya kelautan, pertanian, perkebunan, kehutanan 

pertambangan dan pariwisata.Potensi dari masing-masing sumber daya alam 

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

2.1.2.1. Kawasan Budidaya 

1) Sumber Daya Air 

Daerah Tapanuli Selatan dapat memanfaatkan potensi sumber daya 

hidrogeologi air permukaan dan air bawah permukaan sebagai sumber daya 

ekonomis dan dapat dikembangkan sebagai energi antara lain : 

a. Air Panas, terdapat di Sipirok. 

b. Air Terjun dan/atau aliran sungai, hampir terdapat diseluruh Kecamatan di 

Kabupaten Tapanuli Selatan. 



 

Bab II – GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II- 32 
 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 

Tabel 2.15. Potensi Sumber Daya Air di Kabupaten Tapanuli Selatan 

No. SUMBER DAYA AIR LOKASI KETERANGAN 

1. Air Panas Kec.Angkola Barat, Aek 

Bilah, Sipirok, Marancar 

Indikasi, Perlu Kajian 

Pemetaan Lebih Lanjut 

2. Air Tanah (sumur biasa)/Sungai 

(APU) 

Se-Kab.Tapanuli Selatan  

3. Air Bawah Permukaan (ABT) 

atau air terjebak dalam gua dan 

air sumur artesis (pemboran) 

Se-Kab.Tapanuli Selatan Indikasi, Perlu Kajian 

Pemetaan Lebih Lanjut 

4. Air Terjun Marancar, SD.Hole, Angkola 

Sangkunur 

 

5. Air Laut Kec.Muara Batang Toru Indikasi, Perlu Kajian 

Pemetaan Lebih Lanjut 

6. Air Mata Air Kec.Sipirok, Sayur Matinggi Indikasi, Perlu Kajian 

Pemetaan Lebih Lanjut 

7. Air Kawah Kec.Sipirok Indikasi, Perlu Kajian 

Pemetaan Lebih Lanjut 

Sumber : Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan 

 

2) Sumber Daya Kehutanan 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 579/Menhut-

II/2014 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 

44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi 

Sumatera Utara Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Tapanuli Selatan 

seluas + 277.926 Ha sesuai fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut : 

- Hutan Lindung seluas     + 134.176 Ha 

- Hutan Konservasi seluas + 14.898 Ha 

- Hutan Produksi    + 45.226 Ha 

- Hutan Produksi Terbatas  + 83.626 Ha 

 

Memperhatikan luas dan kondisi kawasan hutan Kabupaten Tapanuli 

Selatan, mempunyai topografi datar bergelombang dan berbukit dengan 

ketinggian dari permukaan laut 0 – 1.985 Mdpl, maka perlu dipertahankan 

kelestariannya demi kelangsungan hidup dan kesinambungan masyarakat 

dalam berusahadan tidak kalah pentingnya peranan fungsi hutan 

Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap daerah tetangga kearah hilir seperti 

Kabupaten Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Mandailing Natal, 

Tapanuli Tengah dan Labuhan Batu. 
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3) Sumber Daya Pertanian 

Pengembangan sektor pertanian tanaman pangan di Kabupaten 

Tapanuli Selatan pada tahun 2015 diarahkan untuk komoditi padi, jagung, 

ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai dan kacang hijau. 

Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai produk unggulan yang sudah 

terkenal yaitu buah salak tersebar di beberapa kecamatan seperti di 

Kecamatan Angkola Barat, Angkola Selatan, Angkola Timur, Batang Toru 

dan Marancar.  

Selain tanaman salak tanaman buah-buahan lain yang mempunyai 

potensi cukup tinggi untuk dikembangkan adalah buah jeruk yang terdapat 

di Kecamatan Sipirok, Arse, Saipar Dolok Hole, Marancar dan Angkola 

Timur. 

 

4) Sumber Daya Perkebunan 

Adapun sentra dan kawasan pengembangan komoditi perkebunan 

dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 2.16. Sentra dan Kawasan Pengembangan Komoditi Perkebunan 

No. Komoditi Perkebunan 
Kawasan Sentra Perkebunan 

(Kecamatan) 

Kawasan 

Pengembangan 

Perkebunan 

(Kecamatan) 

1. Karet Batang Toru 

Angkola Selatan 

Angkola Timur 

Angkola Sangkunur 

Muara Batang Toru 

Tantom Angkola 

Angkola Selatan 

Aek Bilah 

2. Kelapa Sawit Batang Toru 

Angkola Selatan 

Angkola Sangkunur 

Muara Batang Toru 

3. Kakao Marancar 

Batang Angkola 

Sayur Matinggi 

Tantom Angkola 

Angkola Timur 

Angkola Selatan 

4. Aren Angkola Timur 

Saipar Dolok Hole 

Aek Bilah 

Sipirok 

Arse 

Tantom Angkola 

(Konservasi) 

Saipar Dolok Hole 

5. Kopi Sipirok 

Saipar Dolok Hole 

Arse 

Saipar Dolok Hole  

Angkola Timur 

(Peremajaan) 

6. Tembakau ‗- Sipirok 

Saipar Dolok Hole 

Arse 

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 
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5) Sumber Daya Peternakan 

Sumber daya peternakan di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah 

merupakan peternakan rakyat yang berkembang di sentra permukiman 

meliputi ternak besar, ternak kecil unggas dan hewan peliharaan. Adapun 

potensi pengembangan peternakan di Kabupaten Tapanuli Selatan terlihat 

pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.17. Potensi Peternakan di Kabupaten Tapanuli Selatan 

No. Komoditi Peternakan 

Kawasan Sentra 

Peternakan 

(Kecamatan) 

Kawasan 

Pengembangan 

Peternakan (Kecamatan) 

I. TERNAK BESAR :   

1. Sapi 

 

 

 

 

 

Batang Toru 

Angkola Sangkunur 

Muara Batang Toru 

Batang Angkola 

Marancar 

Angkola Barat  

Angkola Timur 

Tantom Angkola 

Angkola Selatan 

 

 

2. Kerbau Sipirok 

Arse 

Angkola Selatan 

Aek Bilah 

Saipar Dolok Hole 

Angkola Selatan 

3. Kuda Angkola Barat  

II. TERNAK KECIL :   

4. Kambing Sipirok 

Aek Bilah 

Angkola Sangkunur 

Saipar Dolok Hole 

Marancar 

Batang Angkola 

Sayur Matinggi 

Tantom Angkola 

5. Domba Sipirok Saipar Dolok Hole 

III. UNGGAS :   

6. Ayam Buras Batang Angkola 

Sayur Matinggi 

Angkola Timur 

Tantom Angkola 

Angkola Barat 

7. Ayam Ras Batang Angkola Sayur Matinggi 

IV. HEWAN PELIHARAAN   

8. Kelinci - Batang Angkola 

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan KabTapanuli Selatan, 2015 
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6) Sumber Daya Perikanan dan Kelautan 

Sub sektor perikanan juga pada saat ini sedang mendapat perhatian 

serius dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan terutama masalah 

pengembangan penangkapan ikan di laut. Selama ini Sub sektor perikanan 

di Kabupaten Tapanuli Selatan masih didominasi oleh budidaya ikan air 

tawar sedangkan usaha penangkapan ikan di laut masih sangat kecil. 

Kondisi ini disebabkan karena usaha penangkapan ikan di laut terkesan 

dilupakan dan masih menggunakan cara tradisional sehingga hasilnya juga 

tidak signifikan padahal potensi yang terkandung sangat besar. 

Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki potensi sumber daya perikanan 

yang luas yaitu potensi sumber daya perikanan air tawar dan potensi 

sumber daya perikanan laut. Potensi sumber daya perikanan air tawar 

terdiri dari Kolam Air Tenang (KAT), Kolam Air Deras, sawah (mina padi) 

dan Perairan Umum (PU) yaitu Danau, Sungai, Rawa, Waduk/Cekdam 

serta genangan air lainnya. Potensi ini tersebar disemua kecamatan 

sedang potensi sumber daya perikanan laut hanya terdapat diwilayah 

pantai Barat Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu Kecamatan Muara Batang 

Toru tepatnya di Desa Muara Upu. 

 

7) Sumber Daya Pertambangan 

Kabupaten Tapanuli Selatan termasuk daerah yang kaya sumber 

daya Mineral, Batubara, Panasbumi dan Hidrogeologi serta sumber-

sumber energi yang dapat diperbaharui, baik berupa tambang logam 

maupun non logam. Potensi kekayaan sumber daya mineral bahan 

tambang ini masih memerlukan pengembangan dan kajian yang lebih lanjut 

dalam upaya menarik investor serta memperkenalkan kekayaan alam 

Tapanuli Selatan dan menjadikan Tapanuli Selatan menjadi daerah yang 

pantas diperhitungkan. 

Jenis bahan tambang terutama galian C banyak tersebar di berbagai 

kecamatan dan potensi ini diperkaya dengan mas. Bahan galian C yang 

telah banyak dimanfaatkan adalah tanah urug, batu gamping, dolomit, pasir 

dan batu sungai. 

Dalam bidang ketenagalistrikan, khususnya listrik, minyak dan gas di 

Kabupaten Tapanuli Selatan dipasok oleh PT. PLN dan PT. Pertamina. 
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Tabel 2.18. Potensi Bahan Galian Logam di Kabupaten Tapanuli Selatan 

Potensi 
Luas 

(Ha) 

Lokasi 

(Kecamatan) 

Emas (Au), Timbal (Pb) dan Seng 

(Zn) 

1.692,96 Batang Toru, Angkola Selatan (Dolok Adian 

Koteng) dan Sipirok 

Emas (Au) - Timbal (Pb) dan 

Perak (Ag) 

2.606,36 Batang Toru, Batang Angkola dan Tano 

Tombangan Angkola (Aek Pawan) 

Seng (Zn)  271,08 Arse dan Sipirok 

Timbal (Pb) dan Tembaga (Cu) 562,42 SD. Hole dan Batang Angkola 

Timbal (Pb)  Angkola Selatan, Angkola Barat dan 

Marancar 

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 

 

Tabel 2.19. Perkiraan Potensi Bahan Galian Logam Potensi Bahan Galian C 

(Batuan) di Kabupaten Tapanuli Selatan 

Potensi Luas (Ha) Lokasi (Kecamatan) 

Andesit 3.613 Angkola Barat, Angkola Selatan, Batang Toru, 

Sipirok, SD. Hole dan Marancar 

Batu Pasir 2.171 Batang Angkola, Batang Toru, Angkola Selatan dan 

Arse 

Batu sungai  100,60 Angkola Barat, Batang Toru, Angkola Selatan, 

Batang Angkola 

Bentonit 824,73 Sipirok, SD. Hole 

Granit 2.513,23 Sayur Matinggi, Batang Angkola, Angkola 

Sangkunur 

Batu Apung 976,40 Angkola Timur, Marancar 

Marmer / Gamping 3.645,96 Sayur Matinggi, SD. Hole dan Aek Bilah, Tano 

Tombangan Angkola 

Pasir Kuarsa 1.277,89 Sipirok, SD. Hole 

Pasir Sungai 482,45 Angkola Barat, Sayur Matinggi dan Muara Batang 

Toru, Angkola Sangkunur 

Zeolit 544,76 Marancar dan Sipirok 

Onix  Sayur Matinggi 

 Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 

 

Potensi Batubara : Endapan batubara terdapat di beberapa tempat 

seperti Kecamatan Sayur Matinggi, Batang Angkola, Angkola Timur dan 

Sipirok akan tetapi masih memerlukan penelitian.  

 

Potensi panas bumi terdapat di Dolok Sibual-buali, Kecamatan Sipirokjika 

dikembangkan diperkirakan akan menghasilkan ± 56 MWe. 
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Potensi Bahan Galian Logam :  

- Emas yang berasosiasi dengan Timbal dan Seng, terdapat 

penyebaran di Kecamatan Batang Toru, Sipirok, Angkola Selatan dan 

Batang Angkola dengan luas penyebaran diperkirakan ±1.692, 96 Ha. 

- Emas yang berasoasiasi dengan Galena dan Perak, terdapat 

penyebaran di Kecamatan Batang Toru, Batang Angkola dan Sayur 

Matinggi dengan luas penyebaran diperkirakan ± 2.606,36 Ha. 

- Seng terdapat di Kecamatan Arse dan Sipirok dengan penyebaran 

diperkirakan ± 271,08 Ha. 

- Timbal dan Tembaga terdapat di Kecamatan Saipar Dolok Hole dan 

Batang Angkola dengan penyebaran ± 562, 42 Ha. 

- Timbal /Timah hitam terdapat di Kecamatan Angkola Barat, Angkola 

Selatan dan Marancar, perkiraan luas penyebaran masih 

memerlukan pemetaan yang lebih detail lagi. 

 

Potensi Batuan : 

- Andesit, terdapat dikecamatan Angkola Barat, Angkola Selatan, 

Batang Toru, Marancar, Saipar Dolok Hole dan Sipirok dengan 

perkiraan luas penyebaran ± 3.613 Ha. 

- Batu apung, terdapat di Kecamatan Angkola Barat dengan perkiraan 

luas penyebaran ± 976,4 Ha. 

- Batu pasir, terdapat di Kecamatan Arse, Angkola Selatan, Batang 

Angkola dan Batang Toru, dengan perkiraan luas penyebaran ± 

2.171 Ha. 

- Batu Sungai, terdapat di Kecamatan Angkola Selatan, Batang 

Angkola dan Batang Toru dengan perkiraan luas penyebaran ± 100,6 

Ha. 

- Bentonit, terdapat di Kecamatan Sipirok dan Saipar Dolok Hole 

dengan perkiraan luas penyebaran ± 9120 Ha. 

- Granit, terdapat di Kecamatan Batang Toru, Batang Angkola dan 

Sayur Matinggi dengan perkiraan luas penyebaran ± 7.191,23 Ha. 

- Gamping / Marmer, terdapat di Kecamatan Aek Bilah, Saipar Dolok 

Hole, Sayur Matinggi dengan perkiraan luas penyebaran ± 7123, 96 

Ha. 

- Kaolin di Kec.Saipar Dolok Hole dengan perkiraan luas penyebaran ± 

217 Ha. 

- Pasir Kuarsa, dengan perkiraan luas penyebaran ± 2.592 Ha. 
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- Sirtu, terdapat di Kecamatan Batang Angkola, Sayur Matinggi, 

Angkola Selatan dan Angkola Barat dengan perkiraan luas 

penyebaran ± 502,45 Ha. 

- Tufa Riolit, terdapat di Kecamatan Angkola Timur, Saipar Dolok 

Holedengan perkiraan luas penyebaran ± 276 Ha. 

- Zeolit, terdapat di Kecamatan Marancar dan Sipirok dengan perkiraan 

luas penyebaran ± 656,86 Ha. 

- Onixz, Belerang dan Batu Mulia, masih memerlukan penelitian secara 

detail. 

Data potensi batuan tersebut di atas masih memerlukan penelitian 

lebih lanjut. 

 

Pengusahaan bahan galian logam : PT. Agincourt Resources OZ, ex PT. 

Newmont Horas Nauli ex. PT. Danau Toba Mining merupakan salah 

satunya perusahaan tambang yang menampakkan keseriusannya untuk 

mengelola potensi bahan galian logam emas dmp di wilayah Kabupaten 

Tapanuli Selatan.  

 

8) Sumber Daya Pariwisata 

Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki objek – objek wisata yang 

cukup potensial untuk dikembangkan dengan harapan menambah 

Pendapatan Masyarakat dari sektor Pariwsata. Objek – objek wisata 

tersebut sebagai berikut : 

a) Danau Siais  

Danau Siais terletak di Kelurahan Rianiate Kecamatan Angkola 

Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan ± 88 Km dari Pasar Sipirok 

melalui Batang Toru dan ± 70 Km melalui Simarpinggan Kecamatan 

Angkola Selatan. Transportasi menuju Danau Siais dapat dilewati 

dengan kenderaan roda 2 dan 4. Danau ini memiliki luas 998 Ha, 

dengan dikelilingi Daerah Hutan Hujan Tropis yang luasnya ± 1.500 Ha 

yang kaya dengan Flora dan Fauna yang cukup beragam. 

b) Ikan Keramat 

Ikan Keramat ini berada disungai kecil yang mengalir di Kelurahan 

Rianiate Kecamatan Angkola Sangkunur. Jenis Ikannya cukup beragam 

meskipun sebenarnya di Dominasi Ikan Jurung (merah) dengan populasi 

sekitar 1000 ekor dengan rata – rata berat 1 kg – 2 kg/ekor ikan. 
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c) Pantai Muara Upu 

Pantai Muara Upu terletak di Desa Muara Upu Kecamatan Muara 

Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan ± 100 Km dari Sipirok, 

merupakan satu – satunya pantai yang ada di Kabupaten Tapanuli 

Selatan dengan panjang 18,38 Km dan vegetasi cemara angin. pantai 

yang indah, original dan memiliki pasir putih yang menambah keindahan 

Pantai. Pantai Muara Upu tempat bertelur penyu belimbing yang 

merupakan satwa langka dan dilindungi. 

d) Pemandian Aek Sijornih 

Pemandian ini terletak di Desa Aek Libung Kecamatan Sayur 

Matinggi, 60 Km dari Sipirok. Aek Sijornih berarti Air yang sangat Jernih 

yang merupakan salah satu objek wisata yang sangat banyak dikunjungi 

oleh wisatawan lokal. 

e) Pemandian Aek Milas Sosopan  

Salah satu pemandian yang ramai dikunjungi orang di Kecamatan 

Sipirok adalah Pemandian Air Panas Sosopan, yang terletak di Desa 

Sosopan 50 Km dari Pasar Sipirok. Tempat ini sangat ramai dikunjungi 

orang pada hari libur dan hari besar karena air nya bisa menyembuhkan 

berbagai penyakit terutama kulit. 

f) Pemandian Alam Parsariran 

Pemandian Alam yang sangat alami ini berjarak ± 55 Km dari 

Pasar Sipirok dengan waktu tempuh ± 1,5 jam dan dapat dilewati 

dengan kenderaan Roda 2 dan 4. Tempat pemandian yang memiliki Air 

bersih dan jernih ini sangat sering dikunjungi wisatawan lokal pada 

setiap hari libur karena pemandangannya indah dan alami yang 

dikelilingi oleh pepohonan.  

g) Air Terjun Aek Simatutung 

Air Terjun Aek Simatutung terletak di Kawasan Danau Siais ± 112 

Km dari Pasar Sipirok atau ± 9 Km dari Danau Siais. Dapat ditempuh 

menggunakan Kenderaan Roda 2 dan 4 dengan waktu tempuh ± 3 Jam. 

Air terjun yang indah ini dikelilingi oleh Hutan Hujan Tropis yang sangat 

alami. 

h) Mesjid Raya di Kecamatan Sipirok 

Mesjid Raya Sri Alam Dunia Sipirok Mashalih, merupakan Mesjid 

Peninggalan Era Perang Paderi pada Syawal 1233 H atau sekitar Tahun 

1816 M yang terletak di Kecamatan Sipirok, merupakan Daerah sejuk 

yang sangat Plural dan menjadi Pintu Masuk dua agama ketanah Batak 

yaitu Islam dan Kristen lambang itu adalah Mesjid Raya Sri Alam Dunia 

Mashalih Sipirok yang dibangun berdampingan nyaris satu dinding 

dengan Gereja HKBP Sipirok tepat dipersimpangan jantung Kota 

Sipirok, Lambang kerukunan beragam paling menonjol di dunia. 
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i) Danau Marsabut 

Danau Marsabut terletak di Kecamatan Sipirok Kabupaten 

Tapanuli Selatan. Danau ini terletak di dataran tinggi yang mempunyai 

hawa yang sangat sejuk dan konon ceritanya danau ini dulunya hanya 

beberapa petak sawah yang dimiliki oleh warga setempet dan ada 

seorang pemilik sawah tersebut yang baru menikah, ketika dia sedang 

menjemur padinya terbersit dibenaknya bagaimanakah kira-kira paras 

wajahnya ketika memakai bulang (Pakaian adat Pernikahan di Tapanuli 

Selatan) berhubung tidak adanya cermin dimasa itu, maka ia 

memakaikan Bulang itu kepada seekor kucing maka murkalah alam dan 

turunlah hujan yang sangat deras di wilayah tersebut yang tidak 

berhenti-henti tujuh hari tujuh malam menenggelamkan sawah berikut 

isinya maka terbentuklah Danau Marsabut tersebut. 

j) Batu Nanggar Jati  

Batu Nanggar Jati merupakan salah satu objek wisata yang 

berupa batu yang menyerupai bukit yang terletak di desa Huta Padang 

Kecamatan Arse yang diyakini telah ada dari Zaman dahulu kala. 

Keberadaan Batu Nanggar Jati berhubungan dengan hikayat dalam 

masyarakat yaitu kisah Datuk Tongku Aji Malim Leman dengan Tapi 

Mombang Suro seorang bidadari dari kayangan. Pada saat Datuk 

Tongku Aji Malim Leman melanggar janji maka sang bidadari Tapi 

Mombang Suro kembali kekayangan melalui Batu Nanggar Jati tersebut.  

Waktu tempuh menuju objek tersebut lebih kurang setengah jam 

dari Pasar Sipirok dengan menggunakan kenderaan roda 2 atau roda 4. 

k) Gereja Kristen Protestan Angkola Parau Sorat (GKPA) 

Gereja Kristen Protestan Angkola (GKPA) yang terletak di Desa 

Parau Sorat Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan adalah 

Gereja tertua di Tapanuli Selatan yang didirikan oleh Dr.I.L.Nomensen 

seorang Missionaris asal Jerman Eropa Timur pada sekitar Tahun 1858 

dan mengalami pemugaran pada Tahun 1968 dan sampai saat ini, 

masih dipergunakan oleh masyarakat setempat, konon Dr.I.L Nomensen 

pernah berdomisili di daerah ini dan sampai saat ini masih memiliki 

beberapa petak sawah yang diberikan oleh Raja setempat. Waktu 

tempuh ± 1 jam dari Kota Sipirok dengan kenderaan roda 2 dan 4. 

 



 

Bab II – GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II- 41 
 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

2.1.2.2. Kawasan Strategis 

Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah penataan ruang yang 

diprioritaskan dan mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup 

kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. 

1. Kawasan Strategis Ekonomi 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum No. 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten bahwa kawasan strategis ekonomi adalah 

kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi kabupaten yang merupakan aglomerasi berbagai 

kegiatan ekonomi yang memiliki : 

1. Potensi ekonomi cepat tumbuh; 

2. Sektor unggulan yang dapat menggerakan pertumbuhan ekonomi; 

3. Potensi ekspor; 

4. Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; 

5. Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi; 

6. Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam 

mewujudkan ketahanan pangan; 

7. Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam 

mewujudkan ketahanan energi; 

8. Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di 

dalam wilayah kabupaten. 

 

Kawasan Strategis Ekonomi di Kabupaten Tapanuli Selatan meliputi: 

a. Kawasan Strategis Danau Siais 

Kawasan ini merupakan area danau, sempadan danau, kawasan 

lindung dan lahan di sekitar danau. Kawasan strategis Danau Siais 

diarahkan untuk dikembangkan menjadi kawasanwisata terpadu 

mengingat potensi yang ada, dapat dikatakan hampir sama dengan 

potensi yang dimiliki Danau Toba di Kabupaten Toba Samosir-Provinsi 

Sumatera Utara. 

b. Kawasan Strategis Batang Toru 

Kawasan strategis Batang Toru di Kecamatan Batang Toru 

merupakan kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan 

menjadi kawasan perkotaan. Hal ini didasarkan pada potensinya 

sebagai pusat pertumbuhan Industri.  

Pengembangan Kawasan Perkotaan Batang Toru dilakukan juga 

untuk mengurangi tekanan terhadap perluasan pengembangan 

Kecamatan Sipirok sebagai ibukota kabupaten yang memiliki potensi 

sebagai menjadi kawasan agropolitan. Pengembangan pusat 

pertumbuhan industri ini dilakukan dengan memperhatikan kawasan 

konservasi hutan.  
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c. Kawasan Strategis Agropolitan Sitinjak 

Kawasan Agropolitan Sitinjak di Kecamatan Angkola Barat 

merupakan kawasan yang memiliki potensi untukdikembangkan menjadi 

kawasan agropolitan dengan basis ekonomi komoditi tanaman salak, 

durian dan buah-buahan lainnya.  

d. Kawasan Strategis Agropolitan Sipirok 

Kawasan Agropolitan Sipirok di Kecamatan Sipirok merupakan 

kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan 

agropolitan dengan basis ekonomi sayuran dan buah-buahan 

pariwisata, serta sebagai kerukunan umat beragama. 

e. Kawasan Stategis Agromarine Muara Upu. 

Kawasan ini sangat potensial dikembangkan menjadi tujuan 

wisata. Pantai ini merupakan satu-satunya wilayah laut yang dimiliki 

kabupaten Tapanuli Selatan, yang terdapat sepanjang ± 18,38 km, yang 

terletak di desa Muara Upu, Kecamatan Muara Batang Toru. Selain 

untuk pengembangan pariwisata di Muara Upu sedang berkembang 

pembukaan perkebunan. Dan akan dibuka pelabuhan laut yang lebih 

maju. 

f. Kawasan Strategis Agropolitan Pintu Padang 

Kawasan Agropolitan Pintu Padang di Kecamatan Batang Angkola 

merupakan kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan 

menjadi kawasan agropolitan dengan basis ekonomi komoditi pertanian 

lahan basah. 

 

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana Alam 

Secara umum, peristiwa bencana alam terjadi dikarenakan peristiwa alam 

geologi seperti gempa bumi, tsunami, gerakan tanah/longsor, banjir, gunung 

meletus. Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan salah satu wilayah di 

Sumatera Utara yang rawan terhadap terjadinya longsor (gerakan tanah), banjir 

dan peristiwa gempa.  

a. Gempa Bumi 

Gempa bumi adalah terjadinya goncangan pada bumi yang disebabkan 

oleh aktivitas tek tonik. Sedangkan kawasan rawan gempa bumi adalah 

kawasan yang pernah atau berpotensi mengalami kerusakan akibat gempa 

bumi. Terjadinya dampak yang disebabkan oleh gempabumi adalah patahan 

di permukaan, goncangan tanah, pelulukan atau pencairan tanah, tsunami, 

retakan tanah permukaan, longsoran / gerakan tanah, dan amblesan. 
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Gempa bumi sudah sering dirasakan oleh masyarakat Kabupaten 

Tapanuli Selatan, bahkan sudah pernah menyebabkan kerusakan. Gempa 

bumi diwilayah Kabupaten Tapanuli Selatan disebabkan oleh pergerakan 

lempeng bumi di Samudera Hindia dan pergerakan lempeng sepanjang sesar 

Sumatera yang melewati wilayah Tapanuli Selatan. Gempa yang disebabkan 

oleh pergerakan lempeng di Samudera Hindia akan menyebabkan gempa 

bumi yang berpusat dilaut. Dan jika gempa yang disebabkan oleh pergerakan 

sepanjang sesar Sumatera akan menyebabkan gempa yang berpusat di 

darat. Gempa berkekuatan 7,7 pada skala Richter berpusat di darat di 

Kabupaten Tapanuli Selatan telah pernah terjadi pada tahun 1892. Beberapa 

waktu yang lalu bahkan sering terjadi gempa yang berpusat di Wilayah 

Kabupaten Tapanuli Selatan dengan skala sekitar 5 pada skala Richter yang 

kemungkinan diperkirakan telah memicu terjadinya gerakan tanah. Peta 

daerah rawan bencana gempa bumi di Kabupaten Tapanuli Selatan dapat 

dilihat pada peta rawan bencana berikut : 

 

Gambar 2.2. Peta Rawan Bencana Gempa Bumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sumber : Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan 
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b. Tsunami 

Tsunami adalah istilah dalam bahasa Jepang yang pada dasarnya 

menyatakan suatu gelombang laut yang terjadi akibat gempa bumi tektonik di 

dasar laut. Kawasan rawan terlanda Tsunami pada dasarnya adalah kawasan 

pantai dengan elevasi rendah dan pernah terlanda Tsunami, disamping itu 

juga wilayah yang sering dilanda gempa bumi, terutama gempa bumi yang 

pusatnya di dasar laut dengan kedalaman pusat gempa yang dangkal.  

Di Kabupaten Tapanuli Selatan, daerah yang berpotensi terkena 

dampak tsunami adalah disepanjang pantai di Kecamatan Muara 

Batangtoru.Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Tapanuli 

Selatan dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3. Peta Rawan Tsunami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan 
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c. Gerakan Tanah/Longsor 

Gerakan tanah/batuan juga dikenal sebagai longsoran tanah/batuan, 

adalah perpindahan masa tanah/batuan pada suatu lereng keluar dari lereng 

aslinya. Pergerakan ini dapat berupa pengelupasan sebagian kecil tanah 

penutup yang terjadi pada lereng terjal dengan tanah pelapukan tipis masa 

tanah bergerak secara translasi, apabila gerakan (mengalir) terjadi pada tanah 

rombakan yang tebal disebut debris slide atau debris flow, tetapi apabila 

gerakan terjadi pada blok masa batuan disebut “rock slide”. Gerakan tanah 

yang terjadi di daerah dengan tanah pelapukan yang sangat tebal dengan 

gerakan rotasi disebut sebagai nendatan. Bencana gerakan tanah seringkali 

mengakibatkan banyak kerusakan, baik berupa kerusakan lingkungan 

maupun kerusakan prasarana dan sarana fisik hasil pembangunan, sehingga 

menimbulkan kerugian yang tidak sedikit baik berupa harta benda maupun 

korban jiwa manusia. Permasalahan bencana gerakan tanah menjadi semakin 

kompleks, mengingat pertambahan penduduk yang tinggi khususnya di 

pedesaan akan menyebabkan berkembangnya pemukiman, diantaranya akan 

sampai merambat ke daerah perbukitan, yang pada dasarnya merupakan 

wilayah yang rawan bencana gerakan tanah.  

Disamping itu perkembangan pemukiman ke wilayah yang rawan 

bencana tersebut akan mendorong pemerintah untuk menanamkan 

investasinya guna pengembangan wilayah tersebut, oleh karena itu 

penanganan terhadap daerah ini harus cukup memadai sehingga dapat 

mengamankan investasi tersebut. Terdapat hubungan yang kuat antara 

jumlah penduduk dengan intensitas kejadian gerakan tanah semakin tinggi 

jumlah penduduk akan tinggi juga tingkat kerawanan bencana gerakan tanah.  

Potensi bencana gerakan tanah bisa saja terjadi hampir diseluruh 

wilayah Tapanuli Selatan. Gerakan tanah yang cepat seperti longsor telah 

pernah menyebabkan korban jiwa seperti di Kecamatan Batangtoru dan 

Angkola Selatan.Bencana gerakan tanah lambat juga berpotensi terjadi di 

Tapanuli Selatan seperti yang terjadi di Wilayah Kecamatan Saipar Dolok 

Hole, Kecamatan Sipirok, dan Kecamatan Batangtoru. Gerakan tanah lambat 

ini telah menyebabkan kerusakan pada jalan, permukiman dan jaringan listrik.  

Potensi gerakan tanah di Kabupaten Tapanuli Selatan termasuk ke 

dalam potensi bahaya tinggi. Hal ini karena kabupaten tersebut berada pada 

daerah dengan ketinggian elevasi yang cukup tinggi, dengan morfologi yang 

terjal dan memiliki relief yang sangat kasar, serta tersusun atas batuan batuan 

dengan tingkat pelapukan yang cukup tinggi sehingga menghasilkan lapisan 

tanah yang tebal dan relatif lunak. Selain itu juga, potensi bahaya longsor 

sangat ditunjang oleh lokasinya yang berada di Zona Sesar Besar Sumatera 

dan tingginya potensi gempabumi serta curah hujan dapat menjadi pemicu 

terjadinya longsoran di wilayah ini.  
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Peta kawasan rawan gerakan tanah/longsor Kabupaten Tapanuli 

Selatan dapat dilihat pada gambar berikut ini : 

 

Gambar 2.4. Peta Rawan Tanah/Longsor 

 

Sumber : Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Banjir 

Banjir adalah aliran air di permukaan tanah yang relatif tinggi dan tidak 

dapat ditampung oleh saluran drainase atau sungai, sehingga melimpah ke 

kanan dan kiri serta menimbulkan genangan/aliran dalam jumlah yang 

melebihi normal dan mengakibatkan kerugian pada manusia. Daerah rawan 

banjir adalah kawasan yang potensial untuk dilanda banjir yang diindikasikan 

dengan frekuensi terjadinya banjir (pernah atau berulang kali). Kawasan 

Rawan Bencana Banjir meliputi Kawasan Dataran dan Pesisir yang berfungsi 

sebagai Kawasan Budidaya.  

Pada beberapa tahun belakangan ini seringkali peristiwa banjir dikaitkan 

dengan ulah atau aktifitas manusia sebagai penyebab. Pandangan tersebut 

tidak sepenuhnya benar, karena peristiwa banjir secara natural telah ada 

sejak manusia belum ada dimuka bumi. Secara natural pada awalnya faktor 

utama penyebab banjir pada suatu wilayah adalah faktor iklim, topografi, 

vegetasi dan geologi.  
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Aktifitas manusia yang dapat menyebabkan terjadinya banjir atau 

mempercepat peristiwa banjir antara lain adalah : pembangunan permukiman 

atau fasilitas infrastruktur yang dapat mengurangi kapasitas infiltrasi dan 

meningkatkan kapasitas run-off, bangunan pada tebing sungai, pembuangan 

sampah dan lain-lain. 

Seiring dengan laju pertumbuhan pembangunan di dataran banjir maka 

potensi terjadinya kerusakan dan bencana tersebut mengalami peningkatan 

pula dari waktu ke waktu. Indikasi terjadinya peningkatan masalah yang 

disebabkan oleh banjir di Indonesia dapat diketahui dari peningkatan luas 

kawasan yang mengalami masalah banjir.  

Kabupaten Tapanuli Selatan dikategorikan memiliki daerah morfologi 

berupa pegunungan yang terbentuk akibat sesar besar dan serta memiliki 

aliran-aliran sungai yang relatif mengalir ke arah lembah cekungan. Oleh 

karena itu, didaerah hilir sungai cukup berpotensi terhadap bahaya banjir. Hal 

ini juga didukung oleh adanya curah hujan yang cukup tinggi di daerah 

tangkapan hujan. Kabupaten Tapanuli Selatan terdapat 5 Kecamatan 

tergolong daerah rawan banjir meliputi Kecamatan Muara Batang Toru, 

Kecamatan Batang Angkola, Kecamatan Batang Toru, Kecamatan Angkola 

Sangkunur dan Kecamatan Angkola Selatan. Daerah kawasan rawan banjir 

Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat pada Gambar berikut : 

 

Gambar 2.5. Peta Rawan Banjir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan 
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e. Letusan Gunung Api 

Gunungapi adalah tempat keluarnya magma, yang mempunyai 

kenampakan di permukaan bumi sebagai suatu tonjolan berbentuk kerucut, 

deretan kerucut atau hanya berupa lubang letusan atau kawah. Tubuh 

gunungapi itu tersusun dari endapan hasil letusannya berupa batuan-batuan 

vulkanik yang terdiri dari lava, piroklastik, abu gunungapi dan rempah-rempah 

lainnya yang terakumulasi ribuan tahun yang lampau.  

Pegunungan, gunung dan gunungapi, menurut pandangan awam 

tidaklah memperlihatkan suatu perbedaan yang besar. Bila dari penglihatan 

bentang alam saja hanya berupa tonjolan perbukitan berbentuk kerucut atau 

deretan beberapa kerucut, yang sebenarnya banyak sekali perbedaannya itu. 

Salah satu perbedaan dan kelebihan yang terdapat pada gunung api, mungkin 

tidak terdapat pada suatu pegunungan atau gunung yang bukan gunung api. 

Perbedaan dan kelebihan itu antara lain didapatkannya sumber air panas 

mengandung belerang, adanya lapangan solfatara, fumarola dan kawah-

kawah bekas letusan gunungapi tersebut.  

Terdapat satu gunung api aktif di Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu 

Gunung Sibualbuali. Gunung api ini belum pernah tercatat dalam sejarah 

mengalami letusan, walaupun demikian potensi terjadinya bencana letusan 

gunung api tetap ada. Ada juga gunung api yang sudah tidak aktif yaitu 

Gunung Lubuk Raya yang sudah kecil kemungkinannya mengalami letusan 

kembali. 

 

 

2.1.4. Kondisi Demografi 

2.1.4.1. Jumlah dan Distribusi Penduduk 

Jumlah penduduk berdasarkan BPS dan Dinas Kependudukan & 

Pencatatan Sipil berbeda disebabkan cara pandang dan rumus yang 

digunakan dalam melihat definisi kependudukan. 

BPS mendefinisikan Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di 

wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau 

mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. 

Sedangkan Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil mendefiniskan 

Penduduk adalah orang yang mempunyai KTP dan atau terdaftar dalam KK 

(beridentitas). 

Berdasarkan data BPS jumlah penduduk, kepadatan dan distribusi 

penduduk per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 2.20. Jumlah, Kepadatan dan Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

Berdasarkan Data BPS Menurut Kecamatan di Kabupaten Tapanuli 

Selatan Menurut Kecamatan Tahun 2015 

No Kecamatan 

Jumlah Penduduk 
Luas 

(Km
2
) 

Kepadatan 

Penduduk 

(Jiwa per Km
2
) 

Distribusi 

Penduduk 

(%) 
Lk 

(Jiwa) 

Pr 

(Jiwa) 

Jlh 

(Jiwa) 

1 Sipirok 15.407 15.735 31.142 415,85 74,89 11,32 

2 Arse 3.935 4.077 8.012 260,71 30,73 2,91 

3 Saipar Dolok Hole 6.473 6.446 12.919 545,01 23,70 4,70 

4 Aek Bilah 3.340 3.161 6.501 404,86 16,06 2,36 

5 Angkola Timur 9.433 9.750 19.183 266,17 72,07 6,97 

6 Angkola Barat 12.226 12.689 24.915 74,09 336,28 9,06 

7 Angkola Selatan 14.720 13.291 28.011 291,66 96,04 10,18 

8 Batang Angkola 16.275 17.272 33.547 473,3 70,88 12,19 

9 Sayurmatinggi 11.894 12.406 24.300 378,36 64,22 8,83 

10 Batang Toru 15.561 16.078 31.639 363,40 87,06 11,50 

11 Muara Batang Toru 6.092 5.737 11.829 304,99 38,78 4,30 

12 Marancar 4.769 4.766 9.535 86,89 109,74 3,47 

13 Angkola Sangkunur 9.503 9.324 18.827 283,11 66,50 6,84 

14 Tantom Angkola 7.055 7.683 14.738 209,16 70,46 5,36 

Jumlah 136.683 138.415 275.098 4.357,56 63,14 100,00 

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 

 

Sedangkan jumlah, kepadatan dan distribusi penduduk berdasarkan 

Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil pada tahun 2015 adalah : 

 

Tabel 2.21. Jumlah, Kepadatan dan Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis 

Kelamin Berdasarkan Data Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil 

Menurut Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015 

No. KECAMATAN 
JUMLAH 

Luas 

Wilayah 
Kepadatan 

Distribusi 

Penduduk 

(%) LK PR TOTAL (Km2) (Jiwa/Km2) 

1. Angkola Barat 13.912 14.044 27.956 74.09 2.65 9.30 

2. Batang Toru 18.279 17.796 36.075 363.40 10.07 12.00 

3. Angkola Timur 10.800 10.664 21.464 266.17 12.40 7.14 

4. Sipirok 16.438 16.673 33.111 415.85 12.56 11.02 

5. Saipar Dolok Hole 6.604 6.585 13.189 545.01 41.32 4.39 

6. Angkola Selatan 16.184 15.490 31.674 291.66 9.21 10.54 
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No. KECAMATAN 
JUMLAH 

Luas 

Wilayah 
Kepadatan 

Distribusi 

Penduduk 

(%) LK PR TOTAL (Km2) (Jiwa/Km2) 

7. Batang Angkola 17.536 18.134 35.670 473.30 13.27 11.87 

8. Arse 4.240 4.275 8.515 260.71 30.62 2.83 

9. Marancar 4.826 4.920 9.746 86.89 8.92 3.24 

10. Sayur Matinggi 12.491 12.833 25.324 378.36 14.94 8.43 

11. Aek Bilah 3.457 3.310 6.767 404.86 59.83 2.25 

12. Muara Batang Toru 7.303 6.991 14.294 304.99 21.34 4.76 

13. Tantom Angkola 7.187 7.545 14.732 209.16 14.20 4.90 

14. Angkola Sangkunur 11.375 10.644 22.019 283.11 12.86 7.33 

Jumlah 151,599 148,524 300,123 4,357.56  68.87 100,00 

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Tapanuli Selatan Tahun 2015 

 

Berdasarkan data-data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di 

Kabupaten Tapanuli Selatan masih tergolong rendah bila dibandingkan 

dengan luas wilayah dimana kepadatan penduduk baik berdasarkan data BPS 

maupun data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya berkisar pada 

63,14 - 68,87 Jiwa/Km2 bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk 

Propvinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 191 Jiwa/Km2. Dengan kepadatan 

penduduk yang cukup rendah tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten 

Tapanuli Selatan masih tersedia lahan yang cukup luas untuk dikembangkan 

khususnya pada sektor pertanian.  

Secara distribusi menunjukkan bahwa kepadatan penduduk tertinggi 

berada di Kecamatan Sipirok, Batang Toru, Batang Angkola dan Kecamatan 

Angkola Selatan. Sedangkan kepadatan terendah berada di Kecamatan Aek 

Bilah, hal ini disebabkan akses jalan menuju dan di kecamatan tersebut relatif 

masih tertinggal dibanding kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten 

Tapanuli Selatan. 

 

2.1.4.2. Laju Pertumbuhan Penduduk 

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan selama 

Periode 2011-2015 dapat ditunjukkan pada tabel adalah sebagaimana pada 

tabel berikut :  
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Tabel 2.22. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan 

Berdasarkan Data BPS Menurut Kecamatan Tahun 2011-2015 

No. Kecamatan 
Perkembangan Jumlah Penduduk 

2011 2012 2013 2014 2015 

1. Batang Angkola 32.395 32.666 32.759 33.301 33.547 

2. Sayurmatinggi 23.459 23.659 23.727 24.120 24.300 

3. Angkola Timur 18.696 18.801 18.843 19.075 19.183 

4. Angkola Selatan 27.101 27.177 27.259 27.777 28.011 

5. Angkola Barat 24.210 24.414 24.468 24.771 24.915 

6. Batang Toru 28.983 29.517 29.721 31.077 31.639 

7. Marancar 9.403 9.446 9.457 9.506 9.535 

8. Sipirok 30.722 30.775 30.819 31.028 31.142 

9. Arse 7.919 7.946 7.954 7.989 8.012 

10. Sdh 12.754 12.802 12.816 12.880 12.919 

11. Aek Bilah 6.423 6.450 6.456 6.485 6.501 

12. Muara Batangtoru 11.492 11.571 11.599 11.755 11.829 

13. Tantom Angkola 14.480 14.556 14.577 14.683 14.738 

14. Angkola Sangkunur 18.245 18.315 18.369 18.685 18.827 

Jumlah 266.282 268.095 268.824 273.132 275.098 

Laju Pertumbuhan Per Tahun 0,87 0,68 0,27 1,60 0,72 

Sumber : BPS/Kabupaten Dalam Angka ,2015 

 

Sedangkan perkembangan penduduk berdasarkan data Dinas 

kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagaimana pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.23. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Tapanuli 

SelatanBerdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Menurut Kecamatan Tahun 2011-2015 

No. Kecamatan 
Perkembangan Jumlah Penduduk 

2013 2014 2015 

1. Batang Angkola 26.160 26.510 27.956 

2. Sayurmatinggi 33.112 33.578 36.075 

3. Angkola Timur 20.208 20.527 21.464 

4. Angkola Selatan 32.829 33.393 33.111 

5. Angkola Barat 13.608 13.810 13.189 

6. Batang Toru 32.153 32.504 31.674 

7. Marancar 35.143 35.736 35.670 

8. Sipirok 8.761 9.022 8.515 

9. Arse 9.524 9.732 9.746 

10. Sdh 26.101 26.575 25.324 

11. Aek Bilah 6.634 6.804 6.767 

12. Muara Batangtoru 13.239 13.448 14.294 

13. Tantom Angkola 15.129 15.471 14.732 

14. Angkola Sangkunur 22.783 23.013 22.019 

Jumlah 295.384 300.123 300.536 

Laju Pertumbuhan Per Tahun  1,60 0,14 

Sumber : BPS/Kabupaten Dalam Angka ,2015 
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Dari kedua tabel tersebut terlihat bahwa laju pertumbuhan penduduk 

Kabupaten Tapanuli Selatan menunjukaan tren yang berbeda walaupun 

secara kumulatif menunjukkan angka yang relatif sama sebagaimana dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.24. Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan 

Menurut Kecamatan Tahun 2011 – 2015 

No. Kecamatan 

Perkembangan Jumlah Penduduk 

Berdasarkan Data 

BPS (2011-2015) 

Berdasarkan Data 

Disdukcapil (2013-2015) 

1. Angkola Barat 0,89 3,43 

2. Batang Toru 0,90 4,47 

3. Angkola Timur 0,65 3,11 

4. Sipirok 0,84 0,43 

5. Saipar Dolok Hole 0,73 -1,54 

6. Angkola Selatan 2,29 -0,74 

7. Batang Angkola 0,35 0,75 

8. Arse 0,34 -1,40 

9. Marancar 0,29 1,17 

10. Sayur Matinggi 0,32 -1,49 

11. Aek Bilah 0,30 1,00 

12. Muara Batang Toru 0,73 3,98 

13. Tano Tombangan Angkola 0,45 -1,31 

14. Angkola Sangkunur 0,80 -1,68 

Rata-rata Laju Pertumbuhan  0,83 0,87 

Sumber : BPS dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

 

Dari data-data tersebut dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penduduk 

Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan data BPS selama lima tahun 

terakhir rata-rata sebesar 0,83% sedangkan berdasarkan data Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil laju pertumbuhan penduduk rata-rata 

pertahun adalah sebesar 0,87%. Angka ini lebih rendah dari laju pertumbuhan 

penduduk Provinsi Sumatera Utara 1,36%. hal ini menunjukkan bahwa 

Kabupaten Tapanuli Selatan cukup berhasil dalam mengendalikan 

pertumbuhan penduduk. 
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2.1.4.3. Struktur Kependudukan Menurut Kelompok Umur 

Berdasarkan Data BPS, Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur 

Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015 menunjukkan bahwa penduduk 

pada kelompok umur 0-4 tahun merupakan jumlah terbesar (12,50%) dari 

jumlah seluruh penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan, sedangkan komposisi 

penduduk terkecil berada pada kelompok umur diatas 75 tahun (1,13%), 

menurut Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, angka tertinggi adalah 

pada kelompok umur 10-14 tahun dan angka terendah adalah pada kelompok 

umur 70-74 tahun. Distribusi penduduk berdasarkan kelompok umur tersebut 

dapat ditunjukkan pada tabel-tabel berikut : 

 

Tabel 2.25. Perkembangan Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur 

Berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipl Tahun 2013 – 

2015 

Kelompok 

Usia 

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 

Laki-

Laki 
Pr Jumlah % 

Laki-

Laki 
Pr Jumlah % 

Laki-

Laki 
Pr Jumlah % 

0-4thn 6.152 5.587 11.739 3,97 6.317 5.757 12.074 4,02 6.404 5.891 12.295 4,09 

5-9thn 16.405 15.266 31.671 10,72 16.590 15.466 32.056 10,68 17.437 16.283 33.720 11,22 

10-14thn 17.629 16.498 34.127 11,55 17.814 16.618 34.432 11,47 19.470 18.223 37.693 12,54 

15-19thn 17.333 16.352 33.685 11,40 17.518 16.472 33.990 11,33 16.823 15.842 32.665 10,87 

20-24thn 16.462 15.570 32.032 10,84 16.647 15.690 32.337 10,77 14.714 14.193 28.907 9,62 

25-29thn 15.201 13.514 28.715 9,72 15.386 13.634 29.020 9,67 14.093 12.679 26.772 8,91 

30-34thn 12.222 11.032 23.254 7,87 12.422 11.112 23.534 7,84 13.072 11.908 24.980 8,31 

35-39thn 9.631 9.298 18.929 6,41 9.781 9.418 19.199 6,40 10.202 9.695 19.897 6,62 

40-44thn 7.985 8.595 16.580 5,61 8.145 8.715 16.860 5,62 8.450 9.071 17.521 5,83 

45-49thn 7.290 8.058 15.348 5,20 7.475 8.178 15.653 5,22 7.544 8.280 15.824 5,27 

50-54thn 6.746 7.743 14.489 4,91 6.931 7.862 14.793 4,93 6.858 7.970 14.828 4,93 

55-59thn 6.181 6.696 12.877 4,36 6.366 6.816 13.182 4,39 6.053 6.599 12.652 4,21 

60-64thn 3.989 4.438 8.427 2,85 4.164 4.558 8.722 2,91 4.205 5.091 9.296 3,09 

65-69thn 2.057 2.760 4.817 1,63 2.242 2.850 5.092 1,70 2.119 2.845 4.964 1,65 

70-74thn 1.619 2.222 3.841 1,30 1.804 2.302 4.106 1,37 1.542 2.355 3.897 1,30 

>74thn 1.857 2.996 4.853 1,64 1.997 3.076 5.073 1,69 1.646 2.979 4.625 1,54 

Jumlah 148.759 146.625 295.384 100,00 151.599 148.524 300.123 100,00 150.632 149.904 300.536 100,00 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
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Tabel 2.26. Komposisi Penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan Menurut Kelompok Umur Tahun 2011 – 2015 

No. KelompokUmur 
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 

LK PR JLH % LK PR JLH % LK PR JLH % LK PR JLH % LK PR JLH % 

1. 0 – 4 16.171 15.103 31.274 11,74 16.720 15.731 32.451 12,10 17.191 16.275 33.466 12,45 17.549 16.600 34.149 12,50 17.121 16.230 33.351 12,12 

2. 5 – 9 16.866 15.897 32.763 12,30 15.933 15.226 31.159 11,62 16.328 15.526 31.854 11,85 16.631 15.792 32.423 11,87 16.824 16.026 32.850 11,94 

3. 10 – 14 17.334 15.987 33.321 12,51 17.283 15.924 33.207 12,39 16.386 15.293 31.679 11,78 16.659 15.524 32.183 11,78 16.640 15.440 32.080 11,66 

4. 15 – 19 14.216 13.365 27.581 10,36 14.870 13.824 28.694 10,70 14.410 13.438 27.848 10,36 14.605 13.608 28.213 10,33 14.541 13.448 27.989 10,17 

5. 20 – 24 10.877 10.158 21.035 7,90 10.813 9.976 20.789 7,75 11.202 10.141 21.343 7,94 11.319 10.235 21.554 7,89 11.333 10.191 21.524 7,82 

6. 25 – 29 9.493 9.181 18.674 7,01 9.300 9.120 18.420 6,87 9.423 9.047 18.470 6,87 9.570 9.184 18.754 6,87 9.431 9.005 18.436 6,70 

7. 30 – 34 8.642 8.796 17.438 6,55 8.606 8.834 17.440 6,51 8.448 8.765 17.213 6,40 8.564 8.873 17.437 6,38 8.511 8.795 17.306 6,29 

8. 35 – 39 7.794 8.380 16.174 6,07 7.834 8.424 16.258 6,06 7.854 8.407 16.261 6,05 7.973 8.529 16.502 6,04 7.987 8.584 16.571 6,02 

9. 40 – 44 7.301 8.117 15.418 5,79 7.382 8.226 15.608 5,82 7.393 8.208 15.601 5,80 7.508 8.335 15.843 5,80 7.594 8.392 15.986 5,81 

10. 45 – 49 6.959 7.768 14.727 5,53 7.070 7.873 14.943 5,57 7.102 7.920 15.022 5,59 7.220 8.056 15.276 5,59 7.376 8.213 15.589 5,67 

11. 50 – 54 6.008 6.623 12.631 4,74 6.124 6.868 12.992 4,85 6.160 6.968 13.128 4,88 6.283 7.100 13.383 4,90 6.481 7.363 13.844 5,03 

12. 55 – 59 4.277 4.678 8.955 3,36 4.504 5.047 9.551 3,56 4.653 5.206 9.859 3,67 4.733 5.289 10.022 3,67 5.061 5.724 10.785 3,92 

13. 60 – 64 2.502 3.202 5.704 2,14 2.751 3.321 6.072 2,26 2.970 3.543 6.513 2,42 3.006 3.598 6.604 2,42 3.415 4.052 7.467 2,71 

14. 65 – 69 1.712 2.432 4.144 1,56 1.772 2.480 4.252 1,59 1.864 2.559 4.423 1,65 1.903 2.618 4.521 1,66 2.096 2.777 4.873 1,77 

15. 70 – 74 1.302 2.209 3.511 1,32 1.151 1.931 3.082 1,15 1.171 1.975 3.146 1,17 1.178 1.991 3.169 1,16 1.227 2.052 3.279 1,19 

16. 75+ 945 1.987 2.932 1,10 1.027 2.150 3.177 1,19 976 2.022 2.998 1,12 1.006 2.093 3.099 1,13 1.045 2.123 3.168 1,15 

Jumlah 132.399 133.883 266.282 100,00 133.140 134.955 268.095 100,00 133.531 135.293 268.824 100,00 135.707 137.425 273.132 100,00 136.683 138.415 275.098 100,00 

Sumber : BPS/Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Angka 2015
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Gambar 2.6. Piramida Penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 

 

Dari tabel-tabel serta grafik tersebut, dapat dilihat bahwa kalau 

diasumsikan bahwa kelompok umur dibawah 15 tahun sebagai beban 

ketergantungan anak serta usia diatas 65 sebagai beban ketergantungan 

orang tua, maka pada tahun 2015 beban ketergantungan penduduk 

Tapanuli Selatan cukup tinggi yaitu 39,83%.  

 

Tabel 2.27. Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur Serta Beban 

Ketergantungan di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015 

Kelompok Umur 
Jenis Kelamin 

Total 
Laki-laki Perempuan 

0-14 37,01 34,46 35,73 

15-64 59,80 60,52 60,16 

65+ 3,20 5,02 4,11 

Jumlah 100,00 100,00 100,00 

Angka Beban Tanggungan Anak 61,89 56,94 59,39 

Angka Beban Tanggungan Orang Tua 5,34 8,30 6,84 

Total 67,24 65,24 66,23 

Sumber : BPS/Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Angka 2015 
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2.1.4.4. Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan 

Komposisi penduduk berdasarkan pendidikan menunjukkan bahwa 

proporsi tingkat pendidikan penduduk berpendidikan Sekolah Dasar (SD/MI) 

dengan persentase sebesar 25,28%, selanjutnya tingkat pendidikan SMP 

sebesar 17,21%, SMA sebesar 16,93% dan Perguruan Tinggi sebesar 2,53%, 

selebihnya tidak/belum bersekolah sebesar 38,04%, secara lengkap 

sebagaimana tertera pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 2.28. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Tapanuli 

Selatan Tahun 2015 

No. Kecamatan 

Tingkat Pendidikan 

Jumlah 
SD/MI SMP SMA PT 

Belum 

Sekolah 

Tidak 

Tamat SD 

1. Angkola Barat 6.375 4.782 5.801 904 5.391 4.703 27.956 

2. Batang Toru 7.883 5.623 7.585 1.140 8.092 5.752 36.075 

3. Angkola Timur 4.722 3.933 4.146 634 4.573 3.456 21.464 

4. Sipirok 6.697 6.355 7.702 1.361 6.072 4.924 33.111 

5. SD Hole 2.873 2.715 2.584 456 2.688 1.873 13.189 

6. Angkola Selatan 8.224 3.827 3.401 449 9.239 6.534 31.674 

7. Batang Angkola 7.912 6.483 7.788 1.385 6.971 5.131 35.670 

8. Arse 1.808 1.768 1.950 265 1.496 1.228 8.515 

9. Marancar 2.855 1.610 1.483 213 1.821 1.764 9.746 

10. Sayurmatinggi 6.567 4.287 4.305 595 5.303 4.267 25.324 

11. Aek Bilah 2.141 992 864 139 1.506 1.125 6.767 

12. Muara Batang Toru 3.767 2.706 1.441 167 3.759 2.454 14.294 

13. Tantom Angkola 3.029 3.044 2.917 306 2.892 2.544 14.732 

14. Angkola Sangkunur 6.354 2.002 1.223 133 6.970 5.337 22.019 

Jumlah 71.207 50.127 53.190 8.147 66.773 51.092 300.536 

Persentase 23,69 16,68 17,70 2,71 22,22 17,00 100,00  

Sumber : DisdukCapil Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015  

 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat 

Tapanuli Selatan masih cukup rendah dimana masih terdapat penduduk 

Tapanuli Selatan yang tidak tamat SD sebesar 17,00%. Angka ini masih lebih 

baik dari rata-rata Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 19,20%. Namun 

demikian secara umum penduduk yang tamat SD/MI, Tamat SMP, Tamat 

SMA dan Perguruan Tinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan masih lebih rendah 

dari rata-rata Provinsi Sumatera Utara yaitu Tamat SD sebesar 22,56%, 

Tamat SMP sebesar 24,92%, Tamat SMA sebesar 27,05% dan Tamat 

Perguruan Tinggi sebesar 6,98%. 
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Gambar 2.7. Diagram Tingkat Pendidikan Penduduk 

Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : DisdukCapil Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015   

 

2.1.4.5. Komposisi Penduduk Menurut Kewarganegaraan 

Penduduk Tapanuli Selatan yang berkewarnageraan asing masih 

sangat sedikit yaitu 51 orang dan itupun merupakan tenaga kerja asing yang 

bekerja di PT. Agincourt Resources di Kecamatan Batang Toru dengan rincian 

data sebagai berikut : 

 

Tabel 2.29. Komposisi Penduduk menurut Kewarganegaraan Kabupaten 

Tapanuli Selatan Tahun 2015 

No Kecamatan 
Kewarganegaraan 

WNI WNI 

1 Batang Angkola 33,547 - 

2 Sayurmatinggi 24,300  

3 Angkola Timur 19,183  

4 Angkola Selatan 28,011  

5 Angkola Barat 24,915  

6 Batang Toru 31639 51*
)
 

7 Marancar 9,535  

8 Sipirok 31,142  

9 Arse 8,012  

10 Saipar Dolok Hole 12,919  

11 Aek Bilah 6,501  

12 Muarabtgtoru 11,829  

13 Tantom Angkola 14,738  

14 Angkola Sangkunur 18,827  

Jumlah Kewarganegaraan   275,098  51 

*
) 
Tenaga Kerja Asing 

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Selatan dan Dinas Nakertransos Kab. Tapsel 

Komposisi Penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan Menurut 

Tingkat Pendidikan Tahun 2015

23,69%

16,68%

17,69%

2,71%

22,21%

17,00%

Tamat SD

Tamat SLTP

Tamat SLTP

Tamat Perguruan Tinggi

Belum Sekolah

Tidak Tamat SD

Tamat SD
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2.1.4.6. Komposisi Penduduk Menurut Suku 

Sampai dengan saat ini, di Kabupaten Tapanuli Selatan belum ada data 

yang dapat menggambarkan komposisi penduduk menurut suku. Hal ini 

disebabkan bahwa di Kabupaten Tapanuli Selatan masing-masing suku yang 

ada telah saling berbaur dengan sangat baik. Disamping itu dalam segala 

aspek kehidupan baik bermasyarakat maupun dalam pemerintahan, tidak ada 

perlakuan yang berbeda terhadap masing-masing suku yang ada. Terlepas 

dari kontradiksi pemahaman antropologi, suku yang dominan di Tapanuli 

Selatan adalah Batak Toba, Angkola, Jawa, Minang, Nias, Mandailing dan 

Sunda. 

 

2.1.4.7. Komposisi Penduduk Menurut Agama 

Komposisi Penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015 

sebagian besar beragama Islam 78,68% disusul Kristen 20,08% dan Katolik 

(1,23%), sementara pemeluk agama Budha hanya 0,01% (18 orang) dan 

pemeluk agama Hindu masih dibawah 0,01% (9 orang) sebagaomana tertera 

pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.30. Populasi Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan Tahun 2015 

Kabupaten Tapanuli Selatan 

No Kab / Kota 
Umat Agama 

Jumlah 
Islam Kristen Katolik Hindu Budha Lainnya 

1 Angkola Barat 25.641 1.774 539 1 2 0 27.957 

2 Batang Toru 29.504 5.923 638 5 5 0 36.075 

3 Angkola Timur 21.248 197 19 0 0 0 21.464 

4 Sipirok 30.350 2.701 56 0 4 0 33.111 

5 Saipar Dolok Hole 10.682 2.504 3 0 0 0 13.189 

6 Angkola Selatan 18.069 12.438 1.167 0 0 0 31.674 

7 Batang Angkola 31.425 4.132 111 2 0 0 35.670 

8 Arse 7.372 1.120 23 0 0 0 8.515 

9 Marancar 8.866 876 3 1 0 0 9.746 

10 Sayurmatinggi 21.543 3.642 139 0 0 0 25.324 

11 Aek Bilah 6.353 414 0 0 0 0 6.767 

12 Muara Batang Toru 11.451 2.792 48 0 3 0 14.294 

13 Tano Tombangan 3.259 11.178 291 0 4 0 14.732 

14 Angkola Sangkunur 10.695 10.670 654 0 0 0 22.019 

Jumlah 236.456 60.361 3.691 9 18 0 300.535 

Persentase 78,68 20,08 1,23 0,00 0,01 - 100,00 

Sumber : DisdukCapil Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015  
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Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa ada keberagaman keberagaman 

agama dan kepercayaan di Kabupaten Tapanuli Selatan dimana komposisi 

terbesar didominasi oleh Agama Islam dan Kristen.  

 

Gambar 2.8. Persentase Pemeluk Agama dan Kepercayaan di Kabupaten 

Tapanuli Selatan Tahun 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : DisdukCapil Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 
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2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah 

bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau 

merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh 

unit ekonomi. PDRB juga merupakan merupakan salah satu indikator 

pertumbuhan ekonomi suatu negara/wilayah/daerah. 

Produk Domestik merupakan kegiatan produksi yang dilakukan disuatu 

daerah walaupun sebagian kegiatan produksi dan beberapa faktor 

produksinya berasal dari wilayah/ daerah lain seperti tenaga kerja, mesin dan 

modal. Sedangkan Produk Regional merupakan produk domestik yang 

ditambahkan pendapatan yang mengalir kedalam wilayah tersebut, kemudian 

dikurangi pendapatan yang mengalir keluar wilayah. Sehingga dapat 

dikatakan produk regional pada dasarnya merupakan produk yang betul-betul 

dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki penduduk dalam wilayah 

yang bersangkutan. 

Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator yang 

dapat dipakai untuk mengetahui keberhasilan perkembangan ekonomi di 

suatu daerah, sehingga akan dapat diketahui laju pertumbuhan ekonomi dan 

tingkat kesejahteraan daerah yang bersangkutan. 

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan 

bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. 

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan menggunakan 

Produk Domestik Regional Bruto Daerah. Secara agregatif PDRB 

menggambarkan kemampuan suatu daerah untuk menghasikan pendapatan 

dari seluruh sektor usaha. Sedangkan pertumbuhan ekonomi daerah 

menunjukkan pertumbuhan dari nilai produksi barang-barang dan jasa yang 

dihasilkan dari satu tahun ke tahun berikutnya, yang mengindikasikan kinerja 

perekonomian daerah dalam menciptakan output atau nilai tambah suatu 

barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan memperhitungkan 

pertumbuhan PDRB. Untuk mengukur pertumbuhan output riil, maka 

digunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan untuk menyesuaikan efek 

perubahan harga (inflasi). 

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada 

tatanan global dan regional yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian 

nasional dan lokal. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, 

penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan 

sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan 

pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam 

mekanisme pencatatan statistik nasional.  



 

Bab II – GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II- 61 
 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah 

melakukan perubahan tahun dasar PDRB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. 

Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi 

rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 

System of National Accounts (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka 

Supply and Use Tabels (SUT). Perubahan tahun dasar PDB ini dilakukan 

secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) Provinsi dan kabupaten/kota untuk menjaga konsistensi hasil 

penghitungan. 

Perubahan yang terjadi terutama pada perhitungan PDRB menurut 

lapangan usaha, yang sebelumnya diklasifikasikan berdasarkan 9 sektor 

menjadi 17 kategori. Secara rinci klasifikasi 17 Kategori Lapangan Usaha 

yang menjadi pembentuk dari PDRB dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.31. Daftar Kategori 17 Kategori Lapangan Usaha dalam perhitungan 

PDRB 

No. KATEGORI URAIAN 

1. A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 

2. B. Pertambangan dan Penggalian 

3. C. Industri Pengolahan 

4. D. Pengadaan Listrik dan Gas 

  1. Ketenagalistrikan 

  2. Pengadaan Gas dan Produksi Es 

5. E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 

6. F. Kontruksi 

7. G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

8. H. Transportasi dan Pergudangan 

9. I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 

10. J. Informasi dan Komunikasi 

11. K. Jasa Keuangan dan Asuransi 

12. L. Real Estate 

13. M,N. Jasa Perusahaan 

14. O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 

16. P. Jasa Pendidikan 

16. Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 

17. R.S.T.U Jasa Lainnya 

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 

 

Terjadinya perubahan tahun dasar dalam rangka penyempurnaan PDRB 

di Indonesia juga memberikan dampak diantaranya terhadap perubahan 

nominal dan struktur dan pertumbuhan PDRB di Kabupaten Tapanuli Selatan 

sebagaimana yang terlihat tabel berikut : 
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Tabel 2.32. Nilai dan Konstribusi PDRB Seri 2011 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tapanuli Selatan 

Tahun 2011-2015 

No LAPANGAN USAHA 

TAHUN 2011 TAHUN 2012 Tahun 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 

PDRB   

(Rp. Jt) 
% 

PDRB   

(Rp. Jt) 

% 

 

PDRB   

(Rp. Jt) 
% 

PDRB   

(Rp. Jt) 
% 

PDRB   

(Rp. Jt) 
% 

1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 3.328.691,99 55,71 3.563.786,08 51,59 3.906.798,41 44,74 4.099.781,52 44,04 4.278.196,74 42,33 

2 Pertambangan & penggalian 14.953,08 0,25 371.068,40 5,37 1.486.134,47 17,02 1.429.927,56 15,36 1.638.606,57 16,21 

3 Industri pengolahan 491.949,61 8,23 529.606,09 7,67 581.288,96 6,66 631.619,68 6,79 676.413,55 6,69 

4 Pengadaan Listrik dan Gas 3.669,27 0,06 3.831,00 0,06 3.911,40 0,04 4.118,00 0,04 4.184,76 0,04 

5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur 

Ulang 

5.113,26 0,09 5.784,11 0,08 6.406,49 0,07 7.237,33 0,08 7.988,91 0,08 

6 Konstruksi 648.143,30 10,85 748.874,05 10,84 854.567,02 9,79 962.961,33 10,35 1.046.518,89 10,36 

7 Perdagangan, Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor 

646.218,44 10,82 718.040,82 10,39 791.065,78 9,06 905.695,36 9,73 1.060.205,06 10,49 

8 Transportasi dan Pergudangan 87.664,34 1,47 98.495,80 1,43 115.997,19 1,33 134.236,03 1,44 149.879,55 1,48 

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 83.290,43 1,39 95.339,08 1,38 110.485,94 1,27 128.141,68 1,38 142.268,47 1,41 

10 Informasi dan Komunikasi 35.127,46 0,59 38.631,51 0,56 40.801,78 0,47 45.562,40 0,49 49.415,46 0,49 

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 58.842,04 0,98 66.031,55 0,96 74.467,56 0,85 82.005,05 0,88 89.911,59 0,89 

12 Real Estate 120.010,17 2,01 136.564,52 1,98 155.381,42 1,78 179.212,81 1,93 193.188,27 1,91 

13 Jasa Perusahaan 3.196,02 0,05 3.681,65 0,05 4.264,25 0,05 4.885,07 0,05 5.421,84 0,05 

14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 

wajib 

358.770,15 6,00 428.087,98 6,20 488.965,28 5,60 565.843,03 6,08 621.842,87 6,15 

15 Jasa Pendidikan 43.486,63 0,73 48.045,68 0,70 53.034,15 0,61 60.088,84 0,65 65.133,70 0,64 

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 43.891,47 0,73 49.799,77 0,72 55.348,01 0,63 64.004,03 0,69 73.418,99 0,73 

17 Jasa lainnya 1.979,66 0,03 2.248,89 0,03 2.602,71 0,03 3.007,35 0,03 3.383,78 0,03 

PDRB 5.974.997,32 100,00 6.907.916,98 100,00 8.731.520,82 100,00 9.308.327,07 100,00 10.105.979,00 100,00 

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Selatan,2015 
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Tabel 2.33. Nilai dan Konstribusi PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tapanuli Selatan 

Tahun 2011-2015 

No LAPANGAN USAHA 

TAHUN 2011 TAHUN 2012 Tahun 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 

PDRB   

(Rp.x Jt) 
% 

PDRB      

(Rp.x Jt) 

% 

 

PDRB  

(Rp.x Jt) 
% 

PDRB  

(Rp.x Jt) 
% 

PDRB  

(Rp.x Jt) 
% 

1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 3.156.842,86 55,99 3.272.395,96 53,21 3.369.650,33 46,65 3.498.518,08 46,38 3.638.682,65 45,94 

2 Pertambangan & Penggalian 13.655,79 0,24 257.068,77 4,18 1.068.846,51 14,80 1.077.276,21 14,28 1.160.145,44 14,65 

3 Industri pengolahan 452.983,76 8,03 466.436,34 7,58 482.044,06 6,67 495.037,66 6,56 507.045,15 6,40 

4 Pengadaan Listrik dan Gas 3.662,63 0,06 3.857,65 0,06 3.997,43 0,06 4.291,34 0,06 4.505,89 0,06 

5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur 

Ulang 

4.832,95 0,09 5.127,76 0,08 5.420,04 0,08 5.725,73 0,08 5.954,76 0,08 

6 Konstruksi 610.304,43 10,82 651.194,83 10,59 701.336,83 9,71 749.027,73 9,93 775.863,35 9,79 

7 Perdagangan, Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor 

608.038,52 10,78 650.565,07 10,58 690.977,16 9,57 745.983,43 9,89 804.100,67 10,15 

8 Transportasi dan Pergudangan 82.390,51 1,46 88.485,94 1,44 95.384,05 1,32 103.010,51 1,37 110.340,03 1,39 

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 78.387,49 1,39 83.566,74 1,36 89.250,80 1,24 95.172,18 1,26 101.726,70 1,28 

10 Informasi dan Komunikasi 35.523,56 0,63 38.365,45 0,62 41.357,95 0,57 44.459,80 0,59 47.883,20 0,60 

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 55.558,40 0,99 58.912,79 0,96 62.355,70 0,86 65.922,31 0,87 68.591,85 0,87 

12 Real Estate 110.303,47 1,96 116.921,68 1,90 124.404,66 1,72 132.490,97 1,76 137.775,12 1,74 

13 Jasa Perusahaan 3.015,12 0,05 3.212,61 0,05 3.427,85 0,05 3.661,97 0,05 3.887,18 0,05 

14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 

wajib 

337.189,99 5,98 362.479,24 5,89 385.315,43 5,33 415.755,35 5,51 440.866,97 5,57 

15 Jasa Pendidikan 41.653,86 0,74 44.527,97 0,72 47.778,52 0,66 51.314,13 0,68 54.582,84 0,69 

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 41.801,40 0,74 45.396,32 0,74 48.937,24 0,68 52.852,22 0,70 56.847,84 0,72 

17 Jasa lainnya 1.843,26 0,03 1.979,66 0,03 2.128,13 0,03 2.283,49 0,03 2.438,76 0,03 

PDRB 5.637.988,00 100,00 6.150.494,78 100,00 7.222.612,69 100,00 7.542.783,11 100,00 7.921.238,40 100,00 

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Selatan,2015 
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Dari kedua tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 baik 

berdasarkan harga konstan maupun berdasarkan harga berlaku, kontribusi 

PDRB Tapanuli Selatan masih didominasi oleh sektor pertanian yaitu 

kontribusi PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 45,94% sedangkan 

berdasarkan harga berlaku sebesar 42,33%. Dari angka ini dapat diartikan 

bahwa secara umum produk-produk pertanian mengalami peningkatan nilai 

bila dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Sedangkan sektor yang 

mengalami penurunan nilai terbesar adalah dari sektor pertambangan dan 

penggalian dimana berdasarkan Harga Berlaku kontribusinya sebesar 16,21% 

sementara berdasarkan harga konstan hanya sebesar 14,65%. 

Walaupun kontribusi sektor pertanian masih memberikan kontribusi 

terbesar pada PDRB Tapanuli Selatan, akan tetapi dari segi pertumbuha, 

sektor pertanian justru tertinggal dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. 

hal ini dapat dilihat dari perbandingan dimana berdasarkan Harga Konstan 

pada Tahun 2015 pertumbuhan PDRB berdasarkan Harga Konstan sektor 

pertanian sebesar 4,01% sementara pertumbuhan PDRB Tapanuli Selatan 

sebesar 5,02%. Sedangkan kalau dilhat pertumbuhan PDRB berdasarkan 

harga berlaku, pertumbuhan PDRB sektor pertanian tahun 2015 sebesar 

4,35% sementara pertumbuhan PDRB Tapanuli Selatan sebesar 8,57%. 

Kondisi tersebut memperlihatkan fenomena yang menarik dimana nilai 

sektor pertanian cenderung mengalami peningkatan akan tetapi 

pertumbuhannya justru lebih rendah dibanding sektor-sektor lainnya. Hal ini 

tentunya berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat 

Tapanuli Selatan yang mata pencahariannya sebagian besar adalah dari 

sektor pertanian. 

Sektor lain yang perlu diperhatikan adalah sektor industri dan 

pengolahan. Pada Tahun 2015 kontribusi sektor industri dan pengolahan 

berdasarkan harga konstan sebesar 6,40% sedangkan kalau dihitung 

berdasarkan harga berlaku kontribusinya adalah sebesar 6,69%, hal ini 

menunjukkan bahwa nilai produk sektor industri dan pengolahan cenderung 

lebih rendah dibanding sektor-sektor lainnya. Bila dilihat dari pertumbuhannya 

berdasarkan harga berlaku sektor industri dan pengolahan mengalami 

pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 8,29% sedangkan berdasarkan 

harga konstan pertumbuhannya rata-rata 2,86% pertahun. Dari keadaan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan PDRB sektor industri dan 

pengolahan lebih disebabkan naiknya harga produk daripada meningkatnya 

jumlah produk industri dan pengolahan. 

Untuk lebih jelasnya perkembangan PDRB Kabupaten Tapanuli Selatan 

Tahun 2011 s/d 2015 baik dari segi distribusi maupun pertumbuhannya dapat 

dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 2.34. Pertumbuhan Rata-Rata Kontribusi Sektor dan PDRB Kabupaten 

Tapanuli Selatan Atas Dasar Harga Konstan (HK) Tahun 2011 - 2015 
 

Kategori Uraian 

PDRB ADHK 

2011 2012 2013 2014 2015 

Kontri-

busi 

(%) 

Pertum

buhan 

(%) 

Kontri-

busi 

(%) 

Pertumb

uhan 

(%) 

Kontri-

busi 

(%) 

Pertum

buhan 

(%) 

Kontri-

busi 

(%) 

Pertum

buhan 

(%) 

Kontri-

busi 

(%) 

Pertum

buhan 

(%) 

A. Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan 

55,99 6,18 53,21 3,66 46,65 2,97 46,38 3,82 45,94 4,01 

B. Pertambangan dan 

Penggalian 

0,24 7,60 4,18 1.782,49 14,80 315,78 14,28 0,79 14,65 7,69 

C. Industri Pengolahan 8,03 2,55 7,58 2,97 6,67 3,35 6,56 2,70 6,40 2,43 

D. Pengadaan Listrik dan Gas 0,06 5,10 0,06 5,32 0,06 3,62 0,06 7,35 0,06 5,00 

E. Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah, Limbah dan Daur 

Ulang 

0,09 6,20 0,08 6,10 0,08 5,70 0,08 5,64 0,08 4,00 

F. Kontruksi 10,82 7,50 10,59 6,70 9,71 7,70 9,93 6,80 9,79 3,58 

G. Perdagangan Besar dan 

Eceran, Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor 

10,78 6,92 10,58 6,99 9,57 6,21 9,89 7,96 10,15 7,79 

H. Transportasi dan 

Pergudangan 

1,46 8,40 1,44 7,40 1,32 7,80 1,37 8,00 1,39 7,12 

I. Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum 

1,39 6,10 1,36 6,61 1,24 6,80 1,26 6,63 1,28 6,89 

J. Informasi dan Komunikasi 0,63 7,70 0,62 8,00 0,57 7,80 0,59 7,50 0,60 7,70 

K. Jasa Keuangan dan 

Asuransi 

0,99 5,86 0,96 6,04 0,86 5,84 0,87 5,72 0,87 4,05 

L. Real Estate 1,96 6,70 1,90 6,00 1,72 6,40 1,76 6,50 1,74 3,99 

M,N Jasa Perusahaan 0,05 7,70 0,05 6,55 0,05 6,70 0,05 6,83 0,05 6,15 

O. Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan 

Sosial Wajib 

5,98 8,90 5,89 7,50 5,33 6,30 5,51 7,90 5,57 6,04 

P. Jasa Pendidikan 0,74 6,80 0,72 6,90 0,66 7,30 0,68 7,40 0,69 6,37 

Q. Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial 

0,74 8,00 0,74 8,60 0,68 7,80 0,70 8,00 0,72 7,56 

R.S.T.U Jasa Lainnya 0,03 7,00 0,03 7,40 0,03 7,50 0,03 7,30 0,03 6,80 

Jumlah 100,00 6,33 100,00 9,09 100,00 17,43 100,00 4,43 100,00 5,02 

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015  

 

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa secara rata-rata pertumbuhan 

PDRB kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebesar 8,46% dan kalau dicermati 

lebih lanjut terlihat peningkatan yang sangat drastis pada Tahun 2012 dan 

Tahun 2013 dan terjadi perlambatan laju pertumbuhan kembali pada tahun 

2014. 

Secara rata-rata angka tersebut tergolong sangat tinggi bahkan tertinggi 

secara nasional. Akan tetapi angka tersebut tidaklah sepenuhnya 

menggambarkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapanuli 

Selatan. Hal ini disebabkan pada Tahun 2012 dan 2013 pendapatan daerah 

dari sektor pertambangan meningkat sangat singnifikan, dimana PT. Agincourt 

Resources baru melakukan penjualan hasil produksi tambangnya berupa 
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emas dan perak dari hasil produksi tahun 2012-2013. Sementara pada Tahun 

2014 laju pertumbuhan dari sektor pertambangan kembali menjadi ke posisi 

sebelum PT. AR berproduksi dan malah rebih rendah dengan pertumbuhan 

hanya 0,79% seiring dengan menurunnya harga emas di pasar internasional. 

 

2.2.1.2. PDRB per Kapita 

PDRB per kapita menjadi salah satu indikator yang menunjukkan tingkat 

kesejahteraan ekonomi penduduk suatu daerah. Semakin tinggi nilai PDRB 

per kapita maka dapat dikatakan tingkat kesejahteraan penduduk mengalami 

peningkatan. nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk 

pertengahan tahun. PDRB perkapita merupakan suatu ukuran yang dapat 

dijadikan cerminan ―kasar‖ tentang kesejahteraan penduduk di suatu daerah. 

Dikatakan kasar karena angka ini mampu menggambarkan produktivitas 

ekonomi walaupun tidak mencakup sosial masyarakat.  

 

Tabel 2.35. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Tapanuli 

Selatan Tahun 2011 – 2015 
 

Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

Nilai PDRB 

(Rp. Juta) 
5.637.988 6.150.494 7.222.612 7.542.783 7.921.238 

Jlh Pddk (jiwa) 266.776 268.900 271.053 273.132 275.098 

PDRB perkapita 

(Rp. 000/jiwa) 
22.397,06 22.872,80 26.646,50 27.615,88 28.794,24 

PDRB perkapita 

Sumatera Utara 

(Rp. 000/jiwa) 

26.711,24 28.036,88 29.339,21 30.477,07 31.637,41 

Sumber : BPS Kab. Tapanuli Selatan, 2015  

 

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Tapanuli Selatan atas dasar harga 

Konstan terus meningkat dari Rp. 22.397.060 pada tahun 2011 menjadi Rp. 

28.794.240 pada tahun 2015. Namun demikian PDRB perkapita ini masih 

dibawah rata-rata Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar Rp. 26.711.240 

pada tahun 2011 dan Rp. 31.637.410 pada tahun 2015. 

Walaupun secara nominal PDRB perkapita Tapanuli Selatan masih 

dibawah rata-rata Sumatera Utara akan tetapi secara pertumbuhan Tapanuli 

Selatan telah melebihi pertumbuhan PDRB perkapita Sumatera Utara dimana 

pertumbuhan rata-rata PDRB perkapita Tapanuli Selatan adalah 6,63% 

pertahun sementara rata-rata pertumbuhan PDRB perkapita Sumatera Utara 

adalah sebesar 4,32%. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun pertumbuhan 

PDRB per kapita Tapanuli Selatan relatif cukup tinggi, namun belum dapat 

menyamai PDRB per kapita Sumatera Utara disebabkan sejak semula 

Tapanuli Selatan telah cukup jauh tertinggal dalam hal pendapatan per 

kapitanya. 
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2.2.1.3. Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) 

Gini ratio adalah ratio yang pertama kali diperkenalkan oleh Corrado 

Gini. Gini ratio mengukur ketimpangan nilai sesuai dengan distribusi 

frekuensinya, dan sering dipakai untuk mengukur ketimpangan pendapatan 

rakyat suatu negara atau daerah. 

Koefisien Gini dinyatakan dalam bentuk rasio yang nilainya antara 0 dan 

1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna di mana semua nilai 

sama sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang paling tinggi yaitu 

satu orang menguasai semuanya sedangkan yang lainnya nihil. Menurut 

definisinya, koefisien gini adalah perbandingan luas daerah antara kurva 

lorenz dan garis lurus 45 derajat terhadap luas daerah di bawah garis 45 

derajat tersebut. 

Tingkat pemerataan pendapatan akan terjadi jika semua orang 

mendapatkan distribusi pendapatan yang sama rata, atau dengan kata lain 

Rasio Gini -nya adalah sama dengan nol (Gini Ratio = 0). Jadi singkatnya 

rasio Gini adalah rasio tentang distribusi pendapatan dengan angka kisaran 0 

sampai dengan 1. dan jika G mendekati 0 berarti distribusi pendapatan yang 

diterima hampir sama dengan banyak penduduk. Berikut adalah arti nilai dari 

besaran gini rasio: 

G < 0.3 ————————-artinya ketimpangan rendah 

0.3 ≤ G ≤ 0.5 ——————artinya ketimpangan sedang 

G > 0.5 ————————-artinya ketimpangan tinggi 

Adapun untuk Kabupaten Tapanuli Selatan selama kurun waktu 2011-

2015 koefisien gini dibandingkan dengan Kab/Kota di wilayah Tapanuli Bagian 

Selatan disajikan pada tabel sebagai berikut : 

 

Tabel 2.36. Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Tapanuli Selatan 

Dibandingkan Kabupaten/Kota Tetangga Tahun 2011-2015 

No Kab/Kota 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Mandailing Natal 0,291 0,3186 0,2763 0,2791 0,2874 

2 Tapanuli Selatan 0,2599 0,2777 0,2523 0,2264 0,2349 

3 Padang Lawas Utara 0,241 0,2797 0,2152 0,2336 0,2689 

4 Padang Lawas 0,2746 0,3074 0,2571 0,2534 0,2969 

5 Padangsidimpuan 0,3339 0,3393 0,3179 0,319 0,3166 

Sumber : BPS Sumatera Utara 
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Dari tabel diatas secara umum, gini ratio di Kabupaten Tapanuli Selatan 

relatif kecil (dalam pengertian kesenjangan yang terdapat di Kabupaten 

Tapanuli Selatan cukup rendah) jika merujuk kepada klasifikasi dari gini rasio 

yang disebutkan di atas. Yang perlu menjadi perhatian adalah disamping 

memperhatikan pemerataan yang lebih baik, pertumbuhan pendapatan 

perkepita masyarakat juga perlu ditingkatkan lebih baik lagi sehingga minimal 

dapat menyamai pendapatan perkapita Provinsi Sumatera Utara. 

 

2.2.1.4. Indeks Ketimpangan Regional (Indeks Williamson) 

Indeks ketimpangan Williamson digunakan untuk mengukur besarnya 

ketimpangan pendapatan antara suatu daerah baik itu tingkat Provinsi 

maupun Kabupaten/Kota, adapun untuk Kabupaten Tapanuli Selatan. Dasar 

perhitungannya adalah menggunakan PDRB perkapita dalam kaitannya 

dengan jumlah penduduk dengan dua angka yakni dari Provinsi Sumatera 

Utara dan Kabupaten Tapanuli Selatan. Indeks ketimpangan Williamson yang 

diperoleh terletak antara 0 ( nol) sampai 1 ( satu). 

• Jika ketimpangan Williamson mendekati 0 maka ketimpangan distribusi 

pendapatan antar Kabupaten/Kota di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah 

rendah atau pertumbuhan ekonomi antara daerah merata. 

• Jika ketimpangan Williamson mendekati 1 maka ketimpangan distribusi 

pendapatan antar Kabupaten/Kota di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah 

tinggi atau pertumbuhan ekonomi antara daerah tidak merata. 

 

Tabel 2.37. Ketimpangan Pendapatan Penduduk Kabupaten/Kota di Wilayah 

Tapanuli Bagian Selatan Tahun 2011-2015 menurut Indeks 

Ketimpangan Williamson 

Wilayah 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-Rata 

Kab. Tapanuli Selatan 0.063 0.054 0.054 0.050 0.046 0.053 

Kab Padanglawas Utara 0.087 0.084 0.078 0.076 0.072 0.079 

Kab. Padang Lawas 0.087 0.084 0.084 0.084 0.083 0.084 

Kab. Mandailing Natal 0.102 0.091 0.091 0.085 0.080 0.090 

Kota Padangsidimpuan 0.061 0.057 0.057 0.054 0.052 0.056 

 

Dari data diatas, terlihat bahwa Kabupaten Tapanuli Selatan dengan 

nilai sebesar 0,053 memiliki nilai ketimpangan yang terbaik dari lima 

Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara Bagian Selatan diikuti 

oleh Kota Padangsidimpuan urutan kedua dengan nilai ketimpangan 0.056 

(seperti terlihat pada tabel diatas). 
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2.2.1.5. ICOR 

Melalui perkiraan bahwa nilai ICOR (incremental capital to output ratio 

atau rasio penambahan modal terhadap produksi) dari tahun 2011-2015 

relative cenderung berfluktuasi selama lima tahun dimana pada tahun 2011 

nilai ICOR sebesar 4,08 kemudian ditahun 2012 mengalami penurunan 

menjadi 3,93, kemudian pada tahun 2013 kembali mengalami peningkatan 

menjadi sebesar 4,03, dan naik lagi pada tahun 2014 menjadi 4,37 dan 

kemudian mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 3,77. 

 

Tabel 2.38. Rasio Penambahan Modal Terhadap Produksi/ Incremental Capital To 

Output Ratio (ICOR) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011 – 2015 

No Keterangan 2011 2012 2013 2014 2015 

1 ICOR 4,08 3,93 4,03 4,37 3,77 

Sumber : BPS Kab. Tapanuli Selatan, 2015 

 

2.2.1.6. Kemiskinan 

a. Penduduk Miskin 

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dihitung dengan 

menggunakan formula (100 – angka kemiskinan). Angka kemiskinan 

adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah 

penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis 

kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk 

memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan 

non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. 

 

a) Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin 

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tapanuli 

Selatan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, dimana 

terjadinya penurunan dari 30.356 jiwa pada tahun 2011 menjadi 29.334 

jiwa pada tahun 2014, atau mengalami penurunan persentase penduduk 

miskin dari 11,40% pada Tahun 2011 menjadi 10,74% pada Tahun 

2014. 

 

Tabel 2.39. Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten 

Tapanuli Selatan dibandingkan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-

2014 

Tahun 
Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara 

Jumlah (Jiwa) Persentase Jumlah (jiwa) Persentase 

2011 30.390 11,40 1.421.440 10,85 

2012 29.910 11,10 1.400.440 10,60 

2013 30.770 11,33 1.416.390 10,63 

2014 29.380 10,74 1.360.599 9,88 

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara – Survey Sosial Ekonomi Nasional 2011- 2014, Data persentase 
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Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa persentase penduduk 

miskin di Kabupaten Tapanuli Selatan masih berada diatas persentase 

penduduk miskin Provinsi Sumatera Utara, namun demikian 

perkembangan dari tahun 2011-2014 menunjukkan bahwa penduduk 

miskin Tapanuli Selatan cenderung mengalami penurunan sebesar rata-

rata 0,22% pertahun. 

Jika ditinjau berdasarkan penyebarannya jumlah penduduk miskin 

tertinggi berada di Kecamatan Batang Angkola sebesar 3.766 Jiwa 

(12,82%) dan jumlah penduduk miskin terendah terdapat di Kecamatan 

Aek Bilah sebesar 723 Jiwa (2,46%). 

 

Tabel 2.40. Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Menurut Kecamatan Kabupaten 

Tapanuli Selatan Tahun 2011-2014 

No. Kecamatan 
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Persentase Penduduk Miskin (%) 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

1 Batang Angkola 3.896 3.834 3.945 3.766 12,82 12,82 12,82 12,82 

2 Sayur Matinggi 2.668 2.626 2.701 2.579 8,78 8,78 8,78 8,78 

3 Angkola Timur 2.096 2.063 2.122 2.026 6,90 6,90 6,90 6,90 

4 Angkola Selatan 3.824 3.764 3.872 3.697 12,58 12,58 12,58 12,58 

5 Angkola Barat 2.366 2.329 2.396 2.288 7,79 7,79 7,79 7,79 

6 Batangtoru 1.860 1.830 1.883 1.798 6,12 6,12 6,12 6,12 

7 Marancar 1.053 1.036 1.066 1.018 3,46 3,46 3,46 3,46 

8 Sipirok 3.016 2.969 3.054 2.916 9,92 9,93 9,92 9,93 

9 Arse 965 950 977 933 3,18 3,18 3,18 3,18 

10 Saipar Dolok Hole 2.090 2.057 2.116 2.020 6,88 6,88 6,88 6,88 

11 Aek Bilah 747 735 757 723 2,46 2,46 2,46 2,46 

12 Muara Batangtoru 1.627 1.601 1.647 1.573 5,35 5,35 5,35 5,35 

13 Tantom Angkola 1.966 1.935 1.991 1.901 6,47 6,47 6,47 6,47 

14 Angkola Sangkunur 2.216 2.181 2.244 2.142 7,29 7,29 7,29 7,29 

Jumlah 30.390 29.910 30.771 29.379  100,00   100,00   100,00   100,00  

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara – Survey Sosial Ekonomi Nasional 2011- 2014, Data persentase Agregat 

 

b. Indeks Kedalaman Kemiskinan 

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan 

ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk 

miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin 

jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Nilai Indeks 

Kedalaman Kemiskinan terbesar berada di Kecamatan Batang Angkola 

dan Angkola Selatan, dengan nilai rata-rata (0,20), sedangkan Indeks 

Kedalaman Kemiskinan terkecil terdapat pada Kecamatan Aek Bilah (0,04). 

Untuk lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 2.41. Indeks Kedalaman Kemiskinan Penduduk Kabupaten Tapanuli 

Selatan Tahun 2010-2014 
 

No Kecamatan 2011 2012 2013 2014 
Rata-

Rata 

1. Batang Angkola 0,22 0,17 0,25 0,15 0,20 

2. Sayur Matinggi 0,15 0,11 0,17 0,11 0,14 

3. Angkola Timur 0,12 0,09 0,13 0,08 0,11 

4. Angkola Selatan 0,21 0,16 0,24 0,15 0,19 

5. Angkola Barat 0,13 0,10 0,15 0,09 0,12 

6. Batangtoru 0,10 0,08 0,12 0,07 0,09 

7. Marancar 0,06 0,05 0,07 0,04 0,06 

8. Sipirok 0,17 0,13 0,19 0,12 0,15 

9. Arse 0,05 0,04 0,06 0,04 0,05 

10. Saipar Dolok Hole 0,12 0,09 0,13 0,08 0,11 

11. Aek Bilah 0,04 0,03 0,05 0,03 0,04 

12. Muara Batangtoru 0,09 0,07 0,1 0,06 0,08 

13. Tantom Angkola 0,11 0,08 0,12 0,08 0,10 

14. Angkola Sangkunur 0,12 0,10 0,14 0,09 0,11 

Rata-Rata Kab. Tapanuli Selatan 0,12 0,09 0,14 0,09 0,11 

Sumber : BPS Kab. Tapanuli Selatan, 2015 

 

c. Indeks Keparahan Kemiskinan 

Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) 

memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara 

penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan 

pengeluaran diantara penduduk miskin. Dari data tabel berikut ini 

memperlihatkan bahwa Indeks Keparahan Kemiskinan tertinggi juga 

berada di Kecamatan Batang Angkola dan Angkola Timur (0,05), 

sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan terendah berada pada 

Kecamatan Marancar dan Sipirok (0,01). 
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Tabel 2.42. Indeks Keparahan Kemiskinan Penduduk Kabupaten Tapanuli 

Selatan Tahun 2010-2014 
 

No Kecamatan 2011 2012 2013 2014 
Rata-

Rata 

1. Batang Angkola 0,05 0,03 0,06 0,06 0,05 

2. Sayur Matinggi  0,03 0,02 0,04 0,04 0,03 

3. Tano Tombangan Angkola 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 

4. Angkola Timur 0,05 0,03 0,06 0,06 0,05 

5. Angkola Selatan 0,03 0,02 0,04 0,04 0,03 

6. Angkola Barat 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 

7. Angkola Sangkunur 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 

8. Batang Toru 0,04 0,02 0,05 0,05 0,04 

9. Marancar 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 

10. Muara Batang Toru 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 

11. Sipirok  0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

12. Arse 0,02 0,01 0,03 0,03 0,02 

13. Saipar Dolok Hole 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 

14.  Aek Bilah  0,03 0,02 0,03 0,04 0,03 

Kabupaten Tapanuli Selatan 0,03 0,02 0,03 0,04 0,03 

Sumber : Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 

 

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial 

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu ukuran 

keberhasilan pencapaian pembangunan dalam konteks kesejahteraan sosial. 

Parameter utama yang digunakan dalam perhitungan IPM yaitu Angka 

Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah dan 

Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan.  

Berdasarkan skala internasional capaian IPM dapat dikategorikan 

menjadi empat : kategori tinggi (IPM>80), kategori menengah atas 

(66<IPM<80), kategori menengah bawah (50<IPM<66), kategori rendah 

(IPM<50). 

Selama periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, IPM Kabupaten 

Tapanuli Selatan menunjukkan peningkatan yakni dari 65,14 pada tahun 2011 

menjadi 67,63 pada tahun 2015 atau rata-rata peningkatan 0,62 pertahun. 

Saat ini IPM Tapanuli Selatan menempati peringkat ke 20 dari 33 

Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Posisi IPM Kabupaten Tapanuli Selatan 

tersebut berada dalam kategori menengah atas. 
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Bila dibandingkan dengan rata-rata peningkatan IPM Provinsi Sumatera 

Utara yaitu sebesar 0,54 pertahun. Untuk lebih jelasnya perkembangan IPM 

Tapanuli Selatan dibandingkan dengan IPM Provinsi Sumatera Utara dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.43. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 

2011-2015 
 

Uraian 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 

2011 2012 2013 2014  2015  

Angka Harapan Hidup (Tahun) 62,64 62,87 63,04 63,14 63,74 

Harapan Lama Sekolah (thn) 11,93 12,43 12,93 13,04 13,06 

Rata-rata Lama Sekolah (thn) 7,92 7,96 8,04 8,22 8,27 

Pengeluaran Perkapita yang 

disesuaikan (Rp. Ribu) 

10.213 10.357 10.504 10.593 10.623 

IPM Kabupaten Tapanuli Selatan 65,14 65,95 66,75 67,22 67,63 

IPM Provinsi Sumatera Utara 67,34 67,74 68,36 68,87 69,51 

Sumber : BPS Kab. Tapanuli Selatan, 2015 

 

2.2.2.2. Pendidikan 

Indikator Utama Bidang Pendidikan yang erat kaitannya dengan 

Fokus Kesejahteraan Sosial antara lain adalah Angka Melek Huruf, Angka 

Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka 

Pendidikan Yang Ditamatkan, Angka Partisipasi Murni (APM) serta Rasio 

Ketersediaan Sekolah sebagaimana dapat digambarkan pada tabel berikut: 

 

Tabel 2.44. Perkembangan Indikator Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan 

dari Tahun 2011 – 2015 

No. Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Angka Melek Huruf (%) 99,64 99,11 99,96 99,91 99,93 

2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah 

(tahun) 

7,92 7,96 8,04 8,22 8,27 

3. Angka Partisipasi Kasar (APK) (%)      

 - PAUD 15,95  16,92  20,05  20,16  19,69  

 - SD/MI 107,85 125,16 104,13 112,17 110,24 

 - SMP/MTs 86,64 86,38 92,48 90,46 88,71 

 - SMA/MA/SMK 60,39 72,01 66,25 65,38 66,89 

4. Angka Pendidikan Yang 

Ditamatkan (%) 

     

 - SD/MI 15,35 17,38 19,66 21,60 23,69 

 - SMP/MTs 11,99 13,22 14,55 15,55 16,68 

 - SMA/MA/SMK 14,38 15,21 16,13 16,86 17,70 
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No. Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 

5. Angka Partisipasi Murni (APM) (%)      

 - SD/MI 98,73 116,04 92,07 99,01 97,27 

 - SMP/MTs 70,44 70,80 72,36 71,72 82,79 

 - SMA/MA/SMK 57,38 55,68 57,86 57,94 57,96 

6. Rasio Ketersediaan Sekolah :      

 a. SD/MI 1:138 1:135 1:131 1:133 1:135 

 b. SLTP/MTs 1:277 1:261 1:247 1:244 1:245 

 c. SMU/MA/MK 1:394 1:400 1:380 1:376 1:383 

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan 

 

Angka Melek Huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 

tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau 

lainnya. Angka Melek Huruf menunjukkan kemampuan penduduk di suatu 

wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media, menunjukkan 

kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis yang pada 

akhirnya akan mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus 

menunjukkan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Angka Melek 

Huruf Kabupaten Tapanuli Selatan cenderung mengalami peningkatan 

dengan rata-rata peningkatan 0,07% per tahun. 

Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Years of Schooling) adalah sebuah 

angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk 

sekolah Dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT). Angka 

rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh 

penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan 

formal yang pernah dijalani. Lamanya bersekolah merupakan ukuran 

akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah 

diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. 

Rata-rata lama bersekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal 

manusia suatu daerah. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Tapanuli 

Selatan memperlihatkan kecendrungan meningkat dari tahun ke tahun 

dimana pada tahun 2011 sebesar 7,92 tahun dan tahun 2015 sebesar 8,27 

tahun atau mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,09 tahun setiap 

tahunnya. 

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa 

pada tingkat pendidikan SD/SMP/SMA dibagi dengan jumlah penduduk 

berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, 

yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah 

penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan 

tertentu. APK dapat menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara 

umum di suatu tingkat pendidikan. 
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APK untuk SD/MI atau SMP/MTs, merupakan indikator yang 

menunjukkan jumlah semua siswa yang sekolah di SD/MI dibanding 

penduduk usia 7-12 tahun atau menunjukkan siswa SMP/MTs dibanding 

jumlah penduduk dengan usia 13-15 tahun. APK untuk SMA/MA/SMK, 

merupakan indikator yang menunjukkan jumlah semua siswa yang sekolah 

di SMA/MA/SMK dibanding penduduk usia 16-18 tahun. 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa selama periode tahun 2011 – 

2015 terjadi peningkatan, dimana APK PAUD dari tahun 2011 sebesar 

15,95% dan pada tahun 2015 sebesar 19,69% atau terdapat peningkatan 

rata-rata 0,93% per tahun. APK SD/MI mngalami peningkatan dari 

107,85% pada tahun 2011 menjadi 110,24% pada tahun 2015 atau 

meningkat rata-rata 0,60% per tahun. APK SMP/MTs juga mengalami 

peningkatan dari 86,64% pada tahun 2011 menjadi 88,71% pada tahun 

2015 atau meningkat rata-rata 0,52% pertahun. APK SMA/MA/SMK juga 

meningkat dari 60,39% pada tahun 2011 menjadi 66,89% pada tahun 2015 

atau meningkat rata-rata 1,63% per tahun. 

Angka Pendidikan Yang Ditamatkan merupakan jumlah penduduk 

yang mencapai jenjang pendidikan tertentu pada tahun itu dibagi jumlah 

penduduk pada tahun itu sendiri. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan 

Kabupaten Tapanuli Selatan cenderung mengalami peningkatan dari tahun 

2011 sampai dengan tahun 2015. Peningkatan tertinggi adalah pada 

Tingkat SD dimana pada tahun 2011 sebesar 15,35% meningkat menjadi 

23,69% pada tahun 2015 atau meningkat rata-rata 2,09% per tahun. Untuk 

Tingkat SLTP juga mengalami peningkatan dari 11,99% pada Tahun 2011 

menjadi 16,68 pada Tahun 2015 atau meningkat rata-rata 1,17% pertahun. 

Sementara peningkatan terendah adalah pada Tingkat SLTA dimana pada 

tahun 2011 sebesar 14,38% menjadi 17,70% pada Tahun 2015 atau 

meningkat rata-rata 0,83% pertahun. 

Angka Partisipasi Murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 

s/d 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan 

SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 s/d 18 Tahun. 

Angka Partisipasi Murni Kabupaten Tapanuli Selatan menunjukkan 

perkembangan yang meningkat. 

Pada tabel diatas tersebut menunjukkan bahwa selama periode 

tahun 2011 – 2015 APM SD/MI menunjukkan perkembangan yang 

berfluktuasi, sedangkan APM SMP/MTs mengalami peningkatan dari tahun 

2011 sebesar 70,44% dan pada tahun 2015 sebesar 82,79%. Demikian 

juga APM SMA/MA/SMK juga mengalami peningkatan dari tahun 2011 

sebesar 57,38% dan pada tahun 2015 sebesar 57,96%. 
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Rasio Ketersediaan Sekolah adalah perbandingan jumlah sekolah 

penduduk usia sekolah tingkat pendidikan tertentu. Rasio ini 

mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia 

sekolah pada tingkat pendidikan tertentu. Di Kabupaten Tapanuli Selatan 

rasio ketersediaan sekolah ini mengalami peningkatan dari tahun ketahun. 

Untuk Tingkat SD, pada tahun 2011 satu sekolah menampung 138 siswa 

dan pada tahun 2015 135 siswa. Tingkat SLTP juga mengalami 

peningkatan dimana pada tahun 2011 untuk 1 sekolah menampung 277 

siswa namun pada tahun 2015 hanya perlu menampung 245 siswa. 

Demikian juga untuk Tingkat SLTA dimana pada tahun 2011 menampung 

394 siswa dan pada tahun 2015 untuk 1 sekolah hanya perlu menampung 

383 siswa. 

 

2.2.2.3. Kesehatan 

Indikator Utama Bidang Kesehatan yang perlu mendapat perhatian 

yang berkaitan dengan Fokus Kesejahteraan Sosial antara lain adalah 

Angka Kelangsungan Hidup Bayi, Usia Harahap Hidup, Angka 

Kelangsungan Hidup Bayi serta Persentase Balita Gizi Buruk.  

Perkembangan indikator utama kesehatan di Kabupaten Tapanuli 

Selatan yang mendukung kesejahteraan sosial di Kabupaten Tapanuli 

Selatan dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.45. Capaian Indikator Utama Bidang Kesehatan Tahun 2011 - 2015 

No INDIKATOR Satuan 

CAPAIAN KINERJA OUTCOME 

2011 2012 2013 2014 2015 

1. Angka Kematian Bayi  /1.000 KH 5 14 10 9 13 

2. Angka Kelangsungan Hidup 

Bayi 

/1000 

Kelahiran 

995 986 990 991 987 

3. Usia Harapan Hidup  (Tahun) 62,64 62,87 63,04 63,14 63,74 

4. Persentase balita gizi buruk % 0,11 0,14 0,15 0,18 0,24 

Sumber : BPS dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan 

 

Dari tabel diatas, di Kabupaten Tapanuli Selatan indikator bidang 

kesehatan ini menunjukkan bahwa : 

a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKB)/1000 Kelahiran Hidup yaitu 

probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun dihitung per 1000 

bayi yang lahir. AKHB = (1 - angka kematian bayi). AKB dihitung dengan 
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jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun 

per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Selama kurun waktu 

2011 s/d 2015 Angka Kelangsungan Hidup Bayi justru menunjukkan 

penurunan hal ini disebabkan pelayanan kesehatan untuk bayi dibawah 

umur 1 masih sangat rendah hal ini disebabkan oleh keberadaan bidan 

yang tidak berada ditempat, fasilitas persalinan serta pemeriksaan 

kehamilan yang rendah. Berdasarkan penilaian Kementerian Kesehatan 

bahwa Tapanuli Selatan berada pada peringkat ke 8 penyebab angka 

kematian nasional. 

b. Usia Harapan Hidup, yaitu angka perkiraan lama hidup rata-rata 

penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut 

umur. Usia Harapan Hidup di Kabupaten Tapanuli Selatan cenderung 

meningkat dari 62,64 Tahun pada 2011 menjadi 63,74 Tahun pada 2015 

atau terdapat peningkatan rata-rata 0,25 tahun setiap tahunnya. 

c. Persentase Balita Gizi Buruk adalah perbandingan antara jumlah balita 

yang menderita gizi buruk dibandingkan dengan jumlah balita yang ada 

pada waktu tertentu. Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Tapanuli 

Selatan memperlihatkan kecenderungan meningkat dari tahun 2011 

sebesar 0,11% menjadi 0,24% pada tahun 2015. 

 

 

2.2.2.4. Luas Lahan Bersertifikat 

Data yang akurat mengenai lahan bersertifikat di Kabupaten Tapanuli 

Selatan masih minim baik sertifikat hak milik, hak guna bangunan, hak 

maupun guna usaha. Hal ini disebabkan instansi yang menerbitkan 

sertifikat adalah Badan Pertanahan Nasional yang merupakan instansi 

vertikal dimana koordinasi mengenai sertifikat tanah masih belum optimal.  

Namun demikian, dari segi penerbitan Sertifikat Hak Milik 

menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan dimana pada 

tahun 2011 diterbitkan sertifikat hak milik seluas 244.801 M2 tahun 2012 

seluas 144.155 M2 tahun 2013 seluas 218.612 M2 tahun 2014 seluas 

476.659 M2 dan tahun 2015 seluas 557.173 M2.  

Sementara untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten 

Tapanuli Selatan sebagian besar sudah memiliki sertigikat baik sertifikat 

HGB maupun sertifikat HGU. 
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2.2.2.5. Ketenagakerjaan 

a. Kesempatan Kerja 

Kesempatan kerja (employment opportunities) adalah kesempatan 

yang tersedia bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi 

sebagai sumber pendapatan. Tingkat kesempatan kerja dapat diperoleh 

dengan membandingkan jumlah penduduk yang bekerja dibagi jumlah 

angkatan kerja. Tingkat kesempatan kerja di Kabupaten Tapanuli 

Selatan Tahun 2011 - 2015  

 

Tabel 2.46. Tingkat Kesempatan Kerja di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 

2011-2015 
 

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Persentase Angkatan Kerja (%) 75,57 87,86 91,46 76,21 76,88 

2. Angkatan Kerja Yang Bekerja (%) 72,41 85,44 87,38 70,42 72,33 

3. Kesempatan Kerja (%) 95,82 97,25 95,54 92,40 94,09 

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 

 

b. Tingkat Pengangguran Terbuka 

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase dari jumlah 

pengangguran dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. di 

Kabupaten Tapanuli Selatan Tingkat Pengangguran Terbuka terbilang 

relatif cukup rendah. Akan tetapi perkembangannya dari tahun 2011 

sampai dengan tahun 2015 justru menunjukkan peningkatan 

sebagaimana pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.47. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tapanuli Selatan 

Tahun 2011-2015 
 

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

I. Angkatan Kerja (%) 75,57 87,86 91,46 76,21 76,88 

 - Bekerja (%) 72,41 97,58 87,38 70,42 72,33 

 - Pengangguran Terbuka (%) 3,16 2,42 4,08 5,79 4,55 

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 

 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tapanuli 

Selatan sebagaimana pada tabel di atas pada Tahun 2015 adalah 

sebesar 4,55% berarti masih di bawah Tingkat Pengangguran Terbuka 

Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 sebesar 6,71%.  
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c. Rasio Jenjang Pendidikan dan Angkatan Kerja 

Jenjang pendidikan angkatan kerja Kabupaten Tapanuli Selatan 

dalam lima tahun terakhir cenderung meningkat, baik yang bekerja 

maupun yang tidak bekerja.  

Bila dilihat dari jenjang pendidikan yang ditamatkan, Angkatan 

Kerja di Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaian besar ada pada Tingkat 

SLTA (29,85%) disusul dengan Tamat SD (29,77%) dan Tamat SLTP 

(24,67%). Akan tetapi masih ada juga yang tidak/belum pernah sekolah 

(0,16%). 

Akan tetapi kalau dilihat dari angkatan kerja yang bekerja 

sebagian besar adalah yang Tamat SD (31,50) disusul dengan Tamat 

SLTA (27,65%) kemudian Tamat SLTP (25,30%), sementara yang 

Tamat Diploma/Akademi/Universitas hanya 5,78%. 

Kondisi ini akan menyulitkan bagi tenaga kerja Tapanuli Selatan 

untu bersaing memperoleh kesempatan kerja. Persentase Penduduk 

Berumur 15 Tahun ke atas yang termasuk Angkatan Kerja Menurut 

Pendidikan Tertinggi dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.48. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang termasuk 

Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi Kabupaten Tapanuli 

Selatan Tahun 2015 

Pendidikan Tertinggi 

Angkatan Kerja  
Bukan 

Angkatan 

Kerja 

Bekerja 

(%) 

Pengangguran 

Terbuka 

(%) 

Jumlah 

(%) 

Tidak/Belum Pernah Sekolah 0,17 0,00 0,16 1,76 

Tidak/Belum Tamat SD 9,61 5,31 9,35 7,84 

Sekolah Dasar 31,50 2,19 29,77 29,38 

SMP 25,30 14,76 24,67 40,44 

SMA 18,72 42,08 20,10 16,81 

SMK 8,93 22,73 9,75 2,31 

D1/D2/D3/Akademi 0,63 8,46 1,09 0,88 

Universitas 5,15 4,47 5,11 0,59 

JUMLAH 100,00 100,00 100,00 100,00 

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial, 2015 
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2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga 

2.2.3.1. Seni Budaya 

Penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan mayoritas bersuku dan 

berkebudayaan adat istiadat Batak yaitu dominasi Batak Angkola, Sipirok dan 

Mandailing. Umumnya hubungan kekeluargaan menurut garis bapak 

(patrilinear). Suku-suku lainnya yang masuk dari segala penjuru wilayah 

antara lain Suku Batak Mandailing, Suku Batak Toba, Suku Minang, Suku 

Nias dan lainnya. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Batak Angkola, 

Batak Mandailing dan Batak Toba, Upacara-upacara adat masih terpelihara 

dengan baik seperti siriaon (kebahagiaan) dan siluluton (kemalangan). Untuk 

suku batak, seni budaya yang masih dipertahankan yaitu seni suara (ende), 

seni tari (tortor) seni musik (gondang), seni ukir, lukis, pahat (gorga), seni 

sastra (hapantunon), seni olahraga (uti utian) dan seni bela diri (moncak). 

Sedangkan suku lain ralatif masih konsisten mempertahankan seni budaya 

leluhur masing-masing. 

Perkembangan jumlah grup kesenian, gedung kesenian dan kegiatan 

seni dan budaya yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan dalam kurun waktu 

2011-2015 tercatat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli 

Selatan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut : 

 

Tabel 2.49. Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2011 s/d 2015 

No. Capaian Pembangunan 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jumlah grup kesenian (group) - 14 14 14 14 

2. Jumlah gedung kesenian (Unit) 1 1 1 1 1 

3. Jumlah Kegiatan Seni dan Budaya 

(Kegiatan) 

4 4 4 4 4 

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Selatan 

 

2.2.3.2. Olah Raga 

Olahraga adalah aktivitas melatih tubuh secara jasmani maupun rohani. 

Cabang-cabang olahraga yang berkembang di masyarakat yaitu sepak bola, 

bola volly, bola kasti, bola basket, futsal, catur, panjat pinang dan lainnya. 

Fasilitas olahraga yang berupa lapangan sepak bola, tersebar di seluruh 

kecamatan, sedangkan untuk fasilitas cabang olahraga lainnya biasanya 

diadakan oleh masing-masing penduduk yang memiliki hobi olahraga 

tersebut. Event olahraga yang rutin diikuti antara lain : POPDAKAB, 

POPDASU, POSPEDASU, PORWILSU, PORPROVSU, PON dan SEA 

GAMES. 

Perkembangan jumlah klub dan gedung olahraga di Kabupaten Tapanuli 

Selatan disajikan dalam tabel berikut : 
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Tabel 2.50. Perkembangan Jumlah Klub dan Gedung Olahraga Tahun 2011 s/d 

2015 Kabupaten Tapanuli Selatan 

No. Capaian Pembangunan 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jumlah Klub  Olahraga (Klub) 20 20 20 20 20 

2. Jumlah Gedung Olahraga (Unit) 3 3 3 4 4 

3. Jumlah Kegiatan Olahraga(Kegiatan) 4 5 5 7 10 

Sumber : Dinas Pemuda & Olahraga & Pariwisata Kabupaten Tapanuli Selatan 

 

 

2.3. Aspek Pelayanan Umum 

2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib  

2.3.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib dengan Pelayanan Dasar 

2.3.1.1.1. Pendidikan 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Jenjang 

pendidikan dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar (SD 

dan SLTP), Pendidikan Menengah (SMA/SMU/SMK) hingga jenjang 

Perguruan Tinggi (Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana). 

 

1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

Periode sejak anak lahir hingga kurang lebih usia 4 tahun 

dipercaya banyak orang sebagai periode keemasan (golden age) di 

mana anak mengalami perkembangan yang pesat terutama kecerdasan 

otak. 

Proses pembelajaran pada pendidikan usia dini dapat mencapai 

hasil yang optimal bila anak mendapatkan stimulasi yang sesuai dengan 

perkembangan usianya. Pada usia dini anak belajar melalui observasi, 

eksperimen dan komunikasi dengan orang lain. Masa ini sangat penting 

sebagai pondasi utama bagi perkembangan anak di usia selanjutnya. 

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan 

sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya 

pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 

enam tahun. yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan 

informal (Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20/2003). 

Penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan Formal di Kabupaten Tapanuli 

Selatan berbentuk Taman Kanak-Kanak dan Raudathul Athfal 

menggunakan program untuk anak usia <6 tahun. 
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Perkembangan Capaian Indikator Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) Kabupaten Tapanuli Selatan dilihat berdasarkan Angka 

Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Anak Usia Dini, menunjukkan 

adanya peningkatan dari tahun 2011 sebesar 15,95%, pada tahun 2012 

sebesar 16,92%, pada tahun 2013 sebesar 20,05%, pada tahun 2014 

sebesar 20,16% dan pada tahun 2015 sebesar 19,69%, selengkapnya 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.51. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Anak 

Usia Dini (PAUD) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Tapanuli Selatan 

No Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jumlah murid usia < 6 tahun 7.077 7600 9.264 9.499 9.454 

2. Jumlah penduduk kelompok usia < 

6 tahun 

44.380 44.915 46.208 47.119 48.014 

3. APS PAUD (%) 15,95  16,92  20,05  20,16  19,69  

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015  

 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pada masing-masing 

Desa/Kelurahan juga belum mencapai kondisi ideal yang diharapkan 

yakni minimal 1 desa 1 PAUD. tabel berikut ini memperlihatkan 

penyebaran jumlah PAUD di masing-masing Kecamatan Kabupaten 

Tapanuli Selatan pada Tahun 2015. 

 

Tabel 2.52. Penyebaran Jumlah PAUD per Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten 

Tapanuli Selatan 

No Kecamatan 
Jumlah anak usia < 

6 thn 

Jumlah Desa/ 

Kelurahan 

Jumlah 

PAUD 

1 Angkola Barat  7.527  14 15 

2 Angkola Selatan  4.492  17 22 

3 Angkola Timur  3.152  15 20 

4 Arse  1.054  10 9 

5 Aek Bilah  1.097  12 - 

6 Batang Angkola  4.673  36 21 

7 Batang Toru  4.544  23 25 

8 Marancar  1.419  12 15 

9 Muara Batang Toru  1.709  9 9 

10 Saipar Dolok Hole  1.855  14 9 

11 Sayurmatinggi  5.722  19 20 

12 Sipirok  4.146  40 23 

13 Angkola Sangkunur  3.763  10 11 

14 Tano Tombangan  2.861  17 7 

JUMLAH 48.014 248 206 

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 
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2) Pendidikan Dasar  

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan awal selama 9 

(sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak. Pendidikan dasar 

menjadi dasar bagi jenjang pendidikan menengah. Periode pendidikan 

dasar ini adalah selama 9 tahun. Terdiri dari jenjang Sekolah Dasar (SD) 

dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

a. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 

Angka Partisipasi Sekolah adalah proporsi dari semua anak 

yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap 

penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. APS dikenal sebagai 

salah satu indikator keberhasilan pembangunan layanan pendidikan 

di suatu wilayah baik Provinsi, Kabupaten atau Kota di Indonesia. 

Semakin tinggi nilai APS, maka daerah tersebut dianggap berhasil 

menyelenggarakan layanan akses pendidikan. Namun demikian 

meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya 

pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. 

Pencapaian Indikator APS Pendidikan Dasar di Kabupaten 

Tapanuli Selatan Tahun 2011- 2015 dapat dilihat pada tabel berikut 

ini : 

 

Tabel 2.53. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan 

Dasar Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Tapanuli Selatan 

No. 
JENJANG 

PENDIDIKAN 

CAPAIAN 

2011 2012 2013 2014 2015 

A. SD/MI      

1. Jumlah penduduk 

usia 7-12 tahun 

yang masih 

bersekolah 

41.116 46.812 37.022 40.421 41.347 

2. Jumlah penduduk 

kelompok usia 7-12 

tahun 

39.648 38.619 38.118 38.754 39.488 

3. APS SD/MI (%) 103,70 121,21 97,12 104,30 104,71 

B. SMP/MTs      

1. Jumlah penduduk 

usia 13-15 tahun 

yang masih 

bersekolah 

15.212 15.478 15.137 15.011 17.466 

2. Jumlah penduduk 

kelompok usia 13-

15 tahun 

18.844 19.021 18.240 18.509 18.859 

3. APS SMP/MTs (%) 80,73 81,37 82,99 81,10 92,61 

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan 
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Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tingkat SD/MI adalah jumlah 

siswa yang bersekolah di tingkat pendidikan SD/MI dibagi jumlah 

penduduk kelompok usia 7-12 tahun. APS Pendidikan Dasar Tingkat 

SD/MI mengalami fluktuasi dari tahun 2011 s/d 2015 walaupun 

secara keseluruhan mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebesar 

103,70% menjadi 104,71% pada tahun 2015 dimana pada APS 

tertinggi yaitu pada tahun 2012 sebesar 121,21%. 

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tingkat SMP/MTs adalah 

jumlah siswa yang bersekolah di tingkat pendidikan SMP/MTs dibagi 

jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun. APS Pendidikan Dasar 

Tingkat SLTP cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2011 

sebesar 80,73% menjadi 92,61% pada tahun 2015 atau terdapat 

peningkatan rata-rata pertahun sebesar 2,97%. 

Sementara itu kalau dilihat berdasarkan kecamatan, maka 

Angka Partisipasi Sekolah Tingkat Pendidikan Dasar pada tahun 

2015 dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

 

Tabel 2.54. Angka Partisipasi Sekolah Tingkat Pendidikan Dasar Menurut 

Kecamatan Tahun 2015 

A. Jenjang Pendidikan SD/MI 

No. KECAMATAN 

Jumlah Siswa Usia 

7-12 Tahun Yang 

Masih Bersekolah 

(Jiwa) 

Jumlah Penduduk 

Kelompok Usia 7-12 

Tahun (Jiwa) 

APS (%) 

1. Batang Angkola  4.681  4.815 97,22 

2. Sayur Matinggi  3.539  3.488 101,46 

3. Angkola Timur  3.121  2.757 113,20 

4. Angkola Selatan  4.958  4.017 123,43 

5. Angkola Barat  3.357  3.582 93,72 

6. Batang Toru  4.163  4.494 92,63 

7. Marancar  1.300  1.374 94,61 

8. Sipirok  4.106  4.488 91,49 

9. Arse  997  1.152 86,55 

10. Saipar Dolok Hole  1.831  1.863 98,28 

11. Aek Bilah  1.203  936 128,53 

12. Muara Batang Toru  2.061  1.698 121,38 

13. Tantom Angkola  2.483  2.121 117,07 

14. Angkola Sangkunur  3.547  2.703 131,22 

Kabupaten Tapanuli Selatan 41.347 39.488 104,71 
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B. Jenjang Pendidikan SMP/MTs 

No. KECAMATAN 

Jumlah Siswa Usia 

13-15 Tahun Yang 

Masih Bersekolah 

(Jiwa) 

Jumlah Penduduk 

Kelompok Usia 13-

15 Tahun (Jiwa) 

APS (%) 

1. Batang Angkola  3.337  2.299 145,15 

2. Sayur Matinggi  514  1.666 30,85 

3. Angkola Timur  1.811  1.318 137,41 

4. Angkola Selatan  1.338  1.919 69,72 

5. Angkola Barat  744  1.711 43,48 

6. Batang Toru  2.613  2.146 121,76 

7. Marancar  542  656 82,62 

8. Sipirok  2.348  2.143 109,57 

9. Arse  311  550 56,55 

10. Saipar Dolok Hole  1.374  889 154,56 

11. Aek Bilah  122  447 27,29 

12. Muara Batang Toru  614  811 75,71 

13. Tantom Angkola  758  1.013 74,83 

14. Angkola Sangkunur  1.040  1.291 80,56 

Kabupaten Tapanuli Selatan 17.466 18.859 92,61 

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan 

 

b. Rasio Ketersediaan Sekolah 

Rasio Ketersediaan Sekolah adalah perbandingan jumlah 

sekolah penduduk usia sekolah tingkat pendidikan pada tingkat 

pendidikan tertentu. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk 

menampung semua penduduk usia sekolah pada tingkat pendidikan. 

Rasio Ketersediaan Sekolah Tingkat SD/MI mengalami 

peningkatan dari tahun ketahun dimana pada tahun 2011 satu 

sekolah untuk menampung 138 siswa dan pada tahun 2015 satu 

sekolah hanya perlu menampung 135 siswa. Tingkat SLTP juga 

mengalami peningkatan dimana pada tahun 2011 untuk 1 sekolah 

menampung 277 sisawa namun pada tahun 2015 hanya perlu 

menampung 245 siswa. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada 

tabel berikut : 
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Tabel 2.55. Rasio Ketersediaan Sekolah Tingkat SD/MI dan SLTP/MTs 

Kabupaten Tapanuli Selatan dari Tahun 2011 – 2015 

No. Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Rasio Ketersediaan Sekolah SD/MI      

 Penduduk Usia 7-12 Tahun 39.648 38.619 38.118 38.754 39.488 

 Jumlah Gedung Sekolah SD/MI (Unit) 287 287 292 292 292 

 Rasio Ketersediaan Sekolah SD/MI 1:138 1:135 1:131 1:133 1:135 

2. Rasio Ketersediaan Sekolah SLTP      

 Penduduk Usia 13-15 Tahun 18.844 19.021 18.240 18.509 18.859 

 Jumlah Gedung Sekolah SLTP (Unit) 68 73 74 76 77 

 Rasio Ketersediaan Sekolah SLTP 1:277 1:261 1:247 1:244 1:245 

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan 

 

Rasio Ketersediaan Sekolah Tingkat Pendidikan Dasar 

berdasarkan kecamatan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.56. Rasio Ketersediaan Sekolah Tingkat Pendidikan Dasar Menurut 

Kecamatan Tahun 2015 

A. Jenjang Pendidikan SD/MI 

No. KECAMATAN 

Jumlah Penduduk 

Usia 7-12 Tahun 

(Jiwa) 

Jumlah Sekolah 

Tingkat SD/MI 

(Unit) 

Rasio 

Ketersediaan 

Sekolah 

1. Batang Angkola 4.815 30 1:161 

2. Sayur Matinggi 3.488 19 1:184 

3. Angkola Timur 2.757 20 1:138 

4. Angkola Selatan 4.017 22 1:191 

5. Angkola Barat 3.582 21 1:171 

6. Batang Toru 4.494 26 1:173 

7. Marancar 1.374 14 1:98 

8. Sipirok 4.488 45 1:100 

9. Arse 1.152 12 1:96 

10. Saipar Dolok Hole 1.863 29 1:64 

11. Aek Bilah 936 16 1:59 

12. Muara Batang Toru 1.698 11 1:154 

13. Tantom Angkola 2.121 17 1:125 

14. Angkola Sangkunur 2.703 11 1:246 

Kabupaten Tapanuli Selatan 39.488 293 1:135 
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B. Jenjang Pendidikan SMP/MTs 

No. KECAMATAN 

Jumlah Penduduk 

Usia 13-15 Tahun 

(Jiwa) 

Jumlah Sekolah 

Tingkat SMP/MTs  

(Unit) 

Rasio 

Ketersediaan 

Sekolah 

1. Batang Angkola 2.299 13 1:177 

2. Sayur Matinggi 1.666 2 1:833 

3. Angkola Timur 1.318 8 1:165 

4. Angkola Selatan 1.919 5 1:384 

5. Angkola Barat 1.711 3 1:570 

6. Batang Toru 2.146 7 1:307 

7. Marancar 656 4 1:164 

8. Sipirok 2.143 12 1:179 

9. Arse 550 2 1:275 

10. Saipar Dolok Hole 889 7 1:127 

11. Aek Bilah 447 2 1:224 

12. Muara Batang Toru 811 3 1:270 

13. Tantom Angkola 1.013 4 1:253 

14. Angkola Sangkunur 1.291 5 1:258 

Kabupaten Tapanuli Selatan 18.859 77 1 : 245 

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan 

 

c. Rasio Guru/Murid 

Rasio ketersediaan guru dengan siswa dapat menunjukkan 

jumlah guru terhadap jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan, 

pada rentang tahun 2011-2015 ketersediaan guru dengan siswa 

untuk jenjang pendidikan SD/MI rasio terbaik adalah pada tahun 2011 

dimana 1 orang guru untuk 13 orang siswa sedangkan rasio terendah 

adalah pada tahun 2012 dimana 1 orang guru untuk 17 orang siswa. 

Untuk jenjang pendidikan SLTP rasio terbaik adalah pada tahun 

2015 dimana 1 orang guru hanya perlu menangani 10 orang siswa. 

untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 2.57. Rasio Guru dengan Siswa SD/MI dan SLTP/MTs Kabupaten 

Tapanuli Selatan dari Tahun 2011 – 2015 

No. Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Rasio Guru Dengan Siswa SD/MI 1 :13 1 : 17 1 : 14 1 : 15 1 : 15 

 Jumlah Guru Tingkat SD/MI 3.267 2.840 2.845 2.870 2.867 

 Jumlah Murid Tingkat SD/MI 42.761 48.336 39.699 43.472 43.533 

2. Rasio Guru Dengan Siswa SLTP 1 : 12 1 : 12 1 : 12 1 : 11 1 : 10 

 Jumlah Guru Tingkat SLTP 1.327 1.416 1.436 1.514 1.598 

 Jumlah Murid Tingkat SLTP 16.326 16.428 16.869 16.744 16.730 

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan 

 

Untuk rasio guru murid berdasarkan kecamatan di Kabupaten 

Tapanuli Selatan Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.58. Rasio Guru Murid Tingkat Pendidikan Dasar Menurut Kecamatan 

Tahun 2015 

A. Jenjang Pendidikan SD/MI 

NO. KECAMATAN 

Jumlah Guru 

Tingkat SD/MI 

(Jiwa) 

Jumlah Siswa 

Tingkat SD/MI 

(Jiwa) 

Rasio Guru 

Murid 

1. Batang Angkola 336 4.733 1:14 

2. Sayur Matinggi 228 3.883 1:17 

3. Angkola Timur 237 3.106 1:13 

4. Angkola Selatan 245 5.097 1:21 

5. Angkola Barat 263 3.484 1:13 

6. Batang Toru 270 4.656 1:17 

7. Marancar 113 1.409 1:12 

8. Sipirok 370 4.359 1:12 

9. Arse 108 1.074 1:10 

10. Saipar Dolok Hole 181 1.928 1:11 

11. Aek Bilah 117 1.268 1:11 

12. Muara Batang Toru 97 2.326 1:24 

13. Tantom Angkola 160 2.447 1:15 

14. Angkola Sangkunur 142 3.763 1:26 

Kabupaten Tapanuli Selatan 2.867 43.533 1 : 15 
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B. Jenjang Pendidikan SMP/MTs 

B. 
Jenjang Pendidikan 

SMP/MTs 

Jumlah Guru 

Tingkat SMP/MTs 

(Jiwa) 

Jumlah Siswa 

Tingkat SMP/MTs 

(Jiwa) 

Rasio Guru 

Murid 

1. Batang Angkola 324 3.665 1:11 

2. Sayur Matinggi 62 441 1:7 

3. Angkola Timur 181 1.806 1:10 

4. Angkola Selatan 101 1.349 1:13 

5. Angkola Barat 57 672 1:12 

6. Batang Toru 189 2.543 1:13 

7. Marancar 61 569 1:9 

8. Sipirok 209 2.120 1:10 

9. Arse 44 344 1:8 

10. Saipar Dolok Hole 140 1.411 1:10 

11. Aek Bilah 17 134 1:8 

12. Muara Batang Toru 46 533 1:12 

13. Tantom Angkola 98 605 1:6 

14. Angkola Sangkunur 69 722 1:10 

Kabupaten Tapanuli Selatan 1.598 16.914 1:10 

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan 

 

3) Pendidikan Menengah 

Pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan 

meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi 

anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan 

timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta 

dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau 

pendidikan tinggi.  

a. Angka Partisipasi Sekolah 

Angka Partisipasi Sekolah Tingkat SLTA adalah jumlah siswa 

usia 16-18 tahun yang bersekolah pada satu wilayah dibagi dengan 

jumlah penduduk usia 16-18 tahun pada wilayah tersebut. Selama 

periode tahun 2011-2015 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten 

Tapanuli Selatan menunjukkan adanya penurunan dari tahun 

ketahun. Hal ini kemungkinan disebabkan semakin bertambahnya 

penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan usia 16-18 tahun yang 

bersekolah ke luar daerah. Selengkapnya Angka Partisipasi Sekolah 

Pendidikan Menengah di Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat 

pada tabel berikut : 
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Tabel 2.59. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan 

Menengah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011 - 2015 

No Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013 2014 2015 

1 SMA/MA/SMK  

1.1. Jumlah Siswa usia 16-18 thn 

yang masih bersekolah (jiwa) 

10.397 10.488 10.577 10.720 10.392 

1.2. jumlah penduduk kelompok 

usia 16-18 tahun (jiwa) 

16.548 17.217 16.710 16.929 17.247 

1.3. APS SMA/MA/SMK (%) 62,83 60,92 63,29 63,32 60,25 

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan 

 

Rasio Ketersediaan Sekolah Tingkat Pendidikan Dasar 

berdasarkan kecamatan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.60. Angka Partisipasi Sekolah Tingkat Pendidikan Menengah Menurut 

Kecamatan Tahun 2015 

NO. KECAMATAN 

Jumlah Penduduk 

Usia 16-18 Tahun 

Yang Masih 

Bersekolah (Jiwa) 

Jumlah Penduduk 

Kelompok Usia 

16-18 Tahun 

(Jiwa) 

APS (%) 

1. Batang Angkola 2.016 2.299 87,68 

2. Sayur Matinggi 321 1.666 19,29 

3. Angkola Timur 1.296 1.318 98,34 

4. Angkola Selatan 560 1.919 29,17 

5. Angkola Barat 556 1.711 32,50 

6. Batang Toru 1.736 2.146 80,89 

7. Marancar 220 656 33,50 

8. Sipirok 2.752 2.143 128,43 

9. Arse 388 550 70,63 

10. Saipar Dolok Hole 470 889 52,89 

11. Aek Bilah 7 447 1,46 

12. Muara Batang Toru 178 811 22,00 

13. Tantom Angkola 648 1.013 63,97 

14. Angkola Sangkunur 215 1.291 16,62 

Kabupaten Tapanuli Selatan 11.363 18.859 60,25 

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan 
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b. Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Menengah 

Rasio ketersediaan sekolah dalam periode tahun 2011-2015 

untuk jenjang pendidikan SMU/MA/MK menunjukkan angka yang 

berfluktuasi. Rasio terbaik adalah pada tahun 2015 dimana 1 sekolah 

hanya perlu untuk menampung 383 siswa sedangkan rasio terburuk 

yaitu pada tahun 2012 dimana 1 sekolah perlu untu menampung 410 

siswa.Perkembangan Rasio Ketersediaan Sekolah tersebut dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.61  

Tabel 2.61. Rasio Ketersediaan Sekolah Jenjang Pendidikan SMU/MA/SMK 

Kabupaten Tapanuli Selatan dari Tahun 2011 – 2015 

No. Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Rasio Ketersediaan Sekolah 

SMU/MA/SMK 

1:394 1:400 1:380 1:376 1:383 

2. Jumlah Penduduk Usia 16-18 Thn (Jiwa) 16.548 17.217 16.710 16.929 17.247 

3. Jumlah Sekolah SMA/MA/SMK (Unit) 42 43 44 45 45 

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan 

 

Rasio Ketersediaan Sekolah Tingkat Pendidikan Menengah 

berdasarkan kecamatan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.62. Rasio Ketersediaan Sekolah Tingkat Pendidikan Menengah Menurut 

Kecamatan Tahun 2015 

NO. KECAMATAN 

Jumlah Penduduk 

Usia 16-18 Tahun 

(Jiwa) 

Jumlah Sekolah 

Tingkat SMA/SMK 

(Unit) 

Rasio 

Ketersediaan 

Sekolah 

1. Batang Angkola 2.103 8 1:263 

2. Sayur Matinggi 1.524 2 1:762 

3. Angkola Timur 1.206 6 1:201 

4. Angkola Selatan 1.755 2 1:878 

5. Angkola Barat 1.563 3 1:521 

6. Batang Toru 1.962 5 1:392 

7. Marancar 600 2 1:300 

8. Sipirok 1.959 7 1:280 

9. Arse 504 2 1:252 

10. Saipar Dolok Hole 813 2 1:407 

11. Aek Bilah 411 0 0:411 

12. Muara Batang Toru 741 1 1:741 

13. Tantom Angkola 927 4 1:232 

14. Angkola Sangkunur 1.179 1 1:1.179 

Kabupaten Tapanuli Selatan 17.247 45 1 : 383 

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan 
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c. Rasio Guru/Murid 

Rasio ketersediaan guru dengan siswa Tingkat Pendidikan 

Menengah periode tahun 2011-2015 relatif stabil yaitu 1 orang guru 

untuk menangani 11 siswa. Rasio terbaik yaitu pada tahun 2014 

dimana 1 orang guru hanya perlu menangani 10 siswa sebagaimana 

terlihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.63. Rasio Guru dengan Siswa SD/MI dan SLTP/MTs Kabupaten 

Tapanuli Selatan dari Tahun 2011 – 2015 

No. Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Rasio Guru Dengan Siswa SMU/SMK/MA 1 : 11 1 : 13 1 : 11 1 : 10 1 : 11 

 Jumlah Guru SMU/SMK/MA 948 969 982 1.097 1.052 

 Jumlah Sisa SMU/SMK/MA 10.325 12.398 11.070 11.068 11.536 

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan 

 

Untuk rasio guru murid Tingkat Pendidikan Menengah 

berdasarkan kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.64. Rasio Guru Murid Tingkat Pendidikan Dasar Menurut Kecamatan 

Tahun 2015 

NO. KECAMATAN 

Jumlah Siswa 

Tingkat SMP/MTs 

(Jiwa) 

Jumlah Guru 

Tingkat SMP/MTs 

(Jiwa) 

Rasio Guru 

Murid 

1. Batang Angkola 2.066 180 1:12 

2. Sayur Matinggi 391 33 1:12 

3. Angkola Timur 1.316 143 1:9 

4. Angkola Selatan 485 35 1:14 

5. Angkola Barat 621 58 1:11 

6. Batang Toru 1.749 122 1:14 

7. Marancar 220 40 1:6 

8. Sipirok 2.739 240 1:11 

9. Arse 419 61 1:7 

10. Saipar Dolok Hole 510 36 1:14 

11. Aek Bilah 0 0 0 

12. Muara Batang Toru 207 23 1:9 

13. Tantom Angkola 661 62 1:11 

14. Angkola Sangkunur 152 19 1:8 

Kabupaten Tapanuli Selatan 11.536 1.052 1 : 11 

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan 
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d. Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) 

Angka Melek Huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 

15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin 

atau lainnya. Angka Melek Huruf menunjukkan kemampuan 

penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai 

media, menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan 

dan tertulis yang pada akhirnya akan mencerminkan potensi 

perkembangan intelektual sekaligus menunjukkan kontribusi terhadap 

pembangunan daerah. Angka Melek Huruf Kabupaten Tapanuli 

Selatan cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata 

peningkatan 0,07% per tahun sebagaimana dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

 

Tabel 2.65. Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Tapanuli Selatan 

Tahun 2011 – 2015 

No. Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jumlah Penduduk Usia 15 tahun 

Keatas 

168.924 171.278 171.825 174.377 176.817 

2. Jumlah Penduduk Usia 15 tahun 

keatas yang Melek huruf 

168.316 169.754 171.756 174.220 176.693 

3. Angka Melek Huruf (%) 99,64 99,11 99,96 99,91 99,93 

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan 

 

4) Fasilitas Pendidikan 

Fasilitas Pendidikan seperti gedung sekolah sangat penting artinya 

untuk meningkatkan kelancaran proses belajar mengajar bagi siswa. 

Dengan adanya fasilitas pendidikan yang baik maka proses belajar 

mengajar akan berjalan dengan lebih baik dan nyaman. Fasilitas 

pendidikan di Kabupaten Tapanuli Selatan khususnya gedung sekolah 

sebagian besar berada dalam kondisi baik sebagaimana dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.66. Persentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik di Kabupaten 

Tapanuli Selatan Tahun 2011 – 2015 
 

No Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013 2014 2015 

A. Rasio jumlah sekolah dan penduduk usia sekolah pendidikan dasar dan Menengah 

Dalam Kondisi Baik 

1 SD/MI  

 Jumlah Gedung Sekolah (Unit) 287 287 292 292 292 

 Jumlah Gedung Sekolah Dalam 

Kondisi Baik (Unit) 
92 162 211 228 239 
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No Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013 2014 2015 

 Persentase Gedung Sekolah 

Dalam Kondisi Baik (%) 

 32,06   56,45   72,26   78,08   81,85  

2 SMP/MTs  

 Jumlah Gedung Sekolah (Unit) 68 73 74 76 77 

 Jumlah Gedung Sekolah Dalam 

Kondisi Baik (Unit) 

20 23 38 42 51 

 Persentase Gedung Sekolah 

Dalam Kondisi Baik (%) 

 29,41   31,51   51,35   55,26   66,23  

3 SMA/MA/SMK      

 Jumlah Gedung Sekolah (Unit) 42 43 44 45 45 

 Jumlah Gedung Sekolah Dalam 

Kondisi Baik (Unit) 

14 15 16 27 38 

 Persentase Gedung Sekolah 

Dalam Kondisi Baik (%) 

33,33 34,88 36,36 60,00 84,44 

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 

 

5) Angka Putus Sekolah  

Angka Putus Sekolah adalah proporsi anak menurut kelompok 

usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak 

menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur 

yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-

18 tahun. 

Angka Putus Sekolah dari tahun 2011-2015 menunjukkan adanya 

fluktuasi pada masing-masing tingkat pendidikan. Untuk pendidikan 

Tingkat SD/MI dan Tingkat SLTP angka putus sekolah memperlihatkan 

kecenderungan menurun. Akan tetapi untuk Tingkat SLTA 

kecenderungan angka putus sekolah justru menunjukkan peningkatan 

walaupun masih terlihat adanya fluktuasi dari tahun 2011 s/d 2015. 

Perkembangan angka putus sekolah di Kabupaten Tapanuli Selatan dari 

tahun 2011 - 2015 dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.67. Perkembangan Angka Putus Sekolah Tahun 2011-2015 

Kabupaten Tapanuli Selatan 

NO 
Jenjang 

Pendidikan 
2011 2012 2013 2014 2015 

1 SD/MI 0,60 0,55 0,61 0,54 0,43 

2. SMP/MTs 0,51 0,58 0,74 0,60 0,57 

3. SMA/MA/SMK 1,63 1,39 1,80 1,79 1,73 

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 
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6) Angka Kelulusan dan Angka Melanjutkan  

Perkembangan Angka Kelulusan Siswa dalam menempuh Ujian 

Nasional dari tahun 2011-2015 menunjukkan adanya peningkatan 

demikian juga dengan angka melanjutkan dari tingkat SD/MI ke 

SMP/MTs dan angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK terus 

mengalami peningkatan. Data perkembangan angka kelulusan dan 

angka melanjutkan di Kabupaten Tapanuli Selatan dari tahun 2011-2015 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.68. Perkembangan Angka Kelulusan dan Angka Melanjutkan Tahun 

2011-2015 Kabupaten Tapanuli Selatan 

NO 
Angka Kelulusan/Angka 

Melanjutkan 
2011 2012 2013 2014 2015 

1 Angka Kelulusan SD/MI (%) 99,83 99,92 99,80 99,59 98,55 

2 Angka Kelulusan SMP/MTs (%) 100,00 100,00 97,95 100,00 100,00 

3 Angka Kelulusan SMA/MA/SMK 

(%) 

99,90 99,84 99,21 99,77 100 

4 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke 

SMP/MTs (%) 

90,31 84,79 90,76 72,74 94,29 

5 Angka Melanjutkan dari 

SMP/MTs ke SMA/MA/SMK (%) 

73,24 73,87 75,84 77,52 81,62 

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 

 

7) Kualifikasi, Kompetensi dan Sertifikasi Guru  

Perkembangan Kualifikasi dan Sertifikasi Guru di Kabupaten 

Tapanuli Selatan dari tahun 2011-2015 terus mengalami peningkatan. 

Kualifikasi pendidikan guru dari kepemilikan Ijazah tertinggi pada tahun 

2015 terdapat 35 orang guru dan 1 orang Korwas yang memiliki ijazah 

S-2. Peningkatan guru bersertifikasi dari tahun 2011-2015 mengalami 

peningkatan pada semua jenjang pendidikan. Jumlah guru bersertifikasi 

pendidik (tingkat SD, SMP dan SMA/SMK) dimana pada tahun 2011 

adalah 887 orang, meningkat sebesar 57 %, sehingga pada tahun 2015 

mencapai 2.092 orang. 

Pertumbuhan Persentase guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV 

dari tahun 2011-2015 pada semua jenjang pendidikan (tingkat SD, SMP 

dan SMA/SMK) mengalami peningkatan dimana pada tahun 2011 

sebesar 49,00% dan pada tahun 2015 mencapai 76,14%. 
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Setiap Tenaga Pendidik dan Kependidikan wajib memenuhi 

standar kompetensi yang berlaku secara nasional sebagaimana yang 

dijelaskan pada Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 yaitu Kompetensi 

inti guru meliputi Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi Profesional. 

Berdasarkan Hasil Uji Komptensi Guru (UKG) tahun 2015 peserta UKG 

sebanyak 3,797 yang terdiri peserta dari jenjang pendidikan TK 

sebanyak 13 orang, SLB sebanyak 13 orang, SD 2.281 orang, SMP 897 

orang, SMA 284 orang dan SMK 309 orang dan dari peserta ini yang 

lulus dengan nilai kelulusan minimal 50,5 yang dipersyaratkan hanya 

sebanyak 1.223 orang (32,21%) terdiri dari jenjang pendidikan TK 

sebanyak 7 orang (53,85%), SLB sebanyak 9 orang (69,23%), SD 675 

orang (29,59%), SMP 279 orang (31,10%), SMA 129 orang (45,42%) 

dan SMK 124 orang (40,13%). 

 

Perkembangan Kualifikasi, Kompetensi dan Sertifikasi Guru tahun 

2011-2015 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut : 

 

Tabel 2.69. Jumlah Guru Bersertifikat Pendidik Menurut Jenjang Sekolah Tahun 

2011-2015 
 

No 
Jenjang 

Sekolah 

Jumlah Guru  

2011 2012 2013 2014 2015 

1 SD 388 540 837 1.176 1.266 

2 SMP 316 378 421 464 516 

3 SMA 128 152 177 188 195 

4 SMK 55 65 88 107 115 

Jumlah 887 1.135 1.523 1.935 2.092 

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 

 

 

Tabel 2.70. Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Tahun 2011-

2015 
 

No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV 2.582 2.117 3.515 3.890 4.205 

2 Jumlah guru SD/MI, SMP/MTS, 

SMA/SMK/MA 

5.269 5.082 5.424 5.534 5.523 

3 Persentase guru yang memenuhi 

Kualifikasi S1/D-IV (%) 

49,00 41,66 64,80 70,29 76,14 

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 
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Tabel 2.71. Jumlah Guru Menurut Ijazah Tertinggi Tahun 2011 - 2015 Menurut 

Jenjang Sekolah 
 

No. 

Jenjang 

Pendidikan 

Sekolah 

Jumlah Guru Pada Tahun (Jiwa) 

2011 2012 2013 2014 2015 

S-1 S-2 S-1 S-2 S-1 S-2 S-1 S-2 S-1 S-2 

1 SD 344 - 367 2 968 6 1.685 20 1.761 20 

2 SMP 737 - 974 - 984 13 1.002 18 1.020 18 

3 SMA 334 - 295 1 487 6 310 10 339 11 

3 SMK 446 - 456 - 442 1 409 7 389 13 

JUMLAH 1.861 - 2.092 3 2.881 26 3.406 55 3.509 62 

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 

 

 

Tabel 2.72. Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) Kabupaten Tapanuli Selatan 

Tahun 2015 
 

No. 

Satuan 

Tingkat 

Pendidikan 

Jumlah Guru 

(Orang) 

Peserta UKG 

(Orang) 
Lulus (Orang) 

Belum Lulus 

(Orang) 
% Kelulusan 

Jlh 

Tdk 

Ikut 

UKG 
PNS 

Non 

PNS 
Total PNS 

Non 

PNS 
Total PNS 

Non 

PNS 
Total PNS 

Non 

PNS 
Total PNS 

Non 

PNS 
Total 

1. TK - 13 13 - 13 13 - 7 7 - 6 - - 53,85 53,85 - 

2. SLB 11 6 17 11 2 13 9 - 9 2 2 4 81,82 - 69,23 4 

3. SD 1.788 958 2.746 1.489 792 2.281 420 255 675 1.069 537 1.606 28,21 32,20 29,59 465 

4. SMP 622 416 1.038 586 311 897 215 64 279 371 247 618 36,69 20,58 31,10 141 

5. SMA 205 145 350 211 73 284 103 26 129 108 47 155 48,82 35,62 45,42 66 

6. SMK 188 214 402 198 111 309 97 27 124 101 84 185 48,99 24,32 40,13 93 

JUMLAH 2.814 1.739 4.553 2.495 1.289 3.784 844 372 1.216 1.651 917 2.568 33,83 28,86 32,14 769 

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 

 

8) Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan  

Rasio ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di 

Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut 

ini : 

 

Tabel 2.73. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah Tahun 2015 Menurut 

Jenjang Sekolah 
 

No. Sarana dan Prasarana SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK Jumlah 

1. Jumlah Sekolah 292 77 28 15 412 

2. Jumlah Ruang Kelas 1.815 571 231 161 2778 

3. Jumlah Ruang Perpustakaan 81 53 28 11 173 

4. Lapangan Olahraga 292 77 28 15 412 

5. UKS 17 15 28 15 74 

6. Laboratorium - 63 28 1 92 
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No. Sarana dan Prasarana SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK Jumlah 

7. Ruang Keterampilan - 2 1 6 9 

8. Ruang BP - 9 8 1 18 

9. Ruang Serba Guna - 0 1 15 16 

10. Tempat Ibadah - 20 28 15 63 

11. Toilet 190 77 28 15 412 

12. Air Bersih 190 77 28 15 412 

13. Listrik 174 75 28 15 410 

14. Lainnya - - - - - 

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 

 

 

2.3.1.1.2. Kesehatan  

Dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat, harapan hidup 

dan kualitas kesehatan masyarakat Pemerintah Kabupaten Tapanuli 

Selatan terus berupaya menyediakan pusat-pusat pelayanan kesehatan 

baik di tingkat desa, kecamatan maupun tingkat kabupaten. Disamping itu 

yang tidak kalah pentingnya adalah penyediaan tenaga kesehatan yang 

mencukupi dan berkualitas sehingga kebutuhan masyarakat terhadap 

pelayanan kesehatan dapat terpenuhi dengan baik.  

Beberapa indikator yang menunjukkan Keberadaan keberhasilan 

pelayanan bidang kesehatan di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah 

sebagai berikut : 

 

a. Rasio Posyandu Persatuan Balita 

Rasio Posyandu Persatuan Balita yaitu perbandingan antara 

jumlah posyandu dibagi dengan jumlah balita yang ada. Idealnya rasio 

posyandu dibanding jumlah balita adalah 1 : 52. 

Rasio posyandu kabupaten Tapanuli Selatan berkisar pada angka 

1 : 98 dan 1 : 77 yang berarti jumlah tersebut masih sangat kurang bila 

dibandingkan dengan kebutuhan ideal. Disamping itu, dari segi 

penyebarannya juga belum sepenuhnya merata. Yang perlu lebih 

diperhatikan adalah tentang pemerataannya serta pelayanan masing-

masing posyandu tersebut. 

 

Tabel 2.74. Rasio Posyandu dan Balita Tahun 2011-2015 
 

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Jumlah Posyandu 386 435 447 498 520 

2 Jumlah Balita 37.827 38.683 39.837 40.634 39.921 

3 Rasio 1 : 98 1 : 89 1 : 89 1 : 82 1 : 77 

Sumber : BPMD dan BPS Kabupaten Tapanuli Selatan 
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Dari segi penyebarannya jumlah posyandu per kecamatan dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.75. Rasio Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Tahun 2015 

No. KECAMATAN Jumlah Posyandu Jumlah Balita 
Rasio Posyandu 

(per 1000 Balita) 

1. Batang Angkola 53  2.499  1:47 

2. Sayur Matinggi 30  4.982  1 : 166 

3. Angkola Timur 40  2.549  1 : 64 

4. Angkola Selatan 27  3.315  1 : 123 

5. Angkola Barat 33  3.852  1 : 117 

6. Batang Toru 50  3.879  1 : 78 

7. Marancar 40  1.936  1 : 48 

8. Sipirok 76  4.122  1 : 54 

9. Arse 26  933  1 : 36 

10. Saipar Dolok Hole 37  2.179  1 : 59 

11. Aek Bilah 30  1.601  1 : 53 

12. Muara Batang Toru 18  3.332  1 : 185 

13. Tantom Angkola 30  3.182  1 : 106 

14. Angkola Sangkunur 30  1.560  1 : 52 

Kabupaten Tapanuli Selatan 520 39.921 1 : 77 

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan 

 

b. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk 

Salah satu indikator pelayanan kesehatan adalah tercukupinya 

prasarana dan sarana kesehatan seperti Puskesmas, Pustu, Pusling 

dan lain-lain. Secara ideal setiap satu puskesmas adalah untuk 

melayani maksimal 30.000 penduduk disamping itu setiap puskesmas 

juga seharusnya didukung oleh Puskesmas Pembantu maupun 

Puskesmas Keliling sesuai dengan kebutuhan maupun jangkauan 

wilayah pelayanan. 

Di Kabupaten Tapanuli Selatan perbandingan jumlah puskesmas 

dengan jumlah penduduk sudah mencukupi dimapa pada pada tahun 

2015 ada 16 puskesmas untuk melayani 275.098 penduduk atau 1 : 

17.194. Berdasarkan jumlah tersebut, yang perlu lebih ditingkatkan 

adalah kualitas dan jangkauan pelayanan kesehetan pada setiap 

puskesmas yang ada. 

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk dihitung 

berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan tersebut dibagi 

jumlah penduduk dikali 1.000. Tahun 2015 rasio tersebut adalah 0,32 

yang berarti untuk setiap 1.000 penduduk terdapat 0,32 fasilitas 

pelayanan kesehatan atau setiap 30.000 penduduk terdapat 9,6 fasilitas 

pelayanan kesehatan. untuk lebih jelasnya rasio pelayanan kesehatan di 

Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2011 - 2015 dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 
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Tabel 2.76. Jumlah Puskesmas, Pustu, dan Puskesmas Keliling per Kecamatan 

di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015 

No. Kecamatan 
Puskes-

mas 
Pustu Pusling Jumlah 

Jlh 

Penduduk 
Rasio  

1. Batang Angkola 1 5 1 7 33.547 0,21 

2. Sayur Matinggi 1 3 1 5 24.300 0,21 

3. Angkola Timur 2 4 2 8 19.183 0,42 

4. Angkola Selatan 1 3 1 5 28.011 0,18 

5. Angkola Barat 1 6 1 8 24.915 0,32 

6. Batang Toru 1 3 2 6 31.639 0,19 

7. Marancar 1 3 1 5 9.535 0,52 

8. Sipirok 1 12 1 14 31.142 0,45 

9. Arse 1 2 1 4 8.012 0,50 

10. Saipar Dolok Hole 2 4 2 8 12.919 0,62 

11. Aek Bilah 1 1 1 3 6.501 0,46 

12. Muara Batang Toru 1 3 1 5 11.829 0,42 

13. Tantom Angkola 1 2 2 5 14.738 0,34 

14. Angkola Sangkunur 1 4 1 6 18.827 0,32 

Kabupaten Tapanuli Selatan 

Tahun 2015 16 55 18 89 275.098 0,32 

Tahun 2014 16 55 16 87 273.132 0,32 

Tahun 2013 16 55 17 88 268.824 0,33 

Tahun 2012 16 55 14 85 268.095 0,32 

Tahun 2011 16 55 15 86 266.282 0,32 

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Angka, 2015 

 

c. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk 

Sampai dengan tahun 2015 jumlah rumah sakit yang ada di 

Kabupaten Tapanuli Selatan baru 1 unit yaitu Rumah Sakit Umum 

Sipirokyang merupakan rumah sakit pemerintah Kabupaten Tapanuli 

Selatan, sedangkan rumah sakit swasta belum ada. 

Secara jumlah rumah sakit yang ada tidak bertambah dari tahun 

2011 sampai dengan 2015. Akan tetapi secara fasilitas terdapat 

peningkatan yaitu dari kapasitas tempat tidur serta peningkatan kualitas 

dan kuantitas alat-alat kesehatan. 

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, rasio ideal daya tampung 

RS adalah 1.000 penduduk : 1 tempat tidur. Pada tahun 2015 jumlah 

tempat tidur di Rumah Sakit Tapanuli Selatan adalah sebanyak 120 unit. 

Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk kabupaten Tapanuli Selatan 

yaitu 275.098 jiwa, maka idealnya jumlah tempat tidur yang ada adalah 

276 tempat tidur. 
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Perkembangan jumlah rumah sakit beserta jumlah tempat tidurnya 

yang tersedia di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagaimana pada 

tabel berikut : 

 

Tabel 2.77. Rumah Sakit Pemerintah, Swasta dan Kapasitas Tempat Tidur Tahun 

2011-2015 

Tahun 

Jlh Rumah 

Sakit 

(Unit) 

Jlh Tempat 

Tidur 

(Unit) 

Jlh Penduduk 

(Jiwa) 

Rasio Rumah Sakit 

Thd Penduduk  

(per 1000 Pddk) 

2011 1 80 266.282 0,0038 

2012 1 80 268.095 0,0037 

2013 1 120 268.824 0,0037 

2014 1 120 273.132 0,0037 

2015 1 120 275.098 0,0036 

Sumber: Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Angka, Tahun 2015  

 

d. Rasio Dokter per Satuan Penduduk 

Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan 

yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang 

ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan 

terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. 

Jumlah dokter dan dokter spesialis di Kabupaten Tapanuli Selatan 

belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk. Selain itu 

distribusi dokter dan dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya 

masih perlu ditingkatkan. 

 

Tabel 2.78. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Tahun 2011 s/d 2015 

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Jumlah Dokter (RSUD 

+Dinkes) 

71 69 60 59 66 

2 Jumlah Penduduk 266.282 268.095 268.824 273.132 275.098 

3 Rasio Dokter : 

Penduduk 

 1 : 3.750   1 : 3.885   1 : 4.480   1 : 4.629   1 : 4.168  

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 

 

e. Rasio Tenaga Paramedis per Satuan Penduduk 

Yang dimaksud dengan tenaga paramedis adalah tenaga yang 

mempunyai kecakapan dalam membantu tugas pelayanan kesehatan 

orang sakit, termasuk didalamnya adalah perawat, bidan, perawat-

bidan, dan teknisi kedokteran. medis meliputi dokter, dokter gigi, dokter 

spesialis, dokter gigi spesialis baik lulusan dalam negeri maupun luar 

negeri yang diakui oleh pemerintah RI. 
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Indikator ini digunakan sebagai indikasi kemampuan suatu daerah 

dalam menyelenggarakan layanan kesehatan. Semakin tinggi nilai 

indikator ini, makin tinggi kemungkinan akses penduduk terhadap 

kesehatan, dan makin tinggi kemampuan suatu daerah dalam 

menyelenggarakan layanan kesehatan. 

Secara ideal angka rasio untuk Indonesia adalah 318 per 100.000 

penduduk sementara di Kabupaten Tapanuli Selatan rasio ini baru 

mencapai 136 per 100.000 penduduk atau 1,36 per 1000 penduduk, hal 

ini berarti Kabupaten Tapanuli Selatan masih kekurangan tenaga 

paramedis. 

Perkembangan rasio tenaga paramedis dibanding jumlah 

penduduk tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.79. Rasio Tenaga Para Medis Per Satuan Penduduk Tahun 2011 – 2015 

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Jumlah Penduduk (Jiwa) 266.282 268.095 268.824 273.132 275.098 

2 Jumlah Tenaga Para Medis (Jiwa) 429 415 403 403 375 

3 Rasio Para Medis : Penduduk (per 

1000 penduduk) 1,61 1,55 1,50 1,48 1,36 

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan 

 

f. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani 

Pengertian dari Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani 

adalah : 

 Komplikasi yang dimaksud adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu 

bersalin, ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan/atau bayi; 

 Komplikasi dalam kehamilan meliputi Abortus, Hiperemesis 

Gravidarum, perdarahan per vaginam, Hipertensi dalam kehamilan 

(preeklampsia, eklampsia), kehamilan lewat waktu, ketuban pecah 

dini. 

Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani adalah ibu hamil, 

bersalin dan nifas dengan komplikasi yang mendapatkan pelayanan 

sesuai standar pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, 

Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah bersalin, RSIA/RSB, RSU, 

RSU PONEK). 

Di Kabupaten Tapanuli Selatan, cakupan komplikasi kebidanan 

yang ditangani dari tahun 2011-2015 telah mencapai 100% yang berarti 

bahwa setiap terdapat komplikasi kebidanan selalu mendapatkan 

penanganan yang memadai. 
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g. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang 

Memiliki Kompetensi Kebidanan 

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang 

memiliki kompetensi kebidanan cenderung mengalami peningkatan dari 

tahun 2011 s/d 2015. Pada tahun 2011 cakupan ini masih sebesar 

70,09% dan pada tahun 2015 sebesar 78,98%. 

Hal ini disebabkan masih ada masyarakat Tapanuli Selatan yang 

enggan untuk melakukan persalinan kepada bidan atau masih 

mempertahankan tradisi untuk bersalin pada dukun beranak. 

Perkembangan Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga 

kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan tahun 2011 - 2015 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.80. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang 

Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2011 – 2015 

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Cakupan pertolongan 

persalinan oleh tenaga 

kesehatan yang 

memiliki kompetensi 

kebidanan (%) 

70,09  72,49  75,60  77,39  78,98  

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan 

 

h. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 

Yang dimaksud dengan Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child 

Immunization (UCI) yaitu terlaksananya imunisasi dasar yang lengkap 

terhadap bayi diatas 80% dari jumlah bayi yang ada disetiap desa dalam 

waktu satu tahun. Angka cakupan Desa/Kelurahan seharusnya 

mencapai 100% Universal Child Immunization (UCI) pada semua 

desa/kelurahan yang ada di daerah. Di Kabupaten Tapanuli Selatan 

cakupan tersebut belum mencapai angka 100% hal ini disebabkan 

masih ada daerah yang sulit dijangkau, keterbatasan sarana dan 

prasarana dalam melakukan jangkauan dan SDM yang belum merata 

akan tetapi terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. 

Perkembangan Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization 

(UCI) di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011 - 2015 dapat dilihat 

pada tabel berikut : 
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Tabel 2.81. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 

Tahun 2011-2015 

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Cakupan 

Desa/Kelurahan 

Universal Child 

Immunization (UCI) (%) 

83,20  85,10  85,90  80,24  86,29  

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 

 

i. Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan 

Gizi buruk atau malnutrisi dapat diartikan sebagai asupan gizi 

yang buruk. Hal ini bisa diakibatkan oleh kurangnya asupan makanan, 

pemilihan jenis makanan yang tidak tepat ataupun karena sebab lain 

seperti adanya penyakit infeksi yang menyebabkan kurang terserapnya 

nutrisi dari makanan. 

Gizi buruk ini biasanya terjadi pada anak balita (bawah lima tahun) 

dan ditampakkan oleh membusungnya perut (busung lapar). Gizi buruk 

dapat berpengaruh kepada pertumbuhan dan perkembangan anak, juga 

kecerdasan anak. Pada tingkat yang lebih parah, jika dikombinasikan 

dengan perawatan yang buruk, sanitasi yang buruk, dan munculnya 

penyakit lain, gizi buruk dapat menyebabkan kematian. 

Cakupan gizi buruk yang mendapat perawatan di Kabupaten 

Tapanuli Selatan tahun 2011 - 2015 telah mencapai angka 100% 

dengan pengertian setiap ada kasus gizi buruk yang dijumpai segera 

dilakukan penanganan dan perawatan. 

 

j. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA 

Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di 

Kabupaten Tapanuli Selatan selama kurun waktu tahun 2011 - 2015 

memperlihatkan angka yang berfluktuasi dan belum mencapai angka 

100%. Hal ini disebabkan masih ada penderita TBC yang enggan 

datang berobat ataupun yang sudah datang berobat namun tidak 

menjalaninya sampai tuntas. Perkembangan Cakupan Penemuan dan 

Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kabupaten Tapanuli 

Selatan Tahun 2011 - 2015 dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 2.82. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA 

Tahun 2011 – 2015 

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Cakupan Penemuan 

dan Penanganan 

Penderita Penyakit TBC 

BTA (%) 

92,71 96,01 96,88 98,56 80,38 

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 

 

k. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD 

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di 

Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011 - 2015 telah mencapai angka 

100%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli 

Selatan serius dalam menangani penyakit ini, dimana setiap ada gejala 

DBD yang terjadi pada suatu wilayah senantiasa dilakukan penanganan 

yang komprehensif agar penyakit tersebut tidak menular ke wilayah-

wilayah lainnya. 

 

l. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin 

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 

adalah jumlah rujukan pasien masyarakat miskin dibagi dengan jumlah 

pasien masyarakat miskin kali 100 di wilayah dalam kurun waktu yang 

sama. Cakupan ini tergantung pada kondisi kesehatan masyarakat 

miskin sehingga cakupannya tidak 100%. Namun pasien masyarakat 

miskin yang datang ke sarana kesehatan 100% semuanya tertangani. 

Perkembangan Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien 

Masyarakat Miskin di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011 -2015 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.83. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin 

Tahun 2011 – 2015 

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jumlah Kunjungan Pasien 

Miskin di Sarana Kesehatan 

(Jiwa) 

7.800 8.500 9.500 10.708 12.736 

2. Jumlah Seluruh Masyarakat 

Miskin (Jiwa) 

30.390 29.910 30.771 29.379 28.040 

3. Cakupan Pelayanan 

Kesehatan Rujukan Pasien 

Masyarakat Miskin (%) 

25,67 28,42 30,87 36,45 45,42 

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 
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m. Cakupan Kunjungan Bayi 

Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh 

pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan, 

perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan bayi di satu wilayah 

kerja pada kurun waktu tertentu. Sedangkan perhitungannya adalah 

jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi 

seluruh bayi lahir hidup. Perkembangan cakupan kunjungan bayi di 

Kabupaten Tapanuli Selatan cenderung meningkat dari tahun 2011 s/d 

2015 sebagaimana tergambar pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.84. Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 

2011 – 2015 

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Cakupan Kunjungn Bayi (%) 61,18  61,48  62,30  64,09  66,99  

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 

 

n. Cakupan Puskesmas 

Cakupan puskesmas merupakan perbandingan jumlah puskesmas 

yang ada dibanding dengan jumlah kecamatan. Di Kabupaten Tapanuli 

Selatan pada kurun waktu tahun 2011 - 2015 cakupan puskesmas ini 

sudah memadai dimana jumlah puskesmas sebanyak sedangkan jumlah 

kecamatan sebanyak 14 kecamatan sebagaimana terlihat pada tabel 

berikut : 

 

Tabel 2.85. Cakupan Puskesmas di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011 – 

2015 

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jumlah Puskesmas (Unit) 16 16 16 16 16 

2. Jumlah Kecamatan (Kecamatan) 14 14 14 14 14 

3. Cakupan Puskesmas (%) 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 

 

o. Cakupan Puskesmas Pembantu 

Cakupan puskesmas pembantu merupakan perbandingan jumlah 

puskesmas pembantu yang ada dibanding dengan jumlah 

desa/kelurahan. Di Kabupaten Tapanuli Selatan pada kurun waktu tahun 

2011 - 2015 cakupan puskesmas pembantu adalah sebagaimana 

terlihat pada tabel berikut : 
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Tabel 2.86. Cakupan Puskesmas di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011 - 

2015 

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jumlah Pustu (Unit) 55 55 55 55 55 

2. Jumlah Desa/Kelurahan 248 248 248 248 248 

3. Cakupan Pustu (%) 22,18 22,18 22,18 22,18 22,18 

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 

 

p. Indikator Kesehatan Lainnya 

Disampin hal-hal yang telah diuraikan diatas, masih terdapat 

beberapa indkator pelayanan kesehatan baik berupa sarana dan 

prasarana pelayanan kesehatan yang mendukung peningkatan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagaimana terlihat pada 

tabel berikut : 

 

Tabel 2.87. Perkembangan Indikator Kesehatan Lainnya Tahun 2011 – 2015 

No Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jumlah Kematian Ibu (AKI)  Jiwa 9,00  11,00  11,00  6,00  9,00  

2. Angka Kematian Balita /1.000 

Balita 

0,00 0,00 0,00 1,25  1,96  

3. Jumlah pelayanan kesehatan 

dasar masyarakat miskin  

Jiwa 7.800  8.500  9.500  10.708  13.343  

4. Cakupan kelurahan Siaga Aktif % 20,56  20,56  20,56  20,56  22,98  

5. Prevalensi balita gizi kurang  % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

6. Persentase Balita ditimbang 

berat badannya (D/S) 

% 61,19  66,35  76,20  76,90  77,33  

7. Cakupan pelayanan anak balita  % 29 36 41 53 57 

8. Persentase Bayi 0-6 bulan 

mendapat ASI Eksklusif 

% 1,92  5,29  7,50  11,09  22,17  

9. Pemberian makanan 

pendamping ASI pada anak usia 

6 - 24 bulan 

jiwa 4.424 3.849 1.401 1.367 190 

10. Persentase Bayi mendapat 

kapsul vitamin A 

% 52,98  55,99  60,66  61,37  63,87  

11. Persentase Balita usia 6-59 

bulan mendapat kapsul vitamin 

A 

% 47,00  44,00  39,40  38,60  17,60  

12. Persentase Ibu hamil mendapat 

90 tablet besi 

% 34,99  35,48  37,70  37,99  39,99  
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No Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 

13. Persentase Ibu hamil yang 

anemia  

% 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

14. Persentase kecamatan bebas 

rawan gizi 

% 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

15. Cakupan Rumah Sehat  % 37,00  40,00  42,00  45,00  50,00  

16. Angka jentik aedes % 95,00  95,00  95,00  95,00  95,00  

17. Cakupan Kualitas Air minum 

yang memenuhi syarat 

kesehatan 

% 34,70  37,50  39,20  42,80  45,00  

18. Cakupan jamban keluarga yang 

memenuhi syarat 

% 32,90  34,90  35,90  37,90  39,90  

19. Persentase tempat umum yang 

memenuhi syarat kesehatan 

(Hotel, Taman, rekreasi dan 

tempat hiburan, dll) 

% 24,95  26,06  28,03  30,00  34,68  

20. Persentase Hotel yang 

memenuhi syarat kesehatan 

% 100,00  100,00  50,00  50,00  100,00  

21. Persentase Restoran yang 

memenuhi syarat kesehatan 

% 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

22. Persentase rumah tangga 

berperilaku hidup bersih dan 

sehat (PHBS).(%) 

% 31,65 31,65 31,65 31,59 31,46 

23. Tingkat prevalensi tuberkulosis 

(per 100.000 penduduk) 

/100.000 

Penduduk 

149,46  121,59 107,50 102,14 113,05 

24. Tingkat kematian karena 

tuberkulosis (per 100.000 

penduduk)  

/100.000 

Penduduk 

5 8 8 1 3 

25. Proporsi jumlah kasus 

Tuberkulosis yang terdeteksi 

dalam program DOTS (CDR) 

% 97,00  78,00  69,00  67,00  57,00  

26. Proporsi kasus Tuberkulosis 

yang berhasil diobati dalam 

program DOTS (success rate) 

% 94,98 97,02 96,65 99,64 98,10 

27. Prevalensi HIV/AIDS (persen) 

dari total populasi usia 15-49 

tahun 

 0,030 0,020 0,050 0,017 0,030 

28. Proporsi penduduk usia 15-24 

tahun yang memiliki 

pengetahuan komprehensif 

tentang HIV dan AIDS  

% 15,00  30,00  40,00  60,00  65,00  
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No Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 

29. Proporsi penduduk yg terinfeksi 

HIV lanjut yang memiliki akses 

pd obat antiretroviral  

% 83,00  100,00  67,00  100,00  100,00  

30. Angka kejadian malaria per 

1.000 penduduk 

/1.000 

Penduduk 

0,30  0,35  0,38  0,34  0,08  

31. Persentase Diare KLB dapat 

ditangani < 24 jam 

% 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

32. Acute Flaccid Paralysis (AFP) 

Rate 

/100.000 

Penduduk 

2 1 2 3 2 

33. Rasio puskesmas per satuan 

penduduk  

/30.000 

Penduduk 

1,80  1,79  1,74  1,76  1,74  

34. Rasio pustu per satuan 

penduduk  

/5.000 

Penduduk 

1,03  1,03  1,02  1,00  0,99  

35. Proporsi Puskesmas PONED 

sesuai standar 

Pusk 4 4 4 4 4 

36. Cakupan kunjungan Ibu hamil 

K4  

% 79,75  73,32  82,92  64,41  81,80  

37. Cakupan pelayanan nifas  % 58,31  73,74  73,95  75,73  76,09  

38. Cakupan neonatus dengan 

komplikasi yang ditangani  

% 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

39. Cakupan pelayanan anak balita  % 46,67  50,10  51,00  52,40  55,00  

Sumber : Dinas Kesehatan dan BPMD Kabupaten Tapanuli Selatan 
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2.3.1.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

2.3.1.1.3.1. Pekerjaan Umum 

a. Jalan 

Jaringan jalan merupakan salah satu infrastruktur penunjang 

kegiatan sosial, ekonomi, politik, budaya dan aktivitas manusia yang 

lainnya. Dengan adanya jaringan jalan maka kegiatan manusia yang 

menghubungkan antara satu lokasi dengan lokasi yang lainnya dapat 

terhubung dengan baik. Berdasarkan penyelenggaranya kelas jalan di 

Kabupaten Tapanuli Selatan dibedakan menjadi jalan Nasional yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Jalan Provinsi yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, jalan 

Kabupaten dan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten 

Tapanuli Selatan. 

 

1) Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi 

Kondisi sarana jalan kabupaten di Kabupaten Tapanuli Selatan 

dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

 

Tabel 2.88. Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Tahun 2011 – 2015 

No 
Kondisi 

Jalan 

KONDISI TAHUN 

2011 2012 2013 2014 2015 

Panjang 

(Km) 
% 

Panjang 

(Km) 
% 

Panjang 

(Km) 
% 

Panjang 

(Km) 
% 

Panjang 

(Km) 
% 

1. Baik 376,25 32,75 447,31 38,59 461,63 39,64 519,34 43,23 590,11 48,87 

2. Sedang 254,72 22,17 255,31 22,03 249,65 21,44 274,92 22,89 251,27 20,81 

3. Rusak 272,89 23,76 266,09 22,96 272,58 23,41 239,68 19,95 215,25 17,83 

4. Rusak/Berat 244,89 21,32 190,44 16,43 180,55 15,51 167,32 13,93 150,88 12,50 

Jumlah 1.148,75 100,00 1.154,46 100,00 1.159,08 100,00 1.201,27 100,00 1.207,51 100,00 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, 2016  

 

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa dalam kurun waktu 

lima tahun persentase capaian kondisi jalan kabupaten dalam 

keadaan baik terus meningkat dari 32,75% pada tahun 2011 menjadi 

48,87% pada tahun 2015. Apabila dibandingkan dengan kondisi jalan 

di Provinsi Sumatera Utara maka capaian Kabupaten Tapanuli 

Selatan sudah tergolong bagus dimana kondisi jalan di Provinsi 

Sumatera Utara yang tergolong baik hanya 36,09%, kondisi sedang 

24,33%, rusak 20,36% dan yang rusak berat 19,22%. 

Disamping itu panjang jalan kabupaten setiap tahunnya juga 

terus bertambah dari 1.148,75 Km pada tahun 2011 menjadi 1.207,51 

Km pada tahun 2015.  
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Dari panjang jalan kabupaten tersebut sebagian besar berada 

di Kecamatan Sipirok yaitu sepanjang 244,85 Km disusul Kecamatan 

Saipar Dolok Hole sepanjang 124,56 Km dan Kecamatan Angkola 

Barat sepanjang 123,88 Km. Sedangkan panjang jalan terpendek 

terdapat di Kecamatan Tantom Angkola yaitu sepanjang 18,98 Km 

sebagaimana pada tabel dibawah : 

 

Tabel 2.89. Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Menurut 

Kecamatan Tahun 2015 

No Kecamatan 

Kondisi 

Baik 

(Km) 

Kondisi  

Sedang 

Rusak 

(Km) 

Kondisi  

Rusak 

(Km) 

Kondisi  

Rusak 

Berat 

(Km) 

Jalan 

secara 

keseluruhan 

(Km) 

1 Batang Angkola 46,70 42,02 3,00 1,41 93,13 

2 Sayur Matinggi 10,68 18,47 0,00 1,85 31,00 

3 Angkola Timur 54,91 47,07 10,50 0,00 112,47 

4 Angkola Selatan 29,65 14,53 32,40 4,20 80,78 

5 Angkola Barat 55,53 26,05 38,85 3,45 123,88 

6 Batang Toru 29,05 31,03 34,21 1,50 95,79 

7 Marancar 37,26 9,29 1,70 0,00 48,26 

8 Sipirok 105,37 79,74 41,45 18,30 244,85 

9 Arse 44,52 29,52 24,48 0,00 98,52 

10 Saipar Dolok Hole 41,18 58,89 21,60 2,90 124,56 

11 Aek Bilah 41,11 11,50 0,00 0,40 53,00 

12 Muara Batang Toru 41,47 0,00 3,00 0,00 44,47 

13 Tano Tombangan 

Angkola 

18,98 0,00 0,00 0,00 18,98 

14 Angkola Sangkunur 33,72 4,09 0,00 0,00 37,81 

Jumlah 590,11 372,19 211,2 34,01 1.207,51 

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, 2016  

 

2) Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan 

Sementara itu apabila diperhatikan berdasarkan jenis 

permukaan, jalan kabupaten di Kabupaten Tapanuli Selatan sebagian 

besar sudah beraspal yaitu sepanjang 625,44 Km (51,80%) disusul 

jalan batu sepanjang 300,02 Km (24,85%) dan jalan tanah sepanjang 

282,04 Km (23,36%). Semetara jalan kerikil sejak tahun 2013 sudah 

tidak ada lagi karena telah ditingkatkan menjadi jalan aspal 

sebagaimana tertera pada tabel dibawah : 
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Tabel 2.90. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Kabupaten Tapanuli 

Selatan Tahun 2011 – 2015 
 

No. Jenis Permukaan 

Jalan Kabupaten (Km) 

2011 2012 2013 2014 2015 

Pj % Pj % Pj % Pj % Pj % 

A Diaspal 561,11 48,85 561,11 48,60 581,93 50,21 613,27 51,05 625,44 51,80 

B Batu 298,89 26,02 298,89 25,89 292,76 25,26 295,95 24,64 300,02 24,85 

C Kerikil 10,02 0,87 5,33 0,46 - - - - - - 

D Tanah 278,73 24,26 289,13 25,04 284,39 24,54 292,05 24,31 282,04 23,36 

Jumlah  1.149 100,00 1.154 100,00 1.159 100,00 1.201 100,00 1.207,5 100,00 

 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, 2016  

 

Secara kualitas kondisi jalan menurut jenis permukaan di 

Kabupaten Tapanuli Selatan sedikit lebih rendah dari Provinsi 

Sumatera Utara dimana panjang jalan beraspal Sumatera Utara 

sebesar 53,21%, jalan batu/kerikil 23,68% dan jalan tanah 23,10%. 

Disamping itu di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan juga 

terdapat Jalan Nasional sepanjang 214,50 Km dan Jalan Propinsi 

sepanjang 160,33 Km yang terdiri dari 6 ruas jalan dan Jalan Propinsi 

sepanjang 115,97 Km yang terdiri dari 5 ruas jalan. Panjang Jalan 

Nasional dan Jalan Propinsi di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah 

sebagaimana pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.91. Panjang Jalan Nasional dan Jalan Propinsi di Kabupaten Tapanuli 

Selatan Tahun 2015 

NO STATUS JALAN 
PANJANG 

RUAS (Km) 
KET 

 JALAN NASIONAL 214,50  

1. Batas Tapanuli Utara - Sipirok 18,64  

2. Batas Tapanuli Tengah - Padangsidimpuan 37,40  

3. Pal XI - Sipirok 21,18  

4. Padangsidimpuan – Pal XI 12,94  

5. Padangsidimpuan – Batas Mandailing Natal 34,34  

6. Batang Toru – Rianate – Batu Mundom 90,00  

 JALAN PROPINSI 115,97  

1. Pal XI – Aek Godang 16,00  

2. Simpang Tandosan – Simangambat - Sipagimbar 12,47  

3. Sipagimbar – Batas Paluta (Tolang) 30,00  

4. Sipirok – Simpang Tandosan – Batas Tapanuli Utara 38,00  

5. Sipenggeng – Marancar - Sipirok 19,50  

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, 2016 
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b. Jembatan 

Panjang jembatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan 

berdasarkan kondisi pada tahun 2011 – 2015 cenderung bertambah 

dimana pada tahun 2011 dari 1.829 meter menjadi 1.946 meter pada 

tahun 2015, data mengenai panjang jembatan dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 

 

Tabel 2.92. Panjang Jembatan Berdasarkan Kondisi Tahun 2011 – 2015 di 

Kabupaten Tapanuli Selatan 

No 
Kondisi 

Jembatan 

2011 2012 2013 2014 2015 

Panjang 

(m) 

(%) Panjang 

(m) 

(%) Panjang 

(m) 

(%) Panjang 

(m) 

(%) Panjang 

(m) 

(%) 

1. Baik 1.829 100,00 1.829 100,00 1.889 100,00 1.889 100,00 1.946 100,00 

2. Sedang - - - - - - - - - - 

3. Rusak Ringan - - - - - - - - - - 

4. Rusak Berat - - - - - - - - - - 

JUMLAH 1.829 100,00 1.829 100,00 1.889 100,00 1.889 100,00 1.946 100,00 

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, 2016 

 

c. Sumber Daya Air dan Irigasi 

Sumber daya air merupakan salah satu sumber daya alam yang 

sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Potensi sumber daya 

air yang dimiliki Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari air hujan, air 

permukaan, air tanah dan air danau.  

Sumber daya air di manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan akan 

air irigasi untuk pertanian padi sawah. Untuk memenuhi kebutuhan air 

bersih penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan sebagian besar dipasok 

dari sumber mata air yang berada di wilayah Kabupaten Tapanuli 

Selatan. 

Untuk memenuhi kebutuhan air irigasi telah terbangun jaringan 

irigasi di Kabupaten Tapanuli Selatan, baik yang merupakan 

kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 

Kabupaten. Adapun Rasio Jaringan Irigasi yang menjadi Kewenangan 

Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 2.93. Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2011 – 2015 Kabupaten Tapanuli 

Selatan 

No Jaringan Irigasi 
Jaringan Irigasi 

2011 2012 2013  2014 2015 

1. Jaringan Primer (m) 120.382,00  120.382,00  120.382,00  120.382,00  120.382,00  

2. Jaringan Sekunder (m) 54.708,00  54.708,00  54.708,00  54.708,00  54.708,00  

3. Jaringan Tersier (m) 37.478,00  37.478,00  37.478,00  37.478,00  37.478,00  

4. Luas Daerah Irigasi (Ha) 18.484 18.484 18.484 18.484 18.484 

5. Rasio (m/ha)  11,50  11,50  11,50  11,50  11,50 

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan 2016 
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Dari tabel diatas menunjukkan bahwa rasio jaringan irigasi yang 

ada di Kabupaten Tapanuli Selatan secara umum adalah 11,50 m/ha. 

Selanjutnya data rasio jaringan irigasi menurut kecamatan tahun 2015 

dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 2.94. Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Tahun 2015 

No Kecamatan 

Panjang Jaringan Irigasi (m) Total 

Panjang 

Jaringan 

Irigasi (m) 

Luas 

Daerah 

Irigasi 

(Ha) 

Rasio (%) 
Primer Sekunder Tersier 

1. Batang Angkola 1.410 1.000 820 3.230 200 16,15 

2. Sayur Matinggi 3.460 2.330 1.256 7.046 910 7,74 

3. Angkola Timur 22.844 10.431 6.843 40.118 3.800 10,56 

4. Angkola Selatan 3.636 1.800 1.440 6.876 624 11,02 

5. Angkola Barat 6.340 3.190 2.102 11.632 1.057 11,00 

6. Batang Toru 8.247 4.515 3.349 16.111 1.355 11,89 

7. Marancar 10.080 5.140 3.690 18.910 2.155 8,77 

8. Sipirok 38.227 16.825 11.372 66.424 5.165 12,86 

9. Arse 15.768 4.622 2.933 23.323 1.400 16,66 

10. Saipar Dolok Hole 5.600 2.350 1.780 9.730 748 13,01 

11. Aek Bilah 3.940 2.005 1.643 7.588 820 9,25 

12. Muara Batang Toru - - - - - 0,00 

13. Tano Tombangan 

Angkola 

- - - - - 0,00 

14. Angkola Sangkunur 830 500 250 1.580 250 6,32 

JUMLAH 120.382 54.708 37.478 212.568 18.484 11,50 

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, 2016 

 

Dari data tabel diatas terlihat bahwa rasio saluran irigasi tertinggi 

terdapat di Kecamatan Arse adalah 16,66 meter/ha, sedangkan yang 

terendah terdapat di Kecamatan Angkola Sangkunur sebesar 6,32 

meter/ha. Ada dua kecamatan yang belum terdaftar dalam daftar daerah 

irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu 

Kecamatan Muara Batang Toru dan Kecamatan Tantom Angkola. 

 

Tabel 2.95. Kondisi Daerah Irigasi Berdasarkan Kondisi Tahun 2011 – 2015 

No Kondisi Irigasi 

Kondisi Jaringan Irigasi (Ha) 

2011 2012 2013 2014 2015 

Luas 

(Ha) 
% 

Luas 

(Ha) 
% 

Luas 

(Ha) 
% 

Luas 

(Ha) 
% 

Luas 

(Ha) 
% 

1. Baik 5.583 30,20 6.313 34,15 7.100 38,41 9.242 50,00 10.298 55,71 

2. Sedang 2.765 14,96 2.619 14,17 2.462 13,32 2.033 11,00 1.822 9,86 

3. Rusak Ringan 2.950 15,96 2.804 15,17 2.646 14,32 2.218 12,00 2.007 10,86 

4. Rusak Berat 7.186 38,88 6.748 36,51 6.276 33,95 4.991 27,00 4.357 23,57 

Jumlah 18.484 100 18.484 100 18.484 100 18.484 100 18.484 100 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, 2016  
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Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa kondisi daerah irigasi dalam 

keadaan baik mengalami peningkatan dimana pada tahun 2011 masih 

30% naik menjadi 55% pada tahun 2015, kondisi sedang mengalami 

penurunan dari 15% pada tahun 2011 menjadi 10% pada tahun 2015, 

kondisi rusak ringan juga mengalami penurunan dari 16% pada tahun 

2011 menjadi 11% pada tahun 2015 dan kondisi rusak berat juga 

mengalami penurunan dari 39% pada tahun 2011 menjadi 24% pada 

tahun 2015.  

Dari kondisi daerah irigasi yang tertuang dalam tabel diatas 

menunjukkan bahwa daerah irigasi dalam kondisi baik mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian, masih banyaknya 

kondisi jaringan irigasi yang dalam keadaan rusak ringan (10,86%) dan 

rusak berat (23,57%) merupakan masalah tersendiri yang tentunya akan 

berpengaruh terhadap efesiensi dan efektivitas pengelolaan jaringan 

irigasi dan akan berakibat rendahnya produktivitas sawah dibandingkan 

dengan luas lahan sawah yang ada. Panjang dan kondisi daerah irigasi 

berdasarkan kecamatan dan kondisinya dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.96. Jaringan Irigasi Berdasarkan Kondisi Menurut Kecamatan Tahun 

2015 

No Kecamatan 
Kondisi 

Baik (Ha) 

Kondisi 

Sedang 

(Ha) 

Rusak 

Ringan  

(Ha) 

Rusak 

Berat  (Ha) 

Luas DI 

(Ha) 

1. Batang Angkola 110 20 22 48 200 

2. Sayur Matinggi 501 91 100 218 910 

3. Angkola Timur 2090 380 418 912 3.800 

4. Angkola Selatan 343 62 69 150 624 

5. Angkola Barat 581 106 116 254 1.057 

6. Batang Toru 745 136 149 325 1.355 

7. Marancar 1.185 216 237 515 2.155 

8. Sipirok 2.973 490 542 1.161 5.165 

9. Arse 770 140 154 336 1.400 

10. Saipar Dolok Hole 411 75 82 180 748 

11. Aek Bilah 451 82 90 197 820 

12. Muara Batang Toru - - - - - 

13. Tano Tombangan 

Angkola 

- - - - - 

14. Angkola Sangkunur 138 25 28 60 250 

JUMLAH 10.298 1.822 2.007 4.357 18.484 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, 2016 
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Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa daerah irigasi terluas 

terdapat di Kecamatan Sipirok seluas 5.165 ha dan terkecil di 

Kecamatan Batang Angkola seluas 200 ha. Irigasi merupakan 

persyaratan utama dalam pengaturan pembagian dan pembuangan air 

dalam rangka mendukung ketahanan pangan. Kondisi jaringan irigasi 

yang baik akan menunjang swasembada pangan dan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan 

khususnya petani.  

Efisiensi dan efektifitas pengelolaan jaringan irigasi juga tergolong 

rendah, dari 18.484 ha luas rancangan, yang terairi baru hanya 

mencapai 9.244 Ha atau hanya 50%. Kondisi ini tentunya sangat 

merugikan bagi petani khususnya dalam produktivitas lahan sawah yang 

diusahakan. 

Untuk melihat kecukupan air irigasi dalam hubungannya dengan 

kebutuhan pengairan dapat dilihat dari tabel berikut : 

 

Tabel 2.97. Pasok Irigasi Per Area Tahun 2011 – 2015 

No Pasokan Irigasi 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Pasok Irigasi Per Area 

(lt/dtk/ha) 

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

2. Pasok Irigasi Relatif 

(lt/dtk/ha) 

1,10 1,15 1,13 1,00 1,02 

3. Pasok Air Relatif (lt/dtk/ha) 0,46 0,49 0,51 0,51 0,51 

4. Indek Luas Areal (%) 49,60 49,66 49,72 49,85 50,00 

5. Rancangan Luas Areal (Ha) 18.484,00 18.484,00 18.484,00 18.484,00 18.484,00 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, 2016 

 

Tabel 2.98. Efesiensi dan efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan 

Tahun 2011 - 2015 

No Kecamatan 

luas 

Rancangan 

(Ha) 

Luas 

Lahan 

Terairi 

(Ha) 

Kebutuhan 

Air 

Tanaman 

(Ha) 

Pasok Air 

Irigasi 

(l/dtk) 

Pasok Air 

Irigasi 

total 

(l/dtk) 

Total 

pasok 

air (l/dtk) 

PIA 

(l/dtk/Ha) 

PIR 

(l/dtk/Ha) 

PAR 

(l/dtk/Ha) 
IA (%) 

1. Batang Angkola 1.057,00 529,00 1.057,00 1.057,00 1.078,00 539,00 2,00 1,02 0,51 50,00 

2. Sayur Matinggi 820,00 410,00 820,00 820,00 836,00 418,00 2,00 1,02 0,51 50,00 

3. Angkola Timur 624,00 312,00 624,00 624,00 636,00 318,00 2,00 1,02 0,51 50,00 

4. Angkola Selatan 250,00 125,00 250,00 250,00 255,00 128,00 2,00 1,02 0,51 50,00 

5. Angkola Barat 3.800,00 1.900,00 3.800,00 3.800,00 3.876,00 1.938,00 2,00 1,02 0,51 50,00 

6. Batang Toru 1.400,00 700,00 1.400,00 1.400,00 1.428,00 714,00 2,00 1,02 0,51 50,00 

7. Marancar 200,00 100,00 200,00 200,00 204,00 102,00 2,00 1,02 0,51 50,00 
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No Kecamatan 

luas 

Rancangan 

(Ha) 

Luas 

Lahan 

Terairi 

(Ha) 

Kebutuhan 

Air 

Tanaman 

(Ha) 

Pasok Air 

Irigasi 

(l/dtk) 

Pasok Air 

Irigasi 

total 

(l/dtk) 

Total 

pasok 

air (l/dtk) 

PIA 

(l/dtk/Ha) 

PIR 

(l/dtk/Ha) 

PAR 

(l/dtk/Ha) 
IA (%) 

8. Sipirok 1.355,00 678,00 1.355,00 1.355,00 1.382,00 691,00 2,00 1,02 0,51 50,00 

9. Arse 2.155,00 1.078,00 2.155,00 2.155,00 2.198,00 1.099,00 2,00 1,02 0,51 50,00 

10. Saipar Dolok 

Hole 

- - - - - - - - - - 

11. Aek Bilah 910,00 455,00 910,00 910,00 928,00 464,00 2,00 1,02 0,51 50,00 

12. Muara Batang 

Toru 

748,00 374,00 748,00 748,00 763,00 382,00 2,00 1,02 0,51 50,00 

13. Tano 

Tombangan 

Angkola 

5.165,00 2.583,00 5.165,00 5.165,00 5.268,00 2.634,00 2,00 1,02 0,51 50,00 

14. Angkola 

Sangkunur 

- - - - - - - - - - 

JUMLAH 18.484,00 9.244,00 18.484,00 18.484,00 18.852,00 9.427,00 2,00 1,02 0,51 50,00 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, 2016 

 

 

2.3.1.1.3.2. Penataan Ruang 

Indikator penataan ruang dilihat berdasarkan Rasio Ruang Terbuka 

Hijau yang merupakan perbandingan Luas Ruang Terbuka Hijau 

dibandingkan dengan Luas Wilayah ber HPL/HGB, Rasio Rumah ber IMB 

per Satuan Bangunan serta Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya. 

 

a. Rasio Ruang Terbuka Hijau 

Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan atau 

mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat 

tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang 

sengaja ditanam.  

Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan yang 

ditetapkan dengan kriteria : 

 Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 M2. 

 Berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur atau kombinasi dari bentuk 

satu hamparan dan jalur. 

 Didominasi komunitas tumbuhan. 
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Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Tapanuli Selatan belum dapat 

terindetifikasi atau terdata dengan baik. Hal ini disebabkan antara lain 

karena Ruang Terbuka Hijau masih diprioritaskan pada kawasan 

perkotaan sedangkan di Kabupaten Tapanuli Selatan Kabupaten 

Tapanuli relatif belum ada kawasan perkotaan yang memenuhi kriteria 

kawasan perkotaan.  

Disamping itu, sebagian besar atau lebih dari 70% luas wilayah di 

Kabupaten Tapanuli Selatan masih merupakan kawasan berhutan 

sehingga secara faktual wilayah Kabupaten Tapanuli masih merupakan 

ruang terbuka hijau dan merupakan penyangga bagi daerah hilir. 

 

b. Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan 

Rasio Bangunan ber IMB adalah perbandingan jumlah bangunan 

yang ber IMB dibagi dengan jumlah bangunan yang ada. Rasio 

bangunan ber IMB di Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2011-2015 

masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran 

masyarakat dalam mengurus IMB serta masih lemahnya penerapan 

sanksi terhadap bangunan yang tidak ber IMB. Perkembangan rasio 

bangunan ber IMB di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011 s/d 2015 

dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 2.99. Rasio Rumah ber IMB Menurut Kecamatan Tahun 2011-2015 

No Kecamatan 

2011 2012 2013 2014 2015 

Rumah 
ber IMB 

(Unit 

Jlh 
Rumah 
(Unit) 

Rasio 
Rumah 
ber IMB 

(%) 

Rumah 
ber IMB 

(Unit 

Jlh 
Rumah 
(Unit) 

Rasio 
Rumah 
ber IMB 

(%) 

Rumah 
ber IMB 

(Unit 

Jlh 
Rumah 
(Unit) 

Rasio 
Rumah 
ber IMB 

(%) 

Rumah 
ber IMB 

(Unit 

Jlh 
Rumah 
(Unit) 

Rasio 
Rumah 
ber IMB 

(%) 

Rumah 
ber IMB 

(Unit 

Jlh 
Rumah 
(Unit) 

Rasio 
Rumah 
ber IMB 

(%) 

1 Batang Angkola 136 7.737 1,76 151 7.838 1,93 174 7.870 2,21 179 7.893 2,27 204 7.956 2,56 

2 Sayur Matinggi 113 5.603 2,02 126 5.679 2,22 145 5.702 2,54 149 5.718 2,61 170 5.765 2,95 

3 Angkola Timur 84 4.302 1,95 93 4.355 2,14 107 4.370 2,45 110 4.364 2,52 126 4.393 2,87 

4 Angkola Selatan 178 6.070 2,93 199 6.196 3,21 229 6.223 3,68 235 6.256 3,76 268 6.313 4,25 

5 Angkola Barat 121 5.418 2,23 134 5.478 2,45 154 5.496 2,80 159 5.488 2,90 181 5.524 3,28 

6 Batang Toru 242 6.622 3,65 269 6.741 3,99 310 6.797 4,56 318 7.011 4,54 363 7.142 5,08 

7 Marancar 54 2.285 2,36 60 2.309 2,60 69 2.314 2,98 71 2.295 3,09 81 2.306 3,51 

8 Sipirok 172 7.213 2,38 192 7.310 2,63 221 7.329 3,02 227 7.279 3,12 259 7.310 3,54 

9 Arse 49 2.066 2,37 54 2.087 2,59 62 2.091 2,97 64 2.071 3,09 73 2.081 3,51 

10 Saipar Dolok Hole 73 3.034 2,41 82 3.070 2,67 94 3.077 3,05 96 3.051 3,15 110 3.064 3,59 

11 Aek Bilah 37 1.562 2,37 41 1.577 2,60 47 1.580 2,97 48 1.565 3,07 55 1.573 3,50 

12 Muara Batang Toru 75 2.560 2,93 84 2.592 3,24 96 2.601 3,69 99 2.601 3,81 113 2.622 4,31 

13 Tantom Angkola 84 3.555 2,36 93 3.592 2,59 107 3.601 2,97 110 3.579 3,07 126 3.597 3,50 

14 Angkola Sangkunur 93 3.893 2,39 104 3.961 2,63 119 3.977 2,99 123 3.991 3,08 140 4.026 3,48 

JUMLAH  1.511  61.920 2,44 1.682 62.785 2,68 1.934 63.028 3,07 1.988 63.162 3,15 2.269 63.672 3,56 

Sumber : Dinas Penataan Ruang dan Permukiman kabupaten Tapanuli Selatan, 2016 
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2.3.1.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

a. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Tahun 2011 dan 2015 

Rumah Ibadah di Kabupaten Tapanuli Selatan cenderung 

bertambah dari tahun ke tahun. Sementara jumlah pemeluk agama 

mengalami perkembangan yang fluktuatif. Rasio tempat ibadah 

persatuan penduduk adalah perbandingan jumlah rumah ibadah dengan 

jumlah pemeluk agama yang menggunakan rumah ibadah tersebut yang 

dihitung per 1000 penduduk pemeluk agama. Rasio Rumah Ibadah 

Persatuan penduduk di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah 

sebagaimana pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.100. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (per 1000 penduduk) 

Tahun 2015 

No. Uraian 
2015 

Jumlah  (Unit) Jumlah Pemeluk Rasio 

1. Mesjid 551 236.457 2,33 

2. Gereja 234 64.052 3,65 

3. Pura - 18 - 

4. Vihara - 9 - 

5. Klenteng - - - 

6. Lain-Lain - - - 

Jumlah 785 300.536 2,61 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Badan Pusat Statisti 

 

b. Persentase Rumah Tangga ber Sanitasi 

Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai 

akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut: 

 Fasilitas Air bersih 

 Pembuangan Tinja 

 Pembuangan air limbah (air bekas) 

 Pembuangan sampah 

Persentase jumlah rumah tinggal bersanitasi pada tahun 2011 

adalah 20,55% untuk tahun 2012 sebesar 20,49% tahun 2013 sebesar 

23,74%, tahun 2014 sebesar 29,68% dan tahun 2015 sebesar 31,08%.  

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata persentase 

jumlah rumah tinggal bersanitasi masih relatif rendah akan tetapi 

cenderung mengalami peningkatan sebesar 2,63% per tahun. 

Pembangunan Sanitasi di Kabupaten Tapanuli Selatan perlu dipacu 

lebih cepat lagi guna mencapai universal accses dimana target tahun 

2019 capaian sanitasi harus mencapai 100%. 



 

Bab II – GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II- 121 
 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

Tabel 2.101. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2011 - 2015 

Kabupaten Tapanuli Selatan 

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jumlah rumah tinggal 

berakses sanitasi 
12.725 12.865 14.965 18.745 19.788 

2. Jumlah rumah tinggal 61.920 62.785 63.028 63.162 63.672 

3. Persentase 20,55 20,49 23,74 29,68 31,08 

Sumber : Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Kabupaten Tapanuli Selatan , 2015 

 

Sementara rasio rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Tapanuli 

Selatan dari tahun 2011 s/d 2015 dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.102. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Menurut Kecamatan Tahun 2011 – 

2015 

No. Kecamatan 

2011 2012 2013 2014 2015 

Jlh RT 

RT  

Bersa-

nitasi 

% Jlh RT 

RT  

Bersa-

nitasi 

% Jlh RT 

RT  

Bersa-

nitasi 

% Jlh RT 

RT  

Bersa-

nitasi 

% Jlh RT 

RT  

Bersa-

nitasi 

% 

1 Batang Angkola 7.737 1.679 21,70 7.838 1.698 21,66 7.870 1.975 25,10 7.893 2.474 31,34 7.956 2.613 32,84 

2 Sayur Matinggi 5.603 1.174 20,95 5.679 1.186 20,88 5.702 1.380 24,20 5.718 1.728 30,22 5.765 1.825 31,66 

3 Angkola Timur 4.302 829 19,27 4.355 839 19,27 4.370 975 22,31 4.364 1.222 28,00 4.393 1.285 29,25 

4 Angkola Selatan 6.070 1.212 19,97 6.196 1.226 19,79 6.223 1.426 22,91 6.256 1.786 28,55 6.313 1.881 29,80 

5 Angkola Barat 5.418 1.289 23,79 5.478 1.304 23,80 5.496 1.516 27,58 5.488 1.900 34,62 5.524 2.006 36,31 

6 Batang Toru 6.622 1.637 24,72 6.741 1.655 24,55 6.797 1.925 28,32 7.011 2.410 34,37 7.142 2.563 35,89 

7 Marancar 2.285 455 19,91 2.309 459 19,88 2.314 533 23,03 2.295 668 29,11 2.306 705 30,57 

8 Sipirok 7.213 1.613 22,36 7.310 1.631 22,31 7.329 1.897 25,88 7.279 2.377 32,66 7.310 2.502 34,23 

9 Arse 2.066 346 16,75 2.087 349 16,72 2.091 409 19,56 2.071 509 24,58 2.081 537 25,80 

10 Saipar Dolok 

Hole 

3.034 509 16,78 3.070 515 16,78 3.077 599 19,47 3.051 751 24,61 3.064 791 25,82 

11 Aek Bilah 1.562 245 15,69 1.577 247 15,66 1.580 288 18,23 1.565 361 23,07 1.573 381 24,22 

12 Muara Batang 

Toru 

2.560 397 15,51 2.592 402 15,51 2.601 467 17,95 2.601 585 22,49 2.622 618 23,57 

13 Tantom Angkola 3.555 557 15,67 3.592 563 15,67 3.601 655 18,19 3.579 821 22,94 3.597 866 24,08 

14 Angkola 

Sangkunur 

3.893 783 20,11 3.961 791 19,97 3.977 920 23,13 3.991 1.153 28,89 4.026 1.215 30,18 

Jumlah 61.920 12.725 20,55 62.785 12.865 20,49 63.028 14.965 23,74 63.162 18.745 29,68 63.672 19.788 31,08 

Sumber : Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Kabupaten Tapanuli Selatan , 2015 
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c. Jumlah Penduduk Berakses Air Minum 

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di Bidang 

Perumahan dan Permukiman adalah tersedianya akses air minum yang 

terjangkau bagi masyarakat, dimana indikator ini juga merupakan bagian 

dari target universal akses yaitu tersedianya akses air minum yang 

terjangkau bagi masyarakat 100% tahun 2019. di Kabupaten Tapanuli 

Selatan capaian di bidang air minum ini masih relatif masih kurang 

dimana pada tahun 2015 baru mencapai 63,46%, sebagaimana tertera 

pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 2.103. Proporsi Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum 

Tahun 2011 s/d 2015 

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jumlah Penduduk yang 

mendapat akses air minum 

(Jiwa) 

156.441 159.741 164.241 169.641 174.590 

2. Jumlah Penduduk (Jiwa) 266.282 268.095 268.824 273.132 275.098 

3. Persentase 58,75 59,58 61,10 62,11 63,46 

Sumber : Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Kabupaten Tapanuli Selatan , 2015 

 

Sementara itu jumlah penduduk yang berakses air minum 

berdasarkan kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.104. Persentase Penduduk Berakses Air Minum Menurut Kecamatan Tahun 2011 – 

2015 

No. Kecamatan 

2011 2012 2013 2014 2015 

Pddk 

Pdddk 

Berak-

ses Air 

Minum  

% 
Pddk 

Pdddk 

Berak-

ses Air 

Minum  

% 
Pddk 

Pdddk 

Berak-

ses Air 

Minum  

% 
Pddk 

Pdddk 

Berak-

ses Air 

Minum  

% 
Pddk 

Pdddk 

Berak-

ses Air 

Minum  
% 

Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa 

1 Batang Angkola 32.395 20.792 64,18 32.666 21.230 64,99 32.759 21.829 66,64 33.301 22.546 67,70 33.547 23.204  69,17  

2 Sayur Matinggi 23.459 14.292 60,92 23.659 14.594 61,68 23.727 15.005 63,24 24.120 15.498 64,25 24.300 15.950  65,64  

3 Angkola Timur 18.696 10.218 54,65 18.801 10.433 55,49 18.843 10.726 56,92 19.075 11.079 58,08 19.183 11.403  59,44  

4 Angkola Selatan 27.101 14.586 53,82 27.177 14.894 54,80 27.259 15.313 56,18 27.777 15.817 56,94 28.011 16.278  58,11  

5 Angkola Barat 24.210 16.150 66,71 24.414 16.491 67,55 24.468 16.956 69,30 24.771 17.513 70,70 24.915 18.024  72,34  

6 Batang Toru 28.983 19.808 68,34 29.517 20.226 68,52 29.721 20.796 69,97 31.077 21.479 69,12 31.639 22.106  69,87  

7 Marancar 9.403 5.382 57,24 9.446 5.495 58,17 9.457 5.650 59,74 9.506 5.836 61,39 9.535 6.006  62,99  

8 Sipirok 30.722 19.421 63,22 30.775 19.831 64,44 30.819 20.389 66,16 31.028 21.060 67,87 31.142 21.674  69,60  

9 Arse 7.919 4.205 53,10 7.946 4.294 54,04 7.954 4.414 55,49 7.989 4.560 57,08 8.012 4.693  58,57  

10 Saipar Dolok Hole 12.754 6.034 47,31 12.802 6.161 48,13 12.816 6.335 49,43 12.880 6.543 50,80 12.919 6.734  52,12  

11 Aek Bilah 6.423 3.010 46,86 6.450 3.073 47,64 6.456 3.160 48,95 6.485 3.264 50,33 6.501 3.359  51,67  

12 Muara Batang Toru 11.492 5.205 45,29 11.571 5.315 45,93 11.599 5.465 47,12 11.755 5.644 48,01 11.829 5.809  49,11  

13 Tantom Angkola 14.480 6.963 48,09 14.556 7.110 48,85 14.577 7.310 50,15 14.683 7.551 51,43 14.738 7.771  52,73  

14 Angkola Sangkunur 18.245 10.375 56,86 18.315 10.594 57,84 18.369 10.893 59,30 18.685 11.251 60,21 18.827 11.579  61,50  

Jumlah 266.282 156.441 58,75 268.095 159.741 59,58 268.824 164.241 61,10 273.132 169.641 62,11 275.098 174.590 63,46 

Sumber : Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Kabupaten Tapanuli Selatan , 2015 
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d. Tempat Pemakaman Umum (TPU) 

Rasio tempat pemakaman Umum (TPU) per satuan penduduk 

adalah jumlah daya tampung tempat pemakaman umum per satuan 

jumlah penduduk. 

Rasio Daya Tampung TPU terhadap Jumlah penduduk di 

Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun 2011 sampai dengan 2015 

sudah dapat memenuhi kebutuhan akan TPU. sebagaimana dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.105. Rasio Tempat Pemakaman Umum Terhadap Jumlah Penduduk 

Tahun 2011 - 2015 

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jumlah TPU 321 321 321 321 321 

2. Daya Tampung TPU (Jiwa) 451.667 485.832 507.004 522.581 535.000 

3. Jumlah Penduduk (Jiwa) 266.282 268.095 268.824 273.125 275.098 

4. Rasio TPU persatuan 

Penduduk (per 1000 penduduk) 

1,70 1,81 1,89 1,91 1,94 

Sumber : Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Kabupaten Tapanuli Selatan , 2015 

 

Sedangkan rasio Tempat Pemakaman Umum per satuan 

penduduk Menurut Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.106. Rasio Tempat Pemakaman Umum Terhadap Jumlah Penduduk 

Menurut Kecamatan Tahun 2015 

No. Kecamatan 

TPU 

Jlh Pddk 

(Jiwa) 
Jumlah TPU 

Daya 

Tampung 
Rasio 

1 Batang Angkola 33.547 44 73.334 2,19 

2 Sayur Matinggi 24.300 25 41.667 1,71 

3 Angkola Timur 19.183 20 33.333 1,74 

4 Angkola Selatan 28.011 22 36.667 1,31 

5 Angkola Barat 24.915 20 33.333 1,34 

6 Batang Toru 31.639 27 45.000 1,42 

7 Marancar 9.535 15 25.000 2,62 

8 Sipirok 31.142 48 80.000 2,57 

9 Arse 8.012 14 23.333 2,91 

10 Saipar Dolok Hole 12.919 20 33.333 2,58 

11 Aek Bilah 6.501 16 26.667 4,10 

12 Muara Batang Toru 11.829 14 23.333 1,97 

13 Tantom Angkola 14.738 21 35.000 2,37 

14 Angkola Sangkunur 18.827 15 25.000 1,33 

Jumlah 275.098 321 535.000 1,94 

Sumber : Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Kabupaten Tapanuli Selatan 
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e. Rasio Rumah Layak Huni 

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak 

huni dengan jumlah rumah. Perkembangan rumah layak huni di 

Kabupaten Tapanuli Selatan relatif masih rendah. Pada tahun 2011 

rumah layak huni di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebesar 46.201 

rumah atau 74,61% dan pada tahun 2015 sebesar 49.510 rumah atau 

77,46% atau kalau dirata-ratakan perkembangannya sebesar 0,79% 

pertahun. Hal ini juga disebabkan peningkatan rumah layak huni juga 

diriingi dengan berkembangnya rumah-rumah baru yang juga tergolong 

rumah tidak layak huni.  

Perkembangan rumah layak huni di Kabupaten Tapanuli Selatan 

dari tahun 2011 s/d 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 2.107. Rasio Rumah Layak Huni terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2011- 

2015 Kabupaten Tapanuli Selatan 

No. uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jumlah Rumah Layak Huni (Unit) 46.201 48.131 47.720 48.188 49.510 

2. Jumlah Rumah (Rumah) 61.920 62.785 63.028 63.162 63.672 

3. Rasio Jumlah rumah layak huni 

terhadap jumlah rumah (%) 

74,61 76,66 75,71 76,29 77,76 

Sumber : Dinas Penataan Ruang & Permukiman 

 

Sedangkan rasio jumlah rumah layak huni terhadap jumlah rumah 

Per Kecamatan untuk Tahun 2015 di Kabupaten Tapanuli Selatan 

tergambar pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.108. Rasio Rumah Layak Huni terhadap Jumlah Rumah per Kecamatan 

Tahun 2015 Kabupaten Tapanuli Selatan 

No. Kecamatan 

TPU 

Jumlah 

Rumah 

Layak Huni 

Jumlah 

Rumah 

Rasio Rumah 

Layak Huni 

1 Batang Angkola 6.522 7.956 81,98 

2 Sayur Matinggi 4.631 5.765 80,33 

3 Angkola Timur 3.484 4.393 79,31 

4 Angkola Selatan 4.343 6.313 68,79 

5 Angkola Barat 4.468 5.524 80,88 

6 Batang Toru 6.342 7.142 88,80 

7 Marancar 1.747 2.306 75,76 

8 Sipirok 6.074 7.310 83,09 
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No. Kecamatan 

TPU 

Jumlah 

Rumah 

Layak Huni 

Jumlah 

Rumah 

Rasio Rumah 

Layak Huni 

9 Arse 1.763 2.081 84,72 

10 Saipar Dolok Hole 2.036 3.064 66,45 

11 Aek Bilah 1.063 1.573 67,58 

12 Muara Batang Toru 1.677 2.622 63,96 

13 Tantom Angkola 2.686 3.597 74,67 

14 Angkola Sangkunur 2.674 4.026 66,42 

Jumlah 49.510 63.672 77,76 
Sumber : Dinas Penataan Ruang & Permukiman, 2016 

 

 

2.3.1.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 

a. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk  

Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang 

melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan 

menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan 

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Jumlah polisi pamong 

praja dihitung dari jumlah aparatur pada satuan polisi pamong praja 

yang ditetapkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. Jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten 

Tapanuli Selatan dalam lima tahun terakhir terus mengalami 

peningkatan, dari 66 orang pada tahun 2011 meningkat menjadi 116 

orang pada tahun 2015. 

Data mengenai rasio jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2011 – 

2015 sebagaimana terdapat pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.109. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2011 - 2015 

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 
1. Jumlah polisi pamong praja 66 59 46 99 116 
2. Jumlah penduduk 266.282 268.095 268.824 273.132 275.098 
3. Rasio jumlah polisi pamong praja 

per 10.000 penduduk 

2,48 2,20 1,71 3,62 4,22 

Sumber : Kantor Kesbang dan Satpol PP Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 

 

Data tabel diatas menunjukkan perkembangan rasio jumlah polisi 

pamong praja di Kabupaten Tapanuli Selatan mengalami peningkatan 

dari 2 orang Polisi Pamong Praja untuk setiap 10.000 penduduk pada 

Tahun 2011 menjadi 4 orang untuk setiap 10.000 penduduk pada Tahun 

2015. Namun kondisi ini perlu terus ditingkatkan dalam rangka 

meningkatkan penertiban dan penegakan hukum di Kabupaten Tapanuli 

Selatan. 
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b. Rasio Jumlah Linmas  

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan 

yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban 

masyarakat secara luas. Rasio jumlah Linmas menggambarkan 

kapasitas partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan 

ketertiban masyarakat guna terciptanya kondisi lingkungan yang 

kondusif. Rasio jumlah linmas adalah perbandingan jumlah petugas per 

10.000 penduduk. Linmas adalah sebagaimana pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.110. Rasio Jumlah Limnas Per Satuan Penduduk Tahun 2011 - 2015 

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jumlah Polisi Linmas  780   866   896   2.999   3.000  

2. Jumlah Penduduk 266.282 268.095 268.824 273.132 275.098 

3. Rasio Linmas per 10.000 Penduduk 29,31 32,30 33,33 109,80 109,05 

Sumber : Kantor Kesbang dan Satpol PP Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 

 

c. Rasio Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan 

Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan adalah 

perbandingan jumlah pos siskamling selama 1 (satu) tahun dengan 

jumlah desa/kelurahan. Rasio ini bertujuan untuk menggambarkan 

ketersediaan pos siskamling di setiap desa/kelurahan. Rasio jumlah pos 

siskamling menggambarkan ketersediaan pos siskamling di setiap 

desa/kelurahan. Semakin besar rasio jumlah pos siskamling akan 

semakin besar ketersediaan kapasitas pemda dalam memberdayakan 

masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman 

dan ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan. 

Perkembangan rasio pos siskamling per jumlah desa kelurahan di 

Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2011-2015 adalah sebagaimana 

tabel berikut : 

 

Tabel 2.111. Rasio Pos Siskamling per Jumlah Desa Kelurahan Tahun 2011 - 2015 

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jumlaah Pos Sskamling (Unit) 129 129 129 129 129 

2. Jumlah Desa/Kelurahan 248 248 248 248 248 

3. Rasio Pos Siskamling 52,02 52,02 52,02 52,02 52,02 

Sumber : Kantor Kesbang dan Satpol PP Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 
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d. Penegakan PERDA 

Operasi Penegakan Peraturan Daerah, telah dilaksanakan 2 (dua) 

kali dalam seminggu, atau sebanyak 96 kali dalam setahun, dengan 

kegiatan Operasi Penertiban Pelanggaran, baik yang dilaksanakan 

secara mandiri ataupun secara gabungan dengan Dinas/Instansi terkait 

dan Aparat Penegak Hukum lainnya, dengan 5 (lima) target pokok 

pelanggaran terhadap : 

1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 

Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka System Informasi 

Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten Tapanuli Selatan. 

2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Kebersihan dan 

Ketertiban Umum di Kabupaten Tapanuli Selatan 

3. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. 

4. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah. 

 

Dari hasil operasi, telah dilaksanakan pemeriksaaan lebih lanjut 

oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan kegiatan Pemeriksaan, Penyidikan 

dan Pemberkasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) terhadap para 

pelanggar Perda yang terjaring dalam kegiatan Operasi Penertiban 

Penegakan Perda, baik yang dilaksanakan oleh Anggota Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan maupun oleh Dinas/Instansi 

terkait dan aparat penegak hukum lainnya.  
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2.3.1.1.6. Sosial 

a. Sarana Sosial. 

Sarana sosial yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah 

panti asuhan anak dan panti sosial tresna werda/panti jompo. Panti 

asuhan tersebut seluruhnya dimiliki oleh pihak yayasan Sejak tahun 

2011-2015 jumlah panti asuhan di kabupaten Tapanuli Selatan dari 

tahun 2011-2016 belum ada perubahan yakni sebanyak 4 panti asuhan 

anak dan 4 panti asuhan jompo, seperti yang disajikan dalam tabel 

berikut : 

 

Tabel 2.112. Perkembangan Jumlah Panti Asuhan di Kabupaten Tapanuli Selatan 

Tahun 2011-2015 
 

No. Uraian 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jumlah Panti Asuhan 4 4 4 4 4 

2. Panti Asuhan Anak - - - - - 

3. Panti Sosial Bina Netra - - - - - 

4. Panti Sosial Bina Grahita 4 4 4 4 4 

5. Sosial Tresna Werda/ Panti Jompo 4 4 4 4 4 
Sumber : Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial, 2015 

 

b. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. 

Jumlah PMKS di Kabupaten Tapanuli Selatan yang mendapatkan 

penanganan dengan memperoleh bantuan sosial selama lima tahun 

terakhir mengalami peningkatan secara terus menerus, meskipun masih 

banyak yang belum menerima bantuan sosial. Hal ini disebabkan karena 

keterbatasan anggaran sehingga belum sepenuhnya bisa tertangani. 

Data PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Tapanuli 

Selatan Tahun 2011–2015 dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.113. PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Tahun 2011-2015 
 

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Jumlah PMKS yang diberikan 

bantuan (jiwa) 

19.801 20.145 23.143 23.531 27.112 

2 Jumlah PMKS yang seharusnya 

menerima bantuan (jiwa) 

31.894 33.770 32.380 31.894 29.370 

3 Persentase PMKS yang 

Memperoleh bantuan sosial (%) 

 85,36   65,70   74,06   76,41  92,31 

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial, 2015 
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2.3.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan 

Dasar 

2.3.1.2.1. Tenaga Kerja 

a. Jumlah Angkatan Kerja (Labour Force) 

Jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan dari tahun ke 

tahun terus meningkat, tetapi jumlah angkatan fluktuatif walaupun 

cenderung meningkat. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebagian 

besar dapat terserap dalam lapangan kerja yang ada dengan rata-rata 

95%. Walaupun jumlah penduduk yang bekerja cenderung meningkat, 

jumlah pengangguran juga cenderung meningkat. Hal ini disebabkan 

pertambahan jumlah penduduk yang bekerja belum dapat mengimbangi 

peningkatan jumlah angkatan kerja. Data mengenai penduduk usia 15 

tahun ke atas yang dirinci menurut angkatan kerja dan bukan angkatan 

kerja serta jenis kelamin tahun 2011-2015 di Kabupaten Tapanuli 

Selatan sebagaimana tergambar pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.114. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan 

Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2015 – 2015 

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Angkatan Kerja (Jiwa) 127.656 132.946 146.395 132.893 135.937 

 a. Bekerja (Jiwa) 122.318 127.842 138.749 122.796 127.892 

 b. Pengangguran (Jiwa) 5.338 5.104 7.646 10.096 8.045 

2 Bukan Angkatan Kerja 

(Jiwa) 41.268 38.332 25.447 41.484 40.880 

 a. Sekolah (Jiwa) 13.446 13.000 5.172 17.507 19.008 

 b. Mengurus RT (Jiwa) 20.676 23.962 15.774 16.025 16.338 

 c. Lainnya (Jiwa) 7.145 1.370 4.502 7.952 5.534 

 Jumlah penduduk usia kerja 168.924 171.278 71.842 174.377 176.817 

Sumber : BPS dan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial 

 

b. Produktifitas Kerja 

Yang dimaksud dengan produktivitas kerja adalah perbandingan 

antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang 

digunakan. Konsep produktivitas dikembangkan untuk mengukur 

besarnya kemampuan menghasilkan nilai tambah atas komponen 

masukan yang digunakan. Secara praktis, produktivitas pekerja dapat 

diukur menggunakan data nilai tambah suatu daerah, yaitu PDRB 

dengan jumlah pekerja. Rasio dari kedua data tersebut menunjukkan 

produktivitas tenaga kerja. 

Produktivitas kerja Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2011-2015 

dapat ditunjukkan pada tabel berikut : 
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Tabel 2.115. Produktivitas Kerja Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011-2015 

No Uraian 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

1. PDRB (Rp. Juta) 5.637.988 6.150.494 7.222.612 7.542.783 7.921.238 

2. c. Jumlah Tenaga Kerja 

(Jiwa) 

201.229 235.548 234.898 192.340 198.978 

3. d. Prouktivitas Kerja (1/2) 

(Rp. Juta/Jiwa) 

 28,02   26,11   30,75   39,22   39,81  

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015 

 

c. Pencari Kerja Yang Ditempatkan 

Pencari kerja yang ditempatkan adalah perbandingan antara 

jumlah pencari kerja yang mendaftar dibagi dengan jumlah pencari kerja 

yang mendaftar dikali 100%. Angka ini dapat menggambarkan sebesara 

besar kemampuan suatu daerah untuk dapat mengatasi masalah 

ketenagakerjaan di daerah yang bersangkutan. Jumlah pencari kerja 

yang ditempatkan di Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2011-2015 

dapat digambarkan pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.116. Pencari Kerja Yang Ditempatkan Tahun 2011-2015 

No Uraian 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jumlah Pencari Kerja 

Yang Ditempatkan (Jiwa) 

    363      345      773      342      342  

2. e. Jumlah Pencari Kerja 

Yang Mendaftar (Jiwa) 

293 100 6 88 104 

3. f. Persentase Pencari Kerja 

Yang Ditempatkan (%) 

80,72 28,99 0,78 25,73 30,41 

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial, 2015 

 

d. Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 

Jumlah penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dapat 

menunjukkan sektor-sektor mana yang merupakan unggulan suatu 

daerah dalam menghasilkan PDRB. Dari pengelompokan ini juga dapat 

dilihat keenderungan suatu daerah untuk mengembangkan potensinya 

di masa-masa yang akan datang. Sebagian besar (68,39%) penduduk 

Kabupaten Tapanuli Selatan bekerja pada sektor pertanian, disusul 

kemudian sektor jasa-jasa sebesar 24,49% dan sektor manufaktur 

sebesar 7,12%. 

Bila dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja sektor pertanian 

sebesar 68,39% sedangkan nilai PDRB sektor pertanian hanya sebesar 

45,94% dapat terlihat adanya ketimpangan antara jumlah tenaga kerja 

dengan produk yang dihasilkan. Kondisi ini memerlukan perhatian yang 

lebih serius terutama untuk meningkatkan nilai tambah produk-produk 

pertanian agar ketimpangan yang terjadi dapat diperkecil dan minat 

masyarakat untuk bekerja pada sektor pertanian dapat lebih meningkat.  
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e. Tingkat Pengangguran Terbuka 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang 

penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. 

Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah 

penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat 

pengangguran terbuka Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2011 

adalah 4,18% dan naik pada tahun 2015 sebesar 5,91% sebagaimana 

terlihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.117. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2011 – 2015 
 

No Uraian 2011 2012 2013  2014 2015 

1 Jumlah yang menganggur (%) 4,01 2,36 4,27 5,79 4,55 

2 Jumlah Angkatan Kerja (%) 95,99 97,64 95,73 76,21 76,88 

3 Tingkat Pengangguran Terbuka 

(%) 

4,18 2,42 4,46 7,60 5,91 

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015 

 

Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka bila dirinci menurut 

kecamatan Tahun 2011 - 2015 adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 2.118. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kecamatan Tahun 2015 

No. Kecamatan 
Jumlah Angkatan 

Kerja (Jiwa) 

Angkatan Kerja yang 

Bekerja (Jiwa) 

Pengangguran 

(Jiwa) 

1 Batang Angkola 25.791 24.265 1.526 

2 Sayur Matinggi 18.682 17.576 1.106 

3 Angkola Timur 14.748 13.875 873 

4 Angkola Selatan 21.535 20.260 1.275 

5 Angkola Barat 19.155 18.021 1.134 

6 Batang Toru 24.324 22.884 1.440 

7 Marancar 7.331 6.897 434 

8 Sipirok 23.942 22.525 1.417 

9 Arse 6.160 5.795 365 

10 Saipar Dolok Hole 9.932 9.344 588 

11 Aek Bilah 4.998 4.702 296 

12 Muara Batang Toru 9.094 8.556 538 

13 Tantom Angkola 11.331 10.660 671 

14 Angkola Sangkunur 14.474 13.618 857 

JUMLAH 211.497 198.978 12.520 
Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015 
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2.3.1.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

a. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah  

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah 

proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap 

seluruh pekerja perempuan. Dari tabel berikut diketahui bahwa dari 

4.283 orang pekerja perempuan sebanyak 2.466 (57,57%) orang 

pekerja perempuan bekerja di lembaga pemerintah, data persentase 

pekerja perempuan di lembaga pemerintah sebagaimana terdapat pada 

tabel berikut : 

 

Tabel 2.119. Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah Kab. Tapanuli 

Selatan Tahun 2015 

No Kecamatan 

Jumlah Pekerja 

Perempuan di 

Lembaga 

Pemerintah  

Jumlah Pekerja 

Perempuan 

Persentase 

Pekerja 

Perempuan di 

Lembaga 

Pemerintah 

1 Batang Angkola 415 422 98,34 

2 Sayur Matinggi 181 203 89,16 

3 Angkola Timur 249 475 52,42 

4 Angkola Selatan 143 455 31,42 

5 Angkola Barat 264 264 100 

6 Batang Toru 290 962 30,14 

7 Marancar 124 137 90,51 

8 Sipirok 285 315 90,47 

9 Arse 126 126 100 

10 Saipar Dolok Hole 119 119 100 

11 Aek Bilah 26 56 46,42 

12 Muara Batang Toru 54 498 10,84 

13 Tano Tombangan Angkola 130 130 100 

14 Angkola Sangkunur 60 121 49,58 

Jumlah 2.466 4.283 57,57 

Sumber : Badan KB,PP,PA Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 

 

b. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta 

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah 

proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga swasta/non PNS 

terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Dari tabel berikut diketahui 

bahwa dari 4.283 jiwa pekerja perempuan hanya 1.110 orang saja yang 

pekerja di lembaga swasta. Penyerapan tenaga kerja perempuan lebih 

menonjol pada usaha perkebunan dan pertambangan. Hal yang 

menonjol dalam pengarusutamaan gender utamanya terjadi di 

Perusahaan Tambang PT. AR dimana sopir alat berat sarana angkutan 

semuanya menggunakan tenaga perempuan. 
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Tabel 2.120. Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta Tahun 2015 

Menurut Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan 

No Kecamatan 

Jumlah Pekerja 

Perempuan di 

Lembaga 

Swasta 

Jumlah 

Pekerja 

Perempuan 

Persentase Pekerja 

Perempuan di 

Lembaga Swasta 

1 Batang Angkola 7 422 1,65 

2 Sayur Matinggi 22 203 10,83 

3 Angkola Timur 26 475 5,47 

4 Angkola Selatan 257 455 56,48 

5 Angkola Barat - 264 - 

6 Batang Toru 471 962 48,96 

7 Marancar 13 137 9,48 

8 Sipirok 30 315 9,52 

9 Arse - 126 - 

10 Saipar Dolok Hole - 119 - 

11 Aek Bilah - 56 - 

12 Muara Batang Toru 284 498 57,02 

13 Tano Tombangan Angkola - 130 - 

14 Angkola Sangkunur - 121 - 

 Jumlah 1.110 4.283 25,91 

Sumber : Badan KB, PP & PA 

 

c. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama 

perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan 

secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga, 

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau 

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. 

 

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sangat memperhatikan 

perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Kegiatan 

supervisi dilaksanakan secara terpadu antara BKBPP (Badan Keluarga 

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) 

Kabupaten Tapanuli Selatan, Kejaksaan, Polres, Tim Penggerak PKK 

Kabupaten dan LSM Sahabat Perempuan. Jumlah KDRT terlaporkan 

dan kegiatan supervisi penanganan korban kekerasan dan penanganan 

korban KDRT yang melapor tersebut disajikan dalam tabel-tabel berikut: 

 

Tabel 2.121. Rasio KDRT Tahun 2011 di 2015 di Kabupaten Tapanuli Selatan 

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Jumlah KDRT - 4 9 3 18 

2 Jumlah Rumah Tangga 61.920 62.785 63.028 63.162 63.170 

3 Rasio KDRT - 0,01 0,01 0,004 0,03 

Sumber : Badan KB, PP & PA, 2015 



 

Bab II – GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II- 134 
 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

Tabel 2.122. Rasio KDRT Tahun 2015 Menurut Kecamatan di Kabupaten 

Tapanuli Selatan 

No Kecamatan Jumlah KDRT 
Jumlah Rumah 

Tanga 
Rasio KDRT 

1 Batang Angkola 3 7.923 0,03 

2 Sayur Matinggi 0 4.739 0,00 

3 Angkola Timur 1 4.624 0,02 

4 Angkola Selatan 3 6.809 0,04 

5 Angkola Barat 3 5.548 0,05 

6 Batang Toru 0 6.557 0,00 

7 Marancar 1 2.240 0,04 

8 Sipirok 3 7.487 0,04 

10 Saipar Dolok Hole 0 3.178 0,00 

11 Aek Bilah 0 1.908 0,00 

12 Muara Batang Toru 2 3.106 0,06 

13 Tano Tombangan Angkola 0 3.556 0,00 

14 Angkola Sangkunur 2 3.443 0,05 

 Jumlah 18 63.170 0,03 
Sumber : Badan KB, PP & PA, 2015 

 

d. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 

Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan Anak di Kabupaten 

Tapanuli Selatan pada tahun 2015 terdapat sebanyak 43 kasus yang 

telah diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan 

sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini : 

 

Tabel 2.123. Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2015 di 

Kabupaten Tapanuli Selatan 

No Jenis Kekerasan Jumlah Kekerasan 

1 KDRT 16 

2 Kejahatan Seksual 24 

3 Kekerasan Fisik 1 

4 Melarikan Anak 1 

5 Sodomi 1 

Total 43 

Sumber : Badan KB, PP & PA, 2015 

 

Tabel 2.124. Persentase Tenaga Kerja Dibawah Umur Per Kecamatan Tahun 

2015 

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 
1 Pekerja anak usia 5-14 

Tahun 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Jumlah pekerja usia 5 tahun 

keatas 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Persentase jumlah tenaga 

kerja dibawah umur 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sumber : Badan KB, PP & PA, 2015 
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Tabel 2.125. Penyelesaian Kasus Pengaduan Perlindungan Perempuan Dari 

Tindakan Kekerasan 

No Kecamatan 
JUMLAH KASUS Persentase 

Tertangani 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Batang Angkola - 1 - - 3 100,00 

2 Sayur Matinggi - 1 2 -  100,00 

3 Angkola Timur - - - 1 1 100,00 

4 Angkola Selatan - - - - 3 100,00 

5 Angkola Barat -  1  3 100,00 

6 Batang Toru - 1 - 1  100,00 

7 Marancar - - - - 1 100,00 

8 Sipirok - - - - 1 100,00 

9. Arse 1 - - -  100,00 

10 Saipar Dolok Hole - - 1 - - 100,00 

11 Aek Bilah - - 1 - - 100,00 

12 Muara Batang Toru - 1  1 2 100,00 

13 Tano Tombangan Angkola - - 1   100,00 

14 Angkola Sangkunur - - - - 2 100,00 

 Jumlah 1 4 6 3 16 100,00 

Sumber : Badan KB, PP & PA, 2015 

 

Tabel 2.126. Penyelesaian Kasus Pengaduan Perlindungan Anak Dari Tindakan 

Kekerasan 

No Kecamatan 
JUMLAH KASUS Persentase 

Tertangani 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Batang Angkola 1  2 2 4 100,00 

2 Sayur Matinggi 1 1 2 3 3 100,00 

3 Angkola Timur - - 3 3 - 100,00 

4 Angkola Selatan - 2 1 2 6 100,00 

5 Angkola Barat 2 - - 3 2 100,00 

6 Batang Toru 3  3 6 - 100,00 

7 Marancar - 3 1 5 - 100,00 

8 Sipirok - 1 2 1 4 100,00 

9. Arse - - 1 2 - 100,00 

10 Saipar Dolok Hole 1 - - 1 - 100,00 

11 Aek Bilah 1 - - - - 100,00 

12 Muara Batang Toru - 1 1  1 100,00 

13 Tano Tombangan Angkola - 1 1 2 5 100,00 

14 Angkola Sangkunur - 1 2  2 100,00 

 Jumlah 9 10 19 30 27 100,00 

Sumber : Badan KB, PP & PA, 2015 
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e. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 

Perkembangan partisipasi angkatan kerja perempuan di 

Kabupaten Tapanuli Selatan menunjukkan perkembangan yang fluktiatif 

dan cenderung menurun, dengan tingkat pengangguran terbuka cukup 

tinggi. Hal ini mengingat adat-istiadat di kabupaten Tapanuli Selatan 

yang banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Islam, yang tidak 

mewajibkan perempuan bekerja. Namun disaat-saat kebutuhan keluarga 

sangat mendesak, pekerja perempuan akan aktif bekerja, sehingga tidak 

mengherankan bila terjadi fluktuasi partisipasi angkatan kerja 

perempuan di Kabupaten Tapanuli Selatan. 

 

Tabel 2.127. Perkembangan Angkatan Kerja Perempuan dan Pengangguran 

Terbuka Perempuan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011-2015 

No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Persentase angkatan kerja 

perempuan 

64,92 77,62 85,20 66,35 71,75 

 Persentase perempuan bekerja 62,02 97,02 80,75 61,25 67,33 

2. Bukan angkatan kerja 

perempuan 

35,08 22,38 14,80 33,65 28,26 

 - Sekolah 8,29 7,59 3,01 10,93 10,36 

 - Mengurus rumah tangga 23,20 73,99 9,18 17,61 17,18 

 - Lainnya 3,59 18,42 2,62 5,11 0,72 

3. Partisipasi angkatan kerja 

perempuan 

64,92 77,62 85,20 66,35 71,75 

4. Tingkat pengangguran terbuka 

perempuan 

4,47 2,98 5,22 7,68 6,16 

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 

 

 

2.3.1.2.3. Pangan 

1. Kedaulatan Pangan 

a. Regulasi Kedaulatan Pangan 

Kedaulatan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi 

rumah tanga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, 

baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Upaya 

mewujudkan kedaulatan pangan tidak terlepas dari pengaruh faktor-

faktor internal maupun eksternal yang terus berubah secara dinamis. 

Dinamika dan kompleksitas kedaulatan pangan menimbulkan 

berbagai permasalahan dan tantangan serta potensi dan peluang 

yang terus berkembang yang perlu diantisipasi dan diatasi melalui 

kerjasama yang harmonis antar seluruh pihak terkait dalam 

mewujudkan kedaulatan pangan. Hingga saat ini belum ada Perda 

khusus tentang Regulasi kedaulatan pangan di Kabupaten Tapanuli 

Selatan. 
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b. Ketersediaan Pangan Utama 

Kondisi kedaulatan pangan di Kabupaten Tapanuli Selatan dari 

sisi ketersedian energi dan protein per-kapita selama 5 (lima) tahun 

terakhir sudah memenuhi standar SPM. Namun untuk tingkat 

konsumsi rata-rata penduduk dalam pemenuhan energi dan protein 

masih sangat rendah meskipun sudah melebihi ambang batas SPM. 

Disisi Pola Pangan Harapan (PPH) capaian dalam 5 (lima) tahun 

terakhir masih belum mencapai skor PPH ideal sebagaimana 

ditentukan dalam SPM yaitu 95 pada tahun 2015. Pola Pangan 

Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan 

pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara 

absolut maupun dari suatu pola ketersedian atau konsumsi pangan. 

Rendahnya skor PPH ini sangat dipengaruhi oleh keanekaragaman 

pangan yang di konsumsi masyarakat. 

Terkait dengan hal tersebut peningkatan KAP (Knowledge, 

Atitude, Practice) konsumsi pangan pada masyarakat tentang pangan 

lokal, teknologi pengolahan pangan, pemanfatan lahan pekarangan 

dan penguatan kelembagan mutlak diperlukan. 

Data ketersediaan pangan utama (Beras, Jagung, Kedele, 

Daging) dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2015 sebagaimana 

terdapat pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 2.128. Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 

2011-2015 

No. URAIAN 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 Re rata 

1 Beras       

 Kebutuhan 

Konsumsi/ 

Kapita/Tahun (Kg) 

144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 

 Kebutuhan 

Konsumsi Beras per 

Tahun (Ton) 

38.344,61  38.605,68  38.710,66  39.331,01  39.614,11  38.921,21  

 Ketersediaan Beras 

untuk dikonsumsi*) 

(Ton) 

105.518 100.457 95.539 104.453 106.285 102.450,40 

 Produksi Padi (ton) 168.183 160.116 152.278 166.486 169.405 163.293,60 

 Surplus Beras (Ton) 67.173,39 61.851,10 56.828,56 65.122,31 66.670,59 63.529,19 

2 Jagung        
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No. URAIAN 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 Re rata 

 Kebutuhan 

Konsumsi/ 

Kapita/Tahun (Kg) 

0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

 Kebutuhan 

(Konsumsi+Industri) 

per Tahun (Ton) 

95,86 96,51 96,78 98,33 99,04 97,30 

 Produksi Jagung 

(Ton)  

11.358 6.015 8.182 3.712 4.049 6.663,20 

3 Kedele       

 Kebutuhan 

Konsumsi/ Kapita/ 

Tahun (Kg)  

2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 

 Kebutuhan 

(Konsumsi+Industri) 

per Tahun (Ton) 

 655,05   659,51   661,31   671,90   676,74  664,90 

 Produksi 

Kedele(Ton)  

604 674 265 530 505 515,60 

4 Daging Sapi       

 Kebutuhan 

Konsumsi/Kapita/ 

Tahun (Kg) 

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

 Kebutuhan 

Konsumsi per-tahun 

(Ton) 

 39,94   40,21   40,32   40,97   41,26   40,54  

Sumber : BP2KP 

 

c. Kerawanan Pangan 

Kerawanan pangan di Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat 

dari data jumlah desa rawan pangan pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 2.129. Jumlah Desa Rawan Pangan di Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 

2011 – 2015 
 

No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Jumlah Desa / Kelurahan 248 248 248 248 248 

2. Jumlah Desa Rawan Pangan 18 17 16 16 16 

3. Persentase Desa Rawan Pangan 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 

Sumber : BP2KP 
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2.3.1.2.4. Pertanahan 

a. Luas Lahan Bersertifikat  

Data yang akurat mengenai lahan bersertifikat di Kabupaten 

Tapanuli Selatan masih minim baik sertifikat hak milik, hak guna 

bangunan, hak maupun guna usaha. Hal ini disebabkan instansi yang 

menerbitkan sertifikat adalah Badan Pertanahan Nasional yang 

merupakan instansi vertikal dimana koordinasi mengenai sertifikat tanah 

masih belum optimal.  

Namun demikian, dari segi penerbitan Sertifikat Hak Milik 

menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan dimana 

pada tahun 2011 diterbitkan sertifikat hak milik seluas 244.801 M2 tahun 

2012 seluas 144.155 M2 tahun 2013 seluas 218.612 M2 tahun 2014 

seluas 476.659 M2 dan tahun 2015 seluas 557.173 M2.  

Sementara untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten 

Tapanuli Selatan sebagian besar sudah memiliki sertigikat baik sertifikat 

HGB maupun sertifikat HGU. 

 

 

2.3.1.2.5. Lingkungan Hidup 

a. Persentase Sampah Tertangani 

Penanganan sampah di Kabupaten Tapanuli Selatan masih 

sangat minim, dimana persentase penanganan sampah di Kabupaten 

Tapanuli Selatan pada Tahun 2015 baru mencapai 17,66% dari total 

produk sampah. Sedangkan sisanya masih ditangani secara alami 

khususnya di pedesaan seperti dibuang di sungai, kebun, ataupun 

ditanam, dibakar serta langkah-langkah penanganan alami lainnya. 

Pesentase penanganan sampah dari tahun 2011 - 2015 dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.130. Persentase Sampah yang Tertangani Tahun 2011 - 2015 Kabupaten 

Tapanuli Selatan 

No. URAIAN 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 Jumlah Penduduk (jiwa) 266.282 268.095 268.824 273.125 275.098 

2 Produksi Sampah (m3) 372.79 375.33 376.35 382.38 385.14 

3 Sampah Tertangani (m3) 44 50 54 61 68 

4 Persentase Penanganan 

Sampah (%) 

11,80 13,32 14,35 15,95 17,66 
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b. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) 

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 

adalah jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 

jumlah penduduk.  

Rasio Daya Tampung TPS terhadap Jumlah penduduk di 

Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun 2012 adalah 0,84, Tahun 2013 

sebesar 0,83, Tahun 2014 sebesar 0,82 dan Tahun 2015 sebesar 

sebesar 0,81. Berkurangnya rasio daya tampung TPS persatuan 

penduduk ini disebabkan jumlah dan daya tampung TPS di Kabupaten 

Tapanuli Selatan tidak mengalami pertambahan yaitu masih 1 Unit yang 

berada di Batang Toru dan dibangun pada tahun 2012. sementara 

jumlah penduduk serta produk sampah yang dihasilkan terus meningkat. 

 

Tabel 2.131. Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Tahun 

2011 - 2015 Kabupaten Tapanuli Selatan 

No. URAIAN 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 Jumlah TPS -  1  1  1  1  

2 Jumlah Daya Tampung TPS 

(m3) 

-  224 224  224  224 

3 Jumlah Penduduk 266.282  268.095  268.824  273.132  275.098  

4 Rasio Daya Tampung TPS 

thd Jumlah penduduk 

- 0,84 0,83 0,82 0,81 

Sumber : Dinas Tarukim Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015  

 

c. Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal Tahun 2011-

2015. 

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal diiutung 

berdasarkan perbandingan jumlah perusahaan wajib amdal yang 

diawasi dibagi dengan jumlah seluruh perusahaan wajib amdal. 

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal di Kabupaten 

Tapanuli Selatan Tahun 2011 - 2015 dapat digambarkan pada tabel 

berikut : 

 

Tabel 2.132. Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal Tahun 2011-2015. 

No. URAIAN 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 Jumlah Perusahaan Wajib 

Amdal yang Diawasi 

(Perusahaan) 

5 5 5 5 5 

2 Jumlah Seluruh Perusahaan 

Wajib Amdal (Perusahaan) 

5 5 5 5 5 

3 Cakupan Pengawasan 

Terhadap Pelaksanaan 

Amdal (%) 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Sumber :Badan Lingkungan Hidup 
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d. Penegakan Hukum Lingkungan Tahun 2011-2015 

Penegakan Hukum Lingkungan adalah perbandingan jumlah 

kasus lingkungan yang diselesaikan dibanding dengan jumlah kasus 

lingkungan yang ada. perkembangan penegakan hukum lingkungan di 

Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 2.133. Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal Tahun 2011-2015. 

No. URAIAN 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 Jumlah Kasus Lingkungan 

Yang Diselesaikan (Kasus) 

0 0 1 0 0 

2 Jumlah Kasus Lingkungan 

Yang Ada 

0 0 1 0 0 

3 Persentase Penegakan 

Hukum Lingkungan (%) 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Sumber :Badan Lingkungan Hidup 

 

 

2.3.1.2.6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil   

a. Rasio Penduduk Ber KTP Persatuan Penduduk Tahun 2013-2015 

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk adalah 

perbandingan antara jumlah penduduk usia 17 tahun keatas yang sudah 

ber KTP dibagi dengan jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau 

sudah menikah. Penduduk ber KTP di Kabupaten Tapanuli Selatan 

menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun 2011 s/d 2015 

dimana tahun 2013 baru mencapai 73,50% sedangkan tahun 2015 

menjadi 85,18%. Basis data yang digunakan adalah data tahun 2013 s/d 

2015 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal ini disebabkan 

pada tahun 2013 telah diadakan rekonsoliasi nasional tentang 

kependudukan. Disamping itu penarapan KTP elektronik juga telah 

berjalan secara efektif pada tahun 2013. Perkembangan rasio penduduk 

ber KTP tahun 2011-2015 adalah sebagaimana pada tabel berikut : 
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Tabel 2.134. Rasio Penduduk ber KTP Persatuan Penduduk Tahun 2013-2015 

No. Kecamatan 

Penduduk Ber KTP 

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 

LK PR JLH 

Jlh 

Pddk 

Wajib 

KTP 

% 

Pddk 

ber 

KTP 

LK PR JLH 

Jlh 

Pddk 

Wajib 

KTP 

% 

Pddk 

ber 

KTP 

LK PR JLH 

Jlh 

Pddk 

Wajib 

KTP 

% 

Pddk 

ber 

KTP 

1 Angkola Barat 6.318 7.025 13.343 17.841 74,79 6.517 7.163 13.680 17.866 76,57 7.115 8.322 15.437 19.197 80,41 

2 Batang Toru 8.736 8.809 17.545 22.251 78,85 8.993 9.000 17.993 22.276 80,77 9.620 10.129 19.749 24.289 81,31 

3 Angkola Timur 5.145 5.467 10.612 13.203 80,38 5.275 5.568 10.843 13.228 81,97 5.663 6.288 11.951 14.120 84,64 

4 Sipirok 8.570 9.551 18.121 22.761 79,61 8.882 9.882 18.764 22.786 82,35 9.276 10.571 19.847 22.440 88,44 

5 Saipar Dolok Hole 3.476 3.702 7.178 9.451 75,95 3.537 3.792 7.329 9.476 77,34 3.646 4.004 7.650 8.795 86,98 

6 Angkola Selatan 7.024 6.850 13.874 19.933 69,60 7.201 6.999 14.200 19.958 71,15 7.688 7.882 15.570 18.618 83,63 

7 Batang Angkola 8.469 9.732 18.201 24.161 75,33 8.839 10.087 18.926 24.186 78,25 9.573 11.423 20.996 23.742 88,43 

8 Arse 2.642 2.729 5.371 6.308 85,15 2.710 2.802 5.512 6.333 87,04 2.787 2.952 5.739 6.020 95,33 

9 Marancar 1.942 2.110 4.052 6.512 62,22 2.016 2.161 4.177 6.537 63,90 2.657 3.421 6.078 6.493 93,61 

10 Sayur Matinggi 6.143 6.870 13.013 17.198 75,67 6.399 7.084 13.483 17.223 78,28 6.788 7.885 14.673 16.293 90,06 

11 Aek Bilah 1.601 1.349 2.950 4.459 66,16 1.647 1.395 3.042 4.484 67,84 1.727 1.538 3.265 4.203 77,68 

12 Muara Batang Toru 2.149 2.053 4.202 8.304 50,60 2.181 2.088 4.269 8.329 51,25 2.873 3.465 6.338 8.468 74,85 

13 Tano Tombangan Angkola 3.579 4.113 7.692 10.499 73,26 3.693 4.227 7.920 10.524 75,26 3.936 4.679 8.615 9.848 87,48 

14 Angkola Sangkunur 4.297 4.141 8.438 13.849 60,93 4.392 4.213 8.605 13.874 62,02 5.016 5.370 10.386 12.701 81,77 

JUMLAH (Jiwa) 70.091 74.501 144.592 196.730 73,50 72.282 76.461 148.743 197.080 75,47 78.365 87.929 166.294 195.227 85,18 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
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a. Rasio Anak Ber Akte Kelahiran Tahun 2013-2015 

Rasio Bayi Berakte Kelahiran merupakan perbandingan antara jumlah bayi yang memiliki akte kelahiran dibandingkan 

dengan jumlah bayi secara keseluruhan. Di Kabupaten Tapanuli Selatan baru bisa disediakan data jumlah penduduk usia 0-

18 tahun yang berakte kelahiran. Sampai dengan saat ini penduduk berakte kelahiran cenderung meningkat dari 60,32% 

pada tahun 2013 menjadi 61,88% pada tahun 2015. Untuk jelasnya perkembangan penduduk berakte kelahiran tahun 2011-

2015 adalah sebagaimana tabel berikut : 

 

Tabel 2.135. Rasio Penduduk ber KTP Persatuan Penduduk Tahun 2013-2015 

No. Kecamatan 

AKTA KELAHIRAN ANAK USIA 0-18 TAHUN 

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 

LK PR JLH 
Seharusnya 

Berakte 

% 

Capaian 
LK PR JLH 

Seharusnya 

Berakte 

% 

Capaian 
LK PR JLH 

Seharusnya 

Berakte 

% 

Capaian 

1 Angkola Barat 2.907 2.897 5.804 8.504 68,25 3.106 3.035 6.141 8.967 68,48 3.305 3.173 6.478 9.430 68,70 

2 Batang Toru 3.574 3.391 6.965 10.686 65,18 3.831 3.582 7.413 11.578 64,03 4.088 3.773 7.861 12.470 63,04 

3 Angkola Timur 2.674 2.489 5.163 7.216 71,55 2.804 2.590 5.394 7.506 71,86 2.934 2.691 5.625 7.796 72,15 

4 Sipirok 3.599 3.234 6.833 10.350 66,02 3.911 3.565 7.476 10.818 69,11 4.223 3.896 8.119 11.286 71,94 

5 Saipar Dolok Hole 1.141 1.006 2.147 4.338 49,49 1.202 1.096 2.298 4.492 51,16 1.263 1.186 2.449 4.646 52,71 

6 Angkola Selatan 2.847 2.704 5.551 12.266 45,26 3.024 2.853 5.877 12.926 45,47 3.201 3.002 6.203 13.586 45,66 

7 Batang Angkola 3.900 3.595 7.495 11.169 67,11 4.270 3.950 8.220 11.862 69,30 4.640 4.305 8.945 12.555 71,25 

8 Arse 792 770 1.562 2.621 59,60 860 843 1.703 2.671 63,76 928 916 1.844 2.621 70,35 

9 Marancar 1.159 1.156 2.315 3.091 74,89 1.233 1.207 2.440 3.281 74,37 1.307 1.258 2.565 3.471 73,90 

10 Sayur Matinggi 2.729 2.727 5.456 9.486 57,52 2.985 2.941 5.926 9.557 62,01 3.241 3.155 6.396 9.486 67,43 

11 Aek Bilah 759 699 1.458 2.002 72,83 805 745 1.550 2.338 66,30 851 791 1.642 2.674 61,41 

12 Muara Batang Toru 2.050 1.933 3.983 4.472 89,07 2.082 1.968 4.050 5.280 76,70 2.114 2.003 4.117 6.088 67,62 

13 Tano Tombangan 

Angkola 1.096 1.074 2.170 4.873 44,53 1.210 1.188 2.398 5.023 47,74 1.324 1.302 2.626 5.173 50,76 

14 Angkola Sangkunur 1.947 1.585 3.532 9.107 38,78 2.042 1.657 3.699 9.451 39,14 2.137 1.729 3.866 9.795 39,47 

JUMLAH (Jiwa) 31.174 29.260 60.434 100.181 60,32 33.365 31.220 64.585 105.750 61,07 35.556 33.180 68.736 111.077 61,88 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
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b. Rasio Pasangan Berakte Nikah 2013-2015 

Rasio Pasangan Berakte Nikah 2013-2015 merupakan jumlah pasangan berakte nikah dibagu jumlah keseluruhan 

pasangan yang telah menikah. Jumlah pasangan yang berakte nikah di Kabupaten Tapanuli Selatan masih tergolong rendah 

yaitu sekitar 20%. Perkembangan jumlah pasangan yang berakte nikah di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011-2015 

adalah sebagaimana pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.136. Jumlah Pasangan Berakte Nikah Tahun 2013-2015 

No. Kecamatan 

AKTA KELAHIRAN ANAK USIA 0-18 TAHUN 

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 

LK PR JLH 
Seharusnya 

Berakte 
Nikah 

% 
Capaian 

LK PR JLH 
Seharusnya 

Berakte 
Nikah 

% 
Capaian 

LK PR JLH 
Seharusnya 

Berakte 
% 

Capaian 

1 Angkola Barat 998 851 1.849 9.695 19,07 1.078 934 2.012 9.695 20,75 1.165 1.024 2.189 10.392 21,06 

2 Batang Toru 2.213 1.784 3.997 13.334 29,98 2.303 1.879 4.182 13.334 31,36 2.427 1.980 4.407 14.540 30,31 

3 Angkola Timur 647 589 1.236 7.787 15,87 703 632 1.335 7.787 17,14 759 675 1.434 8.243 17,40 

4 Sipirok 1.234 845 2.079 12.667 16,41 1.344 950 2.294 12.667 18,11 1.473 1.100 2.573 12.863 20,00 

5 Saipar Dolok Hole 319 165 484 5.167 9,37 330 180 510 5.167 9,87 347 197 544 5.262 10,34 

6 Angkola Selatan 1.411 1.261 2.672 12.487 21,40 1.496 1.362 2.858 12.487 22,89 1.586 1.472 3.058 12.113 25,25 

7 Batang Angkola 1.082 889 1.971 13.270 14,85 1.194 1.012 2.206 13.270 16,62 1.318 1.158 2.476 13.729 18,03 

8 Arse 396 366 762 3.511 21,70 452 434 886 3.511 25,23 520 507 1.027 3.465 29,64 

9 Marancar 478 240 718 3.705 19,38 548 289 837 3.705 22,59 622 340 962 3.833 25,10 

10 Sayur Matinggi 414 349 763 9.531 8,01 524 472 996 9.531 10,45 691 606 1.297 9.440 13,74 

11 Aek Bilah 125 132 257 2.643 9,72 140 124 264 2.643 9,99 152 132 284 2.720 10,44 

12 Muara Batang Toru 368 272 640 5.154 12,42 400 307 707 5.154 13,72 432 342 774 5.452 14,20 

13 Tantom Angkola 317 277 594 5.520 10,76 406 369 775 5.520 14,04 495 461 956 5.648 16,93 

14 Angkola Sangkunur 746 740 1.486 8.405 17,68 841 812 1.653 8.405 19,67 936 884 1.820 8.131 22,38 

JUMLAH (Jiwa) 31.174 29.260 60.434 100.181 60,32 33.365 31.220 64.585 105.750 61,07 35.556 33.180 68.736 111.077 61,88 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
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c. Ketersediaan Database Kependudukan 

Ketersediaan database kependudukan di Kabupaten Tapanuli 

Selatan telah tersedia, yang dimulai pada tahun 2013. Saat ini database 

kependudukan di Kabupaten Tapanuli Selatan telah mencapai 100%. 

Namun ketersediaan database tersebut hanya tersedia data mulai tahun 

2013. 

 

d. Persentase Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK 

Pada tahun 2015 persentase penerapan KTP Nasional di 

Kabupaten Tapanuli Selatan telah mencapai 100%. Penerapan KTP 

Nasional berbasis NIK tersebut mulai aktif dilakukan pada tahun 2015.  

 

2.3.1.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

1. Pemberdayaan masyarakat dan desa 

a. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat (LPMD/LPMK)  

Lembaga Pemberdayan Masyarakat Desa/Kelurahan 

(LPMD/LPMK) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas 

prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa atau 

Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan 

kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. LPMD/LPMK 

mempunyai peran khusus dalam perencanan dan pelaksanan 

pembangunan di tingkat desa atau kelurahan. Di setiap desa dan 

kelurahan telah dibentuk LPMD/LPMK dengan ruang lingkup 

peran dalam satu wilayah desa atau kelurahan. Adapun jumlah 

LPMD/LPMK di Kabupaten Tapanuli Selatan dalam kurun waktu 

tahun 2011 sampai dengan 2015 sebagaimana disajikan dalam 

tabel. Pada setiap tahunnya LPMD/LPMK dibina oleh kecamatan 

dan kabupaten baik melalui program desa/kelurahan binaan yang 

dilaksanakan secara terpadu dengan SKPD terkait maupun 

program lainnya. Tugas LPMD/LPMK adalah: 

 Menyusun rencana pembangunan desa/kelurahan secara 

partisipatif; 

 Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan dan; 
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 Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.  

 

Dalam melaksanakan tugasnya LPMD/LPMK mempunyai fungsi : 

 Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam 

pembangunan 

 Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah 

kepada masyarakat 

 Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan 

pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif 

 Penumbuhkembangan dan pengerak prakarsa, partisipasi, 

serta swadaya gotong royong masyarakat Pengali, 

pendayagunan dan pengembangan potensi sumber daya alam 

serta keserasian lingkungan hidup. 

 

Tabel 2.137. Kelompok Binaan LPMD/LPMK Tahun 2011 – 2015 Kabupaten Tapanuli 

Selatan 
 

No. Kecamatan 

2011 2012 2013 2014 2015 
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1 Aek Bilah 12 1 12 12 1 12 12 1 12 12 1 12 12 1 12 

2 Saipar Dolok 

Hole 

14 1 14 14 1 14 14 1 14 14 1 14 14 1 14 

3 Arse 10 1 10 10 1 10 10 1 10 10 1 10 10 1 10 

4 Sipirok 40 1 40 40 1 40 40 1 40 40 1 40 40 1 40 

5 Angkola Timur 15 1 15 15 1 15 15 1 15 15 1 15 15 1 15 

6 Angkola Selatan 17 1 17 17 1 17 17 1 17 17 1 17 17 1 17 

7 Angkola Barat 14 1 14 14 1 14 14 1 14 14 1 14 14 1 14 

8 Marancar 12 1 12 12 1 12 12 1 12 12 1 12 12 1 12 

9 Batang Toru 23 1 23 23 1 23 23 1 23 23 1 23 23 1 23 

10 Muara Batang 

Toru 

9 1 9 9 1 9 9 1 9 9 1 9 9 1 9 

11 Angkola 

Sangkunur 

10 1 10 10 1 10 10 1 10 10 1 10 10 1 10 

12 Batang Angkola 36 1 36 36 1 36 36 1 36 36 1 36 36 1 36 

13 Sayurmatinggi 19 1 19 19 1 19 19 1 19 19 1 19 19 1 19 

14 Tano 

Tombangan 

17 1 17 17 1 17 17 1 17 17 1 17 17 1 17 

JUMLAH 248 14 248 248 14 248 248 14 248 248 14 248 248 14 248 

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 
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b. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK 

Pemberdayan dan Kesejahteran Keluarga selanjutnya disingkat 

PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang 

tumbuh dari bawah yang pengelolannya dari oleh dan untuk 

masyarakat menuju kesejahteran keluarga. Pada setiap tahun 

dilaksanakan pembinan khusus dan terpadu melalui desa/kelurahan 

binaan baik oleh tingkat kecamatan/kabupaten, terutama bagi 

pemberdayan masyarakat berperspektif gender sedangkan pembinan 

bagi desa/kelurahan lainnya dilaksanakan secara berjenjang. 

Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat 

yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, yang 

dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti 

kelompok dasa wisma dan kelompok sejenis. Tim Penggerak PKK 

adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang 

berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan 

penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya 

program PKK. 

Ruang lingkup pembinan TP.PKK baik desa/kelurahan, 

kecamatan dan kabupaten adalah pelaksanan 10 program pokok 

PKK dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam melaksanakan 

program-program pembangunan daerah/pusat. Data mengenai 

kelompok binaan PKK dalam kurun waktu 2015 sebagaimana 

terdapat pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.138. Rasio PKK Aktif Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015 

No Uraian 2015 Keterangan 

1 Jumlah PKK Aktif 248  

2 Jumlah PKK 248  

3 Rasio PKK Aktif (%) 100  
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Tabel 2.139. Kelompok Binaan PKK Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011 – 2015 
 

No. Kecamatan 

2011 2012 2013 2014 2015 
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1 Aek Bilah 12 81 0,15 12 81 0,15 12 81 0,15 12 81 0,15 12 81 0,15 

2 Saipar Dolok 

Hole 

14 186 0,08 14 186 0,08 14 186 0,08 14 186 0,08 14 186 0,08 

3 Arse 10 41 0,24 10 41 0,24 10 41 0,24 10 41 0,24 10 41 0,24 

4 Sipirok 40 303 0,13 40 303 0,13 40 303 0,13 40 303 0,13 40 303 0,13 

5 Angkola Timur 15 245 0,06 15 245 0,06 15 245 0,06 15 245 0,06 15 245 0,06 

6 Angkola Selatan 17 311 0,05 17 311 0,05 17 311 0,05 17 311 0,05 17 311 0,05 

7 Angkola Barat 14 273 0,05 14 273 0,05 14 273 0,05 14 273 0,05 14 273 0,05 

8 Marancar 12 134 0,09 12 134 0,09 12 134 0,09 12 134 0,09 12 134 0,09 

9 Batang Toru 23 423 0,05 23 423 0,05 23 423 0,05 23 423 0,05 23 423 0,05 

10 Muara Batang 

Toru 

9 138 0,07 9 138 0,07 9 138 0,07 9 138 0,07 9 138 0,07 

11 Angkola 

Sangkunur 

10 153 0,07 10 153 0,07 10 153 0,07 10 153 0,07 10 153 0,07 

12 Batang Angkola 36 4.113 0,01 36 4.113 0,01 36 4.113 0,01 36 4.113 0,01 36 4.113 0,01 

13 Sayurmatinggi 19 281 0,07 19 281 0,07 19 281 0,07 19 281 0,07 19 281 0,07 

14 Tano 

Tombangan 

17 159 0,11 17 159 0,11 17 159 0,11 17 159 0,11 17 159 0,11 

JUMLAH 248 6.841 0,04 248 6.841 0,04 248 6.841 0,04 248 6.841 0,04 248 6.841 0,04 

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 

 

c. Jumlah LSM 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah 

Organisasi/Lembaga yang dibentuk oleh angota masyarakat WNI 

secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak 

dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga 

sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan 

taraf hidup dan kesejahteran masyarakat, yang menitik beratkan 

kepada pengabdian secara swadaya. Adapun jumlah LSM aktif Pada 

tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 2.140. Jumlah LSM Aktif Tahun 2015 

No. Kecamatan 2015 Keterangan 

1 Jumlah LSM Aktif 29  

2 Jumlah LSM Tidak Aktif 64  

3 Total 93  

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015  

 

d. PKK Aktif 

PKK yang merupakan gerakan nasional dalam pembangunan 

masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh 

dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia dan 

berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan 

keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Data 

mengenai Kelompok PKK Aktif dalam kurun waktu Tahun 2015 

disajikan pada tabel berikut ini :  

 

Tabel 2.141. Jumlah PKK Aktif Tahun 2015 

No. Kecamatan 2015 Keterangan 

1 Jumlah PKK Aktif 248  

2 Jumlah PKK Tidak Aktif 248  

3 Rasio PKK aktif (%) 100  

Sumber : BPMD Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 

 

e. Posyandu Aktif 

Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam 

pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari 

masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan 

dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan 

dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk 

pengembangan sumber daya manusia sejak dini.  

Ada pun tujuan utama penyelenggaraan Posyandu adalah 

untuk : 

1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu 

(ibu Hamil, melahirkan dan nifas). 

2. Membudayakan NKKBS.  

3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk 

mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan 

lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat 

sejahtera. 
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4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga 

Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi 

Keluarga Sejahtera.  

 

Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak-anak 

sejak usia dini, merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan 

pelayanan dasar yang meliputi peningkatan derajat kesehatan dan 

gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan 

psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan 

kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan 

anak. Pengalaman empirik dibeberapa tempat menunjukan, bahwa 

strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada 

ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu.  

Karena Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat 

untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan 

dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan 

dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat 

dilakukan di setiap posyandu. 

Data perkembangan jumlah Posyandu aktif yang tersedia di 

Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2015 disajikan dalam tabel 

berikut : 

 

Tabel 2.142. Jumlah Pos Yandu Aktif Tahun 2015 

No. Kecamatan 2015 Keterangan 

1 Jumlah Pos Yandu Aktif 520  

2 Jumlah Pos Yandu  520  

3 Rasio Pos Yandu aktif (%) 100%  

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 
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2.3.1.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

1. Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera 

a. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga  

Salah satu indikator keberhasilan program Keluarga Berencana 

adalah penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga, yang dalam 

hal ini dicerminkan dalam rata-rata anggota keluarga dari rumah 

tangga yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan. Dari tabel dibawah 

diketahui bahwa rata-rata anggota keluarga Kabupaten Tapanuli 

Selatan dalam kurun waktu tahun 2011 sampaI dengan 2015 

cenderung turun dari 2,02 pada tahun 2011 menjadi 1,98 pada tahun 

2015.  

 

Tabel 2.143. Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga Tahun 2011 - 2015 

No. Uraian 
Kedaaan Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 Jumlah Anak 124.939 125.511 124.847 126.968 126.270 

2 Jumlah Keluarga 61.920 62.785 63.028 63.162 63.672 

3 Rata-rata jumlah anak per 

keluarga 

2,02 2,00 1,98 2,01 1,98 

Sumber : Badan KB, PP & PA, 2015 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa perkembangan jumlah 

anak per keluarga terus mengalami penurunan, menunjukkan 

semakin baiknya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan pola 

hidup keluarga berencana. Data rata-rata jumlah anak menurut 

kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 2.144. Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Menurut Kecamatan Tahun 

2015 

No. Kecamatan Jumlah Anak 
Jumlah 

Keluarga 

Rata-rata Jlh 

Anak Keluarga 

1 BatangAngkola  15.389  7.956          1,93  

2 SayurMatinggi  11.124  5.765          1,93  

3 AngkolaTimur  8.800  4.393          2,00  

4 AngkolaSelatan  12.849  6.313          2,04  

5 AngkolaBarat  11.421  5.524          2,07  

6 BatangToru  14.503  7.142          2,03  

7 Marancar  4.376  2.306          1,90  

8 Sipirok  14.307  7.310          1,96  

9 Arse  3.681  2.081          1,77  

10 SaiparDolokHole  5.941  3.064          1,94  

11 Aek Bilah  2.985  1.573          1,90  

12 MuaraBatangToru  5.433  2.622          2,07  

13 TanoTombanganAngkola  6.776  3.597          1,88  

14 AngkolaSangkunur  9.044  4.206          2,15  

Jumlah 126.627 63.672 0,71 

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Selatan 
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Berdasarkan kriteria penentuan anak bahwa yang dimaksud 

dengan anak adalah usia 0 – 17 tahun dan belum menikah. 

Dari tabel diatas terlihat bahwa rata-rata jumlah anak per 

keluarga tertinggi di Kecamatan Angkola Sangkunur dengan rata-rata 

sebesar 2,15 dan terendah terdapat di Kecamatan Arse dengan 

angka rata-rata sebesar 1,77 anak per keluarga. 

 

b. Rasio Akseptor KB 

Akseptor KB di kabupaten Tapanuli Selatan mengalami 

peningkatan dalam lima tahun terakhir, dimana pada tahun 2011 

Akseptor KB berjumlah 24.503 meningkat menjadi 26.103 pada tahun 

2015, demikian juga halnya dengan Rasio Akseptor KB meningkat 

dari 62,20 pada tahun 2011 menjadi 61,53 pada tahun 2015 sesuai 

dengan tabel. Sedangkan Rasio Akseptor KB menurut kecamatan 

pada tahun 2014, menunjukkan bahwa Kecamatan Angkola Barat 

memiliki Rasio Akseptor KB terbesar yakni 75,19 dan Kecamatan Aek 

Bilah memiliki Rasio Akseptor KB terkecil yakni 36,87. 

Perkembangan Rasio Akseptor KB Kabupaten Tapanuli Selatan 

Tahun 2011-2015 disajikan dalam tabel berikut: 

 

Tabel 2.145. Rasio Akseptor KB Tahun Tahun 2011 - 2015 

No. Kecamatan 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Jumlah Akseptor KB 24.503 24.803 25.203 25.703 26.103 

2 Jumlah Pasangan Usia Subur 39.399 39.777 42.040 41.738 42.417 

3 Rasio Akseptor KB 62.19 62.36 59.95 61.58 61.54 

Sumber : Badan KB dan PP Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 

 

Dari tabel tersebut menujukkan bahwa rata-rata rasio akseptor 

KB di Kabupaten Tapanuli Selatan 62,19 pada tahun 2011 menjadi 

62,36 pada tahun 2012, kemudian menjadi 59,95 pada tahun 2013 

dan menjadi 61,58 pada tahun 2014. Dan pada tahun 2015 Rasio 

akseptor KB menjadi 61,54. Rasio akseptor KB per Kecamatan dalam 

tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 



 

Bab - II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II - 153 
 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

Tabel 2.146. Rasio Akseptor KB Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten 

Tapanuli Selatan 

No. Kecamatan 
Jumlah 

Akseptor KB 

Jumlah 

Pasangan 

Usia Subur 

Rasio 

Akseptor KB 

1 Batang Angkola 2545 4580 55,56 

2 Sayur Matinggi 1169 3170 36,87 

3 Angkola Timur 2562 3628 70,61 

4 Angkola Selatan 2571 4898 52,49 

5 Angkola Barat 3050 4056 75,19 

6 Batang Toru 2977 4514 65,95 

7 Marancar 1017 1519 66,95 

8 Sipirok 2795 4319 64,71 

9 Arse 956 1468 65,12 

10 Saipar Dolok Hole 1218 2051 59,38 

11 Aek Bilah 438 1103 39,70 

12 Muara Batang Toru 1620 2474 65,48 

13 Tano Tombangan Angkola 1407 2418 58,18 

14 Angkola Sangkunur 1778 2219 80,12 

Jumlah 26.103 42.417 61,53 

Sumber : Badan KB dan PP Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015  

 

 

2.3.1.2.9. Perhubungan 

Seiring dengan meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat 

jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan juga 

meningkat. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan tentunya harus 

diimbangi dengan peningkatan kualitas, jumlah dan lebar jalan untuk 

mengantisipasi kemacetan. Untuk menjaga kelancaran dan kesehatan 

lingkungan hidup kondisi kendaraan yang lalu lalang di jalan perlu 

mendapat perhatian. Hanya kendaraan yang memenuhi persyarakatan 

kelayakan yang boleh beroperasi. Untuk mengetahui kondisi kendaraan 

perlu dilakukan uji laik kendaraan. 

 

Tabel 2.147. Jumlah Kendaraan Bermotor Angkutan Umum dan Mobil Barang 

Tahun 2011 – 2015 

Tahun 

Mobil Penumpang (unit) Mobil Barang (Unit) 
Jumlah 

(unit) 
Mobil 

Penumpang 
Bus Kecil 

Bus 

Sedang 
Bus Besar Ringan Sedang Berat 

2011 1.269 30 136 16 909 645 92 3.097 

2012 525 55 117 5 973 531 171 2.379 

2013 560 60 183 9 977 616 192 2.597 

2014 1.200 229 357 14 1.024 1.195 304 4.323 

2015 1.208 179 267 12 1.112 1.009 299 4.086 
Sumber : Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika, 2016  
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Tabel tersebut menunjukkan dari tahun 2010-2015 jumlah kenderaan 

bermotor yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan cenderung berfluktuatif 

pada semua jenis kenderaan bermotor.  

Di Kabupaten Tapanuli Selatan belum terdapat Terminal Bus yang 

refresentatif untuk melayani penumpang dari dan keluar kabupaten. 

Penyediaan fasilitas angkutan umum merupakan indikator yang penting di 

dalam urusan perhubungan. Saat ini di wilayah Kabupaten Tapanuli 

Selatan angkutan umum yang beroperasi yaitu Bus AKAP (Antar Kota 

Antar Propinsi), AKDP (Antar Kota Dalam Propinsi) serta Minibus antar 

desa dan kota kecamatan. Disamping itu terdapat juga moda angkutan 

yang bersifat perorangan yang mendukung pelayanan di sebagian 

kawasan perkotan yaitu Betor (Becak bermotor). 

 

Tabel 2.148. Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan Tahun 2011-2015 

No Bidang/Jenis Layanan 
Realisasi Pencapaian Target 

2011 2012 2013 2014 2015 

1. Pembangunan Halte Bus, Taxi 

Gedung Terminal (Unit) 

2 2 5 3 2 

2. Pengadaan Rambu Rambu Lalu 

Lintas Fasilitas Keselamatan Jalan  

     

 - Marka jalan (Km) 1,00 1,50 2,00 4,00 6,00 

 - Warning light - 2 3 4 10 

 - Pagar Pengaman Jalan (Km) - - 2,00 3,00 26,00 

 - Deliniator (Unit) - - - - - 

 - Trafe light (Unit) - - - - - 

 - Rambu petunjuk (Unit) - - - - 15 

 - Cermin tikungan (Unit) - - - - - 
Sumber : Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika, 2016  

 

 

2.3.1.2.10. Komunikasi dan Informatika 

a. Pengiriman Pos 

Dalam era globalisasi ini, komunikasi yang bersifat sektoral, 

regional bahkan global (mendunia) sangat mudah dilakukan baik 

melalui pos, telepon maupun internet. Ketiga jenis alat telekomunikasi 

tersebut memiliki keunggulan masing-masing. Pos sangat baik untuk 

mengirim berkas, telepon baik untuk pembicaraan dan internet cocok 

untuk pengiriman file dengan cepat. 
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Tabel 2.149. Jumlah Surat Yang Dikirim dan Diterima Tahun 2011 – 2015 

Tahun 

Jenis Surat 

Kilat Khusus Surat Biasa Surat Luar Negeri 

Kirim Terima Kirim Terima Kirim Terima 

2011 2.750 68.781 100.330 101.308 20 19 

2012 3.392 90.067 101.340 102.626 38 33 

2013 3.257 22.631 399 1.480 157 23 

2014 4.588 28.077 234 390 183 63 

2015 5.684 22.664 307 372 24 50 

Sumber : Kantor Pos Indonesia, 2015 

 

Tabel 2.150. Jumlah Pelanggan Telepon Dirinci Per Kecamatan Tahun 2011-2015 

No. Kirim 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Sipirok 414 375 393 249 279 

2. Arse - - - - - 

3. Saipar Dolok Hole - - - - - 

4. Aek Bilah - - - - - 

5. Angkola Timur 54 45 62 7 25 

6. Angkola Barat 29 33 43 19 53 

7. Angkola Selatan 6 6 - - - 

8. Batang Angkola 40 40 50 142 178 

9. Sayurmatinggi - - - - - 

10. Batang Toru 322 328 420 314 297 

11. Muara Batang Toru 0 0 0 0 0 

12. Marancar 0 0 0 0 0 

13. Angkola Sangkumur 0 0 0 0 0 

14. Tano Tambangan Angkola 0 0 50 0 0 

JUMLAH 865 827 968 731 832 

Sumber : Kabupaten Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Angka, 2015 

 

b. Jumlah Jaringan Komunikasi 

Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan 

komunikasi baik telepon genggam maupun stasioner. Jaringan 

komunikasi dihitung dari banyaknya jaringan komunikasi yang 

beroperasi di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Sebuah operator 

jasa telekomunikasi dapat dimiliki oleh satu jaringan atau sebaliknya. 

 

Tabel 2.151. Jaringan Komunikasi Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Tapanuli 

Selatan 

No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jumlah jaringan telepon genggam 3 3 3 3 3 

2. Jumlah jaringan telepon stasioner 1 1 1 1 1 

3. Total jaringan Komunikasi (1+2) 4 4 4 4 4 

Sumber : Telkom, 2015 
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Dari tabel tersebut dapat ketahui bahwa jumlah jaringan telepon 

gengam tahun 2011 sampai dengan 2015 ada 3 ( tiga) operator antara 

lain Telkomsel, Indosat dan XL. Sedangkan jumlah jaringan telepon 

stasioner hanya terdapat satu operator yaitu PT. Telkom. 

 

c. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal 

Media Cetak mempunyai makna sebuah media yang mengunakan 

bahan dasar kertas atau kain untuk menyampaikan pesan-pesannya. 

Unsur-unsur utama adalah tulisan (teks), gambar visualisasi atau 

keduanya. Adapun perkembangan jumlah media cetak di Kabupaten 

Tapanuli Selatan 2009-2014 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut : 

 

Tabel 2.152. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Kabupaten Tapanuli Selatan 

Tahun 2010 – 2014 

No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jumlah jenis surat kabar terbitan 

nasional 

5 5 5 5 5 

2. Jumlah jenis surat kabar terbitan 

lokal 

57 71 69 74 73 

3. Total jenis surat kabar (1+2) 62 76 74 79 78 

Sumber : Bappeda,Tahun 2015 

 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa media cetak nasional sejak 

tahun 2011 sampai dengan 2015 berjumlah 5 (lima) media cetak yang 

beredar secara nasional yang beredar di Tapanuli Selatan diantaranya 

adalah Kompas, Media Indonesia, Republika, Tempo dan Sindo.  

Sedangkan media cetak lokal pada tahun 2015 berjumlah 73 yang 

beredar di Tapanuli Selatan diantaranya adalah Waspada, Analisa, SIB, 

Medan Bisnis, Pos Metro, Mimbar Umum, dll. 

 

d. Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal 

Media elektronik adalah media yang mengunakan elektronik 

(listrik) untuk mengakses kontennya. Media elektronik dibagi menjadi 

media radio dan televisi, sebagaimana tersebut pada uraian berikut ini. 

Dari tabel di bawah ini menunjukkan bahwa Radio Nasional dari tahun 

2011 sampai dengan 2015 sebanyak 2 (dua) radio. Dengan pengertian 

yang memiliki frekuwensi pancar secara nasional baik langsung maupun 

tidak langsung. 
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Radio Nasional yang mampu ditangkap di Tapanuli Selatan antara 

lain RRI dan Elshinta. Sedangkan Radio Lokal dari tahun 2011 sampai 

dengan 2015 sebanyak 1 (satu) radio yaitu radio Pondok Pesantren 

Modern Baharudin (RPMB 91,6 FM). Dari tabel tersebut juga diketahui 

bahwa TV nasional dari tahun 2011 sampai dengan 2015 sebanyak 11 

(sebelas) yang memiliki frekuensi pancar nasional. Televisi nasional 

yang mampu ditangkap di Tapanuli Selatan adalah MNC TV, Metro TV, 

RCTI, Global TV, SCTV, TVRI, TV ONE, TRANS TV, TRANS 7, ANTV 

dan INDOSIAR dengan menggunakan parabola. Adapun Televisi lokal 

dari tahun 2011 sampai dengan 2015 sebanyak 2 (dua) yang hanya 

bersifat lokal saja. TV lokal yang mampu ditangkap di Tapanuli Selatan 

adalah Deli TV dan TVRI Medan. 

 

Tabel 2.153. Perkembangan Jumlah Radio dan TV Nasional/Lokal tahun 2011-

2015 

No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jumlah penyiaran radio lokal 1 1 1 1 1 

2. Jumlah penyiaran radio nasional 2 2 2 2 2 

3. Jumlah penyiaran TV nasional 11 11 11 11 11 

4. Total penyiaran radio dan TV 14 14 14 14 14 
Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015  

 

e. Web Site Milik Pemerintah Daerah 

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai website 

resmi yaitu www.tapselkab.go.id. Website tersebut memiliki link dengan 

website beberapa SKPD yang juga berada di bawah domain 

tapselkab.go.id. Pembangunan jaringan online untuk mengkoneksikan 

seluruh SKPD se-Kabupaten Tapanuli Selatan bertujuan untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelengaran pemerintahan.  

Teknologi informasi dan komunikasi data memungkinkan 

penyampaian informasi dapat diperoleh lebih cepat sehinga dapat 

memberikan dampak positif bagi peningkatan pelayanan publik dan 

kinerja. 

 

f. Pameran/Expo 

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan secara rutin mengadakan 

pameran/Expo secara rutin satu kali dalam satu tahun, yaitu pada saat 

ulang tahun Kabupaten Tapanuli Selatan yang jatuh pada setiap bulan 

November, Pekan Raya Sumater Utara (PRSU) yang diadakan pada 

Bulan Maret-April, MTQ yang diadakan setiap Bulan April. Pameran 
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tersebut diadakan untuk menampilkan hasil-hasil pembangunan dari 

masing-masing SKPD dalam satu tahun anggaran. Selain itu 

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan secara rutin juga mengikuti 

Pameran/Expo yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi 

Sumatera Utara dan secara sporadis juga mengikuti expo yang 

dilaksanakan secara nasional dan Luar Negeri. Data mengenai jumlah 

pameran/expo yang diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan 

dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2015 disajikan dalam tabel 

berikut : 

 

Tabel 2.154. Jumlah Pameran/Expo Tahun 2011 - 2015 Pemerintah Kabupaten 

Tapanuli Selatan 

No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jumlah Pameran/Expo Dalam 

Provinsi 

3 4 5 6 8 

2. Jumlah Pameran/Expo Dalam 

Negeri/Nasional 

- 2 1 3 2 

3. Jumlah Pameran/Expo Luar 

Negeri 

- - - - - 

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 

 

 

2.3.1.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

1. Koperasi 

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau 

badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan 

prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 

berdasar atas azas kekeluargaan. 

Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir 

mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam 

tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. 

Perkembangan Koperasi Aktif di Kabupaten Tapanuli Selatan 

Tahun 2011 - 2015 dapat dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.155. Persentase Koperasi Aktif Tahun 2011 s.d 2015 

No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jumlah Koperasi Aktif 99 104 109 114 119 

2. Jumlah Koperasi 247 256 257 272 279 

3. Persentase Koperasi Aktif (%) 40,08 40,63 42,41 41,91 42,65 

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015 
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Dari Tabel dapat dilihat bahwa selama Tahun 2011-2015 telah terjadi 

peningkatan persentase koperasi aktif dari 40,08% pada tahun 2011 

menjadi 40,63% pada tahun 2012, kemudian menjadi 42,41% pada Tahun 

2013, menurun menjadi 41,91% pada tahun 2014 dan meningkat lagi 

menjadi 42,65% pada Tahun 2015.  

Sementara kalau dilihat dari segi penyebarannya, maka 

penyebarannya perkecamatan dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.156. Persentase Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Tahun 2015 

No. Kecamatan 
Jumlah 

Koperasi Aktif 

Jumlah 

Koperasi 

Persentase 

(%) 

1 Batang Angkola 14 27 51,85 

2 Sayur Matinggi 4 15 26,67 

3 Angkola Timur 11 21 52,38 

4 Angkola Selatan 14 29 48,28 

5 Angkola Barat 5 16 31,25 

6 Batang Toru 13 37 35,14 

7 Marancar 2 5 40,00 

8 Sipirok 14 55 25,45 

9 Arse 4 12 33,33 

10 Saipar Dolok Hole 2 6 33,33 

11 Aek Bilah 2 2 100,00 

12 Muara Batang Toru 4 12 33,33 

13 Tano Tombangan Angkola 3 8 37,50 

14 Angkola Sangkunur 9 16 56,25 

15. Instansi/Organisasi Tap. Selatan 18 18 100,00 

JUMLAH 119 279 42,65 

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015 

 

2. Usaha Kecil Menengah 

Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan 

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha menengah 

adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan 

oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha 

kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil 

penjualan tahunan.  
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Selain koperasi perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

dan Unit Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Kabupaten Tapanuli 

Selatan juga mengalami kemajuan, dimana dari 5 Unit BPR dan LKM 

pada Tahun 2011 menjadi 6 unit pada tahun 2012 dan tahun 2013, 7 

Unit BPR dan LKM pada Tahun 2014 dan tahun 2015, sebagaimana 

dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 2.157. Jumlah UKM Non BPR/LKM Tahun 2011 – 2015 Kabupaten Tapanuli 

Selatan 

No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jumlah UKM 2.041 2045 2049 2052 2056 

2. Jumlah BPR dan LKM 5 6 6 7 7 

3. Jumlah UKM Non BPR/LKM 2.036 2.039 2.043 2.045 2.049 

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 

 

Tabel 2.158. Jumlah UKM BPR/LKM Per Kecamatan Tahun 2015 

No. Kecamatan Jumlah UKM BPR/LKM 

1 Batang Angkola - 

2 Sayur Matinggi - 

3 Angkola Timur 2 

4 Angkola Selatan - 

5 Angkola Barat - 

6 Batang Toru - 

7 Marancar - 

8 Sipirok 3 

9 Arse 2 

10 Saipar Dolok Hole - 

11 Aek Bilah - 

12 Muara Batang Toru - 

13 Tano Tombangan Angkola - 

14 Angkola Sangkunur - 

15. Instansi/Organisasi Tap. Selatan - 

JUMLAH 7 

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015 
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2.3.1.2.12. Penanaman Modal 

a. Penanaman Modal 

Perkembangan penanaman modal/investasi di Kabupaten 

Tapanuli Selatan dalam 5 tahun terakhir juga mengalami peningkatan 

dimana pada Tahun 2011 baru sebanyak 9 investor yang menanamkan 

modalnya di Kabupaten Tapanuli Selatan, menjadi 11 investor pada 

tahun 2015. Perkembangan penanaman modal/investasi di Kabupaten 

Tapanuli Selatan dalam 5 tahun terakhir juga mengalami peningkatan 

dimana pada Tahun 2011 baru sebanyak 9 investor yang menanamkan 

modalnya di Kabupaten Tapanuli Selatan, menjadi 11 investor pada 

tahun 2015, sebagaimana tabel berikut ini : 

 

Tabel 2.159. Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2011 - 2015 

No. Tahun 
Jumlah Inbestor 

PMDN PMA Jumlah 

1. 2011 3 6 9 

2. 2012 6 7 13 

3. 2013 6 6 12 

4. 2014 6 6 12 

5. 2015 6 5 11 

Sumber : Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2015 

 

Tabel 2.160. Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2014 – 2015 

No. Tahun 
Nilai Investasi (Rp. Juta) 

PMDN PMA Jumlah 

1. 2014 19.309,69 1.748.196,56 1.767.506,25 

2. 2015 40.230,00 333.712,50 373.942,50 

Sumber : Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2015 

 

b. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Perusahaan PMDN/PMA Tahun 

2011-2015 

Perusahaan PMDN dan PMA mempunyai daya serap yang cukup 

tinggai dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Tapanuli 

Selatan. Perkembangan daya serap PMDN/PMA di Kabupaten Tapanuli 

Selatan Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut : 
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Tabel 2.161. Daya Serap Tenaga Kerja Perusahaan PMDN/PMA Tahun 2011 - 

2015 

No. Uraian 
Jumlah Inbestor 

2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jumlah tenaga kerja yang berkerja 

pada perusahaan PMA/PMDN 

(Jiwa) 

6.522 7.490 6.975 7.126 7.208 

2. Jumlah seluruh PMA/PMDN (Prsh) 9 13 12 12 11 

3. Rasio daya serap tenaga kerja  725   576   581   594   655  
Sumber : Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2015 

 

 

2.3.1.2.13. Kepemudaan dan Olah Raga 

a. Jumlah Organisasi Pemuda. 

Organisasi pemuda di Kabupaten Tapanuli Selatan periode tahun 

2011-2014 berjumlah 35 organisasi pemuda dan pada Tahun 2015 

meningkat menjadi 40 organisasi kepemudaan, akan tetapi kegiatan 

kepemudaan yang dilaksanakan pada kurun waktu 2011 -2015 

cenderung meningkat dimana pada tahun 2011 ada 3 kali kegiatan 

kepemudaan meningkat menjadi 10 kali pada tahun 2015, seperti 

tercantum pada berikut : 

 

Tabel 2.162. Perkembangan Organisasi dan Kegiatan Kepemudaan Tahun 2011 – 

2015 

No. Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jumlah Organisasi Kepemudaan 35 35 35 35 40 

2. Jumlah Kegiatan Kepemudaan 3 4 4 7 10 

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 

 

b. Jumlah Organisasi Olahraga. 

Organisasi Olah Raga di Kabupaten Tapanuli Selatan periode 

tahun 2011-2014 sebesar 15 organisasi olah raga dan pada tahun 2015 

meningkat menjadi 17 organisasi olahraga, sedangkan kegiatan olah 

raga yang dilakukan dalam periode tersebut meningkat dimana pada 

tahun 2011 ada 5 kali kegiatan olah raga dan pada tahun 2015 menjadi 

9 kali kegiatan seperti tercantum pada tabel berikut : 



 

Bab - II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II - 163 
 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

Tabel 2.163. Kegiatan Olahraga Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Tapanuli Selatan 

No. Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jumlah Organisasi Olahraga 17 17 17 17 17 

2. Jumlah Kegiatan Olahraga 3 4 6 7 10 
Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 

 

c. Gelanggang/Balai Remaja (Selain Milik Swasta) 

Gelanggang/balai remaja milik swasta sampai dengan tahun 2014 

belum ada dan lapangan olah raga yang ada di Tapanuli Selatan dalam 

kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2014 tetap sama yaitu ada 77 

lapangan olah raga yang tersebar di tiap-tiap kecamatan. 

 

Tabel 2.164. Gedung/Lapangan Olahraga Tahun 2011 - 2015 Kab. Tapanuli Selatan 

No. Capaian Pembangunan 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Gelanggang / balai remaja (selain 

milik swasta) (Ring Tinju) 

- - - 1 1 

2. Fasilitas Olahraga      

 a. Gedung Olahraga 3 3 3 4 4 

 b. Lapangan Bola Kaki 21 21 21 21 24 

 c. Lapangan Bola Volly 23 23 23 23 22 

 d. Lapangan Bulu Tangkis 24 24 24 24 19 

 e. Lapangan Basket     5 

JUMLAH      

Sumber : Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 

 

 

2.3.1.2.14. Statistik 

Penyelengaraan kegiatan statistik daerah selalu rutin dilaksanakan 

dalam rangka mendukung kebutuhan data-data sebagai informasi dalam 

pengambilan keputusan pada saat perencanan, pelaksanaan, monitoring 

dan evaluasi program-program pembangunan di Kabupaten Tapanuli 

Selatan. Produk-produk buku statistik disusun oleh BPS Kabupaten 

Tapanuli Selatan. Disebabkan terbatasnya Produk Buku Statistik yang 

dikeluarkan oleh BPS, maka Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan 

melakukan kegiatan penggandaan Produk-produk Statistik sebagai berikut: 

a) Buku Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Angka. 

b) Buku Kecamatan Dalam Angka. 

c) Buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten. 

d) Buku Indikator Kesejahteran Masyarakat. 
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2.3.1.2.15. Persandian 

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sampai dengan saat ini 

belum ada SKPD khusus yang menangani persandian. Demikian juga 

mengenai anggaran, dari tahun 2011-2015 belum ada dialokasikan 

anggaran untuk menangani urusan yang berkenaan dengan persandian 

sehingga data-data tentang persandian tidak tersedia. 

 

2.3.1.2.16. Kebudayaan 

a. Penyelenggaraan Festifal Seni dan Budaya. 

Kesenian-kesenian yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan 

hanya dipentaskan pada saat-saat ada upacara pesta pernikahan atau 

pesta-pesta keluarga lainnya. Agenda resmi kebudayaan yang 

dilaksanakan secar rutin hanya satu kali dalam setahun yaitu pesta 

budaya pelajar diakhir tahun. 

 

b. Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya. 

Masing-masing etnis/suku yang ada di Kabupaten Tapanuli 

Selatan telah membentuk organisasi sosial kebudayaan. Masing-masing 

organisasi sosial budaya dari masing-masing etnis tersebut memiliki 

gedung sendiri untuk penyelenggaraan kegiatan kebudayaan. Untuk 

sarana penyelenggaran seni dan budaya yang dikelola pemerintah 

daerah sampai saat ini belum ada. 

 

c. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan. 

Di Kabupaten Tapanuli Selatan Benda Purbakala sebagian sudah 

diletakkan Kecamatan SD. Hole Candi Batara Wisnu di Sipagimbar. 

Selain itu ada situs-situs bersejarah yang juga menjadi objek wisata 

yaitu : 

1) Mesjid Raya di Kecamatan Sipirok 

Mesjid Raya Sri Alam Dunia Sipirok Mashalih, merupakan Mesjid 

Peninggalan Era Perang Paderi pada Syawal 1233 H atau sekitar 

Tahun 1816 M yang terletak di Kecamatan Sipirok, merupakan 

Daerah sejuk yang sangat Plural dan menjadi Pintu Masuk dua 

agama ketanah Batak yaitu Islam dan Kristen lambang itu adalah 

Mesjid Raya Sri Alam Dunia Mashalih Sipirok yang dibangun 

berdampingan nyaris satu dinding dengan Gereja HKBP Sipirok tepat 

dipersimpangan jantung Kota Sipirok, Lambang kerukunan beragam 

paling menonjol di dunia. 
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2) Batu Nanggar Jati 

Batu Nanggar Jati merupakan salah satu objek wisata yang 

berupa batu yang menyerupai bukit yang terletak di desa Huta 

Padang Kecamatan Arse yang diyakini telah ada dari Zaman dahulu 

kala. Keberadaan Batu Nanggar Jati berhubungan dengan hikayat 

dalam masyarakat yaitu kisah Datuk Tongku Aji Malim Leman 

dengan Tapi Mombang Suro seorang bidadari dari kayangan. Pada 

saat Datuk Tongku Aji Malim Leman melanggar janji maka sang 

bidadari Tapi Mombang Suro kembali kekayangan melalui Batu 

Nanggar Jati tersebut.  

Waktu tempuh menuju objek tersebut lebih kurang setengah 

jam dari Pasar Sipirok dengan menggunakan kenderaan roda 2 atau 

roda 4. 

3) Gereja Nomensen Parau Sorat 

Gereja GKPA yang terletak di Desa Parau Sorat Kecamatan Sipirok 

Kabupaten Tapanuli Selatan ini adalah Gereja tertua di Tapanuli 

Selatan yang didirikan oleh Dr.I.L.Nomensen seorang Missionaris 

asal Jerman Eropa Timur pada sekitar Tahun 1858 dan mengalami 

pemugaran pada Tahun 1968 dan sampai saat ini, masih 

dipergunakan oleh masyarakat setempat, konon Dr.I.L Nomensen 

pernah berdomisili di Daerah ini dan sampai saat ini masih memiliki 

beberapa petak sawah yang diberikan oleh Raja setempat. Jarak 

tempuh ± 1 jam dari Kota Sipirok dengan kenderaan roda 2 dan 4. 

 

 

2.3.1.2.17. Perpustakaan 

a. Jumlah perpustakaan 

Pelayanan masyarakat umum dibidang perpustakaan, informasi 

serta melaksanakan pengelolaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten 

Tapanuli Selatan merupakan upaya untuk menumbuh kembangkan 

minat dan budaya baca dikalangan masyarakat serta memberikan akses 

kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, 

penelitian dan ilmu pengetahuan. Data mengenai jumlah perpustakaan 

disajikan dalam tabel berikut :  
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Tabel 2.165. Jumlah Perpustakaan Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Tapanuli 

Selatan 

No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jumlah Perpustakaan milik 

Pemerintah Daerah (pemda) 

83 83 86 101 109 

2 Jumlah Perpustakaan milik Non 

Pemerintah Daerah (pemda) 

 1 4 4 4 4 

3. Total Perpustakaan  84 87 90 105 113 
Sumber : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 

 

b. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun 

Jumlah pengunjung perpustakaan (Perpustakaan Daerah dan 

Perpustakaan Desa/Kelurahan) dalam kurun waktu 2011 sampai 

dengan 2015 terus meningkat, dari 24.600orang pada tahun 2011 

meningkat menjadi 55.047 orang pada tahun 2015 sebagaimana 

disajikan dalam tabel berikut :  

 

Tabel 2.166. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2011 - 2015 Kabupaten 

Tapanuli Selatan 

No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jumlah pengunjung perpustakaan 

milik pemda (org) 

23.400  27.758 30.582 35.143 45.447 

2 Jumlah pengunjung perpustakaan 

milik non pemda 

1.200 4.800 5.760 7.680 9.600 

3. Total pengunjung Perpustakaan 

(1+2) 

24.600 32.558 36.342 42.823 55.047 

Sumber : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 

 

c. Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah 

Jika dilihat dari jumlah koleksi jumlah judul buku dan jumlah buku 

bacaan yang tersedia di perpustakaan daerah/perpustakaan 

Desa/Kelurahan selama tahun 2011 sampai 2015 terus bervariasi dan 

meningkat sebagaimana disajikan dalam tabel berikut : 
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Tabel 2.167. Jumlah Buku Perpustakaan Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Tapanuli 

Selatan 

No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Perpustakaan Willem Iskandar 9.300 9.531 12.800 20.552 22.472 

2. Perpustakaan Keliling 13.000 13.000 13.000 13.505 15.406 

3. Perpustakaan Kecamatan 13.300 13.300 13.300 13.300 13.300 

4. Perpustakaan Desa/Kelurahan 38.400 40.300 40.300 49.500 59.840 

5. Perpustakaan Rumah Ibadah 1.000 1.500 1.500 2.000 2.800 

6. Perpustakaan Khusus 950 3.800 3.800 3.800 3.800 

7. Jumlah Buku Perpustakaan (eks) 75.950 81.431 84.700 102.657 117.618 
Sumber : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 

 

 

2.3.1.2.18. Kearsipan 

a. Pengelolaan Arsip Secara Baku. 

Pengelolan arsip secara baku sangat penting dilakukan agar 

dokumen yang ada terjamin keamanannya dan memudahkan apabila 

suatu saat membutuhkan arsip dokumen. Perkembangan pengelolan 

arsip secara baku sejak tahun 2010-2014 tersebut pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.168. Perkembangan Pengelolaan Arsip Secara Baku Kabupaten Tapanuli 

Selatan Tahun 2011-2015 

No. Uraian 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

1. Pengelolaan arsip secara Baku (%) - - 96 95 95 

2. Jumlah personil pelatihan 

pengelolaan arsip (orang) 

- - 43 43 43 

3. Peningkatan SDM pengelola 

kearsipan (orang) 

- - 2 2 2 

Sumber : Kantor Perputakaan dan arsip Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015  

 

b. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan. 

Peningkatan SDM pengelola kearsipan belum dilaksanakan 

secara rutin pada setiap tahunnya karena keterbatasan anggaran dan 

kurangnya SDM yang khusus menangani arsip. Dalam rangka 

pengelolan arsip secara baku pemerintah daerah melakukan pembinaan 

melalui sosialisasi dilingkungan pemerintahan.  
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2.3.1.2.19. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 

2.3.1.2.19.1. Pemerintahan Umum 

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kepala Daerah 

dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat Daerah atau Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) merupakan organisasi atau lembaga pada 

Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. 

Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing daerah berdasarkan 

pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah. 

Penataan Organisasi Perangkat Daerah serta penyusunan struktur 

organisasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saat ini 

dilakukan berdasarkan pada kerangka regulasi serta kebutuhan obyektif 

dan kondisi lingkungan strategis daerah. Kerangka regulasi dimaksud 

adalah Perubahan Peraturan Pemerintah (PP) No 41/2007 tentang 

pedoman organisasi perangkat daerah sesuai perubahan Undang-

Undang (UU) No 23/2014 tentang pemerintahan daerah, maka struktur 

organisasi kelembagaan akan mengalami perubahan. Penggantian itu 

disesuaikan dengan perkembangandan tuntutan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. Peraturan baru tersebut membawa banyak 

perubahan diantaranya adalah pembagian urusan pemerintahan dan 

pembentukan perangkat daerah. Hasil pemetaan Organisasi perangkat 

daerah di Kabupaten Tapanuli adalah sebagai berikut: 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan 

sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.  

Perangkat Daerah disusun untuk membantu Kepala Daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan sebagai 

berikut : 

A. Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan 

Sekretariat Daerah Tipe A; 

B. Sekretariat DPRD Kabupateuli Tapanuli Selatan merupakan 

Sekretariat DPRD Tipe B; 

C. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan 

Inspektorat Tipe A; 
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D. Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, terdiri dari : 

1) Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tipe A 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan 

dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan; 

2) Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tipe A 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 

3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 

Kabupaten Tapanuli Selatan Tipe A menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 

4) Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tipe A 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; 

5) Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten 

Tapanuli Selatan Tipe A menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil; 

6) Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tipe A 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; 

7) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah 

Kabupaten Tapanuli Selatan Tipe A menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan 

permukiman serta bidang pertanahan; 

8) Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli 

Selatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan 

bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan 

masyarakatdan penegakan peraturan daerah serta pemadam 

kebakaran; 

9) Dinas Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tipe 

B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja 

dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi; 

10) Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Daerah 

Kabupaten Tapanuli Selatan Tipe B menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang lingkungan hidup, urusan pemerintahan 

bidang kehutanan dan urusan pemerintahan bidang 

pertanahan; 

11) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tipe B menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak; 
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12) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tipe B menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan 

terpadu satu pintu; 

13) Dinas Parawisata Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tipe B 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang parawisata 

dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; 

14) Dinas Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah 

Kabupaten Tapanuli Selatan Tipe B menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan 

bidang energi dan sumber daya mineral; 

15) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten 

Tapanuli Selatan Tipe B menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 

16) Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli 

Selatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan 

bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan 

bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian; 

17) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Kabupaten 

Tapanuli Selatan Tipe B menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan 

urusan pemerintahan bidang perdagangan; 

18) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah 

Kabupaten Tapanuli Selatan Tipe C menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang pemdam kebakaran dan penyelamatan. 

19) Dinas Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tipe C 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan; 

20) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tipe C menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana; 

21) Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tipe 

C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

perhubungan; 

22) Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tipe 

C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan; 
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23) Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli 

Selatan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan 

bidang kelautan dan perikanan; 

E. Badan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, terdiri dari: 

1) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tipe A 

melaksanakan fungsi penunjang keuangan; 

2) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 

Kabupaten Tapanuli Selatan Tipe A melaksanakan fungsi 

penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan; 

3) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 

Kabupaten Tapanuli Selatan Tipe B melaksanakan fungsi 

penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 

F. Kecamatan terdiri atas 14 Kecamatan yang keseluruhannya type A 

 

Untuk meningkatkan pelayanan umum pemerintahan yang lebih 

optimal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan melalui beberapa 

SKPD membangun sistim sepertiSistim Keuangan Daerah, sistim 

Kepegawaian Daerah dan disisi lain beberapa SKPD juga telah 

terkoneksi dengan jaringan aplikasi Website Pemerintah Pusat seperti 

Dinas Kesehatan Daerah, dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, 

Dinas Pertanian. 

Dalam upaya peningkatan pelayanan pemerintah dilakukan Survei 

Kajian tentang Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan 

Umum Pemerinta diilihat Kabupaten Tapanuli Selatan selama periode 

Tahun 2011 – 2015Indeks Kepuasan Masyarakat Tapsel dapat dilihat 

sbb: 

TAHUN NILAI INDEKS 

2011 74,75 

2012 75,05 

2013 75,43 

2014 75,53 

2015 75,67 

Dalam rangka menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum dengan baik pada tahun anggaran 2015 hasilpenilaian Badan 

Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI)terhadap Laporan Keuangan 

PemerintahDaerah (LKPD) Tapanuli Selatan telah memperoleh opini 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), adalah opini audit yangditerbitkan 

dimanalaporan keuangantelah dianggap memberikan informasi yang 

bebas dari salah saji material, artinya auditor meyakini berdasarkan 

bukti-bukti audit yang dikumpulkan pemerintah dianggap telah 

menyelenggarakan prinsip akutansi yang berlaku umum dan baik. 
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2.3.1.2.19.2. Sekretariat Dewan 

Sekretariat DPRD Kabupaten mempunyai tugas 

menyelenggarakan administrasi kesektretariatan, administrasi 

keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan 

menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli apabila diperlukan 

oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 

Kinerja Sekretariat Dewan terlihat dari PERDA yang ditetapkan, 

RANPERDA yang disetujui DPRD, Keputusan DPRD yang 

ditindaklanjuti. Hasil kinerja dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.169. Keputusan DPRD dan Pimpinan DPRD Tahun 2011 s/d 2015 

No. URAIAN 
Tahun  

2011 2012 2013 2014 2015 

1 Jumlah DPRD 0 4 4 0 0 

2 Keputusan DPRD  25 13 9 14 15 

3 Keputusan Pimpinan 23 19 11 16 13 

 

 

2.3.1.2.19.3. BAPPEDA 

Penyelenggaraan perencanaan pembangunan mengacu kepada 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintaarh Nomor 8 Tahun 

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 854 Tahun 2010 

tentang Tahapan,Tata CaraPenyusunan , Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dokumen perencanaan 

yang disusun pada periodeegis Penanggulangan Kemiskinan Daerah, 

Pengarusutamaan Gender, LAKIP Bappeda,tahun 2011 - 2015 , RKPD 

dan KUA PPAS, Rencana Strat Indkes Kepuasan Masyarakat, Sistim 

Informasi Pembangunan Daerah,telah ditetapkan dgn PERDA, RPJMD 

yg telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA, Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, RKPD Kabupaten Tapanuli 

Selatan. 
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2.3.1.2.19.4. SETDAKAB 

Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan unsur 

pembantu pimpinan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang 

dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggung 

jawab langsung kepada Bupati Tapanuli Selatan. Sekretariat Daerah 

bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas 

penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata 

laksana sekretariat daerah. 

Kinerja Sekretariat Daerah terlihat dari adanya kebijakan umum 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan 

pelayanan administratif kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah; 

terselenggaranya prosess administrasi ,terselenggaranya pengawasan 

pengendalian perumusan produk hukum daerah, perumusan kebijakan 

di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan, keuangan, pengelolaan 

sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pemerintah daerah; 

mengevaluasi laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan 

tiap satuan kerja perangkat daerah; menetapkan kebijakan teknis 

pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan bidang 

pemerintahan, pembangunanpembinaan bidang pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan administrasi; mengawasi dan 

mengendalikan koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan 

pelayanan administrasi dengan seluruh satuan kerja; mengawasi dan 

mengendalikan pengembangan kinerja pegawai pemerintah daerah; 

mengawasi dan mengendalikan proses penyusunan kebijakan 

pemerintahan daerah; mengawasi dan mengendalikan pembinaan 

pegawai negeri sipil daerah; mengawasi dan mengendalikan 

pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan melaksanakan tugas lain 

sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya. 

  

2.3.1.2.19.5. INSPEKTORAT 

Inspektorat membantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan 

terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten 

Tapanuli Selatan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa. 

Kinerja InspektoratDaerah terlihat dariLHP kasus/khusus dan 

pengaduan masyarakat (kasus), selama periode tahun 2011 – 2015 

dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini: 
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Tabel 2.170. Jumlah LHP dan Pengaduan Masyarakat Tahun 2011 s/d 2015 

 Indikator Kinerja 
Capaian Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 Jumlah Laporan Hasil 

Pemeriksaan (Laporan) 

191 157 125 146 125 

2 Jumlah laporan hasil tindak 

lanjut dan ekspose temuan 

hasil pengawasan yang telah 

disusun (Laporan) 

159 116 82 117 48 

3 Jumlah tenaga pemeriksa 

yang menguasai teknik/teori 

pengawasan dan penilaian 

akuntabilitas kinerja (%) 

- - - 12 15 

4 Jumlah LHP kasus/khusus 

dan pengaduan masyarakat 

(kasus) 

21 24 16 12 10 

5 Rasio temuan BPK RI yang 

ditindaklanjuti (%) 

94,12 86,89 71,43 65,22 76,00 

 

 

2.3.1.2.19.6. KECAMATAN 

Tugas Kepala Wilayah Kecamatan adalah mengkoordinasikan 

pemberdayaan masyarakat, ketenteraman & ketertiban umum, 

penegakan peraturan perundangan, pemeliharaan prasarana & fasilitas 

umum, kegiatan pemerintahan, membina pemerintahan 

Desa/Kelurahan. 

 

 

2.3.1.2.19.7. BUMD 

Tujuan berdirinya suatu Badan Usaha Milik Negara/Daerah 

(BUMN/BUMD) adalah sebagai lembaga usaha milik negara yang 

mampu menghasilan keuntungan untuk kepentingan APBN/APBD. 

Artinya lembaga tersebut harus dikelola secara profesional sehingga 

mampu memberikankontribusi keuntungan yang selayaknya bagi 

pemiliknya atau daerah. Tapanuli Selatan Mandiri (TSM) adalah Badan 

Usaha Milik Daerah milik Tapanuli Selatan dan telah mengembangkan 

tanaman ubi kayu varietas Adira di lahan seluas 5 hektare, mendukung 

usaha tersebut, pihak BUMD sudah menjalin kerjasama dengan pabrik 

Tapioka PT Hutahaean, di Tapanuli Utara yang siap menampung 

produksi ubi kayu dari perusahaan milik daerah tersebut. 
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2.3.1.2.19.8. Penanggulangan Bencana Daerah 

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa 

atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain 

berupa gempa bumi, banjir, angin puyuh/putting beliung, tanah longsor 

dan kebakaran hutan. 

Dalam penanganan kebencanaan dikenal dengan tiga tahapan 

penting yakni tahap pra bencana, bencana dan pasca bencana. Dari 

ketiga tahap tersebut secara jelas dapat dipetakan kedalam dua faktor 

yakni faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan serta faktor yang 

menjadi peluang dan ancaman. Di Kabupaten Tapsel, terdapat 7 

kecamatan yang masuk kategori rawan bencana yaitu : 

1. Kecamatan Angkola Sangkunur adalah daerah paling rawan banjir 

terutama dengan Meluapnya Sungai Batangtoru,  

2. Kecamatan Muara Batangtoru. Kecamatan ini berada di seberang 

sungai terbesar dan terpanjang di Tapsel tersebut.  

3. Kecamatan Batangtoru. Dimana rawan mengalami banjir bandang 

akibat luapan aliran sungai yang ada. 

4. Angkola Selatan. Daerah rawan, longsor dan banjir bandang 

5. Kecamatan Batang Angkola sepanjang aliran Sungai Batang Angkola 

ini sering terjadi longsor dan banjir bandang. 

6. Kecamatan Sayurmatinggi. sering terjadi longsor dan banjir bandang.  

7. Kecamatan Sipirok. wilayah ruas jalinsum ter masuk kategori rawan 

bencana.  

 

 

2.3.1.2.19.9. Aparatur dan Kepegawaian 

2.3.1.2.19.2.1. Kepegawaian Daerah 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah 

Daerah Tapanuli Selatan tahun 2014 adalah 5.502 orang. Berdasarkan 

tingkat pendidikan PNS di Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari : 

pasca sarjana (S2) 87 orang atau sebesar 1,6%, sarjana (S1) 2.899 

orang atau sebesar 53,0%, 838 orang sarjana muda/diploma (15,23%), 

SMA dan SMK sebanyak 1.507 orang (27,39%), SLTP sebanyak 84 

orang (1,5%) dan 59 orang SD (1,1%). Kalau dilihat dari tingkat 

pendidikan Pemerintah Daerah Tapanuli Selatan memiliki 54,27% nya 

adalah tenaga Sarjana dan Pasca Sarjana (S1 dan S2) yang 

menunjukkan sudah memiliki SDM yang cukup baik. Untuk lengkapnya 

dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 2.171. Jumlah PNS Menurut Unit Organisasi dan Tingkat Pendidikan di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2014 

NO UNIT ORGANISASI/SKPD SD SMP SMA SMK D1 D2 D3 S1 S2 S3 JLH 

 SEKRETAREIAT 3 2 71 22 2 1 9 93 6 0 209 

1 Sekretariat Daerah 2 2 48 8 1 - 8 51 6 - 126 

2 Inspektorat - - 6 5 - - - 23 - - 34 

3 Sekretariat DPRD 1 - 11 7 - - - 15 - - 34 

4 Sekretariat KPU - - 4 2 1 1 1 2 - - 11 

5 Sekretariat Korpri - - 2 - - - - 2 - - 4 

6 SEKRETARIAT PANWAS            

7 DINAS 9 15 192 103 2 1 40 349 20 0 731 

 a. Dinas Kesehatan - 1 21 - 2 - 14 35 2 - 75 

 b. Dinas Pendidikan - - 16 6 - - 2 25 6 - 55 

 c. Dinas Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatika 1 2 13 7 - - 2 21 1 - 47 

 d. Dinas Pekerjaan Umum 2 - 15 22 - 1 5 28 2 - 75 

 e. Dinas Penataan Ruang dan 

Permukiman 1 2 9 12 - - 2 20 - - 46 

 f. Dinas Koperasi, Perindustrian 

dan Perdagangan - - 10 6 - - 3 22 2 - 43 

 g. Dinas Pertambangan dan 

Energi - - 3 6 - - - 20 - - 29 

 h. Dinas Tenaga Kerja, 

Transmigrasi dan Sosial 2 1 8 6 - - - 25 1 - 43 

 i. Dinas Perikanan dan 

Kelautan 1 3 9 8 - - - 16 2 - 39 

 j. Dinas Pertanian, Tanaman 

Pangan dan Hortikultura 1 - 18 4 - - 1 22 - - 46 

 k. Dinas Kehutanan - 1 31 3 - - 4 23 - - 62 

 l. Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil - - 5 2 - - 1 16 1 - 25 

 m. Dinas Perkebunan dan 

Peternakan - 1 8 8 - - - 28 - - 45 

 n. Dinas Pendapatan, Pengelola 

Keuangan dan Asset 1 1 19 11 - - 3 35 1 - 71 

 o. Dinas Pemuda Olahraga, 

Kebudayaan dan Pariwisata - 3 7 2 - - 3 13 2 - 30 

8 BADAN 0 4 46 19 9 0 17 148 15 0 258 

 a. Bappeda - - 4 - - - 2 25 5 - 36 

 b. Bapemmas dan Pemdes - - 11 2 - - 1 22 2 - 38 

 c. Badan Kepegawaian dan 

Diklat - 1 7 2 - - 1 21 3 - 35 

 e.  Badan Pelaksana 

Penyuluhan dan Ketahanan 

Pangan - 1 3 4 1 - - 22 1 - 32 

 f. Badan Lingkungan Hidup - 1 6 4 - - 1 13 - - 25 

 g. Badan Narkotika Nasional - - 3 4 - - 1 5 - - 13 

 h. Badan Penanggulangan 

Bencana - 1 1 2 - - 4 16 1 - 25 

 i. Badan Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan 

Anak dan KB - - 11 1 8 - 7 24 3 - 54 
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NO UNIT ORGANISASI/SKPD SD SMP SMA SMK D1 D2 D3 S1 S2 S3 JLH 

9 KANTOR 1 3 47 11 0 1 1 27 4 0 95 

 a. Kantor Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu dan Penanaman 

Modal - - 4 1 - - - 5 2 - 12 

 b. Kantor Satuan Polisi Pamong 

Praja 1 3 26 10 - - - 5 1 - 46 

 c. Kantor Kesbang, Pol dan 

Linmas - - 6 - - 1 - 8 1 - 16 

 d. Kantor Perpustakaan, Arsip 

dan Dokumentasi - - 11 - - - 1 9 - - 21 

10 UPT/BP3K 1 1 5 31 0 0 1 46 0 0 85 

 a. UPTD BPP AEK LATONG - - - - - - - 2 - - 2 

 b. UPTB SPP SPMA 1 - 2 - - - - 6 - - 9 

 c. BPP KEC. TANTOM 

ANGKOLA - - - 2 - - - 1 - - 3 

 d. BP3K 

KEC.SAYURMATINGGI - - - 2 - - - 4 - - 6 

 e. BP3K KEC.BATANG 

ANGKOLA - - - 4 - - - 4 - - 8 

 f. BP3K KEC.ANGKOLA 

TIMUR - 1 2 2 - - - 5 - - 10 

 g. BP3K KEC.ANGKOLA 

BARAT - - 1 - - - 1 8 - - 10 

 h. BP3K KEC.ANGKOLA 

SELATAN - - - 4 - - - 3 - - 7 

 i. BP3K KEC.ANGKOLA 

SANGKUNUR - - - 2 - - - 1 - - 3 

 j. BP3K KEC.ANGKOLA 

SIPIROK - - - 1 - - - 4 - - 5 

 k. BP3K KEC.ARSE - - - 1 - - - 2 - - 3 

 i. BP3K KEC.SD. HOLE - - - 2 - - - - - - 2 

 j. BP3K KEC.AEK BILAH - - - 2 - - - 2 - - 4 

 k BP3K KEC.MARANCAR - - - 3 - - - - - - 3 

 l. BP3K KEC.BT.TORU - - - 3 - - - 4 - - 7 

 m. BP3K KEC.MUARA BT. 

TORU - - - 3 - - - - - - 3 

11 UPTD PERINDAG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 a. UPTD PENG.PSR WIL I - - - -  - - - - -     -  

 b UPTD PENG.PSR WIL II - - - -  - - - - -     -  

 c. UPTD PENG.PSR WIL III - - - -  - - - - -     -  

12 UPTD PERTANIAN - - - 3 - - - 2 - - 5 

 a. KA.UPTDMETREOLOGI        2   2 

13 KECAMATAN 14 43 164 69 2 4 10 130 5 0 441 

 a. Kantor Camat Sipirok 3 11 24 5 - - - 15 - - 58 

 b. Kantor Camat Arse - - 8 6 - - 1 6 1 - 22 

 c. Kantor Camat S. Dolok Hole 2 8 12 11 - - - 10 - - 43 
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NO UNIT ORGANISASI/SKPD SD SMP SMA SMK D1 D2 D3 S1 S2 S3 JLH 

 d. Kantor Camat A. Timur 1 4 17 4 - - - 11 - - 37 

 e. Kantor Camat B. Angkola 1 5 28 8 - 3 4 18 - - 67 

 f. Kantor Camat S. Matinggi - 2 6 4 - - - 5 1 - 18 

 g. Kantor Camat A. Barat - - 14 1 - - - 18 - - 33 

 h. Kantor Camat Batang Toru 1 3 16 - - - 3 10 1 - 34 

 i. Kantor Camat M. BT. Toru - 3 4 4 - 1 - 3 1 - 16 

 j. Kantor Camat Marancar - 4 6 7 - - - 8 - - 25 

 k. Kantor Camat A. Selatan - 1 13 3 - - 1 14 - - 32 

 l. Kantor Camat Aek Bilah 4 1 7 3 1 - - 2 - - 18 

 j. Kantor Camat T. Angkola 1 - 3 10 1 - 1 5 1 - 22 

 k. Kantor Camat A. Sangkunur 1 1 6 3 - - - 5 - - 16 

14 Rumah Sakit Umum Daerah 1 1 10 10 0 0 49 26 1 0 98 

 a. RSU Daerah - 1 6 10 - - 45 19 1 - 82 

 b. GudangFarmasi 1 - 1 - - - 3 1 - - 6 

 c. Farmasi - - 1 - - - 1 3 - - 5 

 d. PMIKAB.TAP.SELATAN   2     3   5 

15 PUSKESMAS 4 0 85 0 160 0 184 49 0 0 482 

 a. Puskesmas Danau Marsabut - - 6 - 24 - 13 3 - - 46 

 b. Puskesmas Hanopan Arse 1 - 1 - - - 7 1 - - 10 

 c. Puskesmas Sipagimbar 1 - 3 - 4 - 4 1 - - 13 

 d. Puskesmas Simangambat 1 - 1 - 4 - 1 1 - - 8 

 e. Puskesmas Angkola 

Sangkunur - - 2 - 1 - 6 2 - - 11 

 f. Puskesmas Huraba - - 4 - 10 - 5 2 - - 21 

 g. Puskesmas Pargarutan 1 - 12 - 13 - 24 7 - - 57 

 h. Puskesmas Pintu Padang - - 19 - 16 - 34 7 - - 76 

 i. Puskesmas Batu Horpak - - 3 - 8 - 5 3 - - 19 

 j. Puskesmas Sayur Matinggi - - 6 - 9 - 26 7 - - 48 

 k. Puskesmas Sitinjak  - - 9 - 27 - 17 2 - - 55 

 l. Puskesmas Batang Toru - - 6 - 16 - 6 5 - - 33 

 m. Puskesmas Hutaraja - - 3 - 7 - 6 4 - - 20 

 n. Puskesmas Marancar Udik - - 3 - 8 - 9 1 - - 21 

 o. Puskesmas Simarpinggan - - 6 - 13 - 16 2 - - 37 

 p Puskesmas Biru Aek Bilah - - 1 - - - 5 1 - - 7 

16 PENGAWAS DIKMENJUR - - - -  - - - 25 3 28 

17 KORWAS 1 2 17 20 0 24 1 58 1 0 124 

 a. Korwas Kec Sipirok - - - 4 - - - 5 - - 9 

 b. Korwas kec Arse - - 2 - - 1 - 6 - - 9 

 c. Korwas Kec S. Dolok Hole - - 3 5 - 3 - 3 - - 14 

 d. Korwas Kec. A. Timur - - 1 - - 4 - 7 - - 12 

 e. Korwas Kec B. Angkola - - 1 1 - 6 - 3 - - 11 

 f. Korwas Kec S. Matinggi - - - 3 - 2 - 6 - - 11 

 g. Korwas Kec A. Barat - - 4 2 - 1 - 5 1 - 13 

 h. Korwas Kec Batang Toru - - 1 - - - - 2 - - 3 

 i. Korwas Kec M. BT. Toru - - - 2 - 5 1 1 - - 9 

 j. Korwas Kec Marancar - - 1 1 - - - 6 - - 8 

 k. Korwas Kec A. Selatan - - - 1 - - - 1 - - 2 

 l. Korwas Kec Aek Bilah - - 1 - - - - 4 - - 5 

 j. Korwas Kec T. Angkola - - - - - - - 4 - - 4 

 k. Korwas Kec A. Sangkunur - - - 4 - - - 5 - - 9 

18 SD 25 8 42 511 1 232 6 1021 4 0 1.850 

 a. SD Sipirok 2 - 4 42 - 25 2 163 - - 238 
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NO UNIT ORGANISASI/SKPD SD SMP SMA SMK D1 D2 D3 S1 S2 S3 JLH 

 b. SD Arse 1 - 1 17 1 12 - 47 - - 79 

 c. SD S.Dolok Hole - - 2 29 - 20 - 63 - - 114 

 d. SD A.Timur 2 2 5 64 - 22 1 79 - - 175 

 e. SD B. Angkola 3 1 7 65 - 45 1 159 - - 281 

 f. SD S. Matinggi 2 1 5 52 - 30 - 78 1 - 169 

 g. SD A. Barat 5 2 2 56 - 19 2 91 - - 177 

 h. SD Batang Toru 5 - 6 42 - 15 - 121 - - 189 

 i. SD M. BT. Toru 1 - - 14 - 2 - 21 2 - 40 

 j. SD Marancar 1 - 2 23 - 8 - 45 - - 79 

 k. SD A. Selatan 1 - - 38 - 15 - 66 - - 120 

 l. SD Aek Bilah - 1 1 12 - 2 - 19 - - 35 

 j. SD T. Angkola 1 1 5 52 - 11 - 33 1 - 104 

 k. SD A. Sangkunur 1 - 2 5 - 6 - 36 - - 50 

19 SLTP 0 4 13 12 17 15 29 547 12 0 649 

 a. SMP Sipirok - - - 3 3 4 3 83 - - 96 

 b. SMP Arse - - - - - - - 27 - - 27 

 c. SMP S. Dolok Hole - - 1 1 4 2 1 26 - - 35 

 d. SMP A. Timur - - 1 1 1 3 1 80 - - 87 

 e. SMP B. Angkola - 1 3 1 2 4 8 93 3 - 115 

 f. SMP S. Matinggi - - 2 1 6 - 4 16 1 - 30 

 g. SMP A. Barat - 1 1 1 - 1 4 27 1 - 36 

 h. SMP Batang Toru - - 1 2 - - 4 44 4 - 55 

 i. SMP M. BT. Toru - - - - - - - 12 1 - 13 

 j. SMP Marancar - - 1 - - - - 30 1 - 32 

 k. SMP A. Selatan - 1 2 - - - - 51 - - 54 

 l. SMP Aek Bilah - - - - - - - 7 - - 7 

 j. SMP T. Angkola - 1 - 2 1 1 4 34 1 - 44 

 k. SMP A. Sangkunur - - 1 - - - - 17 - - 18 

20 SMU 0 1 3 0  0 18 198 15 0 235 

 a. SMA Sipirok - - 1 - - - 6 27 6 - 40 

 b. SMA Arse - - - - - - 1 17 - - 18 

 c. SMA S. Dolok Hole - - - - - - 1 14 1 - 16 

 d. SMA A. Timur - - - - - - 1 25 1 - 27 

 e. SMA B. Angkola - - - - - - 5 36 3 - 44 

 f. SMA S. Matinggi - - 1 - - - 4 14 1 - 20 

 g. SMA A. Barat - - 1 - - - - 27 - - 28 

 h. SMA Batang Toru - 1 - - - - - 25 - - 26 

 i. SMA M. BT .Toru - - - - - - - - - -     -  

 j. SMA Marancar - - - - - - - - - -     -  

 k. SMA A. Selatan - - - - - - - 13 3 - 16 

 l. SMA Aek Bilah - - - - - - - - - -     -  

 j. SMA T. Angkola - - - - - - - - - -     -  

 k. SMA A. Sangkunur - - - - - - - - - -     -  

21 SMK 0 0 1 0 0 0 2 205 4 0 212 

 a. SMK Sipirok - - 1 - - - - 40 - - 41 

 b. SMK Arse - - - - - - - 21 - - 21 

 c. SMK S. Dolok Hole - - - - - - - - - -     -  

 d. SMK A. Timur - - - - - - - 25 2 - 27 

 e. SMK B. Angkola - - - - - - - 38 1 - 39 

 f. SMK S. Matinggi - - - - - - - - - -     -  

 g. SMK A. Barat - - - - - - - - - -     -  

 h. SMK Batang Toru - - - - - - 1 33 - - 34 
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NO UNIT ORGANISASI/SKPD SD SMP SMA SMK D1 D2 D3 S1 S2 S3 JLH 

 i. SMK M. BT. Toru - - - - - - - 3 - - 3 

 j. SMK Marancar - - - - - - 1 21 1 - 23 

 k. SMK A. Selatan - - - - - - - - - -     -  

 l. SMK Aek Bilah - - - - - - - - - -     -  

 j. SMK T. Angkola - - - - - - - 18 - - 18 

 k. SMK A. Sangkunur - - - - - - - 6 - - 6 

JUMLAH 59 84 696 811 193 278 367 2.899 87 0 5.502 

Sumber : BKD Kabupaten Tapanuli Selatan 

 

 

Gambar 2.9. Persentase Pendidikan PNS Kabupaten Tapanuli 

Selatan Tahun 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9.  
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2.3.2. Urusan Pemerintahan Pilihan 

2.3.2.1. Kelautan dan Perikanan 

Subsektor perikanan juga pada saat ini sedang mendapat perhatian 

serius dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan terutama masalah 

pengembangan penangkapan ikan di laut. Selama ini subsektor perikanan di 

Kabupaten Tapanuli Selatan masih didominasi oleh budidaya ikan air tawar 

sedangkan usaha penangkapan ikan di laut masih sangat kecil. Kondisi ini 

disebabkan karena usaha penangkapan ikan di laut terkesan dilupakan dan 

masih menggunakan cara tradisional sehingga hasilnya juga tidak signifikan 

padahal potensi yang terkandung sangat besar.  Produksi ikan di Kabupaten 

Tapanuli Selatan yang dihasilkan selama periode 2011-2015 secara jumlah 

produk mengalami peningkatan, akan tetapi dari segi pemenuhan target 

memperlihatkan angka yang berfluktuasi sebagaimana pada tebel berikut : 

 

Tabel 2.172. Produksi Budidaya Perikanan Darat dan Perikanan Laut Tahun 2011 

s/d 2015 

No. Uraian 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jumlah Produksi Ikan (ton) 4.919,60 4.958,30 5.615,67 5.807,91 6.063,78 

2. Target produksi daerah (ton) 4.715,92 5.031,40 5.720,20 5.735,07 5.935,07 

3. Persentase capaian produksi (%) 104,32 98,55 98,17 101,27 102,17 

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 

 

a. Cakupan Bina Kelompok Nelayan 

Persentase capaian cakupan bina kelompok nelayan Kabupaten 

Tapanuli Selatan Tahun 2011 s/d 2015 cenderung menurun yaitu pada 

tahun 2011 sebesar 100% sampai dan tahun 2015 sebesar 57,14% 

sebagaimana pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.173. Cakupan Bina Kelompok Nelayan Tahun 2011 S.D 2015 

No. Uraian 2011 2012 2013  2014 2015 

1 Jumlah kelompok nelayan yang 

mendapat bantuan Pemda 

1,00 1,00 1,00 2,00 4,00 

2 Jumlah kelompok nelayan 1,00 2,00 2,00 3,00 7,00 

3 Persentase capaian (%) 100,00 50,00 50,00 66,67 57,14 

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 
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b. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan 

Persentase capaian Produksi perikanan kelompok nelayan di 

Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2011 sampai dengan 2015 

cenderung mengalami peningkatan dari 40,68% tahun 2011 menjadi 

48,21% pada tahun 2015 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.174. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Tahun 2011 S.D 2015 

No. Uraian 2011 2012 2013  2014 2015 

1 Jumlah produksi ikan kelompok 

nelayan (ton ) 

48,00 50,00 55,00 67,00 70,00 

2 Jumlah produksi perikanan laut (ton) 118,00 120,00 120,00 156,12 145,20 

3 Persentase capaian (%) 40,68 41,67 45,83 42,92 48,21 

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 

 

c. Konsumsi Ikan Per Kapita 

Perkembangan tingkat konsumsi ikan Kabupaten Tapanuli Selatan 

cukup memprihatinkan, dimana tingkat konsumsi ikan Kabupaten Tapanuli 

Selatan sampai dengan tahun 2015 hanya mencapai 32,73 Kg/Kapita. 

Kondisi tersebut jauh berikut konsumsi ikan di Provinsi Sumatera Utara dan 

Indonesia. Hal ini tentu cukup ironis, mengingat besarnya potensi 

perikanan di Kabupaten Tapanuli Selatan, namun tingkat konsumsi ikannya 

masih rendah. Perkembangan konsumsi ikan Kabupaten Tapanuli Selatan 

tahun 2011-2015 disajikan dalam tabel berikut :  

 

Tabel 2.175. Konsumsi Ikan Tahun 2011 s.d 2015 

No. Uraian 2011 2012 2013  2014 2015 

1 Tingkat Konsumsi 

(kg/kapita/tahun) 

25,01 27,60 29,70 30,12 32,73 

2 Target daerah (kg/kapita/tahun) 24,10 26,21 29,07 30,04 31,20 

3 Persentase capaian (%) 103,78 105,30 102,17 100,27 104,90 

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 

 

Tabel 2.176. Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011-

2015 

No. 
Angka Konsumsi Ikan 

(Kg/Kapita/Tahun) 

Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

1. Kabupaten Tapanuli Selatan* 25,01 26,21 27,60 29,06 30,12 

2. Sumatera Utara** 29,59 34,66 31,92 38,95  

3. Indonesia*** 30,48 32,25 33,89 35,14 37,89 

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tapanuli Selatan  

Keterangan : 

** RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018 

*** Direktorat Jenderal Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan (Ditjen P2hp) 2014 
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2.3.2.2. Pariwisata 

a. Fasilitas Wisata 

Untuk menunjang sektor pariwisata guna meningkatkan pendapatan 

daerah maupun masyarakat dengan membuka lapangan kerja dapat 

dilakukan dengan pembangunan hotel dan penginapan. Data mengenai 

jumlah hotel dan penginapan di Kabupaten Tapanuli Selatan dalam kurun 

waktu 2011 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 2.177. Jumlah Hotel dan Penginapan di Kabupaten Tapanuli Selatan 

Tahun 2011-2015 

No. Uraian 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

1. Hotel Bintang 2 (Unit) 1 1 1 1 1 

2. Penginapan Kelas Melati (Unit) 2 2 2 4 4 

3. Rumah Makan (Unit)      

Sumber : Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 

 

b. Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2011 – 2015 

Data jumlah kunjungan wisata ke masing-masing objek wisata yang 

ada di Kabupaten Tapanuli Selatan dalam periode tahun 2011-2015 terus 

meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 14,29% sebagaimana 

pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.178. Perkembangan Kunjungan Wisata Tahun 2011-2015 

No. Objek Wisata 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

1. Danau Siais 2.631 2.273 1.509 1.997 2.879 

2. Ikan Jurung Keramat 1.579 1.337 849 979 960 

3. Pantai Muara Apu 1.052 936 613 692 768 

4. Pemandian Aek Sijornih 3.946 5.081 3.772 4.449 4.798 

5. Pemandian Aek Milas Kecamatan 

Sipirok 

8.781 9.554 16.910 16.942 17.015 

6. Pemandian Alam Parsariran 4.999 5.336 3.772 4.153 4.318 

7. Air Terjun Sirambe 375 374 236 267 283 

8. Torsimago-mago 1.184 1.230 849 939 960 

9. Danau Marsabut 132 147 94 89 96 

10. Air Terjun Simarpinggan 2.499 2.608 1.858 1.958 1.919 

11. Monumen Benteng Huraba 289 334 264 297 336 



 

Bab II – GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II- 184 
 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 

No. Objek Wisata 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

12. Agrina Pengolahan Salak 105 107 77 89 96 

13. Tenun Tradisional 79 100 75 89 96 

14. Arung Jeram sungai Batangtoru   81 94 96 

15. Kawah Haritte 132 134 85 109 144 

16. Sapuran (Air Terjun) Sigorpa 132 160 123 158 192 

 17. Batara Wisnu 105 107 94 119 144 

JUMLAH 28.020 29.820 31.26 33.420 35.100 

Sumber : Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 

 

 

2.3.2.3. Pertanian 

a. Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Berdasarkan angka sementara hasil pencacahan lengkap Sensus 

Pertanian 2013 yang merupakan sensus terakhir yang rutin dilaksanakan 

dalam setiap 10 tahun, jumlah usaha pertanian di Kabupaten Tapanuli 

Selatan sebanyak 49.795 dikelola oleh rumah tangga, sebanyak 11 dikelola 

oleh perusahaan pertanian berbadan hukum dan sebanyak 31 unit dikelola 

oleh selain rumah tangga dan perusahaan berbadan hukum. 

Kecamatan Sipirok, Batang Angkola dan Angkola Selatan merupakan 

tiga kecamatan dengan urutan teratas yang mempunyai jumlah rumah 

tangga usaha pertanian terbanyak, yaitu masing-masing 6.030 rumah 

tangga, 5.862 rumah tangga dan 4.779 rumah tangga. Sedangkan 

Kecamatan Aek Bilah merupakan wilayah yang paling sedikit jumlah rumah 

tangga usaha pertaniannya, yaitu sebanyak 1.570 rumah tangga. 

Sementara itu jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum dan 

usaha pertanian selain perusahaan dan rumah tangga di Kabupaten 

Tapanuli Selatan untuk perusahaan sebanyak 11 unit dan lainnya 31 unit. 

Jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum terbanyak berlokasi di 

Kecamatan Muara Batang Toru yaitu sebanyak 7 perusahaan dan paling 

sedikit di Kecamatan Angkola Selatan yaitu sebanyak 1 perusahaan. 

Sedangkan jumlah perusahaan tidak berbadan hukum atau bukan 

usaha rumah tangga usaha pertanian terbanyak terdapat di Kecamatan 

Angkola Selatan, yaitu sebanyak 13 unit dan paling sedikit di Kecamatan 

Saipar Dolok Hole yaitu sebanyak 1 unit. 
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Berdasarkan angka sementara hasil pencacahan lengkap Sensus 

Pertanian 2013, jumlah rumah tangga usaha pertanian di Kabupaten 

Tapanuli Selatan mengalami kenaikan sebanyak 4.273 rumah tangga dari 

45.522 rumah tangga pada tahun 2003 menjadi 49.795 rumah tangga pada 

tahun 2013, yang berarti meningkat 0,90 persen per tahun. Peningkatan 

terbesar terjadi di Kecamatan Angkola Selatan dan penurunan terendah 

terjadi di Kecamatan Batang Toru, yaitu masing-masing sebesar 74,54% 

dan 11,29% selama sepuluh tahun.  

Jumlah Perusahaan Pertanian hasil Sensus Pertanian mengalami 

peningkatan dimana pada tahun 2003 ada 10 unit sedangkan tahun 2013 

ada 11 unit. Komposisi jumlah rumah tangga usaha pertanian di Kabupaten 

Tapanuli Selatan selama sepuluh tahun terakhir terjadi perubahan. 

Berdasarkan hasil ST 2003, 13,32% rumah tangga usaha pertanian berada 

di Kecamatan Batang Angkola, kemudian 12,93% berada di Kecamatan 

Sipirok. Sementara menurut hasil ST 2013, rumah tangga pertanian 

terbanyak berada di Kecamatan Sipirok yaitu sekitar 12,11% dan kemudian 

11,77% berada di Kecamatan Batang Angkola. Berikut diagram 

perbandingan jumlah rumah tangga usaha pertanian dan jumlah 

perusahaan pertanian berbadan hukum pada tahun 2003 dan tahun 2013. 

 

Gambar 2.10. Perkembangan Rumah Tangga Pertanian Kabupaten  

Tapanuli SelatanTahun 2003-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 

 

Sektor pertanian merupakan salah satu potensi unggulan yang 

memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kabupaten 

Tapanuli Selatan, untuk itu perlu perhatian dari pemerintah Kabupaten 

dalam rangka peningkatan produktivitasnya. Data luas tanam, luas panen, 

produksi dan produktivitas hasil pertanian utama Kabupaten Tapanuli 

Selatan dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

45,560 

49,798 
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Tabel 2.179. Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas, Produksi Serta Kebutuhan 

Hasil Pertanian Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011-2015 

No. URAIAN 
TAHUN 

2011 2012 2013 2014 2015 

 Padi Sawah+Ladang           

1 Luas Tanam (Ha) 30.595 29.988 34.727 34.306 31.516 

2 Luas Panen (Ha) 34.668 32.591 31.717 33.599 34.369 

3 Produktivitas (kw/ha) 48,51 49,13 48,01 49,55 49,29 

4 Produksi (Ton) 168.183 160.116 152.278 166.486 169.405 

 Padi Sawah           

1 Luas Tanam (Ha) 28.273 27.654 32.376 31.884 29.200 

2 Luas Panen (Ha) 31.217 30.662 29.711 30.997 32.017 

3 Produktivitas (kw/ha) 50,10 50,31 48,74 50,76 50,18 

4 Produksi (Ton) 156.396 154.261 144.824 157.342 160.661 

 Padi Ladang           

1 Luas Tanam (Ha) 2.322 2.334 2.351 2.422 2.316 

2 Luas Panen (Ha) 3.451 1.929 2.006 2.602 2.352 

3 Produktivitas (kw/ha) 34,16 30,35 37,16 35,14 37,01 

4 Produksi (Ton) 11.787 5.855 7.454 9.144 8.705 

 Kedelai           

1 Luas Tanam (Ha) 604 619 504 548 471 

2 Luas Panen (Ha) 485 728 277 604 471 

3 Produktivitas (kw/ha) 12,45 9,26 9,58 8,78 10,72 

4 Produksi (Ton) 604 674 265 530 505 

 Jagung           

1 Luas Tanam (Ha) 2.450 1.813 1.793 1.064 3.014 

2 Luas Panen (Ha) 2.471 1.324 1.829 880 914 

3 Produktivitas (kw/ha) 45,97 45,43 44,73 42,18 44,30 

4 Produksi (Ton) 11.358 6.015 8.182 3.712 4.049 
Sumber : BPS Kab. Tapanuli Selatan, 2015 

 

b. Tanaman Perkebunan 

Produksi hasil perkebunan rakyat di Kabupaten Tapanuli Selatan 

dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2015 didominasi oleh 

kelapa sawit, karet, kakao dan kopi dengan perkembangan yang cukup 

stabil sebagaima tabel berikut :  
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Tabel 2.180. Produksi Komoditi Tanaman Perkebunan Rakyat Tahun 2011-2015 

Menurut Kecamatan 
 

No. Kecamatan 

Jenis KOMODITI 

Karet Kelapa Sawit Kopi Kakao 
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1. Batang Angkola 705,00 585,85 0,83 4,00 74,50 18,63 9,00 9,00 1,00 459,00 489,50 1,07 

2. Sayurmatinggi 778,00 645,50 0,83 55,00 797,75 14,50 - - - 178,00 159,00 0,89 

3. Angkola Timur 560,25 465,00 0,83 264,50 4.688,75 17,73 14,50 14,50 1,00 340,00 146,00 0,43 

4. Angkola Selatan 569,00 481,50 0,85 234,00 4.312,50 18,43 34,25 23,25 0,68 118,00 97,60 0,83 

5. Angkola Barat 1.274,00 784,00 0,62 49,50 898,00 18,14 0,50 0,32 0,64 83,50 102,50 1,23 

6. Batang Toru 2.642,00 2.242,50 0,85 1.609,00 30.465,00 18,93 0,50 0,80 1,60 493,00 426,00 0,86 

7. Marancar 694,00 601,25 0,87 41,00 705,00 17,20 1,00 0,75 0,75 453,00 442,00 0,98 

8. Sipirok 136,00 87,00 0,64 - - - 126,75 115,50 0,91 83,00 57,00 0,69 

9. Arse 257,00 194,00 0,75 - - - 25,50 67,50 2,65 14,50 9,00 0,62 

10. Saipar Dolok Hole 204,00 123,00 0,60 5,25 121,00 23,05 67,50 89,50 1,33 18,00 12,75 0,71 

11. Aek Bilah 218,00 157,50 0,72 - - - 28,75 89,50 3,11 1,50 1,20 0,80 

12. Muara Batang Toru 29,50 23,50 0,80 560,50 9.959,50 17,77 - - - 7,00 5,50 0,79 

13. Tantom Angkola 593,00 484,50 0,82 - - - - - - 166,00 148,00 0,89 

14. Angkola Sangkunur 1.219,00 824,00 0,68 115,50 1.965,00 17,01 0,50 0,30 0,60 46,00 56,00 1,22 

Jumlah Tahun 2015 9.878,75 7.699,10 0,78 2.938,25 53.987,00 18,37 308,75 410,92 1,33 2.460,50 2.152,05 0,87 

Jumlah Tahun 2014 9.864,75 7.887,11 0,80 2.934,25 53.277,25 18,16 883,00 797,10 0,90 3.006,75 2.083,30 0,69 

Jumlah Tahun 2013 9.848,00 7.827,75 0,79 2.929,75 53.272,00 18,18 921,50 791,65 0,86 2.455,25 2.081,55 0,85 

Jumlah Tahun 2012 9.788,45 7.794,00 0,80 2.923,50 81.740,00 27,96 915,00 781,60 0,85 2.451,75 2.079,55 0,85 

Jumlah Tahun 2011 9.755,25 7.766,45 0,80 2.911,00 54.014,95 18,56 779,00 682,10 0,88 2.430,50 1.919,27 0,79 

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tapanuli Selatan, 2015 

 

c. Peternakan 

Ternak diklasifikasikan menjadi ternak besar dan kecil, Ternak besar 

yaitu : sapi, kerbau, kuda, babi, kambing dan domba, sedangkan ternak 

kecil yaitu jenis unggas seperti ayam, itik, angsa dan lainnya. Populasi 

ternak besar di kabupaten Tapanuli Selatan didominasi empat jenis ternak 

yaitu Sapi, Kerbau, Kambing dan Domba. Perkembangan populasi ternak 

besar dari tahun 2011 s/d tahun 2015 memperlihatkan perkembangan yang 

tidak seragam. Ternak kambing menunjukkan penurunan populasi dari 

20.461 ekor pada tahun 2011 menjadi 12.119 ekor pada tahun 2015, 

sedangkan ternak sapi justru menunjukkan peningkatan dari 2.290 ekor 

pada tahun 2011 menjadi 2.614 ekor pada tahun 2015. Hal ini 

kemungkinan akibat perubahan nilai ekonomis dari jenis-jenis ternak 

tersebut yang mengalami pergeseran dari tahun ke tahun. 

Perkembangan populasi ternak besar di Kaupaten Tapanuli Selatan 

tahun 2011 s/d 2015 dapat dilihat pada tabel berikut : 

 



 

Bab II – GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II- 188 
 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

Tabel 2.181. Jumlah Ternak Besar di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015 
 

No. Kecamatan 
Jumlah Ternak (Ekor) 

Sapi Kerbau Kambing Domba 

1. Batang Angkola 185 81 982 163 

2. Sayur Matinggi 73 30 1.272 35 

3. Angkola Timur 427 181 1.055 273 

4. Angkola Selatan 182 4 577 6 

5. Angkola Barat 45 15 187 6 

6. Batang Toru 544 20 406 0 

7. Marancar - 28 356 0 

8. Sipirok 125 156 1.297 42 

9. Arse 6 5 681 27 

10. Saipar Dolok Hole 0 15 1.415 201 

11. Aek Bilah 0 32 640 106 

12. Muara Batang Toru 238 129 230 105 

13. Tano Tombangan Angkola 26 4 2.292 163 

14. Angkola Sangkunur 763 2 729 35 

Tahun 2015 2.614 702 12.119 1.162 

Tahun 2014 2.442 688 10.619 1.086 

Tahun 2013 2.312 674 10.132 1.252 

Tahun 2012 2.427 710 13.885 1.847 

Tahun 2011 2.290 594 20.461 2.487 

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Tapanuli Selatan 

 

Sedangkan untuk ternak unggas populasi terbanyak masih 

didominasi oleh ayam kampung, hanya pada tahun 2012 populasi ayam 

kampung berada dibawah populasi ayam pedaging. Hal ini tentunya 

berpengaruh terhadap tingkat konsumsi daging masyarakat khususnya 

daging ayam sebab untuk keperluan konsumsi lebih diutamakan ayam 

pedaging sementara dari ayam kampung yang diharapkan adalah produksi 

telurnya. 

 

Tabel 2.182. Kondisi Populasi Ternak Unggas Menurut Jenis Ternak Kabupaten 

Tapanuli Selatan Tahun 2011-2015 

No. 
Jenis Ternak Kecil 

(Ekor) 

Tahun 

2011 2012 2013 2015 2015 

1. Ayam Ras Petelur - - - - - 

2. Ayam Ras Pedaging 414.000 317.220 99.866 154.799 158.800 

3. Ayam Kampung 275.685 276.281 185.187 180.314 182.420 

4. Itik Lokal 33.039 34.268 36.864 36.864 37.811 

JUMLAH 722.724 627.769 321.571 371.977 379.031 

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Tapanuli Selatan 
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2.3.2.4. Kehutanan 

Hutan merupakan salah satu sumberdaya alam yang memiliki nilai 

ekonomi, ekologi dan sosial yang tinggi, Hutan alam tropika juga berfungsi 

sebagai paru-paru dunia dan sistem penyangga kehidupan sehingga 

kelestariannya harus dijaga dan dipertahankan dengan pembangunan hutan 

yang tepat, Kondisi hutan dilihat dari penutupan lahan/vegetasi, mengalami 

perubahan yang cepat dan dinamis, sesuai perkembangan pembangunan dan 

perjalanan waktu, 

Banyak faktor yang mengakibatkan perubahan tersebut antara lain 

pertambahan penduduk, dan pembangunan di luar sektor kehutanan yang 

sangat pesat memberikan pengaruh besar terhadap meningkatnya kebutuhan 

akan lahan dan produk-produk dari hutan, Kondisi ini diperparah dengan 

perambahan hutan dan terjadinya kebakaran hutan yang mengakibatkan 

semakin luasnya kerusakan hutan. 

Kegiatan Rehabilitasi merupakan salah satu upaya menekan laju 

deforestasi serta degredasi fungsi hutan dan lahan, Kabupaten Tapanuli 

Selatan juga telah melaksanakan Kegiatan RHL pada Tahun 2011-2015. 

 

a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis 

Untuk mendukung kelestarian hutan serta mencegah kerusakan yang 

lebih parah, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan telah melakukan 

Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis dengan luasan sebagaberikut : 

 

Tabel 2.183. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Kabupaten Tapanuli Selatan 

Tahun 2011-2015 

No. Uraian 
Tahun 

2011 2012 2013 2015 2015 

1. Luas hutan dan lahan 

kritis yang 

direhabilitasi (Ha) 

85 - 656 221 1,195 

2. Luas Total Hutan dan 

lahan Kritis (Ha) 

- - 146.811,94 - - 

3. Rehabilitasi Hutan 

dan Lahan Kritis (%) 

- - 0,45 - - 

Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan 

 



 

Bab II – GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II- 190 
 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

b. Kerusakan Kawasan Hutan 

Kerusakan kawasan hutan di Kabupaten Tapanuli Selatan sudah 

tergolong relatif cukup besar, dimana dari 277.926,57 Ha kawasan hutan yang 

ada di Kabupaten Tapanuli Selatan, sebanyak 94,197 Ha atau sekitar 33,89% 

tergolong rusak. Hal ini perlu mendapat perhatian yang serius baik dari 

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Pemerintah Provinsi maupun 

Pemerintah Pusat.  

 

 

2.3.2.5. Energi dan Sumber Daya Mineral 

a. Sumber Daya Mineral  

Kabupaten Tapanuli Selatan termasuk daerah yang kaya 

sumberdaya mineral, batubara, panas bumi dan hidrogeologi serta sumber-

sumber energi yang dapat diperbaharui, baik berupa tambang logam 

maupun non logam. Jenis bahan tambang terutama galian C banyak 

tersebar di berbagai kecamatan dan potensi ini diperkaya dengan mas. 

Bahan galian C yang telah banyak dimanfaatkan adalah tanah urug, batu 

gamping, dolomit. Potensi endapan batubara terdapat di beberapa tempat 

seperti Kecamatan Sayur Matinggi, Batang Angkola, Angkola Timur dan 

Sipirok akan tetapi masih memerlukan penelitian. Potensi panas bumi 

terdapat di Dolok Sibual-buali, Kecamatan Sipirok jika dikembangkan 

diperkirakan akan menghasilkan ± 56 MWe. 

Potensi bahan galian logam antara lain : Emas yang berasosiasi 

dengan Timbal dan Seng, terdapat penyebaran di Kecamatan Batang Toru, 

Sipirok, Angkola Selatan dan Batang Angkola dengan luas penyebaran 

diperkirakan ±1.692, 96 Ha; Emas yang berasosiasi dengan Galena dan 

Perak, terdapat penyebaran di Kecamatan Batang Toru, Batang Angkola 

dan Sayur Matinggi dengan luas penyebaran diperkirakan ± 2.606,36 Ha; 

Seng terdapat di Kecamatan Arse dan Sipirok dengan penyebaran 

diperkirakan ± 271,08 Ha; 

Timbal dan Tembaga terdapat di Kecamatan Saipar Dolok Hole dan 

Batang Angkola dengan penyebaran ± 562, 42 Ha; Timbal/Timah hitam 

terdapat di Kecamatan Angkola Barat, Angkola Selatan dan Marancar, 

perkiraan luas penyebaran masih memerlukan pemetaan yang lebih detail 

lagi. 
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Potensi bahan galian batuan seperti : Andesit, terdapat dikecamatan 

Angkola Barat, Angkola Selatan, Batang Toru, Marancar, Saipar Dolok 

Hole dan Sipirok dengan perkiraan luas penyebaran ± 3.613 Ha; Batu 

apung, terdapat di Kecamatan Angkola Barat dengan perkiraan luas 

penyebaran ± 976,4 Ha; Batu pasir, terdapat di Kecamatan Arse, Angkola 

Selatan, Batang Angkola dan Batang Toru, dengan perkiraan luas 

penyebaran ± 2.171 Ha; Batu Sungai, terdapat di kecamatan Angkola 

Selatan, Batang Angkola dan Batang Toru dengan perkiraan luas 

penyebaran ± 100,6 Ha; Bentonit, terdapat di Kecamatan Sipirok dan 

Saipar Dolok Hole dengan perkiraan luas penyebaran ± 9120 Ha; Granit, 

terdapat di Kecamatan Batang Toru, Batang Angkola dan Sayur Matinggi 

dengan perkiraan luas penyebaran ± 7.191,23 Ha; Gamping / Marmer, 

terdapat di Kecamatan Aek Bilah, Saipar Dolok Hole, Sayur Matinggi 

dengan perkiraan luas penyebaran ± 7123, 96 Ha; Kaolin di Kecamatan 

Saipar Dolok Hole dengan perkiraan luas penyebaran ± 217 Ha; Pasir 

Kuarsa, dengan perkiraan luas penyebaran ± 2.592 Ha; Sirtu, terdapat di 

Kecamatan Batang Angkola, Sayur Matinggi, Angkola Selatan dan Angkola 

Barat dengan perkiraan luas penyebaran ± 502,45 Ha; Tufa Riolit, terdapat 

di Kecamatan Angkola Timur, Saipar Dolok Holedengan perkiraan luas 

penyebaran ± 276 Ha; Zeolit, terdapat di Kecamatan Marancar dan Sipirok 

dengan perkiraan luas penyebaran ± 656,86 Ha; Onixz, Belerang dan Batu 

Mulia, masih memerlukan penelitian secara detail. 

Pengusahaan bahan galian logam PT. Agincourt Resources OZ, ex 

PT. Newmont Horas Nauli ex. PT. Danau Toba Mining merupakan salah 

satunya perusahaan tambang yang menampakkan keseriusannya untuk 

mengelola potensi bahan galian logam emas di wilayah Kabupaten 

Tapanuli Selatan dan telah pruduksi sejak pertengahan tahun 2012.  

Izin usaha pertambangan adalah pemberian izin untuk melakukan 

usaha pertambangan kepada orang pribadi atau badan yang diberikan oleh 

Pemerintah Daerah. Izin Usaha Pertambangan diberikan dalam bentuk 

surat keputusan Izin Usaha Pertambangan. Presentase pertambangan 

tanpa izin di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam lima tahun terakhir 

cenderung menurun seiring dengan keberhasilan Dinas Pertambangan dan 

Energi Kabupaten Tapanuli Selatan yang terus melakukan penertiban 

terhadap penambang liar, khususnya pertambangan mineral bukan logam 

(galian C).  

 

http://bonkadhafadli.blogspot.com/search/label/Artikel
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Tabel 2.184. Pertambangan Tanpa Ijin Yang Ditertibkan 2011-2015 

No Uraian 2011 2012 2013  2014 2015 

1. Luas penambangan liar 

yang ditertibkan (Ha) 

183 184,5 185,5 251,49 251,49 

2. Luas area penambangan 

yang liar (Ha) 

2.774 2.589,5 2.404 2.152,51 2.152,51 

3. Rasio pertambangan tanpa 

ijin (%) 

6,60 7,12 7,71 11,68 11,68 

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 (Data diolah) 

 

b. Ketenagalistrikan 

Dalam bidang ketenagalistrikan, khususnya listrik, minyak dan gas di 

Kabupaten Tapanuli Selatan dipasok oleh PT. PLN dan PT. Pertamina. 

Beberapa ketentuan yang digunakan untuk memproyeksikan 

kebutuhan listrik di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah : 

 Kebutuhan listrik untuk domestik adalah 90 VA/org atau 450 VA/KK. 

 Kebutuhan listrik untuk fasilitas umum/sosial adalah 22,5 VA/orang atau 

sebesar 5 % dari kebutuhan perumahan. 

 Kebutuhan listrik untuk komersial dan lain-lain adalah 25 % dari 

kebutuhan perumahan atau sebesar 112,5 VA/orang.  

Untuk menganalisis kebutuhan listrik di Kabupaten Tapanuli Selatan 

dipergunakan standar kebutuhan yaitu 900 VA/KK. Jumlah Kebutuhan 

daya listrik di Kabupaten Tapanuli Selatan sampai Tahun 2011 - 2015 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.185. Kebutuhan Listrik Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011 –2015 

No. Tahun 

Jumlah 

Penduduk 

(Jiwa) 

Kebutuhan Listrik (VA) Jumlah 

Domestik 

Sarana 

Umum/ 

Sosial 

Komersial/ 
Lain-lain VA KVA 

1 2011 266.282 23.965.380 5.991.345 29.956.725 59.913.450 59.913,45 

2 2012 268.095 24.128.550 6.032.138 30.160.688 60.321.375 60.321,38 

3 2013 268.824 24.194.160 6.048.540 30.242.700 60.485.400 60.485,40 

4 2014 273.132 24.581.880 6.145.470 30.727.350 61.454.700 61.454,70 

5 2015 275.098 24.758.820 6.189.705 30.948.525 61.897.050 61.897,05 

Sumber : PLN Cabang Padangsidimpuan 
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Perkembangan Pemakaian listrik di Daerah kabupaten Tapanuli 

Selatan data pada Tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada table berikut : 

 

Tabel 2.186. Perkembangan Pemakaian Listrik Rumah Tangga Tahun 2011-2015. 

No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

1 RT dengan daya 450 watt 27.158 27.215 26.808 26.648 28.053 

2 RT dengan daya 900 watt 4.067 4.894 5.599 6.288 6.855 

3 RT dengan daya 1.300 watt 188 278 324 368 375 

4 RT dengan daya 2.200 watt 60 87 105 114 126 

5 RT dengan daya > 2.200 watt 17 17 18 21 24 

6 Total Jumlah Rumah Tangga 

menggunakan Listrik 

31.490 32.491 32.854 33.439 35.433 

Sumber : PLN Cabang Padangsidimpuan 

 

Kondisi kebutuhan listrik yang ada di Daerah kabupaten Tapanuli 

Selatan data pada Tahun 2011 – 2015 yang terdiri dari kebutuhan daya 

listrik untuk rumah tangga, industri, sarana umum, sosial, komersial dan 

layanan khusus. 

 

Tabel 2.187. Penggunaan Daya Listrik Terpasang (KwH) Tahun 2011-2015 

No. Uraian 
Penggunaan Listrik (KWH) 

2011 2012 2013 2014 2015 

1. Sosial 121.812 259.863 138.238 174.042 174.042 

2. Rumah Tangga 1.988.784 2.422.144 2.499.420 2.206.865 2.625.499 

3. Bisnis 183.811 191.794 204.227 192.227 213.061 

4. Industri 406.930 404.097 539.640 304.149 388.040 

5. Pemda 71.789 75.989 77.730 89.420 89.420 

JUMLAH 2.773.125 3.353.888 3.459.254 2.966.703 3.490.062 

Sumber : PLN Cabang Padangsidimpuan 
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2.3.2.6. Perdagangan 

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam usaha 

pembangunan perdagangan diarahkan untuk memanfaatkan sumber daya 

alam dan sumber daya manusia semaksimal mungkin guna untuk 

menghasilkan aktivitas perdagangan yang mampu menunjang peningkatan 

―produksi barang jadi‖. Sehingga dapat mendorong pengusaha kecil, golongan 

ekonomi lemah termasuk usaha rumah tangga dalam upaya meningkatkan 

pendapatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Usaha kecil dan Industri 

Rumah Tangga memiliki peranan penting untuk penyerapan tenaga kerja 

sehingga mengurangi pengangguran.  

Data jumlah usaha terdaftar (memiliki TDP) di Kabupaten Tapanuli 

Selatan menurut Bentuk Usaha tahun 2010 – 2014 dan data mengenai Surat 

Ijin Usaha Perdagangan Barang dan Jasa yang diterbitkan menurut golongan 

dan bidang usaha dirinci per Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan serta 

data tenaga kerja pada sektor perdagangan dirinci menurut tingkat pendidikan 

dan kelembagaan di Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana terdapat pada 

tabel berikut : 

 

Tabel 2.188. Jumlah Usaha Terdaftar (memiliki TDP) di Kabupaten Tapanuli 

Selatan menurut Bentuk Usaha Tahun 2010-2014 

 

Tahun 

Jenis Usaha  

PT Koperasi CV Fa Po Total 

2014 6 12 26 - 109 153 

2013 7 4 42 1 86 140 

2012 6 4 37 - 70 117 

2011 8 1 30 - 102 141 

2010 8 3 53 - 80 144 

Sumber : Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Angka, 2015  

 

Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di 

Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011-2015 mengalami penurunan. Tahun 

2011 sebesar 10,82% dan pada tahun 2015 menjadi 10,49%, sebagaimana 

diuraikan pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.189. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Tahun 2011 s.d 

2015 Kabupaten Tapanuli Selatan 
 

No Uraian 2011 2012 2013  2014 2015 

1 Jumlah kontribusi sektor 

perdagangan (Rp. Juta) 

646.218,44 718.040,82 791.065,78 905.695,36 1.060.205,06 

2 Jumlah PDRB (Rp. 

Juta) 

5.974.997,32 6.907.916,98 8.731.520,82 9.308.327,07 10.105.979,00 

3 Persentase Kontribusi 

perdagangan (%) 

10,82 10,39 9,06 9,73 10,49 

Sumber : Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Angka, 2015  
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Ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2011 

sampai dengan tahun 2015 mengalami penurunan nilai yaitu dari Rp. 

1.084.182.436.378 pada tahun 2012 menjadi Rp. 637.278.599.052, pada 

tahun 2015 sebagaimana dapat diuraikan pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.190. Ekspor Bersih Perdagangan Tahun 2011 s/d 2015 
 

No Uraian 2011 2012 2013  2014 2015 

1 Nilai Ekspor Bersih 

(Rp. Juta) 

0 1.084.182,44 995.295,02 859.236,11 637.278,60 

2 Nilai impor (Rp. Juta) 0 0 0 0 0 

3 Ekspor Bersih 

Perdagangan (Rp. Juta) 

0 1.084.182,44 995.295,02 859.236,11 637.278,60 

Sumber : Dinas Koperindag Kab. Tapanuli Selatan, Tahun 2015 

 

Cakupan bina kelompok pedagang di Kabupaten Tapanuli Selatan pada 

tahun 2011 sampai dengan 2015 cenderung berfluktuasi, dimana tahun 2011 

sebesar 74,01%, tahun 2012 sebesar 94,05%, tahun 2013 sebesar 93,68%, 

tahun 2014 sebesar 88,12% dan pada tahun 2015 sebesar 87,32%. 

Sebagaimana diuraikan pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.191. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Tahun 2011 s.d 

2015 
 

No Uraian 2011 2012 2013  2014 2015 

1. Jumlah kelompok 

pedagang/usaha informal yang 

mendapatkan bantuan binaan 

pemda (kelompok) 

1.139 2.370 2.815 2.996 3.313 

2. Jumlah kelompok 

pedagang/usaha informal 

(kelompok) 

1.539 2.520 3.005 3.400 3.794 

3. Cakupan bina kelompok 

pedagang (%) 

74,01 94,05 93,68 88,12 87,32 

Sumber : Dinas Koperindag Kab. Tapanuli Selatan, Tahun 2015 
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2.3.2.7. Perindustrian 

Pengelompokan industri pengolahan berdasarkan jumlah tenaga kerja 

yang digunakan tanpa memperhatikan penggunaan mesin produksi yang 

digunakan maupun modal yang ditanamkan dapat dikelompokkan menjadi 4 

yaitu : Industri besar jika jumlah tenaga kerjanya lebih dari 99 orang, Industri 

sedang 20 - 99 orang, Industri kecil 5 - 19 orang dan Industri rumah tangga 

dengan tenaga kerja 1 – 4 orang. 

Perusahaan Industri yang dominan di Kabupaten Tapanuli Selatan 

adalah Industri Rumah Tangga dan Industri Kecil. Pada kurun waktu tahun 

2011 sampai dengan 2015 jumlah industri kecil yang ada di Kabupaten 

Tapanuli Selatan mengalami peningkatan dari 53 pada tahun 2011 menjadi 58 

unit pada tahun 2015 akan tetapi penyerapan tenaga kerjanya justru menurun 

dari 384 orang pada tahun 2011menjadi 383 orang pada tahun 2015. Industri 

Rumah Tangga mengalami peningkatan dari 1.041 unit pada tahun 2011 

menjadi 1.063 unit pada tahun 2015, akan tetapi serapan tenaga kerjanya 

mengalami penurunan dari 1.577 orang pada tahun 2011 menjadi 1.344 orang 

pada tahun 2015. Sedangkan Perusahaan Industri sedang meningkat dari 1 

perusahaan menjadi 9 perusahaan dengan jumlah serapan juga mengalami 

peningkatan dari 56 orang menjadi 192 orang. Untuk Industri Besar yang ada 

di Kabupaten Tapanuli Selatan dari 2 perusahaan menjadi 3 perusahan 

dengan serapan tenaga kerja dari 385 orang menjadi 487 pekerja.  

Data mengenai Perkembangan Industri Besar, Industri Sedang, Industri 

Kecil dan Rumah Tangga di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011-2015 

dan Perkembangan Tenaga Kerja yang diserap di Industri Besar, Industri 

Sedang, Industri Kecil dan Rumah Tangga di Kabupaten Tapanuli Selatan 

Tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut :  

 

Tabel 2.192. Perkembangan Industri Besar, Industri Sedang, Industri Kecil dan 

Rumah Tangga di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011-2015 
 

Tahun 

Jenis Industri 

Industri Besar 
Industri 

Sedang 
Industri Kecil 

Industri 

Rumah 

Tangga 

2011 2 1 53 1.041 

2012 3 2 53 1.047 

2013 3 9 56 1.054 

2014 3 9 56 1.062 

2015 3 9 58 1.063 

Sumber : Dinas Koperindag Kab. Tapanuli Selatan, Tahun 2015 
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Tabel 2.193. Perkembangan Tenaga Kerja yang diserap di Industri Besar, Industri 

Sedang, Industri Kecil dan Rumah Tangga di Kabupaten Tapanuli 

Selatan Tahun 2010-2015 

 

Tahun 

Tenaga Kerja di  

Industri 

Besar 

Industri 

Sedang 

Industri 

Kecil  

Industri Rumah 

Tangga 

2011 385 56 384 1.577 

2012 487 92 376 1.587 

2013 487 192 178 403 

2014 487 192 181 406 

2015 487 192 383 1.344 

Sumber : Dinas Koperindag Kab. Tapanuli Selatan, Tahun 2015 

 

Cakupan bina kelompok pengrajin adalah perbandingan antara jumlah 

kelompok pengrajin yang mendapat bantuan/pembinaan dibandingkan 

dengan jumlah kelompok pengrajin yang ada. Cakupan bina kelompok 

pengrajin dari tahun 2011 - 2015 cenderung mengalami penurunan dari tahun 

ke tahun, peningkatan yang ada hanya dari tahun 2011 ke tahun 2012. 

sementara dari tahun 2012 sampai tahun 2015 justru mengalami penurunan 

sebagaimana tabel berikut : 

 

Tabel 2.194. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Tahun 2011-2015 

No. Uraian 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jumlah Kelompok 

Pengrajin Yang 

Mendapat Pembinaan 

(Kelompok) 

2 3 5 6 6 

2. Jumlah Seluruh 

Kelompok pengrajin 

(kelompok) 

20 24 28 30 35 

3. Cakupan Bina 

Kelompok Pengrajin (%) 

10,00  12,50  17,86  20,00  17,14  

Sumber : Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Angka, 2015  

  

2.3.2.8. Ketransmigrasian 

Jenis transmigrasi dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2015 yang 

dikelola oleh Pemerintah kabupaten Tapanuli selatan adalah transmigrasi 

swakarsa, dimana transmigrasi ini diselenggarakan atas biaya sendiri dengan 

bimbingan dan fasilitas dari pemerintah dan kemudian para transmigran akan 

diberikan tanah untuk dikelola. Data transmigrasi swakarsa dimaksud 

diuraikan pada tabel berikut : 
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Tabel 2.195. Jumlah Transmigran Swakarsa Tahun 2011 s.d 2015 

No Uraian 2011 2012 2013  2014 2015 

1 Jumlah transmigran 

swakarsa 

59 59 59 59 59 

2 Jumlah transmigrasi 159 159 159 159 159 

3 Persentase Transmigran 

Swakarsa (%) 

37,12 37,12 37,12 37,12 37,12 

Sumber : Dinas Nakertransos Kabupaten Tapanuli Selatan,Tahun 2015  

 

 

2.4. Aspek Daya Saing Daerah 

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelengaran 

otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah yang 

dimilikinya. Daya saing (competitivenes) merupakan salah satu faktor kunci 

keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah karena akan bertumpu pada 

aspek-aspek kemampuan ekonomi daerah, penciptan iklim berinvestasi, 

ketersedian fasilitas wilayah/infrastruktur pendukung dan ketersedian 

sumberdaya manusia bagi pengembangan usaha. 

 

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah 

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah 

adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik 

(attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke 

suatu daerah untuk menciptakan multiflier effect bagi peningkatan daya saing 

daerah. 

Kemampuan ekonomi daerah memicu daya saing daerah berdasarkan 

beberapa tolak ukur, antara lain pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita 

(Angka konsumsi RT per kapita), nilai tukar petani, pengeluaran konsumsi non 

pangan perkapita (Persentase konsumsi RT untuk non pangan) dan produktivitas 

total daerah. 

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita 

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan 

untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan 

seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio 

atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan 

ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat 

diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata 

pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. 
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Tabel 2.196. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Per bulan 

Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Tapanuli Selatan 

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jumlah 

Pengeluaran 

Konsumsi Rumah 

Tangga (Rp.) 

33.257.913.120 34.533.068.485 38.995.297.544 35.792.452.674 37.950.867.864 

2. Jumlah Rumah 

Tangga (RT) 

61.920 62.785 63.028 63.162 63.672 

3. Pengeluaran 

Konsumsi RT Per 

Kapita Per Bulan 

(Rp.) 

537.111 550.021 618.698 566.677 596.037 

 Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa pengeluaran rata-rata Konsumsi 

Rumah Tangga Per Kapita Per bulan di Kabupaten Tapanuli Selatan 

mengalami peningkatan dari Tahun 2011 sebesar Rp. 537.111 menjadi Rp. 

596.037 pada tahun 2015 atau rata-rata 2,74% per tahun. 

 

b. Produktivitas Total Daerah 

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat 

produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa 

produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. 

Jika dilihat berdasarkan produktifitas daerah Kabupaten Tapanuli 

Selatan setiap tahun nya menunjukkan bahwa konstribusi terbesar masih 

disumbangkan dari sektor pertanian yakni 42,33% sedangkan sektor yang 

menjadi penyumbang terkecil berasal dari sektor listrik, gas dan air bersih 

sebesar 0,03%. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 2.197. Distribusi Sektor Ekonomi di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 

2011-2015 (%) 

No Sektor 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

A Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan 

55,71 51,59 44,74 44,04 42,33 

B Pertambangan & 

penggalian 

0,25 5,37 17,02 15,36 16,21 

C Industri pengolahan 8,23 7,67 6,66 6,79 6,69 

D Pengadaan Listrik dan 

Gas 

0,06 0,06 0,04 0,04 0,04 
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No Sektor 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

E Pengadaan Air, 

Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 

0,09 0,08 0,07 0,08 0,08 

F Konstruksi 10,85 10,84 9,79 10,35 10,36 

G Perdagangan, Besar dan 

Eceran, Reparasi Mobil 

dan Sepeda Motor 

10,82 10,39 9,06 9,73 10,49 

H Transportasi dan 

Pergudangan 

1,47 1,43 1,33 1,44 1,48 

I Penyediaan Akomodasi 

dan Makan Minum 

1,39 1,38 1,27 1,38 1,41 

J Informasi dan Komunikasi 0,59 0,56 0,47 0,49 0,49 

K Jasa Keuangan dan 

Asuransi 

0,98 0,96 0,85 0,88 0,89 

L Real Estate 2,01 1,98 1,78 1,93 1,91 

M,N Jasa Perusahaan 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

O Administrasi 

Pemerintahan, Pertahanan 

dan Jaminan Sosial wajib 

6 6,2 5,6 6,08 6,15 

P Jasa Pendidikan 0,73 0,7 0,61 0,65 0,64 

Q Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial 

0,73 0,72 0,63 0,69 0,73 

R,S,T,U Jasa lainnya 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

 PDRB 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Selatan 

 

 

2.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 

Fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam 

hubungannya dengan ketersediaannya (availability) dalam mendukung aktivitas 

ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah, dapat dilihat 

berdasarkan Aksessibilitas Daerah, penatanaan wilayah, fasilitas bank dan non 

bank, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik dan telekomunikasi/telepon, 

ketersediaan rumah makan/restoran, ketersediaan penginapan. 

Aksesibilitas daerah dapat dilihat berdasarkan Rasio panjang jalan per 

jumlah kendaraan, Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, 

Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun. 
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a. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan 

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu 

indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat 

ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka 

memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan 

segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang 

berbeda. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian 

suatu daerah menyebabkan jumlah perjalanan/mobilisasi yang dilakukan 

setiap individu semakin meningkat. Oleh karenanya kebutuhan akan 

transportasi umum akan semakin tinggi. Meningkatnya kebutuhan transportasi 

harus disertai dengan pengembangan sarana dan prasarana transportasi. 

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kenderaan dihitung berdasarkan 

Panjang Jalan di bagi jumlah kenderaan yang ada. Ketersediaan sarana jalan 

terhadap jumlah kendaraan di Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2011 

sebesar 0,044 yang berarti bahwa setiap satu km jalan di Tapanuli Selatan 

dapat diakses oleh (1/0,044) = 23 kenderaan sedangkan pada tahun 2015 

rasio tersebut sebesar 0,057 atau 18 kenderaan untuk setiap km jalan. 

Data tersebut menunjukkan bahwa panjang jalan yang tersedia di 

Kabupaten Tapanuli Selatan masih cukup besar dibandingkan dengan jumlah 

kenderaan yang ada. Di Provinsi Sumatera Utara dari panjang jalan 38.751,04 

Km terdapat kenderaan bermotor sebanyaj 5.824.720 unit atau rasionya 

adalah 150 kenderaan untuk setiap km jalan, yang berarti panjang jalan di 

Kabupaten Tapanuli Selatan masih sangat memadai. 

Perkembangan rasio panjang jalan terhadap jumlah kenderaan di 

Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2011-2015 adalah sebagaimana pada 

tabel berikut : 

 

Tabel 2.198. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2011 - 2015 
 

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Panjang Jalan 

Kabupaten (Km) 

1.148,75 1.154,46 1.159,08 1.201,27 1.207,51 

2. Jumlah Kendaraan 

Bermotor (Unit) 

26.261 18.013 15.884 20.775 21.137 

3. Rasio  0,044   0,064   0,073   0,058   0,057  

Sumber : DishubKominfo Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 
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b. Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum 

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum menunjukkan 

tingkat mobilitas masyarakat serta ketersediaan sarana dan prasarana 

pengangkutan yang tersedia. Semakin tinggi jumlah orang/barang yang 

terangkut maka berarti semakin tinggi mobilitas masyarakat suatu daerah. 

Perkembangan jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di 

Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2011 s/d 2015 dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

 

Tabel 2.199. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 

2011-2015 
 

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jumlah orang (orang) 2.528.790 2.564.790 1.184.553 1.110.519 2.684.283 

2. Jumlah Barang (Ton) 241.500 246.180 275.856 467.028 374.460 

Sumber : DishubKominfo Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 

 

 

2.4.3. Iklim Berinvestasi 

Iklim berinvestasi dipengaruhi oleh kondisi keamanan dan ketertiban di 

masyarakat, yang dilihat berdasarkan angka kriminalitas, jumlah demonstrasi, 

kemudahan dalam perizinan, pengenaan pajak dan retribusi daerah dan adanya 

peraturan daerah (perda) yang mendukung iklim usaha dan persentase desa 

yang berstatus swasembada terhadap total jumlah desa. 

a. Keamanan dan Ketertiban 

Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan 

pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak 

kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, 

pemerkosaan dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan 

tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka 

semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Angka kriminalitas dihitung 

berdasarkan delik aduan dari penduduk korban kejahatan dalam periode 1 

(satu) tahun.  

Angka kriminalitas yang ditandai dengan banyaknya peristiwa 

kejahatan/pelanggaran di Kabupaten Tapanuli Selatan dalam kurun waktu 

2011 – 2015 cenderung meningkat, kasus yang paling banyak terjadi adalah 

kasus penganiayaan, kejahatan seksual dan pencurian sebagaimana dapat 

dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 2.200. Angka Kriminalitas di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011-

2015 

No Jenis Kriminal 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jumlah kasus Narkoba 

(Kasus) 

10  10  6  14   

2. Jumlah kasus Pembunuhan 

(kasus) 

3  4  - -  

3. Jumlah Kejahatan Seksual 

(kasus) 

29  30  27  54   

4. Jumlah kasus 

Penganiayaan (kasus) 

111  103  111  106   

5. Jumlah kasus Pencurian 

(kasus) 

20  25  24  21   

6. Jumlah kasus Penipuan 

(kasus) 

14  21  16  1   

7. Jumlah kasus Pemalsuan 

uang (kasus) 

- - 1 -  

8. Total Jumlah Tindak 

Kriminal Selama 1 Tahun 

(kasus) 

343  333  205  345   

9. Jumlah Penduduk (jiwa) 266.282 268.095 268.824 273.132 275.098 

10. Angka Kriminalitas (per 

10.000 penduduk) (8)/(9)  

12,88 12,42 7,63 11,50  

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, 2015 

 

 

b. Jumlah Demo 

Unjuk rasa atau demonstrasi ("demo") adalah sebuah gerakan protes 

yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya 

dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang 

kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai 

sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. 

Perkembangan jumlah demonstrasi di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 

2011 s/d 2015 adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 2.201. Jumlah Demonstrasi Tahun 2011 - 2015 Kab. Tapanuli Selatan 
 

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Bidang Politik - 1 - 1 - 

2 Ekonomi - - - - - 

3 Kasus pemogokan kerja - - - - - 

4 Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa - 1 - 1 - 

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, 2015 
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c. Lama Proses Perijinan  

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya 

saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing 

investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya 

saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan 

dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan.  

Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait 

dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu 

yang lama. 

Lama proses perizinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan 

untuk memperoleh suatu perizinan (dalam hari). Lama proses perijinan di 

Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2015 sebagaimana tertera pada tabel 

berikut : 

 

Tabel 2.202. Lama Proses Perijinan Tahun 2015 Kabupaten Tapanuli Selatan 

No Uraian Lama Proses 

Jumlah 

Persyaratan 

(Dokumen) 

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 3 Hari 4 

2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 3 Hari 4 

3. Izin Gangguan (HO) 6 Hari 11 

4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 10 Hari 7 

5. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 6 Hari 14 

6. Izin Prinsip Lokasi 14 Hari 12 

7. Izin Usaha Industri (IUI) 10 Hari 11 

8. Izin Usaha Pertambangan 7 Hari 11 

9. Izin Usaha Perkebunan 12 Hari 11 

10. Tanda Daftar Gudang 5 Hari 8 

11. Izin Pendirian Toko Obat 10 Hari 7 

12. Izin Pendirian Apotik 15 Hari 14 

13. Izin Pendirian Optik 8 Hari 14 

14. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan 5 Hari 11 

15. Izin Kursus 5 Hari 15 

16. Izin Penelitian 2 Hari 8 

17. Izin Usaha Jasa Penyediaan Akomodasi Wisata 12 Hari 10 

18. Izin Usaha Jasa Makanan dan Minuman 10 Hari 9 

19. Izin Usaha Jasa Rekreasi dan Hiburan Umum 14 Hari 8 

20. Izin Trayek Angkutan 5 Hari 9 

Sumber : Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Tap. Selatan, 2015 
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d. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah 

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan 

(dalam hal ini perusahaan) kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang 

seimbang berdasarkan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan 

daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Pajak Daerah 

di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebanyak 10 jenis pajak meliputi : 

1. Pajak hotel  

2. Pajak restoran  

3. Pajak hiburan 

4. Pajak reklame 

5. Pajak penerangan jalan 

6. Pajak mineral bukan logam & batuan 

7. Pajak air bawah tanah 

8. Pajak sarang burung walet 

9. Pajak BPHTB 

10. PBB 

 

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan 

oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam 

hal ini perusahaan). Contoh retribusi daerah yaitu: retribusi sewa tempat di 

pasar milik pemda, retribusi kebersihan di pasar milik pemda, retribusi parkir 

di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemda, dan retribusi sejenis lainnya. 

Jenis-jenis retribusi daerah yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah 

sebanyak 12 jenis yaitu : 

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan 

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

3. Retribusi Pengganti biaya cetak KTP dan Akte Catatan Sipil. 

4. Retribusi Pelayanan Parkir. 

5. Retribusi Pelayanan Pasar. 

6. Retribusi Penggunaan Kendaraan Bermotor. 

7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 

8. Retribusi Usaha Rumah potong Hewan. 

9. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 

10. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. 

11. Retribusi Izin Gangguan/Keamanan. 

12. Retribusi Izin Trayek. 
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2.4.4. Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha 

Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya 

formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun 

disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda 

yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu perda terkait dengan perizinan, perda 

terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan 

ketenagakerjaan. 

Jumlah perda yang mendukung iklim usaha di Kabupaten Tapanuli Selatan 

ada sebanyak 2 (dua) perda yaitu perda tentang pajak daerah serta perda 

tentang retribusi daerah, dimana didalam perda tentang pajak dan retribusi 

daerah tersebut tidak terlalu membebani bagi investor yang ingin berinvestasi di 

Kabupaten Tapanuli Selatan. 

 

 

2.4.5. Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa 

Desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu 

memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai 

dengan kegiatan pembangunan regional. Ciri-ciri desa swasembada adalah : 

1. kebanyakan berlokasi di ibukota kecamatan. 

2. penduduknya padat. 

3. tidak terikat dengan adat istiadat 

4. telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan labih maju dari desa lain. 

5. partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif. 

 

Desa Swasembada juga disebut sebagai Desa Cepat Berkembang, Desa 

Swakarsa disebut juga Desa Sedang Berkembang dan Desa Swadaya disebut 

Desa Lamban Berkembang dan Desa Kurang Berkembang. Data desa 

swasembada di Kabupaten Tapanuli Selatan disajikan dalam tabel berikut : 

 

Tabel 2.203. Jumlah Desa Swasembada Tahun 2010 - 2014 Kabupaten Tapanuli 

Selatan 
 

No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Jumlah Desa/Kelurahan Swadaya 29 29 29 29 29 

2. Jumlah Desa/Kelurahan Swakarya 159 159 159 159 159 

3. Jumlah Desa/Kelurahan 

Swasembada 

60 60 60 60 60 

4. Jumlah Desa/Kelurahan 

(1) + (2) + (3) 

248 248 248 248 248 

5. Persentase Desa berstatus 

swasemda dibagi jumlah 

desa/kelurahan (3)/(4) (%) 

    24,19      24,19      24,19      24,19      24,19  

Sumber : BPMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015 (Data diolah) 
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2.4.6. Sumber Daya Manusia 

a. Rasio Lulusan S1/S2/S3 

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah salah satunya ditentukan oleh 

tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan 

penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas 

tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk 

yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Rasio Lulusan S1/S2/S3 di 

Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.204. Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015 
 

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jumlah Lulusan DIV/S1 2.181 2.520 2.529 2.649 2.691 

2. Jumah Lulusan S2/S3 50 79 79 324 346 

3. Jumah Lulusan S1/S2/S3 2.231 2.599 2.608 2.973 3.037 

4. Jumlah Penduduk 266.282 268.095 268.824 273.132 275.098 

5. Rasio Lulusan S1/S2/S3 (4/5) 

(per 10.000 penduduk) 

83,78 96,94 97,02 108,85 110,40 

Sumber : DisdukCapil, 2015 

 

Dari data tabel diatas terlihat bahwa ratio lulusan sarjana (D4/S1/S2/S3) 

yang dilihat berdasar rasio terhadap jumlah penduduk masih rendah yakni 

sebesar 110 orang tiap 10.000 penduduk sehingga sangat diperlukan adanya 

peningkatan kapasitas SDM untuk penyediaan tenaga kerja yang berkualitas 

dalam rangka peningkatan daya saing Kabupaten Tapanuli Selatan. 

 

b. Rasio Ketergantungan 

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang 

harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk 

yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya 

diangap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis 

masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. 

Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga diangap tidak 

produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, 

adalah penduduk usia kerja yang diangap sudah produktif. Atas dasar konsep 

ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada 

penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan 

semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. 

Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang 

penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan 

semakin tingginya beban yang harus ditangung penduduk yang produktif 

untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif 

lagi. 
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Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah 

menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditangung penduduk yang 

produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif 

lagi. Rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 

2015 dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.205. Rasio Ketergantungan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015 

No. Uraian Tahun 

1. Jumlah Penduduk Usia < 15 

tahun (Jiwa) 

97.358 96.817 96.999 98.755 98.281 

2. Jumlah Penduduk usia > 64 

tahun (Jiwa) 

10.587 10.511 10.567 10.789 11.320 

3. Jumlah Penduduk Usia Tidak 

Produktif (1) &(2) (Jiwa) 

107.945 107.328 107.566 109.544 109.601 

4. Jumlah Penduduk Usia 15-64 

tahun (Jiwa) 

158.337 160.767 161.258 163.588 165.497 

5. Rasio ketergantungan (3)/(4) 

(%) 

 68,17   66,76   66,70   66,96   66,23  

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Selatan, 2015 

 

Tabel diatas tersebut menunjukkan bahwa rasio ketergantungan di 

Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2015 adalah sebesar 66,23%. 
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2.5. Pencapaian Standard Pelayanan Minimal 

 
Realisasi Pencapaian Target Indikator Kinerja Standard Pelayanan Minimal 

(SPM) Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 2.206. Realisasi Pencapaian Target Indikator Kinerja Standard Pelayanan Minimal 

(SPM) Tahun 2011-2015 

No. 
Bidang/Jenis 

Layanan 
Indikator Kinerja Target 

Batas 

Waktu 
2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

I Pendidikan         

 Pendidikan Formal         

1. SD/MI (Sekolah 

Dasar/Madrasah 

Ibtidayah) 

 Partisipasi Anak 

Bersekolah (PAB) (%) 

95,00 2014 103,70 121,21 97,12, 104,30 104,71 

   Angka Putus Sekolah 

(APS) (%) 

< 1,00 2014 0,60 0,55 0,61 0,54 0,43 

   Jumlah Sekolah Yang 

Memiliki Sarana 

Prasarana Sesuai 

Standar Teknis (%) 

90,00 2014 70,00 78,00 82,00 85,00 90,00 

   Pemenuhan Jumlah 

Guru Yang Diperlukan 

(%) 

90,00 2014 74,00 80,00 86,00 91,00 95,00 

   Kualifikasi Guru Yang 

Sesuai Kompetensi 

Yang Ditetapkan Secara 

Nasional (%) 

90,00 2014 20,00 39,00 42,00 60,00 64,00 

   Kelengkapan Pemilikan 

Buku Pelajaran Oleh 

Siswa (%) 

95,00 2014 70,00 76,00 84,00 92,00 96,00 

   Jumlah Siswa Per Kelas 

(Orang) 

30-40 2014 30,00 28,00 24,00 23,00 24,00 

   Jumlah Siswa Dengan 

Nilai Memuaskan 

Terhadap Uji Sampel 

Mutu Pendidikan 

Standar Nasional (%) 

90,00 2014 68,00 70,00 76,00 80,00 85,00 

   Jumlah Lulusan Yang 

Melanjutkan Ke 

SMP/Mts (%) 

95,00 2014 84,79 90,76 72,74 94,29 94,00 

          

2. SMP/MTs  Partisipasi Anak 

Bersekolah (%) 

90,00 2014 86,64 86,38 92,48 90,46 88,71 

   Angka Putus Sekolah 

(APS) (%) 

< 1,00 2014 0,51 0,58 0,74 0,60 0,57 

   Jumlah Sekolah Yang 

Memiliki Sarana 

Prasarana Sesuai 

Standar Teknis (%) 

90,00 2014 60,00 65,00 70,00 74,00 76,00 
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No. 
Bidang/Jenis 

Layanan 
Indikator Kinerja Target 

Batas 

Waktu 
2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

   Kepemilikan Sekolah 

Terhadap  Tenaga 

Kependidikan Non Guru 

(%) 

80,00 2014 75,00 80,00 80,00 80,00 90,00 

   Pemenuhan Jumlah 

Guru Yang Diperlukan 

(%) 

90,00 2014 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 

   Kualifikasi Guru Yang 

Sesuai Kompetensi 

Yang Ditetapkan Secara 

Nasional (%) 

90,00 2014 53,18  62,93  59,67  58,62 62,23 

   Kelengkapan Pemilikan 

Buku Pelajaran Oleh 

Siswa (%) 

100,00 2014 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

   Jumlah Siswa Per Kelas 

(Orang) 

30-40 2014 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 

   Jumlah Siswa Dengan 

Nilai Memuaskan 

Terhadap Uji Sampel 

Mutu Pendidikan 

Standar Nasional (%) 

90,00 2014 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

   Jumlah Lulusan Yang 

Melanjutkan Ke 

SMA/MA/SMK (%) 

70,00 2014 73,24 73,87 75,84 77,52 81,62 

          

3. SMA/MA  Partisipasi Anak 

Bersekolah (%) 

60,00 2014 60,39 72,01 66,25 65,38 66,89 

   Angka Putus Sekolah 

(APS) (%) 

< 1,00 2014 1,63 1,39 1,80 1,79 1,73 

   Jumlah Sekolah Yang 

Memiliki Sarana 

Prasarana Sesuai 

Standar Teknis Yang 

Ditetapkan (%) 

90,00 2014 82,14 85,71 89,28 92,85 96,42 

   Kepemilikan Sekolah 

Terhadap Tenaga 

Kependidikan Non Guru 

(%) 

80,00 2014 100,00 100,00 100,00 100,00 99,89 

   Pemenuhan Jumlah 

Guru Yang Diperlukan 

(%) 

90,00 2014 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

   Kualifikasi Guru Yang 

Sesuai Kompetensi 

Yang Ditetapkan Secara 

Nasional (%) 

90,00 2014 67,86 75,67 58,79 73,12 72,00 

   Kelengkapan Pemilikan 

Buku Pelajaran Oleh 

Siswa (%) 

100,00 2014 82,60 84,78 85,10 85,41 85,71 

   Jumlah Siswa Per Kelas 

(Orang) 

30-40 2014 27,00 27,00 27,00 30,00 30,00 
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No. 
Bidang/Jenis 

Layanan 
Indikator Kinerja Target 

Batas 

Waktu 
2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

   Jumlah Siswa Dengan 

Nilai Memuaskan 

Terhadap Uji Sampel 

Mutu Pendidikan 

Standar Nasional (%) 

90,00 2014 99,90 99.84 99,21 99,77 100,00 

   Jumlah Lulusan Yang 

Melanjutkan Ke 

Perguruan Tinggi Yang 

Terakreditasi (%) 

25,00 2014 24,00 25,00 27,00 30,00 34,00 

          

4. SMK  Angka Putus Sekolah 

(APS) (%) 

< 1,00 2014 1,63 1,39 1,80 1,79 1,73 

   Jumlah Sekolah Yang 

Memiliki Sarana 

Prasarana Sesuai 

Standar Teknis Yang 

Ditetapkan (%) 

90,00 2014 82,14 85,71 89,28 92,22 96,42 

   Kepemilikan Sekolah 

Terhadap Tenaga 

Kependidikan Non Guru  

(%) 

80,00 2014 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

   Pemenuhan Jumlah 

Guru Yang Diperlukan 

(%) 

90,00 2014 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

   Kualifikasi Guru Yang 

Sesuai Kompetensi 

Yang Ditetapkan Secara 

Nasional (%) 

90,00 2014 68,16 67,54  78,19  78,19  95,82  

   Kelengkapan Pemilikan 

Buku Pelajaran Oleh 

Siswa (%) 

100,00 2014 82,60 84,78 85,10 85,41 85,71 

   Jumlah Siswa Per Kelas 

(Orang) 

30-40 2014 10,00 11,00 12,00 11,00 11,00 

   Jumlah Lulusan SMK 

Melanjutkan Ke 

Perguruan Tinggi Yang 

Terakreditasi (%) 

20,00 2014 24,00 25,00 27,00 30,00 34,00 

   Jumlah Lulusan Yang 

Diterima di Dunia Kerja 

Sesuai Dengan 

Keahliannya.(%) 

20,00 2014 22,00 23,00 26,00 32,00 36,00 

          

5. Pendidikan Non 

Formal 

Bisa Membaca dan Menulis 

(%) 

100,00 2014 70,00 75,00 85,00 90,00 97,00 

6. Pendidikan 

Keaksaraan 

 Orang Buta Aksara 

Dalam Kelompok Usia 

15-44 Tahun (%) 

< 7,00 2014 0,09 0,22 0,01 0,02 0,02 

   Orang Buta Aksara 

Dalam Kelompok Usia 

Diatas 44 Tahun (%) 

< 3,00 2014 0,27 0,67 0,03 0,07 0,05 
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No. 
Bidang/Jenis 

Layanan 
Indikator Kinerja Target 

Batas 

Waktu 
2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

7. Kesetaraan SD  

(Program Paket-A) 

 Peserta Paket A Bagi 

Penduduk Usia Sekolah 

Yang Belum Bersekolah 

SD/MI (%) 

85,00 2014 65,00 70,00 75,00 80,00 85,00 

   Peserta Didik Paket A 

Yang Tidak Aktif (%) 

< 10,00 2014 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 

   Kepemilikan Modul 

Program Paket A Oleh 

Peserta Didik (%) 

100,00 2014 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 

   Jumlah Kelulusan 

Peserta Didik Yang 

Mengikuti Ujian 

Kesetaraan (%) 

95,00 2014 90,00 95,00 95,00 - - 

   Jumlah Lulusan Program 

Paket A Dapat 

Melanjutkan Ke Jenjang 

Lebih Tinggi (SMP/Mts) 

Atau Program Paket B 

(%) 

95,00 2014 95,00 95,00 - - - 

   Jumlah Peserta Didik 

Yang Mengikuti Uji 

Sampel Mutu Pendidikan 

Yang Mendapatkan Nilai 

Memuaskan (%) 

90,00 2014 70,00 70,00 - - - 

   Pemenuhan Jumlah 

Tutor Program Paket A 

Yang Diperlukan (%) 

100,00 2014 100,00 100,00 - - - 

   Kualifikasi Tutor 

Program Paket A Yang 

Sesuai Standar 

Kompetensi Yang 

Ditetapkan Secara 

Nasional (%) 

90,00 2014 90,00 90,00 - - - 

   Jumlah Pusat Kegiatan 

Belajar Masyarakat Yang 

Memiliki Sarana dan 

Prasarana Minimal 

Sesuai Standar Teknis 

Pembelajaran (%) 

90,00 2014 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 

   Jumlah Peserta Yang 

Memiliki Sarana Belajar 

(%) 

100,00 2014 90,00 90,00 - - - 

          

8. Kesetaraan Smp  

(Program Paket B) 

 Peserta Didik Program 

Paket B Bagi Penduduk 

Usia Sekolah Yang 

Belum Bersekolah 

SMP/MTs (%) 

90,00 2014 65,00 68,00 75,00 80,00 89,00 

   Peserta Didik Program 

Paket B Yang Tidak Aktif 

(%) 

< 1,00 2014 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 

   Kepemilikan Modul 100,00 2014 50,00 50,00 60,00 60,00 60,00 
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No. 
Bidang/Jenis 

Layanan 
Indikator Kinerja Target 

Batas 

Waktu 
2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

Program Paket B Oleh 

Peserta Didik (%) 

   Jumlah Kelulusan 

Peserta Didik Yang 

Mengikuti Ujian 

Kesetaraan (%) 

80,00 2014 75,00 78,00 80,00 80,00 90,00 

   Jumlah Lulusan Program 

Paket B Dapat 

Memasuki Dunia Kerja 

(%) 

50,00 2014 20,00 20,00 25,00 25,00 30,00 

   Jumlah Lulusan Program 

Paket B Yang Dapat 

Melanjutkan Ke Jenjang 

Pendidikan Yang Lebih 

Tinggi (SMA, SMK, MA, 

Atau Program Paket C) 

(%) 

50,00 2014 60,00 65,00 65,00 65,00 70,00 

   Jumlah Peserta Didik 

Yang Mengikuti Uji 

Sampel Mutu Pendidikan 

Yang Mendapatkan Nilai 

Memuaskan (%) 

90,00 2014 70,00 70,00 75,00 65,00 70,00 

   Pemenuhan Jumlah 

Tutor Program Paket B 

Yang Diperlukan (%) 

100,00 2014 80,00 85,00 85,00 90,00 96,00 

   Kualifikasi Tutor 

Program Paket A Yang 

Sesuai Standar 

Kompetensi Yang 

Ditetapkan Secara 

Nasional (%) 

90,00 2014 70,00 75,00 80,00 80,00 90,00 

   Jumlah Pusat Kegiatan 

Belajar Masyarakat Yang 

Memiliki Sarana dan 

Prasarana Minimal 

Sesuai Standar Teknis 

Pembelajaran (%) 

90,00 2014 70,00 75,00 80,00 80,00 80,00 

          

9. Kasetaraan Sma  

(Program Paket C) 

 Peserta Didik Program 

Paket C Bagi Penduduk 

Usia Sekolah Yang 

Belum Bersekolah 

SMA/MA/SMK (%) 

70,00 2014 50,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

   Peserta Didik Program 

Paket C Yang Tidak Aktif 

(%) 

< 5,00 2014 4,00 3,00 2,00 2,00 2,00 

   Kepemilikan Modul 

Program Paket C Oleh 

Peserta Didik (%) 

60,00 2014 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 

   Jumlah Kelulusan 

Peserta Didik Yang 

Mengikuti Ujian 

80,00 2014 75,00 80,00 80,00 85,00 85,00 
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No. 
Bidang/Jenis 

Layanan 
Indikator Kinerja Target 

Batas 

Waktu 
2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

Kesetaraan (%) 

   Jumlah Lulusan Program 

Paket C Dapat 

Memasuki Dunia Kerja 

(%) 

60,00 2014 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

   Jumlah Lulusan Program 

Paket C Dapat 

Melanjutkan Ke Jenjang 

Pendidikan Lebih Tinggi 

(%) 

10,00 2014 10,00 10,00 10,00 15,00 15,00 

   Jumlah Peserta Didik 

Yang Mengikuti Uji 

Sampel Mutu Pendidikan 

Yang Mendapatkan Nilai 

Memuaskan (%) 

90,00 2014 50,00 60,00 60,00 70,00 70,00 

   Pemenuhan Jumlah 

Tutor Program Paket C 

Yang Diperlukan (%) 

100,00 2014 80,00 85,00 90,00 95,00 99,00 

   Kualifikasi Tutor Yang 

Sesuai Standar 

Kompetensi Yang 

Ditetapkan Secara 

Nasional (%) 

90,00 2014 70,00 78,00 80,00 80,00 85,00 

   Jumlah Pusat Belajar 

Masyarakat Yang 

Memiliki Sarana dan 

Prasarana Minimal 

Sesuai Standar Teknis 

Pembelajaran (%) 

90,00 2014 30,00 35,00 45,00 45,00 50,00 

          

10. Pendidikan 

Keterampilan dan 

Bermata-

Pencaharian 

 Prosentase Jumlah 

Anggota Masyarakat 

Putus Sekolah, 

Pengangguran, dan Dari 

Keluarga Pra Sejahtera 

Yang Menjadi Peserta 

Didik Dalam Kursus-

Kursus/Pelatihan/Kelom

pok Belajar 

Usaha/Magang (%)  

25,00 2014 2,00 8,00 10,00 12,00 15,00 

   Kepemilikan Ijin 

Operasional Dari 

Pemerintah Atau 

Pemerintah Daerah (%) 

100,00 2014 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 

   Jumlah Lembaga Kursus 

dan Lembaga Pelatihan 

Yang Terakreditasi (%) 

25,00 2014 - - - - - 

   Kursus-

Kursus/Pelatihan/ 

Kelompok Belajar 

Usaha/Magang Yang 

Dibina Secara Terus 

100,00 2014 40,00 50,00 50,00 60,00 70,00 
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

No. 
Bidang/Jenis 

Layanan 
Indikator Kinerja Target 

Batas 

Waktu 
2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

Menerus (%) 

   Lulusan Kursus, 

Pelatihan, Magang, 

Kelompok Belajar Usaha 

Yang Dapat Memasuki 

Dunia Kerja (%) 

90,00 2014 30,00 35,00 40,00 40,00 50,00 

   Pemenuhan Jumlah 

Tenaga Pendidik, 

Instruktur, Atau Penguji 

Praktek Dari Kursus-

Kursus/Pelatihan/ 

Kelompok Belajar 

Usaha/Magang Yang 

Diperlukan  (%) 

100,00 2014 40,00 50,00 60,00 68,00 75,00 

   Kualifikasi Tenaga 

Pendidik, Instruktur, Atau 

Penguji Praktek Kursus-

Kursus/Pelatihan/ 

Kelompok Belajar 

Usaha/Magang Yang 

Memenuhi Standar 

Kompetensi Yang 

Dipersyaratkan (%) 

90,00 2014 35,00 40,00 45,00 50,00 60,00 

   Jumlah Peserta Ujian 

Kursus-Kursus Yang 

Memperoleh Ijazah Atau 

Sertifikat (%) 

75,00 2014 60,00 60,00 60,00 70,00 70,00 

   Jumlah Kursus-

Kursus/Pelatihan/ 

Kelompok Belajar 

Usaha/Magang Yang 

Memiliki Sarana dan 

Prasarana Minimal 

Sesuai Dengan Standar 

Teknis Yang Ditetapkan 

(%) 

90,00 2014 50,00 50,00 50,00 60,00 68,00 

   Tersedianya Data Dasar 

Kursus-

Kursus/Pelatihan/ 

Kelompok Belajar 

Usaha/Magang Yang 

Diperbarui Terus 

Menerus (%) 

80,00 2014 80,00 80,00 80,00 80,00 90,00 

          

11. Pendidikan Taman 

Kanak-Kanak 

 Jumlah Anak Usia 4-6 

Tahun Yang Mengikuti 

Program TK/RA (%) 

20,00 2014 25,00 30,00 38,00 50,00 68,00 

   Guru Yang Layak 

Mendidik T/RA Dengan 

Kualifikasi Sesuai 

Standar Kompetensi 

Yang Ditetapkan Secara 

90,00 2014 25,00 30,00 35,00 55,00 60,00 
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

No. 
Bidang/Jenis 

Layanan 
Indikator Kinerja Target 

Batas 

Waktu 
2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

Nasional (%) 

   TK/RA Yang Memiliki 

Sarana dan Prasarana 

Belajar/Bermain (%) 

90,00 2014 30,00 40,00 60,00 70,00 80,00 

   TK/RA Yang Telah 

Menerapkan Manajemen 

Berbasis Sekolah Sesuai 

Dengan Manual Yang 

Ditetapkan Oleh Menteri 

(%) 

60,00 2014 35,00 40,00 40,00 50,00 60,00 

          

12. Pendidikan di Taman 

Penitipan Anak, 

Kelompok Bermain 

Atau Yang Sederajat 

 Jumlah Anak 0 – 4 

Tahun Yang Mengikuti 

Kegiatan Tempat 

Penitipan Anak, 

Kelompok Bermain Atau 

Sederajat (%) 

65,00 2014 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 

   Jumlah Anak Usia 4-6 

Tahun Yang Belum 

Terlayani Pada Program 

PAUD Jalur Formal 

Mengikutii Program 

PAUD Jalur Non Formal 

(%) 

50,00 2014 25,00 30,00 40,00 48,00 60,00 

   Guru PAUD Jalur Non 

Formal Yang Telah 

Mengikuti Pelatihan di 

Bidang PAUD (%) 

50,00 2014 10,00 15,00 25,00 30,00 46,00 

          

II Kesehatan         

1. Pelayanan 

Kesehatan Dasar 

 Cakupan Kunjungan Ibu 

Hamil K4 (%) 

95,00 2015 79,75  73,32  82,92  64,41  81,80  

   Cakupan Komplikasi 

Kebidanan Yang 

Ditangani  (%)  

80,00 2015 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

   Cakupan  Pertolongan  

Persalinan  Oleh  

Tenaga Kesehatan  

Yang  Memiliki  

Kompetensi  Kebidanan  

(%) 

90,00 2015 70,09 72,49 75,60 77,39 78,98 

   Cakupan Pelayanan 

Nifas (%) 

90,00 2015 58,31 73,74 73,95 75.73 76.09 

   Cakupan  Neonatus  

Dengan  Komplikasi  

Yang Ditangani (%) 

80,00 2015 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

   Cakupan Kunjungan 

Bayi (%) 

90,00 2010 61,18 61,48 62,30 64,09 66,99 

   Cakupan  

Desa/Kelurahan  

Universal  Child 

Immunization (Uci) (%) 

100,00 2010 83,20 85,10 85,90 80,24 86,29 
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

No. 
Bidang/Jenis 

Layanan 
Indikator Kinerja Target 

Batas 

Waktu 
2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

   Cakupan  Pelayanan  

Anak  Balita (%) 

90,00 2010 46,67 50,10 51,00 52,40 55,00 

   Cakupan  Pemberian  

Makanan  Pendamping  

ASI Pada Anak Usia 6 - 

24 Bulan Keluarga 

Miskin (%) 

100,00 2010 4,42 3,85 1,40 1,37 1,90 

   Cakupan  Balita  Gizi  

Buruk  Mendapat  

Perawatan (%) 

100,00 2010 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

   Cakupan  Penjaringan  

Kesehatan  Siswa  SD  

dan Setingkat (%) 

100,00 2010 37,62 67,49 67,49 34,10 67,49 

   Cakupan Peserta KB 

Aktif (%) 

70,00 2010 62,19 62,36 59,95 61,58 61,54 

   Cakupan  Penemuan  

dan  Penanganan  

Penderita Penyakit (%) 

100,00 2010 49,11 45,93 63,98 32,87 67,29 

   Cakupan  Pelayanan  

Kesehatan  Dasar  

Masyarakat Miskin (%) 

100,00 2015 25,70 28,43 30,84 34,77 43,32 

          

2. Pelayanan 

Kesehatan Rujukan 

 Cakupan Pelayanan 

Kesehatan Rujukan 

Pasien Masyarakat 

Miskin (%) 

100,00 2015 25,67 28,42 30,87 36,45 45,42 

   Cakupan Pelayanan 

Gawat Darurat Level 1 

Yg Harus Diberikan 

Sarana Kesehatan (RS) 

di Kab/Kota (%) 

100,00 2015 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

          

3. Penyelidikan 

Epidemiologi dan 

Penanggulangan 

KLB 

Cakupan Desa/Kelurahan 

Mengalami KLB Yang 

Dilakukan Penyelidikan 

Epidemiologi <24 Jam (%) 

100,00 2015 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

          

4. Promosi Kesehatan 

dan Pemberdayaan 

Masyarakat 

Cakupan Desa Siaga Aktif 

(%) 

80,00 2015 5,24 15,24 40,00 16,93 16,13 

          

III Pemerintahan 

Dalam Negeri 

        

          

1. Pelayanan Dokumen 

Kependudukan 

 Cakupan Penerbitan 

Kartu Tanda Penduduk 

(KTP) (%) 

100,00 2011 60,25 68,12 73,50 75,47 85,18 

   Cakupan Penerbitan 

Akta Kelahiran (%) 

100,00 2011 55,30 58,24 60,32 61,07 61,88 

          

2. Pemeliharaan 

Ketentraman dan 

 Cakupan Petugas 

Perlindungan 

5,00 2015 29,31 32,30 33,33 109,80 109,05 
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

No. 
Bidang/Jenis 

Layanan 
Indikator Kinerja Target 

Batas 

Waktu 
2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

Ketertiban 

Masyarakat 

Masyarakat (Linmas) di 

Kabupaten (Per 10.000 

Penduduk) 

   Tingkat Penyelesaian 

Pe-Langgaran K3 

(Ketertiban, 

Ketentraman,Keindahan) 

di Kabupaten (%) 

7,00 2010 83,00 74,00 83,00 87,00 80,00 

          

3. Penanggulangan 

Bencana Kebakaran 

 Cakupan Pelayanan 

Bencana Kebakaran 

Kabupaten (%) 

25,00 2015 - 0.00037 0.00037 0.00037 0.00073 

   (Response Time Rate) 

Daerah Layanan 

Wilayah Manajemen 

Kebakaran (WMK) (%) 

75,00 2015 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 

          

IV Sosial         

1. Pelaksanaan 

Program/Keg Bidang 

Sosial Skala 

Kab/Kota 

        

a. Pemberian Bantuan 

Sosial Bagi 

Penyandang 

Masalah Kesra 

(PMKS) Skala 

Kab/Kota 

Pesentase (%) PMKS Skala 

Kab/Kota Yang Memperoleh 

Bantuan Sosial Untuk 

Pemenuhan Kebutuhan 

Dasar (%) 

80,00 2015 11,29 25,65 66,93 73,4 92,31 

b. Pelaksanaan 

Kegoiatan Sosial 

Bagi PMKS Skala 

Kab/Kota 

Persentase (%) PMKS Skala 

Kabupaten  Yang Menerima 

Program Pemberdayaan 

Sosial Melalui Kelompok 

Usaha Bersama (KUBE) Atau 

Kelompol Sosial Ekonomi 

Sejenis Lainnya (%) 

80,00 2015 0,00 0,00 50,00 30,00 40,00 

          

2. Penyediaan Sarana 

dan Prasarana 

Sosial Skala 

Kab/Kota 

        

a. Penyediaan Sarana 

dan Prasarana Panti 

Sosial Skala 

Kab/Kota 

Persentase Panti Sosial 

Skala Kabupaten Yang 

Menyediakan Sarana 

Prasarana Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial (%) 

80,00 2015 57,14 57,14 60,00 65,00 65,00 

b. Penyediaan Sarana 

dan Prasarana 

Pelayanan Luar 

Panti Skala Kab/Kota 

Persentase Wahana 

Kesejahteraan Sosial 

Berbasis Masyarakat 

(WKBSM) Yang 

Menyediakan Sarana 

Prasarana Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial (%) 

80,00 2015 0,00 0,00 40,00 45,00 20,00 
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

No. 
Bidang/Jenis 

Layanan 
Indikator Kinerja Target 

Batas 

Waktu 
2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

          

3. Penanggulangan 

Korban Bencana 

Pada Tahap 

Tanggap Darurat 

Skala Kab/Kota 

        

c. Bantuan Sosial Bagi 

Korban Bencana 

Skala Kabj/Kota 

Persentase Korban Bencana 

Skala Kabupaten Yang 

Menerima Bantuan Sosial 

Selama Tanggap Darurat (%) 

80% 2015 0,00 100,00 60,00 70,00 70,00 

d. Evaluasi Korban 

Bencana Skala 

Kab/Kota 

Persentase Korban Bencana 

Skala Kabupaten Yang 

Dievakuasi Dengan 

Menggunakan Sarana 

Tanggap Darurat Lengkap 

(%) 

80% 2015 0,00 0,00 60,00 70,00 40,00 

          

4. Pelaksanaan dan 

Pengembangan 

Jaminan Sosial Bagi 

Penyandang Cacat 

Fisik dan Mental, 

Serta Lanjut Usia 

Tidak Potensial 

Terlantar Yang 

Berasal Dari 

Masyarakat Rentan 

dan Tidak Mampu 

Skala Kab/Kota 

        

a. Penyelenggaraan 

Jaminan Sosial 

Skala 

Kabupaten/Kota  

Persentase Penyandang 

Cacat Fisik dan Mental, Serta 

Lanjut Usia Tidak Potensial 

Yang Menerima Jaminan 

Sosial (%) 

40% 2015 16,99 25,66 35,00 37,78 20,00 

          

V Bidang Keluarga 

Berencana dan 

Keluarga Sejahtera 

        

1. Pelayanan 

Komunikasi 

Informasi dan 

Edukasi Keluarga 

Berencana dan 

Keluarga Sejahtera 

(KIE KB dan KS) 

 Cakupan Pasangan Usia 

Subur (PUS) Yang 

Istrinya Dibawah Usia 20 

Tahun (%) 

3,50 2014 3,70 3,70 3,60 3,50 3,50 

   Cakupan Sasaran 

Pasangan Usia Subur 

Menjadi Peserta KB Aktif 

(%) 

65,00 2014 60,40 50,02 63,00 63,00 62,00  

   Cakupan PUS Yang 

Ingin Ber-KB Tidak 

Terpenuhi (Unmet Need) 

5,00 2014 28,60 27,00 27,00 26,79 25,60 
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

No. 
Bidang/Jenis 

Layanan 
Indikator Kinerja Target 

Batas 

Waktu 
2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

(%) 

   Cakupan Anggota Bina 

Keluarga Balita (BKB) 

Ber-KB (%) 

70,00 2014 63,30 63,70 63,90 64,20 64,30 

   Cakupan PUS Peserta 

KB Anggota Usaha 

Peningkatan 

Pendapatan Keluarga 

Sejahtera (UPPKS) 

Yang Ber-KB (%) 

87,00 2014 66,00 65,00 68,00 65,00 67,00 

   Ratio Penyuluh 

Kb/Petugas Lapangan 

Kb 1 Pkb/Plkb Setiap 2 

Desa/Kel (%) 

100,00 2014 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 

   Ratio Petugas Pembantu 

Pembina KB Desa 

(PPKBD) Setiap 

Desa/Kel 1 PPKBD (%) 

100,00 2014 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

          

2. Penyediaan Alat dan 

Obat Kontrasepsi 

Cakupan Penyediaan Alat 

dan Obat Kontrasepsi Untuk 

Memenuhi Permintaan 

Masyarakat 30%/Tahun (%) 

100,00 2014 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

          

3. Penyediaan 

Informasi Data Mikro 

Cakupan Penyediaan 

Informasi Data Mikro 

Keluarga Setiap Desa (%) 

100,00 2014 70,00 70,00 75,00 77,00 80,00 

          

VI Ketenakerjaan         

1. Pelayanan Pelatihan 

Kerja 

 Besaran Tenaga Kerja 

Yang Mendapatkan 

Pelatihan Berbasis 

Kompetensi (%) 

75,00 2014 - 53,33 80,00 - 76,80 

   Besaran Tenaga Kerja 

Yang Mendapatkan 

Pelatihan Berbasis 

Masyarakat (%) 

60,00 2014 64,00 64,00 64,00 64,00 65,20 

   Besaran Tenaga Kerja 

Yang Mendapatkan 

Pelatihan 

Kewirausahaan (%) 

60,00 2014 91,43 96,19 50,00 61,54 62,50 

          

2. Pelayanan 

Penempatan Tenaga 

Kerja  

Besaran Pencari Kerja Yang 

Terdaftar Yang Ditempatkan 

(%) 

70,00 2014 38,84 42,42 0,78 25,73 30,41 

          

3. Pelayanan 

Penyelesaian 

Perselisihan 

Hubungan Industrial  

Besaran Kasus Yang 

Diselesaikan Dengan 

Perjanjian Bersama (PB) (%) 

50,00 2014 100,00 100,00 100,00 80,00 100,00 

          

4. Pelayanan Besaran Pekerja/Buruh Yang 50,00 2014 52,50 42,86 33,51 48,54 64,61 
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

No. 
Bidang/Jenis 

Layanan 
Indikator Kinerja Target 

Batas 

Waktu 
2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

Kepesertaan 

Jamsostek  

Menjadi Peserta Jamsostek 

(%) 

          

5. Pelayanan 

Pengawasan 

Ketenagakerjaan 

 Besaran Pemeriksaan 

Perusahaan (%) 

45,00 2014 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

   Besaran Pengujian 

Peralatan di Perusahaan 

(%) 

50,00 2014 42,86 100,00 100,00 60,00 80,00 

          

VII Pekerjaan Umum 

dan Penataan 

Ruang 

        

1. Sumber Daya Air  Tersedianya Air Baku 

Untuk Memenuhi 

Kebutuhan Pokok 

Minimal Setiap Hari (%) 

68,87 2019 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

   Tersedianya Air Irigasi  

Untuk Pertanian Rakyat 

Pada Sistem Irigasi 

Yang Sudah Ada (%) 

68,87 2019 49,60 49,66 49,72 49,85 50,00 

          

2. Jalan          

a. Jaringan  Tersedianya Jalan Yang 

Menghubungkan Pusat-

Pusat Kegiatan Dalam 

Wilayah Kab/Kota 

(Aksessibilitas) (%) 

100.00 2019 87,48 85,82 95,88 96,70 99,06 

   Tersedianya Jalan Yang 

Memudahkan 

Masyarakat Perindividu 

Melakukan Perjalanan 

(Mobilitas) (%) 

100.00 2019 65,18 69,43 69,56 69,63 69,91 

   Tersedianya Jalan Yang 

Menjamin Pengguna 

Jalan Berkendara 

Dengan Selamat 

(Keselamatan) (%) 

100.00 2019 58,12 62,98 63,28 63,81 65,43 

b. Ruas Jalan  Tersedianya Jalan Yang 

Menjamin Kenderaan 

Dapat Berjalan Dengan 

Selamat dan Nyaman 

(%) 

70,00 2019 54,67 59,76 60,12 60,83 62,73 

   Tersedianya Jalan Yang 

Menjamin Perjalanan 

Dapat Dilakukan Sesuai 

Dengan Kecepatan 

Rencana (%) 

60.00 2019 46,40 51,68 52,10 52,99 55,18 

          

3. Air Minum Tersedianya Akses Air 

Minum Yang Aman Melalui 

Sistem Penyediaan Air 

100,00 2019 58,75 59,58 61,10 62,11 63,46 
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

No. 
Bidang/Jenis 

Layanan 
Indikator Kinerja Target 

Batas 

Waktu 
2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

Minum Dengan Jaringan 

Perpipaan dan Bukan 

Perpipaan Terlindungi 

Dengan Kebutuhan Pokok 

Minimal 60 Liter/Orang/Hari 

(%) 

          

4. Sanitasi Lingkungan         

a. Air Limbah  Tersedianya Sistem Air 

Limbah Setempat Yang 

Memadai (%) 

60,00 2019 20,55 20,49 23,74 29,68 32,93 

   Tersedianya Sistem Air 

Limbah Skala Komunitas 

/ Kawasan/Kota (%) 

60,00 2019 17,26 17,32 19,94 24,93 27,66 

b. Pengelolaan 

Sampah 

 Tersedianya Fasilitas 

Pengurangan Sampah di 

Perkotaan (%) 

20,00 2019 - 8,40 8,40 8,40 8,40 

   Tersedianya Sistem 

Penanganan Sampah di 

Perkotaan (%) 

70,00 2019 11,80 13,32 14,35 15,95 17,66 

c. Drainase Tersedianya Sistem Jaringan 

Drainase Skala Kawasan dan 

Skala Kota Sehingga Tidak 

Terjadi Genangan Lebih Dari 

30 Cm, Selama 2 Jam dan 

Tidak Lebih Dari 2 Kali 

Dalam Setahun (%) 

50,00 2020 15,21 17,03 19,41 23,12 25,94 

          

5. Permukiman Kumuh 

Perkotaan 

Berkurangnya Luasan 

Permukiman Kumuh di 

Kawasan Perkotaan (Ha) 

195,66 2019 9,50   12,57  12,72  8,94   5,79   

          

6. Penataan Bangunan 

dan Lingkungan 

 Terlayaninya Masyarakat 

Dalam Pengurusan IMB 

di Kabupaten (%) 

100,00 2019 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

   Tersediaanya Pedoman 

Harga Standard 

Bangunan Gedung 

Negara, di Kabupaten 

(%) 

100,00 2019 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

          

7. Jasa Konstruksi  Penerbitan IUJK 

Dalamwaktu 10 Hari 

Kerja Setelah 

Persyarakat Lengkap 

(%) 

- - - - - - - 

   Tersedianya Sistem 

Informasi Jasa 

Konstruksi (%) 

- - - - - - - 

          

8. Penataan Ruang  Tersedianya Informasi 

Mengenai RTRW 

100,00 2019 - - - - - 
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

No. 
Bidang/Jenis 

Layanan 
Indikator Kinerja Target 

Batas 

Waktu 
2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

Kab/Kota Beserta 

Rencana Rincinya 

Melalui Peta Analog dan 

Peta Digital (%) 

   Terlaksananyaa 

Penjaringan Masyarakat 

Melalui Forum 

Konsultasi Publik Yang 

Memenuhi Syarat 

Inklusif Dalam Proses 

Penyusunan RTR dan 

Program Pemanfaatan 

Ruang, Yang Dilakukaan 

Minimal 2 (Dua) Kali 

Setiap Disusunnya RTR 

dan Program 

Pemanfaatan Ruang (%) 

100,00 2019 - - - - - 

   Terlayaninya Masyarakat 

Dalam Pengurusan Izin 

Pemanfaatan Ruang 

Sesuai Dengan Perda 

Tentang RTR W 

Kabupaten Beserta 

Rencana Rincinya (%) 

100,00 2021 - - - - - 

   Terlaksananya Tindakan 

Awal Terhadap 

Pengaduan Masyarakat 

Tentang Pelanggaran 

Dibidang Penataa Ruang 

Dalam Waktu 5 (Lima) 

Hari Kerja (%) 

100,00 2021 - - - - - 

   Tersedianya Luasan 

RTH Publik Sebesar 

20% Dari Luas Wilayah 

Kota/Kawasan 

Perkotaan (%). 

50,00 2019 - - - - - 

          

VIII Layanan Terpadu 

Bagi Perempuan dan 

Anak Korban 

Kekerasan 

        

1. Penanganan 

Pengaduan/ Laporan 

Korban Kekerasan 

Terhadap 

Perempuan dan 

Anak 

Cakupan Perempuan dan 

Anak Korban Kekerasan 

Yang Mendapatkan 

Penanganan Pengaduan 

Oleh Petugas Terlatih di 

Dalam Unit Pelayanan 

Terpadu (%) 

100,00 2014 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

          

2. Pelayanan 

Kesehatan Bagi 

Perempuan dan 

Cakupan Perempuan dan 

Anak Korban Kekerasan 

Yang Mendapatkan Layanan 

100% 

dari 

sasaran 

2014 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

No. 
Bidang/Jenis 

Layanan 
Indikator Kinerja Target 

Batas 

Waktu 
2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

Anak Korban 

Kekerasan 

Kesehatan Oleh Tenaga 

Kesehatan Terlatih di 

Puskesmas Mampu 

Tatalaksana KTP/A dan 

PPT/PKT di RS. 

program 

          

3. Rehabilitasi Sosial 

Bagi Perempuan dan 

Anak Korban 

Kekerasan 

 Cakupan Layanan 

Rehabilitasi Sosial Yang 

Diberikan Oleh Petugas 

Rehabilitasi Sosial 

Terlatih Bagi Perempuan 

dan Anak Korban 

Kekerasan di Dalam Unit 

Pelayanan Terpadu (%) 

75,00 2014 - - - - - 

   Cakupan Layanan 

Bimbingan Rohani Yang 

Diberikan Oleh Petugas 

Bimbingan Rohani 

Terlatih Bagi Perempuan 

dan Anak Korban 

Kekerasan di Dalam Unit 

Pelayanan Terpadu (%) 

75,00 2014 - - - - - 

          

4. Penegakan dan 

Bantuan Hukum Bagi 

Perempuan dan 

Anak Korban 

Kekerasan 

 Cakupan Penegakan 

Hukum Dari Tingkat 

Penyidikan Sampai 

Dengan Putusan 

Pengadilan Atas Kasus-

Kasus Kekerasan 

Terhadap Perempuan 

dan Anak (%) 

80,00 2014 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

   Cakupan Perempuan 

dan Anak Korban 

Kekerasan Yang 

Mendapatkan Layanan 

Bantuan Hukum (%) 

50,00 2014 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

          

5. Pemulangan dan 

Reintegrasi Sosial 

Bagi Perempuan dan 

Anak Korban 

Kekerasan 

 Cakupan Layanan 

Pemulangan Bagi 

Perempuan dan Anak 

Korban Kekerasan (%) 

50,00 2014 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

   Cakupan Layanan 

Reintegrasi Sosial Bagi 

Perempuan dan Anak 

Korban Kekerasan (%) 

100,00 2014 - - - - - 

          

IX Perhubungan         

1. Angkutan Jalan         

a. Jaringan Pelayanan 

Angkutan Sungai 

dan Danau 

Tersedianya Angkutan 

Sungai dan Danau Untuk 

Melayani Jaringan Trayek 

75,00 2014 40,00 45,00 50,00 65,00 70,00 
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No. 
Bidang/Jenis 

Layanan 
Indikator Kinerja Target 

Batas 

Waktu 
2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

Antar Kabupaten Dalam 

Provinsi Pada Wilayah Yang 

Tersedia Alur Pelayaran 

Sungai dan Danau Yang 

Dapat Dilayari (%) 

b. Jaringan Prasarana 

Angkutan Sungai 

dan Danau 

Tersedianya Pelabuhan 

Sungai dan Danau Untuk 

Melayani Kapal Sungai dan 

Danau Yang Beroperasi 

Pada Jaringan Trayek Antar 

Kabupaten Dalam Provinsi 

Pada Wilayah Yang Tersedia 

Alur Pelayaran Sungai dan 

Danau Yang Dapat Dilayari 

(%) 

60,00 2014 45,00 45,00 50,00 55,00 55,00 

c. Keselamatan Terpenuhinya Standar 

Keselamatan Bagi Kapal 

Sungai dan Danau Yang 

Beroperasi Pada Trayek 

Antar Kabupaten Dalam 

Provinsi (%) 

75,00 2014 40,00 45,00 45,00 50,00 55,00 

          

2. Angkutan 

Penyeberangan  

        

a. Jaringan Pelayanan 

Angkutan 

Penyeberangan  

Tersedianya Kapal 

Penyeberangan Yang 

Beroperasi Pada Lintas 

Provinsi Yang 

Menghubungkan Jalan 

Provinsi Yang Terputus Oleh 

Perairan (%) 

75,00 2014 - - - - - 

b. Jaringan Prasarana 

Angkutan 

Penyeberangan  

Tersedianya Pelabuhan 

Pada Setiap Ibukota Provinsi 

dan Ibukota Kabupaten Yang 

Memiliki Pelayanan Angkutan 

Penyeberangan Yang 

Beroperasi Pada Lintas Atau 

Trayek Antar Kabupaten 

Dalam Provinsi Pada Wilayah 

Yang Memiliki Alur Pelayaran 

(%) 

75,00 2014 - - - - - 

c. Keselamatan Terpenuhinya Standar 

Keselamatan Kapal Dengan 

Ukuran di Bawah 300 GT dan 

Kapal Yang Beroperasi Pada 

Lintas Penyeberangan Antar 

Kabupaten Dalam Provinsi 

(%) 

60,00 2014 - - - - - 

          

3. Angkutan Laut         

a. Jaringan Pelayanan 

Angkutan Laut 

Tersedianya Kapal Laut 

Yang Beroperasi Pada Lintas 

100,00 2014 - - - - - 
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No. 
Bidang/Jenis 

Layanan 
Indikator Kinerja Target 

Batas 

Waktu 
2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

Antar Kabupaten Dalam 

Provinsi Pada Wilayah Yang 

Memiliki Alur Pelayaran dan 

Tidak Ada Alternatif Jalan 

(%) 

b. Jaringan Prasarana 

Angkutan Laut 

Tersedianya Dermaga Pada 

Setiap Ibukota Provinsi dan 

Ibukota Kabupaten Untuk 

Melayani Kapal Laut Yang 

Beroperasi Pada Lintas 

Trayek Antar Kabupaten 

Dalam Provinsi Pada Wilayah 

Yang Memiliki Alur Pelayaran 

dan Tidak Ada Alternatif 

Angkutan Jalan (%) 

100,00 2014 - - - - - 

c. Keselamatan Terpenuhinya Standar 

Keselamatan Kapal Dengan 

Ukuran di Bawah 300 GT dan 

Kapal Yang Beroperasi Antar 

Kabupaten Dalam Provinsi 

(%) 

100,00 2014 - - - - - 

          

X Perumahan Rakyat         

1. Rumah Layak Huni 

dan Terjangkau 

 Cakupan Ketersediaan 

Rumah Layak Huni (%) 

100,00 2009 - 

2025 

74,61 76,66 75,71 76,29 77,76 

   Cakupan Layanan 

Rumah Layak Huni Yang 

Terjangkau (%) 

70,00 2009 - 

2025 

52,23 53,66 53,00 53,40 54,43 

2. Lingkungan Yang 

Sehat dan Aman 

Yang di Dukung 

Dengan Prasarana, 

Sarana dan Utilitas 

Umum 

Cakupan Lingkungan Yang 

Sehat dan Aman Yang di 

Dukung Dengan PSU (%) 

100,00 2009 - 

2025 

37,31 38,33 37,86 38,15 38,88 

          

XI Permodalan         

1. Kebijakan 

Penanaman Modal 

Tersedianya Informasi 

Peluang Usaha 

Sektor/Bidang Unggulan 

(Sektor/Bidang 

Usaha/Tahun) 

1,00 2014 - - 4,00 4,00 3,00 

2. Kerjasama 

Penanaman Modal 

Terselenggaranya Fasilitasi 

Pemerintah Daerah Dalam 

Rangka Kerjasama 

Kemitraan Antara Usaha 

Mikro, Kecil, Menengah dan 

Koperasi (UMKMK) Tingkat 

Provinsi Dengan Pengusaha 

Nasional/Asing (Kali/Tahun) 

1,00 2014 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

3. Promosi Penanaman 

Modal 

Terselenggaranya Promosi 

Peluang Penenaman Modal 

1,00 2014 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 



 

Bab - II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II - 227 
 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

No. 
Bidang/Jenis 

Layanan 
Indikator Kinerja Target 

Batas 

Waktu 
2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

Provinsi (Kali/Tahun) 

4. Pelayanan 

Penanaman Modal 

 Terselenggaranya 

Pelayanan Perizinan dan 

Non Perizinan Bidang 

Penanaman Modal 

Melalui Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 

(PTSP) di Bidang 

Penanaman Modal (%) 

100,00 2014 - - 95,00 95,00 95,00 

   Pendaftaran Penanaman 

Modal Dalam Negeri, 

Izin Prinsip Penanaman 

Modal Dalam Negeri, 

Izin Usaha Penanaman 

Modal Dalam Negeri, 

Perpanjangan Rencana 

Penggunaan Tenaga 

Kerja Asing (RPTKA), 

Perpanjangan Izin 

Mempekerjakan Tenaga 

Kerja Asing (IMTA) Yang 

Bekerja di Lebih Dari 1 

(Satu) Kabupaten, 

Sesuai Kewenangan 

Pemerintah Provinsi (%) 

100,00 2014 - - - - - 

5. Pengendalian 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal  

 Terselenggaranya 

Bimbingan Pelaksanaan 

Kegiatan Penanaman 

Modal Kepada 

Masyarakat Dunia 

Usaha (Kali/Tahun) 

1,00 2014 - 4,00 4,00 4,00 4,00 

   Terimplementasikannya 

Sistem Pelayanan 

Informasi dan Perizinan 

Investasi Secara 

Elektronik (SPIPISE) (%) 

100,00 2014 - - - - - 

6. Penyebarluasan, 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

Penanaman Modal. 

Terselenggaranya Sosialisasi 

Kebijakan Penanaman Modal 

Kepada Masyarakat Dunia 

Usaha (Kali/Tahun) 

1,00 2014 - - 1,00 - - 

          

XII Ketahanan Pangan         

1. Ketersediaan dan 

Cadangan Pangan 

 Ketersediaan Energi dan 

Protein Per Kapita (%) 

90,00 2015 50,00 50,00 50,10 50,40 51,00 

   Penguatan Cadangan 

Pangan (%) 

60,00 2015 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

          

2. Distribusi dan Akses 

Pangan 

 Ketersediaan Informasi 

Pasokan, Harga dan 

Akses Pangan di Daerah 

(%) 

90,00 2015 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

   Stabilitas Harga dan 90,00 2015 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
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No. 
Bidang/Jenis 

Layanan 
Indikator Kinerja Target 

Batas 

Waktu 
2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

Pasokan Pangan (%) 

          

3. Penganekaragaman 

dan Keamanan 

Pangan 

 Skor Pola Pangan 

Harapan (Pph) (%) 

90,00 2015 60,00 60,00 60,70 71,20 72,40 

   Pengasawan dan 

Pembinaan Keamanan 

Pangan (%) 

80,00 2015 76,00 80,00 82,00 84,00 86,00 

          

4. Penanganan 

Kerawanan Pangan 

Penanganan Daerah Rawan 

Pangan (%) 

60,00 2015 52,00 54,00 56,00 57,80 58,00 

          

XIII Kesenian         

1. Perlindungan, 

Pengembangan, dan 

Pemanfaatan Bidang 

Kesenian 

 Cakupan Kajian Seni (%) 50,00 2014 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

   Cakupan Fasilitasi Seni 

(%) 

30,00 2014 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 

   Cakupan Gelar Seni  (%) 75,00 2014 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

   Misi Kesenian (%) 100,00 2014 - - - - - 

          

2. Sarana dan 

Prasarana 

 Cakupan Sumberdaya 

Manusia Kesenian (25%) 

100,00 2014 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

   Cakupan Tempat (100%) 100,00 2014 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

   Cakupan Organisasi 100,00 2014 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 

          

XIV Lingkungan Hidup         

1. Jenis Pelayanan  

Informasi Status 

Mutu Air 

Persentase Jumlah Sumber 

Air Yang Dipantau 

Kualitasnya, Ditetapkan 

Status Mutu Airnya  dan di 

Informasikan Status Mutu 

Airnya (%) 

100,00 2013 - 85,7 85,7 85,7 85,7 

          

2. Pelayanan Informasi 

Status Mutu Udara 

Ambien 

Persentase Jumlah 

Kabupaten Yang Dipantau 

Kualitas Udara Ambiennya 

dan di Informasikan Mutu 

Udara Ambiennya (%) 

100,00 2013 - 100,00 100,00 100,00 100,00 

          

3. Pelayanan Tindak 

Lanjut Pengaduan 

Masyarakat Akibat 

Adanya Dugaan 

Pencemaran 

Dan/Atau Perusakan 

Lingkungan Hidup 

Persentase Jumlah 

Pengaduan Masyarakat 

Akibat Adanya Dugaan 

Pencemaran Dan/ Atau 

Perusakan Lingkungan Hidup 

Yang Ditindaklanjuti (%) 

100,00 2013 - 100,00 100,00 100,00 100,00 

          

XV Komunikasi dan 

Informatika 

        

1. Pelaksanaan Media Massa Seperti 12,00 2014 - - 12,00 12,00  
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No. 
Bidang/Jenis 

Layanan 
Indikator Kinerja Target 

Batas 

Waktu 
2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

Diseminasi Informasi 

Nasional 

Majalah, Radio, dan Televisi 

(Kali Per Tahun) 

          

2. Pelaksanaan 

Diseminasi dan 

Pendistribusian 

Informasi Nasional 

Melalui: 

 Media Baru 

Seperti Website 

(Media Online) (Setiap 

Hari) 

1,00 2014 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Media Tradisional 

Seperti Pertunjukan 

Rakyat (Kali Per Tahun) 

12,00 2014 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

   Media Interpersonal 

Seperti Sarasehan, 

Ceramah/Diskusi, dan 

Lokakarya (Kali Per 

Tahun) 

12,00 2014 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Media Luar Ruang 

Seperti Media 

Buletin, Leaflet, Booklet, 

Brosur, Spanduk, dan 

Baliho (Kali Per Tahun) 

12,00 2014 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

          

3. Pengembangan dan 

Pemberdayaan 

Kelompok Informasi 

Masyarakat 

 

Cakupan Pengembangan 

dan Pemberdayaan 

Kelompok Informasi 

Masyarakat di Tingkat 

Kecamatan (%) 

50,00 2014 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
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2.6. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah 

 
Hasil analisis capaian pembangunan daerah terhadap perencanaan yang telah 

ditetapkan pada RPJMD tahun 2011-2015 dapat adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 2.207. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Tahun 2011 s/d 2015 

No. 

ASPEK/FOKUS/BIDANG 

URUSAN/ INDIKATOR 

KINERJA PEMBANGUNAN 

DAERAH 

Capaian Setiap Tahun 

Standar / 

Target 

Kinerja 

Akhir 

RPJMD 

2011-2015 

Interpretasi 

Belum 

Tercapai (<), 

Sesuai (=), 

Melampaui 

(>) 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. ASPEK KESEJAHTERAAN 

MASYARAKAT 

       

A.  FokusKesejahteraan dan 

Pemerataan Ekonomi 

       

1 Pertumbuhan PDRB ADHK 

(%) 

6,33 9,69 17,43 4,43 5,02 6,50 < 

2 Laju Inflasi (%) 4,66 3,54 7,82 7,38 1,66 4-6 > 

3 PDRB Per Kapita (Juta)  * 22,40 22,87 26,65 27,62 28,79 13,85 > 

4 Jumlah Penduduk Miskin 

(Jiwa) 

30.390 29.910 30.770 29.380 28.470 28.040 < 

5 Persentase Penduduk Diatas 

Garis Kemiskinan (%) 

88,59 88,84 88,55 89,24 89,65 63,53 > 

         

B. Fokus Kesejahteraan 

Masyarakat 

       

1.  Pendidikan        

1 Angka Melek Huruf (%) 99,64 99,11 99,96 99,91 99,93 99,95 < 

2 Angka Rata-Rata Lama 

Sekolah  

7,92 7,96 8,04 8,22 8,27 10,38 < 

 Angka Partisipasi Kasar :        

3 APK SD/MI (%) 107,85 125,16 104,13 112,17 110,24 95,80 > 

4 APK SMP/MTs (%) 86,64 86,38 92,48 90,46 88,71 100,05 < 

5 APK SMA/MA/SMK (%) 60,39 72,01 66,25 65,38 66,89 97,23 < 

 Angka Partisipasi Murni :        

6 APM SD/MI (%) 98,73 116,04 92,07 99,01 97,27 100,00 < 

7 APM SMP/MTs (%) 70,44 70,80 72,36 71,72 82,79 95,30 < 

8 APM SMA/MA/SMK (%) 57,38 55,68 57,86 57,94 57,96 94,53 < 

         

2.  Kesehatan        

1 Angka Kelangsungan Hidup 

bayi (Per 1.000 Kelahiran) 

995,00 986,00 990,00 991,00 987,00 999,00 < 

2 Angka Usia Harapan Hidup 

(Tahun) 

62,64 62,87 63,04 63,14 63,74 73,00 < 

3 Angka Kematian Balita (Per 

1.000 balita) 

0,00 0,00 0,00 1,25 1,96 1,00 < 

4 Persentase Balita Gizi Buruk 

(%) 

0,11 0,14 0,15 0,18 0,24 0,55 > 
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No. 

ASPEK/FOKUS/BIDANG 

URUSAN/ INDIKATOR 

KINERJA PEMBANGUNAN 

DAERAH 

Capaian Setiap Tahun Standar / 

Target 

Kinerja 

Akhir 

RPJMD 

2011-2015 

Interpretasi 

Belum 

Tercapai (<), 

Sesuai (=), 

Melampaui 

(>) 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 Persentase Balita Gizi Kurang 

(%) 

2,09 2,85 3,88 2,44 3,91 6,50 < 

6 Angka Kematian Ibu 

Melahirkan (Per 10.000 (KH) 

0,90 1,10 1,10 0,60 0,90 0,89 < 

          

3.  Pertanahan        

1 Persentase Penduduk Yang 

Memiliki Lahan (%) ** 

- - - - - 64,00 < 

2 Penerbitan Sertifikat Hak Milik 

(m2) 

244.801 144.155 218.612 476.659 557.173  > 

           

4. Ketenagakerjaan        

1 Rasio Penduduk Yang 

Berkerja (%) 

95,82 97,25 95,54 92,40 94,09 67,97 > 

           

C. Fokus Seni Budaya dan 

Olah Raga 

       

1.  Kebudayaan        

1 Jumlah Group Kesenian 

(Grup) 

- 14,00 14,00 14,00 14,00 18,00 < 

2 Jumlah Gedung Kesenian 

(Unit) 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 = 

           

2.  Pemuda dan Olah Raga        

1 Jumlah Klub Olah Raga (Klub) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 24,00 < 

2 Jumlah Gedung Olah Raga 

(Unit) 

3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 1,00 > 

           

II. ASPEK PELAYANAN UMUM        

II.1 Urusan Pemerintahan Wajib        

A. Urusan Pemerintahan Wajib 

Dengan Pelayanan Dasar 

       

1.  Pendidikan        

1 Pendidikan Dasar :        

  Angka Partisipasi Sekolah :        

   Rasio Ketersediaan 

Sekolah/Penduduk Usia 

Sekolah SD/MI 

1:138 1:135 1:131 1:133 1:135 1:147 > 

   Rasio Ketersediaan 

Sekolah/Penduduk Usia 

Sekolah SMP/MTs 

1:277 1:261 1:247 1:244 1:245 1:335 > 

   Rasio Guru Terhadap 

Murid SD/MI 

1:13 1:17 1:14 1:15 1:15 1:16 > 
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No. 

ASPEK/FOKUS/BIDANG 

URUSAN/ INDIKATOR 

KINERJA PEMBANGUNAN 

DAERAH 

Capaian Setiap Tahun Standar / 

Target 

Kinerja 

Akhir 

RPJMD 

2011-2015 

Interpretasi 

Belum 

Tercapai (<), 

Sesuai (=), 

Melampaui 

(>) 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   Rasio Guru Terhadap 

Murid SMP/MTs 

1:12 1:12 1:12 1:11 1:10 1:23 > 

2 Pendidikan Menengah :        

   Rasio Ketersediaan 

Sekolah/Penduduk Usia 

Sekolah SMA/SMK/MA  

1:394 1:410 1:398 1:403 1:383 1:235 < 

   Rasio Guru Terhadap 

Murid SMA/SMK/MA 

1:11 1:13 1:11 1:10 1:11 1:21 > 

3 Fasilitas Pendidikan:        

   Sekolah Pendidikan SD/MI 

Kondisi Baik (%) 

32,06 56,45 72,26 78,08 81,85 98,58 < 

   Sekolah Pendidikan 

SMP/MTs Kondisi Baik 

(%) 

29,41 31,51 51,35 55,26 66,23 95,19 < 

   Sekolah Pendidikan 

SMA/SMK/MA Kondisi 

Baik (%) 

33,33 34,88 36,36 60,00 84,44 94,84 < 

4 Pendidikan Usia Dini :        

   Persentase Cakupan 

PAUD (%) 

15,95 16,92 20,05 20,16 19,69 36,59 < 

   Angka Partisipasi Kasar 

(%) 

15,95 16,92 20,05 20,16 19,69 31,81 < 

5 Angka Putus Sekolah :        

   Persentase Angka Putus 

Sekolah SD/MI (%) 

0,60 0,55 0,61 0,54 0,43 4,71 > 

   Persentase Angka Putus 

Sekolah SMP/MTs (%) 

0,51 0,58 0,74 0,60 0,57 13,10 > 

   Persentase Angka Putus 

Sekolah SMA/SMK/MA 

(%) 

1,63 1,39 1,80 1,79 1,73 7,42 > 

6 Angka Kelulusan:        

   Persentase Angka 

Kelulusan SD (%) 

99,83 99,92 99,80 99,59 98,55 100,00 < 

   Persentase Angka 

Kelulusan SMP/MTs (%) 

100,00 100,00 97,95 100,00 100,00 99,00 > 

   Persentase Angka 

Kelulusan SMA/SMK/MA 

(%) 

99,90 99,84 99,21 99,77 100,00 94,00 > 

   Persentase Angka 

Melanjutkan SD/MI ke 

SMP/MTs (%) 

90,31 84,79 90,76 72,74 94,29 94,00 > 
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No. 

ASPEK/FOKUS/BIDANG 

URUSAN/ INDIKATOR 

KINERJA PEMBANGUNAN 

DAERAH 

Capaian Setiap Tahun Standar / 

Target 

Kinerja 

Akhir 

RPJMD 

2011-2015 

Interpretasi 

Belum 

Tercapai (<), 

Sesuai (=), 

Melampaui 

(>) 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   Persentase Angka 

Melanjutkan SMP/MTs ke 

SMA/SMK/MA (%) 

73,24 73,87 75,84 77,52 81,62 95,00 < 

7 Guru Yang Memiliki Kualifikasi 

S1/D-IV (%) 

49,00 41,66 64,80 70,29 76,14 89,53 < 

         

2.  Kesehatan        

1 Rasio Posyandu Per Satuan 

Balita (Per 1.000 Balita) 

10,20 11,25 11,22 12,26 13,03 19,00 < 

2 Rasio Puskesmas, Pustu dan 

Pusling Per Satuan Penduduk 

(Per 1000 Penduduk) 

0,32 0,32 0,33 0,32 0,32 0,25 > 

3 Rasio Rumah Sakit per 

Satuan penduduk (Per 1000 

Penduduk) 

0,0038 0,0037 0,0037 0,0037 0,0036 0,0036 = 

4 Rasio Dokter per Satuan 

Penduduk (per 1.000 

Penduduk)  

0,27 0,26 0,22 0,22 0,24 0,20 > 

5 Rasio Tenaga Medis Per 

Satuan Penduduk (Per 1000 

Penduduk) 

1,61 1,55 1,50 1,48 1,36 2,06 < 

6 Cakupan Pertolongan 

Persalinan Oleh Tenaga 

Kesehatan Yang Memiliki 

Kompetensi Kebidanan (%) 

70,09 72,49 75,60 77,39 78,98 80,00 < 

7 Cakupan Desa/Kelurahan 

Universal Child Immunizaztion 

(UCI) (%) 

83,20 85,10 85,90 80,24 86,29 100,00 < 

8 Cakupan Balita Gizi Buruk 

Yang Mendapat Perawatan 

(%) 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 = 

9 Cakupan Penemuan dan 

Penanganan Penderita TBC 

BTA (%) 

92,71 96,01 96,88 98,56 80,38 100,00 < 

10 Cakupan Penemuan dan 

Penanganan Penderita 

Penyakit DBD (%) 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 = 

11 Cakupan Rujukan Masyarakat 

Miskin (%) 

25,67 28,42 30,87 36,45 45,42 60,05 < 

12 Cakupan Kunjungan Bayi 

Yang Memperoleh Pelayanan 

Kesehatan (%) 

61,18 61,48 62,30 64,09 66,99 100,00 < 



 

Bab II – GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II- 234 
 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 

No. 

ASPEK/FOKUS/BIDANG 

URUSAN/ INDIKATOR 

KINERJA PEMBANGUNAN 

DAERAH 

Capaian Setiap Tahun Standar / 

Target 

Kinerja 

Akhir 

RPJMD 

2011-2015 

Interpretasi 

Belum 

Tercapai (<), 

Sesuai (=), 

Melampaui 

(>) 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13 Cakupan Puskesmas 

Terhadap Jumlah Kecamatan 

(%) 

114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 = 

14 Cakupan Puskesmas 

Pembantu Terhadap Jumlah 

Desa (%) 

22,18 22,18 22,18 22,18 22,18 21,77 > 

           

3.  Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang 

       

1 Proporsi Panjang Jaringan 

Jalan Dalam Kondisi Baik (%) 

32,75 38.59 39.64 43.23 48.87 56,31 < 

2 Rasio Tempat Ibadah Per 

Satuan Penduduk (Per 1000 

Penduduk) 

2,84 3,04 3,08 2,87 3,00 2,72 > 

3 Rasio Tempat Pemakaman 

Umum Per Satuan Penduduk 

(Per 1000 Penduduk) 

1,70 1,81 1,89 1,91 1,94 1,79 > 

4 Rasio Tempat Pembuangan 

Sampah (TPS) Per Satuan 

Penduduk 

0,00 0,84 0,83 0,82 0,81 0,45 > 

5 Rasio Panjang jalan dilalui 

kenderaan 

0,044 0,064 0,073 0,058 0,057 0,004 > 

6 Jalan Penghubung dari 

ibukota kecamatan ke 

kawasan pemukiman 

penduduk (minimal dilalui roda 

4) (%) 

89,70 89,7 90,15 91,99 93,87 87,00 > 

7 Jalan Yang Memiliki Trotoar 

dan Drainage (%) 

0,00 0,00 0,11 0,13 0,14 0,14 = 

8 Luas Daerah Irigasi 

Kabupaten Dalam Kondisi 

Baik (%) 

30,20 34,15 38,41 50,00 55,71 100,00 < 

9 Rasio Ruang Terbuka Hijau 

per Satuan Luas Wilayah ber 

HPL/HGB (%)*** 

- - - - - 74,54 ? 

10 Rasio Bangunan ber- IMB per 

Satuan Bangunan (%) 

2,44 2,68 3,07 3,15 3,56 0,07 > 

           

4.  Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukiman 

       

1 Rumah Tangga Pengguna Air 

Bersih(%) 

58,75 59,58 61,10 62,11 63,46 60,10 > 
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2 Rumah Tangga Pengguna 

Listrik (%) 

77,52 77,89 77,89 78,26 78,63 66,00 > 

3 Rumah Tangga Bersanitasi 

(%) 

20,55 20,49 23,74 29,68 31,08 22,28 > 

4 Lingkungan Pemukiman 

Kumuh (%) 

0,084 0,081 0,078 0,076 0,075 0,24 > 

           

5.  Ketentraman, Ketertiban 

Umum dan Perlindungan 

Masyarakat 

       

1 Rasio Polisi Pamong Praja Per 

10.000 Penduduk 

2,48 2,20 1,71 3,62 4,22 3,20 > 

2 Rasio Linmas Per 10.000 

Penduduk 

29,31 32,30 33,33 109,80 109,05 52.70 > 

3 Jumlah Pos Kamling (Unit) 129,00 129,00 129,00 129,00 129,00 248,00 < 

4 Rasio Pos Siskamling Per 

Jumlah Desa/Kelurahan (%) 

52,02 52,02 52,02 52,02 52,02 100,00 < 

5 Penegakan Perda (%) 30,00 35,00 39,00 40,00 45,00 90,00 < 

           

6.  Sosial        

1 Sarana Sosial Panti Asuhan 

(Unit) 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 > 

2 Sarana Sosial Panti Jompo 

(Unit) 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 = 

3 Persentase PMKS Yang 

Memperoleh Bantuan Sosal 

(%) 

85,36 65,70 74,06 76,41 92,31 18,97 > 

4 Persentase Penanganan 

PMKS (%) 

85,36 65,70 74,06 76,41 92,31 5,36 > 

B. Urusan Pemerintahan Wajib 

yang Tidak Berkait Dengan 

Pelayanan Dasar 

       

           

1 Tenaga Kerja        

1 Jumlah Angkatan Kerja 

(Orang) 

119.655 141.249 147.486 124.670 124.159 64.685 > 

2 Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja (%) 

75,57 87,86 91,46 76,21 76,87 67,97 > 

3 Persentase Sengketa 

Pengusaha – Pekerja (%) 

- - 1,72 9,72 8,33 17,61 > 

4 Pencari Kerja Yang 

Ditempatkan (%) 

80,72 28,99 0,78 25,73 30,41 91,11 < 
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5 Persentase Pengangguran 

Terbuka (%) 

4,18 2,42 4,46 7,6 5,91 9,05 > 

6 Rasio Keselamatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja 

(%) 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 90,00 > 

           

2.  Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak 

       

1 Persentase Pekerja 

Perempuan Pada Lembaga 

Pemerintah (%) 

60,61 62,60 59,72 58,07 57,57 79,85 < 

2 Persentase Pekerja 

Perempuan Pada Lembaga 

Swasta (%) 

22,86 20,87 23,75 25,40 25,90 7,75 > 

3 Rasio Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (%) 

- 0,010 0,010 0,004 0,030 0,006 < 

4 Persentase Tenaga Kerja 

Dibawah Umur (%) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,85 > 

           

3.   Pangan        

1 Jumlah Regulasi Ketahanan 

Pangan 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 < 

2 Ketersediaan Energi 

(KKal/Kap/Hr) 

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 5,56 > 

3 Ketersediaan Protein 

(Gr/Kap/Hr) 

52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 97,06 < 

           

4.  Pertanahan        

1 Persentase Luas Lahan 

Bersertifikat (%)** 

- - - - - 20,24 ? 

2 Penyelesaian Kasus Tanah 

Negara (%) 

- - - - 66,67 40 > 

          

5.  Lingkungan Hidup        

1 Persentase Luas Pemukiman 

Yang Tertata (%) 

30,99 31,98 33,07 33,86 34,15 33,00 > 

2 Pencemaran Status Mutu Air 

(%) 

85,70 85,70 85,70 85,70 85,70 14,29 > 

3 Persentase Sampah 

Tertangani (%) 

11,80 13,32 14,35 15,95 17,66 0,45 > 

4 Penegakan Hukum 

Lingkungan (%) 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 = 
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6.  Administrasi Kependudukan 

Dan Pencatatan Sipil 

       

1 Rasio penduduk ber KTP per 

satuan penduduk (%) 

60,25 68,12 73,50 75,47 85,18 79,50 > 

2 Rasio bayi ber akte kelahiran 

(%) 

55,30 58,24 60,32 61,07 61,88 11,00 > 

3 Rasio pasangan ber akte 

nikah (%) 

15,25 16,01 17,28 19,06 20,55 7,57 > 

           

7.  Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa 

       

1 Rata-Rata Jumlah Kelompok 

Binaan Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat 

(LPM) 

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,036 > 

2 Rata-Rata Jumlah Kelompok 

Binaan PKK 

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 < 

3 Jumlah LSM Yang Aktif (LSM)     29,00 33,00 < 

4 Jumlah Pos Yandu Aktif (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 = 

           

8.  Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana 

       

1 Rata-Rata Jumlah Anak Per 

Keluarga (Orang) 

2,02 2,00 1,98 2,01 1,98 2,12 > 

2 Rasio Akseptor KB (%) 62,19 62,36 59,95 61,58 61,54 50,27 > 

3 Keluarga Pra Sejahtera dan 

Keluarga Sejahtera I (%) 

40,84 40,59 40,88 40,19 39,78 36,47 < 

           

9.  Perhubungan        

1 Jumlah Arus Penumpang 

Angkutan Umum (Orang) 

2.684.283 1.110.519 1.184.553 2.528.790 2.564.790 12.984 > 

2 Rasio Ijin Trayek (%) 0,05 0,13 0,12 0,06 0,05 0,50 < 

3 Jumlah Uji Kir Angkutan 

Umum (Buah) 

3.097 2.379 2.597 4.323 4.086 4.825 < 

4 Jumlah Pelabuhan 

Laut/Udara/Terminal Bis  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 < 

5 Jumlah Angkutan Darat 

Terhadap Jumlah Penumpang 

Angkutan Darat (%) 

0,048 0,047 0,047 0,047 0,047 34,380 < 

6 Rasio Kepemilikan KIR 

Angkutan Umum (%) 

79,21 133,29 113,71 28,38 35,83 9,40 > 
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7 Lama Pengujian Kelayakan 

Angkutan Umum (KIR) (Menit) 

35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 14,00 < 

8 Persentase Pengujian 

Kelayakan Angkutan Umum 

(%) 

55,80 42,86 46,79 77,89 73,62 90,00 < 

           

10.  Komunikasi dan Informatika        

1 Jumlah Jaringan Komunikasi 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 < 

2 Jumlah Surat Kabar Nasional 

(Jenis) 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 > 

3 Jumlah Penyiaran Radio /TV 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 5,00 > 

4 Website Milik Pemda (Unit) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 = 

           

11.  Koperasi dan UKM        

1 Jumlah Koperasi (buah) 247,00 256,00 257,00 272,00 279,00 241,00 > 

2 Persentase koperasi aktif (%) 40,08 40,63 42,41 41,91 42,65 45,00 < 

3 Jumlah UKM/K (Buah) 2.041 2.045 2.049 2.052 2.056 2.237 < 

           

12.  Penanaman Modal        

1 Jumlah PMA/PMDN (Buah) 9,00 13,00 12,00 12,00 11,00 33,00 < 

2 Jumlah Tenaga Kerja Pada 

PMA/PMDN (Orang) 

6.522 7.490 6.975 7.126 7.208 8.035 < 

           

13.  Kepemudaan dan Olah raga        

1 Jumlah Organisasi Pemuda 

(Organisasi) 

35,00 35,00 35,00 35,00 40,00 39,00 > 

2 Jumlah Lapangan Olah Raga 

(Unit) 

71,00 71,00 71,00 72,00 74,00 1,00 > 

           

14.  Statistik        

1 Penyajian Kabupaten Dalam 

Angka (Dokumen) 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 = 

2 Penyajian PDRB 

Kabupaten(Dokumen) 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 = 

           

16.  Kebudayaan        

1 Penyelenggaraan Festival 

Seni Budaya (Kali) 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 > 

2 Sarana Penyelenggaraan Seni 

Dan Budaya (Unit) 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 = 
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17.  Perpustakaan        

1 Jumlah Perpustakaan (Unit) 84,00 87,00 90,00 105,00 113,00 60,00 > 

2 Jumlah Pengunjung 

Perpustakaan Pertahun 

(Orang) 

24.600 32.558 36.342 42.823 55.047 36.000 > 

3 Jumlah Tenaga Perpustakaan 

(Orang) 

65,00 70,00 75,00 80,00 85,00 20,00 > 

           

18.  Kearsipan        

1 Pengelolaan Arsip Secara 

Baku (%) 

- - 96,00 95,00 95,00 100,00 < 

           

II.2 Urusan Pemerintahan 

Pilihan 

       

 1.  Kelautan dan Perikanan        

1 Produksi Budidaya Perikanan 

Darat (Ton) 

4.919,60 4.958,30 5.615,67 5.807,91 6.063,78 6.195,07 < 

2 Produksi Perikanan Laut (Ton) 118,00 120,00 120,00 156,12 145,20 315,31 < 

3 Kosumsi Ikan Per Kapita 

(Kg/Kapita/Tahun) 

25,01 27,60 29,70 30,12 32,73 22,44 > 

4 Persentase Capaian 

Konsumsi Ikan (%) 

103,78 105,30 102,17 100,27 104,90 91,40 > 

5 Cakupan Bina Kelompok 

Nelayan (%) 

100,00 50,00 50,00 66,67 57,14 62,50 < 

6 Kontribusi Sektor Perikanan 

Terhadap PDRB (%) 

0,66 0,64 0,58 0,63 0,65 0,50 > 

           

 2.  Pariwisata        

1 Kunjungan Wisata (jumlah) 28.020 29.820 31.261 33.420 35.100   

2 Kontribusi Sektor Pariwisata 

Terhadap PDRB (%) 

     2,50  

           

 3.  Pertanian        

1 Produktivitas Padi atau Bahan 

Pangan Utama Lokal Lainnya 

Per Hektar : 

       

   Padi Sawah (Kw/Ha) 50,10 50,31 48,74 50,76 50,18 59,21 < 

   Padi Gogo (Kw/Ha) 34,16 30,35 37,16 35,14 37,01 38,09 < 

   Jagung (Kw/Ha) 45,97 45,43 44,74 42,18 44,30 55,32 < 

   Kedelai (Kw/Ha) 12,45 9,26 9,58 8,78 10,72 15,09 < 
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2 Produktivitas Tanaman 

Perkebunan Per Hektar : 

       

   Karet (Kg/Ha) 796,13 796,24 794,86 799,52 779,36 950,00 < 

   Sawit (Kg/Ha) 18.555,46 27.959,64 18.183,12 18.157,02 18.373,86 21.000,00 < 

   Coklat (Kg/Ha) 789,66 848,19 847,80 692,87 874,64 850,00 > 

4 Rasio Kontribusi Sektor 

Pertanian dan Perkebunan 

Terhadap PDRB (%) 

49,65 45,91 39,77 38,9 37,22 45.93 < 

5 Rasio Kontribusi Sektor 

Pertanian Terhadap PDRB 

(%) 

29,29 26,76 22,8 22,22 21,99 31,32 < 

6 Rasio Kontribusi Sektor 

Perkebunan Terhadap PDRB 

(%) 

20,36 19,15 16,97 16,68 15,23 10,17 > 

7 Jumlah Kelompok Tani 

(Kelompok) 

862,00 968,00 1.074,00 1.180,00 1.286,00 660 > 

8 Jumlah Kelompok Tani 

Pemula (Kelompok) 

688,00 804,00 920,00 1.036,00 1.152,00 460 > 

9 Jumlah Kelompok Tani Lanjut 

(Kelompok) 

174,00 163,00 152,00 141,00 130,00 147 < 

10 Jumlah Kelompok Tani Madya 

(Kelompok) 

- 1,00 2,00 3,00 4,00 43 < 

11 Jumlah Kelompok Tani Utama 

(Kelompok) 

- - - - - 12 < 

12 Peternakan        

13 Produksi Daging Ternak        

   Sapi (Ton) 85,14 59,18 60,10 60,37 61,90 107,38 < 

   Kerbau (Ton) 22,88 22,85 23,18 23,41 24,90 35,57 < 

   Kambing (Ton) 54,11 77,83 78,03 78,81 89,95 63,50 > 

   Ayam Potong (ekor) 414.000 317.228 99.866 154.799 158.800 161.799 < 

   Ayam Kampung (ekor) 275.685 276.281 185.187 180.314 182.420 530.100 < 

14 Sarana Pemasaran 

Peternakan (Unit) 

- - - 1,00 1,00 2,00 < 

15 Kontribusi Sektor Peternakan 

Terhadap PDRB (%) 

1,20 1,40 0,98 1,00 0,96 2,99 < 

           

4. Kehutanan        

1 Rehabilitasi Hutan dan Lahan 

Kritis (%) 

- - 0,45 - - 23,11 < 

2 Kerusakan Kawasan Hutan 

(%) 

- - - - 33,89 15,68 < 

3 Kontribusi sektor Kehutanan 

Terhadap PDRB (%) 

3,73 3,47 3,01 3,14 3,12 0,95 > 
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5. Energi dan Sumber Daya 

Mineral 

       

1 Pertambangan Tanpa Ijin 

Yang Ditertibkan (%) 

6,60 7,12 7,71 11,68 11,68 100,00 < 

2 Kontribusi Sektor 

Pertambangan Terhadap 

PDRB (%) 

0,25 5,37 17,02 15,36 16,21 1,50 > 

3 Regulasi Untuk Pembinaan 

dan Pengawasan 

Pertambangan 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 < 

           

6. Perdagangan        

1 Persentase Kontribusi Sektor 

Perdagangan Pada PDRB (%) 

10,82 10,39 9,05 9,73 10,49 11,96 < 

2 Nilai Ekspor Bersih 

Perdagangan (Rp.juta) 

- 1.084.182,

44 

99.529,50 859.236,1

1 

637.278,6

0 

113,30 > 

3 Cakupan Kelompok Bina 

Usaha Pedagang Informal (%) 

74,01 94,05 93,68 88,12 87,32 14,65 > 

           

7. Perindustrian        

1 Kontribusi industri terhadap 

PDRB (%) 

8,23 7,67 6,64 6,79 6,69 23,69 < 

2 Pertumbuhan Industri (%) 0,00 0,55 0,91 0,72 0,27 0,86 < 

3 Jumlah Kelompok Pengrajin 

(Kelompok) 

20,00 24,00 28,00 30,00 35,00 29,00 > 

4 Cakupan Bina Kelompok 

Pengrajin (%) 

10,00 12,50 17,86 20,00 17,14 52,38 < 

5 Jumlah Industri Kecil 53,00 53,00 56,00 56,00 58,00 60,00 < 

6 Jumlah Industri Rumah 

Tangga 

1.041,00 1.047,00 1.054,00 1.062,00 1.063,00 1.119,00 < 

           

8. Ketransmigrasian        

1 Transmigrasi Swakarsa (%) 37,12 37,12 37,12 37,12 37,12 100,00 < 

           

III. ASPEK DAYA SAING 

DAERAH 

       

A. Fokus Kemampuan 

Ekonomi Daerah 

       

1.  Otonomi Daerah, 

Pemerintahan Umum, 

Administrasi Keuangan 

Umum, Perangkat Daerah, 

Kepegawaian dan 

Persandian 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Angka Pengeluaran Konsumsi 

Rumah Tangga per Kapita/Bln 

(Rp.) 

537.111 550.021 618.698 566.677 596.037 972.628 < 

         

B. Fokus Fasilitas 

Wilayah/Infrastuktur 

       

1.  Perhubungan        

1 Jumlah Orang Yang Terangkut 

Angkutan Umum (Orang) 

2.528.790 2.564.790 1.184.553 1.110.519 2.684.283 12.984 > 

2 Kontribusi Sektor 

Pengangkutan Terhadap 

PDRB (%) 

1,47 1,43 1,33 1,44 1,48 1,95 < 

           

2. Otonomi Daerah, 

Pemerintahan Umum, 

Administrasi Keuangan 

Umum, Perangkat Daerah, 

Kepegawaian dan 

Persandian 

       

1 Jumlah Bank dan Cabang 

(Unit) 

4,00 4,00 4,00 11,00 11,00 7,00 > 

2 Jenis dan Jumlah Perusahaan 

Asuransi dan Cabang 

- - - - - 0,00 = 

3 Jenis, Kelas, dan Jumlah 

Restoran 

11,00 13,00 13,00 13,00 13,00 10,00 > 

4 Jenis, Kelas, dan Jumlah 

Penginapan/Hotel 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 1,00 > 

           

3. Komunikasi dan Informatika        

1 Rasio Ketersediaan Daya 

Listrik (%) 

68,00 71,85 75,00 73,00 81,00 75,00 > 

2 Persentase Penduduk Yang 

Menggunakan HP/Telepon 

63,43 63,88 63,92 63,84 64,25 70,00 < 

         

C.  Fokus Iklim Berinvestasi        

1.  Otonomi Daerah, 

Pemerintahan Umum, 

Administrasi Keuangan 

Umum, Perangkat Daerah, 

Kepegawaian dan 

Persandian 

       

1 Angka Kriminalitas (Jumlah 

Kasus /10.000 Pddk) 

12,88 12,42 7,63 11,50 11,50 5,00 > 

2 Kejadian Demonstrasi (Kali) 8,00 12,00 16,00 12,00 14,00 3,00 < 

3 Lama Proses Perizinan (Hari) 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 3,00 < 
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No. 

ASPEK/FOKUS/BIDANG 

URUSAN/ INDIKATOR 

KINERJA PEMBANGUNAN 

DAERAH 

Capaian Setiap Tahun Standar / 

Target 

Kinerja 

Akhir 

RPJMD 

2011-2015 

Interpretasi 

Belum 

Tercapai (<), 

Sesuai (=), 

Melampaui 

(>) 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 Jumlah dan Macam Pajak 

Retribusi Daerah (Jenis) 

22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 7,00 > 

5 Jumlah Perda Yang 

Mendukung Iklim Usaha 

(Buah) 

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 7,00 < 

6 Persentase Desa Berstatus 

Swasembada Terhadap Total 

Desa (%) 

24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 32,80 < 

          

D.  Fokus Sumber Daya 

Manusia 

       

1.  Ketenagakerjaan        

1 Rasio Lulusan Sarjana (%) 0,008 0,010 0,010 0,011 0,011 3,068 < 

Keterangan :        

* Pada waktu penetapan target, dasar yang dipakai adalah Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, sementara pada saat 

perhitungan realisasi berdasarkan perhitungan dari BPS ada perobahan terhadap harga dasar yang dipakai yaitu Atas 

Harga Konstan Tahun 2010. 

** Data akurat mengenai lahan bersertifikat di Kabupaten Tapanuli Selatan masih minim, disebabkan instansi yang 

menerbitkan sertifikat adalah Badan Pertanahan Nasional yang merupakan instansi vertikal dimana koordinasi mengenai 

data sertifikat tanah masih belum optimal 

*** RTH belum dapat terindetifikasi, disebabkan karena RTH diprioritaskan pada kawasan perkotaan sedangkan di 

Kab.Tapsel relatif belum ada kawasan perkotaan yang memenuhi kriteria kawasan perkotaan. 
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BAB III 

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  

DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

 

3.1. Kinerja Keuangan 2011-2015 

Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan 

tahun 2011-2015 diselenggarakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri 

(Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah, yang kemudian diubah dan dilengkapi dengan ketentuan baru yang 

diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas 

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah dan terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua terhadap permendagri 13 Tahun 2006. Secara operasional, 

pengelolaan keuangan daerah juga dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan 

tentang kebijakan akuntansi serta sistem dan prosedur penatausahaan 

keuangan daerah. 

 

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 

Tahun 2016 bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi 

aspek pendapatan, aspek belanja dan aspek pembiayaan. 

Aspek pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Aspek belanja 

meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Aspek Pembiayaan 

meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. 
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3.1.1.1. Pendapatan Daerah 

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Daerah dibagi 

kedalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 

Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. 

Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan 

tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 3.1. 

Selama tahun 2011-2015 perkembangan pendapatan daerah 

Kabupaten Tapanuli Selatan cukup baik dan mengalami peningkatan. Pada 

tahun 2011, total pendapatan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah 

sebesar Rp 652,66 Milyar. Angka tersebut terus mengalami peningkatan 

hingga tahun 2015 menjadi Rp 1,088 Trilyun lebih dengan peningkatan 

rata-rata pertahun sebesar 15,31 persen.  
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Tabel 3.1. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011-2015 

No Uraian 
2010 

(Rp) 

2011 

(Rp) 

2012 

(Rp) 

2013 

(Rp) 

2014 

(Rp) 

2015 

(Rp) 

Rata-rata 

Pertumbuhan 

(%) 

1. PENDAPATAN DAERAH 537.000.067.408,00 652.666.732.174,58 726.028.773.533,59 810.115.474.841,24 890.870.434.274,12 1.088.604.698.048,84 15,31 

1.1. Pendapatan Asli Daerah 33.418.847.679,00 57.463.805.226,67 56.160.143.106,59 69.220.483.496,24 95.588.202.103,12 109.349.451.810,84 29,09 

1.1.1 Pajak Daerah 8.040.861.435,00 13.721.302.735,60 11.209.186.082,50 9.685.278.712,00 13.689.884.273,32 48.266.542.099,00 66,53 

1.1.2 Retribusi Daerah 7.523.439.768,00 4.901.932.934,00 6.557.772.275,00 8.193.290.059,00 8.229.309.119,00 7.444.396.307,00 2,96 

1.1.3 Hasil Pengelolaan 

Kekayaan daerah yang 

Dipisahkan 

10.405.000.000,00 30.743.000.087,87 32.448.268.045,00 45.513.681.641,00 62.118.150.889,00 39.663.676.985,00 48,32 

1.1.4 Lain-lain Pendapatan 

Asli Daerah yang Sah 

7.449.546.476,00 8.097.569.469,20 5.944.916.704,09 5.828.233.084,24 11.550.857.821,80 13.974.836.419,84 19,87 

         

1.2. Dana Perimbangan 424.233.172.000,00 450.930.688.672,00 547.419.656.660,00 611.457.537.268,00 679.283.446.041,00 807.316.680.743,00 13,87 

1.2.1 Dana Bagi Hasil 

Pajak/Bukan Pajak 

48.000.000.000,00 30.544.942.672,00 39.730.432.660,00 39.793.149.268,00 43.637.747.998,00 49.479.207.743,00 3,38 

1.2.2 Dana Alokasi Umum 334.737.772.000,00 375.893.846.000,00 454.322.254.000,00 517.342.688.000,00 572.097.968.043,00 592.764.058.000,00 12,25 

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 41.495.400.000,00 44.491.900.000,00 53.366.970.000,00 54.321.700.000,00 63.547.730.000,00 107.393.930.000,00 22,99 

1.2.4 Dana Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.679.485.000,00 0,00 

         

1.3 Lain-lain Pendapatan 

Daerah Yang Sah 

79.348.047.729,00 144.272.238.275,91 122.448.973.767,00 129.437.454.077,00 115.998.786.130,00 171.938.565.495,00 22,05 

1.3.1 Hibah 34.517.959.000,00 6.864.396.000,00 1.115.604.000,00 0,00 0,00 9.841.022.000,00  

1.3.2 Dana Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

1.3.3 Bagi Hasil Pajak dari 

Propinsi dan Pemerintah 

Daerah Lainnya 

21.475.183.729,00 21.092.334.106,00 15.006.354.767,00 12.207.310.077,00 33.886.794.130,00 61.839.745.320,00 42,16 

1.3.4 Dana Penyesuaian dan 

Otonomi Khusus 

10.538.025.000,00 91.625.100.040,00 40.550.539.000,00 52.334.306.000,00 54.780.600.000,00 91.091.008.000,00 162,75 

1.3.5 Bantuan Keuangan dari 

Propinsi dan Pemerintah 

Daerah Lainnya 

12.816.880.000,00 24.568.950.000,00 65.776.476.000,00 64.895.838.000,00 27.331.392.000,00 9.166.790.175,00 26,75 

1.3.6 Pendapatan Lainnya 0,00 121.458.129,91 0,00 0,00 0,00 0,00  

Sumber : DPPKAD KabupatenTapanuli Selatan
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Gambar 3.1. Grafik Pendapatan Daerah dan Pertumbuhannya Tahun 2011-

2015 

 

 

 

Tabel 3.2. Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan 

Tahun 2011-2015 

TAHUN 

PENDAPATAN KOMPONEN PENDAPATAN DAERAH 

KONTRIBUSI 
TERHADAP 

PENDAPATAN 
DAERAH 

DAERAH PAD DAPEM 
LAIN PDT YG. 

SAH 
PAD DP LPYS 

2010 537.000.067.408,00 33.418.847.679,00 424.233.172.000,00 79.348.047.729,00 6,22 79,00 14,78 

2011 652.666.732.174,58 57.463.805.226,67 450.930.688.672,00 144.272.238.275,91 8,80 69,09 22,11 

2012 726.028.773.533,59 56.160.143.106,59 547.419.656.660,00 122.448.973.767,00 7,74 75,40 16,87 

2013 810.115.474.841,24 69.220.483.496,24 611.457.537.268,00 129.437.454.077,00 8,54 75,48 15,98 

2014 890.870.434.274,12 95.588.202.103,12 679.283.446.041,00 115.998.786.130,00 10,73 76,25 13,02 

2015 1.088.604.698.048,84 109.349.451.810,84 807.316.680.743,00 171.938.565.495,00 10,04 74,16 15,79 

Sumber : DPPKAD KabupatenTapanuli Selatan
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Salah satu komponen utama dari pendapatan daerah adalah 

Pendapatan Asli Daerah, dari tabel 3.1 dapat dilihat bahwa Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) nilainya mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 

2010 nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tapanuli Selatan 

masih sekitar Rp.33,42 Milyar lebih dan tahun 2015 menjadi Rp 109,34 

Milyar lebih atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 29,09 persen. 

Perkembangan PAD yang signifikan ini digerakkan dari penagihan pajak 

mineral bukan logam dan batuan dari kegiatan pembangunan jalan 

produksi beberapa perusahaan perkebunan dan pemanfaatan mineral 

bukan logam dan batuan dalam pembangunan infrastruktur tambang emas 

PT. Agincourt Resources, namun dalam awal tahun 2016 pihak kontraktor 

PT. Agincourt Resources mengajukan banding atas penagihan pajak 

mineral bukan logam dan batuan ke pengadilan pajak. Gambaran dan 

pertumbuhan pendapatan asli daerah dapat dilihat pada grafik 3.2 berikut: 

 

 

Gambar 3.2. Grafik Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhannya 

Tahun 2011-2015 
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Disamping itu sumber utama peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

yang meningkat tajam pada tahun 2014 dan tahun 2015 yakni berkat 

penambahan saham (Penyertaan Modal) Pemerintah Daerah Kabupaten 

Tapanuli Selatan di PT. Bank Sumut pada tahun-tahun sebelumnya dan 

kondisi perekonomian regional yang membaik serta sampai saat ini 

Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan pemegang saham terbesar 

diantara 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Lain-lain Pendapatan Asli 

Daerah yang Sah juga meningkat rata-rata sebesar 19,87 persen, terutama 

berasal dari jasa giro yang peningkatannya berbanding lurus dengan 

peningkatan pendapatan daerah.  
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Tabel 3.3 

Tabel 3.3. Struktur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011-2015 

TAHUN 
PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH 

HASIL PENGELOLAAN 

KEKAYAAN DAERAH 
LAIN-LAIN PAD YG SAH 

 
TOTAL PAD 

NILAI (%) NILAI (%) NILAI (%) NILAI (%) 
 

NILAI (%) 

            

2010 8.040.861.435,00 24,06 7.523.439.768,00 22,51 10.405.000.000,00 31,14 7.449.546.476,00 22,29  33.418.847.679,00 100,00 

            

2011 13.721.302.735,60 23,88 4.901.932.934,00 8,53 30.743.000.087,87 53,50 8.097.569.469,20 14,09  57.463.805.226,67 100,00 

            

2012 11.209.186.082,50 19,96 6.557.772.275,00 11,68 32.448.268.045,00 57,78 5.944.916.704,09 10,59  56.160.143.106,59 100,00 

            

2013 9.685.278.712,00 13,99 8.193.290.059,00 11,84 45.513.681.641,00 65,75 5.828.233.084,24 8,42  69.220.483.496,24 100,00 

            

2014 13.689.884.273,32 14,32 8.229.309.119,00 8,61 62.118.150.889,00 64,99 11.550.857.821,80 12,08  95.588.202.103,12 100,00 

            

2015 48.266.542.099,00 44,14 7.444.396.307,00 6,81 39.663.676.985,00 36,27 13.974.836.419,84 12,78  109.349.451.810,84 100,00 

                       

Sumber : DPPKAD KabupatenTapanuli Selatan 
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Dilihat dari Struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut diatas 

menunjukkan bahwa Hasil Pajak Daerah dan Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang Dipisahkan menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah. 

Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sangat ditentukan oleh 

transaksi ekonomi. Oleh sebab itu, dalam lima tahun mendatang tantangan 

yang harus diatasi antara lain adalah perlunya percepatan pembangunan 

ekonomi daerah untuk menumbuhkan potensi pajak/retribusi daerah, 

intensifikasi pendataan dan penataan pajak daerah, pembenahan 

administrasi perpajakan, perbaikan pelayanan perpajakan, sosialiasi dan 

penyuluhan pajak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

membayar pajak. Selain itu, tantangan yang perlu diantisipasi adalah 

meningkatkan pelayanan publik, mengoptimalkan pengelolaan kekayaan 

dan asset daerah dan memberikan kemudahan perijinan usaha. Langkah 

lain yang perlu dilakukan adalah penguatan koordinasi antar Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) pemungut retribusi daerah. Berbagai langkah 

tersebut secara bertahap diharapkan akan meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kabupaten Tapanuli Selatan secara berkelanjutan. 

Pada sisi Dana Perimbangan, nilainya juga mengalami peningkatan 

yang signifikan. Pada tahun 2011 masih sebesar Rp 450,93 Milyar dan 

tahun 2015 nilai meningkat menjadi Rp. 807,31 Milyar dengan peningkatan 

rata-rata pertahun sebesar 13,87 persen. Hal ini menunjukkan bahwa 

Pemerintah memberikan transfer dana yang cukup besar untuk Kabupaten 

Tapanuli Selatan. Peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) ini sangat tepat 

karena jumlah Pegawai Negeri Sipil yang tetap bertahan di Kabupaten 

Tapanuli Selatan setelah pemekaran Kabupaten Padanglawas Utara dan 

Kabupaten Padanglawas masih sangat besar yakni lebih kurang 50,00 

persen atau sekitar 5.502 PNS, sedangkan jumlah anggota DPRD sampai 

dengan pemilihan legislatif tahun 2014 sebanyak 45 Anggota Dewan 

walaupun pada saat itu jumlah penduduk masih dibawah 300.000 jiwa. 

Demikian juga halnya dengan peningkatan Dana Alokasi Khusus 

(DAK) dipandang sangat wajar, mengingat kondisi infrastruktur di 

Kabupaten Tapanuli Selatan yang masih tertinggal dibanding 

kabupaten/kota di Sumatera Utara khususnya wilayah Pantai Timur 

Provinsi Sumatera Utara. 
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Peningkatan Dana Perimbangan ini telah dimanfaatkan oleh 

Pemerintah Daerah untuk lebih mempercepat pembangunan infrastruktur 

ekonomi, sosial dan infrastruktur pemerintahan yakni berupa pembangunan 

prasarana dan sarana perkantoran Pemerintahan kabupaten akibat 

dampak dari Pemekaran Wilayah Kabupaten sebagaimana amanah 

Undang-Undang Nomor 37 dan 38 tahun 2007, yang mewajibkan 

Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan harus pindah dari 

Kota Padangsidimpuan ke Sipirok. 

Seiring dengan pergantian Presiden dan Kabinet akhir tahun 2014, 

maka pada tahun 2015 merupakan awal penerapan kebijakan Pemerintah 

Pusat untuk mengalokasikan Dana Desa ke daerah. Kabupaten Tapanuli 

Selatan pada tahun 2015 tersebut memperoleh Anggaran Dana Desa 

sebesar 57,68 Milyar lebih. 

Selanjutnya peningkatan transfer dana Pemerintah Pusat ke 

Kabupaten Tapanuli Selatan berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan 

Pajak, terutama berasal dari Pajak Sumber Daya Hutan/Dana Reboisasi 

(PSDH/DR) hasil dari produksi kayu HPH PT. PSL, Hutan Tanaman 

Industri PT. TPL serta Bagi Hasil Royalty, Pajak Penghasilan (PPh) dari 

PT. Agincourt Resources, Pajak Bumi dan Bangunan, Perkebunan serta 

Tambang dimana Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai daerah penghasil.  
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Tabel 3.4. Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011-2015 

Tahun 

Dana Bagi Hasil 

Pajak/Bukan Pajak 
Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Desa Total Dana Perimbangan 

NILAI (%) NILAI (%) NILAI (%) NILAI (%) NILAI (%) 

           

2010 48.000.000.000,00 11,31 334.737.772.000,00 78,90 41.495.400.000,00 9,78 0,00 0,00 424.233.172.000,00 100,00 

           

2011 30.544.942.672,00 6,77 375.893.846.000,00 83,36 44.491.900.000,00 9,87 0,00 0,00 450.930.688.672,00 100,00 

           

2012 39.730.432.660,00 7,26 454.322.254.000,00 82,99 53.366.970.000,00 9,75 0,00 0,00 547.419.656.660,00 100,00 

           

2013 39.793.149.268,00 6,51 517.342.688.000,00 84,61 54.321.700.000,00 8,88 0,00 0,00 611.457.537.268,00 100,00 

           

2014 43.637.747.998,00 6,42 572.097.968.043,00 84,22 63.547.730.000,00 9,36 0,00 0,00 679.283.446.041,00 100,00 

           

2015 49.479.207.743,00 6,13 592.764.058.000,00 73,42 107.393.930.000,00 13,30 57.679.485.000 7,14 807.316.680.743,00 100,00 

           

Sumber : DPPKAD KabupatenTapanuli Selatan 
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Sedangkan pada Pendapatan Lain-lain yang Sah, nilainya relatif kecil 

dibandingkan komponen pendapatan daerah Dana Perimbangan. Tahun 2011 nilainya 

hanya sebesar Rp 144,27 Milyar lebih, akan tetapi pada tahun 2014 turun menjadi 

sebesar Rp. 115,99 Milyar dan tahun 2015 naik menjadi sebesar Rp. 171,93 Milyar. 

Gambaran Peningkatan dan pertumbuhan lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten 

Tapanuli Selatan tahun 2011-2015 dapat dilihat pada grafik 3.3 dan tabel 3.5 berikut: 

 

 

Gambar 3.3. Grafik Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan 

Pertumbuhannya Tahun 2011-2015 

 

 

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam lima tahun terakhir mengalami 

pertumbuhan yang fluktuatif, komponen ini terdiri dari Hibah, Bagi Hasil Pajak dari 

Provinsi, Bantuan Keuangan Provinsi, Dana Penyesuaian yang dipergunakan untuk 

membayar tunjangan sertifikasi profesi dan tambahan penghasilan bagi Guru PNSD. 

Peningkatan pendapatan tahun 2015 yang cukup signifikan berasal dari dana Bantuan 

Keuangan Provinsi termasuk didalamnya anggaran bagi hasil kabupaten yang 

sebelumnya tidak dilunasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.  
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Tabel 3.5. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011- 2015 

Tahun 

Hibah 

Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 

dan Pemerintah Daerah 

Lainnya 

Dana Penyesuaian dan 

Otonomi Khusus 

Bantuan Keuangan dari 

Propinsi dan Pemerintah 

Daerah Lainnya 

Pendapatan Lainnya 
Total Dana Lain-lain 

Pendapatan yang Sah 

NILAI (%) NILAI (%) NILAI (%) NILAI (%) NILAI (%) NILAI (%) 

2010 34.517.959.000,00 43,50 21.475.183.729,00 27,06 10.538.025.000,00 13,28 12.816.880.000,00 16,15 0,00 0,00 79.348.047.729,00 100,00 

2011 6.864.396.000,00 4,76 21.092.334.106,00 14,62 91.625.100.040,00 63,51 24.568.950.000,00 17,03 121.458.129,91 0,08 144.272.238.275,91 100,00 

2012 1.115.604.000,00 0,91 15.006.354.767,00 12,26 40.550.539.000,00 33,12 65.776.476.000,00 53,72 0,00 0,00 122.448.973.767,00 100,00 

2013 0,00 0,00 12.207.310.077,00 9,43 52.334.306.000,00 40,43 64.895.838.000,00 50,14 0,00 0,00 129.437.454.077,00 100,00 

2014 0,00 0,00 33.886.794.130,00 29,21 54.780.600.000,00 47,23 27.331.392.000,00 23,56 0,00 0,00 115.998.786.130,00 100,00 

2015 9.841.022.000,00 5,72 61.839.745.320,00 35,97 91.091.008.000,00 52,98 9.166.790.175,00 5,33 0,00 0,00 171.938.565.495,00 100,00 

Sumber : DPPKAD KabupatenTapanuli Selatan 
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Dari gambaran tersebut diatas, sampai saat ini Pendapatan Daerah 

yang berasal dari kebijakan Pemerintah Daerah dalam pembangunan 

ekonomi telah memulai menunjukkan kinerja peningkatan pendapatan 

daerah seperti kebijakan peningkatan investasi bidang perkebunan, 

pertambangan dan kehutanan serta penyertaan modal khususnya pada 

PT. Bank Sumut yang pada gilirannya akan menghasilkan dana bagi hasil 

dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Peningkatan 

pembangunan perdesaan dan ekonomi kerakyatan selama ini lebih 

diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan belum 

menjadi fokus untuk peningkatan pendapatan daerah karena masih dalam 

tataran masa pengembangan, namun demikian pada saatnya nanti potensi 

yang telah ada perlu diextensifikasi, seperti potensi Pajak Bumi dan 

Bangunan perdesaan khususnya PBB perkebunan rakyat yang sudah 

berkembang, pajak restoran, sarang burung walet, Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) dan lainnya, demikian juga halnya retribusi atas jasa yang 

diberikan Pemerintah Daerah, dengan demikian semakin jelas “benang 

merah” antara keberhasilan pelayanan dan retribusi daerah, serta antara 

keberhasilan pembangunan ekonomi dengan pajak daerah. Peran strategis 

Badan Ushaa Milik Daerah (BUMD) terutama Perum PDAM Tambusai, dan 

PT. Tapanuli Selatan Membangun (TSM) perlu ditingkatkan dan 

menghasilkan pendapatan daerah yang didahului dengan penetapan core 

business dan penyertaan modal yang memadai serta penyempurnaan 

regulasi terkait. 

 

3.1.1.2. Belanja Daerah 

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah 

dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah 

yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari 

urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam 

bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara 

pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang 

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
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Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung 

dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang 

dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program 

dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang 

dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program 

dan kegiatan. 

APBD Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan selama kurun waktu 

tahun 2011-2015 mengalami perkembangan yang terus meningkat. Pada 

tahun 2011 Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp 

554,34 Milyar dan tahun 2015 Rp 1,119 Triliun dengan peningkatan rata-

rata per tahun sebesar 19,68 persen. Rincian perkembangan Belanja 

Daerah disajikan sebagaimana tabel 3.6. 

Belanja Langsung selama periode 2011-2015, setiap tahunnya juga 

mengalami kenaikan dengan peningkatan rata-rata pertahun sebesar 24,33 

persen. 

Apabila dibandingkan antara target dan realisasi Anggaran Belanja 

Daerah selama periode 2011-2015, dapat diketahui bahwa realisasi belanja 

daerah setiap tahunnya belum mencapai 100 persen, hal ini antara lain 

dikarenakan pedoman pelaksanaan Dana Alokasi Khusus datangnya 

sering terlambat sehingga mempengaruhi capaian realisasi penyerapan. 

Maka daerah sangat berhati–hati dalam penggunaannya sehingga 

berdampak pada realiasi penyerapannya. Namun demikian dari tahun ke 

tahun realisasinya semakin meningkat meski belum mencapai 100 persen, 

yang mengindikasikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan semakin baik. 
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Tabel 3.6. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011-2015 

No. Uraian 

Tahun Rata-rata 

Pertumbuhan 2011 2012 2013 2014 2015 

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) ( %) 

1 Belanja Daerah 554.348.545.417,00 676.023.654.714,00 842.846.295.842,00 862.248.440.427,00 1.119.177.035.203,00 19,68 

1.1 Belanja Tidak Langsung  330.778.669.906,00 377.401.894.093,00 433.758.792.430,00 491.664.671.866,00 614.561.811.665,00 16,84 

  Belanja Pegawai 296.846.826.178,00 346.001.174.766,00 388.598.653.083,00 421.029.727.543,00 478.479.809.908,00 12,72 

  Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  Belanja Hibah 11.195.658.428,00 11.857.445.700,00 13.116.256.921,00 11.308.800.862,00 34.003.912.390,00 50,86 

  Belanja Bantuan Sosial 6.304.754.000,00 6.653.579.127,00 10.349.031.054,00 16.331.233.461,00 15.261.770.902,00 28,08 

  Belanja Bagi Hasil 0,00 0,00 0,00 0,00 21.356.150.000,00   

  Belanja Bantuan Keuangan 16.278.698.300,00 12.889.694.500,00 21.541.082.400,00 32.994.910.000,00 62.560.585.696,00 47,27 

  Belanja Tidak Terduga 152.733.000,00 0,00 153.768.972,00 10.000.000.000,00 2.899.582.769,00   

1.2 Belanja Langsung 223.569.875.511,00 298.621.760.621,00 409.087.503.412,00 370.583.768.561,00 504.615.223.538,00 24,33 

  Belanja Pegawai 17.660.784.447,00 21.455.503.095,00 30.535.952.378,00 24.905.416.890,00 34.640.110.550,00 21,11 

  Belanja Barang dan Jasa 68.073.328.086,50 82.972.543.162,00 111.097.278.355,00 123.328.126.285,00 166.060.100.349,00 25,36 

  Belanja Modal 137.835.762.977,50 194.193.714.364,00 267.454.272.679,00 222.350.225.386,00 303.915.012.639,00 24,61 

Sumber : DPPKAD KabupatenTapanuli Selatan 
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3.1.1.3. Pembiayaan Daerah 

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 

berikutnya. 

Penerimaan pembiayaan nilainya berfluktuatif. Penerimaan masih 

didominasi oleh SiLPA tahun lalu, rata-rata besarnya per tahun 47,63 

persen.  

Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mulai 

tahun 2011-2015 dan rata-rata perkembangan realisasi Penerimaan dan 

Pengeluaran Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada tabel 3.7. 

 



 
 
 
 

Bab III – GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN III - 17 
 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 

Tabel 3.7. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011-2015 

No 

 
Uraian 

2011 2012 2013 2014 2015 
Rata-rata 

Pertumbuhan 

(Rp.)  (Rp.)  (Rp.)  (Rp.)  (Rp.)  ( %) 

               

  PEMBIAYAAN DAERAH (41.340.246.258) 42.263.223.350 82.937.985.549 39.721.117.859 78.920.460.934 -14,85 

1 Penerimaan Pembiayaan 23.935.975.225,61  56.977.940.500,03  92.422.111.141,62  50.207.222.547,86  78.920.460.933,98  52,94 

  SiLPA tahun lalu  23.935.975.225,61 56.977.940.500,03 92.268.342.169,62 50.207.164.547,86 68.343.111.705,98 47,63 

  Koreksi SiLPA 0,00 0,00 153.768.972,00  58.000,00  58.000,00    

  Penerimaan Piutang Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 10.577.291.228,00    

               

2. Pengeluaran Pembiayaan 65.276.221.483,16 14.714.717.150,00 9.484.125.593,00 10.486.104.689,00 0,00 -50,61 

  Penggunaan SiLPA - Tuntutan 

Perbendaharaan 

20.815.352.887,00 582.000.000,00 271.077.243,00 0,00 0,00   

  Penggunaan SiLPA - 

Pengembalian Kas Tekor tahun 

sebelumnya 

0,00 50.000.000,00  0,00  0,00  0,00   

  Penyertaan Modal (Investasi) 

Pemerintah Daerah 

19.006.702.283,16 12.000.000.000,00 7.275.000.000,00 6.878.150.889,00 0,00 -45,42 

  Pembayaran Pokok Utang 25.454.166.313,00 2.082.717.150,00 1.938.048.350,00 3.607.953.800,00 0,00 -28,15 

Sumber : DPPKAD KabupatenTapanuli Selatan 
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3.1.2. Neraca Daerah 

Neraca merupakan gambaran posisi keuangan suatu entitas pada suatu 

periode akuntansi. Dalam ilmu manajemen keuangan untuk mengukur kinerja 

keuangan suatu entitas dapat digunakan analisis rasio likuiditas, analisis rasio 

solvabilitas dan analisis aktivitas. 

Analisis Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

keuangan daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio 

aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan 

Kabupaten. Analisis rasio likuiditas adalah rasio untuk mengukur kemampuan 

daerah dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendek. 

Analisis rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan 

daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya dalam hal ini 

dilihat rasio total hutang terhadap total asset dan rasio hutang terhadap modal. 

Pada Tabel 3.8. terlihat bahwa tingkat pertumbuhan asset lancar sebesar 

0,25 persen sedangkan untuk asset tetap sebesar 10,21 persen. Sedangkan 

item asset lainnya sebesar 9,52 persen. Dapat dilihat juga bahwa jumlah asset 

daerah terlihat mengalami pertumbuhan sebesar 9,35 persen, ini menunjukkan 

adanya peningkatan aktivitas kegiatan dalam bentuk investasi terhadap 

pengadaan barang dan jasa. Nilai pertumbuhan ekuitas dana investasi tumbuh 

sebesar 10,06 persen yang menunjukkan bahwa kinerja daerah memiliki 

peningkatan dalam hal pembangunan daerah. 

Analisis neraca daerah yang dilakukan antara lain rasio lancar, rasio total 

hutang terhadap total asset serta rasio hutang terhadap modal 
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Tabel 3.8. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011-2015 

No. Uraian 

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Rata-rata 

Pertumbuhan 

(%) 
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) Unaudited (Rp) 

A ASET       

1 Aset Lancar 73.562.067.055,18 124.960.799.567,03 105.199.787.416,37 106.918.680.621,84 48.436.060.861,49 0,25 

   Kas di Kas Daerah 56.417.242.383,03 92.067.282.075,62 49.984.683.154,86 68.440.392.780,98 36.075.522.371,82  

   Kas di Bendahara Pengeluaran 314.639.944,00 354.829.066,00 222.481.393,00 0,00 92.808.117,00  

   Kas di Bendahara Penerimaan 2.413.003,00 - - - -  

   Kas Lainnya dan Setara Kas 253.698.265,00 62.615.235,00 11.620.982,00 - -  

   Piutang  12.529.293.269,15 28.251.974.047,65 51.045.914.230,51 35.163.716.581,86 12.513.154.690,00  

   Penyisihan Piutang  - - - - (4.551.610.330,00)  

   Persediaan 4.044.780.191,00 4.224.099.142,76 3.935.087.656,00 3.314.571.259,00 4.306.186.012,67  

2 Investasi Jangka Panjang 75.032.073.944,00 88.305.867.337,00 94.823.586.531,00 104.516.220.276,38 105.809.814.057,77 9,13 

   Investasi Non Permanen  1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00  

   Investasi Permanen  74.032.073.944,00 87.305.867.337,00 93.823.586.531,00 104.516.220.276,38 105.809.814.057,77  

3 Aset Tetap 1.055.376.221.382,40 1.294.841.578.511,40 1.551.503.219.765,33 1.787.021.364.557,33 1.486.164.328.020,15 10,21 

   Tanah 48.328.065.182,81 49.960.400.182,81 54.593.796.282,81 68.304.664.282,81 144.591.154.282,81  

   Peralatan dan Mesin 110.075.760.856,95 187.407.936.524,95 217.367.084.820,40 235.952.994.508,40 286.787.277.589,40  

   Gedung dan Bangunan 272.048.000.579,64 297.012.119.369,64 389.988.516.474,12 453.962.993.909,12 562.216.314.932,12  

   Jalan, Irigasi dan Jaringan 564.210.669.774,00 685.470.007.006,00 828.252.504.855,00 956.820.578.260,00 1.141.753.036.860,00  

   Aset Tetap Lainnya 36.429.433.739,00 36.847.479.139,00 45.060.929.093,00 47.112.464.693,00 51.707.866.957,00  

   Konstruksi Dalam Pengerjaan 24.284.291.250,00 38.143.636.289,00 16.240.388.240,00 24.867.668.904,00 2.170.086.404,00  

   Akumulasi Penyusutan - - - - (703.061.409.005,18)  
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No. Uraian 

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Rata-rata 

Pertumbuhan 

(%) 
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) Unaudited (Rp) 

4 Aset Lainnya 22.078.228.686,00 22.180.716.386,00 35.830.146.791,00 35.316.288.381,00 27.367.605.246,82 9,52 

   Tuntutan Perbendaharaan 20.556.472.186,00 19.547.527.686,00 20.657.864.186,00 20.493.114.186,00 20.489.764.186,00  

   Aset Tak Berwujud 198.940.500,00 463.402.500,00 463.402.500,00 582.922.500,00 582.922.500,00  

   Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud - - - - (357.235.891,67)  

   Aset Lain-lain 1.322.816.000,00 2.169.786.200,00 14.708.880.105,00 14.240.251.695,00 14.600.822.040,00  

   Akumulasi Penyusutan Lain-lain - - - - (7.948.667.587,5100)  

   JUMLAH ASET  1.226.048.591.067,58 1.530.288.961.801,43 1.787.356.740.503,70 2.033.772.553.836,55 1.667.777.808.186,23 9,35 

B KEWAJIBAN       

5 Kewajiban Jangka Pendek 6.097.834.746,00 6.958.227.607,00 6.317.981.502,00 3.664.630.075,00 23.941.391.068,00 129,06 

   Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam 

Negeri 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

   Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 7.640.092,00 40.235.577,00 11.620.982,00 97.281.075,00 0,00  

   Pendapatan diterima dimuka 0,00 0,00 0,00 0,00 41.545.668,00  

   Utang Belanja 6.090.194.654,00 6.764.223.058,00 6.306.360.520,00 3.567.349.000,00 22.935.765.400,00  

   Utang Jangka Pendek Lainnya 0,00 153.768.972,00 - 0,00 964.080.000,00  

6 Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

   Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

   Utang Luar Negeri – Obligasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

   Utang Jangka Panjang Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

   JUMLAH KEWAJIBAN  6.097.834.746,00 6.958.227.607,00 6.317.981.502,00 3.664.630.075,00 23.941.391.068,00 129,06 
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No. Uraian 

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Rata-rata 

Pertumbuhan 

(%) 
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) Unaudited (Rp) 

C EKUITAS DANA       

7 Ekuitas Dana Lancar 67.464.232.309,18 118.002.571.960,03 98.881.805.914,37 103.254.050.546,84 24.494.669.793,49  

   Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 56.977.940.500,03 92.268.342.169,62 50.207.164.547,86 68.343.111.705,98 36.168.330.488,82  

   Pendapatan Yang Ditangguhkan 2.413.003,00 22.379.658,00 0,00 0,00 0,00  

   Cadangan Piutang 12.529.293.269,15 28.251.974.047,65 51.045.914.230,51 35.163.716.581,86 7.961.544.360,00  

   Cadangan Persediaan 4.044.780.191,00 4.224.099.142,76 3.935.087.656,00 3.314.571.259,00 4.306.186.012,67  

   Dana yang Harus disediakan untuk 

Pembayaran Utang Jangka Pendek 

(6.090.194.654,00) (6.764.223.058,00) (6.306.360.520,00) (3.567.349.000,00) (23.941.391.068,00)  

8 Ekuitas Dana Investasi 1.152.486.524.012,40 1.405.328.162.234,40 1.682.156.953.087,33 1.926.853.873.214,71 1.619.341.747.324,74 10,06 

   Diinvestasikan dalam Investasi Jangka 

Panjang 

75.032.073.944,00 88.305.867.337,00 94.823.586.531,00 104.516.220.276,38 105.809.814.057,77  

   Diinvestasikan dalam Aset Tetap 1.055.376.221.382,40 1.294.841.578.511,40 1.551.503.219.765,33 1.787.021.364.557,33 1.486.164.328.020,15  

   Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 22.078.228.686,00 22.180.716.386,00 35.830.146.791,00 35.316.288.381,00 27.367.605.246,82  

   Dana yang Harus disediakan Untuk 

Pembayaran Utang Jangka Panjang 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

9 Ekuitas Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

   Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

   JUMLAH EKUITAS DANA  1.219.950.756.321,58 1.523.330.734.194,43 1.781.038.759.001,70 2.030.107.923.761,55 1.643.836.417.118,23 9,19 

   JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA  1.226.048.591.067,58 1.530.288.961.801,43 1.787.356.740.503,70 2.033.772.553.836,55 1.667.777.808.186,23 9,35 

Sumber : DPPKAD KabupatenTapanuli Selatan 
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3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2011-2015 

Bagian ini akan menjelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan 

masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan 

sebagai berikut: 

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran 

Gambaran realisasi dari kebijakan belanja daerah Kabupaten Tapanuli 

Selatan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai 

bahan untuk menentukan kebijakan dimasa datang dalam rangka peningkatan 

kapasitas pendanaan pembangunan daerah adalah proporsi realisasi terhadap 

anggaran belanja 

Gambaran tentang belanja daerah yang disajikan secara series 

menginformasikan tingkat realisasi belanja Kabupaten Tapanuli Selatan 

sebagaimana tertuang pada Tabel 3.9. 

Berdasarkan tabel dimaksud diperoleh gambaran bahwa, proporsi 

anggaran realiasasi belanja tidak langsung lebih besar dibandingkan anggaran 

dan realisasi Belanja Langsung setiap tahunnya hal ini menunjukkan bahwa 

alokasi dana APBD Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mendanai program 

pembangunan selama ini relatif lebih kecil. 

Dari data realisasi Belanja Tidak Langsung terlihat, realiasasi mengalami 

kenaikan dari Rp 330,77 Milyar pada tahun 2011 menjadi Rp 614,56 Milyar pada 

tahun 2015, dengan rata-rata tingkat realisasi belanja tidak langsung terhadap 

anggaran mencapai 92,32 persen pertahunnya. 

Sedangkan tingkat realisasi Belanja Langsung mengalami kenaikan dari 

Rp 252,23 Milyar pada tahun 2011 menjadi Rp 504,61 Milyar pada tahun 2015, 

dengan rata-rata tingkat realisasi belanja langsung terhadap anggaran mencapai 

87,95 persen pertahunnya. 

.
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Tabel 3.9. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011–2015 

No. Uraian 

2011 2012 2013 

Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 
% 

Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 
% 

Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 
% 

1 Belanja Daerah 605.850.907.272 554.348.545.417 91,50 768.400.176.117 676.023.654.714 87,98 941.213.105.939 842.846.295.842 89,55 

1.1 Belanja Tidak Langsung  353.613.724.819 330.778.669.906 93,54 407.209.160.731 377.401.894.093 92,68 474.783.647.122 433.758.792.430 91,36 

  Belanja Pegawai 307.923.828.434 296.846.826.178 96,40 361.101.189.364 346.001.174.766 95,82 414.803.255.755 388.598.653.083 93,68 

  Belanja Bunga 0 0   0 0   0 0   

  Belanja Subsidi 364.080.000 0 0,00 298.665.000 0 0,00 0 0   

  Belanja Hibah 14.969.427.000 11.195.658.428 74,79 16.645.000.000 11.857.445.700 71,24 18.277.005.000 13.116.256.921 71,76 

  Belanja Bantuan Sosial 10.810.080.000 6.304.754.000 58,32 9.490.560.527 6.653.579.127 70,11 12.852.710.527 10.349.031.054 80,52 

  Belanja Bagi Hasil 0 0   0 0   0 0   

  Belanja Bantuan Keuangan 18.658.800.000 16.278.698.300 87,24 13.071.350.000 12.889.694.500 98,61 22.947.500.000 21.541.082.400 93,87 

  Belanja Tidak Terduga 887.509.385 152.733.000 17,21 6.602.395.840 0 0,00 5.903.175.840 153.768.972 2,60 

1.2 Belanja Langsung 252.237.182.453 223.569.875.511 88,63 361.191.015.386 298.621.760.621 82,68 466.429.458.817 409.087.503.412 87,71 

  Belanja Pegawai 18.696.869.816 17.660.784.447 94,46 25.333.188.040 21.455.503.095 84,69 35.282.117.244 30.535.952.378 86,55 

  Belanja Barang dan Jasa 72.867.674.530 68.073.328.087 93,42 104.616.668.146 82.972.543.162 79,31 132.671.460.822 111.097.278.355 83,74 

  Belanja Modal 160.672.638.107 137.835.762.978 85,79 231.241.159.200 194.193.714.364 83,98 298.475.880.751 267.454.272.679 89,61 
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No. Uraian 

2014 
 

2015 
 

Rata-rata 

Pertumbuhan 

(%) 

Anggaran Realisasi 
(%) 

Anggaran Realisasi 
(%) 

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 

1 Belanja Daerah 963.751.420.075 862.248.440.427 89,47 1.202.493.796.984 1.119.177.035.203 93,07 90,31 

1.1 Belanja Tidak Langsung  547.756.067.568 491.664.671.866 89,76 651.830.713.053 614.561.811.665 94,28 92,32 

  Belanja Pegawai 463.751.606.849 421.029.727.543 90,79 510.021.976.365 478.479.809.908 93,82 94,10 

  Belanja Bunga 0 0   0 0     

  Belanja Subsidi 150.000.000 0 0,00 0 0     

  Belanja Hibah 18.654.400.000 11.308.800.862 60,62 35.671.015.106 34.003.912.390 95,33 74,75 

  Belanja Bantuan Sosial 20.860.360.719 16.331.233.461 78,29 16.546.468.813 15.261.770.902 92,24 75,89 

  Belanja Bagi Hasil 0 0   21.656.050.000 21.356.150.000 98,62   

  Belanja Bantuan Keuangan 33.239.700.000 32.994.910.000 99,26 64.305.620.000 62.560.585.696 97,29 95,26 

  Belanja Tidak Terduga 11.100.000.000 10.000.000.000 90,09 3.629.582.769 2.899.582.769 79,89 37,96 

1.2 Belanja Langsung 415.995.352.507 370.583.768.561 89,08 550.663.083.931 504.615.223.538 91,64 87,95 

  Belanja Pegawai 30.305.860.755 24.905.416.890 82,18 39.337.207.036 34.640.110.550 88,06 87,19 

  Belanja Barang dan Jasa 138.479.605.075 123.328.126.285 89,06 188.777.021.361 166.060.100.349 87,97 86,70 

  Belanja Modal 247.209.886.677 222.350.225.386 89,94 322.548.855.534 303.915.012.639 94,22 88,71 

Sumber : DPPKAD KabupatenTapanuli Selatan 
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Tabel 3.10 menunjukkan rincian Belanja Tidak Langsung selama periode 

2011-2015 dengan rata-rata pertahun sebesar Rp. 449,63 Milyar. Belanja 

pegawai merupakan belanja tertinggi dengan rata-rata pertahun sebesar 86,90 

persen.  

Pada Tabel 3.11. menunjukkan rincian Belanja Langsung selama periode 

2011 - 2015 dengan rata-rata pertahun sebesar Rp. 361,29 Milyar. Belanja 

Modal merupakan belanja tertinggi dengan rata-rata pertahun sebesar 62,46 

persen, kemudian menyusul belanja barang dan jasa sebesar 30,32 persen. 

Sementara belanja pegawai pada belanja langsung rata-rata sebesar 7,23 

persen pertahun. 

 



 
 
 
 

Bab III – GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN III - 26 
 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 

Tabel 3.10. Realisasi Rincian Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011 – 2015 (Rp.) 

URAIAN SATUAN 
TAHUN 

Rata-rata 
2011 2012 2013 2014 2015 

Belanja Pegawai ( Rp.) 296.846.826.178,00 346.001.174.766,00 388.598.653.083,00 421.029.727.543,00 478.479.809.908,00 386.191.238.295,60 

% 89,74 91,68 89,59 85,63 77,86 86,90 

Belanja Bunga ( Rp.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

%       

Belanja Subsidi ( Rp.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

%       

Belanja Hibah ( Rp.) 11.195.658.428,00 11.857.445.700,00 13.116.256.921,00 11.308.800.862,00 34.003.912.390,00 16.296.414.860,20 

% 3,38 3,14 3,02 2,30 5,53 3,48 

Belanja Bantuan Sosial ( Rp.) 6.304.754.000,00 6.653.579.127,00 10.349.031.054,00 16.331.233.461,00 15.261.770.902,00 10.980.073.708,80 

% 1,91 1,76 2,39 3,32 2,48 2,37 

Belanja Bagi Hasil ( Rp.) 0,00 0,00 0,00 0,00 21.356.150.000,00 4.271.230.000,00 

% - - - - 3,48 0,70 

Belanja Bantuan 

Keuangan 

( Rp.) 16.278.698.300,00 12.889.694.500,00 21.541.082.400,00 32.994.910.000,00 62.560.585.696,00 29.252.994.179,20 

% 4,92 3,42 4,97 6,71 10,18 6,04 

Belanja Tidak Terduga ( Rp.) 152.733.000,00 0,00 153.768.972,00 10.000.000.000,00 2.899.582.769,00 2.641.216.948,20 

% 0,05 - 0,04 2,03 0,47 0,52 

TOTAL BELANJA TIDAK 

LANGSUNG 

( Rp.) 330.778.669.906,00 377.401.894.093,00 433.758.792.430,00 491.664.671.866,00 614.561.811.665,00 449.633.167.992,00 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Sumber : DPPKAD KabupatenTapanuli Selatan 
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Tabel 3.11. Realisasi Rincian Belanja Langsung Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011 – 

2015 

Tahun 

Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa Belanja Modal Total Belanja Daerah 

Nilai 

( Rp.) 
(%) 

Nilai 

( Rp.) 
(%) 

Nilai 

( Rp.) 
(%) 

Nilai 

( Rp.) 
(%) 

2011 17.660.784.447,00 7,90 68.073.328.086,00 30,45 137.835.762.977,00 61,65 223.569.875.510,00 100,00 

2012 21.455.503.095,00 7,18 82.972.543.162,00 27,79 194.193.714.364,00 65,03 298.621.760.621,00 100,00 

2013 30.535.952.378,00 7,46 111.097.278.355,00 27,16 267.454.272.679,00 65,38 409.087.503.412,00 100,00 

2014 24.905.416.890,00 6,72 123.328.126.285,00 33,28 222.350.225.386,00 60,00 370.583.768.561,00 100,00 

2015 34.640.110.550,00 6,86 166.060.100.349,00 32,91 303.915.012.639,00 60,23 504.615.223.538,00 100,00 

Rata2 25.839.553.472,00 7,23 110.306.275.247,40 30,32 225.149.797.609,00 62,46 361.295.626.328,40 100,00 

Sumber : DPPKAD KabupatenTapanuli Selatan 

 

3.2.2. Analisis Pembiayaan 

Pembiayaan Daerah ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan 

oleh jumlah Belanja Daerah lebih besar dibanding pendapatan daerah yang 

diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan 

pembangunan yang semakin meningkat. Pembiayaan Daerah terdiri dari 

Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan 

Pembiayaan adalah semua Penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada 

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, 

meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), 

pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, 

penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan 

penerimaan piutang daerah.  

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 

2011-2015 adalah mencegah seminimal mungkin terjadinya Sisa Lebih Anggaran 

Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) dengan menerapkan perencanaan dan 

penganggaran secara terpadu dan konsisten, serta prinsip perencanaan dan 

anggaran berbasis kinerja. Selain itu, penggunaan SiLPA dilakukan secara 

cermat untuk mempertahankan kesinambungan fiskal dan menjaga 

keberlanjutan pelayanan umum. 
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Pengeluaran Pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima 

kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun 

anggaran berikutnya, yang meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan 

modal (investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang, dan 

Pemberian Pinjaman Daerah. 

Pada Tabel 3.12 terlihat bahwa terdapat defisit riil pada tahun 2013 

sebesar (Rp. 42,21 Milyar) sedangkan di tahun 2014 mengalami surplus Rp. 

18,13 Milyar dan di tahun 2015 terjadi defisit riil kembali sebesar (Rp. 30,57 

Milyar) hal ini terjadi karena pada tahun 2015 Pendapatan Daerah sebesar Rp. 

1,09 Trilyun, Belanja Daerah sebesar Rp. 1,12 Trilyun.  
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Tabel 3.12. Surplus Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011 – 2015 (Rp) 

NO. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Realisasi Pendapatan Daerah 652.666.732.174,58 726.028.773.533,59 810.115.474.841,24 890.870.434.274,12 1.088.604.698.048,84 

  Dikurangi Realisasi:      

2 Belanja Daerah 554.348.545.417,00 676.023.654.714,00 842.846.295.842,00 862.248.440.427,00 1.119.177.035.203,00 

3 Pengeluaran Pembiayaan  65.276.221.483,16 14.714.717.150,00 9.484.125.593,00 10.486.104.689,00 - 

A Defisit Riil 33.041.965.274,42 35.290.401.669,59 (42.214.946.593,76) 18.135.889.158,12 -30.572.337.154,16 

  Ditutupi oleh Realisasi Penerimaan 

Pembiayaan : 

     

4 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 

Tahun Anggaran sebelumnya 

23.935.975.225,61 56.977.940.500,03 92.268.342.169,62 50.207.164.547,86 68.343.111.705,98 

5 Pencairan Dana Cadangan - - - - - 

6 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di 

Pisahkan 

- - - - - 

7 Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - - 

8 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 

Daerah 

- - - - - 

9 Penerimaan Piutang Daerah - - - - 10.577.291.228,00 

10 Koreksi SILPA    153.768.972,00 58.000,00 58.000,00 

B Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan 

Daerah 

 23.935.975.225,61   56.977.940.500,03   92.422.111.141,62   50.207.222.547,86   78.920.460.933,98  

A+B Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 

Berkenaan 

 56.977.940.500,03   92.268.342.169,62   50.207.164.547,86   68.343.111.705,98  48.348.123.779,82 

Sumber : DPPKAD KabupatenTapanuli Selatan 
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Kebijakan pengeluaran Pembiayaan Daerah tahun 2011-2015 diarahkan untuk : 

(1) Mendorong percepatan pengembangan ekonomi daerah melalui 

pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal BUMD. Langkah 

penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi 

kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan 

dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap 

kelayakan BUMD, dan 

(2) Menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah dengan pinjaman daerah pada saat terjadi defisit 

anggaran. 

 

Surplus keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan 

dimanfaatkan untuk mendukung penyertaan modal dan pemberian pinjaman 

pada saat terjadi surplus anggaran dengan tetap mempertimbangkan 

kesinambungan fiskal daerah dan ketentuan peraturan perundangan yang 

berlaku. 
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Tabel 3.13. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Rp) 

Uraian 

Proporsi dari total defisit riil 

2011 2012 2013 2014 2015 

Rp. (%) Rp. (%) Rp. (%) Rp. (%) Rp. (%) 

Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran (SiLPA) Tahun 

Anggaran sebelumnya 

23.935.975.225,61 72,44 56.977.940.500,03 161,45 92.268.342.170,62 (218,57) 50.207.164.548,86 276,84 68.343.111.706,98 (223,65) 

 

Pencairan Dana Cadangan - - - - - - - - - - 

Hasil Penjualan Kekayaan 

Daerah Yang di Pisahkan 

- - - - - - - - - - 

Penerimaan Pinjaman 

Daerah 

- - - - - - - - - - 

Penerimaan Kembali 

Pemberian Pinjaman Daerah 

- - - - - - - - - - 

Penerimaan Piutang Daerah - - - - - - - - 10.577.291.288,00 (34,60) 

Koreksi SILPA - - - - 153.768.972,00 (0,36) 58.000,00 0,00 58.000,00 (0,00) 

Total Realisasi Penerimaan 

Pembiayaan Daerah 

23.935.975.225,61 72,44 56.977.940.500,03 161,45 92.422.111.142,62 (218,93) 50.207.222.547,86 276,84 78.920.460.934,98 (258,25) 

Sumber : DPPKAD KabupatenTapanuli Selatan 
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Pada Tabel 3.13 terlihat bahwa komposisi penutup defisit riil anggaran daerah 

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan diperoleh dari total realisasi Penerimaan 

Pembiayaan Daerah untuk masing-masing tahun. Total realisasi Penerimaan 

Pembiayaan daerah 2011 sebesar Rp. 23,94 Milyar, tahun 2012 sebesar Rp. 56,98 

Milyar, tahun 2013 sebesar Rp. 92,42 Milyar, tahun 2014 sebesar Rp. Rp. 50,21 Milyar 

dan tahun 2015 sebesar Rp. 78,95 Milyar.  

 

Sedangkan perkembangan realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

Pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada kurun waktu 2011-2015 dapat 

dilihat pada tabel 3.14. berikut. 
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Tabel 3.14. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Rp Juta) 

No Uraian 

2011 2012 2013 2014 2015 

Rp 
% dari 

SiLPA 
Rp 

% dari 

SiLPA 
Rp 

% dari 

SiLPA 
Rp 

% dari 

SiLPA 
Rp 

% dari 

SiLPA 

             

1 Jumlah SiLPA tahun berkenan 56.977.940.500,03   92.268.342.169,62   50.207.164.547,86   68.343.111.705,98   36.168.330.488,82   

             

2 Pelampauan Penerimaan PAD (880.060.953,88) (1,54) 1.595.429.311,59 1,73 (3.885.272.780,76) (7,74) (11.188.190.933,88) (16,37) (8.626.786.042,16) (23,85) 

            

 3  Pelampauan Penerimaan 

Dana Perimbangan  

1.272.300.990,00 2,23 1.472.405.086,00 1,60 (10.364.051.451,00) (20,64) (7.202.490.893,00) (10,54) (34.235.580.363,00) (94,66) 

            

4 Pelampauan Penerimaan Lain- 

lain Pendapatan yang sah 

(389.196.949,09) (0,68) (5.291.071.694,00) (5,73) (35.688.089.923,00) (71,08) (17.474.590.870,00) (25,57) (4.733.620.825,00) (13,09) 

             

5 Sisa Penghematan Belanja 

atau Akibat Lainnya 

51.502.361.855,00 90,39 92.376.521.403,00 100,12 98.366.810.096,92 195,92 (101.502.979.648,00) 148,52 83.316.761.781,00 230,36 

            

 6  Pelampauan Pembiayaan 

Netto 

5.472.535.558,00 9,60 2.115.058.063,03 2,29 1.777.768.605,70 3,54 2.705.404.754,86 3,96 447.555.937,98 1,24 

            

 7 Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran Tahun Berkenaan 

56.977.940.500,03 100,00 92.268.342.169,62 100,00 50.207.164.547,86 100,00 68.343.111.705,98 100,00 36.168.330.488,82 100,00 

            

Sumber : DPPKAD KabupatenTapanuli Selatan 
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Pada Tabel 3.14. diatas terlihat bahwa selama 5 tahun terakhir (2011-

2015, sebagai tahun rujukan yang dijadikan bahan laporan keuangan pemerintah 

daerah, SiLPA (Sisa Lebih Hasil Perhitungan Anggaran) berfluktuatif pada setiap 

tahunnya. Berdasarkan ketentuan pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah kondisi 

ini, sumber terjadinya SiLPA berasal dari pelampauan penerimaan PAD, 

pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain 

daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, 

kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan 

dan sisa dana kegiatan lanjutan. 

Dari 4 (empat) item SiLPA pada tabel diatas yang signifikan berkontribusi 

terhadap bertambahnya penerimaan SiLPA selama tahun 2011-2015, yakni dari 

pelampauan penerimaan PAD dan sisa penghematan belanja atau akibat 

lainnya. 

Dimasa mendatang diharapkan SiLPA harus semakin menurun, karena 

dengan semakin menurunnya SiLPA merupakan salah satu indikasi semakin 

besar dana yang dikeluarkan untuk pembangunan maka akan memiliki multiflier 

effect yang besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten 

Tapanuli Selatan. 

Dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 persentase nilai SiLPA terhadap 

pelampauan penerimaan PAD menurun sebesar 23,85 persen, begitu juga 

dengan terhadap pelampauan penerimaan dana perimbangan sebesar 94,66 

persen. Hanya persentase SiLPA terhadap Sisa Penghematan Belanja atau 

Akibat Lainnya yang tumbuh dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 

Berkenaan, selebihnya terlihat menurun. Ini menunjukkan bahwa Sisa 

Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya masih merupakan satu item penting 

bagi pembiayaan pembangunan daerah. 

 

 

3.3. Kerangka Pendanaan 

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 

Kabupaten, kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada 

pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah secara efisien, efektif, 

transparan, adil, akuntabel dan berbasis kinerja untuk mendanai berbagai 

program dan kegiatan pembangunan Daerah selama kurun waktu lima tahun 

(2016-2021). 
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Pendekatan berbasis kinerja berarti bahwa penetapan alokasi anggaran 

suatu SKPD harus disertai dengan kejelasan sasaran dan indikator kinerja 

(masukan, keluaran dan hasil) yang spesifik, terukur, dapat dicapai, masuk akal 

dan memperhatikan dimensi waktu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; serta 

memperhatikan kondisi keuangan daerah. Sedangkan penerapan prinsip 

transparansi dan akuntabilitas berarti bahwa penetapan mekanisme 

pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan berbasis sistem informasi 

yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan sesuai peraturan 

perundang-undangan sehingga pengelolaan anggaran bermanfaat bagi 

peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah secara berkelanjutan. 

Dengan memperhitungkan berbagai perubahan dan asumsi dalam lima tahun 

mendatang, ketersediaan dan kebutuhan pendanaan pembangunan kota 

diperkirakan akan terus meningkat untuk mendorong penambahan dan 

pemupukan modal melalu investasi. Nilai perkiraan beberapa indikator makro 

ditampilkan pada Tabel 3.15. 

 

Tabel 3.15. Perkiraan Kebutuhan Investasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 

2015 – 2021 

No Keterangan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 PDRB ADHK 

(Rp. Trilyun) 

7,92 8,61 8,97 10,14 10,53 11,39 11,79 

2 Pertumbuhan 

Ekonomi (%) 

5,02 8,64 4,22 13,11 4,25 8,22 3,51 

3 ICOR 3,77 16,81 5,43 15,52 7,87 12,59 8,49 

4 Kebutuhan 

Investasi (Rp. 

Juta) 

1.697.582 2.598.739 6.098.847 6.380.620 5.918.771 6.811.321 5.031.823 

Sumber : Hasil Analisis, 2016 

 

Melalui perkiraan bahwa nilai ICOR (incremental capital to output ratio 

atau rasio penambahan modal terhadap produksi) relative cenderung mengalami 

perkembangan yang fluktuatif selama kurun waktu 2016-2021 dengan ICOR 

rata-rata sebesar 11,12 per tahunnya, pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,62 

persen per tahun selama periode 2016-2021, dan nilai PDRB ADHK tahun 2021 

sebesar Rp. 11,79 trilyun, maka kebutuhan investasi selama lima tahun 

mendatang diperkirakan rata-rata sebesar Rp. 5,47 Trilyun per tahun.  
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Kebutuhan investasi tersebut hanya akan dapat dipenuhi oleh Kabupaten 

Tapanuli Selatan dengan memacu investasi. Peningkatan investasi dilakukan 

dengan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah yang telah dicapai 

selama ini, meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana pendukung, 

mengintegrasikan birokrasi perijinan usaha, menghapus berbagai pungutan tidak 

resmi yang menyebabkan biaya tinggi, menjaga stabilitas sosial, dan 

menciptakan suasana tertib dan aman, termasuk membangun hubungan 

industrial yang lebih baik. 

 

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama 

Pengelolaan belanja daerah merupakan bagian dari pelaksanaan 

program pembangunan daerah untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran 

pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2016-2021. Kebijakan 

pengelolaan belanja daerah secara bertahap didasarkan pada anggaran 

berbasis kinerja dengan orientasi pada pencapaian hasil, dan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta revisinya melalui 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Terhadap Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah baik di tingkat Provinsi 

maupun Kabupaten/Kota dibedakan menjadi belanja langsung dan belanja tidak 

langsung.  

Belanja tidak langsung diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan belanja 

pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, serta belanja tidak terduga. Sedangkan 

belanja langsung diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi, misi Pemerintah 

Kabupaten Tapanuli Selatan. Komponen belanja terbagi atas belanja pegawai, 

barang/jasa dan belanja modal. Komponen belanja daerah yang digunakan 

dalam struktur APBD diarahkan pada :  

1. Kebijakan untuk belanja tidak langsung diarahkan untuk: 

a. Meningkatkan efisiensi, efektivitas mutu dan nilai tambah dalam 

pelayanan umum dan administrasi pemerintahan; 

b. Melaksanakan kegiatan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 

memenuhi kriteria kesesuaian antara masukan dan daya dukung 

setiap SKPD, antara keluaran dan manfaat yang dirasakan 

masyarakat, serta antara dampak dan nilai tambah bagi kemajuan 

daerah; 
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c. Meningkatkan efektivitas organisasi dengan kriteria kegiatan yang 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, tidak terjadi tumpang 

tindih dan dapat mendorong keterpaduan tindakan antar SKPD. 

2. Kebijakan Belanja Langsung diarahkan untuk: 

a. Mempercepat terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran 

pembangunan daerah terutama peningkatan mutu sumberdaya 

manusia melalui penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan, 

serta mendorong peningkatan perekonomian daerah. 

b. Mendorong pengembangan ekonomi lokal melalui percepatan 

pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan 

melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya 

alam yang produktif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 

c. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah untuk 

meningkatkan daya saing daerah dan mendorong pemerataan 

pembangunan daerah. 

d. Meningkatkan kinerja Pemerintah daerah dengan perbaikan birokrasi 

yang berkelanjutan, untuk menciptakan tata kelola pemerintahan 

yang baik, bersih dan berwibawa berbasis pembangunan system 

alikasi dan implementasi e-Government . 

e. Meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju masyarakat yang 

memiliki standar hidup layak, aman dan nyaman.  

 

Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan belanja daerah 

antara lain adalah: 

1. Belum adanya konsistensi peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang struktur keuangan daerah. Selain itu, peraturan perundang-

undangan tentang pengelolaan keuangan daerah terus mengalami 

perubahan yang menyebabkan kelambatan dalam proses penyusunan 

anggaran, cenderung mengganggu kelancaran dalam pelaksanaan 

anggaran dan menghambat kecepatan dalam pelaporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. 

2. Adanya perubahan peraturan perundangan yang sangat cepat tanpa diikuti 

oleh sosialisasi juga telah menyebabkan keterlambatan penyesuaian 

terhadap peraturan yang baru dan berdampak terhadap kurang optimalnya 

penyerapan belanja daerah.  
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3. Terbatasnya pemahaman aparatur terhadap teknis penyusunan anggaran 

dan pengalokasian dana terutama dalam penentuan prioritas belanja, 

dengan mengacu pada prinsip anggaran berbasis kinerja. 

4. Belum adanya standar pelayanan minimal sebagai acuan dalam 

mengalokasikan anggaran belanja daerah. 

5. Belum adanya standar analisis belanja sebagai acuan yang digunakan 

untuk mengukur tingkat kewajaran belanja dan beban kerja. 

6. Belum semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menerapkan 

anggaran berbasis kinerja sebagai dasar penyusunan anggaran. Kondisi ini 

menyebabkan kesulitan dalam menetapkan indikator kinerja program dan 

kegiatan setiap SKPD dan ketidaktepatan dalam mengalokasikan belanja 

daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. 

 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, dibutuhkan kemampuan 

pendanaan untuk memenuhi pengeluaran daerah, baik berupa belanja maupun 

pembiayaan. Untuk mengetahui perkembangan pengeluaran periodik yang wajib 

dan mengikat, serta pengeluaran periodik prioritas utama dapat tersaji pada tabel 

berikut: 
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Tabel 3.16. Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011 – 2015 

No. Uraian 

Tahun 

2011 

(Rp) 

Tahun 

2012 

(Rp) 

Tahun 

2013 

(Rp) 

Tahun 

2014 

(Rp) 

Tahun 

2015 

(Rp) 

Rata-rata 

Pertumbuhan 

(%) 

A Belanja Tidak Langsung 249.739.979.761,00 272.713.114.734,00 290.654.363.021,00 302.564.492.184,00 333.042.478.491,00 7,49 

1 Belanja Gaji dan 

Tunjangan 

245.037.942.532,00 267.629.799.118,00 285.597.047.896,00 297.284.777.840,00 327.732.603.171,00 7,57 

2 Belanja Penerimaan 

Anggota dan Pimpinan 

DPRD serta Operasional 

KDH/WKDH 

4.681.554.300,00 5.051.636.100,00 5.027.408.925,00 4.893.132.221,00 2.901.920.000,00 (8,98) 

3 Biaya Pemungutan Pajak 20.482.929,00 31.679.516,00 29.906.200,00 386.582.123,00 2.407.955.320,00 441,15 

4 Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B Belanja Langsung 1.812.805.029,00 1.978.976.339,00 2.107.249.892,00 2.072.891.638,00 2.568.221.442,00 9,48 

1 Belanja Beasiswa 

Pendidikan PNS 

0,00 28.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

2 Belanja Jasa Kantor 

(khusus tagihan bulanan 

kantor seperti listrik, air, 

telepon dan sejenisnya) 

1.812.805.029,00 1.950.976.339,00 2.027.249.892,00 2.072.891.638,00 2.568.221.442,00 9,42 

C Pembiayaan Pengeluaran 25.454.166.313,00 2.082.717.150,00 1.938.048.350,00 3.607.953.800,00 0,00 (28,15) 

1 Pembayaran Pokok Utang 25.454.166.313,00 2.082.717.150,00 1.938.048.350,00 3.607.953.800,00 0,00 (28,15) 

 TOTAL (A+B+C) 277.006.951.103,00 276.774.808.223,00 294.699.661.263,00 308.245.337.622,00 335.610.699.933,00 4,97 

Sumber : DPPKAD KabupatenTapanuli Selatan 
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Dari data tabel di atas diketahui bahwa selama periode tahun 2011-2015, 

belanja tidak langsung dalam bentuk belanja gaji dan tunjangan, belanja 

penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/Wakil KDH 

termasuk biaya pemungutan pajak dan belanja bunga meningkat rata-rata 7,49 

persen per tahun sedangkan Belanja langsung dalam bentuk Belanja beasiswa, 

Pendidikan PNS dan Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti 

listrik, air, telepon dan sejenisnya meningkat dengan rata-rata 9,48 persen per 

tahun, selanjutnya pembiayaan pengeluaran dalam bentuk pembayaran pokok 

utang relative berbeda setiap tahunnya secara kumulatif belanja pengeluaran 

periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama selama periode tahun 2011-

2015 menurun rata-rata 28,15 persen per tahun. 

 

3.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu 

Berdasarkan perkembangan keuangan daerah 2011-2015, strategi dan 

arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli 

Selatan selama tahun 2016–2021 adalah sebagai berikut : 

1. Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah 

yang sah, tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui 

berbagai langkah sebagai berikut: 

a. Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi 

dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi 

daerah;  

b. Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan perpajakan untuk 

meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar 

pajak dan retribusi daerah;  

c. Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai 

peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD 

yang diikuti dengan peningkatan mutu, kemudahan, ketepatan dan 

kecepatan pelayanan; 

e. Melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah, dan menggali 

sumber pajak baru serta penagihan tunggakan dengan cara persuasif 

yang ditindaklanjuti dengan penagihan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 
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f. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset yang dimiliki 

oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sehingga dapat 

meningkatkan retribusi sewa dari aset tersebut; 

g. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk 

memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah; 

h. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Provinsi dan berbagai pihak terkait lainnya dalam pemungutan, 

pencatatan dan pengelolaan pendapatan daerah. 

2. Mengupayakan peningkatan penerimaaan dari sumber dana perimbangan, 

melalui : 

a. Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam 

pendataan kebutuhan dan kapasitas fiskal sebagai dasar perhitungan 

pembagian dana perimbangan;  

b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Provinsi dalam pengalokasian dan pengelolaan dana perimbangan; 

3. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah; dan 

menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli 

daerah yang baru dan yang sah, melalui : 

a. Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan 

seluruh SKPD dalam pengelolaan berbagai aset daerah; 

b. Mengembangkan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan 

meminimalisir resiko munculnya ekonomi biaya tinggi dalam 

perekonomian daerah. 
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Tabel 3.17. Proyeksi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021 

URUT URAIAN Tahun 2016 
Laju 

(%) 
Tahun 2017 

Laju 

(%) 
Tahun 2018 

Laju 

(%) 
Tahun 2019 

Laju 

(%) 
Tahun 2020 

Laju 

(%) 
Tahun 2021 

Rata-Rata 

Pertumbuhan 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 PENDAPATAN 

DAERAH 

1.228.589.046.294,00 (2,58) 1.196.834.232.183,97 3,69 1.241.042.680.937,12 4,61 1.298.249.202.993,73 4,26 1.353.499.772.505,73 4,06 1.408.428.366.382,00 2,81 

1.1 PENDAPATAN 

ASLI DAERAH 

90.666.249.315,00 (20,62) 71.970.270.783,00 5,39 75.852.468.433,25 5,94 80.356.880.966,01 9,31 87.837.256.625,41 6,03 93.134.703.073,97 1,21 

1.1.1 Hasil Pajak 

Daerah 

27.940.052.000,00 (54,80) 12.628.052.000,00 6,12 13.400.352.000,00 9,61 14.688.052.000,00 7,31 15.761.552.000,00 8,38 17.082.052.000,00 (4,68) 

1.1.2 Hasil Retribusi 

Daerah 

8.274.492.028,00 (12,31) 7.255.927.188,00 8,95 7.905.602.175,50 7,95 8.534.080.912,38 8,02 9.218.311.086,09 6,83 9.848.250.268,50 3,89 

1.1.3 Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah 

Yang Dipisahkan 

35.721.309.287,00 5,00 37.505.895.595,00 4,62 39.237.098.457,75 4,65 41.059.861.463,64 11,98 45.978.762.619,82 5,44 48.481.838.340,00 6,34 

1.1.4 Lain-lain 

Pendapatan Asli 

Daerah yang Sah 

18.730.396.000,00 (22,16) 14.580.396.000,00 5,00 15.309.415.800,00 5,00 16.074.886.590,00 5,00 16.878.630.919,50 5,00 17.722.562.465,48 (0,43) 

1.2 DANA 

PERIMBANGAN 

984.134.680.064,00 9,22 1.074.863.961.400,97 5,11 1.129.840.212.503,87 4,63 1.182.188.822.027,72 4,01 1.229.601.980.880,32 4,01 1.278.872.522.958,03 5,40 

1.2.1 Bagi Hasil 

Pajak/Bagi Hasil 

Bukan Pajak 

64.292.052.064,00 (18,34) 52.499.513.220,00 2,52 53.820.813.298,00 2,52 55.175.586.490,33 2,52 56.564.691.655,45 6,94 60.489.010.224,85 (0,77) 

1.2.2 Dana Alokasi 

Umum 

654.669.272.000,00 3,83 679.763.843.962,77 2,51 696.836.360.599,22 2,51 714.335.690.151,57 2,68 733.472.502.942,74 3,51 759.253.829.298,06 3,01 

1.2.3 Dana Alokasi 

Khusus 

138.110.230.000,00 32,14 182.501.065.458,20 2,50 187.063.592.094,66 2,50 191.740.181.897,02 2,50 196.533.686.444,45 3,77 203.947.028.605,56 8,68 

1.2.4 Dana Desa 127.063.126.000,00 26,00 160.099.538.760,00 20,00 192.119.446.512,00 15,00 220.937.363.488,80 10,00 243.031.099.837,68 5,00 255.182.654.829,56 15,20 
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
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2016-2021 

 

URUT URAIAN Tahun 2016 
Laju 

(%) 
Tahun 2017 

Laju 

(%) 
Tahun 2018 

Laju 

(%) 
Tahun 2019 

Laju 

(%) 
Tahun 2020 

Laju 

(%) 
Tahun 2021 

Rata-Rata 

Pertumbuhan 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.3 LAIN-LAIN 

PENDAPATAN 

DAERAH YANG 

SAH 

153.788.116.915,00 (67,49) 50.000.000.000,00 (29,30) 35.350.000.000,00 1,00 35.703.500.000,00 1,00 36.060.535.000,00 1,00 36.421.140.350,00 (18,76) 

1.3.1 Pendapatan Hibah -  -  -  -  -  - - 

1.3.2 Dana Darurat -  -  -  -  -  - - 

1.3.3 Bagi Hasil Pajak 

dari Provinsi dan 

Pemerintah 

Daerah Lainnya 

49.776.193.395,00 (29,69) 35.000.000.000,00 1,00 35.350.000.000,00 1,00 35.703.500.000,00 1,00 36.060.535.000,00 1,00 36.421.140.350,00 (5,14) 

1.3.4 Dana 

Penyesuaian dan 

Otonomi Khusus 

104.011.923.520,00 (85,58) 15.000.000.000,00 (100,00) -  -  -  - (37,12) 

1.3.5 Bantuan 

Keuangan Dari 

Provinsi Atau 

Pemerintah 

Daerah Lainnya 

-  -  -  -  -  - - 

1.3.6 Pendapatan 

Lainnya 

-  -  -  -  -  - - 

Sumber : DPPKAD KabupatenTapanuli Selatan 
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KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

Dengan berbagai kebijakan tersebut, pendapatan daerah Pemerintah 

Kabupaten Tapanuli Selatan diperkirakan pada Tahun 2016–2021 seperti pada 

Tabel 3.17 di atas diketahui selama periode 2016-2021, pendapatan daerah 

tumbuh rata-rata sebesar 2,81 persen, untuk PAD pertumbuhannya sebesar 1,21 

persen dana perimbangan tumbuh rata-rata sebesar 5,40 persen dan lain-lain 

pendapatan yang sah menurun sebesar 18,76 persen.  

Untuk mendukung kebutuhan pembiayaan pembangunan Daerah dari 

sektor publik dalam periode tahun 2016-2021, maka pendapatan daerah 

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam 5 tahun ke depan diproyeksikan 

tumbuh rata-rata 2,81 persen per tahun atau dari Rp 1.23 Trilyun tahun 2016 

menjadi Rp 1.41 Trilyun tahun 2021. Peningkatan pendapatan daerah tersebut 

diperkirakan dapat diperoleh dari Dana Perimbangan yang diperkirakan tumbuh 

rata-rata 5,40 persen per tahun atau dari Rp 984.13 Milyar,- tahun 2016 menjadi 

Rp. 1.28 Trilyun,- tahun 2021.  

Beberapa asumsi yang digunakan dalam memperkirakan proyeksi 

pendapatan daerah selama tahun 2016 - 2021 adalah :  

1. Pertumbuhan ekonomi daerah yang cenderung semakin dinamis dan 

progresif. 

2. Desentralisasi fiskal dari pusat kepada daerah  

3. Implementasi pelaksanaan program intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, 

tanpa menimbulkan beban ekonomi biaya tinggi. 

Struktur pendapatan daerah tersebut diharapkan secara bertahap akan 

mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan, yang mendorong pada 

kemandirian dalam pengelolaan keuangan daerah dan sekaligus memperkuat 

kapasitas fiskal daerah.  

 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan akan melakukan berbagai 

langkah untuk melanjutkan berbagai program dan kegiatan pembangunan 

Daerah dengan kinerja baik, mempertajam program dan kegiatan pembangunan 

yang belum optimal; serta menambahkan program dan kegiatan baru yang dapat 

memacu peningkatan kesejahteraan rakyat, daya saing dan kemajuan daerah. 

Strategi pengelolaan belanja daerah pada tahun 2016 - 2021 adalah sebagai 

berikut: 
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
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2016-2021 

1. Anggaran belanja daerah setiap SKPD harus dapat menjamin terwujudnya 

visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tercantum dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 

Tapanuli Selatan 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan 

Tahun 2016-2021. Oleh sebab itu, pelaksanaan program dan kegiatan 

setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Tapanuli Selatan harus mampu menghasilkan keluaran dan 

dampak positif dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dan kemajuan daerah. 

2. Anggaran belanja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus 

secara jelas menunjukkan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi 

setiap SKPD seperti tercantum dalam Rencana Strategis Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2016–2021 dan Rencana Kerja 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Langkah ini dilakukan 

untuk mencegah inefisiensi alokasi yang disebabkan oleh program dan 

kegiatan yang tumpang tindih, tidak terarah, tidak konsisten dengan 

perencanaan tugas pokok dan fungsi serta tidak memberikan sumbangan 

nyata bagi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. 

3. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus melakukan 

penghematan tanpa mengurangi kinerja dan pelayanannya. Selain itu, 

seluruh SKPD perlu merumuskan kegiatan secara cermat, akurat dan 

terukur agar belanja daerah menghasilkan peningkatan kesejahteraan dan 

perbaikan kualitas hidup masyarakat secara nyata.  

 

Kebijakan belanja langsung selama tahun 2016–2021 diarahkan pada 

pencapaian hasil dan manfaat program dan kegiatan sebagai berikut. 

1. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang terdiri dari urusan wajib dan 

urusan pilihan yang diterapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

2. Meningkatkan wajib belajar 12 tahun dan alokasi anggaran pendidikan 

minimal sebesar 20 persen anggaran sesuai peraturan perundangan yang 

berlaku dengan prioritas pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. 
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2016-2021 

3. Meningkatkan pelayanan kesehatan untuk memenuhi hak-hak dasar rakyat 

dalam mendapatkan layanan kesehatan yang semakin baik, cepat, 

bermutu, dan terjangkau.  

4. Mengoptimalkan belanja modal yang dapat memberikan dampak berganda 

bagi pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja dan pengurangan 

kemiskinan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi 

masyarakat secara umum seperti pembangunan jalan dan jembatan, 

drainase, sarana air bersih, sarana transportasi dan lainnya. 

5. Melakukan efisiensi anggaran dengan menilai secara ketat terhadap jenis 

belanja/pengeluaran yang terkesan boros, seperti belanja honor, belanja 

perjalanan dinas serta belanja barang dan jasa. 

6. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran 

khususnya yang berkaitan dengan bantuan keuangan, bantuan sosial dan 

belanja hibah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

7. Meningkatkan efektivitas bantuan subsidi yang diberikan secara adil dan 

proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah 

dan prioritas pembangunan daerah. 

8. Meningkatkan sinergi anggaran pembangunan melalui dana sharing antara 

APBD Kabupaten Tapanuli Selatan dengan APBD Provinsi Sumatera Utara 

dan antara APBD Kabupaten Tapanuli Selatan dan APBN. 

9. Mengembangkan pola pelaksanaan anggaran kegiatan pembangunan 

yang lebih efektif dan efisien terutama kegiatan yang lebih dari 1 tahun 

yang berbasis kinerja dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam 

peraturan perundangan yang berlaku. 

 

Kebijakan belanja tidak langsung selama tahun 2016-2021 diarahkan 

pada hal-hal sebagai berikut: 

1. Mendorong efektivitas dan efisiensi berbagai program dan kegiatan yang 

dapat memberi nilai tambah dan peningkatan mutu pelayanan umum dan 

administrasi pemerintahan; 

2. Mengoptimalkan pelayanan umum dan administrasi pemerintahan melalui 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD sehingga menghasilkan 

kesesuaian antara masukan dan daya dukung setiap unit kerja, antara 

keluaran dan manfaat yang dirasakan masyarakat, serta antara dampak 

dan nilai tambah bagi kemajuan daerah; 
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2016-2021 

3. Meningkatkan efektivitas organisasi dengan kriteria kegiatan yang sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja, tidak terjadi tumpang tindih, dan 

dapat mendorong keterpaduan tindakan antar SKPD. 

 

Melalui kebijakan belanja daerah tersebut, dalam periode 2016–2021 

struktur belanja daerah adalah sebagai berikut : belanja langsung secara 

kumulatif rata-rata adalah 35,70 persen dari belanja total, sedangkan belanja 

tidak langsung diperkirakan sekitar 64,30 persen. Perkiraan belanja daerah 

Kabupaten Tapanuli Selatan hingga tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.18 

yang terlihat bahwa perkiraan belanja daerah Kabupaten Tapanuli Selatan lebih 

besar dibandingkan dengan pendapatan daerah dan hal ini berlangsung pada 

tahun 2016. Akan tetapi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 perkiraan 

belanja daerah Kabupaten Tapanuli Selatan lebih kecil dibandingkan dengan 

pendapatan daerah, sehingga diperkirakan dari tahun ke tahun mengalami 

surplus. 
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Tabel 3.18. Proyeksi Belanja dan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli SelatanTahun 2016-2021 

URUT URAIAN Tahun 2016 
Laju 

(%) 
Tahun 2017 

Laju 

(%) 
Tahun 2018 

Laju 

(%) 
Tahun 2019 

Laju 

(%) 
Tahun 2020 

Laju 

(%) 
Tahun 2021 

Rata-Rata 

Pertumbuhan 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2 BELANJA 

DAERAH 

1.234.945.251.692,00 (4,99) 1.173.261.284.386,47 4,12 1.221.604.131.708,24 4,61 1.277.899.272.261,91 4,13 1.330.690.391.195,81 4,03 1.384.367.447.212,00 2,38 

2.1 BELANJA TIDAK 

LANGSUNG 

691.418.499.487,00 9,58 757.671.384.168,45 5,97 802.886.698.355,10 5,28 845.252.839.646,16 4,27 881.343.188.265,57 5,45 929.384.496.728,60 6,11 

2.1.1 Belanja Pegawai 521.022.085.585,00 1,53 528.991.193.547,10 2,23 540.789.451.232,37 2,24 552.882.665.359,78 2,24 565.278.209.840,38 2,25 577.983.642.932,99 2,10 

2.1.2 Belanja Bunga -  -  -  -  -  - - 

2.1.3 Balanja Subsidi -  -  -  -  -  - - 

2.1.4 Belanja Hibah 9.807.000.000,00 19,39 11.709.040.000,00 0,64 11.784.091.000,00 0,65 11.861.018.275,00 0,66 11.939.868.731,88 177,98 33.189.868.731,88 39,87 

2.1.5 Belanja Bantuan 

Sosial 

1.989.000.000,00 53,49 3.053.000.000,00 - 3.053.000.000,00 - 3.053.000.000,00 - 3.053.000.000,00 - 3.053.000.000,00 10,70 

2.1.6 Belanja Bagi 

Hasil Kepada 

Provinsi/ 

Kabupaten/ Kota 

dan Pemerintah 

Desa 

22.046.700.000,00 (95,49) 994.198.959,40 7,15 1.065.297.708,78 8,99 1.161.106.645,62 7,57 1.248.993.154,30 7,81 1.346.515.113,42 (12,79) 

2.1.7 Belanja Bantuan 

Keuangan 

Kepada Provinsi/ 

Kabupaten/ Kota 

dan 

Pemerintahan 

Desa 

133.769.261.000,00 57,09 210.139.498.759,96 15,83 243.410.405.511,96 12,37 273.510.596.463,76 8,60 297.038.663.637,01 4,71 311.027.017.048,31 19,72 

2.1.8 Belanja Bantuan 

Keuangan 

kepada Parpol 

1.284.452.902,00 - 1.284.452.902,00 - 1.284.452.902,00 - 1.284.452.902,00 - 1.284.452.902,00 - 1.284.452.902,00 - 

2.1.9 Belanja Tidak 

Terduga 

1.500.000.000,00 - 1.500.000.000,00 - 1.500.000.000,00 - 1.500.000.000,00 - 1.500.000.000,00 - 1.500.000.000,00 - 
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URUT URAIAN Tahun 2016 
Laju 

(%) 
Tahun 2017 

Laju 

(%) 
Tahun 2018 

Laju 

(%) 
Tahun 2019 

Laju 

(%) 
Tahun 2020 

Laju 

(%) 
Tahun 2021 

Rata-Rata 

Pertumbuhan 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2.2 BELANJA 

LANGSUNG 

543.526.752.205,00 (23,54) 415.589.900.218,02 0,75 418.717.433.353,14 3,33 432.646.432.615,76 3,86 449.347.202.930,25 1,25 454.982.950.483,40 (2,87) 

2.2.1 Belanja Pegawai 26.996.997.038,00 (23,54) 20.642.368.125,75 0,75 20.797.712.830,39 3,33 21.489.566.819,75 3,86 22.319.094.795,85 1,25 22.599.022.617,95 (2,87) 

2.2.2 Belanja Barang 

dan Jasa 

198.864.171.155,00 (23,54) 152.054.964.566,08 0,75 153.199.258.351,35 3,33 158.295.564.802,02 3,86 164.405.999.721,31 1,25 166.467.992.551,38 (2,87) 

2.2.3 Belanja Modal 317.665.584.012,00 (23,54) 242.892.567.526,19 0,75 244.720.462.171,41 3,33 252.861.300.993,99 3,86 262.622.108.413,09 1,25 265.915.935.314,07 (2,87) 

               - 

  SURPLUS / 

(DEFISIT) 

(6.356.205.398,00) (470,87) 23.572.947.797,50 (17,54) 19.438.549.228,88 4,69 20.349.930.731,82 12,09 22.809.381.309,91 5,49 24.060.919.170,00 (93,23) 

3 PEMBIAYAAN 

DAERAH 

6.356.205.398,00 (470,87) (23.572.947.797,50) (17,54) (19.438.549.228,88) 4,69 (20.349.930.731,82) 12,09 (22.809.381.309,91) 5,49 (24.060.919.170,00) (93,23) 

3.1 PENERIMAAN 

PEMBIAYAAN 

DAERAH 

16.356.205.398,00 (100,00) -  -  -  -  - (20,00) 

3.1.1 Sisa Lebih 

Perhitungan 

Anggaran Daerah 

Tahun 

Sebelumnya  

16.356.205.398,00 (100,00) -  -  -  -  - (20,00) 

3.2 PENGELUARAN 

PEMBIAYAAN 

DAERAH 

10.000.000.000,00 135,73 23.572.947.797,50 (17,54) 19.438.549.228,88 4,69 20.349.930.731,82 12,09 22.809.381.309,91 5,49 24.060.919.170,00 28,09 

3.2.2 Penyertaan Modal 

Pemerintah 

Daerah 

10.000.000.000,00 135,73 23.572.947.797,50 (17,54) 19.438.549.228,88 4,69 20.349.930.731,82 12,09 22.809.381.309,91 5,49 24.060.919.170,00 28,09 

               - 

  PEMBIAYAAN 

NETTO 

6.356.205.398,00 (470,87) (23.572.947.797,50) (17,54) (19.438.549.228,88) 4,69 (20.349.930.731,82) 12,09 (22.809.381.309,91) 5,49 (24.060.919.170,00) (93,23) 

Sumber : DPPKAD KabupatenTapanuli Selatan 
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Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin 

efektif, maka belanja dan pembiayaan daerah menjadi prioritas utama selama 

dalam rangka pencapaian visi misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan 

tahun 2016-2021. Dari tabel diatas dapat digambarkan rencana proyeksi untuk 

masing-masing belanja daerah, dimana belanja tidak langsung diperkirakan 

meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,11 persen per tahun atau 

dari Rp. 691,42 Milyar tahun 2016 menjadi Rp. 929,38 Milyar tahun 2021, untuk 

belanja langsung secara kumulatif mengalami pertumbuhan dimulai dari tahun 

2017 sampai dengan akhir tahun 2021 yakni pada tahun 2017 sebesar Rp. 

418,.73 Milyar dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 458.12 Milyar. 

 

3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan 

Pada dasarnya kerangka pendanaan tujuannya untuk mengetahui dan 

menganalisis kemampuan keuangan daerah dalam membiayai suatu 

penyelenggaraan pemerintahan baik dari kegiatan pembangunan secara 

infrastruktur maupun pembangunan manusia terlebih khusus untuk 

kesejahteraan masyarakat. Perhitungan kerangka pendanaan merupakan modal 

dasar bagi suatu daerah dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan dan 

pembangunan. Oleh karena itu hal ini harus dilakukan perhitungan secara 

sistematik berdasarkan potensi kemampuan keuangan daerah dari sisi 

pendapatan yang akan berhadapan langsung dengan beban daerah dari segi 

belanja. 
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Tabel 3.19. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 

No Uraian 
Proyeksi 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Pendapatan 

Daerah 

1.228.589.046.294 1.196.834.232.184 1.241.042.680.937 1.298.249.202.994 1.353.499.772.506 1.408.428.366.382 

2 Pencairan dana 

cadangan (sesuai 

Perda) 

      

3 Sisa Lebih Riil 

Perhitungan 

Anggaran 

6.356.205.398 -23.572.947.798 -19.438.549.229 -20.349.930.732 -22.809.381.310 -24.060.919.170 

  Total Penerimaan 1.234.945.251.692 1.173.261.284.386 1.221.604.131.708 1.277.899.272.262 1.330.690.391.196 1.384.367.447.212 

  Dikurangi :       

4 Belanja dan 

Pengeluaran 

Pembiayaan Yang 

Wajib dan 

Mengikat serta 

Prioritas Utama 

352.391.234.930 370.010.796.676 388.511.336.510 407.936.903.335 428.333.748.502 449.750.435.927 

  Kapasitas Riil 

Kemampuan 

Daerah 

882.554.016.762 803.250.487.710 833.092.795.198 869.962.368.926 902.356.642.694 934.617.011.285 

Sumber : DPPKAD KabupatenTapanuli Selatan 
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Berdasarkan data Tabel di atas, diketahui bahwa kapasitas keuangan daerah atau 

yang disebut dengan total penerimaan daerah selama tahun 2016-2021 diperkirakan 

meningkat dari Rp 1,23 Triliun tahun 2016 menjadi Rp 1,38 Triliun tahun 2021 atau 

meningkat rata-rata 2,38 persen per tahun. Sedangkan kapasitas riil kemampuan 

keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah diperkirakan meningkat dari 

Rp 882.55 Milyar tahun 2016 menjadi Rp 934.62 Triliun tahun 2021. Kapasitas riil 

kemampuan keuangan daerah merupakan pengurangan dari total penerimaan daerah 

yang diperkirakan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan 

mengikat serta prioritas utama.  
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Tabel 3.20. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan 

No Uraian 
Proyeksi 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

I Kapasitas Riil 

Kemampuan Daerah 

882.554.016.762,35 803.250.487.709,84 833.092.795.198,18 869.962.368.926,30 902.356.642.693,52 934.617.011.284,69 

  Rencana Alokasi 

Pengeluaran Prioritas I 

      

II.a Belanja langsung  543.526.752.205,00 415.589.900.218,02 418.717.433.353,14 432.646.432.615,76 449.347.202.930,25 454.982.950.483,40 

II.b Pembentukan dana 

cadangan 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Dikurangi :       

II.c Belanja Langsung yang 

wajib dan mengikat serta 

prioritas utama 

2.696.632.514,10 2.831.464.139,86 2.973.037.346,82 3.121.689.214,16 3.277.773.675,36 3.441.662.358,98 

II.d Pengeluaran 

pembiayaan yang wajib 

mengikat serta prioritas 

utama 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II Total Rencana 

pengeluaran prioritas I 

(II a + II b – II c – II d ) 

540.830.119.690,90 412.758.436.078,17 415.744.396.006,33 429.524.743.401,60 446.069.429.254,89 451.541.288.124,42 
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No Uraian 
Proyeksi 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

  Sisa kapasitas riil 

kemampuan keuangan 

daerah setelah 

menghitung alokasi 

pengeluaran prioritas 

341.723.897.071,45 390.492.051.631,68 417.348.399.191,86 440.437.625.524,70 456.287.213.438,63 483.075.723.160,27 

  Rencana alokasi 

pengeluaran prioritas II 

      

III.a Belanja tidak Langsung 691.418.499.487,00 757.671.384.168,00 802.886.698.355,00 845.252.839.646,00 881.343.188.266,00 929.384.496.729,00 

  Dikurangi :       

III.b Belanja Tidak Langsung 

yang wajib dan mengikat 

seperti prioritas utama 

349.694.602.415,55 367.179.332.536,33 385.538.299.163,14 404.815.214.121,30 425.055.974.827,37 446.308.773.568,74 

III Total Rencana 

pengeluaran prioritas II 

(III.a - III.b) 

341.723.897.071,45 390.492.051.631,67 417.348.399.191,86 440.437.625.524,70 456.287.213.438,63 483.075.723.160,27 

  Surplus anggaran riil 

atau berimbang (I - II - 

III) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sumber : DPPKAD KabupatenTapanuli Selatan 
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Secara umum rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan 

daerah dibagi dalam 3 prioritas, yaitu : (1) prioritas I merupakan program daerah 

atau program unggulan (dedicated) Kepala Daerah, prioritas ini termasuk 

anggaran untuk bidang pendidikan sebesar 20% dari kemampuan keuangan 

Daerah, (2) prioritas II merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang 

merupakan penjabaran dari analisis per urusan dan (3) prioritas III merupakan 

prioritas yang alokasikan untuk belanja tidak langsung seperti Tambahan 

penghasilan PNS, belanja hibah, bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, 

bantuan keuangan kepada Pemerintah desa, serta belanja tidak terduga. 

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang dialokasikan untuk 

mendukung belanja prioritas 1 diperkirakan meningkat dari Rp 882,55 Milyar 

tahun 2016 menjadi Rp 934,62 Triliun tahun 2021. Untuk prioritas 2, alokasi 

belanja daerah diperkirakan mencapai Rp 341,72 Milyar tahun 2016 dan 

meningkat mencapai Rp 483,08 Milyar tahun 2021.  

Berdasarkan proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk masing-

masing prioritas maka struktur APBD Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2016-

2021 diharapkan dapat tetap dalam bentuk APBD yang bersifat dinamis dan 

berimbang. 
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BAB IV 

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 

 

 

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah 

Tujuan utama otonomi daerah pada hakikatnya adalah mendekatkan 

pelayanan terhadap masyarakat di daerah, yang diharapkan berdampak dalam 

peningkatan pelayanan umum, dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga yang 

menjadi harapan masyarakat Tapanuli Selatan yang mendorong pemekaran dari 

Kabupaten Tapanuli Selatan.  

Permasalahan pembangunan daerah adalah gap expectation antara kinerja 

pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa 

yang ingin dicapai 5 tahun mendatang dengan kondisi rill saat perencanaan 

dibuat. 

 

 

4.1.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

4.1.1.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 

 Rendahnya PDRB Perkapita Tapanuli Selatan sebesar Rp. 28.794,24 

dibandingkan dengan PDRB Perkapita Sumatera Utara sebesar Rp. 

31.637,41 

 Tingginya persentase penduduk miskin Kabupaten Tapanuli Selatan 

sebesar 10,74% dibandingkan dengan penduduk miskin Provinsi Sumatera 

Utara sebesar 9,88%. 

 Masih terdapatnya ketimpangan penyebaran penduduk miskin di 

Kabupaten Tapanuli Selatan dimana angka penduduk miskin terbesar 

terdapat di Kecamatan Batang Angkola sebesar 12,82% sementara angka 

penduduk miskin terendah terdapat di Kecamatan Aek Bilah sebesar 

2,46%. 

 Masih terdapatnya ketimpangan penyebaran pengeluaran diantara 

penduduk miskin yang ditunjukkan dari indeks keparahan kemiskinan 

dimana indeks tertinggi terdapat di Kecamatan Batang Angkola dan 

Angkola Timur sebesar 0,05 sedangkan indeks terendah terdapat di 

Kecamatan Marancar dan Sipirok dengan indeks sebesar 0,01. 
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4.1.1.2. Fokus Kesejahteraan Sosial 

a. Rendahnya IPM Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 67,63  dibandingkan 

dengan IPM Provinsi Sumatera Utara sebesar 69,51. Hal ini dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu : 

 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar  

8,27 Tahun lebih rendah dibandingkan dengan Angka Rata-rata Lama 

Sekolah Provinsi Sumatera Utara sebesar 9,03 Tahun. 

 Angka Harapan Hidup Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar  63,74 

Tahun lebih rendah dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup 

Provinsi Sumatera Utara sebesar 68,29 Tahun 

 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 

13,06 tahun lebih tinggi dari Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi 

Sumatera Utara sebesar 12,82 tahun. 

 Pengeluaran per Kapita Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp. 

10.623.000 lebih tinggi dari Pengeluaran per Kapita Provinsi Sumatera 

Utara sebesar Rp. 9.563.000. 

 

b. Masih rendahnya kualitas pendidikan di Kabupaten Tapanuli Selatan, hal 

ini dapat dilihat dari beberapa indikator seperti : 

 Angka Partisipasi Kasar SD/MI Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 

110,24% lebih rendah dari APK Sumatera Utara sebesar 112,62% 

 Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 

88,71% lebih rendah dari APK Sumatera Utara sebesar 95,41%. 

 Angka Partisipasi Kasar SLTA Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 

66,89% lebih rendah dari APK Sumatera Utara sebesar 84,14%. 

 Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) Tingkat SD/MI sebesar 

23,69% lebih besar APT Provinsi Sumatera Utara sebesar 19,59%. 

 Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) Tingkat SLTP sebesar 

16,68% lebih rendah APT Provinsi Sumatera Utara sebesar 21,87%. 

 Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) Tingkat SLTA sebesar 

17,70% lebih rendah APT Provinsi Sumatera Utara sebesar 37,59%. 

 Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD/MI sebesar 97,27% lebih 

tinggi APM Provinsi Sumatera Utara sebesar 96,47%. 

 Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTP sebesar 82,79% lebih 

tinggi APT Provinsi Sumatera Utara sebesar 78,48%. 

 Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTA sebesar 57,96% lebih 

rendah APT Provinsi Sumatera Utara sebesar 66,69%. 
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c. Masih rendahnya kualitas kesehatan di Kabupaten Tapanuli Selatan, hal ini 

dapat dilihat dari beberapa indikator seperti : 

 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Tapanuli Selatan 

menunjukkan kecenderungan penurunan dari 995 per 1000 Kelahiran 

pada tahun 2011 menjadi 987 per 1000 Kelahiran pada tahun 2015 atau 

mengalami penurunan sebesar 2/1000 Kelahiran Pertahun. 

 Persentase balita gizi buruk mengalami peningkatan dari 0,11% pada 

tahun 2011 menjadi 0,24% pada tahun 2015 atau mengalami 

peningkatan rata-rata 0,03% per tahun. 

 

d. Sulitnya memperoleh data yang akurat mengenai lahan bersertifikat 

disebabkan instansi yang menerbitkan sertifikat yaitu Badan Pertanahan 

Nasional yang merupakan instansi vertikal dimana koordinasi mengenai 

sertifikat tanah masih belum optimal. 

 

4.1.1.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga 

a. Rendahnya perkembangan seni dan budaya di Kabupaten Tapanuli 

Selatan dimana dalam lima tahun terakhir jumlah gedung kesenian maupun 

group kesenian tidak menunjukkan peningkatan. 

 

b. Rendahnya perkembangan keolahragaan di Kabupaten Tapanuli Selatan 

dimana dalam lima tahun terakhir jumlah gedung olahraga maupun klub 

olahraga tidak menunjukkan peningkatan. 

 

 

4.1.2. Aspek Pelayanan Umum 

4.1.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib 

4.1.2.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib dengan Pelayanan Dasar 

1. Pendidikan 

 Masih rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD sebesar 

19,69% pada tahun 2015 dibandingkan dengan target nasional yaitu 

75% pada tahun 2015. 

 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SLTP sebesar 92,61% masih lebih 

rendah dari APS Provinsi Sumatera Utara sebesar 96,34%. 

 Rasio Ketersediaan Sekolah SLTP yaitu 1 : 245 atau rasio 40,83 per 

10.000 penduduk bila dibandingkan dengan rasio ideal sebesar 52 per 

10.000 penduduk masih belum mencukupi. 
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 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SLTA sebesar 60,25% masih lebih 

rendah dari APS Provinsi Sumatera Utara sebesar 76,23%. 

 Rasio Ketersediaan Sekolah SLTP yaitu 1 : 383 atau rasio 26,09 per 

10.000 penduduk bila dibandingkan dengan rasio ideal sebesar 52 per 

10.000 penduduk masih belum mencukupi. 

 Jumlah SD/MI dalam kondisi baik sebesar 81,85% perlu ditingkatkan 

agar mencapai 100% 

 Jumlah SLTP dalam kondisi baik sebesar 66,23% perlu ditingkatkan 

agar mencapai 100% 

 Jumlah SLTA dalam kondisi baik sebesar 84,44% perlu ditingkatkan 

agar mencapai 100% 

 Masih terdapat Angka Putus Sekolah SD/MI sebesar 0,43%. 

 Masih terdapat Angka Putus Sekolah SLTP sebesar 0,57%. 

 Masih terdapat Angka Putus Sekolah SLTA sebesar 1,73% 

 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SLTP baru mencapai 94,29%. 

 Angka Melanjutkan dari SLTP ke SLTA baru mencapai 81,62%. 

 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV baru mencapai 76,14%. 

 

2. Kesehatan 

 Rasio Posyandu Persatuan Balita yaitu 1 : 77 masih belum memenuhi 

kondisi ideal yaitu 1 : 52. 

 Rasio tempat tidur di rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kabupaten 

Tapanuli Selatan yaitu 1 : 2.292 masih sangat kurang dibandingkan 

dengan standar WHO yaitu 1 : 1000 penduduk. 

 Rasio dokter terhadap jumlah penduduk yaitu 1 : 4.168 masih sangat 

kurang bila dibandingkan dengan rasio ideal yaitu 1 : 2.500 penduduk. 

 Rasio tenaga paramedis per 100.000 penduduk Kabupaten Tapanuli 

Selatan yaitu 136 paramedis per 100.000 penduduk dibandingkan 

dengan target nasional tahun 2019 yaitu 318 paramedis per 100.000 

penduduk. 

 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang 

Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 

78,98% belum memenuhi SPM Nasional tahun 2015 sebesar 90%. 

 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di 

Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 78,98% belum memenuhi SPM 

Nasional tahun 2015 yaitu 100%. 
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 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di 

Kabupaten Tapanuli Selatan baru mencapai 80,38% belum memenuhi 

target SPM Nasional tahun 2015 yaitu 100%. 

 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin baru 

mencapai 36,45% masih jauh dari target SPM Nasional tahun 2015 

sebesar 100%. 

 Cakupan Kunjungan Bayi baru mencapai 66,99% masih jauh dari target 

SPM Nasional tahun 2015 sebesar 90%. 

 Cakupan pustu terhadap jumlah desa kelurahan di Kabupaten Tapanuli 

Selatan yaitu 1 : 4,5 sementara rasio ideal adalah 1 : 2 berarti Tapanuli 

Selatan masih kurang 69 pustu lagi. 

 

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

a. Jalan dan Jembatan 

 Relatif masih tingginya panjang jalan kabupaten yang rusak/rusak 

berat mencapai 30,33% atau 366,13km. 

 Jenis permukaan jalan kabupaten masih banyak yang belum diaspal 

dimana masih terdapat jalan batu sepanjang 300,02 km (24,85%) dan 

jalan tanah sepanjang 282,04 km (23,36%) 

 Masih terdapat jalan nasional yang berfungsi sangat vital yang belum 

memenuhi syarat sesuai kebutuhan utamanya dari lebar jalan, seperti 

Ruas Jalan Nasional Pal XI - Sipirok, Padangsidimpuan - Pal XI, 

Batas Tapanuli Tengah - Padangsidimpuan. 

 Sebagian besar jalan propinsi yang ada di Kabupaten Tapanuli 

Selatan belum dalam kondisi mantap. 

 

b. Sumber Daya Air dan Irigasi 

 Masih belum meratanya panjang irigasi dengan luas daerah irigasi 

yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan dimana di Kecamatan 

Batang Angkola dan Arse mencapai 16,15% dan 16,66% sementara 

di Kecamatan Sayur Matinggi dan Angkola Sangkunur hanya sebesar 

6,32%. Disamping itu masih ada kecamatan yang belum mempunyai 

jaringan irigasi seperti Kecamatan Muara Batang Toru dan 

Kecamatan Tano Tombangan Angkola.   

 Masih banyaknya kondisi daerah irigasi yang rusak (rusak ringan dan 

rusak berat) mencapai 6.464 Ha (34,43%). 
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 Masih rendahnya efisisensi dan efektifitas pengelolaan jaringan 

irigasi dimana dari 18.484 Ha luas rancangan, luas lahan yang terairi 

baru mencapai 9.244 Ha atau 50,01%. 

 

c. Penataan Ruang 

 Belum adanya RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

 Belum terdata dan terindetifikasinya ruang terbuka hijau yang ada di 

wilayah kabupaten. 

 Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan relatif belum memenuhi kriteria 

sebagai kawasan perkotaan sehingga penyediaan ruang terbuka 

hijau belum menjadi prioritas utama. 

 Sebagian besar wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan masih 

merupakan kawasan berhutan sehingga penyediaan ruang terbuka 

hijau belum menjadi prioritas utama. 

 

d. Rasio Bangunan Ber IMB 

 Masih rendahnya kemauan, kemampuan dan kesadaran masyarakat 

untk mengurus IMB. 

 Sebelum adanya regulasi tentang Izin Mendirikan Bangunan, telah 

banyak bangunan yang berdiri. 

 Masih lemahnya upaya penegakan perda terhadap rumah-rumah 

yang belum atau tidak memiliki IMB. 

 Luasnya jangkauan wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan dimana 

keberadaan rumah-rumah yang ada juga menyebar sehingga 

menyulitkan dalam melaksanakan pemantauan. 

 

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

a. Persentase Rumah Tangga ber Sanitasi 

 Jumlah rumah tangga bersanitasi masih cukup rendah yaitu baru 

mencapai 31,08%. 

 Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya 

sanitasi bagi kesehatan. 

 Rendahnya kemampuan masyarakat untuk membangun sanitasi 

rumah tangga disebabkan luas lahan untuk rumah penduduk yang 

terbatas untuk membangun septik tank. 
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b. Jumlah Penduduk Berakses Air Minum 

 Jumlah penduduk yang mempunyai akses air minum baru mencapai 

63,46% masih jauh dari target universal access 100-0-100. 

 Masih terbatasnya kemampuan BLUD PDAM Tambusai didalam 

pengelolaan  air minum. 

 Masyarakat masih enggan memelihara dan mengelola Sarana dan 

Prasarana Air Minum yang ada secara swadaya. 

 Luasnya sebaran penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan sehingga 

membutuhkan Sarana Air Minum yang cukup banyak. 

 

c. Rasio Rumah Layak Huni 

 Masih banyaknya penduduk miskin sehingga kemampuan untuk 

membangun rumah yang layak belum memadai. 

 Masih banyaknya rumah masyarakat yang berstatus sewa dimana 

pemilik rumah kurang perduli dengan kondisi rumah yang 

disewakannya. 

 Terkendalanya pemberian bantuan rumah swadaya karena 

banyaknya rumah yang berstatus sewa (bukan milik sendiri), atau 

lahan yang ditempati banyak yang berstatus sewa/pinjam. 

 

5. Sosial 

1. Jumlah PMKS masih tinggi dan belum tertangani dengan baik. 

2. Belum optimalnya cakupan layanan kesejahteraan sosial dan kinerja 

pelayanan sosial. 

 

 

4.1.2.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan 

Dasar 

1. Tenaga Kerja 

 Masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja. 

 Jumlah pencari kerja yang ditempatkan baru mencapai 30% dari jumlah 

pencari kerja yang terdaftar sementara target daerah sebesar 91,11% 

 Peningkatan jumlah angkatan kerja belum seimbang dengan 

peningkatan jumlah penduduk yang bekerja. 

 Tingkat pengangguran terbuka masih menunjukkan kecenderungan 

peningkatan walaupun dengan angka yang fluktuatif. 
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2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

 Perlindungan terhadap perempuan dan anak masih lemah,terlihat 

dengan masih banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, 

kejadian yang paling banyak adalah kejahatan sexual dan Kekerasan 

Dalam rumah Tangga (KDRT). 

 Belum Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender 

 Belum efektifnya Kelembagaan Pengarusutamaan Gender 

(Kelembagaan PUG). 

 

3. Pangan 

 Belum adanya regulasi kedaulatan pangan di Kabupaten Tapanuli 

Selatan. 

 Kebutuhan (konsumsi+industri) kedelai di Kabupaten Tapanuli Selatan 

baru dapat terpenuhi sebesar 77,55%. 

 Masih ada desa rawan pangan sebanyak 16 desa (0,18%). 

 Belum optimalnya produktivitas pertanian pangan. 

 

4. Lingkungan Hidup 

 Belum jelasnya pembagian tugas dalam penanganan sampah secara 

menyeluruh. 

 Kurangnya sarana dan prasarana penanganan persampahan. 

 Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada 

tempatnya. 

 Meningkatnya volume sampah yang tidak diimbangi kinerja pengelolaan 

terutama pada tahap pembuangan akhir mengakibatkan pencemaran 

aliran sungai. Minimnya penanganan sampah, hanya terdapat 1 TPS 

tidak sesuai dengan perkembangan penduduk, karenanya sampah yang 

tidak tertangani oleh penduduk dibuang ke sungai, ditanam ataupun 

dibakar. 

 Sulitnya memperoleh pembebasan lahan untuk pembangunan TPS 

yang memadai. 

 Sulitnya mendapatkan lahan yang strategis untuk pembangunan TPS 

yang memenuhi syarat. 

 Banyaknya keberatan dari masyarakat dalam setiap usaha 

pembangunan TPS. 
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5. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil    

 Kependudukan di Tapanuli Selatan tidak tersebar merata. Ada wilayah 

yang kepadatan penduduknya tinggi seperti Batang Angkola dan Batang 

Toru  dan juga ada wilayah dengan kepadatan yang rendah seperti Aek 

Bilah dan Arse disebabkan perekonomian. 

 Capaian penduduk ber-KTP Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 

85,18% belum dapat memenuhi target nasional yaitu sebesar 96%. 

 Capaian penduduk ber-Akte Kelahiran sebesar 61,88% belum dapat 

memenuhi target nasional yaitu sebesar 75% pada tahun 2015. 

 

6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

 Belum optimalnya fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat 

desa, lemahnya kapasitas SDM pengurus lembaga kemasyarakatan. 

 LSM Aktif baru mencapai 29 LSM, lebih rendah dari target sebanyak 33 

LSM atau 87,88% dari target. 

 Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan; 

 

7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

 Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam ber KB yang ditandai 

masih rendahnya rasio akseptor KB sebesar 61,54% 

 Masih terbatasnya kapasitas tenaga dan kelembagaan program KB 

 

8. Perhubungan 

 Belum ada terminal bus yang refresentatif untuk melayani penumpang 

dari dan keluar kabupaten. 

 Keterbatasan sarana dan prasana perhubungan khususnya pada 

wilayah-wilayah  yang sulit untuk dijangkau. 

 Masih kurangnya fasilitas perlengkapan dan keselamatan jala. 

 

9. Komunikasi dan Informatika 

 Terbatasnya jaringan komunikasi dan informatika di berbagai wilayah 

dalam menunjang akses masyarakat untuk memperoleh informasi 

melalui teknologi informasi. 

 

10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

 Koperasi Aktif baru mencapai 42,65% belum mencapai target RPJMD 

yaitu 45%. 

 Jumlah UKM baru mencapai 2.056 UKM dari target sebanyak 2.237 

UKM. 
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11. Penanaman Modal 

 Jumlah PMDN/PMA sebanyak 11 PMDN/PMA baru mencapai 33,33% 

dari target sebanyak 33 PMDN/PMA. 

 Daya serap tenaga kerja pada PMDN/PMA sebanyak 7.028 orang baru 

mencapai 90% dari target sebanyak 8.035%. 

 Belum optimalnya promosi terhadap peluang dan potensi investasi 

daerah, baik penyediaan media promosi, kerjasama promosi maupun 

strategi pemasaran investasi. 

 Masih rendahnya minat investor menanamkan modalnya 

 

12. Kepemudaan dan Olah Raga 

 Rendahnya kinerja organisasi kepemudaan dan olah raga ditandai 

dengan organisasi olah raga, klub-klub olahraga maupun kegiatan 

kepemudaan dan olahraga tidak menunjukkan perkembangan yang 

berarti. 

 

13. Persandian 

 Belum adanya regulasi maupun petunjuk yang jelas tentang masalah 

persandian di Kabupaten Tapanuli Selatan. 

 Belum adanya instansi yang mengurus masalah persandian di 

Kabupaten Tapanuli Selatan 

 

14. Kebudayaan 

 Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pengembangan seni dan 

budaya. 

 Belum optimalnya pengembangan nilai-nilai budaya daerah terutama 

budaya lokal ditandai dengan minimnya jumlah penyelengaraan even-

even seni dan budaya. 

 

15. Perpustakaan 

 Belum meratanya layanan perpustakaan menjangkau seluruh wilayah. 

 

16. Kearsipan 

 Belum terpenuhinya pengelolaan arsip secara baku 100%. 

 Masih kurangnya kualitas SDM pengelola kearsipan. 

 

17. Kearsipan 

 Belum terpenuhinya pengelolaan arsip secara baku 100%. 

 Masih kurangnya kualitas SDM pengelola kearsipan. 
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4.1.2.1.3. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 

1. Pemerintahan Umum 

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan otonomi 

daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah dan 

kepegawaian adalah sebagai berikut :  

 Belum sesuainya organisasi perangkat daerah terhadap kebutuhan dan 

tuntutan beban kerja.  

 Belum optimalnya penggunaan teknologi pelayanan informasi di SKPD 

dan Pemerintah  untuk menunjang kinerja pemerintah daerah dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik  

 Belum optimalnya pengawasan internal untuk mewujudkan 

pemerintahaan yang bersih, disebabkan karena belum memiliki aparat 

pengawas/auditor yang sesuai peraturan perundang-undang yang 

berlaku.  

 Belum optimalnya intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, baik 

pajak maupun retribusi daerah.  

 Kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam 

mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel belum 

optimal, disebabkan karena terbatasnya kapasitas SDM dan peralatan 

kerja.  

 Belum efektifnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah disebabkan rendahnya pengetahuan dan kesadaran 

masyarakat mengenai administrasi pertanahan.  

 Belum optimalnya peran BUMD dalam meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi daerah dan PAD 

 Rendahnya kinerja Badan Usaha Milik Daerah 

 Belum optimalnya konsistensi dan komitmen kebijakan yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan dengan implementasi dalam 

pelaksanaannya (perencanaan dan penganggaran); 

 Pada bidang politik permasalahan yang dihadapi cukup kompleks, 

masih dirasakan bahwa aspirasi-aspirasi masyarakat yang positif   

belum terakomodir secara optimal oleh lembaga politik, partai politik 

maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

 Penegakan hukum kondisinya  belum sesuai dengan harapan dan 

tuntutan masyarakat. Hal ini merupakan tantangan bagi aparatur 

pemerintah TAPSEL untuk bersikap secara profesional dan lebih 

responsive akan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik.  
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 Lemahnya penerapan nilai-nilai budaya dan kesadaran hukum 

masyarakat mengakibatkan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap 

hukum.  

 Kurangnya sosialisasi peraturan pada masyarakat maupun aparatur 

pemerintah menimbulkan kesalah pahaman 

 Perbedaan persepsi/pemahaman terhadap otonomi daerah; 

 Belum optimalnya komunikasi antar masyarakat,pemerintah dan dunia 

usaha dalam pembinaan kesadaran berbangsa dan segala aspek 

bidang pembangunan; 

 Belum optimalnya pengelolaan pemerintahan dengan sistem yang 

berbasis IT (Informasi Teknologi) 

 

2. Penanggulangan Bencana 

 Belum optimalnya penanganan terhadap korban bencana skala 

Kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana tanggap 

darurat penyebabnya antara lain jumlah prasarana sarana belum 

memadai. 

 Belum optimalnya bantuan sosial yang diberikan kepada korban selama 

tanggap darurat. 

 

 

4.1.2.2. Urusan Pemerintahan Pilihan 

1. Kelautan dan Perikanan 

 Produksi ikan di Tapanuli Selatan masih mengandalkan hasil 

penangkapan dibandingkan dengan perikanan budidaya. 

 Budidaya perikanan maupun penangkapan ikan masih menggunakan 

cara-cara tradisional sehingga kurang efektif dan efisien. 

 Angka konsumsi ikan di Tapanuli Selatan masih lebih rendah dari angka 

konsumsi Sumatera Utara dan Nasional 

 

2. Pariwisata 

 Sarana dan prasarana pendukung pariwisata masih minim. 

 Pengelolaan objek-objek wisata belum dilakukan secara profesional. 
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3. Pertanian 

 Produktivitas padi sawah Tapanuli Selatan sebesar 5,02 ton/Ha masih 

lebih rendah produktivitas Sumatera Utara yaitu 5,17 ton/Ha dan 

Nasional sebesar 5,14 ton/Ha. 

 Produktivitas kedelai masih cukup rendah yaitu 1,07 toh/ha berada 

dibawah rata-rata nasional sebesar 1,55 ton/ha. 

 Produktivitas jagung sebesar 4,43 ton/ha masih dibawah rata-rata 

nasional sebesar 4,77 ton/ha. 

 Produktivitas tanaman karet Tapanuli Selatan sebesar 0,78 ton/ha 

masih cukup rendah dan berada dibawah produktivitas Sumatera Utara 

sebesar 1,12 ton/ha. 

 Produktivitas tanaman coklat Tapanuli Selatan sebesar 0,87 ton/ha 

masih cukup rendah dan berada dibawah produktivitas Sumatera Utara 

sebesar 0,94 ton/ha. 

 Populasi ternak khususnya kambing dan domba cenderung menurun. 

 Populasi ternak unggas juga cenderung menurun. 

 Belum optimalnya pengembangan komoditi unggulan daerah. 

 Belum adanya pengembangan kawasan pertanian yang terpadu dan 

terintegrasi. 

 Belum adanya kepastian serapan pasar produk pertanian dengan 

tingkat harga menguntungkan petani. 

 

4. Kehutanan 

 Kerusakan kawasan hutan di Kabupaten Tapanuli Selatan sudah 

tergolong relatif cukup besar, dimana dari 277.926,57 Ha kawasan 

hutan yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan, sebanyak 94,197 Ha 

atau sekitar 33,89% tergolong rusak 

 Hutan dan lahan kritis yang dapat direbilitasi masih sangat minim. 

 Tingginya acaman kerusakan hutan akibat ilegal logging dan kebakaran 

hutan 

 

5. Energi dan Sumber Daya Mineral 

 Masih minimnya penambangan liar yang berhasil ditertibkan. 

 Masih banyaknya desa yang belum mendapatkan akses energi listrik 

karena berada dilokasi yang sulit terjangkau 
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 Sektor pertambangan masih didominasi oleh investor luar daerah/asing 

sehingga pengaruhnya tidak terlalu signifikan terhadap peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. 

 

6. Perdagangan 

 Secara nominal kontribusi sektor pergadangan menunjukkan 

peningkatan dari tahun 2011 s/d tahun 2015, akan tetapi secara 

persentase kontribusi sektor perdagangan memperlihatkan 

kecenderungan penurunan yang berarti perkembangan sektor 

perdagangan berada dibawah perkembangan sektor-sektor lainnya. 

 Pembinaan kelompok pedagang belum dapat terpenuhi secara optimal 

baru dapat mencapai 87,32%, berarti masih ada 481 kelompok 

pedagang lagi yang belum mendapatkan pembinaan. 

 Belum terbangunnya sistem informasi perdagangan untuk mendukung 

distribusi barang kebutuhan masyarakat secara merata 

 

7. Perindustrian 

 Jumlah industri kecil dan industri rumah tangga cenderung menurun. 

 Pembinaan kelompok pengrajin belum dapat terpenuhi secara optimal 

baru dapat mencapai 17,14% dari 52,38% yang ditargetkan. 

 Belum berkembangnya industri kecil menengah yang dapat menyerap 

tenaga kerja dalam upaya mengurangi pengganguran dan 

meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. 

 Belum optimalnya promosi dan pemasaran produk industri. 

 

8. Ketransmigrasian 

 Sektor transmigrasi tidak mengalami perkembangan dari tahun 2011-

2015. 
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4.1.3. Aspek Daya Saing Daerah 

4.1.3.1. Kemampuan Ekonomi Daerah 

1. Adanya ketimpangan pengeluaran konsumsi rumah tangga perbulan 

Kabupaten Tapanuli Selatan sebagian besar adalah untuk makanan 

65,37% dan bukan makanan sebesar 34,63%, dibandingkan dengan 

Provinsi Sumatera Utara perbandingan ini sudah mulai berimbang dimana 

untuk makanan sebesar 53,48% dan bukan makanan sebesar 46,52%. 

2. Adanya ketimpangan antara penduduk yang bekerja disektor pertanian 

dengan kontribusinya terhadap PDRB, dimana penduduk yang bekerja 

pada sektor pertanian sebesar 68,39% sementara kontribusinya terhadap 

PDRB hanya 45,94%. 

 

4.1.3.2. Sumber Daya Manusia 

1. Masih rendahnya rasio lulusan S1/S2 dan S3 di Kabupaten Tapanuli 

Selatan yaitu 110 per 10.000 penduduk atau 1,10%. 

2. Masih tingginya rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Tapanuli 

Selatan yaitu sebesar 66,23%. 

 

 

4.2. ISU STRATEGIS 

4.2.1. ISU STRATEGIS INTERNASIONAL 

1. Tren perdagangan global ke depan tidak saja hanya dipengaruhi oleh 

peranan perdagangan barang, tetapi juga oleh perdagangan jasa yang 

diperkirakan akan terus meningkat dan menjadi bagian penting dari mesin 

pertumbuhan global. 

2. Harga komoditas secara umum diperkirakan menurun, namun harga 

produk manufaktur dalam tren meningkat. Bank Dunia memperkirakan 

indeks harga komoditas energi akan turun di sisi lain, indeks harga 

komoditas non energi diperkirakan akan mengalami sedikit kenaikan yang 

relatif konstan. Di sisi lain, indeks harga produk manufaktur akan meningkat  

pada tahun 2019 (Sumber: RPJMN 2015-2020). Hal ini akan menggeser 

struktur ekspor, dari ekspor berbasis komoditas menjadi berbasis 

manufaktur.  
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3. Semakin meningkatnya hambatan non tarif di negara tujuan ekspor. Hal 

ini merupakan salah satu akibat dari krisis global yang terjadi beberapa 

tahun lalu, dimana salah satu akibat dari krisis global yang terjadi beberapa 

tahun lalu, masing-masing negara cenderung untuk mengamankan pasar 

domestiknya melalui upaya penerapan hambatan perdagangan yang berupa 

non tariff measures (NTMs) dan non tariff barriers (NTBs ) 

4. Dengan MEA yang telah diimplementasikan pada 2015, ASEAN  menjadi 

pasar tunggal dan satu kesatuan basis produksi, sehingga sampai dengan 

tahun 2012 akan tetap terjadi aliran bebas barang, jasa, investasi, modal, 

dan tenaga kerja terampil di antara negara ASEAN. Hal ini tentunya 

merupakan peluang sekaligus tantangan yang perlu disikapi oleh daerah 

secara cermat dan terintegrasi.  

 

 

4.2.2. ISU STRATEGIS NASIONAL 

1. Peningkatan kapasitas birokrasi melalui Reformasi Birokrasi dengan Penataan 

ketatalaksanaan instansi pemerintah, Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Aparatur 

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Penerapan Standar 

Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik, Penerapan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu untuk pelayanan utama, perijinan dan investasi 

 

 

4.2.3. ISU STRATEGIS PROVINSI 

1. Masih belum meratanya jangkauan pelayanan dan mutu pelayanan dasar 

pendidikan, serta belum optimalnya cakupan layanan pendidikan dan kualitas 

pembelajaran di pusat-pusat pendidikan di daerah khususnya di pedesaan, 

kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan; 

2. Masih belum optimalnya cakupan layanan kesehatan dasar dan kualitas 

pelayanan kesehatan di pusat-pusat pelayanan kesehatan masyarakat di 

daerah; 

3. Belum optimalnya cakupan layanan kesejahteraan sosial dan kinerja 

pelayanan sosial dipusat-pusat pelayanannya; 

4. Masih adanya desa tertinggal dengan kondisi terbatasnya infrastruktur, akses 

pendidikan, akses kesehatan, perekonomian masyarakat serta kelembagaan 

desa dan kelembagaan masyarakat yang masih belum berkembang; 

5. Optimalisasi penanggulangan kemiskinan dan penanganan pengangguran; 
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6. Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan berbasis sumber 

daya alam lokal; 

7. Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi yang berkualitas melalui 

pembangunan infrastruktur dasar berupa sarana dan prasarana pendidikan, 

kesehatan, jalan, pengairan, transportasi, perumahan/permukiman, air bersih, 

ketenagalistrikan, dan sanitasi lingkungan; 

8. Pengurangan kesenjangan antar wilayah baik dari segi ekonomi maupun 

sosial; 

9. Masih rendahnya perkembangan jumlah dan usaha koperasi dan UKM 

sebagai dasar penguatan struktur dan fundamental perekonomian di daerah. 

10. Penurunan kualitas lingkungan hidup dan kesiapan menghadapi ancaman 

bencana alam (mitigasi bencana); 

11. Optimalisasi penyelenggaraan tata pemerintahan, otonomi daerah, 

penegakan supremasi hukum dan HAM serta ketentraman dan ketertiban; 

12. Masih banyaknya infrastruktur strategis yang harus dibangun dan 

dikembangkan untuk membuka keterisolasian dan percepatan pembangunan 

pada kawasan tertinggal,kawasan terpencil dan kawasan perbatasan; 

13. Keterbatasan sumber pendanaan pembangunan yang harus didukung dengan 

investasi pihak swasta dan mencari sumber-sumber pendanaan lainnya serta 

optimalisasi dan efesiensi melalui peningkatan kerjasama pembangunan antar 

daerah. 

14. Belum berperan lembaga penggerak inti dan lembaga pelayanan dalam 

mendukung Pokja sebagaimana amanat Strategi Nasional Percepatan 

Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan Penganggaran Responsif 

Gender. 

 

 

4.2.4. ISU STRATEGIS DAERAH 

1. Masih tingginya tingkat kerusakan jalan, jembatan, dan irigasi rendahnya 

kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana.  

2. Belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman 

dan masih banyaknya rumah yang tidak layak huni. 

3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan 

dampak pemanasan global.  
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4. Terbatasnya sumberdaya kesehatan, belum optimal pelayanan kesehatan, 

masih adanya ancaman penyakit menular maupun penyakit yang tidak 

menular dan masih banyaknya penduduk yang belum menjadi peserta 

jaminan pemeliharaan  

5. Belum optimalnya aksesibilitas, sarana dan prasarana dan peran serta 

masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan 

6. Masih cukup tingginya angka kemiskinan dan Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS).  

7. Kurangnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, terdapatnya tindak 

kekerasan terhadap perempuan dan anak, tingginya pengaruh negatif media 

terhadap pembentukan kepribadian anak, dan lemahnya kelembagaan dan 

jaringan pengarusutamaan gender dan anak.  

8. Masih kurangnya partisipasi mayarakat dalam pengembangan pariwisata, 

kreativitas, inovasi dan kompetensi daya saing, dan belum optimalnya kualitas 

SDM petugas dan pelaku usaha pariwisata. 

9. Kurangnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, terdapatnya tindak 

kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan lemahnya kelembagaan dan 

jaringan pengarusutamaan gender dan anak.  
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BAB V 

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 

 

5.1.  Visi  

 

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahap-III Kabupaten 

Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021, merupakan bagian yang tidak terlepas dari 

upaya pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2005-2025, yakni : Tapanuli 

Selatan Yang Maju, Adil Berlandaskan Agama dan Adat Budaya. 

 

Untuk mewujudkan visi di atas, maka dirumuskan visi Pemerintah 

Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021, sebagai berikut : 

 

“TAPANULI SELATAN YANG MAJU BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA 

PEMBANGUN YANG UNGGUL, SEHAT CERDAS, SEJAHTERA SERTA 

SUMBER DAYA ALAM YANG PRODUKTIF DAN LESTARI ” 

 

Penjelasan makna atas pernyataan Visi di atas adalah: 

 

1. TAPANULI SELATAN YANG MAJU mengandung arti yakni Tapanuli 

Selatan harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan 

bertambah baik pada semua aspek kehidupan. 

 

2. SUMBER DAYA MANUSIA PEMBANGUN YANG UNGGUL mengandung 

arti yakni bahwa kemajuan Kabupaten Tapanuli Selatan Selatan harus 

ditopang dan berbasis sumber daya manusia pembangun yang artinya 

sumber daya manusia yang ada harus mampu membangun, mendirikan 

atau membina sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas 

dan komprehensif dalam berpikir serta selalu mengantisipasi tuntutan di 

masa depan, memiliki sikap positif, rela berkorban, hidup torelan, berprilaku 

terpuji dan berwawasan serta memiliki kemampuan, keterampilan dan 

keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pada berbagai bidang dan sektor 

pembangunan. 
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3. Kata “SEHAT – CERDAS – SEJAHTERA” sengaja dikutip sebagai 

penekanan bahwa sumber daya manusia yang unggul tersebut dapat 

diartikan sebagai manusia yang sehat, cerdas, sejahtera yang kreatif dan 

inovatif serta selalu aktif mencari hal-hal baru demi kemajuan masyarakat 

dan daerah Tapanuli Selatan.  

 

4. SUMBER DAYA ALAM YANG PRODUKTIF DAN LESTARI, mengandung 

arti bahwa sumber daya alam yang ada harus mendatangkan hasil yang 

dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup 

manusia agar dapat hidup lebih sejahetra. Sumber daya alam yang ada di 

sekitar alam lingkungan hidup kita harus lestari dalam arti memenuhi 

prinsip berkelanjutan yang ditandai dalam pemanfaatan sumber daya alam 

yang produktif tetap memperhatikan dampak negatif terhadap lingkungan 

sehingga pembangunan yang akan datang tidak hanya untuk kepentingan 

sesaat tetapi juga kelestarian alam dan lingkungan.  

 

 

5.2. Misi 

Untuk mewujudkan visi di atas, maka dirumuskan misi Kabupaten Tapanuli 

Selatan tahun 2016-2021 yakni :  

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul dan 

mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Iman 

dan Taqwa (IMTAQ).  

2. Meningkatkan perekonomian Tapanuli Selatan yang berbasis pertanian 

dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan dan 

pengelolaan sumber daya local yang produktif dan berwawasan 

lingkungan.  

3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan sumber 

daya di daerah dan Pemerintah Atasan serta meningkatkan ketersediaan 

sarana dan prasarana, fasilitas social dan umum masyarakat. 

4. Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi 

yang berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang 

baik, bersih dan berwibawa. 

5. Meningkatkan standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi 

seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan.  
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Penjelasan makna atas pernyataan misi di atas adalah : 

Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang 

unggul dan mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

serta Iman dan Taqwa (IMTAQ). Misi ini bermakna bahwa dalam rangka 

peningkatan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul dan mandiri 

sebagai pondasi utama pembangunan, maka rencana pembangunan ke depan 

difokuskan pada upaya peningkatan keimanan dan ketaqwaan, penguasaan dan 

pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, derajat kesehatan, serta 

pengembangan adat, budaya dan kearifan lokal dalam semua aspek kehidupan 

sosial kemasyarakatan.  

 

Misi 2 : Meningkatkan perekonomian Tapanuli Selatan yang berbasis 

pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan dan 

pengelolaan sumber daya lokal yang produktif dan berwawasan 

lingkungan. Misi ini bermakna bahwa dalam rangka meningkatkan 

perekonomian masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan, maka rencana 

pembangunan difokuskan pada upaya peningkatan pendapatan-produktifitas 

pertanian dan perikanan, pengembangan industri pengolahan dan ekonomi 

kreatif yang menggunakan sumber daya lokal yang produktif dan berwawasan 

lingkungan, perdagangan barang dan jasa, serta investasi daerah.  

 

Misi 3 : Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan 

sumber daya di daerah dan Pemerintah Atasan serta meningkatkan 

ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas sosial dan umum masyarakat. 

Misi ini bermakna bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan di daerah, 

maka rencana pembangunan difokuskan pada upaya peningkatan pembangunan 

infrastruktur dan fasilitas sosial lainnya dengan pembiayaan yang bersumber dari 

pemerintah daerah dan atasan, dunia usaha dan partisipasi masyarakat.  

 

Misi 4 : Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi 

birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Misi ini bermakna bahwa 

dalam rangka mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, 

bersih dan berwibawa, maka penyelenggaraan manajemen pemerintahan 

melalui pemanfaatan teknologi informasi sejak proses perencanaan, 

pengambilan keputusan dan pelaksanaan dilakukan secara baik, bersih dan 

berwibawa serta dapat dipertanggungjawabkan, kerja sama antar daerah dalam 

pemerintahan dan pembangunan.  
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Misi 5: Meningkatkan standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan 

bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan. Misi ini bermakna bahwa 

dalam rangka peningkatan standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan 

hidup dalam masyarakat, maka rencana pembangunan difokuskan pada upaya 

peningkatan kualitas hidup, perlindungan dan kesejateraan sosial masyarakat, 

kesetaraan dan keadilan dalam pembangunan.  

 

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, pada pasal 263 ayat 2 disebutkan bahwa RPJMD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan 

program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, 

pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah 

dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat 

indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman 

pada RPJPD dan RPJMN. Di samping itu, penyusunan RPJMD juga harus 

memperhatikan visi dan misi RPJMD Provinsi. Ketentuan di atas menghendaki 

adanya keselarasan dan sinergitas rencana pembangunan mulai dari tingkat 

nasional, provinsi sampai ke daerah kabupaten/kota.  

 

Mempedomani ketentuan di atas, dalam perumusan visi dan misi 

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan 2016 -2021 telah mempedomani visi 

dan misi RPJPD Kabupaten Tapanuli Selatan 2005-2025 dan juga telah 

diselaraskan dengan visi dan misi yang terdapat dalam RPJMN 2015-2019 dan 

RPJMD Pronvinsi Sumatera Utara 2013-2018. Penyelarasan visi dan misi 

dimaksud dilakukan agar tercipta sinkronisasi dan sinergi antara pemerintah 

pusat dan daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran rencana pembangunan 

nasional dan rencana pembangunan daerah. Untuk lebih jelasnya dapat pada 

uraian berikut : 
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Keterkaitan RPJMN 2015-2019 dengan RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan 2016-2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RPJMN 2015 - 2019 

VISI : Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian 
Berlandaskan Gotong-Royong 

Misi 

Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga 
kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan 
mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan 
kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan 

1 

Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan 
demokratis berlandaskan negara hukum 

2 

Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati 
diri sebagai negara maritim 

3 

Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, 
dan sejahtera 

4 

Mewujudkan bangsa yang berdaya saing 5 

Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, 
maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional 

6 

Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan 7 

 

RPJMD KABUPATEN TAPANULI SELATAN 2016-2021 

Visi : Tapanuli selatan yang maju berbasis sumber daya manusia 
pembangun yang unggul, sehat cerdas, sejahtera serta 

sumber daya alam yang produktif dan lestari ” 

Misi 

1 
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang 
unggul dan mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
(IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ).  

2 

Meningkatkan perekonomian Tapanuli Selatan yang berbasis 
pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi 
pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya local yang produktif 
dan berwawasan lingkungan.  

3 

Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan 
sumber daya di daerah dan Pemerintah Atasan serta 
meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas social 
dan umum masyarakat. 

4 
Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi 
birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola 
pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. 

5 Meningkatkan standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan 
bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan.  
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Keterkaitan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 dengan RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan 2016-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RPJMD PROVINSI SUMATERA UTARA 2015 - 2019 

VISI : Menjadi Provinsi Yang Berdaya Saing Menuju  
Sumatera Utara Sejahtera 

Misi 

Membangun reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan 
tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (good governance 
dan clean government) 

1 

Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas 
dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompetensi 
tinggi 

2 

Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah 
untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar 
daerah, swasta, regional dan internasional 

3 

Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan 
keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah 

4 

Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui 
pengelolaan sumberdaya alam lestari berkelanjutan dan 
berwawasan lingkungan 

5 

 

RPJMD KABUPATEN TAPANULI SELATAN 2016-2021 

Visi : Tapanuli selatan yang maju berbasis sumber daya manusia 
pembangun yang unggul, sehat cerdas, sejahtera serta 

sumber daya alam yang produktif dan lestari ” 

Misi 

1 
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang 
unggul dan mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
(IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ).  

2 

Meningkatkan perekonomian Tapanuli Selatan yang berbasis 
pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi 
pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya local yang produktif 
dan berwawasan lingkungan.  

3 

Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan 
sumber daya di daerah dan Pemerintah Atasan serta 
meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas social 
dan umum masyarakat. 

4 
Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi 
birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola 
pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. 

5 Meningkatkan standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan 
bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan.  
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5.3. Tujuan dan Sasaran 

5.3.1. Tujuan : 

Tujuan pembangunan yang ingin dicapai pada periode tahun 2016 – 2021 

adalah sebagai berikut : 

1. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul dan 

mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan Iman 

dan Taqwa (IMTAQ). 

2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Tapanuli Selatan yang berbasis 

pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan dan 

pengelolaan sumber daya lokal yang produktif dan berwawasan 

lingkungan.  

3. Meningkatnya pembangunan infrastruktur dan ketersediaan sarana dan 

prasarana, fasilitas sosial dan umum masyarakat. 

4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik, bersih 

dan berwibawa melalui reformasi yang berkesinambungan. 

5. Terwujudnya kualitas standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan 

hidup bagi seluruh lapisan masyarakat.  

 

5.3.2. Sasaran 

Sasaran pembangunan di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021 

adalah sebagai berikut : 

Tujuan 1 : Terwujudnya kualitas sumber daya manusia pembangun yang 

unggul dan mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

serta Iman dan Taqwa (IMTAQ), dengan sasaran : 

1. Terwujudnya perilaku masyarakat yang religius, beradab dan berbudaya 

serta rukun antar suku dan ummat beragama. 

2. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Pembangun. 

3. Meningkatnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

4. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 

 

Tujuan 2 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Tapanuli Selatan yang 

berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi 

pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lokal yang produktif dan 

berwawasan lingkungan, dengan sasaran :  

1. Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Masyarakat 

2.  Meningkatnya jumlah penduduk di atas garis kemiskinan dan menurunnya 

tingkat pengangguran terbuka 
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3. Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat di Daerah 

4. Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Baru 

 

Tujuan 3 : Meningkatnya pembangunan infrastruktur dan ketersediaan 

sarana dan prasarana, fasilitas sosial dan umum masyarakat, dengan 

sasaran : 

1. Meningkatnya Anggaran Pusat dan Provinsi di Daerah  

2. Meningkatnya Pembangunan Jalan ke Permukiman Masyarakat 

3. Terpenuhinya Kantor Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Pusat 

Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan 

4. Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana, Fasilitas Sosial dan 

Umum Masyarakat serta Tertatanya Kawasan Permukiman Kumuh 

 

Tujuan 4 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang 

baik, bersih dan berwibawa, dengan sasaran : 

1. Terpenuhinya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pelayanan 

umum sesuai dengan standar pelayanan minimal  

2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas tata kelola pemerintahan desa 

3. Terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang bersih dan 

berwibawa 

4. Meningkatnya kehidupan berdemokrasi 

 

Tujuan 5 : Terwujudnya kualitas standar hidup layak, keamanan dan 

kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan sasaran : 

1. Terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan perumahan yang layak 

bagi bagi seluruh lapisan masyarakat. 

2. Berkurangnya angka kriminalitas dan penyakit masyarakat lainnya. 

3. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 
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Tabel 5.1. HUBUNGAN HIRARKI ANTARA VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 

VISI : TAPANULI SELATAN YANG MAJU BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA PEMBANGUN YANG UNGGUL, SEHAT, CERDAS, SEJAHTERA SERTA SUMBER DAYA ALAM YANG PRODUKTIF AN LESTARI 

MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 
TARGET CAPAIAN 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Misi I : 

Meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia 

pembangun yang unggul 

dan mandiri 

berdasarkan Ilmu 

Pengetahuan dan 

teknologi (IPTEK) dan 

Iman dan Taqwa 

(IMTAQ). 

 

Terwujudnya kualitas 

sumber daya manusia 

pembangun yang unggul 

dan mandiri berdasarkan 

Ilmu Pengetahuan dan 

teknologi (IPTEK) dan 

Iman dan Taqwa (IMTAQ). 

1. Terwujudnya perilaku 

masyarakat yang religius, 

beradab dan berbudaya serta 

rukun antar suku dan ummat 

beragama. 

Persentase kelompok pembinaan adat 

budaya di masyarakat 

50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 

Persentase kelompok pembinaan 

keagamaan di masyarakat (%) 

10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 

Persentase penanganan kasus sara (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2. Meningkatnya Kualitas Sumber 

Daya Manusia Pembangun 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 67,89 68,35 68,81 69,28 69,74 70,20 

Jumlah Nilai Partisipasi Masyarakat Dalam 

Proses Pembangunan (Rp. Milyar) 

2,00 3,50 4,50 5,00 5,50 6,00 

3. Meningkatnya penguasaan 

dan pemanfaatan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Persentase Masyarakat Pengguna 

Teknologi Tepat Guna (%) 

10,00 10,00 13,00 15,00 17,00 20,00 

4. Meningkatnya Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 

10.000 (KH) 

0,77 0,72 0,67 0,62 0,57 0,52 

Angka Kelangsungan Hidup bayi (Per 1.000 

Kelahiran) 

990,69 992,07 993,46 994,84 996,23 997,61 

Angka Usia Harapan Hidup (Tahun) 64,07 64,32 64,57 64,82 65,06 65,06 
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MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 
TARGET CAPAIAN 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Misi II : 

Meningkatkan 

perekonomian Tapanuli 

Selatan yang berbasis 

pertanian dan ekonomi 

kerakyatan melalui 

optimalisasi 

pemanfaatan dan 

pengelolaan sumber 

daya alam yang 

produktif dan 

berwawasan lingkungan 

 

Meningkatnya 

kesejahteraan masyarakat 

Tapanuli Selatan yang 

berbasis pertanian dan 

ekonomi kerakyatan 

melalui optimalisasi 

pemanfaatan dan 

pengelolaan sumber daya 

alam yang produktif dan 

berwawasan lingkungan 

5. Meningkatnya Pertumbuhan 

Pendapatan Masyarakat 

Tingkat pertumbuhan ekonomi (%) 8,64 4,22 13,11 4,25 8,22 3,51 

Angka Pengeluaran Konsumsi Rumah 

Tangga Per Kapita/Bulan (Rp.) 

614.062,00 627.513,00 640.964,00 654.415,00 667.866,00 681.317,00 

Nilai Investasi Pemerintah, Swasta dan 

Masyarakat (Rp. Milyar) 

1.640.254 4.600.000 1.376.343 1.034.066 1.886.813 7.912.139 

6. Meningkatnya jumlah 

penduduk di atas garis 

kemiskinan dan menurunnya 

tingkat pengangguran terbuka 

Persentase Penduduk Diatas Garis 

Kemiskinan (%) 

89,72 89,96 90,18 90,41 90,62 90,83 

Persentase Pengangguran Terbuka (%) 5,64 5,37 5,09 4,82 4,55 4,28 

7. Menurunnya Ketimpangan 

Pendapatan Masyarakat di 

Daerah 

Indeks Gini Rasio < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00 

8. Meningkatnya Pertumbuhan 

Usaha Baru 

Jumlah SIUP/TDP yang diterbitkan (Buah) 150,00 180,00 210,00 240,00 270,00 300,00 

Misi III : 

Melanjutkan 

pembangunan 

infrastruktur daerah 

dengan memanfaatkan 

sumber daya di daerah 

dan pemerintah atasan 

serta meningkatkan 

ketersediaan sarana dan 

prasarana, fasilitas sosial 

dan umum masyarakat. 

 

Meningkatnya 

pembangunan 

infrastruktur yang 

berkelanjutan dan 

ketersediaan ketersediaan 

sarana dan prasarana, 

fasilitas sosial dan umum 

masyarakat 

9. Meningkatnya Anggaran Pusat 

dan Provinsi di Daerah 

Nilai APBN dan APBD Provinsi yang 

Dialokasikan di Daerah (Rp. Juta) 

150.000,00 125.000,00 160.000,00 150.000,00 140.000,00 130.000,00 

10. Meningkatnya Pembangunan 

Jalan ke Permukiman 

Masyarakat 

Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan 

ke Kawasan Pemukiman Penduduk 

(Minimal Dilalui Roda 4) (%) 

94,27 94,96 95,57 96,10 96,55 96,94 

11. Terpenuhinya Kantor Satuan 

Organisasi Perangkat Daerah 

di Pusat Pemerintahan 

Kabupaten Tapanuli Selatan  

Persentase Kantor SKPD Pemerintah 

Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah 

dibangun di Pusat Pemerintahan 

Kabupaten Tapanuli Selatan (%) 

60,00 66,67 76,67 83,33 90,00 93,33 

12. Meningkatnya Pemenuhan 

Sarana dan Prasarana, Fasilitas 

Sosial dan Umum Masyarakat 

serta Tertatanya Kawasan 

Permukiman Kumuh 

Persentase Lingkungan Permukiman 

Kumuh (%) 

0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 
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MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 
TARGET CAPAIAN 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Misi IV : 

Meningkatkan kinerja 

pemerintahan daerah 

melalui reformasi 

birokrasi yang 

berkelanjutan guna 

mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik, 

bersih dan berwibawa 

 

Meningkatnya tata kelola 

pemerintahan daerah dan 

desa yang baik, bersih dan 

berwibawa 

13. Terpenuhinya tata kelola 

pemerintahan daerah yang 

baik dan pelayanan umum 

sesuai dengan standar 

pelayanan minimal 

Persentase Area Perubahan Reformasi 

Birokrasi (%) 

25,00 50,00 62,50 75,00 100,00 100,00 

Persentase E-Government Yang Terbangun 

(%) 

25,00 50,00 62,50 75,00 100,00 100,00 

14. Meningkatnya kapasitas dan 

kualitas tata kelola 

pemerintahan desa 

Persentase Kantor Kepala Desa/Kelurahan 

Yang Terbangun (%) 

37,65 42,12 46,59 51,06 55,53 60,00 

15. Terpenuhinya 

penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah yang 

bersih dan berwibawa 

Jumlah Kebijakan Tentang Sistem dan 

Prosedur Pengawasan (Buah) 

5,00 6,00 7,00 7,00 7,00 8,00 

Rasio Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti 

(%) 

57,14 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 

Persentase Tenaga Pemeriksa Yang 

Menguasai Teknik/Teori Pengawasan dan 

Penilaian Akuntabilitas Kinerja (%) 

15,00 19,00 19,00 19,00 21,00 21,00 

16. Meningkatnya kehidupan 

berdemokrasi 

Jumlah Kejadian Demonstrasi (Kali) 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 

Misi V : 

Meningkatkan standard 

hidup layak, keamanan 

dan kenyamanan bagi 

seluruh lapisan 

masyarakat. 

 

Terwujudnya standard 

hidup layak, keamanan 

dan kenyamanan bagi 

seluruh lapisan 

masyarakat. 

17. Terpenuhinya kebutuhan 

sandang, pangan dan 

perumahan yang layak bagi 

bagi seluruh lapisan 

masyarakat. 

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%) 64,67 65,95 67,26 68,59 69,95 71,33 

Rumah Tangga Bersanitasi (%) 35,10 37,25 39,14 40,78 42,20 43,41 

Rasio Jumlah Rumah Layak Huni Terhadap 

Jumlah Rumah (%) 

77,99 78,58 79,17 79,76 80,36 80,95 

18. Berkurangnya angka 

kriminalitas dan penyakit 

masyarakat lainnya 

Angka Kriminalitas (Jumlah Kasus /10.000 

Pddk) 

10,08 9,71 9,35 8,98 8,61 8,24 

Persentase PMKS Yang Memperoleh 

Bantuan Sosial (%) 

92,64 92,97 93,29 93,62 93,95 94,28 
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  19. Meningkatnya pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan 

anak 

Cakupan Perempuan dan Anak Korban 

Kekerasan yang Mendapatkan Layanan 

Bantuan Hukum 

0,29 0,30 0,31 0,32 0,33 0,35 

Persentase Pekerja Perempuan Pada 

Lembaga Pemerintah (%) 

56,53 55,47 54,41 53,35 52,29 51,23 

Persentase Pekerja Perempuan Pada 

Lembaga Swasta (%) 

26,94 28,00 29,06 30,12 31,18 32,24 
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BAB VI 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

 

6.1. Strategi Pembangunan Daerah.  

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, 

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah, pada pasal 1 ayat 29 disebutkan bahwa strategi adalah 

langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan 

misi. Strategi yang ditetapkan pemerintah daerah menjadi pedoman dalam 

menyusun berbagai program untuk mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan 

dalam RPJMD. Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli 

Selatan, maka pemerintah daerah menyusun strategi pembangunan dalam 

jangka waktu Tahun 2016-202. 

 

Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang 

unggul dan mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

serta Iman dan Taqwa (IMTAQ). Strategi yang digunakan untuk melaksanakan 

Misi Pertama ini dapat dikelompokkan menurut sasaran yang ditetapkan yaitu : 

a. Untuk mencapai sasaran pertama : “Terwujudnya perilaku masyarakat 

yang religius, beradab dan berbudaya serta rukun antar suku dan ummat 

beragama“, strategi yang akan digunakan adalah : 

1) Meningkatkan kehidupan beragama dan kerukunan antar suku dan 

ummat beragama 

2) Menumbuhkembangkan adat, budaya dan kearifan lokal dalam 

masyarakat 

3) Meningkatkan kerukunan hidup masyarakat 

b. Untuk mencapai sasaran kedua : “Meningkatnya Kualitas Sumber Daya 

Manusia Pembangun“, strategi yang digunakan adalah :  

1) Meningkatkan cakupan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan 

formal dan non formal 

2) Meningkatkan kreativitas dan prestasi generasi muda 
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c. Untuk mencapai sasaran ketiga: “Meningkatnya penguasaan dan 

pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi”, strategi yang digunakan 

adalah : 

1) Meningkatkan kemampuan, keahlian, kompetensi dan daya saing 

masyarakat 

d. Untuk mencapai sasaran keempat : “Meningkatnya Derajat Kesehatan 

Masyarakat”, strategi yang digunakan adalah : 

1) Meningkatkan pelayanan dan penyuluhan kesehatan terhadap ibu 

hamil dan nifas 

2) Meningkatkan pelayanan dan penyuluhan tentang kesehatan anak 

balita 

3) Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan 

masyarakat 

4) Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk 

 

Misi 2 : Meningkatkan perekonomian Tapanuli Selatan yang berbasis 

pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan dan 

pengelolaan sumber daya alam yang produktif dan berwawasan 

lingkungan. Strategi yang digunakan untuk melaksanakan Misi Kedua ini dapat 

dikelompokkan menurut sasaran yang ditetapkan yaitu : 

a. Untuk mencapai sasaran pertama : “Meningkatnya Pertumbuhan 

Pendapatan Masyarakat”, strategi yang digunakan adalah : 

1) Ekstensifikasi dan intensifikasi sektor-sektor perekonomian utama 

masyarakat 

2) Meningkatkan kapasitas dan daya saing masyarakat dalam 

pengembangan aneka industri 

3) Meningkatkan ketahanan pangan dan ketersediaan kebutuhan 

strategis lainnya 

4) Memfasilitasi dan mendorong peningkatan pemasaran produk sektor-

sektor perekonomian daerah 

b. Untuk mencapai sasaran kedua : ” Menurunnya Ketimpangan Pendapatan 

Masyarakat di Daerah”, strategi yang digunakan adalah : 

1) Mendorong dan memfasilitasi peningkatan pendapatan masyarakat 

berpenghasilan rendah 

c. Untuk mencapai sasaran ketiga : “Meningkatnya jumlah penduduk di atas 

garis kemiskinan dan menurunnya tingkat pengangguran terbuka”, strategi 

yang digunakan adalah : 
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1) Mengoptimalkan upaya penanggulangan kemiskinan 

2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga kerja 

d. Untuk mencapai sasaran keempat : “Meningkatnya Pertumbuhan Usaha 

Baru”, strategi yang digunakan adalah : 

1) Mendorong dan Memfasilitasi Tumbuhnya Usaha-Usaha Baru di 

Masyarakat 

 

Misi 3 : Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan 

sumber daya di daerah dan Pemerintah Atasan serta meningkatkan 

ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas sosial dan umum masyarakat. 

Strategi yang digunakan untuk melaksanakan Misi Ketiga ini dapat 

dikelompokkan menurut sasaran yang ditetapkan yaitu : 

a. Untuk mencapai sasaran pertama : ” Meningkatnya Anggaran Pusat dan 

Provinsi di Daerah”, strategi yang digunakan adalah : 

1) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama pembangunan dengan 

Pemerintah Atasan 

b. Untuk mencapai sasaran kedua : “Meningkatnya Pembangunan Jalan ke 

Permukiman Masyarakat”, strategi yang digunakan adalah : 

1) Meningkatkan dan Mendorong Pembangunan Jalan ke Permukiman 

Masyarakat 

c. Untuk mencapai sasaran ketiga : “Terpenuhinya Kantor Satuan Organisasi 

Perangkat Daerah di Pusat Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan”, 

strategi yang digunakan adalah : 

1) Mengupayakan Pembangunan Kantor Satuan Kerja Perangkat 

Daerah melalui Dana APBD dan/atau dari Pemerintah Atasan 

d. Untuk mencapai sasaran keempat : “Meningkatnya Pemenuhan Sarana 

dan Prasarana, Fasilitas Sosial dan Umum Masyarakat serta Tertatanya 

Kawasan Permukiman Kumuh”, strategi yang digunakan adalah : 

1) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pelayanan 

umum lainnya 

2) Meminimalisir adanya lingkungan permukiman kumuh 

3) Meningkatkan ketaatan terhadap penataann ruang daerah. 

4) Optimalisasi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 

5) Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana di daerah 
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Misi 4 : Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi 

birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Strategi yang digunakan 

untuk melaksanakan Misi Keempat ini dapat dikelompokkan menurut sasaran 

yang ditetapkan yaitu : 

a. Untuk mencapai sasaran pertama : “Terpenuhinya tata kelola 

pemerintahan daerah yang baik dan pelayanan umum sesuai dengan 

standar pelayanan minimal”, strategi yang digunakan adalah : 

1) Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan daerah 

2) Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi dan keuangan 

daerah 

3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan umum 

b. Untuk mencapai sasaran kedua : “Meningkatnya kapasitas dan kualitas 

tata kelola pemerintahan desa” strategi yang digunakan adalah : 

1) Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa 

2) Meningkatkan kapasitas lembaga pemerintahan desa 

c. Untuk mencapai sasaran ketiga : “Terpenuhinya penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah yang bersih dan berwibawa”, strategi yang 

digunakan adalah : 

1) Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan 

pemerintahan di daerah 

2) Meminimalisir kesalahan kesalahan dalam penganggaran, 

pelaksanaan serta administrasi program kegiatan 

3) Meningkatkan kompetensi tenaga pemeriksa dan aparatur 

pengawasan 

d. Untuk mencapai sasaran keempat : “Meningkatnya kehidupan 

berdemokrasi”, strategi yang digunakan adalah : 

1) Meningkatkan sinergitas antar lembaga dan masyarakat dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah 

2) Peningkatan partisipasi politik dalam masyarakat 

3) Menumbuhkembangkan lembaga dan kegiatan sosial 

kemasyarakatan 
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Misi 5: Meningkatkan standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan 

bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan. Strategi yang digunakan 

untuk melaksanakan Misi Kelima ini dapat dikelompokkan menurut sasaran yang 

ditetapkan yaitu : 

a. Untuk mencapai sasaran pertama : “Terpenuhinya kebutuhan sandang, 

pangan dan perumahan yang layak bagi bagi seluruh lapisan masyarakat”, 

strategi yang digunakan adalah : 

1) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air minum dan air bersih bagi 

masyarakat 

2) Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana sanitasi bagi 

masyarakat 

3) Meningkatkan cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau 

4) Meningkatkan kepastian kepemilikan tanah bagi masyarakat 

b. Untuk mencapai sasaran kedua : ” Berkurangnya angka kriminalitas dan 

penyakit masyarakat lainnya”, strategi yang digunakan adalah : 

1) Meningkatkan perlindungan hidup bagi seluruh lapisan masyarakat 

2) Menurunkan angka Penyandang Masalah-Masalah Kesejahteraan 

Sosial 

c. Untuk mencapai sasaran ketiga : “Meningkatnya pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak”, strategi yang digunakan adalah : 

1) Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dan 

pemerintahan 

2) Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam masyarakat 

dan dunia usaha 

3) Meningkatkan perlindungan anak. 

 

 

6.2. Arah Kebijakan Umum Pembangunan Daerah 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, 

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah, pasal 1 ayat 30 menyebutkan bahwa Arah Kebijakan 

adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai 

tujuan. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan pemerintah 

daerah dalam menentukan tindakan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan 

dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD.  
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Dengan mempedomani ketentuan di atas, penyusunan arah kebijakan 

dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021 sebagai pedoman 

bagi pemerintah daerah dalam menentukan pilihan program dan kegiatan yang 

akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah 

selama kurun waktu 2016-2021. 

 

Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang 

unggul dan mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

serta Iman dan Taqwa (IMTAQ). Arah kebijakan yang ditetapkan untuk 

melaksanakan Misi Pertama ini dapat dikelompokkan menurut sasaran yang 

ditetapkan yaitu : 

a. Untuk mencapai sasaran pertama : “Terwujudnya perilaku masyarakat 

yang religius, beradab dan berbudaya serta rukun antar suku dan ummat 

beragama“, arah kebijakan yang ditetapkan adalah : 

1) Meningkatkan perlindungan dan pembinaan kehidupan beragama 

dan kerukunan antar ummat beragama 

2) Re-Covery pemahaman dan implementasi nilai-nilai adat, budaya dan 

kearifan dalam semua aspek kehidupan sosial kemasyarakatan 

3) Meminimalisir potensi-potensi yang dapat memicu terjadinya konflik-

konflik di masyarakat 

b. Untuk mencapai sasaran kedua : “Meningkatnya Kualitas Sumber Daya 

Manusia Pembangun“, arah kebijakan yang ditetapkan adalah :  

1) Memfasilitasi dan mendorong semua lapisan masyarakat dan dunia 

usaha untuk senantiasa memanfaatkan sarana dan prasarana 

pendidikan formal dan non formal agar meningkat penguasaan ilmu 

pengetahuan, kompetensi dan daya saing 

2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan formal dan non 

formal 

3) Meningkatkan minat baca masyarakat 

4) Memfasilitasi dan mendorong peningkatan kapasitas kegiatan 

kepemudaan dan olah raga 

c. Untuk mencapai sasaran ketiga: “Meningkatnya penguasaan dan 

pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi”, arah kebijakan yang 

ditetapkan adalah : 

1) Menumbuhkembangkan penguasaan dan pemanfaatan teknologi 

berbasis sumber daya lokal 
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d. Untuk mencapai sasaran keempat : “Meningkatnya Derajat Kesehatan 

Masyarakat”, arah kebijakan yang ditetapkan adalah : 

1) Mengintensifkan pertolongan persalinan serta perawatan kesehatan 

bagi ibu hamil dan nifas 

2) Menintensifkan pelaksanaan imunisasi dan perawatan kesehatan 

anak balita 

3) Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta Kualitas dan Kuantitas 

Pelayanan Kesehatan 

4) Meningkatkan pelayanan kesehatan dan pola hidup sehat 

masyarakat 

5) Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana 

 

Misi 2 : Meningkatkan perekonomian Tapanuli Selatan yang berbasis 

pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan dan 

pengelolaan sumber daya lokal yang produktif dan berwawasan 

lingkungan. Arah kebijakan yang ditetapkan untuk melaksanakan Misi Kedua ini 

dapat dikelompokkan menurut sasaran yang ditetapkan yaitu : 

a. Untuk mencapai sasaran pertama : “Meningkatnya Pertumbuhan 

Pendapatan Masyarakat”, arah kebijakan yang ditetapkan adalah : 

1) Meningkatkan pengelolaan pertanian tanaman pangan dan 

hortikultura, perikanan, perkebunan dan peternakan 

2) Menumbuhkembangkan kawasan industri, aneka industri 

3) Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam 

produktif 

4) Menjamin ketersediaan, distribusi dan keterjangkuan sarana dan 

prasarana produksi 

5) Meningkatkan produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura 

perikanan, perkebunan dan peternakan serta penganekaragaman 

pangan 

6) Meningkatkan kualitas dan daya saing serta promosi dan pemasaran 

produk unggulan daerah 

7) Mendorong dan memfasilitasi investasi masuk ke daerah 

b. Untuk mencapai sasaran kedua : “Menurunnya Ketimpangan Pendapatan 

Masyarakat di Daerah”, arah kebijakan yang ditetapkan adalah : 

1) Memberlakukan kebijakan-kebijakan teknis yang mendorong 

pemakaian produk lokal serta tenaga kerja lokal 
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c. Untuk mencapai sasaran ketiga : “Meningkatnya jumlah penduduk di atas 

garis kemiskinan dan menurunnya tingkat pengangguran terbuka”, arah 

kebijakan yang ditetapkan adalah : 

1) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu 

2) Menumbuhkembangkan badan usaha daerah, lumbung desa, UMKM 

dan koperasi 

3) Menumbuhkembangkan sektor perdagangan dan jasa 

4) Menumbuhkembangkan lapangan kerja melalui peningkatan iklim 

usaha dan akses permodalan 

5) Meningkatkan kemampuan, kesempatan dan kemandirian berusaha 

serta kerjasama dengan badan usaha dalam penyaluran dan 

perlindungan ketenagakerjaan 

d. Untuk mencapai sasaran keempat : “Meningkatnya Pertumbuhan Usaha 

Baru”, arah kebijakan yang ditetapkan adalah : 

1) Memfasilitasi Akses Permodalan dan Perizinan serta Pembinaan 

Bagi Usaha-Usaha Baru 

 

Misi 3 : Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan 

sumber daya di daerah dan Pemerintah Atasan serta meningkatkan 

ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas sosial dan umum masyarakat. 

Arah kebijakan yang ditetapkan untuk melaksanakan Misi Ketiga ini dapat 

dikelompokkan menurut sasaran yang ditetapkan yaitu : 

a. Untuk mencapai sasaran pertama : ” Meningkatnya Anggaran Pusat dan 

Provinsi di Daerah”, arah kebijakan yang ditetapkan adalah : 

1) Memenuhi dan melengkapi persyaratan-persyaratan dalam 

pengusulan anggaran pemerintah atasan 

b. Untuk mencapai sasaran kedua : “Meningkatnya Pembangunan Jalan ke 

Permukiman Masyarakat”, arah kebijakan yang ditetapkan adalah : 

1) Menuntaskan Pembangunan Jalan ke Permukiman Masyarakat 

Minimal Dapat Dilalui Kenderaan Roda 4 

c. Untuk mencapai sasaran ketiga : “Terpenuhinya Kantor Satuan Organisasi 

Perangkat Daerah di Pusat Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan”, 

strategi yang digunakan adalah : 

1) Mengoptimalkan Penggunaan APBD Kabupaten dan Pengusulan 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran dari Pemerintah 

Atasan 
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d. Untuk mencapai sasaran keempat : “Meningkatnya Pemenuhan Sarana 

dan Prasarana, Fasilitas Sosial dan Umum Masyarakat serta Tertatanya 

Kawasan Permukiman Kumuh”, arah kebijakan yang ditetapkan adalah : 

1) Melanjutkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur daerah 

melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Dunia Usaha dan 

Partisipasi Masyarakat 

2) Mengoptimalkan pendayagunaan dana desa dan partisipasi 

masyarakat dalam rangka penanganan infrastruktur di desa 

3) Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana, fasilitas sosial dan 

umum yang terbangun 

4) Melakukan penataan terhadap lingkungan permukiman kumuh 

5) Meningkatkan cakupan dan kualitas regulasi penataan ruang daerah 

6) Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dan 

berwawasan lingkungan 

7) Meningkatkan pengendalian dan perlindungan sumber daya alam 

8) Meningkatkan cakupan dan kualitas serta penerapan regulasi 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

9) Meningkatkan mitigasi bencana, cakupan tanggap darurat dan 

penanganan pasca bencana 

 

Misi 4 : Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi 

birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Arah kebijakan yang 

ditetapkan untuk melaksanakan Misi Keempat ini dapat dikelompokkan menurut 

sasaran yang ditetapkan yaitu : 

a. Untuk mencapai sasaran pertama : “Terpenuhinya tata kelola 

pemerintahan daerah yang baik dan pelayanan umum sesuai dengan 

standar pelayanan minimal”, arah kebijakan yang ditetapkan adalah : 

1) Meningkatkan kapasitas, kualitas dan kesejahteraan aparatur 

pemerintahan daerah 

2) Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi 

pemerintahan dan pelayanan publik 

3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah 

4) Reformasi birokrasi yang berkelanjutan 

5) Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kependudukan 
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6) Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip daerah secara baku 

b. Untuk mencapai sasaran kedua : “Meningkatnya kapasitas dan kualitas 

tata kelola pemerintahan desa” arah kebijakan yang ditetapkan adalah : 

1) Meningkatkan kapasitas, kualitas dan kesejahteraan aparatur 

pemerintahan desa 

2) Memfasilitasi dan mendorong pemenuhan sarana dan prasarana 

untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa 

c. Untuk mencapai sasaran ketiga : “Terpenuhinya penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah yang bersih dan berwibawa”, arah kebijakan yang 

ditetapkan adalah : 

1) Meningkatkan cakupan dan kualitas serta penegakan hukum di 

daerah 

2) Memperketat pengawasan internal terhadap penganggaran, 

pelaksanaan serta administrasi program kegiatan 

3) Mendorong dan memfasilitasi tenaga pemeriksa dan aparatur 

mengawasan untuk mengikuti diklat tentang pemeriksaan dan 

pengawasan 

d. Untuk mencapai sasaran keempat : “Meningkatnya kehidupan 

berdemokrasi”, arah kebijakan yang ditetapkan adalah : 

1) Meningkatkan ketertiban dan ketenteraman umum serta kehidupan 

berdemokrasi 

2) Menumbuhkembangkan budaya politik dan demokrasi yang baik 

dalam masyarakat 

3) Mendorong dan memfasilitasi lembaga-lembaga dan kegiatan sosial 

kemasyarakatan 

 

Misi 5: Meningkatkan standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan 

bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan. Arah kebijakann yang 

ditetapkan untuk melaksanakan Misi Kelima ini dapat dikelompokkan menurut 

sasaran yang ditetapkan yaitu : 

a. Untuk mencapai sasaran pertama : “Terpenuhinya kebutuhan sandang, 

pangan dan perumahan yang layak bagi bagi seluruh lapisan masyarakat” 

arah kebijakan yang ditetapkan adalah : 

1) Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana air minum dan 

air bersih 

2) Meningkatkan pembangunan serta mendorong masyarakat untuk 

memperoleh sanitasi dasar 
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3) Mendorong dan memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan rumah 

layak huni dan terjangkau 

4) Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh status 

tanah serta penyelesaian sengketa tanah 

b. Untuk mencapai sasaran kedua : ” Berkurangnya angka kriminalitas dan 

penyakit masyarakat lainnya”, arah kebijakann yang ditetapkan adalah : 

1) Meningkatkan sinergitas antar lembaga dan masyarakat dalam upaya 

pengendalian dan penegakan hukum di daerah 

2) Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial serta pemberdayaan 

terhadap masyarakat Penyandang Masalah-Masalah Kesejahteraan 

Sosial 

c. Untuk mencapai sasaran ketiga : “Meningkatnya pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak”, arah kebijakan yang ditetapkan 

adalah: 

1) Mendorong lahirnya regulasi dan impelementasi pengarusutamaan 

gender dalam pembangunan dan pemerintahan 

2) Mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam lembaga non 

pemerintahan 

3) Meningkatkan perlindungan dan jaminan hak-hak anak agar dapat 

hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi 

 

Penetapan strategi dan arah kebijakan di atas telah disesuaikan dengan tujuan 

dan sasaran pada setiap misi. Keselarasan antara strategi dan arah kebijakan 

dengan tujuan dan sasaran pembangunan selama periode RPJMD Kabupaten 

Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021 dapat diuarikan pada tabel di bawah ini.  
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Tabel 6.1. Keselarasan Antara Strategi Dan Arah Kebijakan Dengan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Setiap Misi 
 

MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

Misi I : 

Meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia 
pembangun yang 
unggul dan mandiri 
berdasarkan Ilmu 
Pengetahuan dan 
teknologi (IPTEK) dan 
Iman dan Taqwa 
(IMTAQ). 

Terwujudnya 
kualitas sumber 
daya manusia 
pembangun yang 
unggul dan mandiri 
berdasarkan Ilmu 
Pengetahuan dan 
teknologi (IPTEK) 
dan Iman dan Taqwa 
(IMTAQ). 

Terwujudnya perilaku masyarakat yang 

religius, beradab dan berbudaya serta 

rukun antar suku dan ummat beragama 

Meningkatkan kehidupan beragama dan kerukunan 

antar suku dan ummat beragama 
Meningkatkan perlindungan dan pembinaan kehidupan beragama 
dan kerukunan antar ummat beragama 

Menumbuhkembangkan adat, budaya dan kearifan 

lokal dalam masyarakat 
Re-Covery pemahaman dan implementasi nilai-nilai adat, budaya 
dan kearifan dalam semua aspek kehidupan sosial 
kemasyarakatan 

Meningkatkan kerukunan hidup masyarakat Meminimalisir potensi-potensi yang dapat memicu terjadinya 
konflik-konflik di masyarakat 

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya 
Manusia Pembangun 

Meningkatkan cakupan dan kualitas 
penyelenggaraan pendidikan formal dan non 
formal 

Memfasilitasi dan mendorong semua lapisan masyarakat dan 
dunia usaha untuk senantiasa memanfaatkan sarana dan 
prasarana pendidikan formal dan non formal agar meningkat 
penguasaan ilmu pengetahuan, kompetensi dan daya saing 

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan formal dan 
non formal 

Meningkatkan minat baca masyarakat 

Meningkatkan kreativitas dan prestasi generasi 
muda 

Memfasilitasi dan mendorong peningkatan kapasitas kegiatan 
kepemudaan dan olah raga 

Meningkatnya penguasaan dan 
pemanfaatan ilmu pengetahuan dan 
teknologi 

Meningkatkan kemampuan, keahlian, 
kompetensi dan daya saing masyarakat 

Menumbuhkembangkan penguasaan dan pemanfaatan teknologi 
berbasis sumber daya lokal 

Meningkatnya Derajat Kesehatan 
Masyarakat 

Meningkatkan pelayanan dan penyuluhan 
kesehatan terhadap ibu hamil dan nifas 

Mengintensifkan pertolongan persalinan serta perawatan 
kesehatan bagi ibu hamil dan nifas 

 Meningkatkan pelayanan dan penyuluhan 
tentang kesehatan anak balita 

Menintensifkan pelaksanaan imunisasi dan perawatan kesehatan 
anak balita 

Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan 
kesehatan masyarakat 

Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta Kualitas dan Kuantitas 
Pelayanan Kesehatan 

Meningkatkan pelayanan kesehatan dan pola hidup sehat 
masyarakat 

Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan Keluarga 
Berencana 
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MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

Misi II :  

Meningkatkan 

perekonomian 

Tapanuli Selatan yang 

berbasis pertanian 

dan ekonomi 

kerakyatan melalui 

optimalisasi 

pemanfaatan dan 

pengelolaan sumber 

daya alam yang 

produktif dan 

berwawasan 

lingkungan 

Meningkatnya 

kesejahteraan 

masyarakat Tapanuli 

Selatan yang 

berbasis pertanian 

dan ekonomi 

kerakyatan melalui 

optimalisasi 

pemanfaatan dan 

pengelolaan sumber 

daya alam yang 

produktif dan 

berwawasan 

lingkungan 

Meningkatnya Pertumbuhan 

Pendapatan Masyarakat 

Ekstensifikasi dan intensifikasi sektor-sektor 

perekonomian utama masyarakat 

Meningkatkan pengelolaan pertanian tanaman pangan dan 

hortikultura, perikanan, perkebunan dan peternakan 

Menumbuhkembangkan kawasan industri, aneka industri 

Meningkatkan kapasitas dan daya saing 

masyarakat dalam pengembangan aneka 

industri 

Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya 

alam produktif 

Menjamin ketersediaan, distribusi dan keterjangkuan sarana dan 

prasarana produksi 

Meningkatkan ketahanan pangan dan 

ketersediaan kebutuhan strategis lainnya 

Meningkatkan produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura 

perikanan, perkebunan dan peternakan serta penganekaragaman 

pangan 

Memfasilitasi dan mendorong peningkatan 

pemasaran produk sektor-sektor 

perekonomian daerah 

Meningkatkan kualitas dan daya saing serta promosi dan 

pemasaran produk unggulan daerah 

Meningkatkan investasi masuk ke daerah Mendorong dan memfasilitasi investasi masuk ke daerah 

Menurunnya Ketimpangan 

Pendapatan Masyarakat di Daerah 

Mendorong dan memfasilitasi peningkatan 

pendapatan masyarakat berpenghasilan 

rendah 

Memberlakukan kebijakan-kebijakan teknis yang mendorong 

pemakaian produk lokal serta tenaga kerja lokal 

Meningkatnya jumlah penduduk di 

atas garis kemiskinan dan menurunnya 

tingkat pengangguran terbuka 

Mengoptimalkan upaya penanggulangan 

kemiskinan 

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu 

Menumbuhkembangkan badan usaha daerah, lumbung desa, 

UMKM dan koperasi 

Menumbuhkembangkan sektor perdagangan dan jasa 

Meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga 

kerja 

Menumbuhkembangkan lapangan kerja melalui peningkatan iklim 

usaha dan akses permodalan 

Meningkatkan kemampuan, kesempatan dan kemandirian 

berusaha serta kerjasama dengan badan usaha dalam penyaluran 

dan perlindungan ketenagakerjaan 

Meningkatnya Pertumbuhan Usaha 

Baru 

Mendorong dan Memfasilitasi Tumbuhnya 

Usaha-Usaha Baru di Masyarakat 

Memfasilitasi Akses Permodalan dan Perizinan serta Pembinaan 

Bagi Usaha-Usaha Baru 
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MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

Misi III :  

Melanjutkan 

pembangunan 

infrastruktur daerah 

dengan 

memanfaatkan 

sumber daya di daerah 

dan pemerintah 

atasan serta 

meningkatkan 

ketersediaan sarana 

dan prasarana, 

fasilitas sosial dan 

umum masyarakat. 

Meningkatnya 

pembangunan 

infrastruktur yang 

berkelanjutan dan 

ketersediaan 

ketersediaan sarana 

dan prasarana, 

fasilitas sosial dan 

umum masyarakat 

Meningkatnya Anggaran Pusat dan 

Provinsi di Daerah 

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama 

pembangunan dengan Pemerintah Atasan 

Memenuhi dan melengkapi persyaratan-persyaratan dalam 

pengusulan anggaran pemerintah atasan 

Meningkatnya Pembangunan Jalan ke 

Permukiman Masyarakat 

Meningkatkan dan Mendorong Pembangunan 

Jalan ke Permukiman Masyarakat 

Menuntaskan Pembangunan Jalan ke Permukiman Masyarakat 

Minimal Dapat Dilalui Kenderaan Roda 4 

Terpenuhinya Kantor Satuan 

Organisasi Perangkat Daerah di Pusat 

Pemerintahan Kabupaten Tapanuli 

Selatan 

Mengupayakan Pembangunan Kantor Satuan 

Kerja Perangkat Daerah melalui Dana APBD 

dan/atau dari Pemerintah Atasan 

Mengoptimalkan Penggunaan APBD Kabupaten dan Pengusulan 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran dari Pemerintah 

Atasan 

Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan 

Prasarana, Fasilitas Sosial dan Umum 

Masyarakat serta Tertatanya Kawasan 

Permukiman Kumuh 

Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan 

fasilitas pelayanan umum lainnya 

Melanjutkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur daerah 

melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Dunia Usaha dan 

Partisipasi Masyarakat 

Mengoptimalkan pendayagunaan dana desa dan partisipasi 

masyarakat dalam rangka penanganan infrastruktur di desa 

Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana, fasilitas sosial 

dan umum yang terbangun 

Meminimalisir adanya lingkungan permukiman 

kumuh 

Melakukan penataan terhadap lingkungan permukiman kumuh 

Meningkatkan ketaatan terhadap penataann 

ruang daerah. 

Meningkatkan cakupan dan kualitas regulasi penataan ruang 

daerah 

Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dan 

berwawasan lingkungan 

Optimalisasi pencegahan, penanggulangan dan 

pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup 

Meningkatkan pengendalian dan perlindungan sumber daya alam 

Meningkatkan cakupan dan kualitas serta penerapan regulasi 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

Meningkatkan pencegahan dan 

penanggulangan bencana di daerah 

Meningkatkan mitigasi bencana, cakupan tanggap darurat dan 

penanganan pasca bencana 
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MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

Misi IV : 

Meningkatkan kinerja 

pemerintahan daerah 

melalui reformasi 

birokrasi yang 

berkelanjutan guna 

mewujudkan tata 

kelola pemerintahan 

yang baik, bersih dan 

berwibawa 

Meningkatnya tata 

kelola pemerintahan 

daerah dan desa 

yang baik, bersih 

dan berwibawa 

Terpenuhinya tata kelola 

pemerintahan daerah yang baik dan 

pelayanan umum sesuai dengan 

standar pelayanan minimal 

Meningkatkan kualitas manajemen 

pemerintahan daerah 

Meningkatkan kapasitas, kualitas dan kesejahteraan aparatur 

pemerintahan daerah 

Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam 

administrasi pemerintahan dan pelayanan publik 

Meningkatkan kualitas pengelolaan 

administrasi dan keuangan daerah 

Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah 

Reformasi birokrasi yang berkelanjutan 

Meningkatkan kuantitas dan kualitas 

pelayanan umum 

Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kependudukan 

Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip daerah secara baku 

Meningkatnya kapasitas dan kualitas 

tata kelola pemerintahan desa 

Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan 

desa 

Meningkatkan kapasitas, kualitas dan kesejahteraan aparatur 

pemerintahan desa 

Meningkatkan kapasitas lembaga 

pemerintahan desa 

Memfasilitasi dan mendorong pemenuhan sarana dan prasarana 

untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa 

Terpenuhinya penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah yang bersih 

dan berwibawa 

Meningkatkan pengawasan terhadap 

pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah 

Meningkatkan cakupan dan kualitas serta penegakan hukum di 

daerah 

Meminimalisir kesalahan kesalahan dalam 

penganggaran, pelaksanaan serta administrasi 

program kegiatan 

Memperketat pengawasan internal terhadap penganggaran, 

pelaksanaan serta administrasi program kegiatan 

Meningkatkan kompetensi tenaga pemeriksa 

dan aparatur pengawasan 

Mendorong dan memfasilitasi tenaga pemeriksa dan aparatur 

mengawasan untuk mengikuti diklat tentang pemeriksaan dan 

pengawasan 

Meningkatnya kehidupan 

berdemokrasi 

Meningkatkan sinergitas antar lembaga dan 

masyarakat dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah 

Meningkatkan ketertiban dan ketenteraman umum serta 

kehidupan berdemokrasi 

Peningkatan partisipasi politik dalam 

masyarakat 

Menumbuhkembangkan budaya politik dan demokrasi yang baik 

dalam masyarakat 

Menumbuhkembangkan lembaga dan kegiatan 

sosial kemasyarakatan 

Mendorong dan memfasilitasi lembaga-lembaga dan kegiatan 

sosial kemasyarakatan 
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MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

Misi V :  

Meningkatkan 

standard hidup layak, 

keamanan dan 

kenyamanan bagi 

seluruh lapisan 

masyarakat. 

Terwujudnya 

standard hidup 

layak, keamanan 

dan kenyamanan 

bagi seluruh lapisan 

masyarakat. 

Terpenuhinya kebutuhan sandang, 

pangan dan perumahan yang layak 

bagi bagi seluruh lapisan masyarakat 

Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air 

minum dan air bersih bagi masyarakat 

Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana air minum dan 

air bersih 

Meningkatkan pemenuhan sarana dan 

prasarana sanitasi bagi masyarakat 

Meningkatkan pembangunan serta mendorong masyarakat untuk 

memperoleh sanitasi dasar 

Meningkatkan cakupan layanan rumah layak 

huni yang terjangkau 

Mendorong dan memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan 

rumah layak huni dan terjangkau 

Meningkatkan kepastian kepemilikan tanah 

bagi masyarakat 

Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh 

status tanah serta penyelesaian sengketa tanah 

Berkurangnya angka kriminalitas dan 

penyakit masyarakat lainnya 

Meningkatkan perlindungan hidup bagi seluruh 

lapisan masyarakat 

Meningkatkan sinergitas antar lembaga dan masyarakat dalam 

upaya pengendalian dan penegakan hukum di daerah 

Menurunkan angka Penyandang Masalah-

Masalah Kesejahteraan Sosial 

Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial serta 

pemberdayaan terhadap masyarakat Penyandang Masalah-

Masalah Kesejahteraan Sosial 

Meningkatnya pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak 

Meningkatkan pemberdayaan perempuan 

dalam pembangunan dan pemerintahan 

Mendorong lahirnya regulasi dan impelementasi 

pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan pemerintahan 

Meningkatkan peran dan partisipasi 

perempuan dalam masyarakat dan dunia usaha 

Mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam lembaga 

non pemerintahan 

Meningkatkan perlindungan anak. Meningkatkan perlindungan dan jaminan hak-hak anak agar dapat 

hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 
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6.3. Arah Kebijakan Pembangunan Per tahun 

6.3.1. Arah Kebijakan Tahun Pertama RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan (Tahun 

2016) 

Arah kebijakan pembangunan tahun pertama difokuskan pada upaya 

untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan menahun dan 

mendesak untuk segera ditangani, antara lain: peningkatan kualitas pendidikan, 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan pertanian tanaman 

pangan dan hortikultura, perikanan, perkebunan, peternakan dan industri, 

penguatan tata kelola pemerintahan, penguatan ekonomi kerakyatan, 

pengembangan infrastruktur transportasi, permukiman, sumber daya air, dan 

yang menunjang investasi serta perekonomian masyarakat. Selain itu, upaya 

pembenahan birokrasi pemerintahan yang dapat menjamin proses pelayanan 

publik yang akuntabel dan transparan.  

 

6.3.2. Arah Kebijakan Tahun Kedua RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan (Tahun 

2017) 

Arah kebijakan pembangunan tahun kedua merupakan lanjutan dari 

tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-

2021. Penanganan permasalahan pembangunan yang mendesak seperti 

infrastruktur, pendidikan, kesehatan, prasarana layanan umum lainnya terus 

dilaksanakan secara konsisten untuk memastikan adanya penyelesaian yang 

komprehensif terhadap permasalahan tersebut. Peningkatan kualitas pelayanan 

pendidikan, kesehatan terus dilaksanakan penyempurnaan dan perbaikan 

terhadap sistem dan mekanisme pelayanan yang diberikan. Peningkatan 

pemenuhan standar hidup layak bagi masyarakat, peningkatan kapasitas 

aparatur pemerintahan melalui peningkatan kualitas aparatur daerah dan 

pemerintahan desa yang lebih baik terus dilakukan agar terwujud pemerintahan 

daerah yang bersih dan berwibawa. Upaya untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan daerah perlu terus ditingkatkan dengan cara 

meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, mendorong 

penggunaan dana desa untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat, 

pemberdayaan berbasis gender, dan pemberdayaan tokoh masyarakat dan 

lembaga kepemudaan.  
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6.3.3. Arah Kebijakan Tahun Ketiga RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan (Tahun 

2018) 

Arah kebijakan pembangunan tahun ketiga dilaksanakan untuk 

memastikan kesinambungan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam 

periode pembangunan tahun pertama dan kedua dengan tetap menekankan 

pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan pemerintahan daerah. Kebijakan 

pembangunan daerah tetap menekankan kepada pengembangan infrastruktur, 

pendidikan, kesehatan, pertanian, pemantapan tata kelola ekonomi, sosial dan 

budaya untuk mendukung tata kehidupan yang mandiri dan berdaya saing. 

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan sudah 

menjadi sistem pelayanan yang melembaga pada dinas/instansi terkait yang 

didukung oleh unit-unit kerja terkait lainnya. Melakukan inovasi teknologi yang 

mendukung pembangunan sektor-sektor pembangunan dan pemerintahan, 

peningkatan pemerintahan yang bersih dan berwibawa diharapkan sudah 

menunjukkan hasil nyata terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang 

lebih efisien dan efektif. Pemenuhan standar hidup layak bagi masyarakat 

semakin diintensifkan antara lain melalui pembangunan rumah tidak layak huni, 

pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, penataan lingkungan permukiman 

kumuh, peningkatan pelayanan publik yang dapat diukur secara langsung 

berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan. 

 

6.3.4. Arah Kebijakan Tahun Keempat RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan 

(Tahun 2019) 

Arah kebijakan pembangunan tahun keempat adalah untuk memantapkan 

capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya 

dengan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada upaya-upaya 

yang dilakukan pemerintah daerah. Pembangunan infrastruktur khususnya yang 

mendukung pengembangan sektor-sektor perekonomian lainnya terus 

diintensifkan, Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun 

keempat diarahkan pada upaya untuk pemantapan tata kelola, pendidikan, 

kesehatan, pertanian, pengembangan ekonomi, sosial dan budaya agar terwujud 

pembangunan yang berkelanjutan. Inovasi teknologi dalam pembangunan 

semakin diintensifkan, pemenuhan standar hidup layak sudah menjadi prioritas 

daerah, sinergitas kebijakan, program dan kebijakan antar bidang dilakukan 

dalam rangka mewujudkan Kabupaten Tapanuli Selatan yang maju dan mandiri. 
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6.3.5. Arah Kebijakan Tahun Kelima RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan (Tahun 

2020) 

Tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 

2016-2021 merupakan tahap evaluasi terhadap pencapaian hasil dari tahun 

pertama sampai ke empat. Pada tahun ke lima merupakan  tahap konsolidasi 

intensif bagi pemerintah daerah untuk memperkirakan kemungkinaan 

pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan 

target yang ditetapkan. Arah kebijakan pembangunan tahun kelima difokuskan 

pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya 

yang berkeadilan dan ramah lingkungan sebagai masyarakat yang mandiri dan 

berdaya saing serta tetap memperhatikan kebutuhan infrastruktur daerah. 

Capaian pembangunan daerah pada tahun kelima menjadi dasar untuk 

mengintesifkan pencapaian target pada tahun ke enam. Pelaksanaan kebijakan, 

program dan kegiatan pada tahun kelima diarahkan pada upaya untuk 

mengoptimalkan capaian target program-program prioritas sehingga pada tahun 

keenam difokuskan pada penyempurnaan pencapaian target pada semua 

sektor/bidang yang ditetapkan dalam RPJMD. 

 

6.3.6. Arah Kebijakan Tahun Keenam RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan (Tahun 

2021) 

Tahun keenam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 

2016-2021 merupakan tahap konsolidasi untuk memastikan terjadinya 

perubahan dan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah 

sesuai dengan target yang ditetapkan. Arah kebijakan pembangunan tahun 

keenam difokuskan pada pelembagaan tata kelola pemerintahan, ekonomi, 

sosial dan budaya yang berkeadilan dan ramah lingkungan sebagai masyarakat 

yang mandiri dan berdaya saing. Selain itu, capaian pembangunan daerah pada 

tahun kelima menjadi dasar (baseline) untuk penyusunan rencana dan kebijakan 

pembangunan pada periode kelima pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tapanuli 

Selatan Tahun 2005-2025. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada 

tahun keenam tetap diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian 

pembangunan di masing-masing bidang/sektor dengan memperhatikan program-

program prioritas yang perlu dipercepat pencapaian targetnya. 
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BAB VII 
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN 

 

 

Berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan dari 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli 

Selatan Tahun 2005-2025, maka RPJMD tahun 2016-2021 ini merupakan 

Tahap ke 3 yang ditujukan kepada pemantapan pembangunan secara 

menyeluruh dengan penekanan pada pembangunan daya saing kompetitif 

perekonomian berlandaskan pada keunggulan sumber daya alam dan sumber 

daya manusia yang berkualitas yang memiliki kemampuan dan penguasaan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat. 

 

Sejalan dengan tercipta dan terpeliharanya rasa aman, damai dan 

tumbuhnya demokratisme masyarakat yang ditandai dengan semakin 

berkembangnya nilai-nilai demokrasi ditengah-tengah masyarakat serta 

tumbuhnya sumber daya manusia yang berkualitas hasil dari rencana 

pembangunan jangka menengah tahap-I (RPJMD Tahun 2006-2010) dan 

tahap-II (RPJMD Tahun 2011-2015), maka kondisi Kabupaten Tapanuli Selatan 

sudah berada pada posisi yang cukup baik untuk menumbuhkan dan memacu 

daya saing melalui transformasi daya saing komparatif berbasis sumber daya 

alam produktif dan lestari serta sumber daya manusia yang unggul. 

 

Untuk itu, pemantapan struktur ekonomi dan keseimbangan persebaran 

pertumbuhan sektor-sektor antar wilayah melalui peningkatan keterpaduan 

sektor industri manufaktur (sektor sekunder) dengan sektor pertanian, kelautan 

dan sumber daya alam lainnya (sektor primer) serta sektor jasa-jasa yaitu 

keuangan, perdagangan, dan transportasi (sektor tersier) yang didukung oleh 

ketersediaan sumber daya alam produktif yang berkelanjutan akan 

menciptakan daya saing yang tangguh.  
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Ketersediaan infrastruktur yang mantap sesuai dengan rencana tata 

ruang Kabupaten Tapanuli Selatan yang meliputi mantapnya jaringan jalan 

terutama kearah kantong-kantong produksi dan daerah pemasaran, 

terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal (tersedia sepanjang hari) dan 

efisien (tarif yang realistik) baik untuk kebutuhan industri/sektor bisnis maupun 

rumah tangga, tersedia pasokan air baik air minum/bersih maupun air irigasi 

merupakan kondisi penting yang harus dijamin pemenuhannya oleh Pemerintah 

Kabupaten Tapanuli Selatan melalui ilmplementasi rencana pembangunan 

jangka menengah tahap ketiga ini.  

 

Optimalisasi penggunaan teknologi informasi baik dalam 

kepemerintahan maupun dalam dunia pendidikan, organisasi bisnis dan lain-

lain diharapkan dapat ditumbuhkembangkan dengan baik. Sehubungan dengan 

itu, pemerintah daerah akan memberikan dukungan fasilitas dan motivasi 

kepada lembaga-lembaga yang membangun infrastruktur teknologi yang 

memadai untuk meningkatkan kemampuan aksesnya terhadap perkembangan 

informasi sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja pemerintahan 

daerah.  

 

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJM) 2016-2021, Pemerintah Kabupaten Tapanuli 

Selatan telah menetapkan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan 

pada setiap misi sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan berdasarkan 

lampiran yang terdapat pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, yang dalam hal ini akan dijabarkan dan dilaksanakan 

oleh masing-masing SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Tapanuli Selatan.  

 

Program pembangunan daerah yang disusun dalam RPJMD Kabupaten 

Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021 terdiri dari 3 jenis program yang 

dilaksanakan oleh SKPD/Unit kerja yang berwenang sesuai dengan bidang 

kewenangannya. Program program tersebut adalah : 
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1.  Program SKPD adalah merupakan program yang dirumuskan berdasarkan 

tugas dan fungsi SKPD. 

2.  Program lintas SKPD adalah merupakan program yang melibatkan lebih dari 

satu SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang 

ditetapkan  

3.  Program kewilayahan adalah merupakan program pembangunan daerah 

untuk terciptanya keterpaduan, keserasian, keseimbangan laju pertumbuhan 

dan keberlanjutan pembangunan antar sektor/bidang, antar wilayah dan 

antar kawasan dalam kecamatan di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. 

 

Penetapan Kebijakan Umum dan program pembangunan daerah 

berdasarkan urusan yang disesuaikan dengan Visi dan Misi pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahap 3 

periode tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut : 

 

Adapun arah kebijakan dan program pembangunan dalam rangka 

mencapai sasaran yang ditetapkan adalah sebagaimana pada Tabel berikut ; 
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Tabel 7.1. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Untuk Misi 1 

SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Capaian Kinerja 
Program Prioritas 

Pembangunan 
Bidang Urusan 

SKPD Penanggung 
Jawab 

Kondisi Awal 
(2016) 

Kondisi Akhir 
(2021) 

Terwujudnya perilaku 
masyarakat yang 
religius, beradab dan 
berbudaya serta rukun 
antar suku dan ummat 
beragama 

Meningkatkan kehidupan 
beragama dan kerukunan 
antar suku dan ummat 
beragama 

Meningkatkan perlindungan dan 
pembinaan kehidupan beragama 
dan kerukunan antar ummat 
beragama 

Rasio Tempat Ibadah Per Satuan 
Penduduk (Per 1000 Penduduk) 

3,00 3,00 Program Pelaksanaan Tugas 
Pemerintahan Umum Bidang 
Kemasyarakatan 

Pemerintahan Seluruh SKPD 

Persentase kelompok pembinaan 
keagamaan di masyarakat (%) 

10,00 35,00 

Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar 
Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%) 

61,67 70,00 

Menumbuhkembangkan 
adat, budaya dan kearifan 
lokal dalam masyarakat 

Re-Covery pemahaman dan 
implementasi nilai-nilai adat, 
budaya dan kearifan dalam semua 
aspek kehidupan sosial 
kemasyarakatan 

Persentase kelompok pembinaan adat 
budaya di masyarakat (%) 

50,00 75,00 Program Pengembangan Nilai 
Budaya 

Kebudayaan Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan 

Jumlah Group Kesenian (Group)  14,00   23,00  Program Pengelolaan 
Kekayaan Budaya 

Kebudayaan Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan Jumlah Gedung Kesenian (Unit)  1,00   3,00  

Persentase kelompok pembinaan adat 
budaya di masyarakat (%) 

50,00 75,00 

Penyelenggaraan Festival Seni Budaya 
(Kali) 

50,00 75,00 Program Pengelolaan 
Keragaman Budaya 

Kebudayaan Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan 

Sarana Penyelenggaraan Seni dan 
Budaya (Unit) 

1,00 2,00 

Benda, Situs dan Kawasan Cagar 
Budaya Yang Dilestarikan (Unit) 

- 1,00 Program Pengembangan 
Kerjasama Pengelolaan 
Kekayaan Budaya 

Kebudayaan Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan 

Meningkatkan kerukunan 
hidup masyarakat 

Meminimalisir potensi-potensi yang 
dapat memicu terjadinya konflik-
konflik di masyarakat 

Persentase penanganan kasus sara (%) 100,00 100,00 Program Peningkatan 
Keamanan dan Kenyamanan 
Lingkungan 

Ketentraman, 
Ketertiban Umum 
Serta Perlindungan 
Masyarakat 

Kantor Kesatuan 
Bangsa dan Politik Persentase Penyelesaian Konflik (%) 75,00 90,00 

Meningkatnya Kualitas 
Sumber Daya Manusia 
Pembangun 

Meningkatkan cakupan 
dan kualitas 
penyelenggaraan 
pendidikan formal dan non 
formal 

Memfasilitasi dan mendorong 
semua lapisan masyarakat dan 
dunia usaha untuk senantiasa 
memanfaatkan sarana dan 
prasarana pendidikan formal dan 
non formal agar meningkat 
penguasaan ilmu pengetahuan, 
kompetensi dan daya saing 

Tersedianya beasiswa lulusan 
SMA/MK/MA untuk melanjut ke PTN, 
Mahasiswa berprestasi ke Luar Negeri, 
Mahasiswa S1 putra/i daerah (%) 

100.00 100.00 Program Manajemen 
Pelayanan Pendidikan 

Pendidikan Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan 

Rasio Lulusan Sarjana (per 10.000 
penduduk) 

0,02 0,03 

Guru Yang Memiliki Kualifikasi S1/D-IV 
(%) 

77,61 84,93 Program Peningkatan Mutu 
Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan 

Pendidikan Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan 

Jumlah guru yang bersertifikat (orang) 2.092,00 4.465,00 
Jumlah guru yang memenuhi 
Kompetensi (Orang) 

1.438,00 1.861,00 

Tersedianya beasiswa lulusan 
SMA/SMK/MA untuk melanjutkan ke 
PTN, mahasiswa berprestasi ke luar 
negeri mahasiswa S1 putra daerah (%) 

100,00 100,00 Program Peningkatan Mutu 
Pendidikan 

Pendidikan Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan 
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SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Capaian Kinerja 
Program Prioritas 

Pembangunan 
Bidang Urusan 

SKPD Penanggung 
Jawab 

Kondisi Awal 
(2016) 

Kondisi Akhir 
(2021) 

   Angka Melek Huruf (%) 99,93 99,95 Program Pendidikan Luar Biasa Pendidikan Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Angka Rata-Rata Lama Sekolah {Tahun} 8,76 9,85 

Meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan pendidikan formal 
dan non formal 

APK PAUD (%) 21,77 27,13 Program Pendidikan Anak Usia 

Dini 

Pendidikan Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Persentase Cakupan PAUD (%) 21,77 27,13 

Angka Melek Huruf (%) 99,93 99,95 Program Wajib Belajar 

Pendidikan Dasar Sembilan 
Tahun 

Pendidikan Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Angka Rata-Rata Lama Sekolah {Tahun} 8,76 9,85 

Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun) 13,81 15,53 

APK SD/MI (%) 109,44 104,12 

APK SMP/MTs (%) 88,93 95,51 

Angka Pendidikan Yang Ditamatkan 
SD/MI (%) 

25,81 36,26 

Angka Pendidikan Yang Ditamatkan 
SMP/MTs (%) 

17,91 23,77 

APM SD/MI (%) 97,31 98,63 

APM SMP/MTs (%) 83,31 94,12 

Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk 
Usia Sekolah SD/MI 

1 : 135 1 : 135 

Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk 

Usia Sekolah SMP/MTs 

1 : 233 1 : 174 

Rasio Guru Terhadap Murid SD/MI 1 : 15 1 : 15 

Rasio Guru Terhadap Murid SMP/MTs 1 : 10 1 : 10 

Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Baik 

(%) 

82,13 94,68 

Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi 
Baik (%) 

68,41 93,76 

Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI 
(%) 

0,41 0,23 

Persentase Angka Putus Sekolah 
SMP/MTs (%) 

0,56 0,45 

Persentase Angka Kelulusan SD/MI  (%) 99,59 100,00 

Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs 
(%) 

100,00 100,00 

Persentase Angka Melanjutkan SD/MI 
ke SMP/MTs (%) 

94,56 98,54 
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SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Capaian Kinerja 
Program Prioritas 

Pembangunan 
Bidang Urusan 

SKPD Penanggung 
Jawab 

Kondisi Awal 
(2016) 

Kondisi Akhir 
(2021) 

   APK SMA/MA/SMK (%) 67,81 - Program Pendidikan 

Menengah 

Pendidikan Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan 
SMA/MA/SMK (%) 

18,54 - 

APM SMA/MA/SMK (%) 58,39 - 

Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk 

Usia Sekolah SMA/SMK/MA  

1 :351 - 

Rasio Guru Terhadap Murid 
SMA/SMK/MA 

1 : 11 - 

Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA 
Kondisi Baik (%) 

85,05 - 

Persentase Angka Putus Sekolah 
SMA/SMK/MA (%) 

1,71 - 

Persentase Angka Kelulusan 
SMA/SMK/MA (%) 

100,00 - 

Persentase Angka Melanjutkan 

SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%) 

82,54 - 

Rombel Melanjutkan putus sekolah 

SD/MI ke SMP/MTs (%) melalui Paket B 

4,00 4,00 Program Pendidikan Non 

Formal 

Pendidikan Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan 

Angka Melek Huruf (%) 99,93 99,95 

Meningkatkan minat baca 
masyarakat 

Jumlah Pengunjung Perpustakaan 
Pertahun (Orang) 

 56.343   71.808  Program Pengembangan 
Budaya Baca dan Pembinaan 
Perpustakaan 

Pendidikan Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan 

Jumlah Tenaga Perpustakaan (Orang) 3,75 4,79 

Jumlah Perpustakaan (Unit) 119,00 157,00 Program Pembinaan dan 
Pengembangan Perpustakaan 

Perpustakaan Kantor 
Perpustakaan dan 

Arsip Daerah 
Jumlah Pengunjung Perpustakaan 

Pertahun (Orang) 

 56.343   71.808  

Jumlah Tenaga Perpustakaan (Orang) 3,75 4,79 

Meningkatkan kreativitas 
dan prestasi generasi 
muda 

Memfasilitasi dan mendorong 
peningkatan kapasitas kegiatan 
kepemudaan dan olah raga 

Partisipasi Masyarakat Dalam 
Pelaksanaan Pembangunan Daerah (%) 

0,67 2,00 Program Peningkatan 
Keberdayaan Masyarakat 
Pedesaan 

Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

Bappemas Pemdes 

Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
(LPM) 

0,06 0,09 

Persentase Desa berstatus 
Swasembada (%) 

26,63 32,67 
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SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Capaian Kinerja 
Program Prioritas 

Pembangunan 
Bidang Urusan 

SKPD Penanggung 
Jawab 

Kondisi Awal 
(2016) 

Kondisi Akhir 
(2021) 

   Partisipasi Masyarakat Dalam Proses 

Pembangunan Daerah (%) 

0,67 2,00 Program Peningkatan 

Partisipasi Masyarakat Dalam 
Membangun Desa 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa 
Bappemas Pemdes 

Persentase Desa berstatus 

Swasembada (%) 

26,63 32,67 

Jumlah Organisasi Pemuda (Organisasi) 40,00 44,00 Program Pengembangan dan 
Keserasian Kebijakan Pemuda 

Kepemudaan dan 
Olah Raga 

Dinas Pemuda OR 
dan Pariwisata Jumlah Kegiatan Kepemudaan 

(Kegiatan) 
11,00 19,00 

Jumlah Kegiatan Kepemudaan 

(Kegiatan) 

11,00 19,00 Program Peningkatan Peran 

Serta Kepemudaan 

Kepemudaan dan 
Olah Raga 

Dinas Pemuda OR 
dan Pariwisata 

Jumlah Kegiatan Olahraga (Kegiatan) 11,00 20,00 Program Peningkatan Upaya 

Penumbuhan Kewirausahaan 
dan Kecakapan Hidup Pemuda 

Kepemudaan dan 
Olah Raga 

Dinas Pemuda OR 
dan Pariwisata Jumlah Organisasi Pemuda (Organisasi) 40,00 44,00 

Jumlah Kegiatan Olahraga (Kegiatan) 11,00 20,00 Program Pengembangan 

Kebijakan dan Manajemen 
Olahraga 

Kepemudaan dan 
Olah Raga 

Dinas Pemuda OR 
dan Pariwisata Jumlah Klub Olah Raga (Klub) 21,00 27,00 

Jumlah Klub Olah Raga (Klub) 21,00 27,00 Program Pembinaan dan 
Pemasyarakatan Olahraga 

Kepemudaan dan 
Olah Raga 

Dinas Pemuda OR 
dan Pariwisata Jumlah Kegiatan Olahraga (Kegiatan) 11,00 20,00 

Jumlah Gedung Olah Raga (Unit) 4,00 6,00 Program Peningkatan Sarana 
dan Prasarana Olahraga 

Kepemudaan dan 
Olah Raga 

Dinas Pemuda OR 
dan Pariwisata Jumlah Lapangan Olah Raga (Unit) 74,00 77,00 

Jumlah Kegiatan Kepemudaan 
(Kegiatan) 

11,00 19,00 Program Pembinaan dan 
Pengembangan Kepemudaan 
dan Olah Raga 

Kepemudaan dan 
Olah Raga 

Dinas Pemuda OR 
dan Pariwisata 

Jumlah Kegiatan Olahraga (Kegiatan) 11,00 20,00 

Meningkatnya 
penguasaan dan 

pemanfaatan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi 

Meningkatkan 
kemampuan, keahlian, 

kompetensi dan daya saing 
masyarakat 

Menumbuhkembangkan 
penguasaan dan pemanfaatan 

teknologi berbasis sumber daya 
lokal 

Prduktivitas Padi Sawah (Kw/Ha) 50,10 50,90 Program Peningkatan 
Penerapan Teknologi 

Pertanian/Perkebunan 

Pertanian Dinas Pertanian 

TPH Prduktivitas Padi Gogo (Kw/Ha) 30,40 30,40 

Prduktivitas Jagung (Kw/Ha) 44,46 44,46 

Prduktivitas Kedelai (Kw/Ha) 9,40 9,40 

Prduktivitas Ubi Kayu (Kw/Ha) 331,50 331,50 

Produktivitas Tanaman Karet (Kg/Ha) 799,77 804,16 

Produktivitas Tanaman Sawit (Kg/Ha)  19.275   20.758  

Produktivitas Tanaman Kakao (Kg/Ha) 877,34 900,24 

Produktivitas Tanaman Aren (Kg/Ha) 1.344,00 1.419,96 

Produktivitas Tanaman Kelapa (kg/Ha) 531,88 548,30 
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 

SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Capaian Kinerja 
Program Prioritas 

Pembangunan 
Bidang Urusan 

SKPD Penanggung 
Jawab 

Kondisi Awal 
(2016) 

Kondisi Akhir 
(2021) 

   Persentase Masyarakat Pengguna 

Teknologi Tepat Guna Sektor Pertanian 
dan Perkebunan (%) 

10,00 20,00    

Persentase Badan Usaha Milik Desa 
Aktif (%) 

35,00 60,00 Program Pengembangan 
Lembaga Ekonomi Perdesaan 

Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

Bappemas Pemdes 

Persentase Masyarakat Pengguna 

Teknologi Tepat Guna (%) 

10,00 20,00 

Persentase Masyarakat Pengguna 

Teknologi Tepat Guna Sektor 
Peternakan (%) 

10,00 20,00 Program Peningkatan 

Penerapan Teknologi 
Petemakan 

Pertanian Dinas Perkebunan 

dan Peternakan 

Kontribusi industri terhadap PDRB (%) 6,03 4,97 Program Peningkatan 

Kemampuan Teknologi Industri 
Perindustrian Dinas Perindagkop 

Pertumbuhan Industri (%) 2,43 2,43 

Jumlah Industri Kecil (Buah) 59,00 66,00 

Jumlah Industri Rumah Tangga (IRT) 1.071,00 1.101,00 

Persentase Masyarakat Pengguna 

Teknologi Tepat Guna Sektor Industri 
(%) 

10,00 20,00 Program Peningkatan 

Kapasitas Iptek Sistem 
Produksi 

Perindustrian Dinas Perindagkop 

Persentase Hasil Penelitian dan 
Pengembangan Pembangunan Daerah 
Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholders 

(%) 

0,00 75,00 Program Penguatan 
Manajeman Kelitbangan 

Penelitian dan 
Pengembangan 

Bappeda 

Kajian Penelitian Indeks Pembangunan 
Daerah (Dokumen) 

1,00 1,00 

Produktivitas Tanaman Karet (Kg/Ha) 799,77 804,16 Program Pembinaan dan 
Pengembangan Tanaman 

Perkebunan 

Pertanian Dinas Pertanian 
TPH Produktivitas Tanaman Sawit (Kg/Ha)  19.275   20.758  

Produktivitas Tanaman Kakao (Kg/Ha) 877,34 900,24 

Produktivitas Tanaman Aren (Kg/Ha) 1.344,00 1.419,96 

Produktivitas Tanaman Kelapa (kg/Ha) 531,88 548,30 

Meningkatnya Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

Meningkatkan pelayanan 

dan penyuluhan kesehatan 
terhadap ibu hamil dan 
nifas 

Mengintensifkan pertolongan 

persalinan serta perawatan 
kesehatan bagi ibu hamil dan nifas 

Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 

10.000 (KH) 

0,77 0,52 Program Peningkatan 

Keselamatan Ibu Melahirkan 
dan Anak 

Kesehatan Dinas Kesehatan 

Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh 

Tenaga Kesehatan Yang Memiliki 
Kompetensi Kebidanan (%) 

81,71 93,05 

Angka Kelangsungan Hidup Bayi ( Per 

1.000 Kelahiran ) 

990,69 997,61 
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 

SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Capaian Kinerja 
Program Prioritas 

Pembangunan 
Bidang Urusan 

SKPD Penanggung 
Jawab 

Kondisi Awal 
(2016) 

Kondisi Akhir 
(2021) 

   Cakupan KEK ibu hamil (%) 12,00 50,00    

Pemberian makanan pendamping ASI 
pada usia 6-24 bulan (jiwa) 

200,00 5.000,00 

Persentase ibu hamil mendapat 90 
tablet besi (%) 

40,45 46,00 

Persentase ibu hamil yang anemia (%) 0,00 0,00 

Meningkatkan pelayanan 
dan penyuluhan tentang 

kesehatan anak balita 

Menintensifkan pelaksanaan 
imunisasi dan perawatan kesehatan 

anak balita 

Angka Kelangsungan Hidup bayi (Per 
1.000 Kelahiran) 

990,69 997,61 Program Peningkatan 
Pelayanan Kesehatan Anak 

Balita 

Kesehatan Dinas Kesehatan 

Angka Kematian Balita (Per 1.000 
balita) 

1,74 0,91 

Persentase Balita Gizi Buruk (%) 0,18 0,06 

Persentase Balita Gizi Kurang (%) 2,44 1,42 

Rasio Posyandu Per Satuan Balita (Per 
1.000 Balita) 

1 : 74  1 : 52 

Cakupan Balita Gizi Buruk Yang 
Mendapat Perawatan (%) 

100,00 100,00 

Cakupan Kunjungan Bayi Yang 

Memperoleh Pelayanan Kesehatan (%) 

71,24 92,48 

Persentase balita ditimbang berat 

badannya (D/S) (%) 

84,44 100,00 

Persentase Bayi mendapat Kapsul 
Vitamin A (%) 

67,12 80,70 

Persentase balita usia 6-59 bulan 
mendapat kapsul vitamin A (%) 

47,00 56,00 

Meningkatkan cakupan 
dan kualitas pelayanan 
kesehatan masyarakat 

Meningkatkan Sarana dan 
Prasarana serta Kualitas dan 
Kuantitas Pelayanan Kesehatan 

Cakupan ketersediaan dan pemerataan 
obat di Puskesmas dan jaringannya (%) 

100,00 100,00 Program Obat dan Perbekalan 
Kesehatan 

Kesehatan Dinas Kesehatan 

Cakupan pemakaian obat generik (%) 90,00 90,00 Program Pengembangan Obat 
Asli Indonesia 

Kesehatan Dinas Kesehatan 

Cakupan Desa/Kelurahan Universal 

Child Immunizaztion (UCI) (%) 

86,88 90,75 Program Pencegahan dan 

Penanggulangan Penyakit 
Menular 

Kesehatan Dinas Kesehatan 

Cakupan Penemuan dan Penanganan 

Penderita TBC BTA (%) 

83,23 94,45 

Cakupan Penemuan dan Penanganan 
Penderita Penyakit DBD (%) 

100,00 100,00 
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 

SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Capaian Kinerja 
Program Prioritas 

Pembangunan 
Bidang Urusan 

SKPD Penanggung 
Jawab 

Kondisi Awal 
(2016) 

Kondisi Akhir 
(2021) 

   Cakupan Rujukan Masyarakat Miskin 

(%) 

38,65 31,87 Program Pelayanan Kesehatan 

Penduduk Miskin 
Kesehatan Dinas Kesehatan 

Rasio Puskesmas, Pustu dan Pusling Per 

Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk) 

0,32 0,32 Program Pengadaan, 

Peningkatan dan Perbaikan 
Sarana dan Prasarana 
Puskesmas/Puskesmas 

Pembantu dan Jaringannya 

Kesehatan Dinas Kesehatan 

Cakupan Puskesmas Terhadap Jumlah 
Kecamatan (%) 

114,29 106,67 

Cakupan Puskesmas Pembantu 
Terhadap Jumlah Desa (%) 

22,18 22,18 

Rasio Rumah Sakit per Satuan 
penduduk (Per 1000 Penduduk) 

 0,004   0,010  Program Pengadaan, 
Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Rumah Sakit/Rumah 

Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-
Paru/Rumah Sakit Mata 

Kesehatan Dinas Kesehatan 

Rasio Rumah Sakit per Satuan 
penduduk (Per 1000 Penduduk) 

 0,004   0,010  Program Pemeliharaan Sarana 
dan Prasarana Rumah 
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah 

Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit 
Mata 

Kesehatan Dinas Kesehatan 

Angka Usia Harapan Hidup (Tahun) 64,07 65,06 Program Peningkatan 

Pelayanan Kesehatan Lansia 
Kesehatan Dinas Kesehatan 

Meningkatkan pelayanan kesehatan 

dan pola hidup sehat masyarakat 

Angka Usia Harapan Hidup (Tahun) 64,07 65,06 Program Upaya Kesehatan 

Masyarakat 
Kesehatan Dinas Kesehatan 

Cakupan pelayanan kesehatan 
masyarakat miskin (%) 

45,44 66,68 

Cakupan Informasi sadar hidup sehat 
(%) 

100,00 100,00 

Angka Usia Harapan Hidup (Tahun) 64,07 65,06 Program Pengawasan Obat 

dan Makanan 
Kesehatan Dinas Kesehatan 

Angka Usia Harapan Hidup (Tahun) 64,07 65,06 Program Kemitraan 

Peningkatan Pelayanan 
Kesehatan 

Kesehatan Dinas Kesehatan 
Cakupan pelayanan kesehatan 
masyarakat miskin (%) 

45,44 66,68 

Angka Usia Harapan Hidup (Tahun) 64,07 65,06 Program Pengawasan dan 
Pengendalian Kesehatan 
Makanan 

Kesehatan Dinas Kesehatan 

Angka Usia Harapan Hidup (Tahun) 64,07 65,06 Program Perbaikan Gizi 
Masyarakat 

Kesehatan Dinas Kesehatan 
Persentase Balita Gizi Buruk (%) 0,18 0,06 
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 

SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Capaian Kinerja 
Program Prioritas 

Pembangunan 
Bidang Urusan 

SKPD Penanggung 
Jawab 

Kondisi Awal 
(2016) 

Kondisi Akhir 
(2021) 

   Cakupan KEK ibu hamil (%) 12,00 50,00    

Cakupan Informasi sadar hidup sehat 
(%) 

100,00 100,00 Program Promosi Kesehatan 
dan Pemberdayaan 

Masyarakat 

Kesehatan Dinas Kesehatan 

Cakupan Informasi sadar hidup sehat 
(%) 

100,00 100,00 Program Pengembangan 
Lingkungan Sehat 

Kesehatan Dinas Kesehatan 

Rasio Dokter per Satuan Penduduk (Per 
1.000 Penduduk)  

0,17 0,33 Program Standarisasi 
Pelayanan Kesehatan 

Kesehatan Dinas Kesehatan 

Rasio Tenaga Para Medis Per Satuan 
Penduduk (Per 100.000 Penduduk) 

1,48 1,96 

Persentase kecamatan bebas rawan gizi 
(%) 

100,00 100,00 

Mengendalikan laju 

pertumbuhan penduduk 

Meningkatkan cakupan dan kualitas 

pelayanan Keluarga Berencana 

Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga 

(Orang) 

2,10 2,00 Program Keluarga Berencana Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga Berencana 

Badan KB PP& PA 

Rasio Akseptor KB (%) 66,08 73,01 

Persentase Pemakaian Kontasepsi (CPR) 
(%) 

60,70 61,50 

Cakupan Penyuluhan KB (%) 70,00 100,00 

Persentase Pemakaian Kontasepsi (CPR) 
(%) 

60,70 61,50 Program Pelayanan 
Kontrasepsi 

Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga Berencana 

Badan KB PP& PA 

Persentase Kebutuhan ber KB yang 
tidak terpenuhi (%) 

10,48 9,90 

Cakupan Konseling Remaja yang 
bermasalah (%) 

100,00 100,00 Program Kesehatan 
Reproduksi Remaja 

Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga Berencana 

Badan KB PP& PA 

Cakupan Pembina PIK Remaja yang 
terlatih (orang) 

7,00 40,00 

Rasio Akseptor KB (%) 66,08 73,01 Program Pembinaan Peran 

Serta Masyarakat Dalam 
Pelayanan KB/KR Yang Mandiri 

Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga Berencana 

Badan KB PP& PA 

Cakupan Sarana dan prasarana 
pendukung Penyuluhan KB (%) 

92,86 100,00 

Cakupan Penyuluhan KB (%) 70,00 100,00 Program Promosi Kesehatan 
Ibu, Bayi dan Anak Melalui 
Kelompok Kegiatan di 

Masyarakat 

Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga Berencana 

Badan KB PP& PA 

Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 

10.000 (KH) 

0,77 0,52 

Angka Kelangsungan Hidup bayi (Per 
1.000 Kelahiran) 

990,69 997,61 
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 

SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Capaian Kinerja 
Program Prioritas 

Pembangunan 
Bidang Urusan 

SKPD Penanggung 
Jawab 

Kondisi Awal 
(2016) 

Kondisi Akhir 
(2021) 

   Angka Kematian Balita (Per 1.000 

balita) 

1,74 0,91    

Jumlah Pos Yandu Aktif (%) 100,00 100,00 Program Pengembangan 

Model Operasional BKB-
Posyandu-PADU 

Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga Berencana 

Badan KB PP& PA 

Cakupan Pembina PIK Remaja yang 

terlatih (orang) 

7,00 40,00 Program Penyiapan Tenaga 

Pendamping Kelompok Bina 
Keluarga 

Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga Berencana 

Badan KB PP& PA 

Cakupan Konseling Remaja yang 
bermasalah (%) 

100,00 100,00 Program Pengembangan Pusat 
Pelayanan Informasi dan 
Konseling KRR 

Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga Berencana 

Badan KB PP& PA 
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
 

Tabel 7.2. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Untuk Misi 2 

 

SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Capaian Kinerja 
Program Prioritas 

Pembangunan 
Bidang Urusan 

SKPD 
Penanggung 

Jawab 
Kondisi Awal 

(2016) 

Kondisi Akhir 

(2021) 

Meningkatnya 

Pertumbuhan 
Pendapatan 
Masyarakat 

Ekstensifikasi dan 

intensifikasi sektor-sektor 
perekonomian utama 
masyarakat 

Meningkatkan pengelolaan 

pertanian tanaman pangan dan 
hortikultura, perikanan, 
perkebunan dan peternakan 

Rasio Kontribusi Sektor Pertanian 

Terhadap PDRB (%) 

21,93 21,65 Program Peningkatan 

Kesejahteraan Petani 
Pertanian Dinas Pertanian 

TPH 
Rasio Kontribusi Sektor Perkebunan 
Terhadap PDRB (%) 

14,80 12,62 

Nilai Tukar Petani 101,85 103,25 

Persentase Pengentasan Kemiskinan di 

Kecamatan yang dipelopori/didorong 
oleh Dinas Pertanian TPH selama satu 
tahun (%) 

0,26 0,28 

Persentase Pengentasan Kemiskinan di 
Kecamatan yang dipelopori/didorong 

oleh Dinas Pertanian TPH selama satu 
tahun (%) 

159,02 204,28 Program Pemberdayaan 
Ekonomi Masyarakat Pesisir 

Kelautan dan 

Perikanan 

Dinas Perikanan 

dan Kelautan 

Persentase Pengentasan Kemiskinan di 

Kecamatan yang dipelopori/didorong 
oleh Dinas Pertanian TPH selama satu 
tahun (%) 

65,48 84,52 

Persentase Pengentasan Kemiskinan di 
Kecamatan yang dipelopori/didorong 

oleh Dinas Pertanian TPH selama satu 
tahun (%) 

159,02 204,28 Program Peningkatan Kegiatan 
Budaya Kelautan dan Wawasan 

Maritim Kepada Masyarakat 

Kelautan dan 

Perikanan 

Dinas Perikanan 

dan Kelautan 

Persentase Pengentasan Kemiskinan di 

Kecamatan yang dipelopori/didorong 
oleh Dinas Pertanian TPH selama satu 
tahun (%) 

65,48 84,52 

Menumbuhkembangkan kawasan 
industri, aneka industri 

Jumlah Kelompok Pengrajin 
(Kelompok) 

38,00 56,00 Program Penataan Struktur 
Industri 

Perindustrian Dinas 

Perindagkop 
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (%) 22,04 32,93 

Jumlah Industri Kecil (Buah) 59,00 66,00 

Jumlah Industri Rumah Tangga (IRT) 1.071,00 1.101,00 
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 

SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Capaian Kinerja 
Program Prioritas 

Pembangunan 
Bidang Urusan 

SKPD 
Penanggung 

Jawab 
Kondisi Awal 

(2016) 
Kondisi Akhir 

(2021) 

   Kontribusi industri terhadap PDRB (%) 6,03 4,97 Program Pengembangan Sentra-

Sentra Industri Potensial 

Perindustrian Dinas 

Perindagkop Pertumbuhan Industri (%) 2,43 2,43 

Meningkatkan kapasitas 

dan daya saing 
masyarakat dalam 
pengembangan aneka 

industri 

Mengoptimalkan pengelolaan dan 

pemanfaatan sumber daya alam 
produktif 

Rasio ketersediaan daya listrik (%) 81,92 95,49 Program Pembinaan dan 

Pengembangan Bidang 
Ketenagalistrikan 

Energi dan Sumber 

Daya Mineral 
Distamben 

Rasio ketersediaan daya listrik (%) 81,92 95,49 Program Pemanfaatan dan 
Pengembangan Panas Bumi 
Penggunaan Langsung 

Energi dan Sumber 
Daya Mineral 

Distamben 

Kontribusi Sektor Pertambangan 
Terhadap PDRB (%) 

18,59 24,60 Program Peningkatan Produksi 
Hasil Pertambangan 

Energi dan Sumber 
Daya Mineral 

Distamben 

Menjamin ketersediaan, distribusi 
dan keterjangkuan sarana dan 
prasarana produksi 

Jumlah UKM/K (Buah) 2.114,00 2.217,00 Program Pengembangan Sistem 
Pendukung Usaha Bagi Usaha 
Mikro Kecil Menengah 

Koperasi, Usaha 
Kecil, dan 
Menengah 

Dinas 
Perindagkop Jumlah BPR dan LKM 8,00 10,00 

Meningkatkan ketahanan 
pangan dan ketersediaan 
kebutuhan strategis 

lainnya 

Meningkatkan produk pertanian 
tanaman pangan dan hortikultura 
perikanan, perkebunan dan 

peternakan serta 
penganekaragaman pangan 

Jumlah Regulasi Ketahanan Pangan 
(Dokumen) 

0,00 3,00 Program Peningkatan Ketahanan 
Pangan Pertanian/Perkebunan 

Ketahanan Pangan BP2KP 

Ketersediaan Energi (KKal/Kap/Hr) 2.000,00 2.000,00 

Ketersediaan Protein (Gr/Kap/Hr) 52,00 52,00 

Penurunan Penduduk Rawan Pangan 
(%) 

1,00 2,20 

Skor Pola Pangan Harapan (%) 86,20 92,50 

Penurunan Konsumsi Beras Per Kapita 
(%) 

1,00 1,80 

Stabilnya Harga Gabah di Tingkat 
Petani (%) 

70,00 80,00 

Stabilnya Harga Beras di Tingkat 
Konsumen (%) 

70,00 80,00 

Persentase Pangan yang aman 

dikonsumsi (%) 

80,00 83,50 

Persentase Penanganan Desa Rawan 

Pangan (%) 

50,00 70,00 

Produksi Budidaya Perikanan Darat 
(Ton) 

6.414,50 7.983,50 Program Pengembangan 
Budidaya Perikanan 

Kelautan dan 

Perikanan 

Dinas Perikanan 

dan Kelautan 
Kosumsi Ikan Per Kapita 
(Kg/Kapita/Tahun) 

32,57 38,71 
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 

SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Capaian Kinerja 
Program Prioritas 

Pembangunan 
Bidang Urusan 

SKPD 
Penanggung 

Jawab 
Kondisi Awal 

(2016) 
Kondisi Akhir 

(2021) 

   Persentase Capaian Konsumsi Ikan (%) 94,57 99,10    

Produksi Perikanan Laut (Ton) 159,02 204,28 Program Pengembangan 
Perikanan Tangkap 

Kelautan dan 

Perikanan 

Dinas Perikanan 

dan Kelautan Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%) 65,48 84,52 

Kosumsi Ikan Per Kapita 
(Kg/Kapita/Tahun) 

32,57 38,71 

Persentase Capaian Konsumsi Ikan (%) 94,57 99,10 

Cakupan Kelompok Budidaya 

Perikanan Darat(%) 

56,29 81,00 Program Pengembangan Sistem 

Penyuluhan Perikanan 

Kelautan dan 

Perikanan 

Dinas Perikanan 

dan Kelautan 

Produksi Budidaya Perikanan Darat 
(Ton) 

6.414,50 7.983,50 Program Pengembangan 
Kawasan Budidaya Laut, Air 

Payau dan Air Tawar 

Kelautan dan 
Perikanan 

Dinas Perikanan 
dan Kelautan 

Produksi Perikanan Laut (Ton) 159,02 204,28 

Produksi Padi Sawah (Ton) 170.085,00 217.077,00 Program Peningkatan Produksi 

Pertanian/Perkebunan 
Pertanian Dinas Pertanian 

TPH Produksi Padi Gogo (Ton) 9.139,00 11.664,00 

Produksi Jagung (Ton) 4.256,00 5.431,00 

Produksi Kedelai (Ton) 531,00 616,00 

Produksi Ubi Kayu (Ton) 7.822,00 9.068,00 

Produksi Jeruk (Ton) 5,00 6,50 

Produksi Salak (Ton) 235,00 237,50 

Produksi Manggis (Ton) 1,60 1,65 

Produksi Cabe (Ton) 870,00 1,03 

Jumlah Kelompok Tani (Kelompok) 1.318,00 1.480,00 Program Pemberdayaan 
Penyuluh Pertanian/Perkebunan 

Lapangan 

Pertanian BP2KP 
Jumlah Kelompok Tani Pemula 

(Kelompok) 

1.181,00 1.326,00 

Jumlah Kelompok Tani Lanjut 

(Kelompok) 

131,00 138,00 

Jumlah Kelompok Tani Madya 
(Kelompok) 

5,00 10,00 

Jumlah Kelompok Tani Utama 
(Kelompok) 

1,00 6,00 

Angka Prevalensi Penyakit Hewan (%) 2,05 2,00 Program Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyakit 
Ternak 

Pertanian Dinas Perkebunan 
dan Peternakan 

Produksi Daging Sapi (Ton) 141,72 190,48 Program Peningkatan Produksi 
Hasil Peternakan 

Pertanian Dinas Perkebunan 
dan Peternakan Produksi Daging Kambing (Ton) 11,63 12,11 
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SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Capaian Kinerja 
Program Prioritas 

Pembangunan 
Bidang Urusan 

SKPD 
Penanggung 

Jawab 
Kondisi Awal 

(2016) 
Kondisi Akhir 

(2021) 

   Produksi Daging Ayam Kampung (Ton) 67,84 72,01    

Jumlah Ternak Sapi (Ekor)  2.700   3.589  

Jumlah Ternak Kerbau (Ekor)  673   700  

Jumlah Ternak Kambing (Ekor)  1   12.455  

Jumlah Ternak Ayam Ras Pedaging 

(ekor) 

 159.300   172.047  

Jumlah Ternak Ayam Buras (ekor)  181.300   197.906  

Jumlah Ternak Itik (Ekor)  36.000   42.220  

Memfasilitasi dan 

mendorong peningkatan 
pemasaran produk 
sektor-sektor 

perekonomian daerah 

Meningkatkan kualitas dan daya 

saing serta promosi dan 
pemasaran produk unggulan 
daerah 

Kunjungan Wisata (Jumlah)  36.852   45.732  Program Pengembangan 

Pemasaran Pariwisata 

Pariwisata Dinas Pemuda OR 

dan pariwisata 

Persentase BUMD Yang Menerapkan 
Good Corporate Govennance (GCG) 

(%) 

0,00 100,00 Program Pembinaan 
Pengelolaan Potensi Daerah 

Pemerintahan 

Umum 

Sekretariat 

Daerah 

Kontribusi BUMD Terhadap PAD (%) 0,26 0,39 

Jumlah Kemitraan yang dijalin dalam 
pengembangan kepariwisataan 
(Jumlah) 

0,00 3,00 Program Pengembangan 
Kemitraan 

Pariwisata Dinas Pemuda OR 
dan Pariwisata 

Jumlah Objek Wisata yang 
dikembangkan (Jumlah) 

0,00 3,00 Program Pengembangan 
Destinasi Pariwisata 

Pariwisata Dinas Pemuda OR 
dan Pariwisata 

Daya serap pasar yang 
menguntungkan terhadap produksi 
perikanan (%) 

60,00 90,00 Program Optimalisasi 
Pengelolaan dan Pemasaran 
Produksi Perikanan 

Kelautan dan 
Perikanan 

Dinas Perikanan 
dan Kelautan 

Daya serap pasar yang 
menguntungkan terhadap produksi 

perkebunan/peternakan (%) 

1,00 2,00 Program Peningkatan 
Pemasaran Hasil Produksi 

Pertanian/Perkebunan 

Pertanian Dinas Pertanian 

TPH 

Sarana Pemasaran Peternakan (Unit) 60,00 90,00 Program Peningkatan 
Pemasaran Hasil Produksi 

Peternakan 

Pertanian Dinas Perkebunan 

dan Peternakan Daya serap pasar yang 
menguntungkan terhadap produksi 
peternakan (%) 

60,00 90,00 

Meningkatkan investasi 
masuk ke daerah 

Mendorong dan memfasilitasi 
investasi masuk ke daerah 

Jumlah PMA/PMDN (buah) 11,00 14,00 Program Peningkatan Promosi 
dan Kerjasama Investasi 

Penanaman Modal 
Daerah 

KPTSP&DM 
Jumlah Nilai Investasi Berskala 

Nasional (PMDN/PMA) (Rp. Juta) 

 1.640.254   7.912.139  

Jumlah Tenaga Kerja Pada PMA/PMDN 
(Orang) 

 7.423   8.035  
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SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Capaian Kinerja 
Program Prioritas 

Pembangunan 
Bidang Urusan 

SKPD 
Penanggung 

Jawab 
Kondisi Awal 

(2016) 
Kondisi Akhir 

(2021) 

   Jumlah PMA/PMDN (buah) 11,00 14,00 Program Penyiapan Potensi 

Sumber Daya, Sarana dan 
Prasarana Daerah 

Penanaman Modal 

Daerah 
KPTSP&DM 

Jumlah Nilai Investasi Berskala 
Nasional (PMDN/PMA) (Rp. Juta) 

 1.640.254   7.912.139  

Jumlah Nilai Investasi Berskala 
Nasional (PMDN/PMA) (Rp. Juta) 

 1.640.254   7.912.139  Program Peningkatan Iklim 
Investasi dan Realisasi Investasi 

Penanaman Modal 
Daerah 

KPTSP&DM 

Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim 
Usaha (Buah) 

2,00 2,00 

Jumlah dan Macam Pajak Retribusi 

Daerah (Jenis) 

22,00 22,00 

Menurunnya 

Ketimpangan 
Pendapatan 
Masyarakat di Daerah 

Mendorong dan 

memfasilitasi 
peningkatan pendapatan 
masyarakat 

berpenghasilan rendah 

Memberlakukan kebijakan-

kebijakan teknis yang mendorong 
pemakaian produk lokal serta 
tenaga kerja lokal 

Indeks Gini Rasio < 3,00 < 3,00 Program Pelayanan dan 

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 
Sosial Disnakertransos 

Persentase PMKS Yang Memperoleh 
Bantuan Sosial (%) 

92,64 94,28 

Meningkatnya jumlah 
penduduk di atas garis 

kemiskinan dan 
menurunnya tingkat 
pengangguran 

terbuka 

Mengoptimalkan upaya 
penanggulangan 

kemiskinan 

Meningkatkan pemberdayaan 
masyarakat yang kurang mampu 

Kontribusi industri terhadap PDRB (%) 6,03 4,97 Program Pengembangan 
Industri Kecil dan Menengah 

Perindustrian Dinas 

Perindagkop Pertumbuhan Industri (%) 2,43 2,43 

Jumlah Kelompok Pengrajin 
(Kelompok) 

38,00 56,00 

Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (%) 22,04 32,93 

Jumlah Industri Kecil (Buah) 59,00 66,00 

Jumlah Industri Rumah Tangga (IRT) 1.071,00 1.101,00 

Jumlah UKM/K (Buah) 2.114,00 2.217,00 Program Pengembangan 

Kewirausahaan dan Keunggulan 
Kompetitif Usaha Kecil 
Menengah 

Koperasi, Usaha 

Kecil, dan 
Menengah 

Dinas 

Perindagkop Jumlah BPR/LKM 8,00 10,00 

Transmigrasi Swakarsa (%) 37,12 37,12 Program Transmigrasi Lokal Transmigrasi Disnakertransos 

Transmigrasi Swakarsa (%) 37,12 37,12 Program Pengembangan 

Wilayah Transmigrasi 

Transmigrasi Disnakertransos 

Transmigrasi Swakarsa (%) 37,12 37,12 Program Transmigrasi Regional Transmigrasi Disnakertransos 

Menumbuhkembangkan badan 
usaha daerah, lumbung desa, 
UMKM dan koperasi 

Jumlah Koperasi (buah) 281,00 300,00 Program Peningkatan Kualitas 
Kelembagaan Koperasi 

Koperasi, Usaha 
Kecil, dan 
Menengah 

Dinas 
Perindagkop Persentase koperasi aktif (%) 46,31 53,90 

Menumbuhkembangkan sektor 
perdagangan dan jasa 

Persentase Kontribusi Sektor 
Perdagangan Pada PDRB (%) 

10,07 10,70 Program Peningkatan Sarana 
dan Prasarana Perdagangan 

Perdagangan Dinas 

Perindagkop 
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Jawab 
Kondisi Awal 

(2016) 
Kondisi Akhir 

(2021) 

   Nilai Ekspor Bersih Perdagangan 

(Rp.juta) 

686.926,98 999.578,24    

Jumlah pasar tertib ukur (Unit) 0,00 13,00 Program Perlindungan 

Konsumen dan Pengamanan 
Perdagangan 

Perdagangan Dinas 

Perindagkop Jumlah Alat UTTP yang ditera/tera 
ulang (Unit) 

550,00 2.500,00 

Persentase Kontribusi Sektor 
Perdagangan Pada PDRB (%) 

10,07 10,70 Program Peningkatan Efisiensi 
Perdagangan Dalam Negeri 

Perdagangan Dinas 
Perindagkop 

Nilai Ekspor Bersih Perdagangan 

(Rp.juta) 

686.926,98 999.578,24 Program Peningkatan dan 

Pengembangan Ekspor 

Perdagangan Dinas 

Perindagkop 

Nilai Ekspor Bersih Perdagangan 

(Rp.juta) 

686.926,98 999.578,24 Program Peningkatan Kerjasama 

Perdagangan Internasional 

Perdagangan Dinas 

Perindagkop 

Cakupan Kelompok Bina Usaha 
Pedagang Informal (%) 

87,86 90,54 Program Pembinaan Pedagang 
Kaki Lima dan Asongan 

Perdagangan Dinas 
Perindagkop 

Meningkatkan kapasitas 
dan kualitas tenaga kerja 

Menumbuhkembangkan lapangan 
kerja melalui peningkatan iklim 

usaha dan akses permodalan 

Rasio Penduduk Yang Bekerja (%) 94,29 95,53 Program Peningkatan 
Kesempatan Kerja 

Tenaga Kerja Disnakertransos 

Jumlah Angkatan Kerja (Orang) 128.290,00 133.339,00 

Pencari Kerja Yang Ditempatkan (%) 30,55 36,05 

Persentase Pengangguran Terbuka (%) 5,64 4,28 

Meningkatkan kemampuan, 
kesempatan dan kemandirian 

berusaha serta kerjasama dengan 
badan usaha dalam penyaluran 
dan perlindungan ketenagakerjaan 

Persentase Sengketa Pengusaha - 
Pekerja (%) 

6,94 0,00 Program Perlindungan 
Pengembangan Lembaga 

Ketenagakerjaan 

Tenaga Kerja Disnakertransos 

Pencari Kerja Yang Ditempatkan (%) 30,55 36,05 

Rasio Keselamatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja (%) 

100,00 100,00 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 77,22 78,88 Program Peningkatan Kualitas 
dan Produktivitas Tenaga Kerja 

Tenaga Kerja Disnakertransos 

Pencari Kerja Yang Ditempatkan (%) 30,55 36,05 

Meningkatnya 
Pertumbuhan Usaha 

Baru 

Mendorong dan 
Memfasilitasi Tumbuhnya 

Usaha-Usaha Baru di 
Masyarakat 

Memfasilitasi Akses Permodalan 
dan Perizinan serta Pembinaan 

Bagi Usaha-Usaha Baru 

Rata-Rata Lama Proses Perizinan (Hari) 8,10 7,00 Program Peningkatan Pelayanan 
Perizinan 

Penanaman Modal 
Daerah 

KPTSP&DM 

Jumlah SIUP/TDP yang diterbitkan 
(Buah) 

150,00 300,00 

Persentase Pengentasan Kemiskinan di 

Kecamatan yang dipelopori/didorong 
oleh KPTSP selama satu tahun (%) 

0,19 0,21 

Jumlah UKM/K (Buah) 2.114,00 2.217,00 Program Penciptaan Iklim Usaha 
Kecil Menengah Yang Kondusif 

Koperasi, Usaha 
Kecil, dan 
Menengah 

Dinas 
Perindagkop Jumlah BPR/LKM (Buah) 8,00 10,00 
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Tabel 7.3. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Untuk Misi 3 

 

SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Capaian Kinerja 

Program Prioritas Pembangunan Bidang Urusan 

SKPD 

Penanggung 
Jawab 

Kondisi Awal 

(2016) 

Kondisi Akhir 

(2021) 

Meningkatnya 
Anggaran Pusat dan 
Provinsi di Daerah 

Meningkatkan koordinasi 
dan kerjasama 
pembangunan dengan 

Pemerintah Atasan 

Memenuhi dan melengkapi 
persyaratan-persyaratan dalam 
pengusulan anggaran pemerintah 

atasan 

Tersedianya dokumen dan 
implementasi penanggulangan 
masalah-masalah daerah (%) 

100,00 100,00 Program Kerjasama Pembangunan Penunjang Urusan 
Bidang Perencanaan 

Bappeda 

Cakupan dokumen dan implementasi 
kerjasama antar daerah (%) 

- 90,00 Program Peningkatan Kerjasama 
Antar Pemerintah Daerah 

Pemerintahan 
Umum 

Sekretariat 
Daerah 

Terpenuhinya pembangunan 
infrastruktur daerah pada wilayah 
strategis dan cepat tumbuh sesuai 

kebutuhan (%) 

100,00 100,00 Program Pengembangan Wilayah 
Strategis dan Cepat Tumbuh 

Pekerjaan Umum  
dan Penataan Ruang 

Dinas Pekerjaan 
Umum  

Cakupan implementasi kerjasama 
antar daerah (%) 

- 90,00 Program Pengembangan Wilayah 
Perbatasan 

Penunjang Urusan 
Bidang Perencanaan 

Bappeda 

Terpenuhinya dokumen perencanaan 
pembangunan daerah sesuai 

kebutuhan (%) 

100,00 100,00 Program Perencanaan 
Pengembangan Wilayah Strategis dan 

Cepat Tumbuh  

Penunjang Urusan 
Bidang Perencanaan 

Bappeda 

Terpenuhinya dokumen perencanaan 
pembangunan daerah sesuai 

kebutuhan (%) 

100,00 100,00 Program Perencanaan 
Pengembangan Kota-Kota Menengah 

dan Besar 

Penunjang Urusan 
Bidang Perencanaan 

Bappeda 

Meningkatnya 

Pembangunan Jalan 
ke Permukiman 
Masyarakat 

Meningkatkan dan 

Mendorong 
Pembangunan Jalan ke 
Permukiman Masyarakat 

Menuntaskan Pembangunan 

Jalan ke Permukiman Masyarakat 
Minimal Dapat Dilalui Kenderaan 
Roda 4 

Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam 

Kondisi Baik (%) 

45,93 51,29 Program Pembangunan Jalan dan 

Jembatan 

Pekerjaan Umum  

dan Penataan Ruang 

Dinas Pekerjaan 

Umum  

Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam 
Kondisi Mantap (%) 

63,57 68,28 

Rasio Panjang jalan dilalui kenderaan 
roda 4 

0,004 0,004 

Jalan Penghubung dari Ibukota 
Kecamatan ke Kawasan Pemukiman 
Penduduk (Minimal Dilalui Roda 4) (%) 

94,27 96,94 

Persentase Pengentasan Kemiskinan di 
Kecamatan yang dipelopori/didorong 

oleh Dinas Pekerjaan Umum selama 
satu tahun (%) 

0,30 0,32 
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SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Capaian Kinerja 

Program Prioritas Pembangunan Bidang Urusan 

SKPD 

Penanggung 
Jawab 

Kondisi Awal 

(2016) 

Kondisi Akhir 

(2021) 

   Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam 
Kondisi Baik (%) 

45,93 51,29 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan dan Jembatan 

Pekerjaan Umum  
dan Penataan Ruang 

Dinas Pekerjaan 
Umum  

Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam 
Kondisi Mantap (%) 

63,57 68,28 

Jalan Penghubung dari ibukota 

kecamatan ke kawasan pemukiman 
penduduk (minimal dilalui roda 4) (%) 

94,27 96,94 

Persentase Pengentasan Kemiskinan di 
Kecamatan yang dipelopori/didorong 
oleh Dinas Pekerjaan Umum selama 

satu tahun (%) 

0,30 0,32 

Terpenuhinya Kantor 
Satuan Organisasi 

Perangkat Daerah di 
Pusat Pemerintahan 
Kabupaten Tapanuli 

Selatan 

Mengupayakan 
Pembangunan Kantor 

Satuan Kerja Perangkat 
Daerah melalui Dana 
APBD dan/atau dari 

Pemerintah Atasan 

Mengoptimalkan Penggunaan 
APBD Kabupaten dan Pengusulan 

Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Perkantoran dari 
Pemerintah Atasan 

Persentase Kantor SKPD Pemerintah 
Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah 

dibangun di Pusat Pemerintahan 
Kabupaten Tapanuli Selatan (%) 

60,00 93,33 Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

Pendukung Urusan 
Bidang Administrasi 

Umum 
Pemerintahan 

Dinas Pekerjaan 
Umum + Seluruh 

SKPD 

Terpenuhinya sarana dan prasarana 
aparatur untuk menjalankan tugas dan 
fungsinya (%) 

100,00 100,00 

Meningkatnya 
Pemenuhan Sarana 
dan Prasarana, 

Fasilitas Sosial dan 
Umum Masyarakat 
serta Tertatanya 

Kawasan Permukiman 
Kumuh 

Meningkatkan 
ketersediaan 
infrastruktur dan fasilitas 

pelayanan umum lainnya 

Melanjutkan pembangunan dan 
perbaikan infrastruktur daerah 
melalui APBD Kabupaten, APBD 

Provinsi, APBN, Dunia Usaha dan 
Partisipasi Masyarakat 

Jalan Yang Memiliki Trotoar dan 
Drainase (%) 

0,24 0,34 Program Pembangunan Saluran 
Drainase/Gorong-Gorong 

Pekerjaan Umum  
dan Penataan Ruang 

Dinas Pekerjaan 
Umum  

Luas Daerah Irigasi Kabupaten Dalam 
Kondisi Baik (%) 

61,76 78,55 Program Pembangunan 
Turap/Talud/Bronjong 

Pekerjaan Umum  
dan Penataan Ruang 

Dinas Pekerjaan 
Umum  

Luas Daerah Irigasi Kabupaten Dalam 

Kondisi Baik (%) 

61,76 78,55 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan 

Talud/Bronjong 

Pekerjaan Umum  

dan Penataan Ruang 

Dinas Pekerjaan 

Umum  

Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam 

Kondisi Mantap (%) 

63,57 68,28 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan 

Jembatan 

Pekerjaan Umum  

dan Penataan Ruang 

Dinas Pekerjaan 

Umum  

Database jalan dan jembatan untuk 
kebutuhan perencanaan dan evaluasi 

yang up to date (dokumen) 

1,00 1,00 Program Pembangunan Sistem 
Informasi/Data Base Jalan dan 

Jembatan 

Pekerjaan Umum  
dan Penataan Ruang 

Dinas Pekerjaan 
Umum  

Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam 

Kondisi Mantap (%) 

63,57 68,28 Program Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Kebinamargaan  

Pekerjaan Umum  

dan Penataan Ruang 

Dinas Pekerjaan 

Umum  

Luas Daerah Irigasi Kabupaten Dalam 
Kondisi Baik (%) 

61,76 78,55 Program Pengembangan dan 
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa 

dan Jaringan Pengairan Lainnya  

Pekerjaan Umum  
dan Penataan Ruang 

Dinas Pekerjaan 
Umum  
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SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Capaian Kinerja 

Program Prioritas Pembangunan Bidang Urusan 

SKPD 

Penanggung 
Jawab 

Kondisi Awal 

(2016) 

Kondisi Akhir 

(2021) 

   Tersedianya Air Baku Untuk 
Memenuhi Kebutuhan Pokok Minimal 
Setiap Hari (%) 

100,00 100,00 Program Penyediaan dan Pengolahan 
Air Baku 

Pekerjaan Umum  
dan Penataan Ruang 

Dinas Pekerjaan 
Umum  

Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian 
Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah 

Ada (%) 

53,33 70,00 

      

Luas Daerah Irigasi Kabupaten Dalam 
Kondisi Baik (%) 

61,76 78,55 Program Pengembangan, 
Pengelolaan dan Konversi Sungai, 
Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 

Pekerjaan Umum  
dan Penataan Ruang 

Dinas Pekerjaan 
Umum  

Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian 

Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah 
Ada (%) 

53,33 70,00 

Jumlah Angkutan Darat Terhadap 
Jumlah Penumpang Angkutan Darat 
(%) 

0,07 0,09 Program Pembangunan Prasarana 
dan Fasilitas Perhubungan 

Perhubungan  Dishubkominfo 

Trafic Light (unit) 0,00 7,00 Program Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas 
LLAJ 

Perhubungan  Dishubkominfo 

Rambu Petunjuk (buah) 5,00 22,00 

Cermin Tikungan (buah) 0,00 5,00 

Marka Jalan (Km) 9,00 24,00 Program Peningkatan dan 

Pengamanan Lalu Lintas 

Perhubungan  Dishubkominfo 

Pagar Pengaman Jalan (km) 30,00 52,00 

Deliniator (Unit) 14,00 85,00 

Jumlah Pelabuhan 
Laut/Udara/Terminal Bis (Unit) 

0,00 1,00 Program Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Perhubungan 

Perhubungan  Dishubkominfo 

Jumlah Orang Yang Terangkut 
Angkutan Umum (Orang) 

 2.564.790   2.831.048  

Jumlah Halte (Unit) 12,00 30,00 

Mengoptimalkan pendayagunaan 
dana desa dan partisipasi 

masyarakat dalam rangka 
penanganan infrastruktur di desa 

Jumlah Desa Yang Didampingi Dalam 
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Desa) 

212,00 212,00 Program Pembangunan Infrastruktur 
Perdesaan 

Pekerjaan Umum  
dan Penataan Ruang 

Dinas Tarukim 

Optimalisasi pemanfaatan sarana 

dan prasarana, fasilitas sosial dan 
umum yang terbangun 

Rasio Daya Tampung TPS Per Satuan 

Penduduk (Per 1000 Penduduk) 

0,81 2,33 Program Pengembangan Kinerja 

Pengelolaan Persampahan 

Lingkungan Hidup  Badan Lingkungan 

Hidup 

Persentase Sampah Tertangani (%) 18,06 25,09 
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 

SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Capaian Kinerja 

Program Prioritas Pembangunan Bidang Urusan 

SKPD 

Penanggung 
Jawab 

Kondisi Awal 
(2016) 

Kondisi Akhir 
(2021) 

   Jumlah Angkutan Darat Terhadap 
Jumlah Penumpang Angkutan Darat 
(%) 

0,07 0,09 Program Peningkatan Pelayanan 
Angkutan 

Perhubungan  Dishubkominfo 

Jumlah Orang Yang Terangkut 
Angkutan Umum (Orang) 

 2.564.790   2.831.048  

Rasio Ijin Trayek (%) 0,05 0,05 Program Peningkatan Kelaikan 
Pengoperasian Kendaraan Bermotor 

Perhubungan  Dishubkominfo 

Jumlah Uji Kir Angkutan Umum (Buah) 0,06 0,12 

Lama Pengujian Kelayakan Angkutan 
Umum (KIR) (Menit) 

35,00 35,00 

Persentase Pengujian Kelayakan 
Angkutan Umum (%) 

74,26 90,00 

Rasio Kepemilikan KIR Angkutan 
Umum (%) 

26,52 27,18 

Meminimalisir adanya 
lingkungan permukiman 
kumuh 

Melakukan penataan terhadap 
lingkungan permukiman kumuh 

Tersedianya RTRW (Dokumen) 1,00 1,00 Program Perencanaan Tata Ruang Penunjang Urusan 
Bidang Perencanaan 

Bappeda 

Tersedianya RDTRW (Dokumen) 0,00 3,00 

Luas Wilayah Kebanjiran berdasarkan 
RTRW (%) 

6,78 6,78 

Meningkatkan ketaatan 
terhadap penataann 
ruang daerah. 

Meningkatkan cakupan dan 
kualitas regulasi penataan ruang 
daerah 

Luas Wilayah Produktif berdasarkan 
RTRW (%) 

65,32 65,32 

Luas Wilayah Permukiman 
berdasarkan RTRW (%) 

0,70 0,70 Program Pemanfaatan Ruang Pekerjaan Umum  
dan Penataan Ruang 

Dinas Tarukim 

Rasio bangunan ber IMB per satuan 
bangunan (%) 

3,79 5,15 Program Pengendalian Pemanfaatan 
Ruang 

Pekerjaan Umum  
dan Penataan Ruang 

Dinas Tarukim 

Ketaatan Terhadap RTRW (%) 77,50 90,00 

Meningkatkan pengendalian 
pemanfaatan ruang yang efektif 
dan berwawasan lingkungan 

Ketaatan Terhadap RTRW (%) 77,50 90,00 Program Pengelolaan Ruang Terbuka 
Hijau (RTH) 

Lingkungan Hidup  Badan Lingkungan 
Hidup 

Kerusakan Kawasan Hutan (%) 24,79 15,68 Program Pemanfaatan Kawasan 
Baton Industri 

Kehutanan Dinas Kehutanan 

Pemantauan kerusakan lahan (%) 100,00 100,00 

Kerusakan Kawasan Hutan (%) 24,79 15,68 Program Pemanfaatan Kawasan 
Hutan 

Kehutanan Dinas Kehutanan 

Pemantauan kerusakan lahan (%) 100,00 100,00 

Kerusakan Kawasan Hutan (%) 24,79 15,68 Program Perencanaan dan 
Pengembangan Hutan 

Kehutanan Dinas Kehutanan 

Pemantauan kerusakan lahan (%) 100,00 100,00 

Optimalisasi pencegahan, 
penanggulangan dan 
pemulihan pencemaran 
dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup 

Meningkatkan pengendalian dan 
perlindungan sumber daya alam 

Terlaksananya perlindungan dan 
konversi hutan kota (Ha) 

- 31,00 Program Perlindungan dan 
Konservasi Sumber Daya Hutan 

Kehutanan Dinas Kehutanan 

Kerusakan Kawasan Hutan (%) 24,79 15,68 

Pemantauan kerusakan lahan (%) 100,00 100,00 
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 

SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Capaian Kinerja 

Program Prioritas Pembangunan Bidang Urusan 

SKPD 

Penanggung 
Jawab 

Kondisi Awal 

(2016) 

Kondisi Akhir 

(2021) 

   Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (%) 2,88 15,00 Program Rehabilitasi dan Pemulihan 
Cadangan Sumber Daya Alam 

Lingkungan Hidup  Badan Lingkungan 
Hidup Kerusakan Kawasan Hutan (%) 24,79 15,68 

Pemantauan kerusakan lahan (%) 100,00 100,00 

Tingkat kelestarian sumber daya 

kelautan (%) 

75,21 84,32 Program Pemberdayaan Masyarakat 

Dalam Pengawasan dan Pengendalian 
Sumber Daya Kelautan 

Kelautan dan 

Perikanan 

Dinas Perikanan 

dan Kelautan 

Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (%) 2,88 15,00 Program Pembinaan dan Penertiban 

Industri Hasil Hutan 

Kehutanan Dinas Kehutanan 

Kerusakan Kawasan Hutan (%) 24,79 15,68 

Pencemaran Status Mutu Air (%) 92,85 100,00 Program Pengendalian Pencemaran 

dan Perusakan Lingkungan Hidup 

Lingkungan Hidup  Badan Lingkungan 

Hidup Penegakan Hukum Lingkungan (%) 100,00 100,00 

Kerusakan Kawasan Hutan (%) 24,79 15,68 Program Perlindungan dan 

Konservasi Sumber Daya Alam 

Lingkungan Hidup  Badan Lingkungan 

Hidup Alih  Fungsi Lahan dari Kawasan Hutan 
Menjadi Bukan Kawasan Hutan (Ha) 

0,00 250,00 

Pemantauan kerusakan lahan (%) 100,00 100,00 

Alih  Fungsi Lahan dari Kawasan Hutan 

Menjadi Bukan Kawasan Hutan (Ha) 

0,00 250,00 Program Rehabilitasi Hutan dan 

Lahan 

Kehutanan Dinas Kehutanan 

Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (%) 2,88 15,00 

Kunjungan Wisata (Jumlah) 36.852,00 45.732,00 Program Pengembangan Ekowisata 
dan Jasa Lingkungan di Kawasan-
Kawasan Konservasi Laut dan Hutan 

Lingkungan Hidup  Badan Lingkungan 
Hidup 

Cakupan Masyarakat Yang Mendapat 
Pengetahuan Kebencanaan (%) 

42,86 100,00 Program Peningkatan Mitigasi 
Bencana Alam Laut dan Prakiraan 
Iklim Laut 

Kelautan dan 
Perikanan 

Dinas Perikanan 

Pertambangan Tanpa Ijin Yang 
Ditertibkan (%) 

23,39 46,15 Program Pembinaan dan Pengawasan 
Bidang Pertambangan 

Energi dan 
Sumberdaya 

Mineral 

Distamben 

Regulasi Untuk Pembinaan dan 
Pengawasan Pertambangan 
(Dokumen) 

0,00 2,00 

Meningkatkan cakupan dan 
kualitas serta penerapan regulasi 

perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup 

Kerusakan Kawasan Hutan (%) 24,79 15,68 Program Pemanfaatan Potensi 
Sumber Daya Hutan 

Kehutanan Dinas Kehutanan 

Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (%) 2,88 15,00 

Tingkat kelestarian sumber daya 
kelautan (%) 

75,21 84,32 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi 
Ekosistem Pesisir dan Laut 

Lingkungan Hidup  Badan Lingkungan 
Hidup 

Persentase pemantauan kualitas 
udara (%) 

60,00 85,00 Program Peningkatan Pengendalian 
Polusi 

Lingkungan Hidup  Badan Lingkungan 
Hidup 
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 

SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Capaian Kinerja 

Program Prioritas Pembangunan Bidang Urusan 

SKPD 

Penanggung 
Jawab 

Kondisi Awal 

(2016) 

Kondisi Akhir 

(2021) 

   Tingkat kelestarian sumber daya 
kelautan (%) 

75,21 84,32 Program Peningkatan Kesadaran dan 
Penegakan Hukum Dalam 
Pendayagunaan Sumber Daya Laut 

Kelautan dan 
Perikanan 

Dinas Perikanan 
dan Kelautan 

Pertambangan Tanpa Ijin Yang 
Ditertibkan (%) 

23,39 46,15 Program Pengawasan dan Penertiban 
Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi 

Merusak Lingkungan 

Lingkungan Hidup  Badan Lingkungan 
Hidup 

Regulasi Untuk Pembinaan dan 
Pengawasan Pertambangan 
(Dokumen) 

0,00 2,00 

Jumlah sekolah adiwiyata, sekolah 
berwawasan Lingkungan (unit) 

10,00 10,00 Program Peningkatan Kualitas dan 
Akses Informasi Sumber Daya Alam 

dan Lingkungan Hidup 

Lingkungan Hidup  Badan Lingkungan 
Hidup 

Jumlah dokumen Status Lingkungan 
Hidup Daerah /SLHD (Dokumen) 

1,00 1,00 

Tersedianya akses informasi sumber 
daya alam dan lingkungan hudup (%) 

25,00 50,00 

Meningkatkan 

pencegahan dan 
penanggulangan bencana 
di daerah 

Meningkatkan mitigasi bencana, 

cakupan tanggap darurat dan 
penanganan pasca bencana 

Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam 

Kondisi mantap (%) 

63,57 68,28 Program Tanggap Darurat Jalan dan 

Jembatan 

Pekerjaan Umum  

dan Penataan Ruang 

Dinas Pekerjaan 

Umum  dan 
Penataan Ruang 

Tersedianya Sistem Jaringan Drainase 
Skala Kawasan dan Skala Kota 
Sehingga Tidak Terjadi Genangan 

Lebih Dari 30 Cm, Selama 2 Jam dan 
Tidak Lebih Dari 2 Kali Dalam Setahun 
(%) 

28,41 42,18 Program Pengendalian Banjir Pekerjaan Umum  
dan Penataan Ruang 

Dinas Pekerjaan 
Umum  dan 
Penataan Ruang 

Cakupan Masyarakat Yang 
Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi 
dan Rekonstruksi Pasca Bencana (%) 

12,50 86,67 Program Perbaikan Perumahan 
Akibat Bencana Alam/Sosial 

Perumahan dan 
Kawasan 
Pemukiman 

Dinas Tarukim 

Cakupan Pelayanan Kebakaran 
Kabupaten 

 0,001   0,005  Program Peningkatan Kesiagaan dan 
Pencegahan Bahaya Kebakaran 

Perumahan dan 
Kawasan 

Pemukiman 

Dinas Tarukim 

Kerusakan Kawasan Hutan (%) 24,79 15,68 Program Pengendalian Kebakaran 
Hutan 

Lingkungan Hidup  Badan Lingkungan 
Hidup Cakupan penanggulangan kebakaran 

hutan dan lahan (%) 
30,00 55,00 

Cakupan Dokumen Penanggulangan 

Bencana (%) 

13,33 100,00 Program Perencanaan Pembangunan 

Daerah Rawan Bencana 

Penunjang Urusan 

Bidang Perencanaan 

BPBD 
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 

SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Capaian Kinerja 

Program Prioritas Pembangunan Bidang Urusan 

SKPD 

Penanggung 
Jawab 

Kondisi Awal 

(2016) 

Kondisi Akhir 

(2021) 

   Cakupan Masyarakat Yang Mendapat 
Pengetahuan Kebencanaan (%) 

42,86 100,00 Program Pencegahan Dini dan 
Penanggulangan Korban Bencana 
Alam 

Penunjang Urusan 
Bidang 
Penanggulangan 

Bencana Daerah 

Badan 
Penanggulangan 
Dencana Cakupan Masyarakat Terdampak 

Bencana Yang Mendapat Pelayanan 
Tanggap Darurat (%) 

100,00 100,00 

Cakupan Masyarakat Yang 
Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi 
dan Rekonstruksi Pasca Bencana (%) 

12,50 86,67 
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 

Tabel 7.4. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PRIORITAS UNTUK MISI 4 

 

SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Capaian Kinerja 
Program Prioritas 

Pembangunan 
Bidang Urusan 

SKPD Penanggung 

Jawab Kondisi Awal 

(2016) 

Kondisi Akhir 

(2021) 

Terpenuhinya tata 
kelola pemerintahan 
daerah yang baik dan 

pelayanan umum 
sesuai dengan standar 
pelayanan minimal 

Meningkatkan kualitas 
manajemen pemerintahan 
daerah 

Meningkatkan kapasitas, kualitas 
dan kesejahteraan aparatur 
pemerintahan daerah 

Jumlah Dokumen Pelaporan Data 
Perekonomian Serta Evaluasi 
Pelaksanaan Kegiatan (Dokumen) 

2,00 2,00 Program Peningkatan 
Pelayanan Kedinasan Kepala 
Daerah/Wakil Kepala Daerah 

Pendukung Urusan 
Bidang Administrasi 
Umum Pemerintahan 

Sekretariat Daerah 

Tersusunnya Evaluasi Kinerja 2016-
2021 Serta Target Kinerja 2016-2021 
(Dokumen) 

1,00 1,00 

Kategori Nilai Lakip Kabupaten (Nilai) CC A 

Nilai LPPD Kabupaten (Nilai) 2,00 3,00 

Persentase Area Perubahan Reformasi 
Birokrasi (%) 

25,00 100,00 

Persentase E-Government Yang 
Terbangun (%) 

25,00 100,00 

Jumlah Rancangan Peraturan Daerah 
Usulan Eksekutif yang diagendakan 
untuk dibahas bersama Legislatif (Buah) 

13,00 19,00 

Persentase Aparatur PNS Yang 
Mengikuti Diklat Teknis Fungsional dan 
Kepemimpinan (%) 

7,51 8,19 Program Pendidikan Kedinasan Penunjang Urusan 
Bidang Kepegawaian 

Badan 
Kepegawaian & 
Diklat 

Persentase Pejabat Struktural yang 
telah mengikuti Diklat Kepemimpinan 

sesuai dengan Eselon (%) 

16,60 69,78 

Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat 
Fungsional (Orang) 

400,00 400,00 Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 

Aparatur 

Pendukung Urusan 
Bidang Administrasi 

Umum Pemerintahan 

Seluruh SKPD 

Persentase Jabatan Struktural Yang 
Dilaksanakan Dibanding Dengan 

Jabatan Menurut PP 18 Tahun 2016 (%) 

0,00 95,00 

Persentase Pejabat Struktural yang 
telah mengikuti Diklat Kepemimpinan 

sesuai dengan Eselon (%) 

16,60 69,78 

Rasio PNS terhadap penduduk (%) 1,98 1,88 Program Pembinaan dan 

Pengembangan Aparatur 

Penunjang Urusan 

Bidang Kepegawaian 

Badan 

Kepegawaian & 
Diklat 

Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat 
Fungsional (Orang) 

400,00 400,00 
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 

SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Capaian Kinerja 
Program Prioritas 

Pembangunan 
Bidang Urusan 

SKPD Penanggung 

Jawab Kondisi Awal 

(2016) 

Kondisi Akhir 

(2021) 

   Laju Inflasi (%) 4 - 5 4 - 5 Program Peningkatan SDM Pendukung Urusan 
Bidang Administrasi 
Umum Pemerintahan 

Sekretariat Daerah 

Perubahan Kelembagaan dan Tupoksi 
SKPD (%) 

0,00 0,00 Program Peningkatkan Kinerja, 
Fasilitasi Dan Pengembangan 
SDM Serta Perlindungan 
Hukum 

Pendukung Urusan 
Bidang Administrasi 
Umum Pemerintahan 

Badan 
Kepegawaian & 
Diklat 

Rasio PNS terhadap penduduk (%) 1,98 1,88 Program Fasilitas Pindah/Purna 
Tugas PNS 

Pendukung Urusan 
Bidang Administrasi 
Umum Pemerintahan 

Badan 
Kepegawaian & 
Diklat 

Cakupan Pelaksanaan Kegiatan 
Pemerintahan, Pembangunan, 
Kemasyarakatan dan Pemberdayaan 
(%) 

70,00 85,00 Program Peningkatan 
Kapasitas Pelayanan Publik 

Pendukung Urusan 
Bidang Administrasi 
Umum Pemerintahan 

Kecamatan 

Persentase Pengentasan Kemiskinan di 
Kecamatan yang dipelopori/didorong 
oleh pihak kecamatan selama satu 
tahun (%) 

0,88 0,95 

Cakupan Pelayanan Administrasi 
Pemerintahan, Pembangunan dan 
Kemasyarakatan (%) 

100,00 100,00 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Pendukung Urusan 
Bidang Administrasi 
Umum Pemerintahan 

Seluruh SKPD 

Aparatur pemerintahan yang 
memenuhi disiplin dalam melaksanakan 
tugas (%) 

100,00 100,00 Program Peningkatan Disiplin 
Aparatur 

Pendukung Urusan 
Bidang Administrasi 
Umum Pemerintahan 

Seluruh SKPD 

Meningkatkan pemanfaatan 
teknologi informasi dalam 
administrasi pemerintahan dan 
pelayanan publik 

Ketersediaan Sistem informasi 
Manajemen Pemerintah Daerah (%) 

58,33 100,00 Program Optimalisasi 
Pemanfaatan Teknologi 
Informasi 

Pendukung Urusan 
Bidang Administrasi 
Umum Pemerintahan 

Sekretariat Daerah 

Jumlah Jaringan Komunikasi (jaringan) 4,00 6,00 Program Pengembangan 
Komunikasi, Informasi dan 
Media Massa 

Komunikasi dan 
Informatika 

Dishubkominfo 
Jumlah Surat Kabar Nasional (Jenis) 5,00 6,00 
Jumlah Penyiaran Radio/TV 14,00 16,00 

Website Milik Pemda (Unit) 1,00 3,00 
Persentase Penduduk Yang 
Menggunakan HP/Telepon (%) 

65,72 69,95 

Ketersediaan Sistem informasi 
Manajemen Pemerintah Daerah (%) 

58,33 100,00 Program Pengkajian dan 
Penelitian Bidang Komunikasi 
dan Informasi 

Komunikasi dan 

Informatika 

Dishubkominfo 
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 

SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Capaian Kinerja 
Program Prioritas 

Pembangunan 
Bidang Urusan 

SKPD Penanggung 

Jawab Kondisi Awal 

(2016) 

Kondisi Akhir 

(2021) 

   Ketersediaan Sistem informasi 
Manajemen Pemerintah Daerah (%) 

58,33 100,00 Program Fasilitasi Peningkatan 
SDM Bidang Komunikasi dan 
Informasi 

Komunikasi dan 
Informatika 

Dishubkominfo 

Ketersediaan Sistem informasi 
Manajemen Pemerintah Daerah (%) 

58,33 100,00 Program Kerjasama Informasi 
dan Media Massa 

Komunikasi dan 
Informatika 

Dishubkominfo 

Ketersediaan Sistem informasi 
Manajemen Pemerintah Daerah (%) 

58,33 100,00 Program Kerjasama Informasi 
Dengan Mass Media 

Komunikasi dan 
Informatika 

Dishubkominfo 

Tersedianya data-data statistik daerah 
(%) 

100,00 100,00 Program Pengembangan 
Data/Informasi/Statistik 
Daerah 

Statistik Bappeda 

Penyajian Data-Data dan Informasi 
Kebutuhan Perencanaan Pembangunan 
Daerah (KDA, KCDA, PDRB, Inkesra) 

(Dokumen) 

4,00 4,00 Program Pengembangan 
Data/Informasi 

Penunjang Urusan 
Bidang Perencanaan 

Bappeda 

Penyajian Aplikasi Sistim Informasi 

Pembangunan Daerah (%) 

40,00 70,00 

Tersedianya E Planning Penyusunan 
Perencanaan Pembangunan Daerah (%) 

50,00 100,00 

Tersedianya Dokumen Indeks Kepuasan 
Masyarakat (Dokumen) 

1,00 1,00 

Meningkatkan kualitas 
pengelolaan administrasi 
dan keuangan daerah 

Meningkatkan kapasitas 
kelembagaan pemerintahan daerah 

Keberadaan PERDA Tentang 
Pengelelolaan Keuangan Daerah 
Berdasarkan PP 58/2005 (Dokumen) 

1,00 1,00 Program Penataan Peraturan 
Perundang-Undangan 

Pendukung Urusan 
Bidang Pelayanan 
Publik 

Sekretariat Daerah 

Persentase E-Government Yang 
Terbangun (%) 

25,00 100,00 

Keputusan DPRD (Buah) 16,00 21,00 

Keputusan Pimpinan (Buah) 14,00 19,00 

Persentase Perda Yang Dilakukan 
Konsultasi Publik (%) 

25,00 46,67 

Regulasi Tata Cara Penyusunan 
Rencana Pembangunan Daerah Yang 
Ditetapkan Oleh PERDA/Perkada 

(Dokumen) 

1,00 1,00 
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 

SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Capaian Kinerja 
Program Prioritas 

Pembangunan 
Bidang Urusan 

SKPD Penanggung 

Jawab Kondisi Awal 

(2016) 

Kondisi Akhir 

(2021) 

   Jumlah Anggota DPRD (Orang) 30,00 35,00 Program Peningkatan 
Kapasitas Lembaga Perwakilan 
Rakyat Daerah 

Pendukung Urusan 
Bidang Pelayanan 
Publik 

Sekretariat DPRD 

Keputusan DPRD (Buah) 16,00 21,00 

Keputusan Pimpinan (Buah) 14,00 19,00 

Jumlah Rancangan Peraturan Daerah 

yang diagendakan untuk dibahas dan 
ditindak lanjuti DPRD (Buah) 

20,00 22,00 

Jumlah Aspirasi masyarakat yang 

ditampung dan ditindak lanjuti kepada 
DPRD (Buah) 

90,00 105,00 

Jumlah Produk Peraturan Daerah yang 
menggunakan hak inisiatif (Buah) 

9,00 12,00 

Persentase Belanja Publik Terhadap 

DAU (%) 

104,93 103,26 Program Peningkatan dan 

Pengembangan Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

Penunjang Urusan 

Bidang Keuangan 

DPPKA 

Belanja Langsung Terhadap Total APBD 

(%) 

44,01 33,02 

Besaran PAD Terhadap Seluruh 
Pendapatan Dalam APBD (Realisasi) (%) 

7,38 6,60 

Rasio SILPA Terhadap Terhadap Total 
Pendapatan (%) 

1,33 0,25 

Rasio Realisasi Belanja Terhadap 
Anggaran Belanja (%) 

93,39 95,00 

Rasio Realisasi PAD Terhadap Target 
PAD (%) 

94,00 98,00 

Peningkatan PAD (%) -17,09 6,03 

Dana Perimbangan Yang Terserap 
Dibanding Rencana (%) 

96,00 97,00 

Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan 
Daerah  

WTP WTP 

Keberadaan PERDA Tentang 
Pengelelolaan Keuangan Daerah 
Berdasarkan PP 58/2005 (Dokumen) 

1,00 1,00 

Ketepatan Waktu Penyampaian 
Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja 
Berdasarkan PP 8/2006 (Waktu) (%) 

100,00 100,00 
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 

SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Capaian Kinerja 
Program Prioritas 

Pembangunan 
Bidang Urusan 

SKPD Penanggung 

Jawab Kondisi Awal 

(2016) 

Kondisi Akhir 

(2021) 

   Rasio Jumlah Pengadaan Barang/Jasa 
Yang Terealisasi (%) 

93,39 95,00 Program Pembinaan dan 
Fasilitasi Pengelolaan 
Keuangan Kabupaten/Kota 

Penunjang Urusan 
Bidang Keuangan 

DPPKA 

Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran 14,00 16,00 

Jenis, Kelas, dan Jumlah 
Penginapan/Hotel 

4,00 9,21 

Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi 
dan Cabang 

0,00 1,00 

Jumlah Bank dan Cabang (Unit) 13,00 24,00 

Terpenuhinya dokumen perencanaan 

pembangunan daerah sesuai 
kebutuhan (%) 

100,00 100,00 Program Peningkatan 

Kapasitas Kelembagaan 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

Penunjang Urusan 

Bidang Perencanaan 

Bappeda 

Terpenuhinya perencanaan 
pembangunan daerah bidang ekonomi 
sesuai kebutuhan (%) 

100,00 100,00 Program Perencanaan 
Pembangunan Ekonomi 

Penunjang Urusan 
Bidang Perencanaan 

Bappeda 

Terpenuhinya perencanaan 
pembangunan daerah bidang prasarana 

wilayah dan sumber daya alam sesuai 
kebutuhan (%) 

100,00 100,00 Program Perencanaan 
Prasarana Wilayah dan Sumber 

Daya Alam 

Penunjang Urusan 
Bidang Perencanaan 

Bappeda 

Terpenuhinya perencanaan 

pembangunan daerah bidang sosial 
budaya sesuai kebutuhan (%) 

100,00 100,00 Program Perencanaan Sosial 

Budaya 

Penunjang Urusan 

Bidang Perencanaan 

Bappeda 

Tersedianya Dokumen Perencanaan 
RPJD Yang Ditetapkan Dengan PERDA 
(Dokumen) 

1,00 1,00 Program Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Penunjang Urusan 
Bidang Perencanaan 

Bappeda 

Tersedianya Dokumen 
Perencanaan:RPJMD Yang Ditetapkan 
Dengan PERDA (Dokumen) 

1,00 1,00 

Tersedianya Dokumen Perencanaan 
RKPD Yang Ditetapkan Dengan Perkada 

1,00 1,00 

Penjabaran Program RPJMD Kedalam 
RKPD (%) 

90,72 95,00 

Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS 
(Dokumen) 

1,00 1,00 
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
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2016-2021 

 

SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Capaian Kinerja 
Program Prioritas 

Pembangunan 
Bidang Urusan 

SKPD Penanggung 

Jawab Kondisi Awal 

(2016) 

Kondisi Akhir 

(2021) 

   Regulasi Tata Cara Penyusunan 
(Dokumen) Rencana Pembangunan 
Daerah Yang Ditetapkan Oleh 

PERDA/Perkada (Dokumen) 

1,00 1,00    

Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan 

Hasil Analisis (Dokumen) 

1,00 1,00 

Penguatan Kelembagaan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak 

(Pokja) 

1,00 1,00 

Tersedianya Dokumen Strategi 

Penanggulangan Kemiskinan 
(Dokumen) 

1,00 1,00 

Tersusunnya Evaluasi Kinerja 2016-

2021 Serta Target Kinerja 2016-2021 
(Dokumen) 

1,00 1,00 

Reformasi birokrasi yang 
berkelanjutan 

Perubahan Kelembagaan dan Tupoksi 
SKPD (%) 

0,00 0,00 Program Penataan Daerah 
Otonomi Baru 

Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah 

Perubahan Kelembagaan dan Tupoksi 

SKPD (%) 

0,00 0,00 Program Penataan 

Kelembagaan dan Tata Laksana 

Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah 

Cakupan Pelayanan Administrasi 

Pemerintahan, Pembangunan dan 
Kemasyarakatan (%) 

100,00 100,00 Program Pembinaan dan 

Pengembangan Sumber daya 
Keprotokolan 

Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah 

Cakupan Pelayanan Administrasi 

Pemerintahan, Pembangunan dan 
Kemasyarakatan (%) 

100,00 100,00 Program Peningkatan 

Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan 

Pemerintahan Umum Seluruh SKPD 

Meningkatkan kuantitas 
dan kualitas pelayanan 

umum 

Meningkatkan cakupan dan kualitas 
pelayanan kependudukan 

Rasio Penduduk ber KTP Per Satuan 
Penduduk (%) 

88,42 95,00 Program Penataan 
Administrasi Kependudukan 

Administrasi 
Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

Dinas  
Kependudukan 

dan Pencatatan 
Sipil 

Rasio Bayi Ber Akte Kelahiran (%) 88,42 95,00 

Rasio Pasangan Ber Akte Nikah (%) 88,42 95,00 

Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (%) 84,00 95,00 

Meningkatkan kualitas pengelolaan 

arsip daerah secara baku 

Pengelolaan Arsip Secara Baku (%) 100,00 100,00 Program Perbaikan Sistem 

Administrasi Kearsipan 

Kearsipan Kantor 

Perpustakaan dan 
Arsip Daerah 
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 

SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Capaian Kinerja 
Program Prioritas 

Pembangunan 
Bidang Urusan 

SKPD Penanggung 

Jawab Kondisi Awal 

(2016) 

Kondisi Akhir 

(2021) 

   Pengelolaan Arsip Secara Baku (%) 100,00 100,00 Program Pemeliharaan 
Rutin/Berkala Sarana dan 
Prasarana Kerasipan 

Kearsipan Kantor 
Perpustakaan dan 
Arsip Daerah 

Pengelolaan Arsip Secara Baku (%) 100,00 100,00 Program Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Informasi 

Kearsipan Kantor 
Perpustakaan dan 
Arsip Daerah 

Pengelolaan Arsip Secara Baku (%) 100,00 100,00 Program Penyelamatan dan 
Pelestarian Dokumen/Arsip 
Daerah 

Kearsipan Kantor 
Perpustakaan dan 
Arsip Daerah 

Meningkatnya 
kapasitas dan kualitas 
tata kelola 
pemerintahan desa 

Meningkatkan kinerja 
aparatur pemerintahan 
desa 

Meningkatkan kapasitas, kualitas 
dan kesejahteraan aparatur 
pemerintahan desa 

Persentase aparatur pemerintah desa 
yang berkompeten (%) 

37,65 60,00 Program Peningkatan 
Kapasitas Aparatur Pemerintah 
Desa 

Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

Bappemas Pemdes 

Jumlah Desa Yang Mendapat 
Pembinaan Administrasi Desa (Desa) 

212,00 212,00 

Meningkatkan kapasitas 
lembaga pemerintahan 
desa 

Memfasilitasi dan mendorong 
pemenuhan sarana dan prasarana 
untuk kelancaran penyelenggaraan 
pemerintahan desa 

Persentase desa yang memiliki RKPdes 
(%) 

100,00 100,00 Program Pembinaan, Fasilitasi 
Pemerintahan Desa dan 
Masyarakat 

Kecamatan Kecamatan 

Jumlah Desa Yang Mendapat 
Pembinaan Administrasi Desa (Desa) 

212,00 212,00 

Persentase Pelanggaran Perda di 
Kecamatan yang dilaporkan (%) 

40,00 50,00 

Persentase desa yang memiliki RKPdes 
(%) 

100,00 100,00 Program Pembinaan dan 
Fasilitasi Pengelolaan 
Keuangan Desa 

Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

Bappemas Pemdes 

Persentase Badan Usaha Milik Desa 
Aktif (%) 

35,00 60,00 

Capaian PAD terhadap Target 
Penerimaan (%) 

100,00 100,00 

Capaian PBB terhadap Target 
Penerimaan (%) 

100,00 100,00 

Jumlah Desa Yang Didampingi Dalam 
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Desa) 

212,00 212,00 

Terpenuhinya 
penyelenggaraan 
pemerintahan di 
daerah yang bersih dan 
berwibawa 

Meningkatkan 
pengawasan terhadap 
pelaksanaan urusan 
pemerintahan di daerah 

Meningkatkan cakupan dan kualitas 
serta penegakan hukum di daerah 

Tersedianya Dokumen RAD Pencegahan 
dan Pemberantasan Korupsi (Dokumen) 

1,00 1,00 Program Penataan dan 
Penyempurnaan Kebijakan 
Sistem dan Prosedur 
Pengawasan 

Pengawasan Inspektorat 
Daerah 

Jumlah Kebijakan Tentang Sistem dan 

Prosedur Pengawasan (Buah) 

5,00 8,00 

Jumlah LHP Kasus/Khusus dan 
Pengaduan Masyarakat (Kasus) 

24,00 12,00 Program Mengintensifkan 
Penanganan Pengaduan 

Masyarakat 

Pengawasan Inspektorat 
Daerah 
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 

SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Capaian Kinerja 
Program Prioritas 

Pembangunan 
Bidang Urusan 

SKPD Penanggung 

Jawab Kondisi Awal 

(2016) 

Kondisi Akhir 

(2021) 

   Jumlah LHP Kasus/Khusus dan 
Pengaduan Masyarakat (Kasus) 

24,00 12,00 Program Pengawasan dan 
Pengendalian Pelayanan Publik 

Pengawasan Inspektorat 
Daerah 

Meminimalisir kesalahan 
kesalahan dalam 
penganggaran, 

pelaksanaan serta 
administrasi program 
kegiatan 

Memperketat pengawasan internal 
terhadap penganggaran, 
pelaksanaan serta administrasi 

program kegiatan 

Terselenggaranya pengawasan internal 
secara berkala (SKPD) 

45,00 45,00 Program Peningkatan Sistem 
Pengawasan Internal dan 
Pengendalian Pelaksanaan 

Kebijakan KDH 

Pengawasan Inspektorat 
Daerah 

Terselenggaranya pemeriksaan khusus 

dan sertijab, pengaduan masyarakat 
serta pengendalian pelaksanaan 
kebijakan KDH (OP) 

60,00 40,00 

Terselenggaranya Inventarisasi Temuan 
Pengawasan (Rekomendasi) 

165,00 145,00 

Terselenggaranya penanganan tindak 
lanjut hasil pengawasan (Rekomendasi) 

137,00 109,00 

Rasio Temuan BPK RI Yang 
Ditindaklanjuti (%) 

57,14 75,00 

Tersedianya laporan pajak pribadi PNS 

(orang) 

4.550,00 5.458,00 

Terselenggaranya sosialisasi 

pengendalian intern pemerintahan 
(SKPD) 

46,00 46,00 

Meningkatkan kompetensi 

tenaga pemeriksa dan 
aparatur pengawasan 

Mendorong dan memfasilitasi 

tenaga pemeriksa dan aparatur 
mengawasan untuk mengikuti diklat 
tentang pemeriksaan dan 

pengawasan 

Persentase Tenaga Pemeriksa Yang 

Menguasai Teknik/Teori Pengawasan 
dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja (%) 

15,00 21,00 Program Peningkatan 

Profesionalisme Tenaga 
Pemeriksa dan Aparatur 
Pengawasan 

Pengawasan Inspektorat 
Daerah 

Meningkatnya 

kehidupan 
berdemokrasi 

Meningkatkan sinergitas 

antar lembaga dan 
masyarakat dalam 
penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah 

Meningkatkan ketertiban dan 

ketenteraman umum serta 
kehidupan berdemokrasi 

Cakupan Persandian Pemda Kabupaten 

Tapanuli Selatan (%) 

- 80,00 Program Penyelenggaraan 

Persandian untuk Pengamanan 
Informasi di Pemerintah 
Daerah 

Persandian Dishubkominfo 

Cakupan Persandian Pemda Kabupaten 
Tapanuli Selatan (%) 

- 80,00 Program Persandian 
Pemerintahan Daerah 

Persandian Dishubkominfo 

Peningkatan partisipasi 
politik dalam masyarakat 

Menumbuhkembangkan budaya 
politik dan demokrasi yang baik 
dalam masyarakat 

Kegiatan Pembinaan Politik Daerah (%) 70,00 80,00 Program Pendidikan Politik 
Masyarakat 

Kesatuan Bangsa dan 
Politik  

Kantor Kesatuan 
Bangsa dan Politik 

Cakupan Pembinaan Terhadap LSM, 

Ormas dan OKP (%) 

100,00 100,00 Program Kemitraan 

Pengembangan Wawasan 
Kebangsaan 

Kesatuan Bangsa dan 

Politik  

Kantor Kesatuan 

Bangsa dan Politik 

Persentase Penyelesaian Konflik (%) 75,00 90,00 
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SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Capaian Kinerja 
Program Prioritas 

Pembangunan 
Bidang Urusan 

SKPD Penanggung 

Jawab Kondisi Awal 

(2016) 

Kondisi Akhir 

(2021) 

   Cakupan Pembinaan Terhadap LSM, 
Ormas dan OKP (%) 

100,00 100,00 Program Pengembangan 
Wawasan Kebangsaan 

Kesatuan Bangsa dan 
Politik  

Kantor Kesatuan 
Bangsa dan Politik 

Jumlah LSM Yang Aktif (LSM) 30,00 35,00 

Jumlah Kejadian Demonstrasi (Kali) 13,00 8,00 

Cakupan pembinaan terhadap politik 
daerah (%) 

100,00 100,00 

Menumbuhkembangkan 

lembaga dan kegiatan 
sosial kemasyarakatan 

Mendorong dan memfasilitasi 

lembaga-lembaga dan kegiatan 
sosial kemasyarakatan 

Persentase Penyelesaian Konflik (%) 75,00 90,00 Program Pemberdayaan 

Kelembagaan Kesejahteraan 
Sosial 

Sosial Disnakertransos 

Persentase PMKS Yang Memperoleh 
Bantuan Sosial (%) 

92,64 94,28 

Cakupan Pelayanan Administrasi Sosial 
Kemasyarakatan (%) 

61,67 75,00 

Terlaksananya Program Sarana dan 
Prasarana Bidang Sosial (%) 

100,00 100,00 Program Sarana dan Prasarana 
Bidang Sosial 

Sosial Setdakab 
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Tabel 7.5. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PRIORITAS UNTUK MISI 5 

 

SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Capaian Kinerja 
Program Prioritas 

Pembangunan 
Bidang Urusan 

SKPD Penanggung 

Jawab Kondisi Awal 

(2016) 

Kondisi Akhir 

(2021) 

Terpenuhinya 
kebutuhan sandang, 
pangan dan 
perumahan yang layak 
bagi bagi seluruh 
lapisan masyarakat 

Meningkatkan pemenuhan 
kebutuhan air minum dan 
air bersih bagi masyarakat 

Meningkatkan pembangunan 
prasarana dan sarana air minum 
dan air bersih 

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%) 64,67 71,33 Program Pengembangan 
Kinerja Pengelolaan Air Minum 
dan Air Limbah 

Pekerjaan Umum  dan 
Penataan Ruang 

Dinas Tarukim 
Rumah Tangga Bersanitasi (%) 35,10 43,41 

Meningkatkan pemenuhan 
sarana dan prasarana 
sanitasi bagi masyarakat 

Meningkatkan pembangunan serta 
mendorong masyarakat untuk 
memperoleh sanitasi dasar 

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%) 64,67 71,33 Program Lingkungan Sehat 
Perumahan 

Perumahan dan 
Kawasan Pemukiman 

Dinas Tarukim 
Rumah Tangga Bersanitasi (%) 35,10 43,41 

Meningkatkan cakupan 
layanan rumah layak huni 
yang terjangkau 

Mendorong dan memfasilitasi 
masyarakat untuk mendapatkan 
rumah layak huni dan terjangkau 

Rasio Jumlah Rumah Layak Huni 
Terhadap Jumlah Rumah (%) 

77,99 80,95 Program Pembangunan 
Permukiman 

Perumahan dan 
Kawasan Pemukiman 

Dinas Tarukim 

Rasio Jumlah Rumah Layak Huni 
Terhadap Jumlah Rumah (%) 

77,99 80,95 Program Pengembangan 
Perumahan 

Perumahan dan 
Kawasan Pemukiman 

Dinas Tarukim 

Lingkungan Pemukiman Kumuh (%) 0,07 0,06 Program Pemberdayaan 
Komunitas Perumahan 

Perumahan dan 
Kawasan Pemukiman 

Dinas Tarukim 
Persentase Luas Pemukiman Yang 
Tertata  (%) 

35,27 37,33 

Rumah Tangga Pengguna Listrik (%) 80,60 93,12 

Rasio Tempat Pemakaman Umum Per 
Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk) 

1,94 1,94 Program Pengelolaan Areal 
Pemakaman 

Perumahan dan 
Kawasan Pemukiman 

Dinas Tarukim 

Meningkatkan kepastian 
kepemilikan tanah bagi 
masyarakat 

Memberikan kemudahan bagi 
masyarakat dalam memperoleh 
status tanah serta penyelesaian 
sengketa tanah 

Penerbitan Sertifikat Hak Milik (M2) 615.456 10.666.581 Program Pembangunan Sistem 
Pendaftaran Tanah 

Pertanahan Setdakab 

Penerbitan Sertifikat Hak Milik (M2) 615.456 10.666.581 Program Penataan 
Penguasaan, Pemilikan, 
Penggunaan, Pemanfaatan 
Tanah 

Pertanahan Setdakab 

Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%) 66,67 100,00 Program Penyelesaian Konflik-
Konflik Pertanahan 

Pertanahan Setdakab 

Penerbitan Sertifikat Hak Milik (M2) 615.456 10.666.581 Program Pengembangan 
Sistem Informasi Pertanahan 

Pertanahan Setdakab 

Berkurangnya angka 
kriminalitas dan 
penyakit masyarakat 
lainnya 

Meningkatkan 
perlindungan hidup bagi 
seluruh lapisan 
masyarakat 

Meningkatkan sinergitas antar 
lembaga dan masyarakat dalam 
upaya pengendalian dan penegakan 
hukum di daerah 

Rasio Polisi Pamong Praja Per 10.000 
Penduduk 

4,22 4,22 Program Pemeliharaan 
Kantrantibmas dan 
Pencegahan Tindak Kriminal 

Ketentraman, 
Ketertiban Umum 
Serta Perlindungan 
Masyarakat 

Satuan Polisi 
Pamong Praja 

Angka Kriminalitas (Jumlah Kasus 
/10.000 Pddk) 

10,08 8,24 

Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk 108,27 104,01 
Penegakan Perda (%) 65,00 90,00 
Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (%) 46,03 52,05 
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SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Capaian Kinerja 
Program Prioritas 

Pembangunan 
Bidang Urusan 

SKPD Penanggung 

Jawab Kondisi Awal 

(2016) 

Kondisi Akhir 

(2021) 

   Jumlah Pos Kamling (Unit) 149,00 248,00 Program Pemberdayaan 
Masyarakat untuk Menjaga 
Ketertiban dan Keamanan 

Ketentraman, 
Ketertiban Umum 
Serta Perlindungan 
Masyarakat 

Satuan Polisi 
Pamong Praja Rasio Pos Siskamling Per Jumlah 

Desa/Kelurahan (%) 

60,08 100,00 

Angka Kriminalitas (Jumlah Kasus 
/10.000 Pddk) 

10,08 8,24 

Menurunkan angka 
Penyandang Masalah-

Masalah Kesejahteraan 
Sosial 

Meningkatkan pelayanan dan 
rehabilitasi sosial serta 

pemberdayaan terhadap 
masyarakat Penyandang Masalah-
Masalah Kesejahteraan Sosial. 

Angka Kriminalitas (Jumlah Kasus 
/10.000 Pddk) 

10,08 8,24 Program Peningkatan 
Pemberantasan Penyakit 

Masyarakat (Pekat) 

Ketentraman, 
Ketertiban Umum 
Serta Perlindungan 
Masyarakat 

Satuan Polisi 
Pamong Praja 

Penegakan Perda (%) 65,00 90,00 

Persentase PMKS Yang Memperoleh 
Bantuan Sosial (%) 

92,64 94,28 Program Pembinaan Para 
Penyandang Cacat dan Trauma 

Sosial Disnakertransos 

Cakupan Perempuan dan Anak Korban 
Kekerasan yang Mendapatkan 
Penanganan Pengaduan oleh Petugas 

Terlatih dalam Unit Pelayanan Terpadu 
(P2TP2A) (%) 

100,00 100,00 

Cakupan Perempuan dan Anak Korban 

Kekerasan yang Mendapatkan Layanan 
Bantuan Hukum 

0,29 0,35 

Sarana Sosial Panti Asuhan (Unit) 4,00 4,00 Program Pemberdayaan Fakir 
Miskin, Komunitas Adat 
Terpencil (KAT) dan 

Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS) 
Lainnya 

Sosial Disnakertransos 

Sarana Sosial Panti Jompo (Unit) 4,00 4,00 

Persentase PMKS Yang Memperoleh 
Bantuan Sosial (%) 

92,64 94,28 

Persentase PMKS Yang Memperoleh 
Bantuan Sosial (%) 

92,64 94,28 Program Pembinaan Anak 
Terlantar 

Sosial Disnakertransos 

Persentase Tenaga Kerja Dibawah 
Umur (%) 

0,00 0,00 

Cakupan Perempuan dan Anak Korban 

Kekerasan yang Mendapatkan 
Penanganan Pengaduan oleh Petugas 
Terlatih dalam Unit Pelayanan Terpadu 

(P2TP2A) (%) 

100,00 100,00 
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SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Capaian Kinerja 
Program Prioritas 

Pembangunan 
Bidang Urusan 

SKPD Penanggung 

Jawab Kondisi Awal 

(2016) 

Kondisi Akhir 

(2021) 

   Cakupan Perempuan dan Anak Korban 
Kekerasan yang Mendapatkan Layanan 
Bantuan Hukum 

0,29 0,35    

Persentase PMKS Yang Memperoleh 
Bantuan Sosial (%) 

92,64 94,28 Program Pembinaan Eks 
Penyandang Penyakit Sosial 

(Eks Narapidana, PSK, Narkoba 
dan Penyakit Sosial Lainnya) 

Sosial Disnakertransos 

Cakupan pencegahan dan 

penaggulangan Narkoba, PMS dan 
HIV/AIDS (%) 

- 50,00 Program Peningkatan 

Penanggulangan Narkoba, PMS 
Termasuk HIV/AIDS 

Sosial Disnakertransos 

Cakupan pencegahan dan 
penaggulangan Narkoba, PMS dan 
HIV/AIDS (%) 

- 50,00 Program Upaya Pencegahan 
Penyalahgunaan Narkoba 

Kepemudaan dan 
Olah Raga 

Dinas Pariwisata 

Sarana Sosial Panti Asuhan (Unit) 4,00 4,00 Program Pembinaan Panti 
Asuhan/Panti Jompo 

Sosial Disnakertransos 

Sarana Sosial Panti Jompo (Unit) 4,00 4,00 

Meningkatnya 
pemberdayaan 
perempuan dan 

perlindungan anak 

Meningkatkan 
pemberdayaan 
perempuan dalam 

pembangunan dan 
pemerintahan 

Mendorong lahirnya regulasi dan 
impelementasi pengarusutamaan 
gender dalam pembangunan dan 

pemerintahan 

Persentase Pekerja Perempuan Pada 
Lembaga Pemerintah (%) 

56,53 51,23 Program Peningkatan Peran 
Serta dan Kesetaraan Gender 
Dalam Pembangunan 

Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Badan KB, PP&PA 

Persentase Pekerja Perempuan Pada 
Lembaga Swasta (%) 

26,94 32,24 

Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK 0,04 0,07 Program Peningkatan Peran 

Perempuan di Perdesaan 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa 

Bappemas Pemdes 

Meningkatkan peran dan 

partisipasi perempuan 
dalam masyarakat dan 
dunia usaha 

Mendorong peningkatan partisipasi 

perempuan dalam lembaga non 
pemerintahan 

Persentase Pekerja Perempuan Pada 

Lembaga Swasta (%) 

26,94 32,24 Program Peningkatan Kualitas 

Hidup dan Perlindungan 
Perempuan 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Badan KB, PP&PA 

Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
(%) 

0,03 0,01 

Meningkatkan 
perlindungan anak. 

Meningkatkan perlindungan dan 
jaminan hak-hak anak agar dapat 

hidup, tumbuh, berkembang dan 
berpartisipasi secara optimal serta 
mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi. 

Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
(%) 

0,03 0,01 Program Penguatan 
Kelembagaan 

Pengarusutamaan Gender dan 
Anak 

Penunjang Urusan 
Bidang Perencanaan 

Bappeda 

Persentase Tenaga Kerja Dibawah 
Umur (%) 

0,00 0,00 

Persentase Penyelesaian Kasus 
pengaduan perlindungan Anak dari 
tindakan kekerasan (%) 

100,00 100,00 
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SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Capaian Kinerja 
Program Prioritas 

Pembangunan 
Bidang Urusan 

SKPD Penanggung 

Jawab Kondisi Awal 

(2016) 

Kondisi Akhir 

(2021) 

   Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
(%) 

0,03 0,01 Program Pengembangan 
Bahan Informasi Tentang 
Pengasuhan dan Pembinaan 

Tumbuh Kembang Anak 

Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga Berencana 

Badan KB, PP&PA 

Persentase Tenaga Kerja Dibawah 
Umur (%) 

0,00 0,00 

Persentase Penyelesaian Kasus 

pengaduan perlindungan Anak dari 
tindakan kekerasan (%) 

100,00 100,00 

Persentase Penyelesaian Kasus 
pengaduan perlindungan Anak dari 
tindakan kekerasan (%) 

100,00 100,00 Program Keserasian Kebijakan 
Peningkatan Kualitas Anak dan 
Perempuan 

Penunjang Urusan 
Bidang Perencanaan 

Bappeda 

Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
(%) 

0,03 0,01 

Persentase Tenaga Kerja Dibawah 
Umur (%) 

0,00 0,00 

Cakupan Perempuan dan Anak Korban 

Kekerasan yang Mendapatkan 
Penanganan Pengaduan oleh Petugas 
Terlatih dalam Unit Pelayanan Terpadu 

(P2TP2A) (%) 

100,00 100,00 

Cakupan Perempuan dan Anak Korban 

Kekerasan yang Mendapatkan Layanan 
Bantuan Hukum 

0,29 0,35 
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BAB  VIII 

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG  

DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 

 

Pada bab sebelumnya telah dijabarkan Visi dan Misi Kabupaten Tapanuli 

Selatan secara hirarkhis yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, 

sehingga menghasilkan rumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah. 

Program-program tersebut dikelompokkan ke dalam 11 prioritas pembangunan, 

program-progran tersebut adalah upaya-upaya yang akan ditempuh oleh pemerintah 

Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.  

Dalam implementasinya secara operasional, program-program tersebut harus 

dijabarkan ke dalam urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah 

sesuai dengan Lampiran Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah.  

 

Pada bab ini program-program tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam 

urusan pemerintah dengan SKPD terkait sehingga dapat dilihat dengan jelas 

pembagian tugas SKPD dalam melaksanakan rencana pembangunan yang telah 

disusun, yang menjadi tanggung jawab SKPD langsung dalam pencapaian Visi, Bupati 

dan Wakil Bupati.  Program dan indikator kinerja tersebut dikelompokkan ke dalam 24 

Urusan Wajib dan dan 8 Urusan Pilihan. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan 

yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan 

daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan 

dengan pelayanan dasar yaitu Urusan Wajib : Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang; Perumah Rakyat dan Kawasan Permukiman; 

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; Sosial; Tenaga 

Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan; 

Lingkungan Hidup; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa: Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 

Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 

Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olah Raga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; 

Perpustakaan; Kearsipan.  
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Sedangkan Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada 

dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, 

kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yaitu Urusan : Kelautan 

dan Perikanan;  Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumber Daya Mineral; 

Perdagangan; Perindustrian; Transmigrasi. 

 

8.1. Prioritas Pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan  

Pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan dalam lima tahun kedepan 

akan diprioritaskan kepada  9 Prioritas yakni  : 

1. Peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya; 

2. Peningkatan Kualitas Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Handal; 

3. Peningkatan sumber daya manusia yang inovatif dan kreatif; 

4. Peningkatan dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan dan Keluarga 

Berencana; 

5. Peningkatan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat; 

6. Peningkatan kesempatan kerja dan perluasan lapangan usaha 

7. Peningkatan infrastruktur dan pelestarian lingkungan hidup yang 

mendukung daya saing perekonomian; 

8. Peningkatan Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 

yang Baik (Good Governance), Pelayanan Publik dan Partisipasi 

Masyarakat dalam Pembangunan;  

9. Peningkatan kualitas pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi seluruh 

masyarakat; 

 

 

8.2. Program Unggulan Daerah  

Program unggulan ditetapkan sesuai dengan janji Bupati dan Wakil 

Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan selama kampanye pemilihan kepala daerah 

yang menjadi prioritas program pembangunan daerah tahun 2016-2021. Ada 25 

program unggulan kepala daerah meliputi: 

1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; 

2. Peningkatan kesejahteraan guru-guru, termasuk guru/honor komite dan tutor 

PAUD; 

3. Peningkatan penyediaan bea siswa bagi lulusan SMU sederajat yang masuk 

ke Perguruan Tinggi Negeri; 
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4. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dan pemberian insentif ke guru-

guru agama non formal; 

5. Peningkatan budaya sehat; 

6. Revitalisasi puskesmas dan posyandu; 

7. Menjadikan RSU Sipirok menjadi rumah sakit rujukan untuk wilayah 

Tabagsel; 

8. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya guru, tenaga 

medis dan sektor pertanian serta sektor perindustrian; 

9. Peningkatan ketahanan pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan; 

10. Peningkatan sarana dan parasarana alat produksi pertanian; 

11. Penyediaan bibit unggul dan pupuk yang terjangkau masyarakat; 

12. Penerapan teknologi tepat guna bagi petani untuk meningkatkan 

produktivitas hasil pertanian; 

13. Peningkatan keterampilan dan permodalan pengrajin, usaha kecil menengah 

dan jasa; 

14. Peningkatan infrastruktur jalan, irigasi, sarana air bersih, lingkungan 

pemukiman dan kelistrikan; 

15. Koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, 

ESDM, Pertanian, Perdagangan, Kehutanan dan Lingkungan Hidup; 

16. Penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi; 

17. Melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana pusat pemerintah di 

Sipirok; 

18. Menumbuh kembangkan adat dan budaya lokal sebagai bagian dari budaya 

Indonesia; 

19. Menumbuh kembangkan olah raga di tengah-tengah masyarakat, dengan 

menambah fasilitas olahraga (lapangan sepakbola dan cabang olahraga 

lainnya) serta peningkatan pemberian tali asih kepada pelaku olahraga; 

20. Menyelenggarakan dan mengikuti event olahraga dan seni budaya pada 

setiap tingkat; 

21. Meningkatkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat aditif 

lainnya; 

22. Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga; 

23. Peningkatan kualitas aparatur melalui Bintek dan jenjang pendidikan; 

24. Peningkatan pembangunan E-Goverment; 

25. Peningkatan kualitas pengawasan dan supervisi. 
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8.3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah  

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadI 

tanggungjawab daerah, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menyusun 

berbagai program yang disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan daerah 

serta sekaligus memuat penjabaran dari program unggulan daerah dalam rangka 

mewujudkan vis idan misi Kabupaten Tapanuli Selatan. 

Program-program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan  

indikatif dan target kinerja terukur yang akan dilaksanakan oleh semua SKPD 

dilingkup Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. 

Rekapitulasi rencana program dan pagu indikatif pada setiap urusan 

penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diuraikan pada tabel 8.1 berikut :  
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Tabel 8.1. Rekapitulasi Rencana Program dan Pagu Indikatif Per Urusan Tahun 2016 s/d 2021 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

URUSAN 

PEMERINTAHAN WAJIB 

   335.738.572.044  241.150.000.000  270.029.677.000  283.348.532.000  296.045.730.000  300.143.001.000  

URUSAN 

PEMERINTAHAN WAJIB 

DENGAN PELAYANAN 

DASAR  

   302.230.704.435  215.726.625.000  242.981.490.000  255.207.570.000  265.721.212.000  269.459.935.000  

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG PENDIDIKAN 

   22.012.512.000  15.835.023.000  15.223.533.000  15.997.325.000  17.218.098.000  17.407.497.000  

Program Pendidikan 

Anak Usia Dini 

   1.521.000.000  1.485.497.000  1.133.988.000  1.135.738.000  1.225.000.000  1.238.475.000 Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan APK PAUD (%) 19,69 21,77  22,84  23,91  24,99  26,06  27,13  

Persentase Cakupan 

PAUD (%) 

19,69 21,77  22,84  23,91  24,99  26,06  27,13  

Program Wajib Belajar 

Pendidikan Dasar 

Sembilan Tahun 

   3.948.000.000  5.627.648.000  5.657.430.000  5.754.904.000  6.028.098.000  6.094.407.000 Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Angka Melek Huruf (%) 99,93 99,94  99,95  99,96  99,97  99,97  99,98  

APK SD/MI (%)  110,24 109,44  108,42  107,36  106,28  105,21  104,12  

APK SMP/MTs (%)  88,71 88,93  89,00  89,11  89,23  89,30  95,51  

Angka Pendidikan Yang 

Ditamatkan SD/MI (%) 

23,69 25,81  27,90  29,99  32,08  34,17  36,26  

Angka Pendidikan Yang 

Ditamatkan SMP/MTs 

(%) 

16,68 17,91  19,08  20,25  21,42  22,60  23,77  

APM SD/MI (%)  97,27 97,31  97,36  97,68  98,00  98,31  98,63  

APM SMP/MTs (%)  82,79 83,31  83,87  86,43  88,99  91,56  94,12  

Rasio ketersediaan 

sekolah/penduduk usia 

sekolah SD/MI 

1:135 1:135  1:135  1:135  1:135  1:135  1:135  

Rasio Ketersediaan 

Sekolah/Penduduk Usia 

Sekolah SMP/MTs 

1:245 1:233  1:221  1:210  1:198  1:186  1:174  
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Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

 Rasio Guru Terhadap 

Murid SD/MI 

1:15 1:15  1:15  1:15  1:15  1:15  1:15   

Rasio Guru Terhadap 

Murid SMP/MTs 

1:10 1:10  1:10  1:10  1:10  1:10  1:10  

Sekolah SD/MI Kondisi 

Baik (%) 

81,85 82,13  84,98  87,83  90,68  93,53  94,68  

Sekolah SMP/MTS 

Kondisi Baik (%) 

66,23 68,41  74,08  79,75  85,42  91,09  93,76  

Persentase Angka Putus 

Sekolah SD/MI (%) 

0,43 0,41  0,37  0,34  0,30  0,27  0,23  

Persentase Angka Putus 

Sekolah SMP/MTs (%) 

0,57 0,56  0,54  0,52  0,49  0,47  0,45  

Persentase Angka 

Kelulusan SD/MI (%) 

98,55 99,59  99,80  99,92  100,00  100,00  100,00  

Persentase Angka 

Kelulusan SMP/MTS (%)  

100,00 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Persentase Angka 

Melanjutkan SD/MI ke 

SMP/MTs (%) 

94,29 94,56  95,36  96,15  96,95  97,74  98,54  

Angka Rata-Rata Lama 

Sekolah (Tahun) 

8,27 8,76  8,98  9,20  9,42  9,63  9,85  

Angka Harapan Lama 

Sekolah (Tahun) 

 13,81  14,16  14,51  14,85  15,18  15,53  

Program Pendidikan 

Menengah 

    2.084.650.000  -  -  -  -  - Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan APK SMA/MA/SMK (%) 66,89 67,81            

APM SMA/MA/SMK (%) 57,96 58,39            

Angka Pendidikan Yang 

Ditamatkan 

SMA/MA/SMK (%) 

17,70 18,54            
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Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

 Rasio Ketersediaan 

Sekolah/Penduduk Usia 

Sekolah SMA/SMK/MA  

1:383 1:351             

Rasio Guru Terhadap 

Murid SMA/SMK/MA 

1:11 1:11            

Sekolah SMA/SMK/MA 

Kondisi Baik (%) 

84,44 85,05            

Persentase Angka Putus 

Sekolah SMA/SMK/MA 

(%) 

1,73 1,71            

Persentase Angka 

Kelulusan 

SMA/SMK/MA (%) 

100,00 100,00            

Persentase Angka 

Melanjutkan SMP/MTs 

ke SMA/SMK/MA (%) 

81,62 82,54            

Program Pendidikan 

Non Formal 

    100.000.000  175.383.000  105.000.000  110.000.000  115.000.000  116.265.000 Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Rombel  Melanjutkan 

putus sekolah SD/MI ke 

SMP/MTs (%) melalui 

Paket B 

0,00 4,00  4,00  4,00  4,00  4,00  4,00  

Angka Melek Huruf (%) 99,93 99,94  99,95  99,96  99,97  99,97  99,98  

Program Peningkatan 

Mutu Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan 

    3.495.894.000  249.921.000  210.000.000  220.000.000  230.000.000  232.530.000 Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Guru yang memiliki 

Kualifikasi S1/D-IV (%) 

76,14 77,61  79,08  80,54  82,00  83,46  84,93  

Jumlah guru yang 

bersertifikat (orang) 

2.092,00 2.092,00  1.782,00  2.452,00  3.122,00  3.793,00  4.465,00  

Jumlah guru yang 

memenuhi Kompetensi 

1.223,00 1.438,00  1.261,00  1.411,00  1.561,00  1.711,00  1.861,00  
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Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

Program Manajemen 

Pelayanan Pendidikan 

    867.000.000  2.459.751.000  869.886.000  895.982.000  920.000.000  930.120.000 Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Tersedianya beasiswa 

lulusan SMA/SMK/MA 

untuk melanjutkan ke 

PTN, mahasiswa 

berprestasi ke luar 

negeri mahasiswa S1 

putra daerah (%) 

100,00 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Rasio Lulusan Sarjana 

(per 10.000 penduduk) 

- 0,02  0,02  0,02  0,02  0,03  0,03  

Program Peningkatan 

Mutu Pendidikan 

    2.747.168.000  - - - - - - - - - Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Tersedianya beasiswa 

lulusan SMA/SMK/MA 

untuk melanjutkan ke 

PTN, mahasiswa 

berprestasi ke luar 

negeri mahasiswa S1 

putra daerah (%) 

100,00 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Program Peningkatan 

Mutu Pendidikan 

    100.000.000  - - - - - - - - - Sekretariat Korpri 

Tersedianya beasiswa 

lulusan SMA/SMK/MA 

untuk melanjutkan ke 

PTN, mahasiswa 

berprestasi ke luar 

negeri mahasiswa S1 

putra daerah (%) 

100,00 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Program 

Pengembangan Budaya 

Baca dan Pembinaan 

Perpustakaan 

    -  1.074.223.000  1.173.998.000  1.185.738.000  1.200.000.000  1.213.200.000 Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Jumlah Pengunjung 

Perpustakaan Pertahun 

(Orang) 

55.047 55.047  56.343  62.529  65.622  68.715  71.808  

Jumlah Tenaga 

Perpustakaan (Orang) 

85,00 85,00  90,00  100,00  105,00  110,00  115,00  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

Program Pendidikan 

Non Formal 

    5.228.800.000  3.921.600.000  4.146.669.000  4.749.136.000  5.500.000.000  5.560.500.000 Setdakab 

Rombel Melanjutkan 

putus sekolah SD/MI ke 

SMP/MTs (%) melalui 

Paket B 

- 4,00  4,00  4,00  4,00  4,00  4,00  

Angka Melek Huruf (%) 99,93 99,94  99,95  99,96  99,97  99,97  99,98  

Program Peningkatan 

Mutu Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan 

    1.920.000.000  841.000.000  1.926.562.000  1.945.827.000  2.000.000.000  2.022.000.000 Setdakab 

Tersedianya 

honorarium Guru 

Pesantren (%) 

100,00 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

                   

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG KESEHATAN 

    32.043.442.490  40.622.325.000  44.343.595.000  47.873.269.000  49.913.000.000  50.462.043.000   

Program Obat dan 

Perbekalan Kesehatan 

    3.001.870.000  2.630.613.000  2.865.768.000  3.904.925.000  4.110.000.000  4.155.210.000 Dinas Kesehatan 

Cakupan ketersediaan 

dan pemerataan obat di 

Puskesmas dan 

Jaringannya (%) 

100,00 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Program Upaya 

Kesehatan Masyarakat 

    11.722.235.900  23.078.000.000  20.339.409.000  20.493.303.000  21.400.000.000  21.635.400.000 Dinas Kesehatan 

Angka Usia Harapan 

Hidup (Tahun) 

63,74 64,07  64,32  64,57  64,82  65,06  65,06  

Cakupan pelayanan 

kesehatan masyarakat 

miskin (%) 

43,77 45,44  49,69  53,93  58,18  62,43  66,68  

Cakupan Informasi 

sadar hidup sehat (%) 

100,00 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00   

Program Promosi 

Kesehatan dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

    156.330.000  165.474.000  203.924.000  210.041.000  218.000.000  220.398.000 Dinas Kesehatan 

Cakupan Informasi 

sadar hidup sehat (%) 

100,00 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

Program 

Pengembangan 

Lingkungan Sehat 

    33.880.000  36.041.000  44.195.000  50.000.000  50.000.000  50.550.000 Dinas Kesehatan 

Cakupan Informasi 

Sadar Hidup Sehat (%) 

100,00 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Program Peningkatan 

Pelayanan Kesehatan 

Lansia 

    -  47.633.000  44.195.000  50.000.000  50.000.000  50.550.000 Dinas Kesehatan 

Angka Usia Harapan 

Hidup (Tahun) 

63,74 64,07  64,32  64,57  64,82  65,06  65,06  

Program Pencegahan 

dan Penanggulangan 

Penyakit Menular 

    1.092.979.700  1.104.349.000  1.325.729.000  1.450.000.000  1.500.000.000  1.516.500.000 Dinas Kesehatan 

Cakupan 

Desa/Kelurahan 

Universal Child 

Immunizaztion (UCI) (%) 

86,29 86,88  87,66  88,43  89,20  89,97  90,75  

Cakupan Penemuan 

dan Penanganan 

Penderita TBC BTA (%) 

80,38 83,23  85,47  87,72  89,96  92,21  94,45  

Cakupan Penemuan 

dan Penanganan 

Penderita Penyakit DBD 

(%) 

100,00 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Program Standarisasi 

Pelayanan Kesehatan 

    177.375.000  98.761.000  231.376.000  250.000.000  250.000.000  252.750.000 Dinas Kesehatan 

Rasio Dokter per Satuan 

Penduduk (Per 1.000 

Penduduk) 

0,24 0,17  0,20  0,24  0,27  0,30  0,33  

Rasio Tenaga Para 

Medis Per Satuan 

Penduduk (Per 100.000 

Penduduk) 

1,36 1,48  1,55  1,79  1,84  1,90  1,95  

Persentase kecamatan 

bebas rawan gizi (%) 

100,00 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Program Perbaikan Gizi 

Masyarakat 

    -  121.157.000  231.376.000  250.000.000  250.000.000  252.750.000 Dinas Kesehatan 

Angka Usia Harapan 

Hidup (Tahun) 

63,74 64,07  64,32  64,57  64,82  65,06  65,06  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

 Cakupan KEK ibu hamil 

(%) 

 12,00  15,00  20,00  30,00  40,00  50,00   

Persentase Balita Gizi 

Buruk (%) 

 0,18  0,15  0,12  0,10  0,08  0,06  

Program Pengadaan, 

Peningkatan dan 

Perbaikan Sarana dan 

Prasarana 

Puskesmas/Puskesmas 

Pembantu dan 

Jaringannya 

    4.156.046.890  4.199.297.000  4.721.325.000  5.450.000.000  5.650.000.000  5.712.150.000 Dinas Kesehatan 

Rasio Puskesmas, Pustu 

dan Pusling Per Satuan 

Penduduk (Per 1000 

Penduduk) 

0,32 0,32  0,32  0,32  0,32  0,32  0,32  

Cakupan Puskesmas 

Terhadap Jumlah 

Kecamatan (%) 

114,29 114,29  114,29  106,67  106,67  106,67  106,67  

Cakupan Puskesmas 

Pembantu Terhadap 

Jumlah Desa (%) 

22,18 22,18  22,18  22,18  22,18  22,18  22,18  

Program Peningkatan 

Pelayanan Kesehatan 

Anak Balita  

    -  50.000.000  50.171.000  60.000.000  65.000.000  65.715.000 Dinas Kesehatan 

Angka Kelangsungan 

Hidup bayi (Per 1.000 

Kelahiran) 

987,00 -  992,07  993,46  994,84  996,23  997,61  

Angka Kematian Balita 

(Per 1.000 balita) 

1,96 -  1,53  1,34  1,18  1,04  0,91  

Cakupan Kunjungan 

Bayi Yang Memperoleh 

Pelayanan Kesehatan 

(%) 

66,99 -  75,49  79,73  83,98  88,23  92,48  

Persentase Balita Gizi 

Buruk (%) 

0,24 -  0,15  0,12  0,10  0,08  0,06  

Cakupan Balita Gizi 

Buruk Yang Mendapat 

Perawatan (%) 

100,00 -  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Persentase Balita Gizi 

Kurang (%) 

3,91 -  2,24  2,03  1,83  1,62  1,42  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

 Rasio Posyandu Per 

Satuan Balita (Per 1.000 

Balita) 

0,10 -  0,09  0,09  0,08  0,08  0,08   

Persentase balita 

ditimbang berat 

badannya (D/S) (%) 

77,33 -  88,72  93,00  97,29  100,00  100,00  

Persentase Bayi 

mendapat Kapsul 

Vitamin A (%) 

63,87 -  69,83  72,55  75,26  77,98  80,70  

Persentase balita usia 

6-59 bulan mendapat 

kapsul vitamin A (%) 

17,60 -  48,00  50,00  52,00  54,00  56,00  

Program Peningkatan 

Keselamatan Ibu 

Melahirkan dan Anak 

    -  50.000.000  50.171.000  55.000.000  60.000.000  60.660.000 Dinas Kesehatan 

Cakupan Pertolongan 

Persalinan Oleh Tenaga 

Kesehatan Yang 

Memiliki Kompetensi 

Kebidanan (%) 

78,98 -  83,98  86,25  88,52  90,79  93,05  

Angka Kematian Ibu 

Melahirkan (Per 10.000 

KH) 

0,90 -  0,72  0,67  0,62  0,57  0,52  

Angka Kelangsungan 

Hidup Bayi (Per 1.000 

Kelahiran ) 

987,00 -  992,07  993,46  994,84  996,23  997,61  

Cakupan KEK ibu hamil 

(%) 

11,20 -  15,00  20,00  30,00  40,00  50,00  

Pemberian makanan 

pendamping ASI pada 

usia 6-24 bulan (jiwa) 

190,00 -  4.500,00  4.550,00  4.570,00  4.590,00  5.000,00  

Persentase ibu hamil 

mendapat 90 tablet 

besi (%) 

33,99 -  41,56  42,67  43,78  44,89  46,00  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

 Persentase ibu hamil 

yang anemia (%) 

0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

Program Pengawasan 

Obat dan Makanan 

    -  3.823.000.000  3.998.424.000  5.150.000.000  5.320.000.000  5.378.520.000 Dinas Kesehatan 

Angka Usia Harapan 

Hidup (Tahun) 

63,74 -  64,32  64,57  64,82  65,06  65,06  

Program Pengadaan, 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana Rumah 

Sakit/Rumah Sakit 

Jiwa/Rumah Sakit 

Paru-Paru/Rumah Sakit 

Mata 

    -  5.218.000.000  10.237.532.000  10.500.000.000  10.990.000.000  11.110.890.000 Dinas Kesehatan 

Rasio Rumah Sakit per 

Satuan penduduk (Per 

1000 Penduduk) 

0,0036 -  0,0036  0,0071  0,0070  0,0070  0,0069  

Program Pengadaan, 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana Rumah 

Sakit/Rumah Sakit 

Jiwa/Rumah Sakit 

Paru-Paru/Rumah Sakit 

Mata 

    7.717.295.000           Rumah Sakit 

Umum Daerah Rasio Rumah Sakit per 

Satuan penduduk (Per 

1000 Penduduk) 

0,0036 0,0036            

                   

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG PEKERJAAN 

UMUM DAN 

PENATAAN RUANG 

    204.435.657.525  137.961.215.000  150.681.803.000  155.678.267.000  159.988.728.000  161.748.605.000   

Program Pembangunan 

Jalan dan Jembatan 

    161.064.830.125  112.972.538.000  114.585.580.000  115.625.436.000  117.930.000.000  119.227.230.000 Dinas PU 

  Proporsi Panjang 

Jaringan Jalan Dalam 

Kondisi mantap (%) 

62,01 63,57  64,52  65,46  66,40  67,34  68,28  

Proporsi Panjang 

Jaringan Jalan Dalam 

Kondisi Baik (%) 

43,50 45,93  47,39  48,27  49,21  50,18  51,29  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

 Rasio Panjang jalan 

dilalui kenderaan roda 4  

0,004 0,004  0,004  0,004  0,004  0,004  0,004   

Jalan Penghubung dari 

ibukota kecamatan ke 

kawasan pemukiman 

penduduk (minimal 

dilalui roda 4) (%) 

93,87 94,27  94,96  95,57  96,10  96,55  96,94  

Persentase 

Pengentasan 

Kemiskinan di 

Kecamatan yang 

dipelopori/didorong 

oleh Dinas Pekerjaan 

Umum selama satu 

tahun (%) 

- 0,30  0,30  0,31  0,31  0,32  0,32  

Program 

Rehabilitasi/Pemelihar

aan Jalan dan 

Jembatan 

    9.140.000.000  6.686.144.000  6.859.728.000  7.029.325.000  7.305.000.000  7.385.355.000 Dinas PU 

Proporsi Panjang 

Jaringan Jalan Dalam 

Kondisi mantap (%) 

62,01 63,57  64,52  65,46  66,40  67,34  68,28  

Proporsi Panjang 

Jaringan Jalan Dalam 

Kondisi Baik (%) 

43,50 45,93  47,39  48,27  49,21  50,18  51,29  

Jalan Penghubung dari 

ibukota kecamatan ke 

kawasan pemukiman 

penduduk (minimal 

dilalui roda 4) (%) 

93,87 94,27  94,96  95,57  96,10  96,55  96,94  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

 Persentase 

Pengentasan 

Kemiskinan di 

Kecamatan yang 

dipelopori/didorong 

oleh Dinas Pekerjaan 

Umum selama satu 

tahun (%) 

- 0,30  0,30  0,31  0,31  0,32  0,32   

Program Pembangunan 

Sistem Informasi/Data 

Base Jalan dan 

Jembatan 

    300.000.000  219.225.000  231.558.000  250.000.000  243.228.000  245.904.000 Dinas PU 

Database jalan dan 

jembatan untuk 

kebutuhan 

perencanaan dan 

evaluasi yang up to date 

(dokumen) 

1,00 1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Kebinamargaan  

    674.400.000  200.000.000  420.542.000  525.748.000  540.000.000  545.940.000 Dinas PU 

Proporsi Panjang 

Jaringan Jalan Dalam 

Kondisi mantap (%) 

62,01 63,57  64,52  65,46  66,40  67,34  68,28  

Program 

Pengembangan dan 

Pengelolaan Jaringan 

Irigasi, Rawa dan 

Jaringan Pengairan 

Lainnya  

    33.204.427.400  13.362.479.000  17.215.448.000  18.449.602.000  19.440.500.000  19.654.346.000 Dinas PU 

Luas Daerah Irigasi 

Kabupaten Dalam 

Kondisi Baik (%) 

55,71 61,76  66,10  69,91  73,23  76,10  78,55  

Program Pembinaan 

dan Pemasyarakatan 

Olahraga 

    52.000.000  -  -  -  -  - Dinas PU 

Jumlah Kegiatan 

Olahraga (Kegiatan) 

10,00 11,00            

Jumlah Klub Olah Raga 

(Klub) 

20,00 20,00            

Program Perencanaan 

Tata Ruang 

    -  613.829.000  400.000.000  450.000.000  420.000.000  424.620.000 Dinas PU 

Tersedianya RTRW 

(Dokumen) 

- -  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

 Tersedianya RDTRW 

(Dokumen) 

- -  4,00  5,00  6,00  7,00  8,00   

Luas Wilayah 

Kebanjiran berdasarkan 

RTRW (%) 

- -  6,78  6,78  6,78  6,78  6,78  

Luas Wilayah Produktif 

berdasarkan RTRW (%) 

- -  65,32  65,32  65,32  65,32  65,32  

Program 

Pengembangan Kinerja 

Pengelolaan Air Minum 

dan Air Limbah 

    -  990.000.000  5.401.328.000  6.566.361.000  6.970.000.000  7.046.670.000 Dinas PU 

Rumah Tangga 

Pengguna Air Bersih (%) 

63,46 -  65,95  67,26  68,59  69,95  71,33  

Rumah Tangga 

Bersanitasi (%) 

31,08 -  37,25  39,14  40,78  42,20  43,41  

Program Pembangunan 

Infrastruktur 

Perdesaan 

    -  2.567.000.000  5.217.619.000  6.381.795.000  6.690.000.000  6.763.590.000 Dinas PU 

Jumlah Desa Yang 

Didampingi Dalam 

Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa (Desa) 

212,00 -  212,00  212,00  212,00  212,00  212,00  

Program 

Pengembangan 

Wilayah Strategis dan 

Cepat Tumbuh 

    -  350.000.000  350.000.000  400.000.000  450.000.000  454.950.000 Dinas PU 

Terpenuhinya dokumen 

pengembangan 

infrastruktur sesuai 

dengan kebutuhan (%) 

100,00 -  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

                   

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG PERUMAHAN 

RAKYAT DAN 

KAWASAN 

PERMUKIMAN 

    27.344.280.000  12.333.778.000  20.202.901.000  22.510.559.000  25.015.300.000  26.109.772.000   

Program 

Pemberdayaan 

Komunitas Perumahan 

    16.101.000.000  6.893.765.000  11.760.238.000  12.763.591.000  13.380.000.000  13.527.180.000 Dinas Tarukim 

Lingkungan Pemukiman 

Kumuh (%) 

0,08 0,07  0,07  0,07  0,07  0,06  0,06  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

 Persentase Luas 

Pemukiman Yang 

Tertata  (%) 

34,15 35,27  35,80  36,27  36,68  37,03  37,33   

Rumah Tangga 

Pengguna Listrik (%) 

- 80,60  82,55  85,75  87,85  90,15  93,12  

Program Lingkungan 

Sehat Perumahan 

    10.893.280.000  3.615.013.000  5.601.328.000  6.766.361.000  6.980.000.000  7.056.780.000 Dinas Tarukim 

Rumah Tangga 

Pengguna Air Bersih (%) 

63,46 64,67  65,95  67,26  68,59  69,95  71,33  

Rumah Tangga 

Bersanitasi (%) 

31,08 35,10  37,25  39,14  40,78  42,20  43,41  

Program Pengelolaan 

Areal Pemakaman 

    100.000.000  100.000.000  100.342.000  103.352.000  105.000.000  106.155.000 Dinas Tarukim 

Rasio Tempat 

Pemakaman Umum Per 

Satuan Penduduk (Per 

1000 Penduduk) 

1,94 1,94  1,94  1,94  1,94  1,94  1,94  

Program Pengelolaan 

Ruang Terbuka Hijau 

(RTH) 

    250.000.000  225.000.000  192.965.000  194.895.000  200.000.000  202.200.000 Dinas Tarukim 

Ketaatan Terhadap 

RTRW (%) 

0,00 77,50  80,00  82,50  85,00  87,50  90,00  

Program 

Pengembangan 

Perumahan 

    -  550.000.000  1.240.785.000  1.362.045.000  2.856.000.000  2.887.416.000 Dinas Tarukim 

Rasio Jumlah rumah 

layak huni terhadap 

jumlah rumah (%) 

76,76 -  78,58  79,17  79,76  80,36  80,95  

Program 

Pemberdayaan 

Komunitas Perumahan 

    -  950.000.000  1.307.243.000  1.320.315.000  1.494.300.000  2.330.041.000 Dinas PU 

  

  

  

Lingkungan Pemukiman 

Kumuh (%) 

0,08 -  0,07  0,07  0,07  0,06  0,06  

Persentase Luas 

Pemukiman Yang 

Tertata  (%) 

34,15 -  35,80  36,27  36,68  37,03  37,33  

Rumah Tangga 

Pengguna Listrik (%) 

- -  82,55  85,75  87,85  90,15  93,12  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KETENTRAMAN, 

KETERTIBAN UMUM 

DAN PERLINDUNGAN 

MASYARAKAT 

    13.110.656.420  3.304.813.000  6.474.033.000  6.910.857.000  7.099.300.000  7.173.877.000   

Program Peningkatan 

Keamanan dan 

Kenyamanan 

Lingkungan 

    2.025.340.000  1.912.000.000  2.407.262.000  2.163.229.000  2.115.000.000  2.134.750.000 Satuan Polisi 

Pamong Praja Penegakan Perda (%) 45,00 65,00  71,50  77,20  82,16  86,45  90,00  

Rasio Polisi Pamong 

Praja Per 10.000 

Penduduk 

4,22 4,22  4,22  4,22  4,22  4,22  4,22  

Rasio Linmas Per 10.000 

Penduduk 

109,05 108,27  107,39  106,53  105,68  104,84  104,01  

Cakupan Patroli Petugas 

Satpol PP (%) 

45,00 46,03  47,12  48,22  49,32  50,68  52,05  

Angka Kriminalitas 

(Jumlah Kasus /10.000 

Pddk) 

11,50 10,08  9,71  9,35  8,98  8,61  8,24  

Program Pemeliharaan 

Kantrantibmas dan 

Pencegahan Tindak 

Kriminal 

    -  300.839.000  1.532.262.000  2.163.229.000  2.290.000.000  2.315.190.000 Satuan Polisi 

Pamong Praja Penegakan Perda (%) 45,00 -  71,50  77,20  82,16  86,45  90,00  

Rasio Polisi Pamong 

Praja Per 10.000 

Penduduk 

4,22 -  4,22  4,22  4,22  4,22  4,22  

Rasio Linmas Per 10.000 

Penduduk 

109,05 -  107,39  106,53  105,68  104,84  104,01  

Cakupan Patroli Petugas 

Satpol PP (%) 

45,00 -  47,12  48,22  49,32  50,68  52,05  

Angka Kriminalitas 

(Jumlah Kasus /10.000 

Pddk) 

11,50 -  9,71  9,35  8,98  8,61  8,24  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

Program Pencegahan 

Dini dan 

Penanggulangan 

Korban Bencana Alam 

    11.085.316.420  1.066.974.000  1.227.266.000  1.264.084.000  1.300.000.000  1.314.300.000 Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah 
Cakupan Masyarakat 

Yang Mendapat 

Pengetahuan 

Kebencanaan (%) 

0,00 42,86  62,50  87,50  100,00  100,00  100,00  

Cakupan Masyarakat 

Terdampak Bencana 

Yang Mendapat 

Pelayanan Tanggap 

Darurat (%) 

0,00 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Cakupan Masyarakat 

Yang Mendapatkan 

Pelayanan Rehabilitasi 

dan Rekonstruksi Pasca 

Bencana (%) 

0,00 12,50  30,77  53,85  71,43  73,33  86,67  

Program Peningkatan 

Kesiagaan dan 

Pencegahan Bahaya 

Kebakaran 

  

    -  25.000.000  1.307.243.000  1.320.315.000  1.394.300.000  1.409.637.000 Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah 

  

Cakupan Pelayanan 

Kebakaran Kabupaten  

0,001 0,001  0,001  0,003  0,003  0,004  0,005  

               

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG SOSIAL 

    3.284.156.000  5.669.471.000  6.055.625.000  6.237.293.000  6.486.786.000  6.558.141.000   

Program 

Pemberdayaan Fakir 

Miskin, Komunitas 

Adat Terpencil (KAT) 

dan Penyandang 

Masalah Kesejahteraan 

    364.056.000  394.604.000  677.307.000  697.626.000  725.532.000  733.512.000 Disnakertransos 

Sarana Sosial Panti 

Asuhan (Unit) 

4,00 4,00  4,00  4,00  4,00  4,00  4,00  

Sarana Sosial Panti 

Jompo (Unit) 

4,00 4,00  4,00  4,00  4,00  4,00  4,00  

Persentase PMKS Yang 

Memperoleh Bantuan 

Sosial (%) 

92,31 92,64  92,97  93,29  93,62  93,95  94,28  



 

Bab ViII –INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN VIII- 20 
 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

Program Pelayanan 

dan Rehabilitasi 

Kesejahteraan Sosial 

    150.000.000  446.867.000  195.666.000  201.536.000  209.598.000  211.904.000 Disnakertransos 

Indeks Gini Rasio - <3  <3  <3  <3  <3  <3  

Persentase PMKS Yang 

Memperoleh Bantuan 

Sosial (%) 

- 92,64  92,97  93,29  93,62  93,95  94,28  

Program 

Pemberdayaan 

Kelembagaan 

Kesejahteraan Sosial 

    2.169.900.000  2.169.000.000  1.241.072.000  1.278.303.000  1.329.436.000  1.344.060.000 Disnakertransos 

Persentase 

Penyelesaian Konflik 

(%) 

- 75,00  75,00  80,00  83,00  85,00  90,00  

Persentase PMKS Yang 

Memperoleh Bantuan 

Sosial (%) 

92,31 92,64  92,97  93,29  93,62  93,95  94,28  

Cakupan Pelayanan 

Administrasi Sosial 

Kemasyarakatan (%) 

60,00 61,67  63,33  65,00  66,67  68,33  75,00  

Program Pembinaan 

Para Penyandang Cacat 

dan Trauma 

    -  -  348.370.000  358.821.000  373.174.000  377.279.000 Disnakertransos 

Persentase PMKS Yang 

Memperoleh Bantuan 

Sosial (%) 

- -      93,62  93,95  94,28  

Program Pembinaan 

Anak Terlantar 

    -    326.597.000  336.395.000  349.851.000  353.699.000 Disnakertransos 

Persentase PMKS Yang 

Memperoleh Bantuan 

Sosial (%) 

- -    93,29  93,62  93,95  94,28  

Persentase Tenaga 

Kerja Dibawah Umur 

(%) 

- -    0,00  0,00  0,00  0,00  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

 Cakupan Perempuan 

dan Anak Korban 

Kekerasan yang 

Mendapatkan 

Penanganan Pengaduan 

oleh Petugas Terlatih 

dalam Unit Pelayanan 

Terpadu (P2TP2A) (%) 

     100,00  100,00  100,00  100,00   

Cakupan Perempuan 

dan Anak Korban 

Kekerasan yang 

Mendapatkan Layanan 

Bantuan Hukum 

     0,31  0,32  0,33  0,35  

Program Pembinaan 

Panti Asuhan/Panti 

Jompo 

        261.277.000  269.116.000  279.880.000  282.959.000 Disnakertransos 

Sarana Sosial Panti 

Asuhan (Unit) 

     4,00  4,00  4,00  4,00  

Sarana Sosial Panti 

Jompo (Unit) 

     4,00  4,00  4,00  4,00  

Program Pembinaan 

Eks Penyandang 

Penyakit Sosial (Eks 

Narapidana, PSK, 

Narkoba dan Penyakit 

Sosial Lainnya) 

  

        225.769.000  232.542.000  241.843.000  244.504.000 Disnakertransos 

  Persentase PMKS Yang 

Memperoleh Bantuan 

Sosial (%) 

     93,29  93,62  93,95  94,28  

               

               

                   

Program Sarana dan 

Prasarana Bidang Sosial 

    600.200.000  600.000.000  602.251.000  620.319.000  645.131.000  652.227.000 Setdakab 

Terlaksananya Program 

Sarana dan Prasarana 

Bidang Sosial (%) 

100,00 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

Program 

Pemberdayaan 

Kelembagaan 

Kesejahteraan Sosial 

    -  2.059.000.000  2.177.316.000  2.242.635.000  2.332.341.000  2.357.997.000 Setdakab 

Persentase 

Penyelesaian Konflik 

(%) 

- -  75,00  80,00  83,00  85,00  90,00  

Persentase PMKS Yang 

Memperoleh Bantuan 

Sosial (%) 

92,31 -  92,97  93,29  93,62  93,95  94,28  

Cakupan Pelayanan 

Administrasi Sosial 

Kemasyarakatan (%) 

60,00 -  63,33  65,00  66,67  68,33  75,00  

                   

URUSAN 

PEMERINTAHAN WAJIB 

YANG TIDAK 

BERKAITAN DENGAN 

PELAYANAN DASAR 

    33.507.867.609  25.423.375.000  27.048.187.000  28.140.962.000  30.324.518.000  30.683.066.000   

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG TENAGA KERJA 

    646.781.000  3.001.698.000  3.021.004.000  3.111.634.000  3.336.100.000  3.372.797.000   

Program Peningkatan 

Kualitas dan 

Produktivitas Tenaga 

Kerja 

    392.016.000  409.287.000  511.362.000  526.703.000  547.771.000  553.796.000 Disnakertransos 

Pencari Kerja Yang 

Ditempatkan (%) 

30,41 30,55  31,65  32,75  33,85  34,95  36,05  

Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (%) 

76,87 77,22  77,55  77,88  78,21  78,54  78,88  

Program Perlindungan 

Pengembangan 

Lembaga 

Ketenagakerjaan 

    254.765.000  472.411.000  332.326.000  342.296.000  355.988.000  359.904.000 Disnakertransos 

Pencari Kerja Yang 

Ditempatkan (%) 

30,41 30,55  31,65  32,75  33,85  34,95  36,05  

Rasio Keselamatan dan 

Perlindungan Tenaga 

Kerja (%) 

100,00 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Persentase Sengketa 

Pengusaha - Pekerja (%) 

8,33 6,94  5,55  4,17  2,78  1,39  0,00  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

Program Peningkatan 

Kesempatan Kerja 

    -  2.120.000.000  2.177.316.000  2.242.635.000  2.432.341.000  2.459.097.000 Disnakertransos 

Rasio Penduduk Yang 

Bekerja (%) 

- -  94,54  94,79  95,04  95,28  95,53  

Jumlah Angkatan Kerja 

(Orang) 

- -  129.355,

00 

 130.429,

00 

 131.152,0

0 

 132.241,0

0 

 133.339,0

0 

 

Pencari Kerja Yang 

Ditempatkan (%) 

- -  31,65  32,75  33,85  34,95  36,05  

Persentase 

Pengangguran Terbuka 

(%) 

- -  5,37  5,09  4,82  4,55  4,28  

                   

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

TRANSMIGRASI 

    -  100.000.000  150.000.000  175.000.000  200.000.000  202.200.000   

Program 

Pengembangan 

Wilayah Transmigrasi 

    -  100.000.000  150.000.000  175.000.000  200.000.000  202.200.000 Disnakertransos 

  Transmigrasi Swakarsa 

(%) 

37,12   37,12  37,12  37,12  37,12  37,12  

                   

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK 

    1.607.830.500  1.719.509.000  1.688.379.000  1.758.043.000  1.811.030.000  1.830.953.000   

Program Keserasian 

Kebijakan Peningkatan 

Kualitas Anak dan 

Perempuan 

    -  259.869.000  275.256.000  277.514.000  280.615.000  283.702.000 Dinas KB, PP&PA 

Persentase 

Penyelesaian Kasus 

pengaduan 

perlindungan Anak dari 

tindakan kekerasan (%) 

100,00   100,00  100,00    100,00  100,00  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

 Rasio Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (%) 

0,03   0,02  0,02  100,00  0,01  0,01   

Persentase Tenaga 

Kerja Dibawah Umur 

(%) 

0,00   0,02  0,00  0,02  0,00  0,00  

Cakupan Perempuan 

dan Anak Korban 

Kekerasan yang 

Mendapatkan 

Penanganan Pengaduan 

oleh Petugas Terlatih 

dalam Unit Pelayanan 

Terpadu (P2TP2A) (%) 

100,00   100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Cakupan Perempuan 

dan Anak Korban 

Kekerasan yang 

Mendapatkan Layanan 

Bantuan Hukum 

-   0,30  0,31  0,32  0,33  0,35  

Program Peningkatan 

Kualitas Hidup dan 

Perlindungan 

Perempuan 

    46.350.000  50.000.000  35.776.000  50.000.000  38.323.000  38.745.000 Badan KB, PP &PA 

Rasio Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga 

0,30 0,03  0,02  0,02  0,02  0,01  0,01  

Persentase Pekerja 

Perempuan Pada 

Lembaga Swasta (%) 

25,90 26,94  28,00  29,06  30,12  31,18  32,24  

Program Penguatan 

Kelembagaan 

Pengarusutamaan 

Gender dan Anak 

    863.745.500  901.452.000  961.322.000  998.673.000  1.038.238.000  1.049.659.000 Badan KB, PP &PA 

Persentase Tenaga 

Kerja Dibawah Umur 

(%) 

0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Persentase 

Penyelesaian Kasus 

pengaduan 

perlindungan Anak dari 

tindakan kekerasan (%) 

100,00 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  



 

Bab ViII –INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN VIII- 25 
 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

 Rasio Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (%) 

0,03 0,03  0,02  0,02  0,02  0,01  0,01   

Program Peningkatan 

Peran Serta dan 

Kesetaraan Gender 

Dalam Pembangunan 

    522.735.000  430.574.000  306.995.000  316.205.000  328.854.000  332.472.000 Badan KB, PP &PA 

Persentase Pekerja 

Perempuan Pada 

Lembaga Pemerintah 

(%) 

57,57 56,53  55,47  54,41  53,35  52,29  51,23  

Persentase Pekerja 

Perempuan Pada 

Lembaga Swasta (%) 

25,90 26,94  28,00  29,06  30,12  31,18  32,24  

Program Keserasian 

Kebijakan Peningkatan 

Kualitas Anak dan 

Perempuan 

    105.000.000  52.614.000  55.000.000  60.000.000  65.000.000  65.715.000 Bappeda 

Persentase 

Penyelesaian Kasus 

pengaduan 

perlindungan Anak dari 

tindakan kekerasan (%) 

100,00 100,00  100,00  100,00    100,00  100,00  

Rasio Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (%) 

0,03 0,03  0,02  0,02  100,00  0,01  0,01  

Persentase Tenaga 

Kerja Dibawah Umur 

(%) 

0,00 0,00  0,02  0,00  0,02  0,00  0,00  

Cakupan Perempuan 

dan Anak Korban 

Kekerasan yang 

Mendapatkan 

Penanganan Pengaduan 

oleh Petugas Terlatih 

dalam Unit Pelayanan 

Terpadu (P2TP2A) (%) 

100,00 100,00  100,00  100,00  0,00  100,00  100,00  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

 Cakupan Perempuan 

dan Anak Korban 

Kekerasan yang 

Mendapatkan Layanan 

Bantuan Hukum 

- 0,29  0,30  0,31  0,32  0,33  0,35   

Program Penguatan 

Kelembagaan 

Pengarusutamaan 

Gender dan Anak 

    70.000.000  25.000.000  54.030.000  55.651.000  60.000.000  60.660.000 Bappeda 

Persentase Tenaga 

Kerja Dibawah Umur 

(%) 

0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Persentase 

Penyelesaian Kasus 

pengaduan 

perlindungan Anak dari 

tindakan kekerasan (%) 

100,00 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Rasio Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (%) 

0,03 0,03  0,02  0,02  0,02  0,01  0,01  

                   

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG PANGAN 

    3.010.590.300  682.900.000  903.782.000  930.896.000  968.131.000  978.780.000   

Program Peningkatan 

Ketahanan Pangan 

Pertanian/Perkebunan 

    462.080.000  682.900.000  903.782.000  930.896.000  968.131.000  978.780.000 BP2KP 

Jumlah Regulasi 

Ketahanan Pangan 

(Dokumen) 

0,00 0,00  1,00  1,00  2,00  2,00  3,00  

Ketersediaan Energi 

(KKal/Kap/Hr) 

2.000,00 2.000,00  2.000,00  2.000,00  2.000,00  2.000,00  2.000,00  

Ketersediaan Protein 

(Gr/Kap/Hr) 

52,00 52,00  52,00  52,00  52,00  52,00  52,00  

Penurunan Penduduk 

Rawan Pangan (%) 

- 1,00  1,30  1,50  1,80  2,00  2,20  

Skor Pola Pangan 

Harapan (%) 

 86,20  88,40  90,54  91,50  92,50  92,50  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

 Penurunan Konsumsi 

Beras Per Kapita (%) 

 1,00  1,00  1,00  1,50  1,70  1,80   

Stabilnya Harga Gabah 

di Tingkat Petani (%) 

 70,00  73,00  75,00  76,00  77,00  80,00  

Stabilnya Harga Beras di 

Tingkat Konsumen (%) 

 <10,00  <10,00  <10,00  <10,00  <10,00  <10,00  

Persentase Pangan yang 

aman dikonsumsi (%) 

 80,00  81,00  82,00  83,00  83,00  83,50  

Persentase Penanganan 

Desa Rawan Pangan (%) 

 50,00  55,00  65,00  67,00  68,00  70,00  

Program Peningkatan 

Penerapan Teknologi 

Pertanian/Perkebunan 

    470.650.900  -  -  -  -   BP2KP 

Produktivitas Padi 

Sawah (Kw/Ha) 

50,18 50,10            

Produktivitas Padi Gogo 

(Kw/Ha) 

37,01 30,40            

Produktivitas Jagung 

(Kw/Ha) 

44,30 44,46            

Produktivitas Kedelai 

(Kw/Ha) 

10,72 9,40            

Produktivitas Ubi Kayu 

(Kw/Ha) 

286,50 331,50            

Produktivitas Karet 

(Kg/Ha) 

779,36 799,77            

Produktivitas Sawit 

(Kg/Ha) 

18.373,86 19.275,4

6 

           

Produktivitas Coklat 

(Kg/Ha) 

874,64 877,34            

Produktivitas Aren 

(Kg/Ha) 

1.381,24 1.344,00            

Produktivitas Kelapa 

(kg/Ha) 

531,88 531,88            
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

 Persentase Masyarakat 

Pengguna Teknologi 

Tepat Guna Sektor 

Pertanian dan 

Perkebunan (%) 

- 10,00             

Program Peningkatan 

Produksi 

Pertanian/Perkebunan 

    194.850.000           BP2KP 

Produksi Tanaman 

Jeruk (Ton) 

- 5,00            

Produksi Tanaman Salak 

(Ton) 

- 235,00            

Produksi Tanaman 

Manggis (Ton) 

- 1,60            

Produksi Tanaman Cabe 

(Ton) 

- 870,00            

Program 

Pemberdayaan 

Penyuluh 

Pertanian/Perkebunan 

Lapangan 

    1.307.400.000           BP2KP 

Jumlah Kelompok Tani 

(Kelompok) 

1.286,00 1.318,00            

Jumlah Kelompok Tani 

Pemula (Kelompok) 

1.152,00 1.181,00            

Jumlah Kelompok Tani 

Lanjut (Kelompok) 

130,00 131,00            

Jumlah Kelompok Tani 

Madya (Kelompok) 

4,00 5,00            

Jumlah Kelompok Tani 

Utama (Kelompok) 

0,00 1,00            

Program Peningkatan 

Ketahanan Pangan 

Pertanian/Perkebunan 

    575.609.400  -  -  -  -  - Setdakab 

Jumlah Regulasi 

Ketahanan Pangan 

(Dokumen) 

0,00 0,00            

Ketersediaan Energi 

(KKal/Kap/Hr) 

2.000,00 2.000,00            
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

 Ketersediaan Protein 

(Gr/Kap/Hr) 

52,00 52,00             

Penurunan Penduduk 

Rawan Pangan (%) 

- 1,00            

Skor Pola Pangan 

Harapan (%) 

 86,20            

Penurunan Konsumsi 

Beras Per Kapita (%) 

 1,00            

Stabilnya Harga Gabah 

di Tingkat Petani (%) 

 70,00            

Stabilnya Harga Beras di 

Tingkat Konsumen (%) 

 75,00            

Persentase Pangan yang 

aman dikonsumsi (%) 

 80,00            

Persentase Penanganan 

Desa Rawan Pangan (%) 

 50,00            

Jumlah Regulasi 

Ketahanan Pangan 

(Dokumen) 

0,00 0,00            

                   

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG PERTANAHAN 

    369.500.000  936.682.000  790.668.000  814.388.000  846.963.000  856.279.000   

Program Penataan 

Penguasaan, Pemilikan, 

Penggunaan, 

Pemanfaatan Tanah 

    168.500.000  -  -  -  -  - Setdakab (Bagian 

Pertanahan) Penerbitan Sertifikat 

Hak Milik (M2) 

557.173,00 615.456,00            

Program Pembangunan 

Sistem Pendaftaran 

Tanah 

    201.000.000  -  -  -  -  - Setdakab (Bagian 

Pertanahan) Penerbitan Sertifikat 

Hak Milik (M2) 

557.173,00 615.456,00            
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

Program Penataan 

Penguasaan, Pemilikan, 

Penggunaan, 

Pemanfaatan Tanah 

    -  175.000.000  177.530.000  182.856.000  190.170.000  192.262.000 Dinas Tarukim 

Penerbitan Sertifikat 

Hak Milik (M2) 

557.173,00   711.181,0

0 

 806.906,0

0 

 902.631,0

0 

 998.356,0

0 

 10.666.58

1,00 

 

Program Penyelesaian 

Konflik-Konflik 

Pertanahan 

    -  561.682.000  401.367.000  413.408.000  429.944.000  434.673.000 Dinas Tarukim 

Penyelesaian Kasus 

Tanah Negara (%) 

66,67   100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Program Pembangunan 

Sistem Pendaftaran 

Tanah 

    -  200.000.000  211.771.000  218.124.000  226.849.000  229.344.000 Dinas Tarukim 

Penerbitan Sertifikat 

Hak Milik (M2) 

557.173,00             

                   

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG KEHUTANAN 

    7.770.274.579  825.000.000  808.329.000  832.579.000  865.882.000  875.407.000   

Perlindungan dan 

Konversi Sumberdaya 

Hutan 

    649.988.500  75.000.000  75.256.000  77.514.000  80.615.000  81.502.000 Badan Lingkungan 

Hidup Terlaksananya 

Perlindungan dan 

Konversi Hutan kota 

(Ha) 

- -  31,00  31,00  31,00  31,00  31,00  

Program Pemanfaatan 

Potensi Sumber Daya 

Hutan 

    366.200.000  750.000.000  733.073.000  755.065.000  785.267.000  793.905.000 Dinas Kehutanan 

Kerusakan Kawasan 

Hutan (%) 

33,89 24,79            

Rehabilitasi Hutan dan 

Lahan Kritis (%) 

0,45 2,88            

Program Rehabilitasi 

Hutan dan Lahan 

    6.383.446.079  -  -  -  -  - Dinas Kehutanan 

Rehabilitasi Hutan dan 

Lahan Kritis (%) 

0,45 2,88            

Alih Fungsi Lahan dari 

Kawasan Hutan 

Menjadi Bukan 

Kawasan Hutan (Ha) 

- 0,00            
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

Program Pembinaan 

Pengelolaan Potensi 

Daerah 

    50.000.000  -  -  -  -  - Dinas Kehutanan 

Persentase BUMD Yang 

Menerapkan Good 

Corporate Govennance 

(GCG) (%) 

- 0,00            

Program Pemanfaatan 

Kawasan Hutan 

    170.640.000  -  -  -  -  - Dinas Kehutanan 

Kerusakan Kawasan 

Hutan (%) 

33,89 24,79            

Pemantauan kerusakan 

lahan (%) 

100,00 100,00            

Program Perencanaan 

dan Pengembangan 

Hutan 

    150.000.000  -  -  -  -  - Setdakab 

Kerusakan Kawasan 

Hutan (%) 

33,89 24,79            

Pemantauan kerusakan 

lahan (%) 

100,00 100,00            

                   

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG LINGKUNGAN 

HIDUP 

    3.217.959.630  915.997.000  936.153.000  996.665.000  1.056.132.000  1.067.749.000   

Program 

Pengembangan Kinerja 

Pengelolaan 

Persampahan 

    61.300.000  109.875.000  93.600.000  96.408.000  100.265.000  101.368.000 Badan Lingkungan 

Hidup Persentase sampah 

tertangani (%) 

17,66 18,06  19,35  20,87  22,44  24,08  25,09  

Rasio Daya Tampung 

TPS Per Satuan 

Penduduk (Per 1000 

Penduduk) 

0,81 0,81  0,81  1,59  1,58  2,35  2,33  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

Program Pengendalian 

Pencemaran dan 

Perusakan Lingkungan 

Hidup 

    299.803.000  266.343.000  100.342.000  103.352.000  107.486.000  108.668.000 Badan Lingkungan 

Hidup Penegakan Hukum 

Lingkungan (%) 

100,00 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Pencemaran Status 

Mutu Air (%) 

85,70 92,85  93,78  94,50        

Program Peningkatan 

Pengendalian Polusi 

    21.425.000  25.000.000  35.000.000  40.000.000  50.000.000  50.550.000 Badan Lingkungan 

Hidup Persentase 

pemantauan kualitas 

udara (%) 

- 60,00  65,00  70,00  75,00  80,00  85,00  

Program Pengelolaan 

Ruang Terbuka Hijau 

(RTH) 

    66.775.000  61.186.000  60.000.000  70.000.000  80.000.000  80.880.000 Badan Lingkungan 

Hidup Ketaatan Terhadap 

RTRW (%) 

0,00 77,50  80,00  82,50  85,00  87,50  90,00  

Dana DAK Non DR 

Bidang Lingkungan 

Hidup 

    2.379.748.730  -  -  -  -  - Badan Lingkungan 

Hidup Terlaksanaya Program 

DAK Bidang Lingkungan 

Hidup (%) 

100,00 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Program Peningkatan 

Kualitas dan Akses 

Informasi Sumber Daya 

Alam dan Lingkungan 

Hidup 

    167.890.000  239.800.000  399.908.000  411.905.000  428.381.000  433.093.000 Badan Lingkungan 

Hidup Jumlah sekolah 

adiwiyata, sekolah 

berwawasan 

Lingkungan (unit) 

- 10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  

Jumlah dokumen Status 

Lingkungan Hidup 

Daerah /SLHD 

(Dokumen) 

- 1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  

Tersedianya akses 

informasi sumber daya 

alam dan lingkungan 

hidup (%) 

- 25,00  30,00  356,00  40,00  45,00  50,00  

Program Perlindungan 

dan Konservasi Sumber 

Daya Alam 

    52.667.900  113.793.000  120.000.000  125.000.000  130.000.000  131.430.000 Badan Lingkungan 

Hidup Kerusakan Kawasan 

Hutan (%) 

33,89 24,79  22,96  21,14  19,32  17,50  15,68  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

 Alih yang telah Fungsi 

Lahan dari Kawasan 

Hutan Menjadi Bukan 

Kawasan Hutan (Ha) 

- 0,00  500,00  300,00  700,00  250,00  250,00   

Pemantauan kerusakan 

lahan (%) 

100,00 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00    

Program Peningkatan 

Kualitas dan Akses 

Informasi Sumber Daya 

Alam dan Lingkungan 

Hidup 

    168.350.000  100.000.000  127.303.000  150.000.000  160.000.000  161.760.000 Bappeda 

Jumlah sekolah 

adiwiyata, sekolah 

berwawasan 

Lingkungan (unit) 

- 10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  

Jumlah dokumen Status 

Lingkungan Hidup 

Daerah /SLHD 

(Dokumen) 

- 1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  

Tersedianya akses 

informasi sumberdaya 

alam dan lingkungan 

hudup (%) 

20,00 25,00  30,00  35,00  40,00  45,00  50,00  

                   

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG ADMINSTRASI 

KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL 

    1.612.940.000  1.661.000.000  1.678.338.000  1.727.558.000  1.795.901.000  1.849.019.000   

Program Penataan 

Administrasi 

Kependudukan 

    1.152.140.000  1.661.000.000  1.678.338.000  1.727.558.000  1.795.901.000  1.849.019.000 Disdukcatpil 

Rasio Penduduk ber KTP 

persatuan Penduduk 

(%) 

85,18 88,42  95,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Rasio balita ber Akte 

Kelahiran (%) 

61,88 66,60  71,32  ,76,04  80,76  85,48  90,00  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

 Rasio pasangan ber akte 

nikah(%) 

20,55 25,69  30,83  35,96  41,10  46,24  50,00   

Rasio Kepemilikan Kartu 

Keluarga (%) 

- 84,00  88,00  91,00  93,00  94,00  95,00  

Program Penataan 

Administrasi 

Kependudukan 

    460.800.000  -  -  -  -  - Setdakab 

Rasio Penduduk ber KTP 

persatuan Penduduk 

(%) 

85,18 88,42            

Rasio Bayi Ber Akte 

Kelahiran (%) 

61,88 66,60            

Rasio Pasangan Ber 

Akte Nikah (%) 

20,55 25,69            

Rasio Kepemilikan Kartu 

Keluarga (%) 

- 84,00            

                   

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DAN 

DESA 

    2.761.570.000  2.610.245.000  2.630.028.000  2.746.927.000  2.888.804.000  2.920.580.000   

Program Peningkatan 

Keberdayaan 

Masyarakat Pedesaan 

    664.000.000  418.000.000  512.515.000  527.890.000  549.006.000  555.045.000 Bappemas Pemdes 

Partisipasi Masyarakat 

Dalam Pelaksanaan 

Pembangunan Daerah 

(%) 

- 0,67  1,17  1,50  1,67  1,83  2,00  

Persentase Desa 

berstatus Swasembada 

(%) 

28,30 34,91  41,51  48,11  54,72  61,32  67,92  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

 Rata-Rata Jumlah 

Kelompok Binaan 

Lembaga 

Pemberdayaan 

Masyarakat (LPM) 

0,06 0,06  0,06  0,06  0,06  0,06  0,06   

Program 

Pengembangan 

Lembaga Ekonomi 

Perdesaan 

    799.570.000  736.254.000  617.156.000  635.670.000  661.097.000  668.369.000 Bappemas Pemdes 

Persentase Badan 

Usaha Milik Desa aktif 

(%) 

- 35,00  40,00  45,00  50,00  55,00  60,00  

Persentase Masyarakat 

Pengguna Teknologi 

Tepat Guna 

- 10,00  10,00  13,00  15,00  17,00  20,00  

Program Peningkatan 

Partisipasi Masyarakat 

Dalam Membangun 

Desa  

    171.600.000  658.014.000  586.298.000  603.887.000  628.042.000  634.950.000 Bappemas Pemdes 

Partisipasi Masyarakat 

Dalam Proses 

Pembangunan Daerah 

(%) 

- 0,67  1,17  1,50  1,67  1,83  2,00  

Persentase Desa 

berstatus Swasembada 

(%) 

28,30 34,91  41,51  48,11  54,72  61,32  67,92  

Program Peningkatan 

Kapasitas Aparatur 

Pemerintah Desa 

    666.000.000  438.449.000  514.059.000  529.480.000  550.659.000  556.716.000 Bappemas Pemdes 

Persentase aparatur 

pemerintah desa yang 

berkompeten (%) 

- 37,65  42,12  46,59  51,06  55,53  60,00  

Jumlah Desa Yang 

Mendapat Pembinaan 

Administrasi Desa 

(Desa) 

212,00 212,00  212,00  212,00  212,00  212,00  212,00  

Program Peningkatan 

Peran Perempuan di 

Perdesaan 

    380.400.000  359.528.000  400.000.000  450.000.000  500.000.000  505.500.000 Bappemas Pemdes 

Rata-Rata Jumlah 

Kelompok Binaan PKK 

0,04 0,04  0,04  0,04  0,05  0,05  0,05  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

Program Peningkatan 

Sistem Pengawasan 

Internal dan 

Pengendalian 

Pelaksanaan Kebijakan 

KDH 

    80.000.000  -  -  -  -  - Bappemas Pemdes 

Terlaksananya hari 

pangan sedunia (%) 

- 100,00            

                   

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PENGENDALIAN 

PENDUDUK DAN 

KELUARGA 

BERENCANA 

    1.658.823.500  1.544.192.000  1.844.713.000  2.205.534.000  2.598.298.000  2.626.221.000   

Program Keluarga 

Berencana  

    155.191.000  100.000.000  650.432.000  943.228.000  1.265.172.000  1.279.089.000 Badan KB, PP & PA 

Rasio Akseptor KB (%) 61,54 66,08  67,46  68,85  70,24  71,62  73,01  

Rata-Rata Jumlah Anak 

Per Keluarga (Orang) 

1,98 2,10  2,08  2,06  2,04  2,02  2,00  

Persentase Pemakaian 

Kontasepsi (CPR) (%) 

- 60,70  60,90  61,10  61,30  61,50  61,50  

Cakupan Penyuluhan KB 

(%) 

70,00 70,00  80,00  80,00  90,00  100,00  100,00  

Program Pelayanan 

Kontrasepsi 

    179.222.500  125.000.000  138.335.000  142.485.000  148.184.000  149.814.000 Badan KB, PP &PA 

Persentase Kebutuhan 

ber KB yang tidak 

terpenuhi (%) 

- 10,48  10,28  10,14  9,91  9,90  9,90  

Persentase Pemakaian 

Kontasepsi (CPR) (%) 

- 60,70  60,90  61,10  61,30  61,50  61,50  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

Program Pembinaan 

Peran Serta 

Masyarakat Dalam 

Pelayanan KB/KR Yang 

Mandiri 

    994.660.000  911.000.000  536.015.000  551.140.000  566.669.000  573.123.000 Badan KB, PP &PA 

Cakupan Sarana dan 

prasarana pendukung 

Penyuluhan KB (%) 

85,71 92,86  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Rasio Akseptor KB (%) 61,54 66,08  67,46  68,85  70,24  71,62  73,01  

Program Promosi 

Kesehatan Ibu, Bayi 

dan Anak Melalui 

Kelompok Kegiatan di 

Masyarakat 

    -  50.000.000  45.015.000  61.140.000  77.669.000  78.523.000 Badan KB, PP &PA 

Cakupan Penyuluhan KB 

(%) 

70,00 70,00  80,00  80,00  90,00  100,00  100,00  

Angka Kematian Ibu 

Melahirkan (Per 10.000 

(KH) 

0,90 0,77  0,72  0,67  0,62  0,57  0,52  

Angka Kelangsungan 

Hidup bayi (Per 1.000 

Kelahiran) 

987,00 990,69  992,07  993,46  994,84  996,23  997,61  

Angka Kematian Balita 

(Per 1.000 balita) 

1,96 1,34  1,04  0,91  0,32  0,32  0,32  

Program Penyiapan 

Tenaga Pendamping 

Kelompok Bina 

Keluarga 

    76.100.000  28.192.000  50.000.000  60.000.000  70.000.000  70.770.000 Badan KB, PP &PA 

Cakupan Pembina PIK 

Remaja yang terlatih 

(orang) 

- 7,00  10,00  25,00  30,00  35,00  40,00  

Program Kesehatan 

Reproduksi Remaja 

    -  30.000.000  30.000.000  30.000.000  30.000.000  30.000.000 Badan KB, PP &PA 

Cakupan Konseling 

Remaja yang 

bermasalah (%) 

- -  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Cakupan Pembina PIK 

Remaja yang terlatih 

(orang) 

- -  10,00  25,00  30,00  35,00  40,00  

Program 

Pengembangan Model 

Operasional BKB-

Posyandu-PADU 

    -  50.000.000  50.000.000  50.000.000  50.000.000  50.000.000 Badan KB, PP &PA 

Rasio Posyandu Per 

Satuan Balita (Per 1.000 

Balita) 

- -  1:69  1:65  1:60  1:56  1:52  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

 Jumlah Pos Yandu Aktif 

(%) 

- -  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00   

Program 

Pengembangan Pusat 

Pelayanan Informasi 

dan Konseling KRR 

    223.650.000  125.000.000  234.972.000  240.847.000  246.868.000  249.584.000 Badan KB, PP &PA 

Cakupan Konseling 

Remaja yang 

bermasalah (%) 

- 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Program Peningkatan 

Penanggulangan 

Narkoba, PMS 

Termasuk HIV/AIDS 

    -  50.000.000  34.972.000  40.847.000  46.868.000  47.384.000 Badan KB, PP &PA 

Cakupan pencegahan 

dan penaggulangan 

Narkoba, PMS dan 

HIV/AIDS (%) 

- -  30,00  35,00  40,00  45,00  50,00  

Program 

Pengembangan Bahan 

Informasi Tentang 

Pengasuhan dan 

Pembinaan Tumbuh 

Kembang Anak 

    -  35.000.000  34.972.000  40.847.000  46.868.000  47.384.000 Badan KB, PP &PA 

Persentase Kelompok 

Bina Keluarga Yang 

Terlatih (%) 

- 40,00  60,00  80,00  90,00  100,00  100,00  

Program Optimalisasi 

Pemanfaatan Teknologi 

Informasi 

    30.000.000  40.000.000  40.000.000  45.000.000  50.000.000  50.550.000 Badan KB, PP &PA 

Ketersediaan Sistem 

informasi Manajemen 

Pemerintah Daerah (%) 

50,00 58,33  66,67  75,00  83,33  91,67  100,00  

                   

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERHUBUNGAN 

    1.626.458.000  1.185.614.000  1.419.208.000  1.523.284.000  2.342.026.000  2.367.788.000   

Program Pembangunan 

Prasarana dan Fasilitas 

Perhubungan 

    284.680.000  250.000.000  300.000.000  350.000.000  375.000.000  379.125.000 Dishubkominfo 

Jumlah Angkutan Darat 

Terhadap Jumlah 

Penumpang Angkutan 

Darat (%) 

0,05 0,07  0,07  0,08  0,08  0,09  0,09  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

Program Peningkatan 

Pelayanan Angkutan 

    544.188.000  250.000.000  420.037.000  432.638.000  449.943.000  454.892.000 Dishubkominfo 

Jumlah Angkutan Darat 

Terhadap Jumlah 

Penumpang Angkutan 

Darat (%) 

0,05 0,07  0,07  0,08  0,08  0,09  0,09  

Jumlah Orang Yang 

Terangkut Angkutan 

Umum (Orang) 

2.564.790 2.564.790  2.628.910  2.694.632  2.761.998  2.831.048  2.901.824  

Program Pembangunan 

Sarana dan Prasarana 

Perhubungan 

    86.100.000  125.000.000  150.000.000  175.000.000  928.811.000  939.028.000 Dishubkominfo 

Jumlah Halte (Unit) 12,00 12,00  16,00  19,00  23,00  26,00  30,00  

Jumlah Orang Yang 

Terangkut Angkutan 

Umum (Orang) 

2.564.790 2.564.790  2.564.790  2.628.910  2.694.632  2.761.998  2.831.048  

Jumlah Pelabuhan 

Laut/Udara/Terminal 

Bis  

0,00 0,00  0,00  1,00  1,00  1,00  1,00  

Jumlah Terminal Bis 

(unit) 

0,00 0,00  0,00  1,00  1,00  1,00  1,00  

Program Peningkatan 

dan Pengamanan Lalu 

Lintas 

    666.490.000  508.000.000  514.437.000  529.870.000  551.065.000  557.127.000 Dishubkominfo 

Jumlah Marka Jalan 

(Km) 

6,00 9,00  12,00  15,00  18,00  21,00  24,00  

Pagar Pengaman Jalan 

(km) 

26,00 30,00  35,00  39,00  43,00  48,00  52,00  

Jumlah Deliniator (Unit) 0,00 14,00  28,00  43,00  57,00  71,00  85,00  

Program Peningkatan 

Kelaikan 

Pengoperasian 

Kendaraan Bermotor 

    45.000.000  52.614.000  34.734.000  35.776.000  37.207.000  37.616.000 Dishubkominfo 

Rasio Ijin Trayek (%) 0,05 0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  

Jumlah Uji Kir Angkutan 

Umum (Buah) 

- 0,06  0,07  0,09  0,10  0,11  0,12  

Rasio Kepemilikan KIR 

Angkutan Umum (%) 

35,83 26,52  26,65  26,78  26,91  27,05  27,18  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

 Lama Pengujian 

Kelayakan Angkutan 

Umum (KIR) (Menit) 

35,00 35,00  35,00  35,00  35,00  35,00  35,00   

Persentase Pengujian 

Kelayakan Angkutan 

Umum (%) 

73,62 74,26  77,63  80,99  84,36  87,72  90,00  

                

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG KOMUNIKASI 

DAN INFORMATIKA 

    323.256.000  1.979.337.000  1.280.325.000  1.181.929.000  1.095.337.000  1.107.385.000   

Program Optimalisasi 

Pemanfaatan Teknologi 

Informasi 

    -  1.000.000.000  800.000.000  700.000.000  600.000.000  606.600.000 Dishubkominfo 

Ketersediaan Sistem 

informasi Manajemen 

Pemerintah Daerah (%) 

50,00 58,33  66,67  75,00  83,33  91,67  100,00  

Program Kerjasama 

Informasi dan Media 

Massa 

    -  -  -  -  -  - Dishubkominfo 

Ketersediaan Sistem 

informasi Manajemen 

Pemerintah Daerah (%) 

50,00 58,33  66,67  75,00  83,33  91,67  100,00  

Program 

Pengembangan 

Komunikasi, Informasi 

dan Media Massa 

    179.300.000  484.048.000  188.377.000  193.086.000  197.914.000  200.091.000 Dishubkominfo 

Persentase Penduduk 

Yang Menggunakan 

HP/Telepon (%) 

64,25 65,72  66,56  67,41  68,25  69,10  69,95  

Jumlah Jaringan 

Komunikasi (jaringan) 

4,00 4,00  4,00  5,00  5,00  5,00  6,00  

Jumlah Surat Kabar 

Nasional (Jenis) 

5,00 5,00  5,00  5,00  6,00  6,00  6,00  

Jumlah Penyiaran Radio 

/TV (Siaran) 

14,00 14,00  14,00  15,00  15,00  16,00  16,00  

Website Milik Pemda 

(Unit) 

1,00 1,00  1,00  2,00  2,00  3,00  3,00  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

Program Kerjasama 

Informasi Dengan Mass 

Media 

    143.956.000  205.019.000  144.448.000  148.781.000  154.733.000  156.435.000 Dishubkominfo 

Ketersediaan Sistem 

informasi Manajemen 

Pemerintah Daerah (%) 

50,00 58,33  66,67  75,00  83,33  91,67  100,00  

Program 

Pengembangan 

Data/Informasi/Statisti

k Daerah 

    -  187.656.000  51.250.000  52.531.000  53.845.000  54.437.000 Dishubkominfo 

Tersedianya data-data 

statistik daerah (%) 

100,00 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Program Fasilitasi 

Peningkatan SDM 

Bidang Komunikasi dan 

Informasi 

    -  52.614.000  51.250.000  52.531.000  53.845.000  54.437.000 Dishubkominfo 

Ketersediaan Sistem 

informasi Manajemen 

Pemerintah Daerah (%) 

50,00 58,33  66,67  75,00  83,33  91,67  100,00  

Program Optimalisasi 

Pemanfaatan Teknologi 

Informasi 

    -  50.000.000  45.000.000  35.000.000  35.000.000  35.385.000 KPTSPDPM 

Ketersediaan Sistem 

informasi Manajemen 

Pemerintah Daerah (%) 

50,00 58,33  66,67  75,00  83,33  91,67  100,00  

                   

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG KOPERASI, 

USAHA KECIL, DAN 

MENENGAH 

    1.977.682.400  1.572.429.000  1.532.439.000  1.575.670.000  1.630.267.000  1.648.199.000   

Program Penciptaan 

Iklim Usaha Kecil 

Menengah Yang 

Kondusif 

    243.532.400  100.000.000  190.576.000  195.340.000  200.224.000  202.426.000 Dinas Koperindag 

Jumlah UKM/K (Buah) 2.056,00 2.114,00  2.135,00  2.155,00  2.176,00  2.196,00  2.217,00  

Jumlah BPR/LKM (buah) 7,00 8,00  8,00  9,00  9,00  10,00  10,00  

Program 

Pengembangan Sistem 

Pendukung Usaha Bagi 

Usaha Mikro Kecil 

Menengah 

    1.275.000.000  1.123.413.000 - 984.121.000 - 1.013.645.000 - 1.054.190.000 - 1.065.786.000 Dinas Koperindag 

Jumlah UKM/K (Buah) 2.056,00 2.114,00  2.135,00  2.155,00  2.176,00  2.196,00  2.217,00  

Jumlah BPR/LKM (buah) 7,00 8,00  8,00  9,00  9,00  10,00  10,00  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

Program Peningkatan 

Kualitas Kelembagaan 

Koperasi 

    379.150.000  349.016.000  357.742.000  366.685.000  375.853.000  379.987.000 Dinas Koperindag 

Jumlah Koperasi (buah) 279,00 281,00  286,00  289,00  293,00  296,00  300,00  

Persentase koperasi 

aktif (%) 

42,65 46,31  47,83  49,35  50,87  52,39  53,90  

Program 

Pengembangan 

Kewirausahaan dan 

keunggulan Kompetitif 

Usaha Kecil Menengah 

    80.000.000  -  -  -  -  - Setdakab 

Jumlah UKM/K (Buah) - 2.114,00            

Jumlah BPR/LKM 1.063,00 1.071,00            

                   

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG PENANAMAN 

MODAL 

    -  812.919.000  790.000.000  865.000.000  940.000.000  950.340.000   

Program Peningkatan 

Promosi dan Kerjasama 

Investasi 

    -  175.380.000  200.000.000  225.000.000  250.000.000  252.750.000 KPTSPDPM 

Jumlah PMA/PMDN 

(buah) 

11,00 -  12,00  13,00  13,00  14,00  14,00  

Jumlah Nilai Investasi 

Berskala Nasional 

(PMDN/PMA) (Rp. 

Milyar) 

- -  4.600,00  1.376,34  1.034,07  1.886,81  7.912,14  

Program Peningkatan 

Iklim Investasi dan 

Realisasi Investasi 

    -  192.935.000  210.000.000  230.000.000  250.000.000  252.750.000 KPTSPDPM 

Jumlah Nilai Investasi 

Berskala Nasional 

(PMDN/PMA) (Rp. Juta) 

- -  4.600.00

0 

 1.376.34

3 

 1.034.066  1.886.813  7.912.139  

Jumlah Perda Yang 

Mendukung Iklim Usaha 

(Buah) 

- -  2,00  2,00  2,00  2,00  2,00  

Jumlah dan Macam 

Pajak Retribusi Daerah 

(Jenis) 

- -  22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

Program Peningkatan 

Pelayanan Perizinan 

    -  394.604.000  325.000.000  350.000.000  375.000.000  379.125.000 KPTSPDPM 

Rata-Rata Lama Proses 

Perizinan (Hari) 

- -  8,10  7,00  7,00  7,00  7,00  

Jumlah SIUP/TDP yang 

diterbitkan (Buah) 

- -  180,00  210,00  240,00  270,00  300,00  

Persentase 

Pengentasan 

Kemiskinan di 

Kecamatan yang 

dipelopori/didorong 

oleh KPTSP selama satu 

tahun (%) 

- -  0,20  0,20  0,20  0,20  0,21  

Program Penyiapan 

Potensi Sumberdaya, 

Sarana dan Prasarana 

Daerah 

    -  50.000.000  55.000.000  60.000.000  65.000.000  65.715.000 KPTSPDPM 

Jumlah PMA/PMDN 

(buah) 

11,00 -  12,00  13,00  13,00  14,00  14,00  

Jumlah Nilai Investasi 

Berskala Nasional 

(PMDN/PMA) (Rp. 

Milyar) 

-   4.600,00  1.376,34  1.034,07  1.886,81  7.912,14  

                   

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG KEPEMUDAAN 

DAN OLAH RAGA 

    2.886.087.550  1.874.798.000  3.245.203.000  3.342.792.000  3.443.975.000  3.474.134.000   

Program 

Pengembangan dan 

Keserasian Kebijakan 

Pemuda 

    70.000.000  140.324.000  155.916.000  160.593.000  167.017.000  168.854.000 Dinas Pemuda OR 

dan Parwisata Jumlah Organisasi 

Pemuda (Organisasi) 

40,00 40,00  40,00 - 41,00  42,00  43,00  44,00  

Jumlah Kegiatan 

Kepemudaan (Kegiatan) 

10,00 11,00  12,00 - 14,00  16,00  18,00  19,00  

Program Peningkatan 

Peran Serta 

Kepemudaan 

    504.465.400  363.134.000  497.125.000  509.553.000  522.292.000  528.037.000 Dinas Pemuda OR 

dan Parwisata Jumlah Kegiatan 

Kepemudaan (Kegiatan) 

10,00 11,00  12,00 - 14,00  16,00  18,00  19,00  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

Program Pembinaan 

dan Pemasyarakatan 

Olahraga 

    1.873.367.250  1.154.580.000  2.232.135.000  2.283.488.000  2.336.300.000  2.354.275.000 Dinas Pemuda OR 

dan Parwisata Jumlah Kegiatan 

Olahraga (Kegiatan) 

10,00 11,00  15,00  16,00  18,00  20,00  20,00  

Jumlah Klub Olah Raga 

(Klub) 

20,00 20,00  22,00  23,00  24,00  24,00  27,00  

Program Peningkatan 

Upaya Penumbuhan 

Kewirausahaan dan 

Kecakapan Hidup 

Pemuda 

    65.634.900  63.303.000  60.548.000  62.062.000  63.613.000  64.313.000 Dinas Pemuda OR 

dan Parwisata Jumlah Kegiatan 

Kepemudaan (Kegiatan) 

10,00 11,00  12,00  14,00  16,00  18,00  19,00  

Jumlah Organisasi 

Pemuda (Organisasi) 

40,00 40,00  40,00  41,00  42,00  43,00  44,00  

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Olahraga 

    153.260.000  109.612.000  125.000.000  150.000.000  175.000.000  176.925.000 Dinas Pemuda OR 

dan Parwisata Jumlah Kegiatan 

Olahraga (Kegiatan) 

10,00 11,00  15,00  16,00  18,00  20,00  20,00  

Jumlah Klub Olah Raga 

(Klub) 

20,00 20,00  22,00  23,00  24,00  24,00  27,00  

Program Pembinaan 

dan Pemasyarakatan 

Olahraga 

    169.360.000  -  174.479.000  177.096.000  179.753.000  181.730.000 Setdakab 

Jumlah Kegiatan 

Olahraga (Kegiatan) 

10,00 11,00  15,00        20,00  

Jumlah Klub Olah Raga 

(Klub) 

20,00 20,00  22,00        27,00  

Program Pembinaan 

dan Permasyarakatan 

Olahraga 

    50.000.000           Sekretariat Korpri 

Jumlah Gedung Olah 

Raga (Unit) 

4,00 4,00            

Jumlah Lapangan Olah 

Raga (Unit) 

74,00 74,00            

Program Pembinaan 

dan Pemasyarakatan 

Olahraga 

    -  43.845.000  -  -  -  - Badan 

Kepegawaian dan 

Diklat 
Jumlah Kegiatan 

Olahraga (Kegiatan) 

10,00 -  15,00          

Jumlah Klub Olah Raga 

(Klub) 

20,00 -  22,00          
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

                   

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG STATISTIK 

    224.500.000  388.571.000  406.762.000  311.514.000  325.615.000  329.197.000   

Program 

Pengembangan 

Data/Informasi 

    224.500.000  283.326.000  256.250.000  154.000.000  160.000.000  161.760.000 Bappeda 

  Penyajian data-data 

dan informasi 

kebutuhan 

perancanaan 

pembangunan daerah 

(KDA, PDRB, KCDA, 

Inkesra)(Dokumen) 

- 4,00  4,00  4,00  4,00  4,00  4,00  

Penyajian Aplikasi 

Sistim Informasi 

Pembangunan Daerah 

(%) 

22,00 40,00  50,00  55,00  100,00  100,00  100,00  

Tersedianya E Planning 

Penyusunan 

Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

(%) 

- 50,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Dokumen Indeks 

Kepuasan Masyarakat 

(Dokumen) 

1,00 1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  

                   

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG PERSANDIAN 

                 

Program Persandian 

Pemerintahan Daerah 

    -  50.000.000  75.256.000  77.514.000  80.615.000  81.502.000 Dishubkominfo 

Cakupan Persandian 

Pemda Kabupaten 

Tapanuli Selatan (%) 

- -  50,00  65,00  70,00  75,00  80,00  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

Pembinaan, 

Pengawasan serta 

Fasilitasi Koordinasi 

Jaringan Komunikasi 

Sandi daerah 

    -  55.245.000  75.256.000  80.000.000  85.000.000  85.935.000 Dishubkominfo 

Pembinaan, 

Pengawasan serta 

Fasilitasi Koordinasi 

Jaringan Komunikasi 

Sandi daerah 

   50,00  65,00  70,00  75,00  80,00  

                   

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG KEBUDAYAAN 

    55.000.000  115.767.000  307.500.000  322.594.000  331.534.000  335.181.000   

Program Pengelolaan 

Kekayaan Budaya 

    55.000.000  50.000.000  153.750.000  157.594.000  161.534.000  163.311.000 Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Jumlah Group Kesenian 

(Grup) 

14,00 14,00  15,00  17,00  18,00  20,00  23,00  

Jumlah Gedung 

Kesenian (Unit) 

1,00 1,00  1,00  2,00  2,00  3,00  3,00  

Persentase kelompok 

pembinaan adat budaya 

di masyarakat (%) 

- 50,00  55,00  60,00  65,00  70,00  75,00  

Program 

Pengembangan Nilai 

Budaya 

    -  65.767.000  153.750.000  165.000.000  170.000.000  171.870.000 Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Persentase kelompok 

pembinaan adat budaya 

di masyarakat (%) 

40,00 -  55,00  60,00  65,00  70,00  75,00  

                   

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERPUSTAKAAN 

    1.298.350.000  1.068.872.000  816.021.000  761.422.000  787.457.000  799.199.000   

Program Pembinaan 

dan Pengembangan 

Perpustakaan 

    1.298.350.000  1.068.872.000  816.021.000  761.422.000  787.457.000  799.199.000 Kantor 

Perpustakaan, 

Arsip dan 

Dokumentasi 

Jumlah Perpustakaan 

(Unit) 

113,00 113,00  119,00  134,00  141,00  149,00  157,00  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

 Jumlah Pengunjung 

Perpustakaan Pertahun 

(Orang) 

55.047 55.047  56.343  62.529  65.622  68.715  71.808   

Jumlah Tenaga 

Perpustakaan (Orang) 

85,00 85,00  90,00  100,00  105,00  110,00  115,00  

                   

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG KEARSIPAN 

    54.853.450  391.707.000  328.277.000  415.000.000  425.000.000  426.595.000   

Program Perbaikan 

Sistem Administrasi 

Kearsipan 

    54.853.450  50.000.000  78.277.000  85.000.000  90.000.000  90.990.000 Kantor 

Perpustakaan, 

Arsip dan 

Dokumentasi 

Pengelolaan Arsip 

Secara Baku (%) 

- 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Program Penyelamatan 

dan Pelestarian 

Dokumen/Arsip Daerah 

    -  26.307.000  50.000.000  50.000.000  55.000.000  55.605.000 Kantor 

Perpustakaan, 

Arsip dan 

Dokumentasi 

Pengelolaan Arsip 

Secara Baku (%) 

- 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Program Pemeliharaan 

Rutin/Berkala Sarana 

dan Prasarana 

Kearsipan 

    -  -  -  80.000.000  80.000.000  80.000.000 Kantor 

Perpustakaan, 

Arsip dan 

Dokumentasi 

Pengelolaan Arsip 

Secara Baku (%) 

- 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Program Peningkatan 

Kualitas Pelayanan 

Informasi 

    -  200.000.000  200.000.000  200.000.000  200.000.000  200.000.000 Kantor 

Perpustakaan, 

Arsip dan 

Dokumentasi 

Badan 

Kepegawaian dan 

Diklat 

Pengelolaan Arsip 

Secara Baku (%) 

- 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Program Perbaikan 

Sistem Administrasi 

Kearsipan 

    -  115.400.000  -  -  -  - 

Pengelolaan Arsip 

Secara Baku (%) 

- 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

                   

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG KESATUAN 

KEBANGSAAN 

    2.405.410.700  2.036.138.000  2.471.058.000  2.542.533.000  2.636.066.000  2.665.063.000   
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

Program 

Pengembangan 

Wawasan Kebangsaan 

    522.209.000  406.660.000  531.249.000  544.530.000  558.143.000  564.283.000 Kantor Kesbang & 

Politik Cakupan pembinaan 

terhadap LSM ormas 

dan OKP (%) 

- 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Jumlah LSM Yang Aktif 

(LSM) 

29,00 30,00  31,00  32,00  33,00  34,00  35,00  

Jumlah Kejadian 

Demonstrasi (Kali) 

14,00 13,00  12,00  11,00  10,00  9,00  8,00  

Cakupan pembinaan 

terhadap politik daerah 

(%) 

- 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Program Peningkatan 

Keamanan dan 

Kenyamanan 

Lingkungan 

    958.973.700  818.561.000  962.251.000  991.119.000  1.030.763.000  1.042.101.000 Kantor Kesatuan 

Bangsa dan Politik Persentase 

Penyelesaian Konflik 

(%) 

- 75,00  75,00  80,00  83,00  85,00  90,00  

Persentase penanganan 

kasus sara (%) 

100,00 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Program Peningkatan 

Pemberantasan 

Penyakit Masyarakat 

(Pekat) 

    -  143.433.000  100.342.000  103.352.000  107.486.000  108.668.000 Kantor Kesatuan 

Bangsa dan Politik Angka Kriminalitas 

(Jumlah Kasus /10.000 

Pddk) 

11,50 10,08  9,71  9,35  8,98  8,61  8,24  

Penegakan Perda (%) 45,00 65,00  71,50  77,20  82,16  86,45  90,00   

Program 

Pemberdayaan 

Masyarakat untuk 

Menjaga Ketertiban 

dan Keamanan 

    536.030.000  245.776.000  487.691.000  502.322.000  522.415.000  528.162.000 Kantor Kesatuan 

Bangsa dan Politik Rasio Pos Siskamling 

Per Jumlah 

Desa/Kelurahan (%) 

52,00 60,08  68,15  75,81  83,87  91,94  100,00  

Jumlah Pos Kamling 

(Unit) 

129,00 149,00  169,00  188,00  208,00  228,00  248,00  

Angka Kriminalitas 

(Jumlah Kasus /10.000 

Pddk) 

11,50 10,08  9,71  9,35  8,98  8,61  8,24  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

Program Pendidikan 

Politik Masyarakat 

    388.198.000  421.708.000  389.525.000  401.210.000  417.259.000  421.849.000 Kantor Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kegiatan Pembinaan 

Politik Daerah (%) 

- 70,00  71,00  73,00  75,00  78,00  80,00  

                   

URUSAN PILIHAN     28.226.727.645  18.863.338.000  26.359.795.000  27.511.294.000  28.273.548.000  28.585.384.000   

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG KELAUTAN 

DAN PERIKANAN 

    4.898.272.145  2.141.720.000  4.522.345.000  4.636.527.000  4.748.565.000  4.801.350.000   

Program 

Pemberdayaan 

Masyarakat Dalam 

Pengawasan dan 

Pengendalian 

Sumberdaya Kelautan 

dan Perikanan 

    -  65.767.000  48.688.000  49.905.000  51.152.000  51.715.000 Diskanla 

Tingkat kelestarian 

sumber daya kelautan 

(%) 

- -  77,04  78,86  80,68  82,50  84,32  

Program 

Pengembangan 

Budidaya Perikanan 

    4.420.055.145  1.760.953.000  4.032.501.000  4.134.438.000  4.233.924.000  4.281.047.000 Diskanla 

Produksi Budidaya 

Perikanan Darat (Ton) 

6.063,78 6.414,50  6.728,30  7.042,10  7.355,90  7.669,70  7.983,50  

Kosumsi Ikan Per Kapita 

(Kg/Kapita/Tahun) 

32,73 32,57  33,80  35,03  36,26  37,48  38,71  

Persentase Capaian 

Konsumsi Ikan (%) 

104,90 94,57  95,47  96,38  97,28  98,19  99,10  

Program 

Pengembangan 

Perikanan Tangkap 

    187.180.000  75.000.000  172.674.000  176.990.000  181.415.000  183.411.000 Diskanla 

Produksi Perikanan Laut 

(Ton) 

145,20 159,02  168,07  177,13  186,18  195,23  84,52  

Cakupan Bina Kelompok 

Nelayan (%) 

57,14 65,48  69,28  73,09  76,90  80,71  38,71  

Kosumsi Ikan Per Kapita 

(Kg/Kapita/Tahun) 

32,73 32,57  33,80  35,03  36,26  37,48  99,10  

Persentase Capaian 

Konsumsi Ikan (%) 

104,90 94,57  95,47  96,38  97,28  98,19  84,52  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

Program Optimalisasi 

Pengelolaan dan 

Pemasaran Produksi 

Perikanan 

    291.037.000  240.000.000  268.482.000  275.194.000  282.074.000  285.177.000 Diskanla 

Daya serap pasar yang 

menguntungkan 

terhadap produksi 

perikanan (%) 

- 60,00  66,00  72,00  78,00  84,00  90,00  

                   

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG PARIWISATA 

    522.153.000  800.650.000  2.489.217.000  2.609.358.000  2.713.733.000  2.743.584.000   

Program 

Pengembangan 

Pemasaran Pariwisata 

    351.453.000  375.000.000  2.055.464.000  2.163.647.000  2.250.193.000  2.274.945.000 Dinas Pemuda, OR 

dan Pariwisata Jumlah Kunjungan 

Wisata (Jumlah) 

- 36.852  38.628  40.404  42.180  42.180  45.732  

Program 

Pengembangan 

Destinasi Pariwisata 

    170.700.000  220.000.000  222.962.000  229.650.000  238.837.000  241.464.000 Dinas Pemuda, OR 

dan Pariwisata Jumlah Objek Wisata 

yang dikembangkan 

(Jumlah) 

- 1,00  1,00  2,00  3,00  3,00  3,00  

Program 

Pengembangan 

Kemitraan 

    -  205.650.000  210.791.000  216.061.000  224.703.000  227.175.000 Dinas Pemuda, OR 

dan Pariwisata Jumlah Kemitraan yang 

dijalin dalam 

pengembangan 

kepariwisataan 

(Jumlah) 

- -  1,00  2,00  3,00  3,00  3,00  

                   

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG PERTANIAN 

    19.665.389.000  14.713.416.000  17.644.806.000  18.541.128.000  19.048.998.000  19.258.537.000   

Program Peningkatan 

Kesejahteraan Petani 

    350.000.000  625.000.000  578.551.000  665.144.000  757.975.000  766.313.000 Dinas Pertanian 

TPH Nilai Tukar Petani  98,61 101,85  102,13  102,41  102,69  102,97  103,25  

Rasio Kontribusi Sektor 

Pertanian Terhadap 

PDRB (%) 

21,99 21,93  21,88  21,82  21,76  21,70  21,65  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

 Rasio Kontribusi Sektor 

Perkebunan Terhadap 

PDRB (%) 

15,23 14,80  14,36  13,93  13,49  13,06  12,62   

Persentase 

Pengentasan 

Kemiskinan di 

Kecamatan yang 

dipelopori/didorong 

oleh Dinas Pertanian 

TPH selama satu tahun 

(%) 

- 0,26  0,27  0,27  0,28  0,28  0,28  

Program Peningkatan 

Ketahanan Pangan 

Pertanian/Perkebunan 

    873.340.000  1.884.870.000  2.039.732.000  2.100.924.000  2.184.960.000  2.208.995.000 Dinas Pertanian 

TPH Jumlah Regulasi 

Ketahanan Pangan 

(Dokumen) 

0,00 0,00            

Ketersediaan Energi 

(KKal/Kap/Hr) 

2.000,00 2.000,00            

Ketersediaan Protein 

(Gr/Kap/Hr) 

52,00 52,00            

Penurunan Penduduk 

Rawan Pangan (%) 

- 1,00            

Skor Pola Pangan 

Harapan (%) 

 86,20            

Penurunan Konsumsi 

Beras Per Kapita (%) 

 1,00            

Stabilnya Harga Gabah 

di Tingkat Petani (%) 

 70,00            

Stabilnya Harga Beras di 

Tingkat Konsumen (%) 

 75,00            

Persentase Pangan yang 

aman dikonsumsi (%) 

 80,00            
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

 Persentase Penanganan 

Desa Rawan Pangan (%) 

 50,00             

Program Peningkatan 

Pemasaran Hasil 

Produksi 

Pertanian/Perkebunan 

    158.600.000  757.821.000  367.868.000  378.904.000  394.060.000  398.395.000 Dinas Pertanian 

TPH Daya serap pasar yang 

menguntungkan 

terhadap produksi 

perkebunan/peternaka

n (%) 

60,00 60,00  66,00  72,00  78,00  84,00  90,00  

Program Peningkatan 

Penerapan Teknologi 

Pertanian/Perkebunan 

    229.000.000  1.323.937.000  442.276.000  455.544.000  473.766.000  478.977.000 Dinas Pertanian 

TPH Produktivitas Padi 

Sawah (Kw/Ha) 

50,18 50,10  50,23  50,74  50,75  50,88  50,90  

Produktivitas Padi Gogo 

(Kw/Ha) 

37,01 30,40  30,40  30,50  30,50  30,60  30,40  

Produktivitas Jagung 

(Kw/Ha) 

44,30 44,46  44,56  44,66  44,76  44,86  44,46  

Produktivitas Kedelai 

(Kw/Ha) 

10,72 9,40  9,60  9,80  10,00  10,20  9,40  

Produktivitas Ubi Kayu 

(Kw/Ha) 

286,50 331,50  346,80  361,20  376,10  376,10  331,50  

Produktivitas Karet 

(Kg/Ha) 

779,36 799,77  800,65  801,53  802,41  803,29  804,16  

Produktivitas Sawit 

(Kg/Ha) 

18.373,86 19.275,4

6 

 19.571,8

7 

 19.868,2

8 

 20.164,69  20.461,10  20.757,51  

Produktivitas Coklat 

(Kg/Ha) 

874,64 877,34  881,92  886,50  891,08  895,66  900,24  

Produktivitas Aren 

(Kg/Ha) 

1.381,24 1.344,00  1.411,63  1.411,63  1.411,63  1.411,63  1.419,96  

Produktivitas Kelapa 

(kg/Ha) 

531,88 531,88  531,88  532,94  534,01  545,08  548,30  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

 Persentase Masyarakat 

Pengguna Teknologi 

Tepat Guna Sektor 

Pertanian dan 

Perkebunan (%) 

- 10,00  10,00  13,00  15,00  17,00  20,00   

Program Peningkatan 

Produksi 

Pertanian/Perkebunan 

    10.577.320.000  4.815.024.000  7.798.206.000  7.997.722.000  8.309.447.000  8.364.542.000 Dinas Pertanian 

TPH Produksi Padi Sawah 

(Ton) 

161.986 170.085  178.590  187.519  196.895  206.740  217.077  

Produksi Padi Gogo 

(Ton) 

8.704,00 9.139,00  9.596,00  10.076,0

0 

 10.580,00  11.109,00  11.664,00  

Produksi Jagung (Ton) 4.053,00 4.256,00  4.468,00  4.692,00  4.926,00  5.173,00  5.431,00  

Produksi Kedelai (Ton) 516,00 531,00  547,00  564,00  581,00  598,00  616,00  

Produksi Ubi Kayu (Ton) 7.594,00 7.822,00  8.056,00  8.298,00  8.547,00  8.804,00  9.068,00  

Produksi Tanaman 

Jeruk (Ton) 

- 5,00  5,30  5,60  5,90  6,20  6,50  

Produksi Tanaman Salak 

(Ton) 

- 235,00  235,50  236,00  236,50  237,00  237,50  

Produksi Tanaman 

Manggis (Ton) 

- 1,60  1,61  1,62  1,63  1,64  1,65  

Produksi Tanaman Cabe 

(Ton) 

- 870,00  900,00  930,00  960,00  1,00  1,03  

Program Peningkatan 

Kesejahteraan Petani 

    150.000.000           Disbunnak 

Nilai Tukar Petani  98,61 101,85  102,13  102,41  102,69  102,97  103,25  

Rasio Kontribusi Sektor 

Pertanian Terhadap 

PDRB (%) 

21,99 21,93  21,88  21,82  21,76  21,70  21,65  

Rasio Kontribusi Sektor 

Perkebunan Terhadap 

PDRB (%) 

15,23 14,80  14,36  13,93  13,49  13,06  12,62  



 

Bab ViII –INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN VIII- 54 
 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

 Persentase 

Pengentasan 

Kemiskinan di 

Kecamatan yang 

dipelopori/didorong 

oleh Dinas Pertanian 

TPH selama satu tahun 

(%) 

- 0,26  0,27  0,27  0,28  0,28  0,28   

Program Pembinaan 

dan Pengembangan 

Tanaman Perkebunan 

    -  110.000.000  121.000.000  146.410.000  161.051.000  177.156.000 Disbunnak 

Produktivitas Tanaman 

Karet (Kg/Ha) 

- -  800,65  801,53  802,41  803,29  804,16  

Produktivitas Tanaman 

Sawit (Kg/Ha) 

- -  19.571,8

7 

 19.868,2

8 

 20.164,69  20.461,10  20.757,51  

Produktivitas Tanaman 

Kakao (Kg/Ha) 

- -  881,92  886,50  891,08  895,66  900,24  

Produktivitas Tanaman 

Aren (Kg/Ha) 

- -  1.411,63  1.411,63  1.411,63  1.411,63  1.419,96  

Produktivitas Tanaman 

Kelapa (kg/Ha) 

- -  531,88  532,94  534,01  545,08  548,30  

Program Peningkatan 

Penerapan Teknologi 

Pertanian/Perkebunan 

    344.000.000           Disbunnak 

Produktivitas Padi 

Sawah (Kw/Ha) 

50,18 50,10            

Produktivitas Padi Gogo 

(Kw/Ha) 

37,01 30,40            

Produktivitas Jagung 

(Kw/Ha) 

44,30 44,46            

Produktivitas Kedelai 

(Kw/Ha) 

10,72 9,40            

Produktivitas Ubi Kayu 

(Kw/Ha) 

286,50 331,50            

Produktivitas Karet 

(Kg/Ha) 

779,36 799,77            
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

 Produktivitas Sawit 

(Kg/Ha) 

18.373,86 19.275,4

6 

            

Produktivitas Coklat 

(Kg/Ha) 

874,64 877,34            

Produktivitas Aren 

(Kg/Ha) 

1.381,24 1.344,00            

Produktivitas Kelapa 

(kg/Ha) 

531,88 531,88            

Persentase Masyarakat 

Pengguna Teknologi 

Tepat Guna Sektor 

Pertanian dan 

Perkebunan (%) 

- 10,00            

Program Peningkatan 

Produksi 

Pertanian/Perkebunan 

    4.661.000.000  2.917.000.000  3.597.638.000  3.705.567.000  3.853.789.000  3.896.181.000 Disbunnak 

Produksi Padi Sawah 

(Ton) 

161.986 170.085  178.590  187.519  196.895  206.740  217.077  

Produksi Padi Gogo 

(Ton) 

8.704 9.139  9.596  10.076  10.580  11.109  11.664  

Produksi Jagung (Ton) 4.053 4.256  4.468  4.692  4.926  5.173  5.431  

Produksi Kedelai (Ton) 516 531  547  564  581  598  616  

Produksi Ubi Kayu (Ton) 7.594 7.822  8.056  8.298  8.547  8.804  9.068  

Produksi Tanaman 

Jeruk (Ton) 

- 5  5,30  5,60  5,90  6,20  6,50  

Produksi Tanaman Salak 

(Ton) 

- 235  235,50  236  236,50  237  237,50  

Produksi Tanaman 

Manggis (Ton) 

- 1,60  1,61  1,62  1,63  1,64  1,65  

Produksi Tanaman Cabe 

(Ton) 

- 870  900  930  960  1  1,03  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

Program Pencegahan 

dan Penanggulangan 

Penyakit Ternak 

    380.000.000  263.976.000  293.307.000  302.106.000  314.190.000  317.646.000 Diasbunnak 

 Angka Prevalensi 

Penyakit Hewan (%)  

2,26 2,05  2,04  2,03  2,02  2,01  2,00  

Program Peningkatan 

Produksi Hasil 

Peternakan 

    985.129.000  806.732.000  896.369.000  923.260.000  960.190.000  970.752.000 Diasbunnak 

Populasi Ternak Sapi 

(Ekor) 

2.614 2.700  2.850  3.000  3.200  3.400  3.589  

Populasi Ternak Kerbau 

(Ekor) 

70,20 673  590  625  650  675  700  

Populasi Ternak 

Kambing (Ekor) 

12.120 13.643  11.000  11.150  11.300  11.800  12.455  

Populasi Ternak Ayam 

Ras Pedaging (Ekor) 

158.800 159.300  159.800  160.800  161.800  163.000  172.047  

Populasi Ternak Ayam 

Buras (Ekor) 

182.420 181.300  182.500  184.000  185.500  187.500  197.906  

Populasi Ternak Itik 

(Ekor) 

35.700 36.000  37.200  38.500  39.200  40.000  42.220  

Produksi Daging Sapi 

(Ton) 

124,96 141,72  150,80  160,45  170,71  180,33  190,48  

Produksi Daging 

Kambing (Ton) 

11,37 11,63  11,73  11,82  11,91  12,01  12,11  

Produksi Daging Ayam 

Kampung (Ton) 

80,84 67,84  68,66  69,48  70,32  71,16  72,01  

Program Peningkatan 

Pemasaran Hasil 

Produksi Peternakan 

    318.000.000  87.690.000  75.256.000  375.256.000  90.267.000  91.260.000 Disbunnak 

Daya serap pasar yang 

menguntungkan 

terhadap produksi 

perkebunan/peternaka

n (%) 

60,00 60,00  66,00  72,00  78,00  84,00  90,00  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

Program Peningkatan 

Penerapan Teknologi 

Peternakan 

    202.000.000  225.000.000  245.000.000  265.000.000  275.000.000  300.000.000 Disbunnak 

Persentase Masyarakat 

Pengguna Teknologi 

Tepat Guna Sektor 

Peternakan (%) 

- 10,00  10,00  13,00  15,00  17,00  20,00  

Program Peningkatan 

Ketahanan Pangan 

Pertanian/Perkebunan 

    437.000.000  -  -  -  -  - Disbunnak 

Jumlah Regulasi 

Ketahanan Pangan 

(Dokumen) 

0,00 0,00            

Ketersediaan Energi 

(KKal/Kap/Hr) 

2.000,00 2.000,00            

Ketersediaan Protein 

(Gr/Kap/Hr) 

52,00 52,00            

Penurunan Penduduk 

Rawan Pangan (%) 

- 1,00            

Skor Pola Pangan 

Harapan (%) 

- 86,20            

Penurunan Konsumsi 

Beras Per Kapita (%) 

- 1,00            

Stabilnya Harga Gabah 

di Tingkat Petani (%) 

- 70,00            

Stabilnya Harga Beras di 

Tingkat Konsumen (%) 

- 75,00            

Persentase Pangan yang 

aman dikonsumsi (%) 

- 80,00            

Persentase Penanganan 

Desa Rawan Pangan (%) 

- 50,00            
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

Program 

Pemberdayaan 

Penyuluh 

Pertanian/Perkebunan 

Lapangan 

    -  896.366.000  1.189.603.000  1.225.291.000  1.274.303.000  1.288.320.000 Dinas Pertanian 

TPH Jumlah Kelompok Tani 

(Kelompok) 

1.286,00 -  1.351,00  1.383,00  1.415,00  1.447,00  1.480,00  

Jumlah Kelompok Tani 

Pemula (Kelompok) 

1.152,00 -  1.210,00  1.239,00  1.268,00  1.297,00  1.326,00  

Jumlah Kelompok Tani 

Lanjut (Kelompok) 

130,00 -  133,00  134,00  135,00  136,00  138,00  

Jumlah Kelompok Tani 

Madya (Kelompok) 

4,00 -  6,00  7,00  8,00  9,00  10,00  

Jumlah Kelompok Tani 

Utama (Kelompok) 

0,00 -  2,00  3,00  4,00  5,00  6,00  

                   

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERINDUSTRIAN 

    661.000.000  57.150.000  565.988.000  581.468.000  622.727.000  618.807.000   

Program 

Pengembangan 

Industri Kecil Dan 

Menengah 

    571.000.000  57.150.000  390.988.000  391.468.000  422.727.000  408.807.000 Dinas Koperindag 

Kontribusi industri 

terhadap PDRB (%) 

6,69 6,03  5,93  5,37  5,30  5,02  4,97  

Pertumbuhan Industri 

(%) 

0,27 2,43  2,43  2,43  2,43  2,43  2,43  

Jumlah Kelompok 

Pengrajin (Kelompok) 

35,00 38,00  42,00  45,00  49,00  53,00  56,00  

Cakupan Bina Kelompok 

Pengrajin (%) 

17,14 22,04  24,21  26,39  28,57  30,75  32,93  

Jumlah Industri Kecil 

(Buah) 

58,00 59,00  60,00  62,00  63,00  64,00  66,00  

Jumlah Industri Rumah 

Tangga (IRT) 

1.063,00 1.071,00  1.077,00  1.083,00  1.088,00  1.095,00  1.101,00  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

Program Peningkatan 

Kemampuan Teknologi 

Industri 

    -  -  100.000.000  110.000.000  115.000.000  120.000.000 Dinas Koperindag 

Kontribusi industri 

terhadap PDRB (%) 

     5,37  5,30  5,02  4,97  

Pertumbuhan Industri 

(%) 

     2,43  2,43  2,43  2,43  

Jumlah Industri Kecil 

(Buah) 

     62,00  63,00  64,00  66,00  

Jumlah Industri Rumah 

Tangga (IRT) 

     1.083,00  1.088,00  1.095,00  1.101,00  

Program 

Pengembangan Sentra-

Sentra Industri 

Potensial 

    -  -  75.000.000  80.000.000  85.000.000  90.000.000 Dinas Koperindag 

Kontribusi industri 

terhadap PDRB (%) 

     5,3700  5,3000  5,0200  4,9700  

Pertumbuhan Industri 

(%) 

     2,4300  2,4300  2,4300  2,4300  

Program Peningkatan 

Kesejahteraan Petani 

    90.000.000  -  -  -  -  - Setdakab 

Nilai Tukar Petani  98,61 101,85            

Rasio Kontribusi Sektor 

Pertanian Terhadap 

PDRB (%) 

21,99 21,93            

Rasio Kontribusi Sektor 

Perkebunan Terhadap 

PDRB (%) 

15,23 14,80            

Persentase 

Pengentasan 

Kemiskinan di 

Kecamatan yang 

dipelopori/didorong 

oleh Dinas Pertanian 

TPH selama satu tahun 

(%) 

- 0,26            
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG ENERGI DAN 

SUMBER DAYA 

MINERAL 

    882.732.000  325.767.000  446.435.000  462.079.000  463.561.000  479.706.000   

Program Pembinaan 

dan Pengawasan 

Bidang Pertambangan 

    308.180.000  160.000.000  212.872.000  220.008.000  249.808.000  192.611.000 Distamben 

Pertambangan Tanpa 

Ijin Yang Ditertibkan (%) 

11,68 23,39  27,94  32,49  37,04  41,60  46,15  

Regulasi Untuk 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Pertambangan 

0,00 0,00  1,00  1,00  2,00  2,00  2,00  

Program Pembinaan 

dan Pengembangan 

Bidang 

Ketenagalistrikan 

    380.020.000  65.767.000  142.222.000  147.989.000  115.908.000  188.173.000 Distamben 

Rasio ketersediaan daya 

listrik (%) 

 81,92  84,63  87,35  90,06  92,78  95,49  

Program Pembinaan 

Usaha Pertambangan 

Bidang Energi dan 

Migas 

    52.848.000  50.000.000  40.791.000  42.015.000  43.696.000  44.177.000 Distamben 

Rasio ketersediaan daya 

listrik (%) 

81,00 81,92  84,63  87,35  90,06  92,78  95,49  

Program Pengawasan 

dan Penertiban 

Kegiatan Rakyat Yang 

Berpotensi Merusak 

Lingkungan 

    141.684.000  -  -  -  -  - Distamben 

Pertambangan Tanpa 

Ijin Yang Ditertibkan (%) 

11,68 23,39            

Regulasi Untuk 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Pertambangan 

(dokumen) 

0,00 0,00            

Program Pemanfaatan 

dan Pengembangan 

Panas Bumi 

Penggunaan Langsung 

    -  50.000.000  50.550.000  52.067.000  54.149.000  54.745.000 Distamben 

Rasio ketersediaan daya 

listrik (%) 

81,00   84,63  87,35  90,06  92,78  95,49  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERDAGANGAN 

    1.597.181.500  824.635.000  691.004.000  680.734.000  675.964.000  683.400.000   

Program Perlindungan 

Konsumen Dan 

Pengamanan 

Perdagangan 

    333.431.500  199.635.000  257.362.000  265.083.000  275.687.000  278.720.000 Dinas Koperindag 

Jumlah pasar tertib 

ukur (Unit) 

- 0,00  1,00  3,00  6,00  10,00  13,00  

Jumlah Alat UTTP yang 

ditera/tera ulang (Unit) 

- 550,00  1.000,00  1.500,00  1.700,00  2.200,00  2.500,00  

Program Pembinaan 

Pedagang Kaki Lima 

dan Asongan 

    -  50.000.000  50.171.000  51.676.000  53.743.000  54.334.000 Dinas Koperindag 

Cakupan Kelompok Bina 

Usaha Pedagang 

Informal (%) 

87,32   88,39  88,93  89,46  90,00  90,54  

Program Peningkatan 

Sarana Dan Prasarana 

Perdagangan 

    237.700.000  350.000.000  293.471.000  263.975.000  236.534.000  230.346.000 Dinas Koperindag 

Persentase Kontribusi 

Sektor Perdagangan 

Pada PDRB (%) 

10,49 10,07  10,42  9,93  10,31  10,27  10,70  

Nilai Ekspor Bersih 

Perdagangan (Rp.juta) 

637.279 686.927  740.445  798.129  860.309  927.333  999.578  

Program Peningkatan 

Sistem dan Jaringan 

Informasi Perdagangan 

    1.026.050.000  225.000.000  -  -  -  - Dinas Koperindag 

Cakupan sarana dan 

prasarana serta 

informasi perdagangan 

(%) 

- 100,00  100,00          

Program Peningkatan 

Efisiensi Perdagangan 

Dalam Negeri 

    -  -  90.000.000  100.000.000  110.000.000  120.000.000 Dinas Koperindag 

Persentase Kontribusi 

Sektor Perdagangan 

Pada PDRB (%) 

-     9,93  10,31  10,27  10,70  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

UNSUR PEMBANTU 

KEPALA DAERAH DAN 

DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH 

    179.561.452.51

6 

 155.576.562.18

6 

 122.277.411.31

7 

 121.734.540.07

8 

 124.973.775.77

7 

 126.199.820.68

9 

  

UNSUR STAF     8.800.655.600  7.715.870.000  7.037.014.000  7.203.680.000  7.467.285.000  7.549.427.000   

Program Kerjasama 

Informasi Dengan Mass 

Media 

    818.000.000  1.396.022.000  820.796.000  845.419.000  879.236.000  888.908.000 Setdakab 

Ketersediaan Sistem 

informasi Manajemen 

Pemerintah Daerah (%) 

50,00 58,33  66,67  75,00  83,33  91,67  100,00  

Program Penataan 

Peraturan Perundang-

Undangan 

    1.763.040.000  1.505.214.000  1.360.819.000  1.401.644.000  1.457.710.000  1.473.745.000 Setdakab 

Keberadaan PERDA 

Tentang Pengelelolaan 

Keuangan Daerah 

Berdasarkan PP 

58/2005 (Dokumen) 

1,00 1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  

Persentase E-

Government Yang 

Terbangun (%) 

- 25,00  50,00  62,50  75,00  100,00  100,00  

Regulasi Tata Cara 

Penyusunan Rencana 

Pembangunan Daerah 

Yang Ditetapkan Oleh 

PERDA/Perkada 

(Dokumen) 

1,00 1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  

Keputusan DPRD (Buah) 16,00 16,00  17,00  18,00  19,00  20,00  21,00  

Keputusan Pimpinan 

(Buah) 

13,00 14,00  15,00  16,00  17,00  18,00  19,00  

Persentase Perda Yang 

Dilakukan Konsultasi 

Publik (%) 

- 25,00  37,50  40,00  41,67  40,00  46,67  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

Program Optimalisasi 

Pemanfaatan Teknologi 

Informasi 

    1.422.300.000  550.254.000  522.741.000  496.604.000  500.000.000  505.500.000 Sekdakab 

Ketersediaan Sistem 

informasi Manajemen 

Pemerintah Daerah (%) 

50,00 58,33  66,67  75,00  83,33  91,67  100,00  

Program 

Pengembangan 

Pemasaran Pariwisata 

    228.500.000  -  - - - - - - - Setdakab 

Kunjungan Wisata 

(Jumlah) 

35.100,00 36.852,0

0 

           

Program Pembinaan 

Pengelolaan Potensi 

Daerah 

    467.713.250  1.266.854.000  501.709.000  516.760.000  537.430.000  543.342.000 Setdakab 

Persentase BUMD Yang 

Menerapkan Good 

Corporate Govennance 

(GCG) (%) 

- 0,00  0,00  50,00  50,00  50,00  100,00  

Program Peningkatan 

Pelayanan Kedinasan 

Kepala Daerah/Wakil 

Kepala Daerah 

    805.000.000  1.349.546.000  807.751.000  831.984.000  865.263.000  874.781.000 Setdakab 

Jumlah Dokumen 

Pelaporan Data 

Perekonomian Serta 

Evaluasi Pelaksanaan 

Kegiatan (Dokumen) 

1,00 1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  

Dokumen Evaluasi 

Kinerja pembangunan 

daerah 2016-2021 

(Dokumen) 

1,00 1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  

Kategori Nilai Lakip 

Kabupaten (Nilai) 

- CC  B  B  B  BB  A  

Nilai LPPD Kabupaten 

(Nilai) 

- 2,00  2,20  2,40  2,60  2,80  3,00  

Persentase Area 

Perubahan Reformasi 

Birokrasi (%) 

- 25,00  50,00  62,50  75,00  87,50  100,00  

Persentase E-

Government Yang 

Terbangun (%) 

- 25,00  50,00  62,50  75,00  100,00  100,00  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

 Jumlah Rancangan 

Peraturan Daerah 

Usulan Eksekutif yang 

diagendakan untuk 

dibahas bersama 

Legislatif (Buah) 

- 13,00  17,00  18,00  18,00  19,00  19,00   

Program Peningkatan 

Sistem Pengawasan 

Internal dan 

Pengendalian 

Pelaksanaan Kebijakan 

KDH 

    347.000.000  726.870.000  525.108.000  538.235.000  551.691.000  557.760.000 Setdakab 

Terselenggaranya 

pengawasan internal 

secara berkala (%) 

90,00 81,00  81,00  82,00  83,00  84,00  85,00  

Terselenggaranya 

pemeriksaan khusus 

dan sertijab, pengaduan 

masyarakat serta 

pengendalian 

pelaksanaan kebijakan 

KDH (%) 

28,00 81,00  81,00  82,00  83,00  84,00  85,00  

Persentase Sistem dan 

Prosedur Pengawasan 

yang terpenuhi 

dibandingkan dengan 

keharusan dan 

ketentuan (%) 

0,00 0,00  81,00  82,00  83,00  84,00  85,00  

Rasio Temuan BPK RI 

Yang Ditindaklanjuti (%) 

76,00 81,00  81,00  82,00  83,00  84,00  85,00  

Terselenggaranya 

Inventarisasi Temuan 

Pengawasan (%) 

165,00 81,00  81,00  82,00  83,00  84,00  85,00  

Terselenggaranya 

penanganan tindak 

lanjut hasil pengawasan 

(%) 

81,00 81,00  81,00  82,00  83,00  84,00  85,00  



 

Bab ViII –INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN VIII- 65 
 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

 Tersedianya laporan 

pajak pribadi PNS (%) 

- 60,00  65,00  70,00  75,00  80,00  90,00   

Terselenggaranya 

sosialisasi pengendalian 

intern pemerintahan 

(%) 

- 0,00  46,00  46,00  46,00  46,00  46,00  

Program Penataan 

Daerah Otonomi Baru 

    185.000.000  263.070.000  142.794.000  147.078.000  152.961.000  154.644.000 Setdakab 

Perubahan 

Kelembagaan dan 

Tupoksi SKPD (%) 

- 0,00  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Program Peningkatan 

Kerjasama Antar 

Pemerintah Daerah 

    -  150.000.000  142.794.000  147.078.000  152.961.000  154.644.000 Setdakab 

Nilai APBN dan APBD 

Provinsi yang 

Dialokasikan di Daerah 

(Rp. Juta) 

- 150.000  125.000  160.000  150.000  140.000  130.000  

Cakupan dokumen dan 

implementasi 

kerjasama antar daerah 

(%) 

- -  50,00  60,00  70,00  80,00  90,00  

Program Penataan 

Kelembagaan Dan Tata 

Laksana 

    50.000.000  43.845.000  38.593.000  39.751.000  41.341.000  41.796.000 Setdakab 

Perubahan 

Kelembagaan dan 

Tupoksi SKPD (%) 

- 0,00  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Program Pembinaan 

dan Pengembangan 

Sumber daya 

Keprotokolan 

    140.000.000  157.842.000  108.060.000  111.302.000  115.754.000  117.027.000 Setdakab 

Cakupan Pelayanan 

Administrasi 

Pemerintahan, 

Pembangunan dan 

Kemasyarakatan (%) 

- 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Program Peningkatan 

SDM 

    2.208.302.350  306.353.000  2.065.849.000  2.127.825.000  2.212.938.000  2.237.280.000 Setdakab 

Laju Inflasi (%)  4-5  4-5  4-5  4-5  4-5  4-5  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

Program Pembinaan 

Pemerintah Desa 

    365.800.000  -  -  -  -  - Setdakab 

Persentase desa yang 

memiliki RKPdes (%) 

100,00 100,00            

Jumlah Desa Yang 

Mendapat Pembinaan 

Administrasi Desa 

(Desa) 

212,00 212,00            

Persentase Pelanggaran 

Perda di Kecamatan 

yang dilaporkan (%) 

- 40,00            

                   

UNSUR PELAYANAN 

DPRD 

    9.293.758.050  8.755.949.000  9.175.519.000  9.450.785.000  9.828.816.000  9.901.933.000   

Program Peningkatan 

Kapasitas Lembaga 

Perwakilan Rakyat 

Daerah 

    9.293.758.050  8.755.949.000  9.175.519.000  9.450.785.000  9.828.816.000  9.901.933.000 Sekretariat DPRD 

  Jumlah Anggota DPRD 

(Orang) 

30,00 30,00  30,00  30,00  35,00  35,00  35,00  

Jumlah Rancangan 

Peraturan Daerah yang 

diagendakan untuk 

dibahas dan ditindak 

lanjuti DPRD (Buah) 

- 20,00  20,00  20,00  22,00  22,00  22,00  

Jumlah Aspirasi 

masyarakat yang 

ditampung dan ditindak 

lanjuti kepada DPRD 

(Buah) 

- 90,00  105,00  105,00  105,00  105,00  105,00  

Jumlah Produk 

Peraturan Daerah yang 

menggunakan hak 

inisiatif (Buah) 

- 9,00  9,00  10,00  11,00  11,00  12,00  

Keputusan DPRD (Buah) 16,00 16,00  17,00  18,00  19,00  20,00  21,00  



 

Bab ViII –INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN VIII- 67 
 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

 Keputusan Pimpinan 

(Buah) 

13,00 14,00  15,00  16,00  17,00  18,00  19,00   

                   

UNSUR PENGAWAS      830.213.010  1.742.500.000  1.153.040.000  1.186.053.000  1.222.772.000  1.236.222.000   

Program Peningkatan 

Profesionalisme 

Tenaga Pemeriksa dan 

Aparatur Pengawasan 

    47.747.900  290.150.000  287.466.000  296.090.000  307.934.000  311.321.000 Inspektorat 

Daerah Persentase Tenaga 

Pemeriksa Yang 

Menguasai Teknik/Teori 

Pengawasan dan 

Penilaian Akuntabilitas 

Kinerja (%) 

31,00 45,00  57,00  71,00  71,00  71,00  71,00  

Program Peningkatan 

Sistem Pengawasan 

Internal dan 

Pengendalian 

Pelaksanaan Kebijakan 

KDH 

    782.465.110  1.364.660.000  775.574.000  794.963.000  814.838.000  823.801.000 Inspektorat 

Daerah Terselenggaranya 

pengawasan internal 

secara berkala (%) 

90,00 81,00  81,00  82,00  83,00  84,00  85,00  

Terselenggaranya 

pemeriksaan khusus 

dan sertijab, pengaduan 

masyarakat serta 

pengendalian 

pelaksanaan kebijakan 

KDH (%) 

28,00 81,00  81,00  82,00  83,00  84,00  85,00  

Persentase Sistem dan 

Prosedur Pengawasan 

yang terpenuhi 

dibandingkan dengan 

keharusan dan 

ketentuan (%) 

0,00 0,00  81,00  82,00  83,00  84,00  85,00  

Rasio Temuan BPK RI 

Yang Ditindaklanjuti (%) 

76,00 81,00  81,00  82,00  83,00  84,00  85,00  

Terselenggaranya 

Inventarisasi Temuan 

Pengawasan (%) 

165,00 81,00  81,00  82,00  83,00  84,00  85,00  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

 Terselenggaranya 

penanganan tindak 

lanjut hasil pengawasan 

(%) 

81,00 81,00  81,00  82,00  83,00  84,00  85,00   

Tersedianya laporan 

pajak pribadi PNS (%) 

- 60,00  65,00  70,00  75,00  80,00  90,00  

Terselenggaranya 

sosialisasi pengendalian 

intern pemerintahan 

(%) 

- 0,00  46,00  46,00  46,00  46,00  46,00  

Program Pengawasan 

dan Pengendalian 

Pelayanan Publik 

    -  87.690.000  90.000.000  95.000.000  100.000.000  101.100.000 Inspektorat 

Daerah Terselenggaranya 

pemeriksaan khusus 

dan sertijab, pengaduan 

masyarakat serta 

pengendalian 

pelaksanaan kebijakan 

KDH (%) 

28,00 81,00  81,00  82,00  83,00  84,00  85,00  

                   

UNSUR PENUNJANG 

PERENCANAAN 

    4.462.700.000  2.900.470.000  4.929.520.000  5.077.547.000  5.239.027.000  5.296.657.000   

Program Kerjasama 

Pembangunan 

    150.000.000  149.073.000  240.875.000  246.897.000  253.069.000  255.853.000 Bappeda 

Tersedianya dokumen 

dan implementasi 

penanggulangan 

masalah-masalah 

daerah (%) 

 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Program Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

    2.779.500.000  1.152.000.000  2.875.322.000  2.947.205.000  3.020.885.000  3.054.115.000 Bappeda 

Dokumen Perencanaan 

RPJPD Yang Ditetapkan 

Dengan PERDA 

(Dokumen) 

1,00 1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

 Dokumen 

Perencanaan:RPJMD 

Yang Ditetapkan 

Dengan PERDA 

(Dokumen) 

1,00 1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00   

Dokumen Perencanaan 

RKPD Yang Ditetapkan 

Dengan Perkada 

(Dokumen) 

1,00 1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  

Penjabaran Program 

RPJMD Kedalam RKPD 

(%) 

89,86 90,72  91,57  92,43  93,29  94,14  95,00  

Dokumen KUA dan 

PPAS (Dokumen) 

1,00 1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  

Jumlah Regulasi Tata 

Cara Penyusunan 

Rencana Pembangunan 

Daerah Yang Ditetapkan 

Oleh PERDA/Perkada 

(Dokumen) 

1,00 1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  

Indikator Kinerja 

Daerah Berdasarkan 

Hasil Analisis 

(Dokumen) 

1,00 1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  

Penguatan 

Kelembagaan 

Pengarusutamaan 

Gender dan Anak 

(Pokja) 

0,00 1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  

Tersedianya Dokumen 

Strategi 

Penanggulangan 

Kemiskinan (Dokumen) 

0,00 1,00  1,00  1,00  93,29  94,14  1,00  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

 Tersusunnya Evaluasi 

Kinerja 2016-2021 Serta 

Target Kinerja 2016-

2021 (Dokumen) 

0,00 1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00   

Program Perencanaan 

Tata Ruang 

    470.000.000  306.942.000  257.500.000  265.225.000  275.834.000  278.868.000 Bappeda 

Tersedianya RTRW 

(Dokumen) 

- 1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  

Tersedianya RDTRW 

(Dokumen) 

- -  4,00  5,00  6,00  7,00  8,00  

Luas Wilayah 

Kebanjiran berdasarkan 

RTRW (%) 

- 6,78  6,78  6,78  6,78  6,78  6,78  

Luas Wilayah Produktif 

berdasarkan RTRW (%) 

- 65,32  65,32  65,32  65,32  65,32  65,32  

Program Perencanaan 

Pengembangan 

Wilayah Strategis dan 

Cepat Tumbuh 

    -  225.000.000  235.750.000  241.644.000  250.000.000  252.750.000 Bappeda 

Terpenuhinya dokumen 

perencanaan 

pembangunan daerah 

sesuai kebutuhan (%) 

100,00 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Program Perencanaan 

Pembangunan Ekonomi 

    105.000.000  122.766.000  160.000.000  170.000.000  180.000.000  181.980.000 Bappeda 

Terpenuhinya 

perencanaan 

pembangunan daerah 

bidang ekonomi sesuai 

kebutuhan (%) 

100,00 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Program Perencanaan 

Sosial Budaya 

    105.000.000  156.089.000  180.000.000  190.000.000  200.000.000  202.200.000 Bappeda 

Terpenuhinya 

perencanaan 

pembangunan daerah 

bidang sosial budaya 

sesuai kebutuhan (%) 

100,00 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

Program Perencanaan 

Prasarana Wilayah dan 

Sumber Daya Alam 

    105.000.000  153.558.000  190.000.000  200.000.000  210.000.000  212.310.000 Bappeda 

Terpenuhinya 

perencanaan 

pembangunan daerah 

bidang sosial budaya 

sesuai kebutuhan (%) 

100,00 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Program Peningkatan 

Kapasitas Kelembagaan 

Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

    -  135.042.000  240.000.000  250.000.000  260.000.000  262.860.000 Bappeda 

Penjabaran Program 

RPJMD Kedalam RKPD 

(%) 

- 90,72  91,57  92,43  93,29  94,14  95,00  

Terpenuhinya dokumen 

perencanaan 

pembangunan daerah 

sesuai kebutuhan (%) 

- 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Program Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

    200.000.000  -  -  -  -  - Setdakab 

Dokumen Perencanaan 

RPJPD Yang Ditetapkan 

Dengan PERDA 

(Dokumen) 

1,00 1,00            

Dokumen 

Perencanaan:RPJMD 

Yang Ditetapkan 

Dengan PERDA 

(Dokumen) 

1,00 1,00            

Dokumen Perencanaan 

RKPD Yang Ditetapkan 

Dengan Perkada 

(Dokumen) 

1,00 1,00            

Penjabaran Program 

RPJMD Kedalam RKPD 

(%) 

89,86 90,72            

Dokumen KUA dan 

PPAS (Dokumen) 

1,00 1,00            
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

 Jumlah Regulasi Tata 

Cara Penyusunan 

Rencana Pembangunan 

Daerah Yang Ditetapkan 

Oleh PERDA/Perkada 

(Dokumen) 

1,00 1,00             

Indikator Kinerja 

Daerah Berdasarkan 

Hasil Analisis 

(Dokumen) 

1,00 1,00            

Penguatan 

Kelembagaan 

Pengarusutamaan 

Gender dan Anak 

(Pokja) 

0,00 1,00            

Tersedianya Dokumen 

Strategi 

Penanggulangan 

Kemiskinan (Dokumen) 

0,00 1,00            

Tersusunnya Evaluasi 

Kinerja 2016-2021 Serta 

Target Kinerja 2016-

2021 (Dokumen) 

0,00 1,00            

Program 

Pengembangan 

Data/Informasi 

    548.200.000  500.000.000  550.073.000  566.576.000  589.239.000  595.721.000 Setdakab 

Dokumen Indeks 

Kepuasan Masyarakat 

(Dokumen) 

75,67 76,48  76,60  76,93  77,26  77,59  77,92  

                   

UNSUR PENUNJANG 

KEUANGAN 

    9.876.343.920  4.680.819.000  4.820.515.000  5.020.592.000  5.232.006.000  5.293.841.000   
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

Program Peningkatan 

dan Pengembangan 

Pengelolaan Keuangan 

Daerah 

    9.876.343.920  4.680.819.000  4.820.515.000  5.020.592.000  5.232.006.000  5.293.841.000 DPPKA+ Seluruh 

SKPD Persentase Belanja 

Publik Terhadap DAU 

(%) 

110,18 104,93  91,76  94,68  98,53  101,34  103,26  

Belanja Langsung 

Terhadap Total APBD 

(%) 

45,79 44,01  35,59  34,44  34,02  33,92  33,02  

Besaran PAD Terhadap 

Seluruh Pendapatan 

Dalam APBD (Realisasi) 

(%) 

10,04 7,38  6,00  6,10  6,17  6,47  6,60  

Rasio SILPA Terhadap 

Terhadap Total 

Pendapatan (%) 

6,28 1,33  0,50  0,50  0,50  0,50  0,50  

Rasio Realisasi Belanja 

Terhadap Anggaran 

Belanja (%) 

93,07 93,39  93,71  94,03  94,36  94,68  95,00  

Rasio Realisasi PAD 

Terhadap Target PAD 

(%) 

111,08 94,00  94,80  95,60  96,40  97,20  98,00  

Peningkatan PAD (%) 14,40 -17,09  -20,62  5,39  5,94  9,31  6,03  

Dana Perimbangan 

Yang Terserap 

Dibanding Rencana (%) 

95,95 96,00  96,33  96,67  97,00  97,67  97,00  

Opini BPK Terhadap 

Laporan Keuangan 

Daerah  

WTP WTP  WTP  WTP  WTP  WTP  WTP  

Keberadaan PERDA 

Tentang Pengelelolaan 

Keuangan Daerah 

Berdasarkan PP 

58/2005 (Dokumen) 

1,00 1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

 Ketepatan Waktu 

Penyampaian Laporan 

Keuangan dan Laporan 

Kinerja Berdasarkan PP 

8/2006 (Waktu) (%) 

75,00 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00   

                   

UNSUR PENUNJANG 

KEPEGAWAIAN SERTA 

DIKLAT 

    2.453.477.600  2.594.643.000  4.253.600.000  4.177.517.000  4.376.338.000  4.327.338.000   

Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya 

Aparatur 

    1.565.425.000  1.095.268.000  1.153.012.000  988.711.000  1.161.380.000  1.077.015.000 Badan 

Kepegawaian dan 

Diklat 
Jumlah Aparatur Yang 

Mengikuti Diklat 

Fungsional (Orang) 

420,00 400,00  320,00  300,00  320,00  400,00  400,00  

Persentase Aparatur 

PNS Yang Mengikuti 

Diklat Teknis Fungsional 

dan Kepemimpinan (%) 

7,63 7,51  6,29  5,99  6,48  8,07  8,19  

Persentase Aparatur 

PNS yang telah 

mengikuti Diklat 

Kepemimpinan sesuai 

dengan Eselon (%) 

- 16,60  17,50  21,20  32,46  47,38  69,78  

Program Pembinaan 

dan Pengembangan 

Aparatur  

    888.052.600  1.258.579.000  1.080.196.000  1.109.602.000  1.049.986.000  1.061.536.000 Badan 

Kepegawaian dan 

Diklat 
Rasio PNS terhadap 

penduduk (%) 

0,08 0,11  0,11  0,11  0,11  0,10  0,10  

Jumlah Aparatur Yang 

Mengikuti Diklat 

Fungsional (Orang) 

420,00 400,00  320,00  300,00  320,00  400,00  400,00  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

Program Penididikan 

kedinasan 

    -  43.845.000  1.040.196.000  1.069.602.000  1.114.986.000  1.127.251.000 Badan 

Kepegawaian dan 

Diklat 
Persentase Aparatur 

yang mengikuti 

pendidikan kedinasan 

(%) 

0,40 -  0,53  0,64  0,74  0,85  1,06  

Program Pembinaan 

dan Pengembangan 

Aparatur  

    -  196.951.000  980.196.000  1.009.602.000  1.049.986.000  1.061.536.000 Setdakab 

Rasio PNS terhadap 

penduduk (%) 

0,08 -  0,11  0,11  0,11  0,10  0,10  

Jumlah Aparatur Yang 

Mengikuti Diklat 

Fungsional (Orang) 

420,00 -  320,00  300,00  320,00  400,00  400,00  

                   

UNSUR PENUNJANG 

PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN 

    -  201.687.000  240.000.000  250.000.000  260.000.000  262.860.000   

Program Penguatan 

Manajeman 

Kelitbangan 

    -  201.687.000  240.000.000  250.000.000  260.000.000  262.860.000 Bappeda 

Persentase Hasil 

Penelitian dan 

Pengembangan 

Pembangunan Daerah 

Yang Ditindaklanjuti 

Oleh Stakeholders (%) 

- -  50,00  56,25  62,50  68,75  75,00  

Kajian Penelitian Indeks 

Pembangunan Daerah 

(Dokumen) 

- -  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

UNSUR 

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN, 

PELAYANAN PUBLIK 

DAN PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

DESA/KELURAHAN 

    143.844.304.336  126.984.624.186  90.668.203.317  89.368.366.078  91.347.531.777  92.331.542.689   

Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

    56.667.453.845  47.824.530.186  46.857.785.317  45.469.451.078  46.451.888.777  46.928.325.689 Seluruh SKPD 

Cakupan Pelayanan 

Administrasi 

Pemerintahan, 

Pembangunan dan 

Kemasyarakatan (%) 

100,00 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Aparatur 

    62.740.603.650  56.520.867.000  21.399.972.000  21.613.198.000  21.741.289.000  21.979.717.000 Seluruh SKPD 

Persentase Kantor SKPD 

Pemerintah Kabupaten 

Tapanuli Selatan yang 

telah dibangun di Pusat 

Pemerintahan 

Kabupaten Tapanuli 

Selatan (%) 

53,33 60,00  66,67  76,67  83,33  90,00  93,33  

Terpenuhinya sarana 

dan prasarana aparatur 

untuk menjalankan 

tugas dan fungsinya (%) 

100,00 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Program Peningkatan 

Disiplin Aparatur 

    1.821.726.900  1.941.403.000  1.933.113.000  1.986.178.000  2.034.382.000  2.060.162.000 Seluruh SKPD 

Aparatur pemerintahan 

yang memenuhi disiplin 

dalam melaksanakan 

tugas (%) 

100,00 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya 

Aparatur 

    2.737.908.983  2.708.393.000  2.480.781.000  2.694.333.000  3.090.563.000  3.129.343.000 Seluruh SKPD 

Persentase aparatur 

Perangkat Daerah yang 

berkompeten (%) 

 60,00  65,00  70,00  75,00  80,00  85,00  

Program Peningkatan 

Pengembangan Sistem 

Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan  

    3.058.317.838  3.033.034.000  2.160.596.000  2.182.197.000  2.154.021.000  2.177.716.000 Seluruh SKPD 

Cakupan Pelayanan 

Administrasi 

Pemerintahan, 

Pembangunan dan 

Kemasyarakatan (%) 

100,00 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Program Pembinaan 

Pemerintah Desa 

    1.813.281.150  - - - - - - - - - Seluruh 

Kecamatan Persentase desa yang 

memiliki RKPdes (%) 

100,00 100,00            

Jumlah Desa Yang 

Mendapat Pembinaan 

Administrasi Desa 

(Desa) 

212,00 212,00            

Persentase Pelanggaran 

Perda di Kecamatan 

yang dilaporkan (%) 

- 40,00            

Program Peningkatan 

Kapasitas Pegelolaan 

Keuangan Daerah 

    594.025.920  -  -  -  -  - Seluruh 

Kecamatan Persentase desa yang 

memiliki RKPdes (%) 

100,00 100,00            

Jumlah Desa Yang 

Mendapat Pembinaan 

Administrasi Desa 

(Desa) 

212,00 212,00            

Persentase Pelanggaran 

Perda di Kecamatan 

yang dilaporkan (%) 

- 40,00            
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

Program Pembinaan, 

Fasilitasi Pemerintahan 

Desa dan Masyarakat 

    -  409.169.000 - 1.516.947.000 - 1.510.947.000 - 1.520.764.000 - 1.534.339.000 Seluruh 

Kecamatan Persentase desa yang 

memiliki RKPdes (%) 

100,00 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Jumlah Desa Yang 

Mendapat Pembinaan 

Administrasi Desa 

(Desa) 

212,00 212,00  212,00  212,00  212,00  212,00  212,00  

Persentase Pelanggaran 

Perda di Kecamatan 

yang dilaporkan (%) 

- 40,00  40,00  45,00  45,00  50,00  50,00  

Program Peningkatan 

Sistem Pengawasan 

Internal dan 

Pengendalian 

Pelaksanaan Kebijakan 

KDH 

    227.028.300  -  -  -  -  - Seluruh 

Kecamatan Persentase aparatur 

Perangkat Daerah yang 

berkompeten (%) 

- 60,00            

Program Pembinaan 

dan Fasilitasi 

Pengelolaan Keuangan 

Desa 

    839.978.000  705.551.000 - 783.770.000 - 807.103.000 - 813.383.000  822.328.000 Seluruh 

Kecamatan Tercapainya sistem 

pengelolaan keuangan 

perangkat daerah 

berbasis akrual (%) 

- 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Persentase Badan 

Usaha Milik Desa Aktif 

(%) 

- 35,00  40,00  45,00  50,00  55,00  60,00  

Capaian PAD terhadap 

Target Penerimaan (%) 

- 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Capaian PBB terhadap 

Target Penerimaan (%) 

- 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Jumlah Desa Yang 

Didampingi Dalam 

Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa (Desa) 

- 212,00  212,00  212,00  212,00  212,00  212,00  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

Program Pembinaan 

dan Pengembangan 

Perpustakaan 

    304.340.000  322.251.000 - 384.373.000 - 388.218.000 - 397.925.000 - 402.305.000 Seluruh 

Kecamatan Jumlah Perpustakaan 

(Unit) 

113,00 113,00  119,00  134,00  141,00  149,00  157,00  

Jumlah Pengunjung 

Perpustakaan Pertahun 

(Orang) 

55.047 55.047  56.343  62.529  65.622  68.715  71.808  

Jumlah Tenaga 

Perpustakaan (Orang) 

85,00 85,00  90,00  100,00  105,00  110,00  115,00  

Program Peningkatan 

Kapasitas Pelayanan 

Publik 

    833.764.850  607.109.000 - 643.550.000 - 649.985.000 - 675.983.000 - 683.417.000 Seluruh 

Kecamatan Cakupan Pelaksanaan 

Kegiatan Pemerintahan, 

Pembangunan, 

Kemasyarakatan dan 

Pemberdayaan (%) 

- 70,00  75,00  75,00  80,00  80,00  85,00  

Persentase 

Pengentasan 

Kemiskinan di 

Kecamatan yang 

dipelopori/didorong 

oleh pihak kecamatan 

selama satu tahun (%) 

- 0,88  0,88  0,88  0,88  0,88  0,95  

Program Peningkatan 

Keberdayaan 

Masyarakat Pedesaan 

    -  193.796.000 - 288.484.000 - 316.833.000 - 347.218.000 - 355.924.000 Seluruh 

Kecamatan Partisipasi Masyarakat 

Dalam Pelaksanaan 

Pembangunan Daerah 

(%) 

- -  1,17  1,50  1,67  1,83  2,00  

Persentase Desa 

berstatus Swasembada 

(%) 

28,30 -  41,51  48,11  54,72  61,32  67,92  
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

 Rata-Rata Jumlah 

Kelompok Binaan 

Lembaga 

Pemberdayaan 

Masyarakat (LPM) 

0,06   0,06  0,06  0,06  0,06  0,06   

Program Peningkatan 

Partisipasi Masyarakat 

Dalam Membangun 

Desa  

    -  316.440.000  312.265.000  323.553.000  335.376.000  337.329.000 Seluruh 

Kecamatan Partisipasi Masyarakat 

Dalam Proses 

Pembangunan Daerah 

(%) 

- -  1,17  1,50  1,67  1,83  2,00  

Persentase Desa 

berstatus Swasembada 

(%) 

28,30 -  41,51  48,11  54,72  61,32  67,92  

Program Peningkatan 

Peran Perempuan di 

Perdesaan 

    -  538.580.000  565.509.000  588.129.000  611.657.000  618.385.000 Seluruh 

Kecamatan Rata-Rata Jumlah 

Kelompok Binaan PKK 

0,04 -  0,04  0,04  0,05  0,05  0,05  

Program 

Pengembangan 

Lembaga Ekonomi 

Pedesaan 

    -  77.488.000  81.362.000  84.618.000  88.002.000  88.971.000 Seluruh 

Kecamatan Persentase Badan 

Usaha Milik Desa aktif 

(%) 

- -  40,00  45,00  50,00  55,00  60,00  

Persentase Masyarakat 

Pengguna Teknologi 

Tepat Guna 

- -  10,00  13,00  15,00  17,00  20,00  

Program Pembinaan 

dan Pemasyarakatan 

Olahraga 

    414.500.000  329.799.000  346.293.000  360.140.000  374.548.000  378.669.000 Seluruh 

Kecamatan Jumlah Kegiatan 

Olahraga (Kegiatan) 

10,00 11,00  15,00  16,00  18,00  20,00  20,00  

Jumlah Klub Olah Raga 

(Klub) 

20,00 20,00  22,00  23,00  24,00  24,00  27,00  

Program Peringatan 

Hari-Hari Besar 

Keagamaan, Nasional 

dan Hari Besar Daerah 

    11.791.374.900  -  -  -  -  - Seluruh SKPD 

Rasio Tempat Ibadah 

Per Satuan Penduduk 

(Per 1000 Penduduk) 

3,00 3,00            
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Thn 2015) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target 
Kebutuhan Dana 

(Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 
Target 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

 Penyelenggaraan 

Peringatan Hari Besar 

Nasional dan Hari Besar 

Keagamaan (%) 

60,00 61,67             

Program Pelaksanaan 

Tugas Pemerintahan 

Umum Bidang 

Kemasyarakatan 

    -  11.456.214.000  10.913.403.000  10.393.483.000  10.710.532.000 0,00 10.834.612.000 Seluruh SKPD 

Rasio Tempat Ibadah 

Per Satuan Penduduk 

(Per 1000 Penduduk) 

3,00 -  3,00  3,00  3,00  3,00  3,00  

Persentase kelompok 

pembinaan keagamaan 

di masyarakat (%) 

10,00 -  15,00  20,00  25,00  30,00  35,00  

Penyelenggaraan 

Peringatan Hari Besar 

Nasional dan Hari Besar 

Keagamaan (%) 

60,00 -  63,33  65,00  66,67  68,33  70,00  

BELANJA LANGSUNG     543.526.752.205  415.589.900.186  418.666.883.317  432.594.366.078  449.293.053.777  454.928.205.689   
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

BAB. IX 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH 

 

Penetapan Indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran 

mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati 

Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian 

indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian 

yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir 

periode RPJMD yakni tahun 2021 dapat tercapai. 

Indikator kinerja daerah pada RPJMD Tahun 2016-2021 dirumuskan 

berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja 

program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. 

Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan 

pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan selama tahun 2016-2021, diuraikan pada 

tabel 9.1. 

Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan 

No. 

ASPEK/FOKUS/BIDANG 
URUSAN/ INDIKATOR 

KINERJA PEMBANGUNAN 
DAERAH 

Capaian Thn 
2015 

(Kondisi 
Awal) 

Target Kinerja Setiap Tahun 
SKPD Penanggung 

Jawab 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

I. ASPEK KESEJAHTERAAN 
MASYARAKAT 

        

A. FokusKesejahteraan dan 

Pemerataan Ekonomi 
        

1. Pertumbuhan PDRB 
ADHK (%) 

5,02 8,64 4,22 13,11 4,25 8,22 3,51 Seluruh SKPD  

2. PDRB ADHK (Rp. Milyar) 7.921,24 8.605,57 8.968,45 10,144,21 10.525,56 11.390,85 11.790,37 Seluruh SKPD  

2.1. Pertanian, Kehutanan 

dan Perikanan 
3.638,68 3.784,46 3.936,08 4.093,78 4.257.79 4.428,38 4.605,79 Distan TPH, 

Diskanla dan BLH 

2.2. Pertambangan & 
Penggalian 

1.160,15 1.600,00 1.670,61 2.400,00 2.405,68 2.886,81 2.900,00 Distamben 

2.3. Industri Pengolahan 507,05 519,34 531,94 544.84 558,06 571,60 585,46 Diskoperindag 

2.4. Pengadaan Listrik dan 

Gas 
4,51 4,73 4,97 5,22 5,48 5,75 6,04 Distamben 

2.5. Pengadaan Air, 

Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang 

5,95 6,19 6,44 6,70 6,97 7,24 7,53 Badan Lingkungan 

Hidup 

2.6. Konstruksi 775,86 803,66 832,45 862,28 893,17 925,17 958,32 Dinas PU dan 
Dinas Tarukim  

2.7. Perdagangan, Besar dan 

Eceran, Reparasi Mobil 
dan Sepeda Motor 

804,10 866,75 934,27 1,007,06 1,085,51 1,170,08 1,261,24 Dinas Perdagangan  

2.8. Transportasi dan 

Pergudangan 
110,34 118,19 126,60 135,61 145,26 155,59 166,66 Dishubkominfo 
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 

No. 

ASPEK/FOKUS/BIDANG 

URUSAN/ INDIKATOR 
KINERJA PEMBANGUNAN 

DAERAH 

Capaian Thn 

2015 
(Kondisi 
Awal) 

Target Kinerja Setiap Tahun 

SKPD Penanggung 
Jawab 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

2.9. Penyediaan Akomodasi 
dan Makan Minum 

101,73 108,73 116,22 124,23 132,78 141,93 151,70 DPPKA 

2.10. Informasi dan 

Komunikasi 
47,88 51,57 55,54 59,82 64,42 69,38 74,73 Dishubkominfo 

2.11. Jasa Keuangan dan 
Asuransi 

68,59 71,37 74,26 77,27 80,40 83,65 87,04 DPPKA 

2.12. Real Estate 137,78 143,27 148,98 154,93 161,10 167,53 174,21 Dinas Tarukim 

2.13. Jasa Perusahaan 3,89 4,13 4,38 4,65 4,94 5,24 5,56 DPPKA 

2.14. Administrasi 
Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan 
Sosial Wajib 

440,87 401,37 395,39 528,44 574,86 612,94 635,38 Setdakab 

2.15. Jasa Pendidikan 54,58 58,06 61,76 65,69 69,88 74,33 79,06 Disdikbud 

2.16. Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial 
56,85 61,15 65,77 70,74 76,09 81,84 88,03 Dinas Kesehatan & 

Dinas 
Nakertransos  

2.17. Jasa lainnya 2,44 2,60 2,78 2,97 3,17 3,39 3,62 Seluruh SKPD  

3. ICOR  3,77 16,81 5,43 15,52 7,87 12,59 8,49 Seluruh SKPD  

4. Indeks Gini Rasio <3,00 <3,00 <3,00 <3,00 <3,00 <3,00 <3,00 Seluruh SKPD  

5. Laju Inflasi (%) 1,66 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 Seluruh SKPD  

6. PDRB Per Kapita (Juta) 28,79 31,06 32,10 36,02 37,08 39,81 40,88 Seluruh SKPD  

7. Jumlah Penduduk (Jiwa) 275.098 277.087 279.354 281.621 283.888 286.155 288.422 Seluruh SKPD  

8. Penduduk Miskin (%) 10,35 10,28 10,04 9,82 9,59 9,38 9,17 Seluruh SKPD  

9. Persentase Penduduk 

Diatas Garis Kemiskinan 
(%) 

89,65 89,72 89,96 90,18 90,41 90,62 90,83 Seluruh SKPD  

          

B. Fokus Kesejahteraan 

Masyarakat 
         

1. Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) 
67,63 67,89 68,35 68,81 69,28 69,74 70,20 Seluruh SKPD  

2. Pendidikan         

2.1 Angka Melek Huruf (%) 99,93 99,93 99,94 99,94 99,94 99,95 99,95 Disdikbud 

2.2 Angka Rata-Rata Lama 

Sekolah (Tahun) 
8,27 8,76 8,98 9,20 9,42 9,63 9,85 Disdikbud 

2.4. Angka Harapan Lama 
Sekolah (Tahun) 

13,04 13,81 14,16 14,51 14,85 15,18 15,53 Disdikbud 

2.5 Angka Partisipasi Kasar :         

a. APK PAUD (%) 19,69 21,77 22,84 23,91 24,99 26,06 27,13 Disdikbud 

b. APK SD/MI (%) 110,24 109,44 108,42 107,36 106,28 105,21 104,12 Disdikbud 

c. APK SMP/MTs (%) 88,71 88,93 89,00 89,11 89,23 89,30 95,51 Disdikbud 

d. APK SMA/MA/SMK (%) 66,89 67,81      Disdikbud 

2.6 Angka Pendidikan Yang 

Ditamatkan SD/MI (%) 
23,69 25,81 27,90 29,99 32,08 34,17 36,26 Disdikbud 

2.7 Angka Pendidikan Yang 
Ditamatkan SMP/MTs 

(%) 

16,68 17,91 19,08 20,25 21,42 22,60 23,77 Disdikbud 

2.8 Angka Pendidikan Yang 

Ditamatkan 
SMA/MA/SMK (%) 

17,70 18,54 - - - - - Disdikbud 

2.9 Angka Partisipasi Murni :         

a. APM SD/MI (%) 97,27 97,31 97,36 97,68 98,00 98,31 98,63 Disdikbud 
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 

No. 

ASPEK/FOKUS/BIDANG 

URUSAN/ INDIKATOR 
KINERJA PEMBANGUNAN 

DAERAH 

Capaian Thn 

2015 
(Kondisi 
Awal) 

Target Kinerja Setiap Tahun 

SKPD Penanggung 
Jawab 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

b. APM SMP/MTs (%) 82,79 83,31 83,87 86,43 88,99 91,56 94,12 Disdikbud 

c.  APM SMA/MA/SMK (%) 57,96 58,39 - - - - - Disdikbud 

          

3. Kesehatan         

3.1 Angka Kelangsungan 

Hidup Bayi (Per 1.000 
Kelahiran) 

987,00 990,69 992,07 993,46 994,84 996,23 997,61 Dinas Kesehatan  

3.2 Angka Usia Harapan 

Hidup (Tahun) 
63,74 64,07 64,32 64,57 64,82 65,06 65,06 Dinas Kesehatan  

3.3 Angka Kematian Balita 
(Per 1.000 balita) 

1,96 1,74 1,53 1,34 1,18 1,04 0,91 Dinas Kesehatan  

3.4 Persentase Balita Gizi 

Buruk (%) 
0,24 0,18 0,15 0,12 0,10 0,08 0,06 Dinas Kesehatan  

3.5 Persentase Balita Gizi 
Kurang (%) 

3,91 2,44 2,24 2,03 1,83 1,62 1,42 Dinas Kesehatan  

3.6 Angka Kematian Ibu 

Melahirkan (Per 10.000 
(KH) 

0,90 0,77 0,72 0,67 0,62 0,57 0,52 Dinas Kesehatan  

          

4. Pertanahan         

4.1 Penerbitan Sertifikat Hak 

Milik (M2) 
557.173 615.456 711.181 806.906 902.631 998.356 10.666.581 Setdakab 

          

5. Ketenagakerjaan         

5.1 Rasio Penduduk Yang 

Bekerja (%) 
94,09 94,29 94,54 94,79 95,04 95,28 95,53 Disnakertransos 

          

C. Fokus Seni Budaya dan 

Olah Raga 
        

1. Kebudayaan         

1.1 Jumlah Group Kesenian 
(Grup) 

14,00 14,00 15,00 17,00 18,00 20,00 23,00 Disdikbud 

1.2 Jumlah Gedung Kesenian 

(Unit) 
1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 3,00 3,00 Disdikbud 

1.3 Persentase kelompok 
pembinaan adat budaya 

di masyarakat (%) 

- 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 Disdikbud 

          

2. Pemuda dan Olah Raga         

2.1 Jumlah Klub Olah Raga 
(Klub) 

20,00 21,00 22,00 24,00 25,00 26,00 27,00 Dinas Pemuda, OR 
dan Pariwisata 

2.2 Jumlah Gedung Olah 

Raga (Unit) 
4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 6,00 6,00 Dinas Pemuda, OR 

dan Pariwisata 

            

II. ASPEK PELAYANAN 

UMUM 
        

II.1 Urusan Pemerintahan 

Wajib 
        

II.1.1 Urusan Pemerintahan 

Wajib Dengan Pelayanan 
Dasar 
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No. 

ASPEK/FOKUS/BIDANG 

URUSAN/ INDIKATOR 
KINERJA PEMBANGUNAN 

DAERAH 

Capaian Thn 

2015 
(Kondisi 
Awal) 

Target Kinerja Setiap Tahun 

SKPD Penanggung 
Jawab 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Pendidikan         

1.1 Pendidikan Dasar :         

a. Rasio Ketersediaan 

Sekolah/Penduduk Usia 
Sekolah SD/MI 

1:135 1:135 1:135 1:135 1:135 1:135 1:135 Disdikbud 

b. Rasio Ketersediaan 

Sekolah/Penduduk Usia 
Sekolah SMP/MTs 

1:245 1:233 1:221 1:210 1:198 1:186 1:174 Disdikbud 

c. Rasio Guru Terhadap 
Murid SD/MI 

1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 Disdikbud 

d. Rasio Guru Terhadap 

Murid SMP/MTs 
1:10 1:10 1:10 1:10 1:10 1:10 1:10 Disdikbud 

1.2 Pendidikan Menengah :          

a. Rasio Ketersediaan 

Sekolah/Penduduk Usia 
Sekolah SMA/SMK/MA 

1:383 1:351 - - - - - Disdikbud 

b. Rasio Guru Terhadap 
Murid SMA/SMK/MA 

1:11 1:11 - - - - - Disdikbud 

1.3 Fasilitas Pendidikan:          

a. Sekolah Pendidikan 

SD/MI Kondisi Baik (%) 
81,85 82,13 84,98 87,83 90,68 93,53 94,68 Disdikbud 

b. Sekolah Pendidikan 

SMP/MTs Kondisi Baik 
(%) 

66,23 68,41 74,08 79,75 85,42 91,09 93,76 Disdikbud 

c. Sekolah Pendidikan 
SMA/SMK/MA Kondisi 

Baik (%) 

- 85,05 - - - - - Disdikbud 

1.4 Pendidikan Usia Dini :         

a. Persentase Cakupan 
PAUD (%) 

19,69 21,77 22,84 23,91 24,99 26,06 27,13 Disdikbud 

1.5 Angka Putus Sekolah :         

a. Persentase Angka Putus 

Sekolah SD/MI (%) 
0,43 0,41 0,37 0,34 0,30 0,27 0,23 Disdikbud 

b. Persentase Angka Putus 

Sekolah SMP/MTs (%) 
0,57 0,56 0,54 0,52 0,49 0,47 0,45 Disdikbud 

c. Persentase Angka Putus 

Sekolah SMA/SMK/MA 
(%) 

- 1,71 - - - - - Disdikbud 

1.6 Angka Kelulusan:         

a. Persentase Angka 

Kelulusan SD/MI (%) 
98,55 99,59 99,80 99,92 100,00 100,00 100,00 Disdikbud 

b. Persentase Angka 

Kelulusan SMP/MTs (%) 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Disdikbud 

c. Persentase Angka 

Kelulusan SMA/SMK/MA 
(%) 

- 100,00 - - - - - Disdikbud 

d. Persentase Angka 

Melanjutkan SD/MI ke 
SMP/MTs (%) 

94,29 94,56 95,36 96,15 96,95 97,74 98,54 Disdikbud 

e. Persentase Angka 

Melanjutkan SMP/MTs 
ke SMA/SMK/MA (%) 

81,62 82,54 - - - - - Disdikbud 

1.7 Guru Yang Memiliki 

Kualifikasi S1/D-IV (%) 
- 77,61 79,08 80,54 82,00 83,46 84,93 Disdikbud 
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2. Kesehatan         

2.1 Rasio Posyandu Per 

Satuan Balita (Per 1.000 
Balita) 

1:77 1:73 1:69 1:65 1:60 1:56 1:52 Dinas Kesehatan  

2.2 Rasio Puskesmas, Pustu 

dan Pusling Per Satuan 
Penduduk (Per 1000 
Penduduk) 

0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 Dinas Kesehatan  

2.3 Rasio Rumah Sakit per 

Satuan penduduk (Per 
1000 Penduduk) 

0,004 0,004 0,004 0,007 0,007 0,007 0,01 Dinas Kesehatan  

2.4 Rasio Dokter per Satuan 

Penduduk (Per 1.000 
Penduduk)  

0,24 0,17 0,20 0,24 0,27 0,30 0,33 Dinas Kesehatan  

2.5 Rasio Tenaga Para Medis 
Per Satuan Penduduk 

(Per 100.000 Penduduk) 

1,36 1,48 1,55 1,79 1,84 1,90 1,96 Dinas Kesehatan  

2.6 Cakupan Pertolongan 
Persalinan Oleh Tenaga 

Kesehatan Yang Memiliki 
Kompetensi Kebidanan 
(%) 

78,98 81,71 83,98 86,25 88,52 90,79 93,05 Dinas Kesehatan  

2.7 Cakupan Desa/Kelurahan 

Universal Child 
Immunizaztion (UCI) (%) 

86,29 86,88 87,66 88,43 89,20 89,97 90,75 Dinas Kesehatan  

2.8 Cakupan Balita Gizi Buruk 

Yang Mendapat 
Perawatan (%) 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Kesehatan  

2.9 Cakupan Penemuan dan 
Penanganan Penderita 

TBC BTA (%) 

80,38 83,23 85,47 87,72 89,96 92,21 94,45 Dinas Kesehatan  

2.10 Cakupan Penemuan dan 
Penanganan Penderita 

Penyakit DBD (%) 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Kesehatan  

2.11 Cakupan Rujukan 

Masyarakat Miskin (%) 
45,42 38,65 37,29 35,94 34,58 33,23 31,87 Dinas Kesehatan  

2.12 Cakupan Kunjungan Bayi 

Yang Memperoleh 
Pelayanan Kesehatan (%) 

66,99 71,24 75,49 79,73 83,98 88,23 92,48 Dinas Kesehatan  

2.13 Cakupan Puskesmas 
Terhadap Jumlah 

Kecamatan (%) 

114,29 114,29 114,29 106,67 106,67 106,67 106,67 Dinas Kesehatan  

2.14 Cakupan Puskesmas 
Pembantu Terhadap 

Jumlah Desa (%) 

22,18 22,18 22,18 22,18 22,18 22,18 22,18 Dinas Kesehatan  

2.15 Cakupan Ketersediaan 

dan Pemerataan Obat di 
Puskesmas dan 

Jaringannya (%) 

- 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  
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3. Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

        

3.1 Proporsi Panjang 

Jaringan Jalan Dalam 
Kondisi Baik (%) 

43,50 45,93 47,39 48,27 49,21 50,18 51,29 Dinas PU 

 3.2 Proporsi Panjang 

Jaringan Jalan Dalam 
Kondisi Mantap (%) 

62,01 63,57 64,52 65,46 66,40 67,34 68,28 Dinas PU 

3.3 Rasio Tempat Ibadah Per 

Satuan Penduduk (Per 
1000 Penduduk) 

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Dinas Tarukim 

3.4 Rasio Tempat 
Pemakaman Umum Per 

Satuan Penduduk (Per 
1000 Penduduk) 

1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 Dinas Tarukim 

3.4 Rasio Daya Tampung TPS 

Per Satuan Penduduk 
(Per 1000 Penduduk) 

0,81 0,81 0,81 1,59 1,58 2,35 2,33 Badan Lingkungan 

Hidup 

3.5 Rasio Panjang jalan 
dilalui kenderaan roda 4 

0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 Dinas PU 

3.6 Jalan Penghubung dari 

Ibukota Kecamatan ke 
Kawasan Pemukiman 

Penduduk (Minimal 
Dilalui Roda 4) (%) 

93,87 94,27 94,96 95,57 96,10 96,55 96,94 Dinas PU 

3.7 Jalan Yang Memiliki 
Trotoar dan Drainase (%) 

0,14 0,24 0,26 0,29 0,31 0,32 0,34 Dinas PU 

3.8 Luas Daerah Irigasi 

Kabupaten Dalam 
Kondisi Baik (%) 

55,71 61,76 66,10 69,91 73,23 76,10 78,55 Dinas PU 

3.9 Tersedianya Air Irigasi 

Untuk Pertanian Rakyat 
Pada Sistem Irigasi Yang 
Sudah Ada (%) 

- 53,33 56,60 60,00 63,33 66,66 70,00 Dinas PU 

3.10 Rasio bangunan ber IMB 

per satuan bangunan (%) 
3,56 3,79 4,07 4,34 4,61 4,88 5,15 Dinas Tarukim 

3.11 Persentase Kantor SKPD 
Pemerintah Kabupaten 

Tapanuli Selatan yang 
telah dibangun di Pusat 
Pemerintahan Kabupaten 

Tapanuli Selatan (%) 

53,33 60,00 66,67 76,67 83,33 90,00 93,33 Dinas Tarukim 

3.11 Persentase Pengentasan 
Kemiskinan di Kecamatan 

yang dipelopori/didorong 
oleh Dinas Pekerjaan 
Umum selama satu 

tahun (%) 

- 0,30 0,30 0,31 0,31 0,32 0,32 Dinas PU 

          

4. Perumahan Rakyat dan 
Kawasan Permukiman 

        

4.1 Rumah Tangga Pengguna 

Air Bersih (%) 
63,46 64,67 65,95 67,26 68,59 69,95 71,33 Dinas Tarukim 

4.2 Rumah Tangga 
Bersanitasi (%) 

31,08 35,10 37,25 39,14 40,78 42,20 43,41 Dinas Tarukim 
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4.3 Rumah Tangga Pengguna 
Listrik (%) 

78,63 80,60 82,55 85,75 87,85 90,15 93,12 Dinas Tarukim 

4.4 Lingkungan Pemukiman 

Kumuh (%) 
0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 Dinas Tarukim 

4.5 Rasio Jumlah Rumah 
Layak Huni Terhadap 

Jumlah Rumah (%) 

76,76 77,99 78,58 79,17 79,76 80,36 80,95 Dinas Tarukim 

4.6 Persentase Luas 
Pemukiman Yang Tertata 

(%) 

34,15 35,27 35,80 36,27 36,68 37,03 37,33 Dinas Tarukim 

            

5. Ketentraman, Ketertiban 
Umum dan Perlindungan 

Masyarakat 

        

5.1 Rasio Polisi Pamong Praja 

Per 10.000 Penduduk 
4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 Satuan Polisi 

Pamong Praja  

5.2 Rasio Linmas Per 10.000 

Penduduk 
109,05 108,27 107,39 106,53 105,68 104,84 104,01 Satuan Polisi 

Pamong Praja  

5.3 Jumlah Pos Kamling 

(Unit) 
129,00 149,00 169,00 188,00 208,00 228,00 248,00 Satuan Polisi 

Pamong Praja  

5.4 Rasio Pos Siskamling Per 

Jumlah Desa/Kelurahan 
(%) 

52,00 60,08 68,15 75,81 83,87 91,94 100,00 Satuan Polisi 

Pamong Praja  

5.5 Penegakan Perda (%) 45,00 65,00 71,50 77,20 82,16 86,45 90,00 Satuan Polisi 
Pamong Praja  

5.6 Cakupan Patroli Petugas 

Satpol PP (%) 
45,00 46,03 47,12 48,22 49,32 50,68 52,05 Satuan Polisi 

Pamong Praja  

5.7 Cakupan Pembinaan 
Terhadap LSM, Ormas 

dan OKP (%) 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Kantor Kesbangpol 

5.8 Jumlah Kejadian 
Demonstrasi (Kali) 

14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 Kantor Kesbangpol 

5.9 Jumlah LSM Yang Aktif 

(LSM) 
29,00 30,00 31,00 32,00 33,00 34,00 35,00 Kantor Kesbangpol 

5.10 Cakupan Pembinaan 
Politik Daerah (%) 

- 70,00 71,00 73,00 75,00 78,00 80,00 Kantor Kesbangpol 

5.11 Persentase Penyelesaian 

Konflik (%) 
- 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Kantor Kesbangpol 

          

6. Sosial          

6.1 Sarana Sosial Panti 

Asuhan (Unit) 
4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Disnakertransos  

6.2 Sarana Sosial Panti 

Jompo (Unit) 
4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Disnakertransos  

6.3 Persentase PMKS Yang 

Memperoleh Bantuan 
Sosial (%) 

92,31 92,64 92,97 93,29 93,62 93,95 94,28 Disnakertransos  

6.4 Persentase Penanganan 
PMKS (%) 

- 50,00 52,00 54,00 56,00 58,00 60,00 Disnakertransos  

             

II.1.2 Urusan Pemerintahan 

Wajib yang Tidak Berkait 
Dengan Pelayanan Dasar 

         

1. Tenaga Kerja          
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1.1 Jumlah Angkatan Kerja 
(Orang) 

124.159 128.290 129.355.00 130.429 131.152 132.241 133.339 Disnakertransos  

1.2 Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (%) 
76,87 77,22 77,55 77,88 78,21 78,54 78,88 Disnakertransos  

1.3 Persentase Sengketa 
Pengusaha - Pekerja (%) 

8,33 6,94 5,55 4,17 2,78 1,39 0,00 Disnakertransos  

1.4 Pencari Kerja Yang 

Ditempatkan (%) 
30,41 30,55 31,65 32,75 33,85 34,95 36,05 Disnakertransos  

1.5 Persentase 
Pengangguran Terbuka 

(%) 

5,91 5,64 5,37 5,09 4,82 4,55 4,28 Disnakertransos  

1.6 Rasio Keselamatan dan 
Perlindungan Tenaga 

Kerja (%) 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Disnakertransos  

          

2. Pemberdayaan 
Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

         

2.1 Persentase Pekerja 

Perempuan Pada 
Lembaga Pemerintah (%) 

57,57 56,53 55,47 54,41 53,35 52,29 51,23 Badan KB, PP&PA  

2.2 Persentase Pekerja 

Perempuan Pada 
Lembaga Swasta (%) 

25,90 26,94 28,00 29,06 30,12 31,18 32,24 Badan KB, PP&PA  

2.3 Rasio Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (%) 
0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 Badan KB, PP&PA  

2.4 Persentase Tenaga Kerja 
Dibawah Umur (%) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan KB, PP&PA  

2.5 Cakupan Perempuan dan 

Anak Korban Kekerasan 
Yang Mendapatkan 
Layanan Bantuan Hukum 

 0,29 0,30 0,31 0,32 0,33 0,35 Badan KB, PP&PA  

2.6 Persentase Penyelesaian 

Kasus Pengaduan 
Perlindungan Anak Dari 

Tindakan Kekerasan (%) 

- 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Badan KB, PP&PA  

          

3. Pangan          

3.1 Jumlah Regulasi 
Ketahanan Pangan 

0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 2,00 3,00 BP2KP  

3.2 Ketersediaan Energi 

(KKal/Kap/Hr) 
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 BP2KP  

3.3 Ketersediaan Protein 
(Gr/Kap/Hr) 

52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 BP2KP  

3.3 Penurunan Penduduk 

Rawan Pangan (%) 
 1,00 1,30 1,50 1,80 2,00 2,20 BP2KP  

3.4 Skor Pola Pangan 
Harapan (%) 

 86,20 88,40 90,54 91,50 92,50 92,50 BP2KP  

3.5 Penurunan Konsumsi 

Beras Per Kapita (%) 
 1,00 1,00 1,00 1,50 1,70 1,80 BP2KP  

3.6 Stabilnya Harga Gabah di 
Tingkat Petani (%) 

 70,00 73,00 75,00 76,00 77,00 80,00 BP2KP  

3.7 Stabilnya Harga Beras di 

Tingkat Konsumen (CV) 
 <10,00% <10,00% <10,00% <10,00% <10,00% <10,00% BP2KP  
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3.8 Persentase Pangan yang 
aman dikonsumsi (%) 

 80,00 81,00 82,00 83,00 83,00 83,50 BP2KP  

3.9 Persentase Penanganan 

Desa Rawan Pangan (%) 
 50,00 55,00 65,00 67,00 68,00 70,00 BP2KP  

             

4. Pertanahan          

4.1 Penyelesaian Kasus 

Tanah Negara (%) 
66,67 66,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Setdakab 

             

5. Lingkungan Hidup          

5.1 Pencemaran Status Mutu 

Air (%) 
85,70 92,85 93,78 94,50 95,30 95,92 100,00 Badan Lingkungan 

Hidup 

5.2 Persentase Sampah 

Tertangani (%) 
17,66 18,06 19,35 20,87 22,44 24,08 25,09 Badan Lingkungan 

Hidup 

5.3 Penegakan Hukum 

Lingkungan (%) 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Badan Lingkungan 

Hidup 

5.4 Tersedianya akses 

informasi sumber daya 
alam dan lingkungan 

hudup (%) 

20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 Bappeda 

            

6. Administrasi 
Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil 

         

6.1 Rasio Penduduk ber KTP 
Per Satuan Penduduk (%) 

85,18 88,42 89,95 91,13 93,09 94,25 95,00 Disdukcatpil 

6.2 Rasio Bayi Ber Akte 

Kelahiran (%) 
61,88 66,60 71,32 76,04 80,76 85,48 90,00 Disdukcatpil 

6.3 Rasio Pasangan Ber Akte 
Nikah (%) 

20,55 25,69 30,83 35,96 41,10 46,24 50,00 Disdukcatpil 

6.4 Rasio Kepemilikan Kartu 

Keluarga (%) 
- 84,00 88,00 91,00 93,00 94,00 95,00 Disdukcatpil 

             

7. Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

         

7.1 Rata-Rata Jumlah 

Kelompok Binaan 
Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat (LPM) 

0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 Bapemas & 

Pemdes  

7.2 Rata-Rata Jumlah 

Kelompok Binaan PKK 
0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 Bapemas & 

Pemdes  

7.3 Persentase Masyarakat 

Pengguna Teknologi 
Tepat Guna (%) 

- 10,00 10,00 13,00 15,00 17,00 20,00 Bapemas & 

Pemdes  

7.4 Persentase Badan Usaha 
Milik Desa Aktif (%) 

- 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 Bapemas & 
Pemdes  

             

8. Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana 
         

8.1 Rata-Rata Jumlah Anak 

Per Keluarga (Orang) 
1,98 2,10 2,08 2,06 2,04 2,02 2,00 Badan KB, PP & PA 

8.2 Rasio Akseptor KB (%) 61,54 66,08 67,46 68,85 70,24 71,62 73,01 Badan KB, PP & PA 
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8.3 Cakupan Penyuluhan KB 
(%) 

 70,00 80,00 80,00 90,00 100,00 100,00 Badan KB, PP & PA 

8.4 Persentase Pemakaian 

Kontasepsi (CPR) (%) 
 60,70 60,90 61,10 61,30 61,50 61,50 Badan KB, PP & PA 

8.5 Persentase Kebutuhan 
ber KB yang tidak 

terpenuhi (%) 

 10,48 10,28 10,14 9,91 9,90 9,90 Badan KB, PP & PA 

8.6 Cakupan Konseling 
Remaja yang bermasalah 

(%) 

 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Badan KB, PP & PA 

8.7 Persentase Peserta KB 

Aktif (%) 
- 21,19 21,70 22,30 23,50 24,30 24,30 Badan KB, PP & PA 

             

9. Perhubungan          

9.1 Jumlah Orang Yang 

Terangkut Angkutan 
Umum (Orang) 

2.564.790 2.564.790 2.564.790 2.628.910 2.694.632 2.761.998 2.831.048 Dishubkominfo  

9.2 Rasio Ijin Trayek (%) 0,050 0,051 0,051 0,052 0,052 0,053 0,053 Dishubkominfo  

9.3 Jumlah Uji Kir Angkutan 

Umum (Buah) 
- 0,06 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 Dishubkominfo  

9.4 Jumlah Pelabuhan 
Laut/Udara/Terminal Bis 

(Unit) 

0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Dishubkominfo  

9.5 Jumlah Angkutan Darat 
Terhadap Jumlah 

Penumpang Angkutan 
Darat (%) 

0,05 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 Dishubkominfo  

9.6 Rasio Kepemilikan KIR 
Angkutan Umum (%) 

35,83 26,52 26,65 26,78 26,91 27,05 27,18 Dishubkominfo  

9.7 Lama Pengujian 

Kelayakan Angkutan 
Umum (KIR) (Menit) 

35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 Dishubkominfo  

9.8 Persentase Pengujian 

Kelayakan Angkutan 
Umum (%) 

73,62 74,26 77,63 80,99 84,36 87,72 90,00 Dishubkominfo  

9.9 Pemasangan Rambu-

rambu 
        

a. Marka Jalan (Km) 6,00 9,00 12,00 15,00 18,00 21,00 24,00 Dishubkominfo  

b. Pagar Pengaman Jalan 
(km) 

26,00 30,00 35,00 39,00 43,00 48,00 52,00 Dishubkominfo  

c. Deliniator (Unit) 0,00 14,00 28,00 43,00 57,00 71,00 85,00 Dishubkominfo  

d. Trafic Light (unit) 0,00 0,00 1,00 4,00 5,00 6,00 7,00 Dishubkominfo  

e. Rambu Petunjuk (buah) 15,00 5,00 9,00 12,00 15,00 18,00 22,00 Dishubkominfo  

f. Halte (Unit) 12,00 12,00 16,00 19,00 23,00 26,00 30,00 Dishubkominfo  

g. Cermin Tikungan (buah) 0,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Dishubkominfo  

          

10. Komunikasi dan 

Informatika 
         

10.1 Jumlah Jaringan 
Komunikasi (jaringan) 

4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 6,00 Dishubkominfo 

10.2 Jumlah Surat Kabar 

Nasional (Jenis) 
5,00 5,00 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00 Dishubkominfo 



 
 

Bab IX – PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH IX- 11 

 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 

No. 

ASPEK/FOKUS/BIDANG 

URUSAN/ INDIKATOR 
KINERJA PEMBANGUNAN 

DAERAH 
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 

10.3 Jumlah Penyiaran 
Radio/TV 

14,00 14,00 14,00 15,00 15,00 16,00 16,00 Dishubkominfo 

10.4 Website Milik Pemda 

(Unit) 
1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 3,00 3,00 Dishubkominfo 

10.5 Ketersediaan Sistem 
informasi Manajemen 

Pemerintah Daerah (%) 

50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00 Dishubkominfo 

             

11. Koperasi dan UKM          

11.1 Jumlah Koperasi (buah) 279,00 281,00 286,00 289,00 293,00 296,00 300,00 Dinas Koperindag 

11.2 Persentase koperasi aktif 

(%) 
42,65 46,31 47,83 49,35 50,87 52,39 53,90 Dinas Koperindag 

11.3 Jumlah UKM/K (Buah) 2.056 2.114 2.135 2.155 2.176 2.196 2.217 Dinas Koperindag 

11.4 Jumlah BPR/LKM (Buah) 7,00 8,00 8,00 9,00 9,00 10,00 10,00 Dinas Koperindag 

             

12. Penanaman Modal          

12.1 Jumlah PMA/PMDN 

(Buah) 
11,00 11,00 12,00 13,00 13,00 14,00 14,00 KPTSPDPM 

12.2 Jumlah Tenaga Kerja 
Pada PMA/PMDN 

(Orang) 

7.208,00 7.469,00 7.571,00 7.672,00 7.773,00 7.874,00 7.975,00 KPTSPDPM 

12.3 Persentase Tenaga Kerja 
Lokal Pada PMA/PMDN 

(%) 

- 60,00 61,00 62,00 65,00 70,00 75,00  

          

13. Kepemudaan dan Olah 
Raga 

        

13.1 Jumlah Organisasi 

Pemuda (Organisasi) 
40,00 40,00 40,00 41,00 42,00 43,00 44,00 Dinas Pemuda, OR 

dan Pariwisata 

13.2 Jumlah Lapangan Olah 
Raga (Unit) 

74,00 74,00 75,00 75,00 76,00 77,00 77,00 Dinas Pemuda, OR 
dan Pariwisata 

13.3 Jumlah Kegiatan 

Kepemudaan (Kegiatan) 
10,00 11,00 12,00 14,00 16,00 18,00 19,00 Dinas Pemuda, OR 

dan Pariwisata 

13.4 Jumlah Kegiatan 
Olahraga (Kegiatan) 

10,00 11,00 13,00 15,00 16,00 18,00 20,00 Dinas Pemuda, OR 
dan Pariwisata 

13.5 Jumlah Gedung Olah 

Raga (Unit) 
4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 6,00 6,00 Dinas Pemuda, OR 

dan Pariwisata 

13.6 Jumlah Klub Olah Raga 
(Klub) 

20,00 21,00 22,00 24,00 25,00 26,00 27,00 Dinas Pemuda, OR 
dan Pariwisata 

          

14. Statistik          

14.1 Penyajian Data-Data dan 

Informasi Kebutuhan 
Perencanaan 

Pembangunan Daerah 
(KDA, KCDA, PDRB, 
Inkesra) (Dokumen) 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Bappeda  

14.2 Penyajian Aplikasi Sistim 

Informasi Pembangunan 
Daerah (%) 

22,00 40,00 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 Bappeda  

14.3 Tersedianya data-data 

statistik daerah (%) 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bappeda 
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15. Kebudayaan         

15.1 Penyelenggaraan Festival 

Seni Budaya (Kali) 
4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 6,00 6,00 Disdikbud 

15.2 Sarana Penyelenggaraan 

Seni Dan Budaya (Unit) 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 Disdikbud 

15.3 Benda, Situs dan 

Kawasan Cagar Budaya 
Yang Dilestarikan 

- - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Disdikbud 

15.4 Persentase kelompok 
pembinaan adat budaya 

di masyarakat (%) 

- 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 Disdikbud 

             

16. Perpustakaan          

16.1 Jumlah Perpustakaan 

(Unit) 
113,00 119,00 126,00 134,00 141,00 149,00 157,00 Kantor 

Perpustakaan, 
Arsip dan 
Dokumentasi 

16.2 Jumlah Pengunjung 

Perpustakaan Pertahun 
(Orang) 

55.047,00 56.343,00 59.436,00 62.529,00 65.622,00 68.715,00 71.808,00 Kantor 

Perpustakaan, 
Arsip dan 
Dokumentasi 

16.3 Jumlah Tenaga 

Perpustakaan (Orang) 
85.00 90.00 95.00 100.00 105.00 110.00 115.00 Kantor 

Perpustakaan, 
Arsip dan 

Dokumentasi 

          

17. Kearsipan         

17.1 Pengelolaan Arsip Secara 
Baku (%) 

95,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Kantor 
Perpustakaan, 

Arsip dan 
Dokumentasi 

            

II.2 Urusan Pemerintahan 

Pilihan 
        

1. Kelautan dan Perikanan         

1.1 Produksi Budidaya 
Perikanan Darat (Ton) 

6.063,78 6.414,50 6.728,30 7.042,10 7.355,90 7.669,70 7.983,50 Dinas Perikanan 
dan Kelautan 

1.2 Produksi Perikanan Laut 

(Ton) 
145,20 159,02 168,07 177,13 186,18 195,23 204,28 Dinas Perikanan 

dan Kelautan 

1.3 Kosumsi Ikan Per Kapita 
(Kg/Kapita/Tahun) 

32,73 32,57 33,80 35,03 36,26 37,48 38,71 Dinas Perikanan 
dan Kelautan 

1.4 Persentase Capaian 

Konsumsi Ikan (%) 
104,90 94,57 95,47 96,38 97,28 98,19 99,10 Dinas Perikanan 

dan Kelautan 

1.5 Cakupan Kelompok 
Budidaya Perikanan 

Darat(%) 

50,83 56,29 60,74 65,60 70,85 76,51 81,00 Dinas Perikanan 
dan Kelautan 

1.6 Cakupan Bina Kelompok 
Nelayan (%) 

57,14 65,48 69,28 73,09 76,90 80,71 84,52 Dinas Perikanan 
dan Kelautan 

             

2. Pariwisata          

2.1 Kunjungan Wisata 

(Jumlah) 
35.100,00 36.852,00 38.628,00 40.404,00 42.180,00 43.956,00 45.732,00 Dinas Pemuda, OR 

dan Pariwisata 
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2.2 Jumlah Objek Wisata 
yang dikembangkan 

(Jumlah) 

- 0,00 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 Dinas Pemuda, OR 
dan Pariwisata 

2.3 Jumlah Kemitraan yang 
dijalin dalam 

pengembangan 
kepariwisataan (Jumlah) 

- 0,00 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 Dinas Pemuda, OR 
dan Pariwisata 

          

3. Pertanian         

3.1 Produktivitas Padi atau 

Bahan Pangan Utama 
Lokal Lainnya Per Hektar 
: 

        

a. Padi Sawah (Kw/Ha) 50,18 50,10 50,23 50,74 50,76 50,88 50,90 Dinas Pertanian 

TPH 

b. Padi Gogo (Kw/Ha) 37,01 30,40 30,40 30,50 30,50 30,60 30,40 Dinas Pertanian 
TPH 

c. Jagung (Kw/Ha) 44,30 44,46 44,56 44,66 44,76 44,86 44,46 Dinas Pertanian 

TPH 

d. Kedelai (Kw/Ha) 10,72 9,40 9,60 9,80 10,00 10,20 9,40 Dinas Pertanian 
TPH 

e. Ubi Kayu (Kw/Ha) 286,50 331,50 346,80 361,20 376,10 376,10 331,50 Dinas Pertanian 

TPH 

          

3.2 Produksi Padi atau Bahan 

Pangan Utama Lokal 
Lainnya Per Hektar : 

         

a. Produksi Padi Sawah 
(Ton) 

161.986 170.085 178.590 187.519 196.895 206.740 217.077 Dinas Pertanian 
TPH 

b. Produksi Padi Gogo (Ton) 8.704 9.139 9.596 10.076 10.580 11.109 11.664 Dinas Pertanian 

TPH 

c. Produksi Jagung (Ton) 4.053 4.256 4.468 4.692 4.926 5.173 5.431 Dinas Pertanian 
TPH 

d. Produksi Kedelai (Ton) 516 531 547 564 581 598 616 Dinas Pertanian 

TPH 

e. Produksi Ubi Kayu (Ton) 7.594 7.822 8.056 8.298 8.547 8.804 9.068 Dinas Pertanian 
TPH 

          

3.3 Produksi Tanaman 

Hortikultura (Ton) : 
        

a. Jeruk (Ton) - 5,00 5,30 5,60 5,90 6,20 6,50 Dinas Pertanian 

TPH 

b. Salak (Ton) - 235,00 235,50 236,00 236,50 237,00 237,50 Dinas Pertanian 

TPH 

c. Manggis (Ton) - 1,60 1,61 1,62 1,63 1,64 1,65 Dinas Pertanian 

TPH 

d. Cabe (Ton) - 870,00 900,00 930,00 960,00 1,00 1,03 Dinas Pertanian 

TPH 

3.4 Pengendalian OPT 

Tanaman 
Pangan/Hortikultura (Ha) 

- 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 Dinas Pertanian 

TPH 
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3.5 Persentase Pengentasan 
Kemiskinan di Kecamatan 

yang dipelopori/didorong 
oleh Dinas Pertanian TPH 
selama satu tahun (%) 

- 0,26 0,27 0,27 0,28 0,28 0,28 Dinas Pertanian 
TPH 

3.6 Produktivitas Tanaman 

Perkebunan Per Hektar : 
        

a. Karet (Kg/Ha) 779,36 799,77 800,65 801,53 802,41 803,29 804,16 Dinas Perkebunan 
& Peternakan 

b. Sawit (Kg/Ha) 18.373,86 19.275,46 19.571,87 19.868,28 20.164,69 20.461,10 20.757,51 Dinas Perkebunan 

& Peternakan 

c. Kakao (Kg/Ha) 874,64 877,34 881,92 886,50 891,08 895,66 900,24 Dinas Perkebunan 
& Peternakan 

d. Aren (Kg/Ha) 1.381,24 1.344,00 1.411,63 1.411,63 1.411,63 1.411,63 1.419,96 Dinas Perkebunan 

& Peternakan 

e. Kelapa (kg/Ha) 531,88 531,88 531,88 532,94 534,01 545,08 548,30 Dinas Perkebunan 
& Peternakan 

3.7 Rasio Kontribusi Sektor 

Pertanian Terhadap 
PDRB (%) 

21,99 21,93 21,88 21,82 21,76 21,70 21,65 Dinas Pertanian 

TPH, Dinas 
Perkebunan & 

Peternakan 

3.8 Rasio Kontribusi Sektor 

Perkebunan Terhadap 
PDRB (%) 

15,23 14,80 14,36 13,93 13,49 13,06 12,62 Dinas Perkebunan 

& Peternakan 

3.9 Jumlah Kelompok Tani 

(Kelompok) 
1.286,00 1.318,00 1.351,00 1.383,00 1.415,00 1.447,00 1.480,00 Dinas Pertanian 

TPH, Dinas 
Perkebunan & 

Peternakan 

a. Jumlah Kelompok Tani 

Pemula (Kelompok) 
1.152,00 1.181,00 1.210,00 1.239,00 1.268,00 1.297,00 1.326,00 Dinas Pertanian 

TPH, Dinas 
Perkebunan & 

Peternakan 

b. Jumlah Kelompok Tani 
Lanjut (Kelompok) 

130,00 131,00 133,00 134,00 135,00 136,00 138,00 Dinas Pertanian 
TPH, Dinas 

Perkebunan & 
Peternakan 

c. Jumlah Kelompok Tani 
Madya (Kelompok) 

4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 Dinas Pertanian 
TPH, Dinas 

Perkebunan & 
Peternakan 

d. Jumlah Kelompok Tani 

Utama (Kelompok) 
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 Dinas Pertanian 

TPH, Dinas 
Perkebunan & 
Peternakan 

3.10 Produksi Daging Ternak         

a. Sapi (Ton) 124,96 141,72 150,80 160,45 170,71 180,33 190,48 Dinas Perkebunan 

& Peternakan 

b. Kambing (Ton) 11,37 11,63 11,73 11,82 11,91 12,01 12,11 Dinas Perkebunan 
& Peternakan 

c. Ayam Kampung (Ton) 80,84 67,84 68,66 69,48 70,32 71,16 72,01 Dinas Perkebunan 

& Peternakan 

3.11 Populasi Ternak         

a. Sapi (Ekor) 2.614 2.700 2.850 30 3.200 3.400 3.589 Dinas Perkebunan 

& Peternakan 
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b. Kerbau (Ekor) 702 673 590 625 650 675 700 Dinas Perkebunan 
& Peternakan 

c. Kambing (Ekor) 12.120 13.643.40 110 11.150 11.300 11.800 12.455 Dinas Perkebunan 

& Peternakan 

d. Ayam Ras Pedaging 
(ekor) 

158.800 159.300 159.800 160.800 161.800 1630 172.047 Dinas Perkebunan 
& Peternakan 

f. Ayam Buras (ekor) 182.420 181.300 182.500 1840 185.500 187.500 197.906 Dinas Perkebunan 

& Peternakan 

g Itik (Ekor) 35.700 36.000 37.200 38.500 39.200 40.000 42.220 Dinas Perkebunan 
& Peternakan 

3.12 Sarana Pemasaran 

Peternakan (Unit) 
1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 Dinas Perkebunan 

& Peternakan 

3.13 Angka Prevalensi 
Penyakit Hewan 

2,26 2,05 2,04 2,03 2,02 2,01 2,00 Dinas Perkebunan 
& Peternakan 

          

4. Kehutanan          

4.1 Rehabilitasi Hutan dan 
Lahan Kritis (%) 

0,45 2,88 5,30 7,73 12,58 15,00 15,00 Dinas Kehutanan 

4.2 Kerusakan Kawasan 

Hutan (%) 
33,89 24,79 22,96 21,14 19,32 17,50 15,68 Dinas Kehutanan 

4.3 Pemantauan kerusakan 
lahan (%) 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Kehutanan 

4.4 Alih  Fungsi Lahan dari 

Kawasan Hutan Menjadi 
Bukan Kawasan Hutan 
(Ha) 

- 0,00 500,00 300,00 700,00 250,00 250,00 Dinas Kehutanan 

             

5. Energi dan Sumber Daya 

Mineral 
         

5.1 Pertambangan Tanpa Ijin 

Yang Ditertibkan (%) 
11,68 23,39 27,94 32,49 37,04 41,60 46,15 Distamben  

5.2 Kontribusi Sektor 

Pertambangan Terhadap 
PDRB (%) 

16,21 18,59 18,63 23,66 22,86 25,34 24,60 Distamben  

5.3 Regulasi Untuk 

Pembinaan dan 
Pengawasan 

Pertambangan 
(Dokumen) 

0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 Distamben  

          

6. Perdagangan         

6.1 Persentase Kontribusi 

Sektor Perdagangan Pada 
PDRB (%) 

10,49 10,07 10,42 9,93 10,31 10,27 10,70 Diskoperindag  

6.2 Nilai Ekspor Bersih 

Perdagangan (Rp.juta) 
637.278,60 686.926,98 740.443,32 798.128,95 860.308,69 927.332,65 999.578,24 Diskoperindag  

6.3 Cakupan Kelompok Bina 

Usaha Pedagang Informal 
(%) 

87,32 87,86 88,39 88,93 89,46 90,00 90,54 Diskoperindag  

6.4 Persentase Alat Ukur 

UTTP yang ditera/tera 
ulang (%) 

- 0,00 45,45 66,18 77,27 100,00 100,00 Diskoperindag 
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7. Perindustrian         

7.1 Kontribusi industri 

terhadap PDRB (%) 
6,69 6,03 5,93 5,37 5,30 5,02 4,97 Diskoperindag  

7.2 Pertumbuhan Industri 

(%) 
0,27 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 Diskoperindag  

7.3 Jumlah Kelompok 

Pengrajin (Kelompok) 
35,00 38,00 42,00 45,00 49,00 53,00 56,00 Diskoperindag  

7.4 Cakupan Bina Kelompok 

Pengrajin (%) 
17,14 22,04 24,21 26,39 28,57 30,75 32,93 Diskoperindag  

7.5 Jumlah Industri Kecil 

(Buah) 
58,00 59,00 60,00 62,00 63,00 64,00 66,00 Diskoperindag  

7.6 Jumlah Industri Rumah 

Tangga (IRT) 
1.063,00 1.071,00 1.077,00 1.083,00 1.088,00 1.095,00 1.101,00 Diskoperindag  

          

8. Ketransmigrasian         

8.1 Transmigrasi Swakarsa 

(%) 
37,12 37,12 37,12 37,12 37,12 37,12 37,12 Disnakertransos  

          

II.3 UNSUR PEMBANTU 

KEPALA DAERAH DAN 
DPRD 

        

II.3.1 Unsur Staf          

1 Persentase kelompok 

pembinaan keagamaan 
di masyarakat (%) 

- 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 Setdakab 

2 Rasio Jumlah Pengadaan 
Barang/Jasa Yang 

Terealisasi (%) 

91,64 93,39 93,71 94,03 94,36 94,68 95,00 Setdakab 

3 Jumlah Dokumen 
Pelaporan Data 

Perekonomian Serta 
Evaluasi Pelaksanaan 
Kegiatan (Dokumen) 

0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Setdakab 

4 Persentase Jabatan 

Struktural Yang 
Dilaksanakan Dibanding 
Dengan Jabatan Menurut 

PP 18 Tahun 2016 (%) 

0,00 0,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 Setdakab 

5 Perubahan Kelembagaan 
dan Tupoksi SKPD (%) 

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Setdakab 

6 Penyelenggaraan 

Peringatan Hari Besar 
Nasional dan Hari Besar 
Keagamaan (%) 

60,00 61,67 63,33 65,00 66,67 68,33 70,00 Setdakab 

7 Persentase Perda Yang 

Dilakukan Konsultasi 
Publik (%) 

0,00 25,00 37,50 40,00 41,67 40,00 46,67 Setdakab 

8 Cakupan Pelayanan 

Administrasi Sosial 
Kemasyarakatan (%) 

60,00 61,67 63,33 65,00 66,67 68,33 75,00 Setdakab 

9 Persentase BUMD Yang 

Menerapkan Good 
Corporate Govennance 
(GCG) (%) 

0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00 Setdakab 
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10 Kategori Nilai Lakip 
Kabupaten (Nilai) 

- CC B B B BB A Setdakab 

11 Nilai LPPD Kabupaten 

(Nilai) 
- 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 Setdakab 

12 Persentase Area 
Perubahan Reformasi 

Birokrasi (%) 

- 25,00 50,00 62,50 75,00 87,50 100,00 Setdakab 

13 Persentase E-
Government Yang 

Terbangun (%) 

- 25,00 50,00 62,50 75,00 100,00 100,00 Setdakab 

14 Jumlah Rancangan 

Peraturan Daerah Usulan 
Eksekutif yang 

diagendakan untuk 
dibahas bersama 
Legislatif (Buah) 

- 13,00 17,00 18,00 18,00 19,00 19,00 Setdakab 

15 Kontribusi BUMD 

Terhadap PAD (%) 
0,24 0,26 0,50 0,47 0,45 0,41 0,39 Setdakab 

             

II.3.1 Unsur Pelayanan 

Administrasi Dan 
Pemberian Dukungan 
Terhadap Tugas dan 

Fungsi DPRD 

         

1 Jumlah Anggota DPRD 

(Orang) 
30,00 30,00 30,00 30,00 35,00 35,00 35,00 Sekretariat DPRD 

2 Keputusan DPRD (Buah) 16,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 Sekretariat DPRD 

3 Keputusan Pimpinan 

(Buah) 
13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 Sekretariat DPRD 

4 Jumlah Rancangan 
Peraturan Daerah yang 

diagendakan untuk 
dibahas dan ditindak 
lanjuti DPRD (Buah) 

- 20,00 20,00 20,00 22,00 22,00 22,00 Sekretariat DPRD 

5 Jumlah Aspirasi 

masyarakat yang 
ditampung dan ditindak 
lanjuti kepada DPRD 

(Buah) 

- 90,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 Sekretariat DPRD 

6 Jumlah Produk Peraturan 
Daerah yang 

menggunakan hak 
inisiatif (Buah) 

- 9,00 9,00 10,00 11,00 11,00 12,00 Sekretariat DPRD 

             

II.3.2 Unsur Pengawas 

Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah 

         

1 Terselenggaranya 
pengawasan internal 

secara berkala (%) 

90,00 81,00 81,00 82,00 83,00 84,00 85,00 Inspektorat 
Daerah 
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No. 

ASPEK/FOKUS/BIDANG 

URUSAN/ INDIKATOR 
KINERJA PEMBANGUNAN 

DAERAH 

Capaian Thn 

2015 
(Kondisi 
Awal) 

Target Kinerja Setiap Tahun 

SKPD Penanggung 
Jawab 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

2 Terselenggaranya 
pemeriksaan khusus dan 

sertijab, pengaduan 
masyarakat serta 
pengendalian 

pelaksanaan kebijakan 
KDH (%) 

28,00 81,00 81,00 82,00 83,00 84,00 85,00 Inspektorat 
Daerah 

3 Persentase Sistem dan 

Prosedur Pengawasan 
yang terpenuhi 
dibandingkan dengan 

keharusan dan ketentuan 
(%) 

0,00 0,00 81,00 82,00 83,00 84,00 85,00 Inspektorat 

Daerah 

4 Terselenggaranya 
Inventarisasi Temuan 

Pengawasan (%) 

165,00 81,00 81,00 82,00 83,00 84,00 85,00 Inspektorat 
Daerah 

5 Terselenggaranya 
penanganan tindak lanjut 

hasil pengawasan (%) 

81,00 81,00 81,00 82,00 83,00 84,00 85,00 Inspektorat 
Daerah 

6 Rasio Temuan BPK RI 

Yang Ditindaklanjuti (%) 
76,00 81,00 81,00 82,00 83,00 84,00 85,00 Inspektorat 

Daerah 

7 Tersedianya laporan 

pajak pribadi PNS (%) 
- 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 90,00 Inspektorat 

Daerah 

8 Persentase Tenaga 

Pemeriksa Yang 
Menguasai Teknik/Teori 

Pengawasan dan 
Penilaian Akuntabilitas 
Kinerja (%) 

31,00 45,00 57,00 71,00 71,00 71,00 71,00 Inspektorat 

Daerah 

9 Terselenggaranya 

sosialisasi pengendalian 
intern pemerintahan (%) 

- - 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 Inspektorat 

Daerah 

          

II.3.3 Unsur Penunjang Urusan 

Pemerintahan  
         

A. Unsur Penunjang 
Perencanaan 

         

1 Tersedianya Dokumen 

Perencanaan RPJD Yang 
Ditetapkan Dengan 

PERDA (Dokumen) 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Bappeda  

2 Tersedianya Dokumen 

Perencanaan:RPJMD 
Yang Ditetapkan Dengan 

PERDA (Dokumen) 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Bappeda  

3 Tersedianya Dokumen 
Perencanaan RKPD Yang 

Ditetapkan Dengan 
Perkada 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Bappeda  

4 Indikator Kinerja Daerah 
Berdasarkan Hasil 

Analisis (Dokumen) 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Bappeda  

5 Penjabaran Program 
RPJMD Kedalam RKPD 

(%) 

89,86 90,72 91,57 92,43 93,29 94,14 95,00 Bappeda  
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No. 

ASPEK/FOKUS/BIDANG 

URUSAN/ INDIKATOR 
KINERJA PEMBANGUNAN 

DAERAH 

Capaian Thn 

2015 
(Kondisi 
Awal) 

Target Kinerja Setiap Tahun 

SKPD Penanggung 
Jawab 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

6 Tersusunnya Dokumen 
KUA dan PPAS 

(Dokumen) 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Bappeda  

7 Regulasi Tata Cara 
Penyusunan (Dokumen) 

Rencana Pembangunan 
Daerah Yang Ditetapkan 
Oleh PERDA/Perkada 

(Dokumen) 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Bappeda  

8 Tersedianya Dokumen 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat (Dokumen) 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Bappeda  

9 Tersedianya RTRW 

(Dokumen) 
0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Bappeda  

10 Tersedianya RDTRW 
(Dokumen) 

0,00 0,00 1,00 2,00 4,00 5,00 6,00 Bappeda  

11 Tersedianya E Planning 

Penyusunan 
Perencanaan 

Pembangunan Daerah 
(%) 

 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bappeda  

12 Tersedianya Dokumen 
Strategi Penanggulangan 

Kemiskinan (Dokumen) 

0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Bappeda  

13 Penguatan Kelembagaan 
Pengarusutamaan 

Gender dan Anak (Pokja) 

0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Bappeda  

14 Tersusunnya Evaluasi 

Kinerja 2016-2021 Serta 
Target Kinerja 2016-2021 

(Dokumen) 

0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Bappeda  

          

B. Unsur Penunjang 
Keuangan 

         

1 Persentase Belanja 

Publik Terhadap DAU (%) 
110,18 104,93 91,76 94,68 98,53 101,34 103,26 DPPKA 

2 Belanja Langsung 
Terhadap Total APBD (%) 

45,79 44,01 35,59 34,44 34,02 33,92 33,02 DPPKA 

3 Besaran PAD Terhadap 

Seluruh Pendapatan 
Dalam APBD (Realisasi) 

(%) 

10,04 7,38 6,00 6,10 6,17 6,47 6,60 DPPKA 

4 Rasio SILPA Terhadap 

Terhadap Total 
Pendapatan (%) 

6,28 1,33 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 DPPKA 

5 Rasio Realisasi Belanja 

Terhadap Anggaran 
Belanja (%) 

93,07 93,39 93,71 94,03 94,36 94,68 95,00 DPPKA 

6 Rasio Realisasi PAD 

Terhadap Target PAD (%) 
111,08 94,00 94,80 95,60 96,40 97,20 98,00 DPPKA 

7 Peningkatan PAD (%) 14,40 -17,09 -20,62 5,39 5,94 9,31 6,03 DPPKA 

8 Dana Perimbangan Yang 
Terserap Dibanding 

Rencana (%) 

95,95 96,00 96,33 96,67 97,00 97,67 97,00 DPPKA 



 

Bab IX – PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH IX- 20 

 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

2016-2021 

 

No. 
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URUSAN/ INDIKATOR 
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Capaian Thn 
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Target Kinerja Setiap Tahun 

SKPD Penanggung 
Jawab 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

9 Opini BPK Terhadap 
Laporan Keuangan 

Daerah  

WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP DPPKA 

10 Keberadaan PERDA 
Tentang Pengelelolaan 

Keuangan Daerah 
Berdasarkan PP 58/2005 
(Dokumen) 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 DPPKA 

11 Ketepatan Waktu 

Penyampaian Laporan 
Keuangan dan Laporan 
Kinerja Berdasarkan PP 

8/2006 (Waktu) (%) 

75,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 DPPKA 

          

C. Unsur Penunjang 
Kepegawaian Serta 

Diklat 

         

1 Rasio PNS Terhadap 
Penduduk (%) 

2,00 1,98 1,98 1,95 1,93 1,90 1,88 Badan Kepega-
waian dan Diklat 

2 Jumlah Aparatur Yang 

Mengikuti Diklat 
Fungsional (Orang) 

420,00 400,00 320,00 300,00 320,00 400,00 400,00 Badan Kepega-

waian dan Diklat 

3 Persentase Aparatur PNS 

Yang Mengikuti Diklat 
Teknis Fungsional dan 
Kepemimpinan (%) 

7,63 7,51 6,29 5,99 6,48 8,07 8,19 Badan Kepega-

waian dan Diklat 

4 Persentase Pejabat 

Struktural yang telah 
mengikuti Diklat 
Kepemimpinan sesuai 

dengan Eselon (%) 

- 16,60 17,50 21,20 32,46 47,38 69,78 Badan Kepega-

waian dan Diklat 

             

D. Unsur Penunjang 
Penelitian dan 

Pengembangan 

         

1 Persentase Hasil 
Penelitian dan 

Pengembangan 
Pembangunan Daerah 
Yang Ditindaklanjuti Oleh 

Stakeholders (%) 

0,00 0,00 50,00 56,25 62,50 68,75 75,00 Bappeda  

2 Kajian Penelitian Indeks 

Pembangunan Daerah 
(Dokumen) 

0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Bappeda  

          

E. Unsur Penunjang 

Penanggulangan 
Bencana 

         

1 Cakupan Pelayanan 

Kebakaran Kabupaten 
0,001 0,001 0,001 0,003 0,003 0,004 0,005 Badan 

Penanggulangan 
Bencana 

2 Cakupan Masyarakat 

Yang Mendapat 
Pengetahuan 
Kebencanaan (%) 

0,00 42,86 62,50 87,50 100,00 100,00 100,00 Badan 

Penanggulangan 
Bencana 
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3 Cakupan Masyarakat 
Terdampak Bencana 

Yang Mendapat 
Pelayanan Tanggap 
Darurat (%) 

0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Badan 
Penanggulangan 

Bencana 

4 Cakupan Dokumen 

Penanggulangan 
Bencana (%) 

0,00 13,33 40,00 53,33 66,67 86,67 100,00 Badan 

Penanggulangan 
Bencana 

5 Cakupan Masyarakat 

Yang Mendapatkan 
Pelayanan Rehabilitasi 
dan Rekonstruksi Pasca 

Bencana (%) 

0,00 12,50 30,77 53,85 71,43 73,33 86,67 Badan 

Penanggulangan 
Bencana 

6 Cakupan 
penanggulangan 

kebakaran hutan dan 
lahan (%) 

30,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00 Badan 
Penanggulangan 

Bencana 

             

F. Unsur Penyelenggaraan 

Pemerintahan, 
Pelayanan Publik & 
Pemberdayaan 

Masyarakat 
Desa/Kelurahan 

         

1 Jumlah Desa Yang 
Mendapat Pembinaan 

Administrasi Desa (Desa) 

212,00 212,00 212,00 212,00 212,00 212,00 212,00 Bapemas & 
Pemdes 

2 Jumlah Desa Yang 
Didampingi Dalam 

Pengelolaan Alokasi 
Dana Desa (Desa) 

212,00 212,00 212,00 212,00 212,00 212,00 212,00 Bapemas & 
Pemdes 

3 Persentase desa yang 
memiliki RKPdes (%) 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bapemas & 
Pemdes 

4 Persentase aparatur 

pemerintah desa yang 
berkompeten (%) 

- 37,65 42,12 46,59 51,06 55,53 60,00 Bapemas & 

Pemdes 

 5 Cakupan Pelaksanaan 

Kegiatan Pemerintahan, 
Pembangunan, 
Kemasyarakatan dan 

Pemberdayaan (%) 

- 70,00 75,00 75,00 80,00 80,00 85,00 Masing-Masing 

Kecamatan 

 6 Persentase Pelanggaran 
Perda di Kecamatan yang 

dilaporkan (%) 

- 40,00 40,00 45,00 45,00 50,00 50,00 Masing-Masing 
Kecamatan 

 7 Capaian PAD terhadap 

Target Penerimaan (%) 
- 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Masing-Masing 

Kecamatan 

 8 Capaian PBB terhadap 

Target Penerimaan (%) 
- 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Masing-Masing 

Kecamatan 

9 Persentase Pengentasan 

Kemiskinan di Kecamatan 
yang dipelopori/didorong 

oleh pihak kecamatan 
selama satu tahun (%) 

- 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,95 Masing-Masing 

Kecamatan 
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III. ASPEK DAYA SAING 
DAERAH 

         

A. Fokus Kemampuan 

Ekonomi Daerah 
         

1. Otonomi Daerah, 
Pemerintahan Umum, 

Administrasi Keuangan 
Umum, Perangkat 
Daerah, Kepegawaian 

dan Persandian 

         

1.1 Angka Pengeluaran 
Konsumsi Rumah Tangga 

Per Kapita/Bulan (Rp.) 

596.037 614.062 627.513 640.964 654.415 667.866 681.317 Seluruh SKPD  

1.2 Pengeluaran Konsumsi 

Non Pangan Perkapita 
Per Bulan (Rp.) 

206.402 207.608 208.814 210.019 211.225 212.431 213.637 Seluruh SKPD  

1.3 Persentase Pengeluaran 

Konsumsi Non Pangan 
Perkapita Per Bulan (%) 

36,63 37,00 37,00 37,00 38,00 38,00 38,00 Seluruh SKPD  

1.4 Produktivitas Total 

Daerah (Rp. Juta) 
63,80 67,08 69,33 77,78 80,25 86,14 88,42 Seluruh SKPD  

1.5 Nilai APBN dan APBD 
Provinsi yang 

Dialokasikan di Daerah 
(Rp. Juta) 

- 150.000,00 125.000,00 160.000,00 150.000,00 140.000,00 130.000,00 Seluruh SKPD  

          

2. Pertanian         

2.1 Nilai Tukar Petani 98,61 101,85 102,13 102,41 102,69 102,97 103,25 Dinas Pertanian  

          

B. Fokus Fasilitas 

Wilayah/Infrastuktur 
        

1. Perhubungan         

1.1 Jumlah Orang Yang 

Terangkut Angkutan 
Umum (Orang) 

2.684.283 2.564.790 2.564.790 2.628.910 2.694.632 2.761.998 2.831.048 Dishubkominfo 

          

2. Penataan Ruang         

2.1 Ketaatan Terhadap 

RTRW (%) 
0,00 77,50 80,00 82,50 85,00 87,50 90,00 Bappeda  

2.2 Luas Wilayah Produktif 
berdasarkan RTRW (%) 

- 65,32 65,32 65,32 65,32 65,32 65,32 Bappeda  

2.3 Luas Wilayah Kebanjiran 

berdasarkan RTRW (%) 
- 6,78 6,78 6,78 6,78 6,78 6,78 Bappeda  

2.4 Luas Wilayah 
Permukiman 

berdasarkan RTRW (%) 

- 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 Bappeda  

             

2. Otonomi Daerah, 
Pemerintahan Umum, 

Administrasi Keuangan 
Umum, Perangkat 
Daerah, Kepegawaian 

dan Persandian 
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3.1 Jumlah Bank dan Cabang 
(Unit) 

11,00 13,00 15,00 17,00 19,00 22,00 24,00 DPPKA 

3.2 Jenis dan Jumlah 

Perusahaan Asuransi dan 
Cabang 

- 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 DPPKA 

3.3 Jenis, Kelas, dan Jumlah 

Restoran 
13,00 14,00 14,00 15,00 15,00 15,00 16,00 DPPKA 

3.4 Jenis, Kelas, dan Jumlah 
Penginapan/Hotel 

4,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 DPPKA 

          

4. Komunikasi dan 

Informatika 
         

4.1 Rasio Ketersediaan Daya 
Listrik (%) 

81,00 81,92 84,63 87,35 90,06 92,78 95,49 Distamben 

4.2 Persentase Penduduk 

Yang Menggunakan 
HP/Telepon (%) 

64,25 65,72 66,56 67,41 68,25 69,10 69,95 Dishubkominfo 

            

C. Fokus Iklim Berinvestasi         

1. Otonomi Daerah, 

Pemerintahan Umum, 
Administrasi Keuangan 

Umum, Perangkat 
Daerah, Kepegawaian 
dan Persandian 

        

1.1 Angka Kriminalitas 

(Jumlah Kasus /10.000 
Pddk) 

11,50 10,08 9,71 9,35 8,98 8,61 8,24 Kantor Kesbangpol 

1.2 Rata-Rata Lama Proses 

Perizinan (Hari) 
8,10 8,10 8,10 7,00 7,00 7,00 7,00 KPTSPDPM 

1.3 Jumlah dan Macam Pajak 
Retribusi Daerah (Jenis) 

22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 Setdakab 

1.4 Jumlah Perda Yang 

Mendukung Iklim Usaha 
(Buah) 

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Setdakab 

1.5 Persentase Desa 

Berstatus Swasembada 
Terhadap Total Desa (%) 

24,19 26,63 27,38 28,89 29,65 31,16 32,67 Bapemas & 

Pemdes 

             

2. Peningkatan Penanaman 

Modal 
        

2.1. Jumlah Nilai Investasi 

Berskala Nasional 
(PMDN/PMA) (Rp. Juta) 

= 1.640.254 4.600.000 1.376.343 1.034.066 1.886.813 7.912.139 KPTSPDPM 

2.2 Jumlah SIUP/TDP yang 

diterbitkan (Buah) 
= 150,00 180,00 210,00 240,00 270,00 300,00 KPTSPDPM 

2.3 Persentase Pengentasan 
Kemiskinan di Kecamatan 

yang dipelopori/didorong 
oleh KPTSP selama satu 
tahun (%) 

= 0,19 0,20 0,20 0,20 0,20 0,21 KPTSPDPM 
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D. Fokus Sumber Daya 
Manusia 

        

1. Ketenagakerjaan         

1.1 Rasio Lulusan Sarjana 

(per 10.000 penduduk) 
0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 Disdikbud 
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PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 

 

 

10.1. Pedoman Transisi  

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli 

Selatan Tahun 2016-2021 ini akan menjadi pedoman untuk penyusunan 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) mulai tahun 2016-2021. 

Penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada sasaran pokok arah 

kebijakan RPJPD Kabupaten Tapanuli Selatan 2005-2025, RPJM Nasional dan 

RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan hasil musrenbang RKPD tahun 2022 Untuk 

menjamin keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten 

Tapanuli Selatan dengan pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Utara, 

maka visi, misi dan program kepala daerah terpilih hasil pemilihan tahun 2020 

atau 2021 harus berpedoman pada RPJPD Tahap-IV Tahun 2020-2025. 

Program-program transisi disusun sebagai rancangan program  indikatif 

satu tahun ke depan setelah periode RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan 

berakhir tahun 2021, dengan tujuan untuk menjembatani kekosongan dokumen 

perencanaan jangka menengah pada akhir masa jabatan kepala daerah. Dalam 

RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021 telah ditetapkan agenda 

pembangunan prioritas yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli 

Selatan selama kurun waktu kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah  terpilih adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya 

2. Peningkatan Kualitas dan Keterjangkauan Pendidikan 

3. Peningkatan sumber daya manusia yang inovatif dan kreatif 

4. Peningkatan dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan 

5. Peningkatan ekonomi kerakyatan; 

6. Peningkatan kesempatan kerja dan perluasan lapangan usaha 
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7. Peningkatan produksi, produktifitas dan daya saing produk pertanian dan 

industri; 

8. Peningkatan infrastruktur dan pelestarian lingkungan hidup yang 

mendukung daya saing perekonomian;  

9. Peningkatan Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 

yang Baik (Good Governance), Pelayanan Publik dan Partisipasi 

Masyarakat dalam Pembangunan; 

10. Mendukung kebijakan nasional dan Provinsi Sumatera Utara 

11. Peningkatan kualitas pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi seluruh 

masyarakat. 

Selama kurun waktu lima tahun ke depan, diasumsikan berbagai program 

dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten 

Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021  dilaksanakan dengan konsisten oleh 

lembaga perangkat daerah, yang didukung peran aktif seluruh stakeholders dan 

partisipasi masyarakat. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi pondasi 

bagi kesinambungan pelaksanaan program-program pembangunan daerah 

Kabupaten Tapanuli Selatan periode berikutnya. 

Secara garis besar, pembangunan yang berlangsung lima tahun ke depan 

bukan saja diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

meningkatkan kualitas layanan publik, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, 

ekonomi kerakyatan, berkurangnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran, 

tetapi sekaligus mampu mewujudkan masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan 

yang memiliki kepedulian terhadap sesama, berkualitas serta beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penyusunan program pembangunan 

tahun 2021 akan dirumuskan dengan tetap berusaha menjamin keberlanjutan 

program periode sebelumnya. Untuk periode selanjutnya, program 

pembangunan yang dikembangkan dapat lebih banyak berorientasi pada upaya 

peningkatan daya saing ekonomi (economic competitiveness) dengan tetap 

memperhatikan azas keadilan dan pemerataan  kepada semua lapisan 

masyarakat.  
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10.2. Kaidah Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021 ini hendaknya dapat dilaksanakan secara 

konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab, 

dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 

1. RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021 menjadi pedoman 

penyusunan RKPD setiap tahun mulai tahun 2016-2021; 

2. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan wajib menyebarluaskan 

Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat; 

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten 

Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Tapanuli Selatan berkewajiban melakukan fasilitasi, monitoring dan 

evaluasi terhadap penjabaran RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-

2021 ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-

SKPD).  

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan 

berkewajiban untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil 

pelaksanaan RPJMD; 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Tapanuli Selatan, masyarakat, dunia usaha, agar melaksanakan program-

program dalam RPJMD Tahun 2016-2021 ini dengan sebaik-baiknya. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Tapanuli Selatan, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, 

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi 

masing-masing, yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan 

Tahun 2016-2021.  

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menjamin konsistensi 

antara RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021 dengan  Rencana 

Strategis (Renstra) SKPD. 
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BAB XI 

P E N U T U P 

 

 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021 ini disamping sebagai dokumen perencanaan 

pembangunan lima tahunan daerah juga sebagai komitmen politis yang harus 

dipedomani oleh seluruh unsur pelaku pembangunan di daerah dalam mencapai visi 

dan misi yang telah ditetapkan. 

 

Dokumen perencanaan ini adalah salah satu faktor pendukung dalam 

pencapaian visi dan misi, dan yang lebih penting dari itu adalah terciptaya 

kebersamaan, kesamaan pandang dan didorong dengan semangat pelaksanaan 

secara sistematik dan berkesinambungan. 

 

Dengan dokumen perencanaan ini diharapkan dapat terlaksananya 

pembangunan dalam melanjutkan Tapanuli Selatan yang maju berbasis sumber daya 

manusia pembangun yang unggul, sehat cerdas, sejahtera serta sumber daya alam 

yang produktif dan lestari. 

 

 

  BUPATI TAPANULI SELATAN 

   

   

   

  H. SYAHRUL M. PASARIBU 
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